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g S y ara pembaca budiman. Bung Nyarwi Ahmad, penulis buku 
CG — 2 ini, mengundang saya untuk menulis kata pengantar bagi 
naskah bukunya yang berjudul “Seri Manajemen 
Komunikasi Politik dan Marketing Politik”. Ini tentulah sebuah 
prestasi tersendiri yang patut disambut hangat. Bung Nyarwi Ahmad 
pada periode 2006-2008 mengikuti program “Manajemen Komunikasi 
Politik” yang diselenggarakan oleh Program Studi Pascasarjana Ilmu 
Komunikasi, Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas 
Indonesia. Dalam Program Studi Pasca Sarjana tersebut, saya 
mengampu beberapa mata kuliah dimana dia menjadi mahasiswa di 
program tersebut. Judul “Manajemen Komunikasi Politik” dapatlah 
dimengerti dengan latar belakang pendidikan yang ditempuhnya itu. 
Program Studi Pasca Sarjana tersebut memang cukup unik. 
Para pengajarnya tidak hanya sekedar memiliki latar belakang 
akademik dan profesional di bidangnya masing-masing. Sederet nama 
menjadi pengajar tetap dan pengajar tamu dalam Program Studi Pasca 
Sarjana tersebut. Dalam program itu, pengajar mata kuliah 
“Pemasaran Politik” adalah seorang selebritas (aktor parodi televisi, 
pengamat politik dan aktivis) yaitu sdr. Effendi Gazali Ph.D. yang 
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sering berduet dengan selebritas lain, yaitu Sdr. Eep Saefulloh Fatah. 
Mahasiswa peserta program itu pun tidak sedikit yang dapat 
dikategorikan sebagai selebritas, terutama selebritas-politisi dan ada 
juga beberapa politisi-selebritas. 

Di antara teman-teman kuliahnya pada waktu itu ada wajah- 
wajah yang membacakan berita-berita politik atau menjadi pemandu 
talkshow politik di pelbagai stasiun televisi. Wajah-wajah para selebritis 
yang diberitakan di televisi karena keterlibatan dalam partai politik 
dan aksi-aksi politik juga menjadi mahasiswa dalam program studi 
tersebut. Mereka memiliki posisi dan peran politik yang berbeda. 
Mereka seringkali juga menjadi aktor yang kontroversial atas sikap, 
posisi, dan peran politiknya sehingga adakalanya beradu pendapat di 
televisi. Hal yang paling memiliki nilai berita tinggi mungkin adalah 
ketika salah seorang teman seangkatannya kemudian dipanggil 
Komisi Pemberantasan Korupsi dan kemudian dihadapkan ke 
pengadilan. 

Di Universitas Indonesia, program studi Manajemen 
Komunikasi yang berlangsung petang dan malam hari, pada awalnya 
hanya terdiri dari satu konsentrasi studi, yaitu Manajemen 
Komunikasi Bisnis. Baru satu dasawarsa kemudian, pada pertengahan 
dekade pertama abad ke-21 atau awal milenium ketiga, dibuka 
konsentrasi studi kedua, yakni Manajemen Komunikasi Politik. 
Dengan dibukanya Konsentrasi Manajemen Komunikasi Politik 
tersebut, komunikasi politik tidak lagi semata-mata dimengerti dalam 
kaitannya dengan persoalan siapa, mendapatkan apa, kapan dan 
dengan cara bagaimana, sebagaimana pernah dirumuskan oleh 
Harold Laswell.! Formulasi Laswell itu hanyalah memperhatikan 
“kulminasi” dari proses komunikasi politik, kalau kita pinjam cara 
bicara Amartya Sen.2 Dengan menambahkan kata “manajemen”, maka 
komunikasi politik pun semakin menampakkan dirinya sebagai 
proses, yang diawali dengan pengenalan audiens, perencanaan, 
pengorganisasian, implementasi dan pengendalian. Dengan konsep 
manajemen, diharapkan komunikasi politik akan menjadi semakin 
terukur dan oleh karenanya semakin efektif dan efisien. 


1 Harold Laswell, Politics: Who Gets What, When and How, 1935. 
2 Amartya Sen, The Idea of Justice, 2009. 
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Ini tidak berarti bahwa paradigma ilmu administrasi bisnis 
telah menghegemoni paradigma ilmu komunikasi, sebab, hal yang 
sebaliknya juga terjadi. Mantan Dekan Harvard Business School, 
Robert Kent, pernah mengatakan bahwa hakikat manajemen adalah 
komunikasi.3 Maka kedua ilmu itu sebenarnya sudah berkelindan, 
sehingga apa yang dulu oleh Phillip Kotler disebut “bauran promosi” 
dalam manajemen pemasaran kini dimengerti sebagai “komunikasi 
pemasaran terpadu” (integrated marketing communication)! sebagaimana 
dalam ilmu komunikasi politik dikenal istilah komunikasi pemasaran 
politik. Kreativitas ilmiah membuat kedua paradigma itu saling 
membuahi, karena tujuan keduanya pun dapat direduksi menjadi 
sesuatu yang sama, yakni perubahan perilaku konsumen (audiens). 
Tak hanya itu, konsep besar bernama demokrasi pun semakin 
dimengerti sebagai “free marketplace of ideas” yang tampaknya akan 
sukar dipahami oleh manusia-manusia yang berasal dari kurun-kurun 
lain sejarah peradaban manusia. 

Dengan masuknya diskursus “manajemen”, lebih khusus lagi 
“manajemen pemasaran”, ke dalam diskursus “komunikasi”, lebih 
khusus lagi “komunikasi politik”, bukan tanpa biaya. Diskursus yang 
biasa terjadi dalam kaitannya dengan cara hidup “pasar” semakin 
sering terdengar dalam kaitannya dengan “politik”. Politik, yang 
sepatutnya berhubungan dengan pembuatan kebijakan (policy) dalam 
administrasi negara, semakin sering dieja dengan kosa kata yang 
lazim dipakai di “pasar”. Dalam konteks politik Indonesia saja hal itu 
setidaknya memunculkan dua masalah atau, katakanlah, ekses. Satu, 
politik pencitraan. Dua, politik uang. 

Pertama adalah politik pencitraan. Pasar gagasan (program) 
dengan cepat berubah menjadi pasar citra, pasar tokoh, pasar sosialita, 
karena dalam diskursus pasar kita sudah terbiasa dengan konsep- 
konsep semisal produk, jasa, merk, citra merk dan ekuitas merk. 
Apalagi bila kegiatan pemasaran sudah mendorong semua jenis bisnis 
menjadi bisnis pertunjukan, seperti diamati oleh Bernd H. Schmitt dan 
kawan-kawan, maka pemasaran politik pun tak luput dari pengaruh 


3 Scott M. Cutlip et.al., Effective Public Relations,2006. 

1 Phillip Kotler & Kevin Lane Keller, Marketing Management, 121 edition, 2006. 

5 Bern H. Schmitt, David L. Rogers, Karen Vrotsos, There's No Business that's not Show 
Business, 2004. 
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diskursus “bisnis pertunjukan” ini. Kadang-kadang jalinan antara 
politik dan bisnis pertunjukan ini tampil secara harafiah. Muncullah 
selebritas-politisi semisal Ronald Reagan dan Arnold Schwarzenegger 
di Amerika Serikat serta Joseph Estrada di negara tetangga kita, 
Filipina. Para politisi “profesional” pun sering mengemas diri menjadi 
semacam “selebritas” semisal Nikolas Sarkozy yang menjadikan Carla 
Bruni, seorang penyanyi, penulis lagu dan bekas model menjadi 
istrinya. Skandal-skandal yang melibatkan Bill Clinton dan Silvio 
Berlusconi juga layak menjadi bahan infotainment. Pembahasan 
mengenai hal ini menarik karena diangkat oleh sang penulis pada 
Buku Ke IV dari seri buku ini. Mereka ini merupakan contoh-contoh 
dari politisi-selebritas. 

Maka tema “Selebritisasi Politik Pasca Orde Baru” yang 
diangkat pada Buku Ke III seri buku ini menjadi tema penting dalam 
dunia politik zaman pascamodern ini. Tema ini pun dapat dimengerti 
tidak hanya sebagai hasil kerja dan refleksi ilmiah, tetapi juga muncul 
dari lingkungan dekat sehari-hari, termasuk lingkungan yang dialami 
penulis buku ini ketika berada di kelas Manajemen Komunikasi 
Politik, Universitas Indonesia sebagaimana dipaparkan di atas. 
Jurusan berpikir ini juga dapat dimengerti, karena buku ini bertolak 
dari vernacular politics (politik keseharian) dan contoh kasus bagi 
vernacular politics adalah ibu-ibu di lingkungan RT yang 
menggosipkan seorang anak gadis yang berganti-ganti pacar sehingga 
dipergunjingkan sebagai penganut seks bebas. Jadi, sejak awal 
pengertian komunikasi politik tidaklah banyak beda dengan 
komunikasi a la infotainment yang banyak melibatkan selebritas. 

Hal ini tentunya akan berbeda misalnya, bila kasus yang 
diangkat sebagai titik tolak vernacular politics ialah musyawarah antar 
tetangga untuk memperbaiki jalan lingkungan yang aspalnya 
mengelupas, mencegah wabah demam berdarah, mengalirkan air 
selokan yang mampat, atau sekadar membahas apakah pada perayaan 
tujuhbelas agustusan tahun ini akan diadakan lomba panjat pinang 
atau tidak. Bagaimana “mendorong” ketua RT untuk menggelar rapat 
dengan agenda membahas hal itu, bagaimana “meyakinkan” para 
peserta rapat dan - lebih lagi - bagaimana “memasarkan” kepada ibu- 
ibu rumah tangga (yang biasanya pegang uang) program 
bersangkutan, agar tiap rumah tangga rela membayar iuran? 
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Kedua adalah politik uang. Politik uang ialah politik yang 
ditandai oleh ketidakfasihan berkomunikasi dalam bahasa demokrasi 
yang masih asing. Seseorang dapat tetap hidup di lingkungan 
berbahasa asing yang tak dikuasainya hanya dengan mengandalkan 
bahasa isyarat dan uang. Dalam situasi seperti itu, sering orang yang 
tidak mampu bicara dalam bahasa yang berlaku di suatu tempat tetap 
lebih efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhannya di pasar, 
sejauh ia punya banyak mata uang yang berlaku di situ. Dalam kaitan 
dengan komunikasi, politik uang ialah manifestasi dari apa yang oleh 
mendiang Koentjaraningrat disebut “mentalitas menerabas” atau 
“mentalitas sesudah perang”, karena dengan politik uang suatu pihak 
tidak perlu susah payah meyakinkan dan membujuk audiens bahwa 
program yang diusungnya akan membawa kebaikan bagi seluruh 
rakyat. 

Diskursus pasar juga telah menempatkan politik dalam medan 
penawaran dan permintaan dan, sehubungan dengan itu, harga. Hal- 
hal politik telah menjadi komoditas dan mengalami komodifikasi. 
Tidak mengherankan, bila Panwaslu dan beberapa LSM mengawali 
masa kampanye Pemilihan Umum Gubernur DKI Jakarta pada 
Minggu, 24 Juni 2012, dengan menggelar Deklarasi Anti Politik Uang 
di Bundaran Tugu Selamat Datang. Tentu saja, kehebohan 
menyangkut politik uang ini tidak hanya sebatas pemilu, pilpres atau 
pemilukada. Kewenangan publik adalah komoditas langka yang dapat 
diberi harga. Inilah yang sebenarnya terjadi di balik fenomena “mafia 
pajak”, “mafia peradilan”, “rekening gendut petinggi Polri”, kasus 
“cek pelawat” dalam pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia, 
“kasus Hambalang”, kasus “Wisma Atlet”, dan lain sebagainya. 

Perkembangan politik pasca-Soeharto dan pasca-modern (yang 
kadang dieja juga sebagai era “kapitalisme lanjut”) ini memang perlu 
dicermati. Buku bung Nyarwi Ahmad yang kini tersaji di hadapan 
pembaca yang budiman akan membantu kita mempertajam wawasan 
tentang manajemen komunikasi politik dan pemasaran politik. Hal 
yang perlu kita sadari ialah bahwa selebritisasi politik bukanlah tanpa 
hubungan dengan perkembangan paradigma pascamodern itu. 
Paradigma kapitalisme-lanjut itu (late-capitalism atau Spaetkapitalismus) 


6 Lihat misalnya, Alois A. Nugroho, “Menyoal Politik Uang”, Suara Pembaruan, Sabtu, 
30 Juni 2012. 
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juga memuat ranjau-ranjau berupa komodifikasi politik. Untuk itu 
perlu ditelaah uraian Michael Sandel yang memperingatkan kita 
bahwa tidak semua hal dapat dibeli dengan uang, tanpa membuat diri 
kita dan kehidupan bersama kita menjadi busuk.” 

Bung Nyarwi Ahmad tampak berusaha memetakan 
perkembangan studi komunikasi politik dan marketing politik sejak 
era berkembanganya ilmu komunikasi itu sendiri hingga keduanya 
kemudian tumbuh di Amerika dan di Eropa. Apa yang ia sajikan 
tentunya masih menyimpan sejumlah kelemahan. Kendati demikian, 
upaya pelacakan dan pemetaan yang dia lakukan tentunya sangat 
berguna untuk memperkaya referensi di tengah masih langkanya 
literatur akademik kedua bidang kajian tersebut di Indonesia. 
Perspektif yang digunakannya sebagai penulis tampak cenderung 
lintas disipliner, sehingga ia tidak hanya sekedar menempatkan 
bidang kajian komunikasi politik dan marketing politik sebagaimana 
yang berkembang dalam panggung media semata. Lebih dari itu, ia 
berusaha menempatkan komunikasi politik dan marketing politik baik 
sebagai bidang akademik maupun praktis menjadi realitas yang dekat 
dalam kehidupan sehari-hari di sekeliling kita. Pemberian konteks dan 
bobot historis dalam kasus-kasus Indonesia menjadikannya tetap 
kontekstual dan menarik untuk kita simak. 

Komunikasi politik dan marketing politik sebagai bidang 
akademik dan praktis menang sangat menarik untuk dikembangkan, 
menjadi obyek kajian yang menantang dan membutuhkan dasar etika 
komunikasi politik yang lebih beradab bagi para aktor politik dan 
profesional konsultan komunikasi politik di Indonesia. Karena itu, kita 
memang harus lebih hati-hati menyimak apa yang sedang terjadi di 
panggung depan (front stage) dan apa yang selalu tersembunyi di 
panggung belakang (back stage) dari proses komunikasi politik dan 
marketing politik. Praktek politik pencitraan yang berkelindan dengan 
politik uang merupakan salah satu contoh bagaimana krisis 
kapitalisme lanjut bisa berkembang secara bersamaan dengan krisis 
demokrasi itu sendiri. Akar persoalan ini tentu tidak sederhana dan 
bahkan sangat kompleks dan menjadi tantangan tersendiri di negara- 
negara demokrasi modern. 


7 Lihat Michael Sandel, What Money Can't Buy, 2012 
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Apa yang coba disajikan dan direfleksikan oleh Bung Nyarwi 
Ahmad menjadi pintu awal untuk melacak dan menguraikan dilema 
tersebut. Contoh-contoh dan kasus-kasus yang ditampilkan dalam 
buku ini banyak berasal dari Indonesia. Membaca buku ini seperti 
menerawang panorama sejarah politik Indonesia dengan teropong 
ilmu komunikasi, khususnya komunikasi politik. Selamat membaca. 
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PENGANTAR PENULIS 


ramai dibicarakan. Masyarakat dari berbagai lapisan mulai 


akrab dengan istilah komunikasi politik. Bersamaan dengan 
munculnya Pemilihan Kapala Daerah dan Pemilihan Umum, istilah 
komunikasi politik dan marketing politik pun makin populer. 
Maraknya para pengamat politik dan pengamat komunikasi politik 
yang sering menjadi nara sumber diskusi di televisi swasta nasional, 
menjadikan pupularitas dua bidang ini makin merangkak naik. 
Masyarakat di berbagai daerah pun kian akrab dengan istilah-istilah 
dari bidang studi ini 

Popularitas studi komunikasi politik tidak lepas dari empat 
hal. Pertama, munculnya para analisis, pakar dan konsultan yang 
bergerak di bidang komunikasi politik dalam arena Pemilu dan 
Pemilukada. Kedua, meningkatnya space media cetak dan media 
penyiaran dalam mendiskusikan dan memberikan perkembangan 
terkini dalam bidang komunikasi politik. Ketiga, meningkatnya demand 
dari pemerintah, parpol dan kandidat dalam mengembangkan strategi 
komunikasi politik. Keempat, meningkatnya sejumlah kajian, lembaga 
riset, dan program studi yang mengembangkan studi bidang 
komunikasi politik di Indonesia. Kelima, berkembangnya beragam 
profesi baru di bidang komunikasi politik di Indonesia. 

Kelima hal ini menjadi pemicu utama dimana bidang 
komunikasi politik kian dipelajari, didiskusikan dan terus dikaji oleh 
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banyak kalangan. Kebutuhan kajian pun terhadap bidang ini juga 
makin beragam. Pertama, mereka yang melakukan kajian semata-mata 
untuk kepentingan akademik, yaitu dengan menghasilkan skripsi, 
tesis dan desertasi, ataupun jurnal-jurnal nasional dan internasional. 
Kalangan ini pada umumnya terdiri dari para mahasiswa, peneliti, 
profesional analis dan juga pengajar di sejumlah perguruan tinggi di 
bidang program studi ilmu politik, ilmu komunikasi dan ilmu 
manajemen marketing. 

Kedua, mereka yang mempelajarinya untuk kepentingan 
praktis, yaitu untuk menyimak inovasi, dan kreasi yang berkembang 
terkait dengan teknik-teknik, metode-metode dan strategi yang 
berkembang dalam bidang komunikasi politik dan political marketing. 
Mereka yang termasuk kalangan ini adalah para profesional konsultan 
politik, dan marketer politik, aktivis partai politik, dan juga tim think 
thank masing-masing partai politik dan pasangan kandidat yang akan 
maju dalam arena Pemilu dan Pemilukada 

Ketiga, mereka yang mempelajari untuk mengelaborasi manfaat 
bidang ilmu ini bagi peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. 
Kajian komunikasi politik, politik komunikasi marketing politik dan 
manajemen pencitraan terus mereka lakukan untuk memformulasikan 
kebijakan publik dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat 
tentang kualitas dan tujuan demokrasi dan juga dalam rangka 
persebaran dan institusionalisasi nilai-nilai demokrasi, HAM, anti- 
Korupsi dan isu-isu pemberdayaan publik lainnya. Kalangan ini 
termasuk para aktivis LSM, Lembaga Riset independen/ think thank 
dan juga para aktivis demokrasi lainnya. 

Keempat, mereka yang mempelajari komunikasi politik untuk 
peningkatan kualitas performance Pemerintahan. Kalangan ini 
termasuk di antaranya para birokrat, teknokrat, kepolisian dan juga 
militer. Seiring dengan perubahan sistem demokrasi, dan menurunnya 
citra institusi Pemerintahan dan aparatus negara di mata publik, kajian 
ini mereka lakukan dengan tujuan meningkatkan citra mereka dan 
juga meningkatkan performance kinerja serta legitimasi mereka 
kepada publik. 

Kelima, mereka yang mempelajari komunikasi politik untuk 
kepentingan politik kawasan dan regional. Kalangan ini termasuk di 
antaranya para diplomat, atase pertahanan, atase kebudayaan, para 
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peneliti/akademisi dan profesional think thank yang bekerja dalam 
pengelolaan politik kawasan dan hubungan internasional. Sejumlah 
negara yang sangat tergantung dengan perkembangan politik 
regional, tampak mempekerjakan mereka secara serius dalam 
mengelola stabilitas dan kepentingan politik kawasannya melalui 
komunikasi politik dan political marketing. 

Buku ini merupakan salah satu upaya penulis untuk memotret 
perkembangan komunikasi politik dan political marketing Pasca 
Reformasi. Buku ini terdiri dari tujuh bagian yang kemudian disajikan 
dalam rangkaian buku secara berseri dengan judul dan pembahasan 
yang berbeda. Buku ini merupakan Buku I dari Buku Seri Manajemen 
Komunikasi Politik dan Marketing Politik. 

Buku I terdiri dari 12 Bab yang dipaparkan dalam tiga bagian. 
Bagian pertama berisi pendahuluan. Pada bagian ini akan dibahas 
bagaimana perkembangan praktik politik dari politik keseharian 
menuju politik kelembagaan, aktor politik dan praktek politik, dan 
kontestasi citra, pengaruh dan legitimasi politik. Bagian kedua berisi 
tentang kelahiran dan perkembangan studi komunikasi politik dan 
marketing politik. Pada bagian ini akan dipaparkan bagaimana 
perkembanagan studi ilmu komunikasi politik dan marketing politik, 
perkembangan bidang kajian dan riset-riset komunikasi politik di 
Amerika dan Eropa, pengembangan program studi dan pusat kajian 
komunikasi politik dan marketing politik dan perkembangan studi 
dan riset-riset komunikasi politik di Asia. Selain itu juga akan 
dipaparkan bagaimana perspektif yang dikembangkan dan yang 
kemudian digunakan dalam kajian komunikasi politik dan marketing 
politik, khususnya di Indonesia. Bagian ketiga tentang perkembangan 
studi komunikasi politik dan marketing politik di Indonesia. Pada 
bagian ini akan dikupas mengenai konteks perkembangan studi 
komunikasi politik di Era Orde Baru, dan menjelang dan pasca 
keruntuhan Rezim Orde Baru. Lebih lanjut pada bagian ini juga akan 
dipaparkan bagaimana perkembangan studi komunikasi politik dan 
marketing politik di Indonesia Pasca Reformasi. 

Penulis menyajikan buku ini secara umum untuk ditujukan 
kepada para pembaca dengan latar belakang yang berbeda. Pertama, 
buku ini ditujukan bagi mahasiswa program sarjana dan pasca sarjana 
yang menekuni bidang studi komunikasi politik dan marketing 
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politik. Selain itu, buku ini juga ditujukan bagi mahasiswa program 
studi ilmu politik dan ilmu sosial lainnya yang mengkaji bidang ilmu 
komunikasi politik dan marketing politik. Kedua, buku ini ditujukan 
bagi para pengajar program studi komunikasi politik dan ilmu politik 
yang mengampu mata kuliah-mata kuliah yang berkaitan dengan 
komunikasi politik dan marketing politik. Harapannya, naskah 
akademik ini bisa menambahkan informasi terkini mengenai 
perkembangan riset dan literatur di bidang ilmu tersebut. Ketiga, buku 
ini juga ditujukan kepada para komunikator politik, khususnya para 
elit politik, pimpinan parpol, kandidat Pilleg dan Pemilukada, 
birokrat, militer, dan juga kalangan profesional yang bekerja dalam 
dunia konsultan komunikasi politik dan marketing politik. Keempat, 
buku ini juga ditujukan untuk publik secara luas yang ingin 
mengetahui dan memahami bagaimana perkembangan komunikasi 
politik dan marketing politik di Indonesia pasca reformasi. 

Materi yang disajikan dalam Buku ini pada mulanya 
bersumber dari hasil refleksi dan sedikit pengalaman penulis ketika 
berkecimpung dan berinteraksi dalam studi komunikasi politik dan 
marketing politik di Indonesia. Beberapa materi yang disajikan dalam 
buku ini adalah paper-paper tugas kuliah ketika penulis sedang 
menempuh di Program Master Manajemen Komunikasi Politik, 
Program Pasca Sarjana Departemen Ilmu Komunikasi FISIP 
Universitas Indonesia. Beberapa materi lainnya juga merupakan bahan 
yang penulis siapkan untuk materi kuliah di Program Sarjana dan 
Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi, FISIPOL Universitas Gadjah Mada, 
Yogyakarta. Selain itu, beberapa materi lainnya merupakan hasil riset 
lapangan yang pernah penulis lakukan, atau rekaman dari sharing 
pengalaman yang disampaikan oleh rekan-rekan penulis yang selama 
ini bekerja sebagai peneliti/ akademisi, maupun profesional konsultan 
politik dan marketing politik. 

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada sejumlah 
pihak. Pertama, penulis mengucapkan kepada Dekan FISIPOL UGM, 
yang telah tepilih sebagai Rektor UGM, Prof.Dr.Pratikno, M.Soc,Sc. 
Ucapan terima kasih kepada Bapak Rektor UGM atas semua 
dukungan baik yang bersifat material dan immaterial kepada penulis 
selaku salah satu staf pengajar di Jurusan Ilmu Komunikasi FISIPOL 
UGM. Secara khusus untuk Bapak Rektor UGM, penulis sangat 
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berterima kasih karena telah memberikan motivasi dan dukungannya 
secara luar biasa agar penulis segera melanjutkan kuliah S3 di Luar 
Negeri agar bisa ikut mengembangkan bidang ilmu komunikasi di 
Indonesia pada masa mendatang. 

Kedua, ucapan terima kasih juga penulis sampaikan Bu Wadek 
Bidang Akademik FISIPOL UGM, Hermin Indah Wahyuni, PhD,-- 
yang kemudian telah diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dekan 
FISIPOL UGM. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak 
Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi FISIPOL UGM, Prof. Nunung 
Prajarto, MA, PhD, Mas Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi FISIPOL 
UGM, M.Sulhan, Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi 
FISIPOL UGM dan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia 
(LSI), Mas Kuskridho Ambardi, PhD, Sekretaris Program Pasca 
Sarjana Ilmu Komunikasi, FISIPOL UGM,Mas I Gusti Ngurah Putra, 
Mas Kaprodi S-1, Budhy K.Zaman dan juga rekan-rekan semua staf 
pengajar Jurusan Ilmu Ilmu Komunikasi FISIPOL UGM, Bang Abrar, 
Mas Wisnu, Mas Wid, Mbak Novi, Mbak Yayuk, Mbak Rajiyem, 
Adam, Dadok, Monik, Lisa, Meutia, Ipeh, Gilang atas dukungan dan 
semangat kolektif yang telah diberikan. Ucapan terima kasih penulis 
sampaikan kepada Pusat Kajian New Media dan Komunikasi 
(NEWMESIS) —yang dipimpin oleh Mas Wisnu Martha Adiputra — 
dan Public Communication Corner (PCC), Jurusan Ilmu Komunikasi 
yang telah ikut mensponsori sejumlah topik riset yang kemudian 
penulis gunakan di beberapa sub-bab dalam Buku I, II, III dan IV. 

Ketiga, penulis menyampaikan terima kasih kepada para staf 
pengajar di Program Pasca Sarjana Manajemen Komunikasi Politik 
FISIP UI, dimana penulis ikut dilibatkan dalam sejumlah diskusi 
penting, riset-riset dan pengembangan bidang studi komunikasi 
politik dan political marketing di Indonesia. Ucapan terima kasih saya 
sampaikan terutama kepada Prof. Dedy N.Hidayat (alm) yang 
menjadi pembimbing penulis selama menempuh Program Master di 
FISIP UI. Juga kepada Bang Effendi Gazali, PhD atas bimbingan, 
masukan dan sharing yang diberikan sebelum kuliah di Program S2 
Manajemen Komunikasi Politik, hingga dukungannya yang luar biasa 
kepada penulis untuk melanjutkan Program S3 bidang ilmu yang 
sama di School of Media, Bournemouth University, UK. Ucapan terima 
kasih juga penulis sampaikan kepada Cak Sukardi Rinakit, PhD, 
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Bapak Makarim Wibisono, PhD, Dr.Ahmad Yani—Staf Khusus 
Presiden RI—, Eep Saifullah Fatah, MA dan beberapa dosen tamu 
penting lainnya yang ikut men-sharing ilmu dan pengalamannya 
ketika penulis kuliah di Program Pasca Sarjana Master Manajemen 
Komunikasi Politik, FISIP UI. Juga ucapan terima kasih kepada semua 
teman-teman Angkatan Pertama, Angkatan Kedua dan Angkatan 
Ketiga di kelas Program Master Manajemen Ilmu Komunikasi Politik 
FISIP UI dari angkatan pertama hingga saat ini. 

Keempat, ucapan terima kasih dan penghargaan serta 
penghormatan setinggi-tingginya untuk para profesor yang telah 
merintis, mengembangkan dan berkontribusi bagi pengembangan 
bidang studi Komunikasi Politik dan Marketing Politik di Indonesia. 
Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada para professor yang 
telah mengajarkan dan mengembangkan bidang ilmu ini, yaitu Ketua 
Program Pasca Sarjana Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI, 
Dr.Pinkey Triputra, M.Sc., Prof. Alwi Dahlan, Prof Juwono Sudarsono, 
Prof. Alois Agus Nugroho, Prof. Bachtiar Ali, Prof.Sasa Djuarsa 
Sanjaja, Prof. Ilya S.Sunarwinandi, Prof. Harsono Suwardi, Prof Ikrar 
Nusa Bhakti, Prof.Syamsuddin Haris dan juga kepada Prof.Firmanzah, 
PhD—Dekan FE UI dan salah satu akademisi yang ikut 
mengembangkan bidang studi marketing politik di Indonesia. 

Kelima, terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman di 
Lingkaran Survei Indonesia yang pernah memberikan kesempatan 
kepada penulis untuk ikut terlibat belajar langsung memahami dunia 
komunikasi politik dan political marketing di Indonesia. Terima kasih 
untuk Bang Deny JA, PhD atas fasilitas yang pernah diberikan kepada 
penulis dengan riset-riset bersama teman-teman LSI. Juga untuk Mas 
M.Oodari, MA atas sharing-sharing pengetahuan hingga urusan 
pekerjaan serta joke-joke nya yang sangat kocak, untuk Mas Ari 
Nugroho, Mas Narto, Mas Totok I.Fatah, Mas I. Hendrasmo, Mas 
Arman Salam, Bung Eka, Mas Widi, Mas Budi, Bung Barkah dan 
semua teman-teman yang bekerja di LSI Network--LSKP, Jaringan 
Suara Indonesia, KCI, CPI dan CPA. Secara khusus penulis sampaikan 
ucapan terima kasih saya sampaikan terutama untuk Mas Dr.Eriyanto, 
atas semua motivasi, dukungan dan kesempatan yang diberikan 
kepada penulis baik melalui riset bersama, diskusi dan kritik serta 
“guyonan akademiknya”, khususnya atas masukan yang telah 
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diberikan ketika Draft Awal buku ini disusun. Terima kasih 
khususnya untuk motivasi agar sudah saatnya penulis mulai menulis 
buku-buku akademik dalam bidang studi Komunikasi Politik dan 
Marketing Politik di Indonesia dan terima kasih terutama motivasi 
yang disampaikan agar penulis bisa melanjutkan Studi S3 di negara 
maju, seperti Inggris atau Amerika. 

Keenam, terima kasih untuk teman-teman sepergaulan di 
lingkungan dunia lembaga riset dan konsultan politik, seperti teman- 
teman di Lembaga Survei Indonesia dan Fox Indonesia (Buya Tafta, 
Aji dkk), semua teman-teman para peneliti dan konsultan profesional 
yang ada di Lingkaran Survei Indonesia, Indo Barometer, Indo Polling 
(Bung Karyono Wibowo dkk), dan Radjawali Communication (Mas 
Anas Syahrul Alimi dkk). Juga terima kasih untuk semua teman- 
teman yang masih menekuni dunia konsultan komunikasi politik di 
Indonesia. 

Ketujuh, ucapan terima kasih buat paman-paman dan juga para 
sepupu penulis, Pak Dhe Prof.S.P Gustami (Institut Seni Indonesia 
Yogyakarta), Dhe Dr. Guntur (Institut Seni Indonesia Surakarta), Dhe, 
Drs. Gunawi, M.Sc, Mas Kris (Institut Seni Indonesia Yogyakarta), Mas 
Bagus, M.Sn (Institut Seni Indonesia Surakarta) dan Mbak Danik 
(Universitas Petra Surabaya) —dimana keduanya sudah menjadi 
kandidat Doktor, semuanya memberikan inspirasi luar biasa kepada 
penulis untuk selalu belajar. Terima kasih secara special kepada Dhe 
Gustami yang mengawali migrasi keluarga besar kami ke 
Yogyakartadan Om Guntur yang mengawali migrasi ke Solo. 
Keduanya telah membawakan diskursus peradaban dari kampung 
kecil kami yang terletak di tepi Jalan Daendels di wilayah pesisir Jawa 
hingga kembali bertemu dengan dua buah diskursus besar yang ada 
di jantung kebudayaan Jawa —Solo yang telah burusia hampir lima 
abad — dan Jogja — yang mulai mendekati tiga abad!. 

Kedelapan, buat saudara-saudara penulis yang masih bersetia 
merawat peradaban kecil di kampung dimana penulis lahir dan 
menikmati masa-masa remaja. Terima kasih buat kesetiannya yang 


8 Lihat Ahmad Nyarwi. 2009. Profesor Gustami: Komunikator Legendaris Seni Kriya 
Indonesia, Sebuah Catatan Kesaksian, dalam Sri Krisnanto, Ikwan Setiyawan dan 
Kasiyan. 2009. Seni Kriya dan Kearifan Lokal Dalam Lintasan Ruang dan Waktu: 
Tanpa Mata untuk Prof.Gustami. Yogyakarta: Penerbit BID-ISI Yogyakarta. Halaman 
XXI-XXXV. 
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“menerima bagian” hidup di kampung yang tanpa lelah dan tanpa 
pamrih selalu berusaha “merawat” saudara-saudara penulis di 
Kampung. Terutama Buat Mas Bambang Priyantoro, Pak Mantan 
Petinggi Yadi, Pak Inggi Hadi, Mantan Pak Bayan Jumawi, Pak Carik 
Suwardi (Alm), Pak Carik Rujito, Pak Bayan Gunanto, Mbah Wo 
Ngasno, Pak Dhe Raji, Lek Khamiddin, Dhe Umbar Widodo, Mbah 
Dalang Rosyid (Alm), Mbah Kyai Karmain, Mbah Buyut Salimin 
(Alm), Mbah Zamzi (Alm), Mbah Ratimah (Alm), Mbah Satiyo (Alm), 
Mbah Jipah (Alm), Pak Dhe Ruslan (Alm), Mbah Solikhun (Alm), Bu 
Dhe Nomblok, Bu Dhe Duwok, Bu Dhe Narti, Bu Dhe Siti Maryam, Bu 
De Masni, Kang Tik, Kang Min, Kang Pagi, Kang Sadi, Kang Kyai 
Muda Mualim dan semua saudara-saudara sepupu, dua pupu penulis 
yang masih bersetia menjaga kampung halaman. 

Kesembilan, yang terakhir ucapan terima kasih kepada Ibunda 
penulis Siti Sundari dan Bapak Simin Satiyo yang telah bekerja kerang 
siang-malam untuk membesarkan dan mendidik penulis. Terima kasih 
buat mertua penulis Bapak K.H.Kholil Ghozaly dan Hj.Nur Laila atas 
semua dukungannya yang luar biasa bagi penulis selama ini. Terima 
kasih penulis sampaikan terutama kepada istri penulis, Khalilah 
Ghazali, M.Pd, dan juga untuk Fathul Khabiir Prayoga, atas semua 
kesabaran dan waktu luang yang diberikan kepada penulis. Tanpa 
keluasaan yang diberikan keduanya, rasanya buku ini akan lebih lama 
terselesaikan ke sidang pembaca. Buku ini penulis persembangkan 
sebagai rasa penghargaan atas kasih sayang yang telah kalian berikan. 

Kepada Sidang Pembaca, buku ini sebenarnya masih “Under 
Construction”. Ada beberapa bagian yang penulis akui masih belum 
selesai dan perlu disempurnakan. Kendati demikian, sebagai edisi 
awal, buku ini penulis hadirkan kepada Anda, dengan harapan 
nantinya bisa menjadi bahan diskusi bersama. Terkait dengan segala 
kelemahan yang ada, semuanya lebih karena faktor kemalasan penulis 
semata. Demikian. Semoga karya yang belum sempurna ini masih bisa 
memberikan manfaat kepada Sidang Pembaca. 


Kaliurang -Bulaksumur-Pejaten Timur, Mei 2012 
Nyarwi Ahmad 
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BAB I 
PENDAHULUAN 


ernahkan Anda menyaksikan film “Ides of March” ?1. Film ini 
MA | berkisah tentang hari-hari terakhir dibalik detik-detik 

PI kontestasi yang sangat sengit dan menentukan bagi para 
kandidat yang akan dinominasikan sebagai calon presiden dalam 
Pemilu Amerika. Film ini berkisah tentang sosok Mike Morris —yang 


SJ 


dibintangi oleh George Cloony —yang menjabat sebagai Gubernur 
Negara Bagian Pennsylvania. Ia merupakan sosok gubernur yang 
tampan dan sedang bersaing keras dalam nominasi awal kandidat 
presiden dari Partai Demokrat. Morris mendeklarasikan dirinya 
sebagai calon kandidat Presiden yang akan mengusung isu-isu 
lingkungan, konsisten dengan kebijakan militer Amerika dan 
berprinsip pada nilai-nilai sekular. Dalam sebuah jumpa pers, Ia 
bahkan menyatakan bahwa agamanya hanyalah Konstitusi Negara 
Amerika. Dalam laga tersebut, Stephen Meyer—yang dibintangi oleh 
Ryan Gosling—merupakan penulis naskah pidato Morris dan 
sekaligus sebagai Manajer Media Relation-nya. 


1 Judul Film ini Ides of March adalah peristiwa meninggalnya Julius Cecar, Raja 
Imperium Roma yang sangat tersohor. Film ini dirilis sejak 7 Oktober 2011. Film ini 
menelan dana sekitar 12,5 Milyard US Dollar. Film ini disutradai oleh George 
Clooney, seorang aktor Hollywood dimana bersama dengan Grant Heslov dan Brian 
Oliver yang bertindak sebagai produser film. Selain George Clooney, sejumlah 
bintang terkenal terlibat menjadi aktor penting dalam film ini, yaitu Ryan Gosling, 
Philip Seymour Hoffman, Paul Giamatti, Marisa-Tomei, Jeffrey Wright dan Evan 
Rachel Wood. 
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Dalam kontestasi untuk memenangkan nominasi awal 
kandidat calon Presiden dari Partai Demokrat tersebut, lawan Morris 
adalah Pullman seorang senator dari Negara Bagian Arkansas—yang 
diperankan oleh Michael Mantel. Persaingan keduanya diprediksi 
sangat sengit. Dalam nominasi awal kandidat calon Presiden Partai 
Demokrat tersebut, Gubernur Morris diperkirakan mendapatkan 2047 
dukungan dan mendominasi dukungan kuat dari perwakilan di 
Negara Bagian New Hampshire, California, New York dan Michigan. 
Kendati demikian, Senator Pullman berpeluang mendapatkan 1302 
dukungan dari pewakilan di negara bagian Florida, Tennessee, 
Virginia dan Missouri. 

Di tengah aroma kompetisi yang sangat sengit ini, manajer 
kampanye Senator Pullman, Tom Duffany —yang diperankan oleh 
Paul Giamatti terus berpikir keras bagaimana agar bisa 
memenangkankan Senator Pullman sehingga terpilih dalam nominasi 
kandidat Calon Presiden dari Partai Demokrat tersebut. Sebagai 
sesama profesional konsultan dalam kampanye politik, keduanya 
sudah lama mengenal dan bersahabat. Kemudian, dalam acara debat 
kandidat, Steven dan Duffany bertemu di belakang panggung ketika 
Morris dan Pullman sedang berlaga dalam debat kandidat untuk 
nominasi calon Presiden Partai Demokrat. 

Tom Duffy menilai Stephen merupakan seorang profesional 
konsultan komunikasi politik muda yang sangat cerdas dan berbakat. 
Beberapa hari berikutnya, Tom Duffy menawarkan diri untuk 
merekrut Stephen dalam tim kampanye yang dipimpinnya. Ia bahkan 
meyakinkan bahwa Stephen bekerja kepada orang yang tidak tepat. 
Tidak hanya itu, Ia meyakinkan kepada Steven bahwa Morris akan 
kalah dalam nominasi awal kandidat Presiden. Stephen menolak 
tawaran tersebut, karena ia merasa bukan hanya sekedar sebagai 
manajer kampanye Morris, lebih dari itu ia adalah teman baik Morris. 

Ketika bertindak sebagai Manajer Kampanye Mike, Stephen 
Meyer menjalin hubungan asmara dengan Molly—yang dibintangi 
oleh Evan Rachel Wood. Di luar pengetahuan Meyer, Morris ternyata 
memiliki skandal seks dengan Molly. Tanpa dinyana, melalui Paul 
Zara—diperankan oleh Philip Seymour Hoffman, yang merupakan 
Manajer Kampanye Gubernur Morris—Stephen kemudian juga 
diberhentikan dari jabatannya sebagai Manajer Kampanye Morris. 
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Bagi Stephen Stephen, politik adalah dunianya. Peristiwa ini 
tentu saja begitu menyakitkan bagi hatinya. Kondisi ini makin parah 
ketika ia tahu bahwa Morris memiliki skandal seks dengan Molly 
hingga menyebabkannya frustasi dan bunuh diri. Dua peristiwa ini 
kian membakar amarah Stephen. Akhir cerita dari film ini hanya 
mengisahkan sekelumit ketegangan antara Stephen dan Morris. 
Stephen lantas dihadapkan dua pilihan, apakah ia memanfaatkan 
kasus skandal seks tersebut untuk menjatuhkan citra Morris, atau 
sebaliknya ia tidak mengunkap peristiwa tersebut, dan membiarkan 
Morris melenggang ke kursi calon Presiden. 

Pilihan kedua dengan mudah ia lakukan. Sebagai seorang 
profesional komunikasi politik, ia memiliki kedekatan dengan 
sejumlah wartawan. Ia juga sangat mengerti bagaimana industri 
media bekerja. Skandal Morris tentu saja akan menjadi berita besar. 
Peristiwa semacam inilah yang bisa menjadi sebuah berita yang 
selama ini ditunggu-tunggu oleh para wartawan yang bekerja di 
industri media. Sebab di mata media, berita semacam ini tentu akan 
mendongkrak rating maupun oplah penjualannya. 

Tidak hanya itu, pengungkapan skandal Morris ini tentu akan 
berdampak besar bagi proses kompetisi dalam nominasi calon 
Presiden Partai Demokrat. Jika hal ini dilakukan oleh Stephen, maka 
karir Morris akan terancam. Ibarat pepatah melayu “karna nilai setitik, 
maka rusak lah susu sebelang”. Apa yang selama ini ditampilkan dan 
dirintis dengan kerja keras oleh Morris di panggung depan (front 
stage) akan runtuh dalam waktu sekejap. 

Film yang berkisah tentang dinamika di belakang panggung 
politik para elit di Amerika ini tentu bukan yang pertama. 
Sebelumnya, beberapa film seperti The Candidate, All the 
President's Men, Three Days of the Condor dan The Best Man memberikan 
potret bagaimana kompetisi sengit dibalik laga para kandidat dalam 
pemilu. Film-film tersebut mengisahkan fenomena yang serupa 
dimana ada beragam jenis kerahasiaan yang dimiliki oleh para elit dan 
kemudian dipendam dalam-dalam semata-mata hanya untuk menjaga 
citranya. Aroma korupsi dan sumber pendanaan illegal selalu menjadi 
rumor yang terus beredar dibalik kisah sukses para politisi. Ada 
transaksi dan kompromi politik yang sedang terjadi dibalik proses 
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kampanye politik untuk memenangkan sosok kandidat dalam arena 
Pemilu. 

Kisah yang disampaikan dalam film tersebut merupakan 
sekelumit cerita bagaimana persaingan antar kandidat presiden 
berlangsung secara menegangkan. Di dalamnya juga terlihat 
bagaimana peran para profesional konsultan politik yang bekerja di 
belakang panggung kampanye para kandidat. Tak kalah seru, 
bagaimana sosok kandidat Presiden sangat potensial untuk 
kehilangan peluangnya karena terlibat skandal seks dengan salah satu 
stafnya. Tentu saja, kisah-kisah semacam ini bukanlah rumor yang 
asing dalam dunia politik. Kendati demikian tidak banyak dari kisah- 
kisah dibelakang panggung para elit ini terungkap ke publik. Sisi 
gelap para politisi tentu saja bisa menjadi batu sandungan bagi dirinya 
untuk melaju ke panggung kontestasi pemilu. 

Rumor-rumor politik semacam ini tentu menjadi senjata yang 
ampuh untuk menjatuhkan citra kandidat yang memasuki laga 
panggung pemilu eksekutif dan legislatif. Dunia politik tidak lepas 
dari urusan citra. Citra selalu dikaitkan dengan nilai-nilai moral yang 
diyakini kebenarannya secara kolektif. Sayangnya setiap politisi 
cenderung memiliki sisi gelap yang pada akhirnya terus diburu oleh 
media massa maupun para kompetitornya. Dengan menjatuhkan citra 
seorang politisi, maka dengan sendirinya akan tamatlah karir 
politiknya. 

Politisi juga manusia. Meski mereka memiliki beragam 
kelebihan. Kendati demikian, mereka juga memiliki sejumlah 
kelemahan yang menjadi sisi gelap dirinya. Mereka bukanlah manusia 
setengah dewa, sosok manusia yang benar-benar memiliki dan 
memperjuangkan nilai-nilai kebajikan publik (Philoshoper of King). 
Tetap saja, mereka selalu memiliki sudut gelap, layaknya para 
manusia biasa (ordinary people). 

Politisi tentunya bukan makluk yang suci. Mereka memiliki 
ambisi dan hasrat yang tidak sepenuhnya bersih. Namun, panggung 
politik selalu menuntut sosok politisi yang tak ada cela dan bahkan 
mendekati kesempurnaan, karena publik terlanjut mengharapkan 
mereka sebagai sebagai sosok figur yang luar biasa (extra ordinary 


people). 
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Selama beberapa periode kurun sejarah, para politisi naik dan 
kemudian bersinar cemerlang hingga mampu menduduki jabatan 
politik bergengsi. Sebaliknya, banyak diantara mereka yang jatuh dan 
terpuruk akibat skandal seks, korupsi atau bahkan terbunuh oleh 
kalangan ekstrimist yang tidak menyukai dirinya. Ada yang 
mengatakan mereka tidak beruntung. Tentu bukan hal ini yang nanti 
hendak kita bicarakan. Namun maraknya skandal seks, korupsi, 
kejahatan kemanusian dan beragam jenis sisi gelap inilah yang 
sebenarnya menjadi senjata paling ampuh yang menentukan 
kegagalan dan kemenangan mereka dalam beragam fase dan jenis laga 
pemilu. 

Masing-masing para politisi tersebut, ada dalam fase 
perkembangan media massa yang berbeda. Seiring dengan proses 
modernisasi kampanye politik, media televisi kemudian tumbuh 
sebagai panggung cerita yang paling ampuh. Melalui tangan-tangan 
para wartawan dan nara sumber unggulan yang dimilikinya, televisi 
menjadi jendela dan mata publik dalam menyimak tingkah laku para 
elit di masing-masing institusi politik. Dari sinilah publik kemudian 
setiap saat para elit politik yang lain dan publik membentuk persepsi 
dan opini publik. 

Beragam kejadian dibalik perilaku komunikasi politik yang 
terjadi di lingkungan elit politik, parpol, Pemerintah, media massa dan 
publik inilah yang kemudian melahirkan perhatian publik pada 
sebuah bidang kajian baru. Ragam kejadian yang ada di di sini juga 
menjadi cermin bagaimana mereka terus berelasi, berinteraksi, saling 
menekan, dan saling mencari keuntungan dibalik kegagalan dan 
keberhasilan permainan yang sedang berlangsung. Persepsi dan citra 
kemudian menjadi segala-galanya. Di sanalah semuanya terus 
menerus dipertaruhkan. 
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BAB II 
DARI POLITIK KESEHARIAN 
MENUJU POLITIK KELEMBAGAAN 


Bermula Dari Politik Keseharian (Vernacular Politics). 


“Namaku Tiro. Selama 36 tahun aku bekerja sebagai sekretaris 
kepercayaan negarawan Romawi, Cicero. ...Aku menyaksikan rapat 
pribadinya dan mengantarkan pesan rahasianya. Aku menuliskan 
pidato, surat dan karya tulisnya, bahkan puisinya....Sepanjang 
beberapa dasawarsa setelah kematianna, aku sering ditanya, biasanya 
dengan berbisik-bisik, seperti apa Cicero sebenarnya,....Kata-kata 
terakhir Cicero kepadaku adalah permintaan agar aku 
menyampaikan kebenaran tentang dirinya, dan inilah yang akan 
kuupayakan. Kekuasaan memberikan banyak kemewahan bagi 
manusia, tetapi dua tangan yang bersih jarang termasuk di 
dalamnya. (Kekuasaan) yang kumaksud di sini adalah kekuasaan 
politis resmi —yang dalam bahasa Latin dikenal sebagai imperium — 
kekuasaan atas hidup dan mati, sebagaimana (yang) dimandatkan 
oleh Negara kepada seseorang. Ratusan orang mengincar kekuasaan 
tersebut, tetapi Cicero adalah sosok unik dalam sejarah republik 
ini,..dia mengejarnya tanpa bantuan sumber daya apa pun selain 
bakarya sendiri. Tidak seperti Metellus atau Hortensius,...(yang) 
dengan piutang budi politik turun-temurun selama beberapa 
generasi yang dapat ditagih pada saat pemilu. Dia (juga) tidak 
memiliki armada perang perkasa yang mendukung pencalonannya, 
seperti Pompeius atau Caesar. Dia (juga) tidak memiliki harta 
melimpah seperti Crassuss untuk melicinkan jalan. (Hal) yang ia 
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miliki hanyalah suaranya—dan dengan kekuatan tekad semata, dia 
mengubahnya menjadi suara paling termasyhur di dunia”2. 


Petikan cerita di atas merupakan kisah mengenai sosok Tiro, 
sekretaris pribadi Cicero, seorang pengacara muda terbaik nomor dua 
dan kemudian menjadi sang Negarawan ulung di Republik Roma. 
Tiro merupakan sosok yang mengikuti perjalanan politik yang 
negarawan tersebut, sejak Cicero meninggalkan Ibu Kota Republik 
Roma mendaftar di Sekolah Appolonius Mollon untuk belajar retorika 
politik. Setelah Cicero menamatkan sekolahnya dari Akademi Mollon, 
Tiro mengisahkan bagaimana ia masih ingat kata-kata Molon setelah 
anak didiknya duduk dengan diiringi anggukan terakhir kepada juri 
khayalan. Tiro mengisahkan bagaimana Molon sambil berdiri dan 
berkata dengan suara parau setelah hening panjang kemudian berkata 
kepada Cicero. 


“ 


Cicero, aku mengucapkan selamat padamu dan aku kagum 
padamu. Pada Yunani dan nasibnyalah aku merasa iba. Satu-satunya 
sisasa kejayaan kami adalah kefasihan kami yang unggul, dan 
sekarang itu pun telah kau renggut. Pulanglah,....(sambil berisyarat 
dengan ketiga jari terjulur melintasi teras bercahaya lampu, ke arah 
lautan yang jauh dan gelap),....pulanglah, anakku, dan taklukkan 
Roma”3. 


“Cicero sering berkata bahwa kegiatan republik sesungguhnya bukan 
dilakukan di ruang senat, tetapi di luarnya, di lobi terbuka yang 
disebut sebagai senculum, tempat para senator harus menunggu 
sampai kuorum tercapai. Berkumpulnya sosok-sosok berjubah putih 
setiap hari, yang mungkin berlangsung satu jam atau lebih, adalah 
satu pemanganan terhebat di kota ini, dan sementara Cicero terjun ke 
dalamnya, aku dan Sthenius bergabung dengan kerumunan 
penonton di seberang forum”4. 


Demikian, kisah yang disampaikan Tiro. Sebagai seorang 
sekretaris pribadi kepercayaan Cicero, Tiro menyaksikan setiap saat 
bagaimana politik keseharian yang dialami oleh tuannya. Ia selama 


2 Robert Harris. Imperium. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Tahun 2007. 
Halaman 13-14. Kata-kata yang ada di dalam kurung merupakan tambahan dari 
penulis. 

3 Ibid...Halaman 21 

4 Ibid...Halaman 40. 
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beberapa tahun melihat bagaimana 600 anggota senat di Republik 
Roma berkompetisi sengit untuk meraih imperium tertingggi dalam 
jabatan konsul, hanya delapan orang yang terpilih menjadi praetor — 
untuk memimpin sidang pengadilan setiap tahunnya, dan hanya dua 
dari delapan orang tersebut mampu meraih imperium sebagai jabatan 
konsul tertinggi di negara tersebut. 

Kisah Tiro di atas memang bukanlah dokumen catatan sejarah. 
Penggalan cerita di atas bersumber dari sebuah novel sejarah yang 
ditulis oleh Robert Harris seorang scholar lulusan Cambridge 
University, Inggris. Ia pernah bekerja sebagai wartawan BBC dan 
kemudian menjadi editor politik Observer, kolumnis Sunday Times dan 
Daily Telegraph. Apa yang dilakukan oleh Harris ini hampir sama 
dengan apa yang dilakukan oleh Pramudya Ananta Tour, dimana 
berusaha mengangkat realitas politik keseharian melalui karya sastra. 

Karya sastra lebih mudah mengisahkan politik keseharian, 
dibandingkan dengan karya jurnalistik. Karya jurnalistik memiliki 
keterbatasan dalam pengungkapan dan penyajian realitas politik elit. 
Sebaliknya, karya sastra memiliki beragam kelenturan dalam 
mengisahkan seluk beluk politik keseharian para elit yang ada dalam 
panggung kekuasaan ataupun para pelaku politik yang ada di luar 
panggung kekuasaan. 

Politik keseharian merupakan awal mula bagaimana duinia 
politik terbentu dan dihadirkan oleh aktor politik, baik keberadaanya 
sebagai individu maupun representasi institusi politik. Politik 
keseharian ini meliputi dua arena. Pertama, politik keseharian yang 
dijalankan oleh mereka yang tergolong sebagai sosok istimewa (extra 
ordinary people), yaitu para elit politik — baik yang ada dalam arena 
panggung kekuasaan maupun elit politik yang ada di pinggiran 
panggung kekuasaan. Kedua, politik keseharian yang dijalankan oleh 
mayoritas orang kebanyakan (ordinary people), sejak ia lahir hingga 
menjelang wafat. 

Potret politik keseharian yang ada dalam kehidupan orang 
kebanyakan yang mana akan dengan mudah kita temui di sekeliling 
kita. Sebagai contoh, mayoritas kita mungkin sudah sering melihat 
atau mendengar seorang bayi yang sedang menangis? Kita mungkin 
juga tak asing lagi dengan tingkah anak kecil yang sering menangis, 


5 Ibid...Halaman 41. 
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ngambek atau berteriak lantang kepada kakak atau orang tuanya. 
Mengapa mereka menangis, ngambek dan berteriak keras? Tentu ada 
maksud dan pesan yang ingin disampaikan dibalik perilaku mereka. 
Bisa jadi bayi menangis karena lapar atau haus. Bisa jadi anak kecil 
tersebut ngambek karena tidak dibelikan mainan atau keasyikan 
dalam bermain diganggu oleh orang lain. Di sini ada beragam 
kemungkinan alasan lainnya yang menyebabkan dia menangis atau 
ngambek. 

Seorang bayi menyampaikan keinginannya dengan cara 
menangis karena dia belum mampu bertutur dengan menggunakan 
bahasa tertentu. Bayi mulai berbahasa tentu setelah dia mencapai usia 
tertentu dan mempelajari bahasa dari Ibu nya. Karena itulah dikenal 
istilah bahasa ibu (the mother tongue). Dengan mempejari bahasa Ibu 
ini, seorang bayi mulai mengenal kata dan kalimat —kendatipun 
belum sempurna dan lengkap di dalam pengucapannya —namun 
mulai bisa menyampaikan maksud dan keinginannya kepada orang 
lain yang ada di sekelilingnya. 

Menangis dan ngambek merupakan salah satu ekspresi anak 
kecil yang sering kita jumpai. Mereka melakukan hal tersebut karena 
ingin menyampaikan pesan tertentu tentang perasaannya dan 
sikapnya atas sebuah peristiwa yang dialaminya terkait dengan 
perlakukan orang lain terhadap dirinya. Dia mungkin masih memiliki 
keterbatasan bahasa untuk berargumen dengan orang lain di 
sekelilingnya tentang perlakuan yang menyakiti atau mengecewakan 
perasaannya. Sekalipun sudah pintar menggunakan bahasa, rasa 
kekecewaan dirinya barangkali akan lebih kuat disampaikan dengan 
cara menangis atau ngambek dibandingkan dengan bahasa tutur. 

Dalam kehidupan keseharian mungkin kita pernah 
menyaksikan bagaimana ibu-ibu di rumah tangga sering 
memperbincangkan anak gadis tetangga karena sering pulang tengah 
malam. Isi perbincangan pun bermacam-macam. Ada yang berfikir 
anak gadis tersebut adalah anak nakal. Sudah mulai terbiasa dengan 
pergaulan bebas. Jauh dari nilai-nilaa agama dan lain-lain. 
Perbincangan ini pun meluas di lingkup RT, RW hingga kelurahan 
atau desa yang menuduh anak gadis tersebut bahkan sudah tidak 
perawan lagi karena sering gonta ganti pacar dan layak untuk 
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diberikan sanksi sosial olah masyarakatnya atau bahkan diusir dari 
kampung. 

Politik bermula dari tindakan dan bahasa—baik verbal, non- 
verbal, literal hingga audio visual yang diekspresikan oleh manusia 
dalam kehidupan keseharian. Setiap manusia mewarisi kode bahasa 
tersebut dan digunakannya dalam ekspresi keseharian, baik melalui 
medium tubuhnya, maupun melalui medium lain diluar anggota 
tubuhnya. Ia bisa menggunakan medium apapun sebagai 
perpanjangan dari ekspresi kode-kode bahasa dan tindakan tersebut. 
Ia bisa menggoreskannya di tanah, dinding, batu, pepohonan, kertas 
atau bahkan kanvas. Dalam kehidupan keseharian beragam kode 
bahasa dan tindakan ini merupakan ekspresi politik dirinya, karena 
sesungguhnya manusia baik sebagai pribadi maupun makluk sosial 
merupakan makhluk politik. 

Politik sebagai sesungguhnya hadir dalam dunia keseharian 
manusia sejak manusia bayi hingga menjelang mati. Politik keseharian 
inilah yang kemudian disebut sebagai vernacular politics. Oxford 
Advanced Learner's Dictionary mendefinisikan vernacular sebagai 
bahasa yang biasa diucapkan dalam bidang kehidupan tertentu oleh 
kelompok tertentu yang tidak bersifat tertulis atau bersifat resmi. 
Bahasa dan ucapan yang disampaikan oleh individu-individu dalam 
keseharian ini terus berkembang seiring dengan latarbelakang agama, 
budaya dan kelas sosial masyarakatanya. Bahasa keseharian ini secara 
turun temurun digunakan, dikembangkan dan diwariskan dalam 
proses interaksi sosial. Ucapan keseharian ini juga melahirkan makna 
personal dan makna sosial di kalangan para penuturnya, sehingga 
membentuk konstruksi sosial atas realitas yang didefinisikan termasuk 
terhadap realitas politik keseharian yang mereka hadapi. 

Dalam kehidupan politik keseharian, masing-masing individu 
bersama dengan keluarga dan kelompok-kelompok sosialnya 
mengembangkan nilai-nilai, kepercayaan, budaya dan ideologi yang 
dipengaruhi oleh lingkungan ekologis dan geografisnya. Selain itu, 
nilai-nilai, kepercayaan, budaya dan ideologi ini juga dibentuk oleh 
cita-cita sosial yang mereka warisi dari generasi sebelumnya. Nilai- 
nilai sosial ini terus hidup dan berkembang antar generasi diiringi 
dengan warisan mitologi dan adat-istiadat yang mereka lestarikan. 
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Nilai-nilai ini pula yang menentukan cara pandang mereka dalam 
menilai dunia sosial dan yang menentukan arah cita-cita sosialnya. 

Menurut Will Kymlicka (2001), politik keseharian inilah yang 
sangat berperan dalam proses pembentukan nilai-nilai sosial yang 
lebih luas. Beberapa nilai-nilai sosial yang penting di sini seperti 
nasionalisme, etnisitas, regionalisme/ kedaerahan dan juga nilai-nilai 
kewarganegaraan (citizenship)5. Dalam politik keseharian beragam isu- 
isu aktual yang mereka hadapi terus diperbincangkan oleh individu- 
individu yang ada di dalam masyarakat. Perbincangan seringkali 
menyinggung pola kehidupan, gaya hidup, dan sejumlah isu-isu yang 
menyangkut lingkungan sosial tempat tinggal. Perbincangan ini pun 
sering menyinggung nilai-nilai dan identitas etnis, agama, dan kelas 
sosial. Selain itu, juga diperbincangkan nilai-nilai kebersamaan dan 
kepentingan bersama dalam keseharian mereka. 

Dalam pergaulan sehari-hari masing-masing individu dalam 
kelompok sosial ini juga memiliki dialek dan gaya bertutur yang 
kemudian mewujud dalam gaya retorika yang khas dalam bahasa 
keseharian”. Dalam interaksi kehidupan sehar-hari gaya retorika 
bahasa ini terkait dengan budaya dan kelas sosial serta lingkungan 
yang menjadi arena kehidupan publik. Dalam perkembangannya, 
pendidikan dan kelas sosial kian mempengaruhi kualitas retorika 
bahasa seseorang melalui bahasa yang digunakan dalam keseharian. 
Pada umumnya, mereka yang memiliki pendidikan rendah, ragam 
informasi publik yang terbatas, pengalaman pergaulan dan interaksi 
yang terbatas cenderung memiliki retorika bahasa yang kurang 
mampu mempengaruhi kehidupan publik. Sebaliknya mereka yang 
memiliki pendidikan memadai, dan didukung oleh ragam informasi 
publik dan pengalaman pergaulan luas, cenderung mampu 
mengembangkan retorika bahasa yang mampu mempengaruhi 
kehidupan publik. 

Penggunaan ragam bahasa dalam pergaulan keseharian juga 
menjadi persoalan penting dalam vernacular politics?. Sebagaimana kita 


6 Lihat Will Kymlicka (2001), Politics in the Vernacular: Nationalism, 
Multiculturalism, and Citizenship. Oxford: Oxford University Press. Tahun 2001. 

7 Gerard A. Hause. Vernacular Voices: The Rhetoric of Publics and Public Spheres. 
Carolina: University of South Carolina Press. Tahun 1999. 

8 Lihat Will Kymlikca and Allan Patten (2003). Language rights and political theory. 
Oxford: Oxford University Press. Tahun 2003. 
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tahu, masyarakat dan bangsa-bangsa di dunia mewarisi beragam 
bahasa. Akan tetapi, hanya bahasa-bahasa tertentu yang kemudian 
diakui menjadi bahasa dominan dan digunakan secara resmi dan luas 
dalam pergaulan keseharian. Bahkan bahasa-bahasa tertentu ini 
kemudian ditetapkan sebagai bahasa nasional dan internasional. 
Sementara itu, bahasa-bahasa lainnya cenderung dianggap minoritas 
dan makin tersingkirkan dalam pergaulan seiring dengan kelangkaan 
para penuturnya dalam mata rantai generasi penerusnya. 

Bahasa adalah hal yang fundamental dalam kehidupan 
keseharian. Bahasa bukan sekedar medium penyampaian pesan, akan 
tetapi di dalamnya menyimpan nilai-nilai dan memberikan daya ikat 
bagi menguatnya perasaan bersama terkait dengan identitas dan 
latarbelakang budaya. Adanya dominasi penggunaan bahasa tertentu 
dalam interaksi antar individu dalam kelompok-kelompok sosial dan 
peminggiran bahasa tertentu seringkali menjadi persoalan serius 
dalam interaksi sosial. Sikap merendahkan atau memberikan previledge 
lebih kepada pengguna bahasa tertentu adakalanya menimbulkan 
intrepretasi negatif yang berujung pada konflik antar kelompok dan 
bahkan konflik sosial. 

Dari ragam perbincangan yang ada baik melalui bahasa, maka 
muncullah proses pengidentifikasian individu-individu dalam ragam 
kelompok sosial, agama, etnis dan kelas sosial. Muncul juga sentimen- 
sentimen dan stereotyping antar individu yang ada dalam kelompok 
tersebut. Maka identifikasi pun sering berujung pada pencarian siapa 
yang menjadi mayoritas dan juga yang menjadi minoritas. Mereka 
yang mayoritas pada umumnya menjadi dominan dalam 
mendefinisikan dan menentukan arah dan makna kepentingan 
bersama. Mereka pun kembali memperdebatkan tentang definisi 
kepentingan bersama dan bagaimana hal tersebut secara ideal bisa 
dicapai, dan siapa saja individu-individu dalam kelompok-kelompok 
sosial ini yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan bersama 
atau tidak memperjuangkan atau bahkan melawan kepentingan 
bersama. 

Hak dan kewajiban masing-masing individu dalam kelompok 
sosial tersebut juga ramai diperbincangkan. Hal ini pada umumnya 
terkait dengan distribusi dan pembagian kekuasaan (power-sharing) 
dalam pengelolaan sumber daya alam, lingkungan dan manusia. 
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Sharing kekuasaan ini ada dalam lingkup yang kompleks, namun 
bersifat empiris. Misalnya pada kasus-kasus yang terkait dengan 
perebutan sumber daya ekonomi—seperti pengelolaan lahan 
pertanian dan perkebunan, pengelolaan pasar tradisional dan lain 
sebagainya—yang mana dituntut mampu mengakomodasi semua 
kepentingan individu yang ada dalam kelompok sosial masyarakat 
tersebut. 

Dalam masyarakat perkotaan politik keseharian ini 
diekspresikan oleh individu dalam kehidupan kesehariannya di 
lingkungan budaya perkotaan. Di masing-masing kelas sosial, mereka 
mengembangkan persekutuan dan asosiasi baik yang bersifat formal 
maupun informal di masing-masing profesi yang dijalaninya. Mereka 
juga mengembangkan gaya hidup dan kebudayaan baru yang menjadi 
penanda bagi kelas sosialnya. Mereka juga mengembangkan nilai-nilai 
baru yang menjadi pengikat bagi individu dalam kelompok-kelompok 
sosial yang menjadi anggotanya. 

Masing-masing individu dalam kelompok sosial ini juga 
memperebutkan sumber daya alam, lingkungan dan sumber daya 
manusia. Dalam proses persaingan ini, telah berkembang bahasa- 
bahasa keseharian yang diungkapkan sebagai pembeda antara 
individu dalam kelompok anggotanya (in-group) maupun mereka 
yang ada di luar kelompoknya (out-group). Dalam lingkungan kultural 
stigma, labellisasi, stereotyping pun seringkali dikembangkan dalam 
bahasa keseharian baik dalam dimensi negatif maupun positif. Dalam 
dimensi positif, hal-hal tersebut dimaksudkan untuk tujuan persuasi, 
propaganda, atau mobilisasi yang dimaksudkan untuk memperkuat 
kepentingan kelompoknya (in-group). Sebaliknya, dalam dimensi 
negatif, hal-hal tersebut dimaksudkan untuk melemahkan meraka 
yang menjadi kompetitornya, setidaknya yang ada di luar 
kelompoknya (out-group). 

Dalam proses persaingan sumber daya alam, lingkungan dan 
manusia ini, celakanya, tidak semua individu dalam kelompok sosial 
ini memiliki karakter, potensi, dan peluang yang sama dalam 
memenangkan proses kompetisi di arena sosial ini. Akibatnya, 
kesenjangan akumulasi modal sosial, modal ekonomi dan modal 
kultural senantiasa terjadi. Sehingga berujung pada ketimpangan 
struktur sosial dalam keseharian kehidupan masyarakat. Dari sinilah 
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politik keseharian (vernacular politics) ini tidak lagi menjadi isu-isu 
antar individu dan kelompok sosial, akan tetapi berkembang dalam 
arena sosial dan sistem demokrasi. 

Vernacular politic eksis dalam arena personal dan kemudian 
berinteraksi dengan arena sosial. Dalam kehidupan keseharian, 
persepsi dan sikap-sikap serta perilaku politik terbentuk. Individu di 
dalam masyarakat juga mulai belajar mengidentifikasi ragam 
kepentingan politik dan ideologi politik dari para aktor politik. Dalam 
kehidupan politik keseharian inilah sebenarnya nilai-nilai dan ideologi 
diajarkan, disampaikan, dan diwariskan baik secara sengaja maupun 
tidak sengaja dalam lingkungan keluarga, kelompok dan lingkungan 
sosial. Nilai-nilai dan ideologi ini juga diwariskan antar generasi. 

Dalam vernacular politic, substansi dan asal muasal dari 
demokrasi politik merupakan politik dalam kehidupan keseharian 
yang bersumber dari pola penggunaan kata dan bahasa serta pesan- 
pesan yang disampaikan dalam proses interaksi antar individu dalam 
kelompok-kelompok sosial. Vernacular politics ini seringkali tidak 
banyak terserap atau terpotret melalui kelembagaan politik, namun 
selalu eksis dalam kehidupan publik. Vernacular politics ini bahkan 
adakalanya mampu menghadirkan simbol-simbol perilaku politik 
dan sikap kelompok sosial dalam masyarakat, baik terhadap 
kelompok-kelompok sosial lainnya mapun kepada lembaga politik. 
Untuk itulah dibutuhkan keinginan bersama antar individu sebuah 
usaha bersama untuk saling memahami satu sapa lain dan mengatasi 
persoalan-persoalan sosial dan politik yang sebenarnya bermulai dari 
pola penggunaan bahasa dalam keseharian. Deliberasi politik dalam 
hal ini harus bisa diwujudkan melalui dua hal yaitu persamaan 
kesetaraan dalam berinteraksi dan partisipasi dalam politik 
keseharian. 


Politik dan Ruang Publik 


Apa sebenarnya yang disebut dengan politik? Ada beragam 
definisi yang dilahirkan oleh para pakar. Robert E.Gordin dan Hans- 
Dieter Klingemann (19967) mendefinisikan politik sebagai 
penggunaan kekuasaan sosial (social power) yang dilakukan secara 
terbatas. Mengapa kekuasaan sosial? Hal ini tak lain karena eksistensi 
kekusaan hadir dalam kehidupan sosial dan keberadaannya juga 
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terkait dengan legitimasi sosial dari kekuasaan itu sendiri. Mengapa 
bersifat terbatas? Karena kekuasaan sosial di sini tidak bersifat absolut, 
namun ada beragam batasan dari kekuasaan lainnya yang selalu hadir 
secara bersamaan dan tak terhindarkan. 

Politik selalu terkait dengan kekuasaan sosial. Kekuasaan 
sosial di sini bersifat aktif dan pasif. Kekuasaan sosial bersifat pasif 
ketika eksistensi kekuasaan hadir sebagai bentuk “pengakuan” atas 
adanya kekuasaan di lingkungan sosial tersebut. Kekuasaan secara 
pasif hadir dalam berbagai dimensi kehidupan sosial, ada dalam 
kesadaran individu-individu yang menjadi anggota masyarakatnya, 
menkonstruksi kehidupan sosial masyarakatnya tanpa adanya unsur 
paksaan dan tekanan. Kekuasaan sosial bersifat aktif, ketika 
eksistensinya memiliki daya kekuatan yang mampu mengatur, 
mempengaruhi dan memelihara tatanan struktur sosial serta memiliki 
konsekuensi reward and punishment yang mengikat seluruh anggota 
masyarakatnya. Kekuasaan juga hadir secara aktif baik secara kultural 
maupun struktural, melahirkan pola relasi kuasa yang mengikat 
secara simbolik dan nyata bagi para anggota masyarakat yang ada 
dalam wilayah kekuasaan tersebut. 

Kekuasaan hadir dalam beragam bentuk. Ia hadir dalam 
kesadaran individu —baik secara teologis, mitologis hingga rasional. 
Pada masyarakat yang berbasis teologis, kekuasaan terkait dengan 
transendensi kuasa yang bersumber dari luar diri manusia. Kekuasaan 
yang dimiliki manusia —seberapapun besar, kecil, sempit dan luasnya 
kekuasaaan tersebut— merupakan pemberian atau perpanjangan dari 
kuasa kekuatan Tuhan. Kekuasaan selalu berporos pada kuasa Tuhan. 
Hanya mereka yang istimewa dan terpilih lah yang akan 
mendapatkan kepercayaan dari Tuhan untuk mengelola kekuasaan 
lebih besar dan luas ruang lingkupnya. Tuhan lah yang berhak 
mengatur dan menentukan seperti apa dan bagaimana kekuasaan itu 
diberikan, kepada siapa kekuasaan itu diberikan dan sejauh mana 
ruang lingkup dan masa berlangsungnya kekuasaan tersebut nantinya 
diberikan kepada manusia. 

Kekuasaan dalam masyarakat yang berbasis mitologi, diyakini 
bahwa kekuasaan tersebut bersumber dari sesuatu di luar diri 
manusia. Sesuatu ini dianggap memiliki energi dan daya kuasa yang 
mampu memiliki daya pengaruh pada ruang lingkup tertentu. 
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Manusia yang memiliki atau dianugerahi sesuatu inilah nantinya akan 
mampu mendapatkan legitimasi kekuasaan. Mitologi ini dalam 
masyarakat tradisional dikaitkan dengan benda-benda pusaka yang 
dianggap memiliki kekuatan simbolik dan nyata bagi rentang 
pengaruh kekuasaan dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan 
modern, mitologi kekuasaan juga dihadirkan dengan penguasaan atas 
properti dan benda-benda yang secara simbolik menunjukkan level 
kekuasaan (seperti ilmu pengetahuan, teknologi, uang, sumber daya 
manusia, capital, mesin budaya dan lain sebagainya) dan adanya 
dominasi pemaknaan nilai-nilai sosial dan kultural terhadap pola 
kepemilikan benda-benda tersebut. 

Kekuasaan juga hadir dalam ranah rasional, dimana kekuasaan 
ini tercipta proses interaksi dan komunikasi antar individu secara 
rasional. Dari proses inilah kemudian, tercipta proses relasi kekuasaan 
dan posisi kekuasaan—baik yang berlangsung dengan logika 
distributif, redistribusi, pemisahan, dan regulasi. Kekuasaan di sini 
menurut pandangan Harold D. Laswell (1950, dalam Gordin dan 
Klingemann, 1996:8) terkait dengan proses “who get what, when and 
how”. Dalam proses interaksi kekuasaan ini kemudian memunculkan 
“siapa”, “mendapatkan apa”, “kapan” dan “bagaimana”. 

Dalam arena relasi kekuasaan yang bersifat rasional seperti ini, 
masing-masing individu juga mulai belajar — bagaimana 
mengembangkan pola pikir dan logika rasional dalam mendiskusikan 
isu-isu aktual yang ada di lingkungan sekelilingnya. Maka muncullah 
tradisi perdebatan antar individu dalam kelompok-kelompok sosial 
terhadap isu-isu publik yang sedang berkembang. Pada tahap 
selanjutnya maka berkembanglah ruang publik (public sphere)?. 

Dalam pelacakan Habermas, ruang publik berkembang di 
kalangan masyarakat Eropa di kalangan masyarakat borjuasi/ kelas 
menengah atas pada abad 18an. Konsep ruang publik ini merujuk 
pada zona antara ruang politik (political sphere) yang dikelola oleh 
institusi negara dengan ruang private (private sphere) yang dimiliki 
oleh masing-masing individu dalam kelompok sosial. Habermas 
(1997:105) memberikan definisi mengenai ruang publik sebagai 
berikut: “A domain of our social life where such a thing as public opinion can 


9 Lihat Jiirgen Habermas. Structural Transformarion of the Public Sphere. Boston: MIT 
Press. Tahun 1962. 
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be formed citizens.....deal with matters of general interest without being 
subject to coercion....express and publicize their views” 

Menurut Habermas (1997) ruang publik merupakan sebuah 
domain di dalam kehidupan sosial dimana segala sesuatu yang 
dianggap sebagai opini publik dapat dibentuk oleh warga negara yang 
terkait dengan kepentingan umum dengan tanpa paksaan oleh 
siapapun, dimana segala sesuatu tersebut benar-benar menunjukkan 
ekspresi dan pandangan dari publik. Karena adanya ekspresi dan 
pendapat yang bebas tanpa paksaan yang disampaikan di dalam 
domain publik inilah kemudian melahirkan adanya debat publik. 
Arena perdebatan dalam ruang publik ini akan makin menguat 
intensitasnya jika negara gagal memenuhi perannya dalam proses 
perubahan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial. Pada tahap 
selanjutnya debat ini makin meluas berkembang seiring dengan peran 
media dalam menyuarakan dan atau memediasi perdebatan individu- 
individu terkait dengan isu-isu publik yang aktual'5. 

Secara normatif, definisi ruang publik ini didasarkan oleh tiga 
konsep, yaitu individu, debat dan arena publik (public space). Individu 
dalam hal ini dipahami sebagai manusia rasional, yang mampu 
memperdebatkan argumen yang valid dan mampu mempengaruhi 
pembuatan keputusan. Sedangkan debat merupakan perwujudan 
mandat dari pengelolaan akan aset dan hak-hak publik (public good), 
dimana masing-masing individu dipandang setara dan tidak satupun 
dari individu memiliki kebenaran absolut. Karena itu, proses 
pengambilan keputusan harus dilakukan melalui debat yang 
melibatkan beragam perspektif yang berbeda. Sedangkan public space 
pada mulanya merupakan arena personal (private space) yang 
berkembang di lingkungan keluarga dan juga isu-isu personal 
kemudian menemukan imajinasi kolektifnya dalam kehidupan 
bersama. Sebaliknya, arena negara (state's space) diwujudkan dalam 
bentuk administrasi pemerintahan, pengadilan dan legislatif. 

Menurut B.Herry-Priyono (2010, dalam F.Budi Hardiman, 
2010:370), ruang publik merupakan sesuatu yang tidak hanya bersifat 
fisik-spasial-arsitektural (public space), akan tetapi juga mencakup 
ranah kultural, sosial, ekonomi, politik, hukum dan dimensi 


10 Lihat Jurgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere. An Inguiry 
into a Category of Bourgeois Society. Boston: MIT Press. Tahun 1991. 
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kehidupan publik lainnnya. Ruang publik juga menyimpan labirin 
definisi yang beragam. Menurutnya—mengutip pendapat Henri 
Lefebvre, ruang publik dapat didefinisikan dalam artian publik 
domain yaitu merujuk pada “jaringan keterlibatan dan ruang sosial 
tertentu yang menyangga kerja sama dan koordinasi civitas, terutama 
dalam interaksi antara kota besar dan ekonomi global. Selain itu bagi 
kalangan ekonom mainstream, ruang publik cenderung didefinisikan 
sebagai “kapasitas sosial pemerintah untuk menjadi manajer yang 
efektif dalam bidang-bidang di mana mekanisme pasar bebas (free- 
market mechanism) dianggap gagal dan distorsi sosial yang muncul 
karena kegagalan mekanisme pasar dalam menyediakan barang dan 
jasa yang dibutuhkan semua warga negara. Dalam hal ini para 
ekonom mainstream tersebut cenderung melihat ruang publik sebagai 
bidang-bidang kehidupan publik seperti lingkungan hidup, kesehatan 
masyarakat, pendidikan masal, keamanan dan bidang kehidupan 
publik lainnya. Selain itu ruang publik—mengacu pada ilmu 
kebijakan publik —cenderung didefinisikan sebagai “bidang layanan 
publik (public services). Bidang layanan publik ini termasuk 
infrastruktur jalan, jembatan, keamanan, pendidikan, kesehatan 
masyarakat dan bidang-bidang layanan publik lainnya. 

Dari sudut pandang budaya, ruang publik cenderung merujuk 
pada gugus-gugus keyakinan, pandangan dan praktik yang 
menyangkut sikap, wacana, cara berfikir dan cara merasa kolektif, 
selera, serta corak keberadaban yang berlangsung dalam interaksi 
sosial. Dari sudut pandang sosiologis, konsep ruang publik lebih 
mengacu pada jaringan trust dan resiprositas yang menentukan hidup 
matinya (dan ada-tidakadanya) kohesi sosial suatu masyarakat. 
Kemudian dalam keragamannya ruang publik dalam refleksi filsafat 
politik menurut B.Harry-Priyono (2010) mengacu ke konsepsi yang 
diajukan oleh Habermas dimana “ruang publik merupakan arus 
keterlibatan kolektif yang selalu dinegosiasikan, bersifat tidak stabil, 
lentur dan terbuka (B.Herry-Priyono, dalam F.Budi Hardima, 2010: 
272-273). 

Dari kecenderungan pola pendefinisian atas ruang publik ini, 
B.Herry-Priyono kemudian menyajikan pola mengenai keragaman arti 
“Ruang Publik sebagaimana dalam gambar berikut. 
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Gambar 2.1. 
Keragaman Arti “Ruang Publik 
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Public Goods: 
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Public Space: 
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Public Culture: bahasa, 
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membentuk The Social suatu 
masyarakat 


Sumber: B.Herry-Priyono, SJ. 2010. Menyelamatkan Ruang Publik, dalam F.Budi 
Hardiman. 2010. Ruang Public : Melacak “Partisipasi Demokratis” dari “Polis sampai 
Cyberspace. Yogyakarta: PT Kanisius. Halaman 374. 


Menurut Herry-Priyono (2010: 377-378) ada kecenderungan 
dimana ruang publik dipahami secara rancu. Akar kerancuan dalam 
pemahaman ruang publik ini terletak pada : 1) konsepsi monolitik 
tentang kekuasaan (monolithic concept of power), dan 2) adanya gagasan 
politik yang berpusat pada lembaga-lembaga negara (stated-centered 
conception of politics). Kerancuan ini ditunjukkan oleh konsepsi 
monolitik tentang kekuasaan—dimana kekuasaan cenderung 
dipahami berada pada sosok kekuatan tunggal dalam masyarakat. 
Selain itu, kerancuan yang lain terkait dengan gagasan politik yang 
berpusat pada Negara—dimana ia merupakan sosok kekuasaan 
tunggal dan memiliki kekuasaan di dalam institusi-institusi negara 
dan aparatur pemerintah. 

Lebih lanjut Herry-Priyono (2010) kemudian mendeskripsikan 
gejala faktual mengenai sosok-sosok kekuatan yang menentukan corak 
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dan nasib “ruang publik”. Pola yang muncul adalah cenderung 
bersifat polycentrist (sifat jamak sentra kekuasaan) dan tidak state- 
centrist (berpusat pada Negara), sebagaimana dipaparkan dalam 
gambar berikut. 

Menurut B.Herry-Priyono (2010:379) kinerja sosok-sosok 
kekuasaan dalam gerak menentukan watak dan kondisi “ruang 
publik” tersebut tidak bersifat eksklusif, akan tetapi biasanya bersifat 
kolusi. Kelemahan setiap diagram ini menurutnya adalah 
kecenderungan membekukan dinamika. Hal ini juga yang kemudian 
menyebabkan dinamika polycentrist yang digambarkan di atas 
tampak flat (rata). Herry-Priyono (2010) memaparkan dalam 
kenyataannya, dalam kurun waktu tertentu, bisa saja sosok-sosok 
kekuatan yang menentukan corak ruang publik merupakan kolusi 
antara kekuatan militer dan agama. Dalam periode waktu lainnya, 
yang menjadi penentu bisa saja kekuatan bisnis dan media, dan 
beragam kemungkinan lainnya. 


Gambar 2.2. 
Sosok-Sosok Kekuasaan dan Ruang Publik 
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Sumber: B.Herry-Priyono, SJ. 2010. Menyelamatkan Ruang Publik, dalam F.Budi 
Hardiman. 2010. Ruang Public : Melacak “Partisipasi Demokratis” dari “Polis sampai 
Cyberspace. Yogyakarta: PT Kanisius. Halaman 379. 


Terkait dengan dinamika sosok-sosok kekuatan yang 
mempengaruhi kecenderung dan kemungkinan watak dan kondisi 
ruang publik di Indonesia, Herry-Priyono (2010:380) kemudian 
memberikan penjelasannya dalam gambar 2.3. berikut. Menurut 
Herry-Priyono (2010) media sebagai locus publicus kian menentukan 
pembentukan watak dan isi kultural suatu masyarakat— dalam hal ini 
“ruang publik” dalam berbagai kajian budaya:selera, cara berfikir- 
merasa, sikap, dan sebagainya. Media bahkan makin menentukan 
kecenderungan keberadaban masyarakatnya. 

Terkait dengan kecenderungan watak dan isi ruang publik 
aktual, Herry-Priyono (2010: 382-383) menyampaikan analisisnya. 
Pertama, ada kecenderungan dimana ruang publik bukan lagi 
terutama sebagai arena pembentukan public civility (keadaban 
publik), akan tetapi sekedar menjadi ranah komersial. Kedua, ketika 
dalam rutinitas harian “ruang publik” kian menjadi komoditas 
komersial, maka pembentukan watak sosial suatu masyarakat 
semakin tidak lagi ditentukan oleh persoalan dan pertanyaan seputar 
“kewargaan (citizenship), akan tetapi oleh persoalan dan pertanyaan di 
seputar “konsumen (consumership). Ketiga, pada akhirnya akses 
masyarakat ke “ruang-ruang publik” semakin tergantung bukan lagi 
pada hak sebagai warga negara atau kewargaan dalam suatu 
masyarakat, melainkan pada kekuatan daya beli (purchasing power) 
atas barang/jasa yang dicakup dalam konsepsi “ruang publik”. 
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Gambar 2.3. 
Kekuasaan Mana yang Menentukan Watak Televisi Indonesi 
sebagai Locus Publicus? 


Sumber: B.Herry-Priyono, SJ. 2010. Menyelamatkan Ruang Publik, dalam F.Budi 
Hardiman. 2010. Ruang Public : Melacak “Partisipasi Demokratis” dari “Polis sampai 
Cyberspace. Yogyakarta: PT Kanisius. Halaman 380. 


Apa yang disampaikan oleh Herry-Priyono (2010) ini sejalan 
dengan apa yang pernah dipikirkan oleh McKee(2005). Dalam 
pandangan McKee(2005) mengingat ragam kekuasaan sangat 
mempengaruhi apa dan bagaimana ruang publik tersebut terbentuk, 
maka Ia kemudian mengkategorikan kecenderungan ruang publik 
dalam beberapa bentuk. Pertama, ruang publik liberal demokratis, 
yaitu ruang publik yang terbentuk dalam masyarakat demokrasi 
liberal, dimana semua warga negara memiliki kemampuan dan akses 
pada domain ruang publik, mampu memperdebatkan isu-isu publik 
dan membentuk opini publik dan mampu berperan penting dalam 
proses perumusan dan penentuan kebijakan publik. Kondisi ini 
merupakan konsep normatif yang diidealkan, namun jarang sekali 
mampu diwujudkan. 

Kedua, ruang publik oligarkis, dimana ruang publik tidak lagi 
sepenuhnya menjadi domain publik dalam memperdebatkan isu-isu 
publik dan merumuskan serta memutuskan kebijakan publik secara 
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bersama-sama dan setara. Akan tetapi, ruang publik hanya menjadi 
arena atau dikuasai oleh sekelompok individu yang memiliki akses 
dan kekuasaan yang lebih besar/lebih kuat dibandingkan dengan 
warga negara pada umumnya. Akibatnya, arena diskusi publik dan 
opini publik pun cenderung dikuasi atau didominasi sekelompok kecil 
masyarakat yang memiliki akses kekuasaan ekonomi dan politik. 
Merekalah yang nantinya akan menentukan bagaimana dan seperti 
apa isu-isu publik dan kepentingan publik didefinisikan dan 
dirumuskan dan bagaimana kebijakan publik nantinya akan 
diputuskan dan dijalankan. 

Ketiga, ruang publik otoritarian, dimana ruang publik 
sepenuhnya dikendalikan dan dikuasai oleh rezim politik tertentu. 
Ruang publik yang tercipta di sini adalah hasil manipulasi dan 
konstruksi dari kekuasaan rezim politik. Bagaimana akses dan 
penggunaan ruang publik nantinya akan sangat dipengaruhi oleh 
kepentingan rezim politik yang berkuasa. Opini publik yang 
berkembang juga tidak lagi sebagai cermin murni dari pendapat 
publik, akan tetapi hasil manipulasi dan konstruksi dari rezim 
pemegang kekuasaan. 

Ruang publik memang sebuah konsep normatif dan ideal. 
Berkaitan dengan hal ini McKee(2005) menyampaikan pendapatnya 
sebagai berikut. Pertama, konsep ruang publik dalam masyarakat 
modern ini sebenarnya merujuk pada konteks masyarakat liberal 
dimana semua warga negara memiliki kebebasan, arena dan 
kekuasaaan yang setara dalam memperdebatkan isu-isu publik dan 
merumuskan agenda kebijakan publik. Akan tetapi, dalam 
kenyataannya di dalam masyarakat liberal tersebut, tidak semua 
warga negara memiliki kemampuan yang sama dalam menggunakan 
hak kebebasan yang dimilikinya. Mereka juga tidak memilki 
kemampuan akses atas arena dan kekuasaan dalam memperdebatkan 
dan merumuskan kebijakan publik, karena adanya kekuasaan tertentu 
yang menjadi subjek pemaksa"!. Karena itu, bagaimana dan seperti 
apa ruang publik tersebut ada, tercipta dan berkembang akan sangat 
dipengaruhi oleh ragam arus kekuasaan seperti apa yang 
mempengaruhinya. 


1 Lihat Alan McKee. 2005. The Public Sphere: An Introduction. Cambridge: 
Cambridge University Press. Halaman 6. 
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Kedua, konsep ruang publik juga lebih cenderung relevan 
untuk digunakan dalam masyarakat yang berbasis sistem demokrasi 
liberal, dari pada sistem totalitarian. Dalam masyarakat liberal, 
beragam anggota masyarakat dan organisasi sosial kemasyarakatan 
memiliki hak dan kebebasan yang setara dalam memperdebatkan isu- 
isu publik dalam ruang publik. Ruang publik di sini merupakan arena 
yang ada diantara masyarakat dan negara. Negara tidak boleh dan 
tidak akan melakukan kontrol terhadap beragam perdebatan dalam 
ruang publik. Negara juga tidak akan melakukan kontrol, tekanan dan 
kooptasi terhadap opini publik. Bahkan warga negara secara merdeka 
menggunakan ruang publik untuk melakukan kritik dan juga 
menuntut akuntabilitas kekuasaan yang dijalankan oleh negara. 
Kondisi ini tidak akan bisa terwujud jika warga negara diperintah oleh 
sistem totalitarian!2. 

Ketiga, konsep ruang publik juga merupakan elemen yang 
sangat berguna dalam memahami kondisi ideal kebijakan demokrasi, 
karena politik sesungguhnya bukan hanya sekedar apa yang terjadi di 
parlemen dan lembaga eksekutif. Akan tetapi, politik merupakan 
beragam peristiwa kontestasi kekuasaan dan kepentingan yang 
berlangsung secara luas dan berpengaruh secara langsung dan tidak 
langsung terhadap kehidupan publik. Dalam hal ini ruang publik 
merupakan arena yang sebenarnya dalam proses komunikasi politik 
dimana beragam regulasi dan kebijakan publik diperdebatkan oleh 
warga negara dan menghasilkan keputusan yang berpengaruh bagi 
kehidupan mereka. 

Keempat, dalam konteks komunikasi politik, media dan 
kontestasi kekuasaan, konsep ruang publik merupakan metafor yang 
sangat pentig karena hal ini memungkinkan kita untuk melihat fase- 
fase dan level-level kontestasi politik dari politik keseharian 
(vernacular politics) yang dilakukan oleh masyarakat biasa, hingga 
kontestasi kekuasaan yang dilakukan oleh para aktor politik dalam 
arena kelembagaan politik. Konsep ruang publik juga penting untuk 
memahami bagaimana kontestasi ideologi tersebut berlangsung dan 
terus bekerja dalam berbagai arena kehidupan publik — dalam hal ini 
bagaimana masing-masing kelompok kepentingan dan institusi politik 
memperjuangkan kepentingan dan pemikiran politik, kemudian 


12 Ibid...Halaman 9. 
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bagaimana mereka mendapatkan dukungan legitimasi, dan juga 
mendapatkan penentangan/perlawanan dari kelompok-kelompok 
lainnya?. 

Karena adanya dominasi arus kekuasaan tertentu dan seiring 
dengan menguatnya media penyiaran televisi dalam arena politik dan 
komunikasi politik modern, ruang publik ini pada akhirnya 
cenderung melahirkan masyarakat penonton (spectacle society). 
Masyarakat dengan ruang publik yang seperti ini oleh McKee (2005: 
107-108) dicirikan dengan beberapa indikator. Pertama, dalam arena 
komunikasi politik, simbol-simbol visual persuasif lebih mendominasi 
dibandingkan argumen-argumen pemikiran politik yang substantif. 
Kedua, proses komunikasi politik juga didominasi oleh pesan-pesan 
komunikasi politik yang cenderung menghibur, menempatkan 
masyarakat sebagai konsumen, dan makin menjauhkan kesadaran 
dirinya sebagai warga negara yang memiliki hak dan akses yang 
setara dalam beragam diskusi publik dan perumusan kebijakan 
publik. Ketiga, masyarakat juga sekedar menjadi penonton pasif 
terhadap ragam perdebatan dan diskusi publik dalam arena publik. 
Menguatnya peran media televisi kian menjadikan masyarakat sebagai 
warga negara pastif yang memiliki bentuk keterlibatan semu terhadap 
berbagai diskusi publik. Bahkan mereka pun cenderung pasif dalam 
memahami dan menempatkan dirinya dalam kehidupan sosial. 

Apa yang disampaikan oleh Habermas (1961, 1997), Herry- 
Priyono (2010) dan McKee (2005) mengenai ruang publik ini sangat 
penting dalam memahami bagaimana keberadaan warga negara 
dalam arena komunikasi politik — baik dalam arena politik keseharian 
hingga arena politik kelembagaan. Ragam kekuasaan yang 
mendeterminasi ruang publik inilah yang nantinya sangat 
menentukan bagaimana dan seperti apa proses komunikasi politik 
yang dilakukan oleh warga negara dan aktor politik akan berlangsung 
dalam institusi politik, kelembagaan politik dan sistem politik. 


Institusi Politik, Kelembagaan Politik dan Sistem Politik 


Para ahli memberikan makna arti kata politik secara beragam. 
Dan Nimmo (1989) misalnya menyebutkan bahwa politik adalah siapa 


13 Ibid...Halaman 10. 
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memperoleh apa, kapan, dan bagaimana. Politik juga merupakan 
pembagian nilai-nilai oleh yang berwenang. Politik juga merupakan 
kekuasaan dan pemegang kekuasaan. Politik juga bisa diartikan 
sebagai pengaruh dan tindakan untuk mempertahankan dan atau 
memperluas tindakan lainnya. Politik juga mencakup kegiatan dalam 
berbagai bidang kehidupan mulai dari ekonomi, keagamaan, sosial 
dan bahkan keolahragaan. Karena itu, Nimmo (1989) kemudian 
menyimpulkan bahwa politik adalah kegiatan manusia yang 
dilakukan secara kolektif untuk mengatur perbuatan mereka di dalam 
arena kehidupan sosial yang sarat dengan konflik sosial4. Konflik 
sosial ini disebabkan karena masing-masing manusia memiliki ragam 
perbedaan secara fisik, bakat, emosi, kebutuhan, cita-cita, inisiatif, 
perilaku dan lain sebagainya. Ragam perbedaan inilah yang kemudian 
memicu munculnya beragam benturan kepentingan dan keinginan. 
Manusia sebagai individu hidup di tengah-tengah masyarakat 
selalu lekat dengan dunia politik. Karena itu banyak filsuf yang selalu 
meyakini bahwa manusia sesungguhnya adalah makluk politik (zon 
politicon). Hal ini disebabkan karena masing-masing individu memiliki 
kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial yang harus dipenuhi setiap 
saat. Selain itu, masing-masing individu tersebut kemudian 
mengartikulasikan kebutuhan kolektifnya. Dalam proses pemenuhan 
kebutuhannya tersebut, manusia saling berkompetisi satu sama lain. 
Mereka juga saling mendefinisikan kebutuhan dirinya baik dalam 
konteks individual maupun kolektif. Maka muncullah konsep 
kebutuhan publik (public needs) dan kebutuhan privat (private needs). 
Untuk memenuhi kebutuhan privat dan publik tersebut, 
individu dihadapkan pada konsep kepemilikan dan pengelolaan atas 
sumber daya alam dan lingkungan yang ada di sekelilingnya. Maka 
kemudian berkembanglah konsep kepemilikan pribadi (private 
property) dan kepemilikan bersama (public property). Pada masyarakat 
tradisional, antara kepemilikan pribadi dan kepemilikan bersama 
seringkali belum menjadi persoalan krusial, karena pola kolektivisme 
mereka menempatkan kepemilikan bersama di atas segala-galanya 
untuk bisa memenuhi kebutuhan individu-individu yang ada di 
dalam masyarakatnya. Akan tetapi, dalam masyarakat modern, 


14 Lihat, Dan Nimmo. Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media. Bandung: 
CV Remaja Rosda Karya. Tahun 1989. Halaman 8-9. 
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masyarakat industri yang ada dalam struktur kapitalisme, dua jenis 
kepemilikan ini menjadi persoalan yang terus diperebutkan. Bahkan 
hal ini bisa menimbulkan kesenjangan atas kepemilikan, penguasaan 
dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Dari sinilah 
kemudian institusi politik, kelembagaan politik dan sistem politik 
lahir dan dibutuhkan untuk menjamin bagaimana ragam kepentingan 
individu dalam masyarakat tersebut didefinisikan, diartikulasikan dan 
diwujudkan. 

Institusi politik, kelembagaan politik dan sistem politik dalam 
sistem demokrasi modern menjadi elemen penting yang berpengaruh 
dalam interaksi dan arena komunikasi politik dan marketing politik. 
Karena itu, institusi politik menjadi obyek kajian yang mendapatkan 
perhatian penting dalam studi ilmu politik. Dalam ilmu politik, 
analisis atas institusi politik ini secara umum berkembang ke arah dua 
perspektif, yaitu perspektif rational-choice'$ dan perspektif 
hukum/legal!5. Studi atas institusi politik ini juga kemudian 
melahirkan pendekatan lama dalam memandang institusi (old 
institutionalism) dan pendekatan baru (new institutionalism) dalam 
studi politik17. 

Apakah sebenarnya institusi politik? Institusi politik 
merupakan institusi yang tercipta dalam kehidupan publik yang 
menciptakan aturan main (rule of the game) yang disepakati baik secara 
formal maupun informal dalam interaksi kehidupan masyarakat. 
Aturan main di sini termasuk rutinitas, kebiasaan, pola penentuan 


15 Lihat Barry R.Weingast. 1996. Political Institutions: Rational Choice Perspective, 
dalam Robert E.Goodin and Hans-Dieter Klingemann (Eds). 1996. A New Handbook 
of Political Science. Oxford New York: Oxford University Press. Halaman 167-190. 
Tentang perspektif rauonal-choice ini, lihat John Scott. 2000. Rational Choice Theory, 
dalam G. Browning, A. Halcli, and F. Webster. 2000. From Understanding 
Contemporary Society: Theories of The Present. London: Sage Publications. 

16 Lihat Gavin Drewry. 1996. Political Institutions: Legal Perspectives, dalam Robert 
E.Goodin and Hans-Dieter Klingemann (Eds). 1996. A New Handbook of Political 
Science. Oxford New York: Oxford University Press. Halaman 191-204. 

17 Baik pendekatan baru dan pendekatan lama ini kemudian melahirkan beragam 
teori tentang institusi politik. Adapun beberapa pendekatan baru dalam new 
institutionalism antara lain: 1) normative institutionalism, 2) rational choice approach, 
3) historical 'institutionalism, 4) social institutionalism, dan 5) structural 
institutionalism. Lebih lanjut lihat B.Guy Peters. 1996. Political Institutions, Old and 
New, dalam Robert E.Goodin and Hans-Dieter Klingemann (Eds). 1996. A New 
Handbook of Political Science. Oxford New York: Oxford University Press. Halaman 
205-222.. 
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keputusan, nilai-nilai sosial dan budaya yang menjadi dasar interaksi 
antar individu baik sebagai aktor sosial maupun aktor politik. Dengan 
kata lain, dalam institusi politik inilah nantinya pola “pengaturan” 
akan keseluruhan nilai-nilai dan perilaku individu dalam masyarakat 
nantinya ditentukan dan menjadi dasar dari ekspresi kebiasaan dan 
rutinitas budaya sekaligus sebagai panduan bagi keseluruhan 
individu yang ada di dalam masyarakat!8. 

Dalam arena kontestasi politik, institusi politik ini nantinya 
memiliki memiliki sejumlah peran penting. Pertama, institusi politik 
akan menentukan siapakah para aktor politik yang memiliki legitimasi 
politik. Kedua, institusi politik juga akan menentukan bagaimana 
ragam dan jumlah aktor yang berkembang dalam kelembagaan politik 
dan sistem politik. Ketiga, institusi politik ini juga akan menjadi 
referensi dan panduan bagaimana kecenderungan perilaku para aktor 
politik. Keempat, institusi politik juga akan menentukan bagaimana 
kecenderungan informasi politik yang akan dan hendak dimiliki dan 
dibutuhkan oleh para aktor politik terhadap institusi politik lainnya!9. 
Institusi politik memiliki peran penting dalam menentukan bagaimana 
logika kelayakan (logic of approriateness) dari perilaku aktor politik 
dalam situasi tertentu20. 

Adanya institusi politik yang kuat dan efisien ini dibutuhkan 
untuk memastikan bahwa sistem demokrasi di sebuah negara bisa 
berfungsi dalam mencapai tujuan-tujuan kehidupan bersama. Adanya 
keinginan partisipasi publik dalam organisasi-organisasi yang menjadi 
bagian dari institusi publik ini menurut Putnam (1993), bisa 
melahirkan modal sosial (social capital) yang meningkatkan tingkat 
kepercayaan publik yang berintekasi dalam institusi politik tersebut. 
Dengan dukungan modal sosial yang kuat inilah nantinya fungsi dan 
peran institusi politik dalam kehidupan publik bisa lebih maksimal 
dan makin efisien?. 

Relasi antar institusi politik pada level yang lebih luas mampu 
mewujudkan model kelembagaan politik. Model kelembagaan politik 


18 Lihat Bo Rothstein. 1996. Political Institutions: An Overview, dalam Robert 
E.Goodin and Hans-Dieter Klingemann (Eds). 1996. A New Handbook of Political 
Science. Oxford New York: Oxford University Press. Halaman 145. 

19 Ibid...Halaman 146. 

20 Ibid...Halaman 147. 

21 Putnam (1993), dalam Ibid...Halaman 150-151. 
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dibutuhkan untuk mengatur dan menjamin ragam kepentingan dan 
tujuan dari para aktor yang ada dalam berbagai institusi politik ini 
mampu diwujudkan dengan cara-cara yang adil dan fair sesuai 
dengan dasar konsensus yang dibuat. Dalam kelembagaan politik ini, 
peran struktur dan agensi menjadi sangat menentukan, seperti apa 
orientasi nilai-nilai kelembagaan tersebut nantinya didefinisikan, 
dibentuk dan dengan strategi apa hendak dicapai2. Dalam fase 
perkembangannya, dinamika antara agensi dan struktur ini selalu saja 
muncul dalam setiap perubahan kelembagaan politik. 

Dalam memenuhi kepentingan bersama ini kepentingan 
bersama dan kepentingan pribadi dan kelompok juga didefinisikan. 
Dua kepentingan tersebut menemukan konsensusnya dan oleh sistem 
sosial dan sistem politik harus dipenuhi setiap saat. Beberapa jenis 
kebutuhan ini seperti kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, 
ekonomi/pendapatan dan lain-lain. Dalam memenuhi ragam 
kepentingan tersebut, maka berkembanglah konsep social goods dan 
private good. Social goods merupakan produk barang dan layanan jasa 
dimana semua warga negara memiliki hak atas hal tersebut, 
kendatipun melalui proses pengaturan tertentu dan negara atau 
Pemerintah wajib memberikan layanan produk dan layanan jasa 
tersebut. Sebaliknya, private good merupakan barang dan layanan jasa 
dimana tidak semua individu warga negara memiliki hak untuk 
mendapatkan hal tersebut, tanpa adanya kewajiban Negara ataupun 
Pemerintahan untuk memenuhinya. Selain itu, mereka juga memiliki 
hak sepenuhnya atas pengelolaan private good tersebut dengan jaminan 
perlindungan dari negara atau Pemerintah. 

Terkait dengan pola kepemilikan, pengelolaan dan penguasaan 
sumber daya alam dan lingkungan tersebut, masing-masing negara 
memiliki sistem politik dalam mengatur hal tersebut. Selain itu, 
individu yang ada di dalam masyarakat dalam memenuhi kebutuhan 
personal dan kebutuhan sosialnya juga dipengaruhi oleh sistem sosial, 
kultural dan ekonomi yang ada di dalam masyarakatnya. Dari sinilah 
kemudian terbentuk sistem sosial dan sistem politik yang mengatur 
proses pemenuhan kebutuhan personal dan kebutuhan bersama dan 
mengatur pola pengelolaan, penguasaan dan pengelolaan sumber 
daya alam dan lingkungan yang ada di masing-masing negara. 


22 Ibid...Halaman 153. 
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Masing-masing masyarakat di berbagai negara terus 
mengalami proses perubahan sosial. Beragam fase dan model 
perubahan sosial ini pada akhirnya memicu pada meningkatnya 
kebutuhan masyarakat akan kelembagaan politik. Dari sinilah 
kemudian berkembang tahap-tahap perkembangan politik. Menurut 
A.F.K.Organski (1985), tahap-tahap perkembangan politik ini meliputi 
beberapa jenis. Pertama, tahap politik unifikasi primitif. Kedua, politik 
industrialisasi. Ketiga, politik kesejahteraan nasional. Keempat, politik 
(yang) berkelimpahan (politics of abundance)3. Dalam proses 
perkembangan politik tersebut sistem politik dan pemerintahan terus 
dikembangkan. Selain itu, kontestasi antar aktor dan lembaga-lembaga 
politik pun terus meningkat. 

Pada akhirnya, ada di antara negara yang cenderung memilih 
Sistem Demokratis, dan ada juga yang menggunakan Sistem 
Komunis, Otoriter, Fasis dan Totaliter. Pilihan atas sistem tersebut 
didasarkan atas basis ideologi yang menjadi fondasi dan mainstream 
di masing-masing negara sejak negara tersebut didirikan, dan 
kadangkala mengalami perubahan ketika terjadi revolusi politik 
ataupun reformasi politik. Dalam perkembangannya kemudian 
muncul negara dengan sistem politik demokratis dan berbasis pada 
ideologi kapitalisme-liberal. Ada juga negara dengan sistem politik 
yang didasarkan pada ideologi sosialisme dan komunisme. Ada juga 
negara yang bergerak dengan sistem sosial-demokratis (sosdem) dan 
menganut sistem politik kesejahteraaan (welfare state system). 

Kendatipun ada beragam sistem sosial dan sistem politik yang 
dikembangkan namun mayoritas masyarakat di berbagai belahan 
negara tampak kian bergerak ke arah sistem kapitalistik. Hal ini juga 
sejalan dengan meluasnya gelombang demokratisasi ke berbagai 
belahan dunia yang berbasis pada liberalisme dan neoliberalisme. 
Dalam perkembangan masyarakat modern yang ada dalam sistem 
kapitalistik, seringkali terjadi perebutan dalam dua hal sekaligus. 
Pertama, perebutan atas kepemilikan dan pengelolaan sumber daya 
alam dan lingkungan yang kian kompetitif. Pada akhirnya 
penguasaan terhadap mayoritas sumber daya alam dan lingkungan 
dan energi tidak hanya kian lepas dari kekuasaan negara akan tetapi 


2 Lihat A.F.K.Organski. Tahap-Tahap Perkembangan Politik. Jakarta: Penerbit 
Akademika Presindo. Tahun 1985. Penyunting. Nooroso Kuhardjo. 
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kian dominasi oleh segelintir kalangan. Sebaliknya, mayoritas 
mayarakat di berbagai belahan dunia menjadi masyarakat konsumen 
yang tidak banyak memiliki kesempatan untuk berkompetisi dalam 
memperebutkan kepemilikan, penguasaan dan pengelolaan sumber 
daya alam dan lingkungan yang terbatas tersebut. 

Kedua, seiring dengan menguatnya paradigma neo-liberal, 
kemampuan dan kekuasaan negara dalam memenuhi kebutuhan 
publik juga kian terbatas. Dalam hal ini tampak sekali bagaimana kian 
masif terjadi trend penurunan subsidi sosial ke bidang kesehatan, 
pendidikan dan ekonomi. Padahal, tiga bidang tersebut menjadi 
elemen vital dalam kehidupan publik. 

Berangkat dari dua kondisi tersebut, maka kelembagaan politik 
dan sistem perpolitikan kian menjadi arena central pertarungan 
politik. Hal ini tidak hanya dimaksudkan untuk melahirkan pola 
pengaturan dalam pemenuhan kebutuhan publik dan privat, akan 
tetapi juga dalam mengatur kembali hak, kepemilikan, penguasaan 
dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan dan energi yang 
sangat berpengaruh bagi kehidupan publik. Beragam kebijakan publik 
kemudian di rumuskan dalam arena politik dengan merepre- 
sentasikan kontestasi kepentingan antar aktor politik — sebagaimana 
yang menjadi keinginan para konstituan mereka. Dalam kenyataanya, 
tidak semua apa yang dirumuskan dalam kebijakan publik ini mampu 
mewujudkan keinginan semua warga negara. Tetap saja ada sebagian 
atau bahkan mayoritas publik yang mereka dirugikan oleh beragam 
keputusan politik tersebut. Sebaliknya, banyak juga diantara mereka 
atau sebagian dari kelompok tertentu yang sangat diuntungkan oleh 
keputusan politik yang dihasilkan dalam proses politik ini. 

Kontestasi politik pun kian tak terhindarkan, dimana masing- 
masing elit berkompetisi untuk memenangkan arena kontestasi 
kekuasaan di lembaga-lembaga politik dan parpol, lembaga eksekutif 
dan lembaga legislatif. Sistem pemilu pun kemudian dirancang 
sebagai mekanisme bagaimana kepentingan publik para individu 
yang ada di dalam masyarakat bisa diartikulasikan dan menjadi faktor 
yang nantinya bisa menelorkan beragam kebijakan publik yang 
dianggap lebih adil. Sebuah situasi yang “diimpikan” oleh publik agar 
beragam kepentingan publik bisa dipenuhi dan kesejahteraan bersama 
bisa diwujudkan. 
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Adanya pola kompetisi dalam memperebutkan, menguasai 
dan mengelola sumber daya kehidupan publik ini pada akhirnya 
melahirkan para elit politik. Elit politik ini lahir melalui serangkaian 
sistem seleksi di berbagai lembaga politik. Para elit inilah yang 
kemudian berperan dan menentukan arah dan dinamika sistem politik 
dalam negara demokrasi. Di panggung politik tersebut, para elit ini 
lahir, berkembang, dan adakalanya berjaya dan adakalanya terjungkal 
dari dalam arus kekuasaan. 


Konstruksi Konsep Kekuasaan dan Sistem Politik 


Dalam panggung komunikasi politik tidak hanya melahirkan 
para aktor politik. Pola interaksi antar aktor politik ini juga diiringi 
dengan konstruksi konsep kekuasaan dan sistem politik. Konsep 
kekuasaan selama beberapa puluh abad terus didefinisikan dan 
dilahirkan oleh para filsuf politik (Almond, 1996, dalam Gordin dan 
Klingemanmn, 1996:53). Pada Abad 5 Sebelum Masehi, Plato (428-348 
BCE) menyampaikan konsep kekuasaan Republic. Ia juga 
mendefinisikan konsep negarawan (statesman) dan juga hukum (Laws) 
(tata) negara dimana di dalamnya memuat konsep-konsep normatif 
tentang keadilan, dan nilai-nilai kebajikan publik. Konsep yang 
disampaikan oleh Plato ini bahkan terus bertahan hingga abad 19 dan 
terus berkembang hingga masa sekarang. Konsep stabilitas politik dan 
performance kekuasaan yang ditelorkan oleh Plato ini kemudian juga 
dikembangkan dan dimodifikasi oleh Aristoteles dan Polybius untuk 
mengantisipasi perlunya konsep transisi demokrasi dan konsolidasi 
demokrasi. Melalui konsep Republic ini, Plato membayangkan regim 
politik yang ideal dimana didasarkan atas pengetahuan tentang 
kebenaran dan kepemilikan atas kebenaran, dimana rejim politik ini 
nantinya memiliki aturan atas nilai-nilai kebajikan publik dan pola 
pengaturan atas nilai-nilai tersebut. 

Plato kemudian mengembangkan empat tipologi konsep rejim 
politik, yaitu Timocracy, Oligarchy, Democracy adan Tyranny. Timocracy 
merupakan bentuk ideal sebuah korupsi kekuasaan dimana 
kehormatan dan kejayaan militer mendominasi pengetahuan, 
kebenaran dan nilai-nilai kebajikan publik. Oligarki merupakan 
bentuk ideal dari korupsi kekuasaan yang dijalankan oleh sekelompok 
orang-orang kaya sebagai pemegang kekuasaan. Demokrasi adalah 
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kekuasaan yang dijalankan melalui prinsip-prinsip kesetaraan dan 
keadilan, akan tetapi dalam kenyataanya melahirkan sekelompok 
golongan oligarki yang menguasai dan mengkorupsi kekuasaan itu 
sendiri. Sedangkan tirani merupakan bentuk korupsi kekuasaan yang 
sangat sempurna dimana kekuasaan yang dipegang dan dijalankan 
oleh sekelompok orang secara monopoli. 

Plato juga mengembangkan konsep negarawan (statesman) 
dan hukum. Plato memisahkan konsep idealnya tentang Republic, 
dengan beragam kemungkinan yang realistis atas kebijakan publik. 
Berdasarkan pemikiran ini, Plato kemudian mengembangkan konsep 
kekuasaan yang dijalankan oleh satu, beberapa atau banyak orang, 
baik secara murni maupun tidak murni. Atas dasar pola inilah 
kemudian ia mengembangkan enam model tipologi rejim politik, yaitu 
monarchy, tyranny, aristorcracy, oligarchy, democracy dan ochlocracy. 
Tipologi rejim politik yang dirumuskan oleh Plato ini bahkan selama 
beberapa abad, hingga abad 19 masih eksis, sebelum secara pelan- 
pelan bergerak ke arah rezim demokrasi dan juga oligarki(Almond, 
1996, dalam Gordin dan Klingemann, 1996:54) 

Plato menelorkan konsep hukum yang merupakan “ Konstitusi 
Pembauran” (Mixed Constitution), dimana satu sisi ia mengakomodasi 
tipologi rejim monarki yang mengedepankan prinsip-prinsip kearifan 
dan kebajikan publik, dan di sisi lain ia mengedepankan prinsip- 
prinsip kebebasan dalam berdemokrasi. Konsep ini kemudian juga 
terus dikembangkan oleh Aristoteles dengan prinsip pembagian 
kekuasaan yang menyiratkan bagaimana ide-ide dan sikap dalam 
proses relasi kekuasaan tersebut bisa dicerminkan pada tiga institusi, 
yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ia berusaha menerjemahkan 
pemikiran Plato yang cenderung ada dalam metafisik ke dalam dunia 
politik nyata. Berbeda dengan Plato—yang cenderung ada dalam 
pemikiran ideal dan normatif, Aristoteles cenderung berfikir secara 
empirik dan realistik bagaiman realsi kekuasaan tersebut bisa 
diwujudkan dan dijalankan melalui institusi politik dan oleh para 
aktor politik berbasis prinsip-prinsip normatif dan ideal sebagaimana 
yang dipikirkan oleh Plato. 

Enam tipologi rejim politik yang dipikirkan oleh Plato ini 
menurut Aristoteles secara realistik hanya terdiri dari empat jenis 
tipologi (Almond, 1996, dalam Gordin dan Klingemann, 1996:55). Dua 
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tipolgi pertama yaitu oligarki dan demokrasi. Tipologi lainnya dimana 
dua tipe inilah yang secara nyata merupakan wujud pembaruan rezim 
politik yang dijalankan oleh Negara Kota Yunani. Oligarki dan 
demokrasi ini dianggap dua tipologi yang lebih mudah diterima dan 
bisa dipraktekkan dan masing-masing memiliki nilai keunggulan. 
Oligarki didasarkan pada prinsip-prinsip kearifan dan kebajikan 
publik. Sedangkan demokrasi dijalankan dengan mengedepankan 
prinsip-prinsip kebebasan, keadilan dan kesetaraan 

Tipologi yang ketiga yaitu Rejim politik kebijakan yang 
didasarkan pada sistem pembaruan Pemerintahan yang 
mengkombinasikan dan menjalankan prinsip-prinsip oligarkhi dan 
demokrasi. Kombinasi kedua tipologi rejim politik ini menurut 
Aristoteles sangat penting, sebab sejalan dengan kenyataan politik 
obyektif dimana masyarakat ada dalam beragam kelas sosial, 
ekonomi, pekerjaan, profesi dan status sosial. Ketika masyarakat kaya 
mendominasi dunia politik, maka disana lah bisa terwujud nilai-nilai 
oligarkhi. Bagi kalangan masyarakat kaya, maka nilai-nilai oligarki lah 
yang dianggap sebagai sistem paling tepat. Ketika masyarakat miskin 
mendominasi dunia politik, maka disana tersedia nilai-nilai 
demokrasi. Bagi mayoritas masyarakat miskin, nilai-nilai demokrasi 
lah yang dianggap paling tepat dan bisa membuka ruang terwujudnya 
nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang mereka perjuangkan. Maka 
konsep pembaruan sistem politik dan Pemerintahan— dengan 
berbasiskan pembagian kekuasaan pada lembaga legislatif, eksekutif 
dan yudikatif—maka kecenderungan politik obyektif yang 
mengakomodasi masyarakat kaya dan miskin ini bisa diwujudkan 
secara baik dan mampu menciptakan stabilitas politik. Selain itu, ada 
juga rejim politik tirani yang menurutnya merupakan rezim politik 
terburuk yang bertentangan dengan kedua model rejim politik 
tersebut. 

Gagasan yang ditelorkan oleh Plato dan Aristoteles ini 
kemudian mempengaruhi konstruksi konsep kekuasaan dan sistem 
politik pada rezim politik pada periode berikutnya. Pemikiran mereka 
juga dianut oleh para filsuf sesudah zaman mereka seperti 
Chrysippus, Panateius (185-109 BCE) dan Polybius (203-120 BCE). Dua 
filsuf terakhir ini bahkan mampu mentransformasikan pemikiran 
Plato dan Aristoteles ini kian dominan dalam pemikiran elit 
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intelektual di Roma. Panaetius mengembangkan pemikiran filsafat 
kekuasaan dan etika kekuasaan ke dalam sistem politik di Stoic. 
Adapun Polybius mengadopsi pemikiran Plato dan Aristoteles ini 
sebagai sistem politik dan cita-cita sosial yang menjadi pilar sejarah 
kebesaran Imperium Roma. Bahkan ia berhasil mengintrepretasikan 
pemikiran keduanya dan mengimplementasikannya dalam institusi 
politik yang menjadi pilar penopang Imperium Roma(Almond, 1996, 
dalam Gordin dan Klingemann, 1996:56). 

Sebelumnya Imperium Roma mengalami fase trial and error, 
dengan mengadaptasi tipologi rezim politik yang berbasis nilai-nilai 
murni dari konsep kekuasaan monarki dan aristokrasi, dan kemudian 
mereka mulai mengadaptasi nilai-nilai demokrasi. Menurut Polybius, 
prose pembangunan Negara Roma ini selama beberapa kali 
mengalami trial dan error, sebelum menemukan dasar nilai-nilai 
kebajikan publik yang tercermin melalui pembaruan konstitusi (Mixed 
Constitution) —sebagaimana yang diajarkan oleh Plato dan Aristoteles. 
Roma kemudian mengembangkan dasar konstitusinya dengan 
mengkombinasikan nilai-nilai keuanggulan yang ada dalam sistem 
monarki, aristorkrasi dan demokrasi, yang diimplementasikan melalui 
Dewan Pertimbangan (The Consulate), Legislatif (The Senate) dan 
Lembaga Pengadilan. Sistem politik dan Pemerintahan inilah yang 
menurut Polybius mampu menjaga stabilitas politik Imperium Roma 
dan mampu membuatnya bertahan dalam rentang waktu kekuasaan 
yang cukup lama dalam sejarah kekuasaannya. Setelah Polybius, 
Cicero (106-43 BCE) juga menjadi ahli hukum tata negara dan filsuf 
politik yang menyumbangkan konsep pemikirannya mengenai 
kekuasaan dan sistem politik dalam mengatasi pembusukan 
kekuasaan dan deligitimasi kekuasaan yang terjadi pada imperium 
Roma akibat perang sipil yang berlangsung selama beberapa dekade 
di Gracchii, Marius dan Sulla. Ia kemudian mengembangkan Doktrin 
Stoic tentang Natural Law. Konsep ini kemudian ia formulasikan 
kembali dalam ide-ide barunya mengenai Natural Law dan kemudian 
diadaptasi sebagai dasar-dasar hukum baru bagi penguatan 
kekuasaan Imperium Roma. 

Pergumulan konsep kekuasaan dan sistem politik ini secara 
umum sebenarnya fokus pada dua hal. Pertama, bagaimana 
institusionalisasi kebijakan publik harus dilakukan dan menghasilkan 
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keputusan politik yang dianggap adil? Kedua, bagaimana standar yang 
bisa digunakan untuk mengevaluasi proses tersebut? Atas dasar inilah 
kemudian tipologi rejim politik dimana didalamnya termuat konsep 
kekuasaan dan sistem politik terus menjadi konsen pemikiran para 
filsuf politik selama beberapa abad sejak era Plato dan Aristoteles 
(Almond, 1996, dalam Gordin dan Klingemann, 1996:57). 

Pemikiran Plato dan Aristoteles ini beberapa diantara para 
filsuf klasif yang yang hingga saat ini masih sangat populer dan 
kemudian mempengaruhi konstruksi konsep kekuasaan dan sistem 
politik. Pada era pertengahan muncul filsuf seperti Thomas Aguinas 
(1225-1274) yang merumuskan pembauran konstitusi atas dasar 
prinsip-prinsip keadilan dan stabilitas politik. Di Frolence, Perancis 
muncul Machiavelli (1469-1527) yang konsen pada aspek legitimasi 
regim plitik dan pemimpin politik. Kemudian juga lahir pemikiran 
Jean Bodin (1529-1596) tentang doktrin absolutisme kekuasaan sebagai 
solusi atas problem instabilitas kekuasaan dan hancurnya tatanan 
sosial. 

Di era Pencerahan muncul sejumlah Filsuf seperti Thommas 
Hobbes, John Locke, Mosntesguie, David Hume, Madison, dan 
Hamilton yang juga konsep pada konsep-konsep kekuasaan dan 
sistem politik yang pernah dikonstruksikan oleh Plato, Aristoteles, 
Polybius, Cicero, Aguinas, Machiavelli dan Bodin. Hobbes menuliskan 
pemikiran politiknya dalam sebuah buku yang kemudian menjadi 
populer, dengan judul Leviathan dimana di dalamnya ditegaskan 
pentingnya prinsip monarkhi absolut. Locke juga menulis buku Second 
Treatise of Goverment yang banyak memberikan kritik terhadap 
pemikiran Hobbes, dengan mengupas seputar kesejahteraan dan 
kebebasan. Locke bahkan mengembangkan konsep pembagian 
kekuasaan (separation of powers), yang disebutnya sebagai legislatif, 
eksekutif dan federatif, dimana bagian yang terakhir ini merupakan 
jenis kekuasaan yang tidak sepesifik yang digunakan terkait dengan 
urusan luar negeri. Monsteguie juga menuliskan pemikirannya dalam 
sebuah buku dengan judul Spirit of Laws, dimana ia juga melakukan 
klasifikasi jenis-jenis Pemerintahan termasuk republik, monarki dan 
despotis, dimana ia memilah jenis republik ini dalam dua bentuk yaitu 
republik-aristokratik dan republik-demokrasi. Adapun Hamilton 
melalui tulisannya dalam Federalist 9, Ia merupakan filsuf politik yang 
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kemudian meletakkan dasar-dasar konstitusi Amerika (Almond, 1996, 
dalam Gordin dan Klingemann, 1996:57-61). 

Di luar Plato dan Aristoteles dan para ilmuwan yang telah 
disebutkan di atas, di Eropa pada abad 19 juga muncul para filsuf 
politik. Beberapa diantaranya seperti Karl Marx (1818-1883) yang 
menelorkan pemikiran Marxisme dalam memandang kekuasaan, juga 
Hegel (1770-1831), Comte (1798-1857), Herbert Spencer (1820-1903), Sir 
Henry Sumner Maine (1822-1888), Ferninand Tonnies (1855-1936) 
Gramsci dan Athusser serta Foucault. Spencer konsep pada variasi 
institusi politik dan kultural. Ia juga mengembangkan konsep 
mengenai sentralisasi politik dan desentralisasi politik, dan 
implikasinya bagi perubahan konsentrasi urbanisasi dan pertumbuhan 
ekonomi masyarakat. Tonnies misalnya mengenalkan perbedaan 
konsep antara Gemeinschaft(komunitas) dan Gessellschaft (masyarakat). 
Selain mereka, ada juga Weber (1864-1920) dan juga Durkheim (1858- 
1917). Durkheim misalnya menyumbangkan konsep solidaritas 
organik dan mekanik. Ia juga mengembangkan konsep pembangunan 
dan modernisasi. 

Selain mereka, pada abad 19 ini, para filsuf dan ilmuwan 
politik dan sosiologi yang ada di lingkungan kampus dan mereka 
konsen pada konsep kekuasaan dan sistem politik juga makin banyak. 
Beberapa diantaranya seperti para ilmuwan yang ada di Universitas 
Oxford maupun Cambrigde, dibawah kepemimpinan E.A.Freeman 
(1874), Frederick Pollick (1890) dan John Seeley (1896) yang 
mengembangkan pemikirannya dengan pendekatan perbandingan 
sejarah. Selain itu ada juga John Stuart Mill, Alexis de Tocgueville, 
Ostrogorski, Wilson dan Michels yang terus mengembangkan konsep- 
konsep demokrasi dan elemen-elemen yang ada dalam konsep 
demokrasi tersebut (Almond, 1996, dalam Gordin dan Klingemann, 
1996:62-64). 

Jika Plato dan Aristoteles konsen pada konstruksi konsep 
kekuasaan, sistem politik, dan Pemerintahan, maka para pemikir 
seperti Marx, Hegel, Gramsci, Althusser dan Foucault mengelaborasi 
konsep kekuasaan dan sistem politik terkait dengan basis ideologi 
politik. Setting kehidupan politik dan latarbelakang sejarah mereka 
yang lekat dengan arus kontestasi ideologi menjadikan diskursus 
konsep kekuasaan begitu tidak terpisahkan dengan diskursus ideologi 
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itu sendiri. Kendatipun masing-masing juga memberikan tekanan 
pada konteks analisis kekuasaan baik pada dimensi ekonomi, sosial 
maupun budaya. 

Masing-masing menyumbangkan perspektif dan konsep 
kekuasaan dan sistem politik. Marx banyak menelorkan gagasannya 
mengenai negara, kapital, kelas sosial dan relasi kekuasaan. Gramsci 
misalnya banyak menelorkan pemikirannya mengenai kekuasaan 
Negara, hegemoni dan resistensi. Althusser juga mengembangkan 
sejumlah konsep tentang kekuasaan, aparatus ideologi negara dan 
aparatus negara. Foucault menyumbangkan konsep kekuasaan dan 
pengetahuan, eksistensi kekuasaan dan pola relasi kekuasaan. 
Pemikiran mereka tampak mewarnai dan menjadi mainstream dari 
para pemikir, filsuf dan ilmuwan kekuasaan di sejumlah negara di 
Eropa dan Asia Pasifik, termasuk di Indonesia. 
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BAB III 
AKTOR POLITIK 
DAN KONTESTASI KEKUASAAN 


Politik dan Sumber Daya Kehidupan Publik 


Tn oliti ukanlah segala-galanya dalam Kenidupan manusia. 
Fs litik bukanlah segala-galanya dalam kehidup i 
P, 


| Karena ada beragam dimensi kehidupan lain di luar dunia 
Al politik. Kendati demikian dalam perkembangannya, politik 
tidak hanya menjadi tanda bagi perkembangan peradaban manusia. 
Politik telah kata kian menentukan banyak hal dalam keseharian 
kehidupan manusia. Meskipun hanya sekelompok kecil manusia yang 
bisa berprofesi sebagai politisi dan menikmati keuntungan luar biasa 
dari dunia politik. Sisi yang lain, banyak sekali anak manusia yang 
menderita kerugian luar biasa dari perubahan dunia politik. 

Politik kian menarik untuk diperbincangkan manusia dari 
berbagai latarbelakang dan kelas sosial. Dengan ragam intensitas dan 
persepsi yang berbeda, kata politik terus ditafsirkan manusia di 
berbagai belahan dunia. Kehadiran rezim politik dengan watak dan 
performance tertentu kian memperkuat persepsi masing-masing 
manusia terhadap dunia politik. Karena itu, tidak heran jika ada yang 
memiliki persepsi bahwa politik pasti identik dengan manipulasi, 
kecurangan, dan bahkan kejahatan. Sebaliknya ada pula kalangan 
lainnya yang memiliki persepsi bahwa politik identik dengan 
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perjuangan nilai-nilai bersama dan kepentingan publik memiliki 
derajat mulia dalam sejarah kehidupan manusia. 

Dalam sebuah adagium disebutkan bahwa politik adalah 
sejarah masa kini dan sejarah adalah politik masa lalu. Adagium ini 
tampaknya benar. Sebab, jika kita ingin menyimak potret peradaban 
sebuah negara-bangsa, maka lihatlah sketsa sejarah politik yang 
dimilikinya. Sketsa sejarah politik di sini ibarat kumpulan potret dan 
cermin yang terabadikan sebagai rangkaian peristiwa dari masa lalu 
dan masa kini dalam kehidupan mereka. 

Sumber daya kehidupan publik meliputi beberapa jenis, terkait 
dengan dimensi-dimensi kehidupan publik. Salah satu sumber daya 
publik yang utama yaitu sumber daya kehidupan ekonomi 
masyakarat. Bagi masyarakat pertanian, sumber daya ekonomi sangat 
dipengaruhi bagaimana pola distribusi dan kepemilikan lahan/ tanah. 
Di sini tercermin dari kecenderungan kebijakan pertanahan/ politik 
agraria yang dijalankan oleh negara. Apakah distribusi kepemilikan 
tersebut merata, atau sebaliknya, terjadi beragam ketimpangan. 

Selanjutnya pada masyarakat industri, sumber daya publik 
terkait dengan penguasaan sektor-sektor industri barang dan jasa baik 
dalam skala industri besar, baik industri kecil menengah dan industri 
rumah tangga. Pada umumnya, hanya kalangan kelompok 
masyarakat tertentu yang mampu memasuki sektor-sektor industri 
tersebut karena adanya barrier to entry yang harus diatasi oleh para 
pelaku, termasuk di dalamnya persyaratan modal minimal, teknologi, 
standard pengelolaan/ manajemen dan juga teknologi. Sektor industri 
ini apakah cenderung dimiliki para pelaku usaha domestik, atau 
bahkan didominasi oleh asing, atau kolaborasi diantara keduanya. 

Pada masyarakat pelaku industri jasa, masing-masing pelaku 
usaha juga dituntut untuk memiliki sejumlah persyaratan tertentu. 
Termasuk standard kemampuan pelayanan jasa, dan kualitas jasa 
yang dihasilkan. Sama dengan pada industri barang, apakah 
pelakunya didominasi dari kalangan domestik atau asing, atau 
kolaborasi antar pebisnis domestik dan asing. Di luar ini, juga ada 
sektor distribusi yang berperan besar dalam proses pendistribuan 
barang dan juga membantu pelayanan jasa. 

Pada masyarakat informasi, sumber daya publik ini terkait 
dengan beragam sektor yang dibutuhkan, dikelola dan dikuasai oleh 
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mereka yang menjadi pelaku industri barang dan jasa yang berbasis 
informasi dan pengetahuan yang mempengaruhi kehidupan publik. 
Persaingan di sektor informasi ini bahkan sangat mempengaruhi 
kehidupan publik yang lebih luas, terutama pada sektor bisnis 
finansial di masing-masing negara. 

Dimensi kehidupan sosial dan budaya juga menjadi faktor 
dominan yang diperebutkan oleh publik. Hal ini terutama terkait 
dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang menentukan kondisi 
kehidupan publik, termasuk tingkat kepercayaan publik (public trust), 
dan nilai-nilai sosial lainnya yang berdampak pada modal sosial yang 
dimiliki oleh masing-masing kelompok masyarakat. Sumber daya 
publik dalam dimensi kehidupan budaya termasuk di sini warisan 
budaya (cultural heritage), warisan sejarah dan tradisi yang semuanya 
berdampak pada modal kultural masyarakatnya. Ada juga potensi 
geografis dan potensi sumber daya alam dan lingkungan—yang 
memiliki dimensi ekonomi, sosial dan budaya sekaligus. 

Sumber daya publik dalam dimensi yang lain adalah sumber 
daya politik. Sumber daya politik di sini termasuk legitimasi politik 
nasional dan internasional, basis dukungan dan koalisi politik 
nasional, ideologi politik, konstitusi negara hasil konsensus politik, 
dan lain sebagainya. Dalam sumber daya politik, pemilih merupakan 
sumber daya publik yang diperebutkan oleh para pelaku politik dan 
institusi politik ketika menghadapi kontestasi pemilu. Pada arena 
internasional, tingkat dukungan politik dan kepercayaan internasional 
merupakan sumber daya politik yang sangat mempengaruhi 
kehidupan publik. 

Sumber daya politik diperebutkan, dikontestasikan dan 
dikonstruksikan oleh para aktor yang berkepentingan. Mereka ini 
adalah sekumpulan kalangan elit politik yang terus berusaha 
mengelola kepentingannya terhadap politik masa lalu, politik masa 
kini hingga politik masa depan. Warna-warni sketsa politik terus 
digoreskan oleh antar elit dalam memperebutkan kebenaran 
informasi, makna, dan kebijakan politik yang telah, sedang dan akan 
terjadi. 

Sumber daya kehidupan publik di sini tentu tidak terdistribusi 
secara merata. Di dalamnya ada kesenjangan kelas sosial, dimana 
kalangan tertentu memiliki akses dan kepemilikan yang dominan 
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terhadap sumber daya kehidupan publik dibandingkan dengan 
kelompok sosial yang lain. Sumber daya kehidupan publik cenderung 
dimonopoli oleh mereka yang memiliki kekuasaan yang dominan 
dibandingkan dengan mayoritas kelompok yang lain. 

Politik tentu saja bukanlah semata-mata milik para elit. 
Individu-individu di dalam masyarakat sesungguhnya memiliki hak 
dan peluang yang sama dalam mendefinisikan kebenaran informasi, 
makna dan kebijakan politik. Masing-masing individu memiliki hak 
yang sama dalam mendiskusikan isu-isu politik dan menyampaikan 
aspirasi politik melalui beragam lembaga yang tersedia. 

Hal yang membedakan antara individu warga negara biasa 
dengan para politisi/ aktor politik adalah menyangkut identitas, posisi 
dan peran dirinya di dalam dunia politik. Sebagai warga negara dan 
pemilih, para individu dalam proses partisipasi politiknya 
kehadirannya dengan identitas sebagai massa pemilih atau calon 
pemilih dan cenderung anonim. Sebaliknya, para aktor adalah mereka 
yang tampil dengan identitas dan nama dengan gelombang citra yang 
telah, sedang atau akan dimilikinya. Mereka juga memiliki beragam 
sumber daya politik yang digunakan dalam arena pertarungan politik. 

Kendatipun sumber daya publik memiliki dimensi yang 
beragam, akan tetapi semuanya kemudian bermuara pada bagaimana 
sumber daya publik ini bisa diperebutkan, diatur kepemilikannya dan 
dikelola secara demokratis. Tidak semua negara mampu mengelola 
sumber daya publiknya secara demokratis. Ketimpangan dalam 
pengelolaan, kepemilikan dan pengelolaan sumber daya ekonomi 
menyebabkan kesenjangan kelas sosial. Kegagalan dalam mengelola 
sumber daya sosial dan budaya bisa menghancurkan warisan budaya, 
runtuhnya warisan tradisi dan nilai-nilai budaya, dan lebih luas 
berdampak pada pudarnya basis modal sosial dan kultural. Kegagalan 
dalam mengelola sumber daya politik menyebabkan lemahnya 
kapasitas negara dalam mewujudkan cita-cita politik masyarakatnya, 
runtuhnya legitimasi politik nasional dan internasional, potensi 
disintegrasi dan konflik politik, dan juga dominasi kekuasaan politik 
dari kelompok tertentu yang pada akhirnya merugikan kepentingan 
publik secara lebih luas. 

Para aktor politik merupakan subyek yang menjadi lakon yang 
secara aktif tampil dan membuat sejarah dirinya di dalam panggung 
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politik. Sebaliknya, warga negara dan pemilih merupakan obyek yang 
menjadi penonton di dalam panggung politik. Warga negara dan 
pemilih bisa menjadi subyek politik terjadi hanya pada saat hari 
pemilihan (The Election Day). Di Iuar peristiwa tersebut, mereka adalah 
khalayak yang menjadi penonton panggung politik. 

Dalam dunia politik, selalu saja ada yang aktor yang menjadi 
pemenang dan juga yang menjadi pecundang. Mengapa dunia politik 
cenderung menjadi panggung pentas lakon para aktor politik? 
Mengapa pula mayoritas warga negara cenderung menjadi penonton 
dari pentas panggung politik lokal, nasional dan internasional? 

Kunci dari dua pertanyaan ini sebenarnya bersumber dari 
bagaimana informasi, makna, sumber daya dan kekuasaan politik — 
yang sebenarnya merupakan aset publik—yang tidak hanya 
diperebutkan oleh masing-masing aktor politik dan namun juga oleh 
publik. Ketidakmerataan akan informasi, kesenjangan makna dan 
pengelolaan sumber daya politik, dan ketimpangan distribusi 
kekuasaan serta penyalahgunaan kekuasaan dalam politik merupakan 
problem yang tak pernah selesai. 

Beragam ketimpangan inilah yang selalu memunculkan ragam 
kontestasi dalam dunia politik. Kontestasi adakalanya berlangsung 
dalam sudut pandang kelas sosial, ekonomi, agama dan kebudayaan. 
Kontestasi ini kemudian tertuju pada dimensi-dimensi kepercayaan, 
keyakinan dan perubahan perilaku politik. Untuk itu, beragam level 
dan jenis interaksi antar aktor politik dan institusi politik juga terus 
dijalin oleh mereka dalam rangka mencapai tujuan masing-masing. 

Dalam memahami kontestasi dalam dunia politik, aktor politik, 
institusi politik, perilaku politik, sistem politik dan kontestasi 
kekuasaan politik merupakan beberapa elemen penting yang akan 
menentukan bagaimana pola distribusi, pengalokasian dan 
pengelolaan sumber daya politik tersebut akan dijalankan. Dalam laga 
kontestasi politik ini maka muncullah para aktor politik. Mereka juga 
mendirikan beragam institusi politik. Aktor politik dan institusi politik 
merupakan subyek yang menjadi pelaku dalam proses kontestasi 
kekuasaan politik. Beragam model perilaku politik — baik pada level 
mikro, meso dan makro juga sangat menentukan seperti apa nantinya 
pola distribusi dan pengelolaan kekuasaan tersebut berlangsung. 
Sistem politik menyediakan regulasi dan arena bagaimana para aktor 
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politik dan institusi politik nantinya melakukan kontestasi politik 
dalam memperebutkan distribusi dan pengelolaan kekuasaan. 

Dalam memahami hal ini, kajian komunikasi politik dan 
marketing politik kian dibutuhkan. Disiplin ilmu lain seperti ilmu 
politik dan sosiologi politik juga banyak memberikan penjelasan 
mengenai bagaimana sumber daya politik tersebut definisikan, 
terbentuk dan diperebutkan oleh para aktor dan institusi politik. Studi 
komunikasi politik dan marketing politik cenderung fokus bagaimana 
sumber daya politik tersebut dimaknai, didayagunakan dan kemudian 
dijadikan legitimasi bagi para aktor dan institusi politik. 


Politik Sebagai Panggung Laga Para Aktor 


Politik merupakan arena sosial bagi semua warga negara 
dalam mengartikulasikan, memformulasikan dan mewujudkan cita- 
cita sosialnya dalam kehidupan publik. Karena itu, dalam arena 
politik masing-masing individu semestinya memiliki kesempatan dan 
peluang yang sama dalam mendiskusikan, merumuskan dan 
memutuskan aspek-aspek penting dalam kehidupan publik. Namun 
yang terjadi adalah sebaliknya dan cenderung bertolakbelakang 
dengan kenyataan yang ada. 

Realitas politik menunjukkan bahwa politik merupakan 
panggung laga para aktor politik. Politik menjadi panggung laga para 
aktor karena beberapa hal. Pertama, tidak semua individu dalam 
kelompok sosial masyarakat memiliki kesempatan dan tumbuh 
sebagai elit politik. Elit politik tumbuh dan berkembang karena 
didukung oleh modal sosial, modal ekonomi dan modal kultural yang 
dimilikinya. Faktor kelahiran seringkali menjadi faktor penting bagi 
masing-masing individu untuk bisa tumbuh sebagai elit politik. Dalam 
masyarakat tradisional, hingga masyarakat modern dapat kita 
saksikan bagaimana sebuah dinasti politik mampu eksis, tumbuh dan 
berkembang pada setiap generasi. Hal ini tak lain karena dukungan 
faktor kelahiran. 

Di Indonesia, dapat kita lihat bagaimana sosok seperti 
Megawati menjadi elit papan atas nasional salah satu faktor 
penentunya adalah faktor kelahiran. Megawati merupakan anak 
kandung mantan Presiden Soekarno, tokoh proklamator kemerdekaan 
yang pemikiran-pemikiran dan dedikasinya diakui secara luas oleh 
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masyarakat Indonesia. Mantan Presiden Abdurrahman Wahid 
merupakan anak KH.Wahid Hasyim, Menteri Agama RI era 
Pemerintahan Orde Lama dan cucu dari K.H.Hasyim Asy'ari, Pendri 
Nahdlatul Ulama, organisasi Islam tradisional terbesar di Indonesia. 

Faktor kelahiran inilah yang kemudian panggung politik 
menjadi panggung para dinasti. Bahkan di Asia sejarah negara-bangsa 
tampak kental sekali dengan fenomena dinasti politik. Akar dinasti 
politik tersebar hampir di berbagai belahan benua Asia, meliputi 
dataran China, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Dinasti politik 
berkembang seiring dengan pertumbuhan imperium di sejumlah 
Negara Asia. Pudarnya era kolonialisme dan lahirnya Negara-bangsa 
modern di Asia ternyata tidak menipiskan arus politik dinasti. 
Sebaliknya, dinasti politik justru kian menebal di sejumlah Negara di 
Asia. Bahkan, sejarah politik dan pertumbuhan demokrasi di Asia 
tampak lekat dengan tangan-tangan kekuasaan para dinasti politik. 

Selama beberapa dasawarwa sejarah politik di kawasan Asia, 
kita dapat menyimak bagaimana sejarah politik terus diwarnai dengan 
geliat para dinasti politik. Klan politik selalu berperan cukup dominan 
dalam berbagai arus perubahan politik di masing-masing negara Asia. 
Dengan ragam proses politik yang berbeda, para dinasti politik di 
kawasan Asia memasuki pusat-pusat kekuasaan sejak era pasca 
kolonialisme hingga fase gelombang ketiga demokrasi. 

Di Singapura, dinasti politik tampak mewarnai dinamika 
kehidupan politik di negara tersebut. Perdana Menteri Singapura Lee 
Hsien Loong merupakan anak Lee Kuan Yew, Perdana Menteri yang 
berkuasa di Singapura sejak tahun 1959-1990. Fakta politik lainya 
dapat kita lihat di Filipina, Bangladesh, Srilangka, India, Pakistan dan 
juga di Malaysia. Panggung politik terus berlangsung di tengah 
regenerasi para dinasti. Politik di sini adalah panggung laga bagi para 
dinasti. Perkembangan dinasti politik di Filipina dapat kita simak 
antara lain sejak tahun 197/0an dalam kepemimpinan Ferdinand 
Marcos dan dilanjurkan masa Presiden Arroyo. Para ahli politik Asia 
Tenggara mengatakan bahwa dominasi politik Filipina telah 
berkembang secara meluas beberapa tahun terakhir ini. Hingga saat 
ini tercatat, 250 keluarga politisi di Filipina, yang setidaknya berada di 
tiap propinsi, mengisi posisi di tiap tingkat birokrasi. 
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Kisah dinasti politik lainnya juga dapat kita simak di sepanjang 
sejarah Pakistan dan India. Keluarga Benazir Bhutto merupakan salah 
satu dinasti politik yang sangat populer di negeri ini. Ayah Benazir 
Bhutto pernah menjadi Perdana Menteri (PM) Pakistan terpilih 
pertama, tetapi kemudian digulingkan oleh tentara pada 1977. Geliat 
dinasti politik juga cukup subur di India. Keluarga Mahatma Gandhi 
merupakan salah satu legenda dalam dinasti politik di negeri ini. 
Anaknya yang kemudian menjadi Perdana Menteri, Indira Gandhi 
ditembak oleh pengawal Sikh-nya ketika berjalan di tamannya pada 
1984. Tragedi itu melemparkan puteranya yang sekaligus suami Sonia, 
Rajiv Gandhi, ke politik dan ke dalam jabatannya sebagai kepala 
pemerintahan. Rajiv pun mengalami akhir sejarah yang tragis. Ia 
tewas dalam aksi bunuh diri dalam kampanye pemilihan 1991. Setelah 
Rajiv Gandhi tewas, sang istri, Sonia Gandhi mati-matian ingin 
menjauhkan diri dari politik. Namun pada 1998 setelah mendapatkan 
tekanan sangat besar dari partai Kongres, ia pun terjun ke panggung 
politik. Sonia Gandhi ini pun kemudian menjadi salah satu politikus 
yang paling berpengaruh di India (Hamongan, 2007). 

Salah satu potret sejarah dinasti politik yang sangat fenomenal 
barangkali dapat kita temui di dalam sejarah politik Srilangka. 
Chandrika Bandaranaike-Kumaratunga (49 tahun) terpilih menjadi 
PM hasil Pemilu Agustus 1994 dan menjadi wanita presiden pertama 
di dunia, sedangkan ibunya, Sirimavo Bandaranaike diangkat menjadi 
perdana menteri. Dinasti ini sudah menghasilkan tiga PM dan 
seorang presiden sejak kemerdekaan Sri Lanka tahun 1948. Solomon 
Bandaranaike—suami Sirimavo—kemudian terpilih menjadi PM 
tahun 1956, tapi kemudian tewas dibunuh tahun 1959. Jandanya — Ny 
Sirimavo— kemudian terpilih menjadi PM tahun berikutnya. Ia kalah 
dalam pemilihan tahun 1965, tapi kembali lagi ke pentas kekuasaan 
tahun 1970 sampai tahun 1977. 

Dinasti politik juga cukup tebal dalam sejarah politik Malaysia. 
Selain faktor politik etnis dan dominasi etnis melayu, pertarungan 
politik di Malaysia tampak lekat dengan persaingan klan politik antar 
keluarga. Bahkan dunia politik kaum Melayu memang telah lama 
diwarnai fenomena dinasti politik. Catatan Sterling Seagrave (1996, 
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2006 : 229-224/4 menunjukkan bagaimana perubahan politik di 
Malaysia sejak zaman kemerdekaan hingga 1970-an diwarnai jalinan 
kekerabatan para pemimpinnya. UMNO sejak semula berkembang 
sebagai arena eksklusif para dinasti politik Melayu. Presiden pertama 
UMNO, Tunku Abdul Rahman--salah satu bapak kemerdekaan 
Malaysia--yang pernah mengantarkan pada kemenangan pilpres 1955. 
Selama masa pemerintahannya Tunku Abdul Rahman tampak lebih 
diterima oleh semua etnis di Malaysia termasuk yang tergabung 
dalam MCA dan MIC. Namun tragedi kerusuhan rasial di Kuala 
Lumpur 1969 menjadi pukulan telak. Rahman dianggap terlalu 
proetnis China dan dianggap harus paling bertanggung jawab 
terhadap tragedi tersebut. PM Tunku Rahman mundur pada 1970. 

Kemunduran ini diduga dilakukan dengan cara 'kudeta istana' 
yang dilakukan salah satu elite UMNO yaitu Tun Abdul Razak. Tun 
Abdul Razak merupakan menantu Mohammad Noah yang 
merupakan ketua senat dalam parlemen Malaysia. Mohammad Noah 
merupakan salah satu elite Melayu terkuat yang ikut memprakarsai 
kerja sama bisnis dengan para keturunan China Malaysia untuk 
membangun Genting Highlands Resorts. Sebuah tempat judi terkenal 
di Malaysia dan Asia Tenggara. 

PM Tun Abdul Razak meninggal pada 1976. Posisinya 
kemudian digantikan oleh Tun Husein Onn yang merupakan saudara 
dari PM Tun Abdul Razak. Dinasti politik keluarga PM Tun Abdul 
Razak terus mengalami kemunduran sejak munculnya Mahathir 
sebagai PM selama 20 tahun kemudian. Naiknya pemerintahan 
Mahathir selama beberapa dasawarsa sempat menurunkan aroma 
dinasti politik dalam panggung politik Malaysia. Kendatipun dimensi 
rasisme tampak terus berkembang kuat selama masa pemerintahanya 
hingga digantikan oleh PM Badawi. 

Kemudian pada momen pemilu 2008 Malaysia lalu, tampak 
ditandai dengan kecenderungan membiaknya dinasti politik baru. 
Putra mantan PM Mahathir Mohamad, istri dan putri mantan Deputi 
PM Anwar Ibrahim, serta menantu laki-laki PM Badawi terlibat secara 


24 Sterling Seagrave. 1996. Lords of the Rim. New York : Corgi Adult. Lihat juga Sterling 
Seagrave. 1992. Dragon Lady: The Life and Legend of the Last Empress of China . New York 
: Vintage Books. 

25 Lihat Ahmad Nyarwi. Pemilu Malaysia, Rasisme dan Dinasti Politik, Media 
Indonesia, 11 Maret 2008. 
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aktif untuk memperebutkan kursi parlemen Malaysia. Menantu laki- 
laki PM Badawi, Khairy Jamaluddin, juga maju dalam pencalonan. 
Khairy yang juga menjadi Deputi Ketua Pemuda UMNO tersebut 
melakukan debut dalam pemilu dengan menjadi calon di wilayah 
Rembau, negara bagian Negeri Sembilan. 

Anak ketiga Mahathir, Mukhriz Mahathir, ( 44 tahun), 
mendaftarkan diri untuk menjadi caleg Partai United Malays National 
Organization dari wilayah Jerlun, Kedah. Mukhriz Mahathir dianggap 
memiliki keahlian politik karena telah ditempa saat menjadi pengurus 
sayap pemuda UMNO. Selain di bidang politik, Mukhriz matang 
sebagai pengusaha. Penerus klan Mahathir tersebut juga menjadi 
pucuk pimpinan di Bioven, produsen vaksin kanker, Opcom 
Holdings, Kosmo Tech, Perdana Peace Global Organisation, serta 
Ketua Asosiasi Franchise Malaysia. 

Istri Anwar Ibrahim yang juga Presiden Partai Keadilan Rakyat 
Datin Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail mengajukan pencalonan di 
Permatang Pauh, Penang. Masih satu partai, Nurul Izzah Anwar, (27 
tahun), anak sulung Anwar Ibrahim dan Wan Azizah, mendaftarkan 
pencalonan pertamanya di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Majunya 
dua anggota keluarga dekat Anwar Ibrahim itu memunculkan 
spekulasi bahwa keduanya membawa misi untuk membuka pintu 
bagi mantan wakil PM dan menteri keuangan itu ke pemerintahan. 

Menguatnya dinasti politik pada masa pemilu Malaysia ini 
juga tidak hanya berlangsung pada elite Melayu. Hal yang serupa juga 
berlangsung pada elite keturunan China. Lim Kit Siang, pemimpin 
oposisi dari etnis Tionghoa, juga mendorong putranya, Lim Guan Eng, 
dan istrinya Betty Chew mencalonkan diri di Bagam, Penang. Begitu 
pula dengan Ketua Democratic Action Party (DAP) Karpal Singh. Yang 
mendukung pencalonan putranya, Gobind Deo Singh, di Johor25. 

Di Malaysia, para aktor yang menjadi kekuatan dinasti politik 
ini kemudian melahirkan koalisi politik dan ideologi yang kemudian 
mengatur dan menentukan pengelolaan sumber daya ekonomi 
nasional. Selain itu, para aktor yang menjadi kekuatan dinasti politik 
juga menjadi bagian dari kekuatan opisisi di negara tersebut. Melalui 
mekanisme pemilu, mereka secara terus menerus memperbutkan 
beragam jabatan publik di lembaga legislatif dan eksekutif melalui 


26 Ahmad Nyarwi, Ibid... 
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payung kelembagaan institusi politik yang pada umumnya memiliki 
latarbelakang asosiasi kelompok etnis dan agama. Latarbelakang 
kepentingan politik—yang berbasis etnis dan agama ini— kemudian 
menentukan arus sirkulasi sejumlah elit pada masing-masing dinasti 
politik yang ditentukan oleh kemenangan dan kekalahan mereka 
dalam arena pemilu? 

Dinasti politik tampak terus eksis dalam sejarah demokrasi di 
berbagai belahan dunia. Dalam demokrasi, dinasti politik 
menunjukkan kecenderungan gejala yang sama dimana distribusi 
kekuasaan dan representasi politik senantiasa terdistori oleh 
kepentingan klan dan keluarga dinasti. Kekuasaan dimanapun 
senantiasa memiliki sejumlah keuntungan tertentu. Peluang untuk 
mendapatkan keuntungan apapun dibalik kekuasaan ini lah yang 
senantiasa merangsang sejumlah keluarga di berbagai belahan Negara 
demokrasi terus memelihara politik dinastinya. Sebab, melalui 
berbagai institusi kekuasaan ini pula para klan politik mampu 
memainkan perannya dengan dukungan kekuasaan yang telah 
diperoleh dan terus meningkatkan skala dan akses keberuntungannya 
dibalik panggung kekuasaan2. 

Di Indonesia, peran faktor kelahiran dalam mendukung 
kesuksesan elit politik dalam panggung politik lokal dan nasional 
pasca reformasi juga tampak kuat. Sejumlah tokoh nasional tampak 
terus memiliki klan politik seperti Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono, Aburizal Bakrie, Sabab Sirait, Amien Rais, Agung 
Laksono, dan Hatta Rajasa, memiliki anggota keluarga (saudara, anak, 
kerabat) yang menduduki jabatan politik. Selain itu, sejumlah tokoh 
local ataupun tokoh nasional yang cenderung berkiprah dalam 
panggung politik local juga terus membiakkan klan dinasti politiknya, 
seperti Teras Narang, Syahrul Yasin Limpo, Ratu Atut Chosiyah, 
Idham Samawi dan sejumlah tokoh politik yang local yang pernah 


27 Lebih mengenai dinamika dinasti politik, sistem politik dan pemilu di Malaysia lihat 
Mavis Puthuceary and Norani Othman (Eds). 2005. Election and Democracy in 
Malaysia. Bangi, Selangor: Penerbit Universitas Kebangsaan Malaysia bekerjasama 
dengan Friedrich Naumamn Stiftung. 

28 Frnesto Dal B6, Pedro Dal B6 and Jason Snyder. 2007/ Political Dynasties. Working 
Paper. Berkeley Haas School of Business, University of California. Lihat dalam 
http:/ / faculty.haas.berkeley.edu/ dalbo/ PDO7Dec21.pdf. Halaman 2 
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atau sedang menjabat Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil 
Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota di Indonesia. 

Kedua, selain faktor kelahiran, panggung laga aktor dalam 
dunia politik juga ditentukan oleh faktor politik. Adapun yang 
dimaksudkan faktor politik di sini adalah kemenangan dalam 
memperbutkan legitimasi politik—dan juga keberuntungan politik 
akibat perubahan politik nasional dan internasional tertentu 
menjadikan aktor politik naik dalam panggung politik. Sebagai contoh 
mantan Presiden Soeharto diangkat menjadi Presiden setelah 
legitimasi Presiden Soekarno digulingkan melalui Supersemar dan 
gerakan mahasiswa. Kemudian Presiden B.J.Habibie yang diangkat 
Presiden, setelah Mantan Presiden Soeharto lengser dari 
kepemimpinan nasional. Di beberapa negara kasus yang serupa juga 
terjadi dimana runtuhnya Pemerintahan Afganistan karena invasi 
Amerika Serikat membuka peluang Hamid Karzai naik sebagai 
Presiden. 

Legitimasi politik pada umumnya terkait dengan kemenangan 
rezim politik dan ideologi tertentu, baik melalui mekanisme pemilu 
maupun reformasi dan revolusi politik. Siapapun yang menjadi 
pemenang akan dinobatkan sebagai aktor yang terus mendapatkan 
apresiasi luas baik secara nasional dan internasional. Mereka yang 
menjadi pemenang juga kian berkuasa dalam menuliskan ulang 
sejarah politik masa lalu dan politik masa kini. Pada umumnya, 
mereka bahkan “merekayasa” sejarah politik yang dilembagakan 
dalam institusi formal. Materi-materi sejarah politik ini bahkan 
diajarkan ke generasi berikutnya dan menjadi diskursus dominan di 
ruang publik selama mereka berkuasa. 

Mereka yang menjadi pemenang akan selalu dipuja-puja 
seperti pahlawan. Mereka dicitrakan sebagai sosok yang hebat dan 
berjasa bagi bangsa dan negaranya. Semua aspek positif yang mereka 
miliki akan diekspose besar-besaran, dan semua informasi negatif 
tentang dirinya akan dikubur dalam-dalam. Bahkan mereka pun baik 
secara telanjang ataupun terbuka ikut mengintervensi diskursus 
sejarah politik, agar kepentingan dirinya sebagai sang pemenang terus 
terjaga. Pada negara demokratis, intervensi ini dilakukan melalui 
keterlibatannya dalam mempengaruhi opini publik. Pada negara 
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otoriter, intervensi bahkan dilakukan dengan cara kontrol secara 
hierakhis melalui tangan-tangan militer dan aparatus negara. 

Ketiga, adalah faktor ekonomi. Akhir-akhir ini faktor ekonomi 
kian menentukan kisah sukses aktor politik masuk dan berlaga dalam 
panggung politik. Indonesia Pasca Reformasi dapat kita lihat 
bagaimana terjadi trend penguasaan kepemimpinan partai-partai 
politik pada level nasional, propinsi dan kabupaten/kota oleh para 
pengusaha. Mereka yang sebelumnya berkiprah dalam dunia bisnis 
selama beberapa tahun selama Orde Baru dan Pasca Orde Baru mulai 
merangkak menguasai partai-partai politik. Ada diantaranya yang 
menggunakan kelembagaan parpol sebagai instrumen dalam proses 
penguasaan sumber daya ekonomi nasional. Namun ada juga yang 
menggunakannya sebagai sarana untuk benar-benar tampil dalam 
panggung politik nasional dan lokal. 

Pada mulanya, faktor ekonomi ini belum terlalu dominan, 
ketika dunia politik masih memberikan tempat yang paling mulai bagi 
mereka yang memiliki pemikiran dan jiwa kenegarawanan (Philosoper 
King). Mereka lahir, tumbuh dan besar sebagai politisi semata-mata 
karena apresiasi publik atas pemikiran dan jiwa kenegarawanan serta 
kearifan mereka dalam memberikan dasar-dasar kebajikan dalam 
mengelola Negara dan Pemerintahan. Pada umumnya, kalangan ini 
adalah kalangan terdidik dan banyak diantaranya lahir dari kalangan 
kelas menengah atas (borjuasi). Kendati demikian, bukan faktor 
ekonomi yang menjadikan mereka diakui secara luas sebagai elit 
politik, namun lebih kepada pemikiran dan jiwa kenegarawanan yang 
mereka miliki. 

Seiring dengan pengaruh sistem dan budaya kapitalisme 
global, faktor ekonomi ini kian dominan dalam dunia politik. 
Kepemilikan dan penguasaan terhadap sumber daya ekonomi menjadi 
salah satu kekuatan baru dalam dunia politik. Mereka ini adalah elit 
baru baik yang menguasai sektor produksi, konsumsi maupun 
distribusi. Mereka adalah yang ikut menguasai beragam sektor 
perdagangan produk dan layanan jasa. Melalui sumber daya ekonomi 
yang dimilikinya, para elit baru ini lahir dan terus memberikan 
pengaruh terhadap dunia politik. Sirnanya kesadaran kelas sosial, dan 
hancurnya potensi kontradiksi kelas sosial serta masifnya budaya 
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konsumerisme dan peran uang dalam kehidupan publik, kian 
menjadikan dunia politik dikooptasi oleh logika ekonomi. 

Pengaruh faktor ekonomi ini menjadikan elit ekonomi sebagai 
kelompok sosial baru yang makin berkuasa dalam dunia politik. 
Kalangan ini juga kian percaya diri dan makin memiliki hasrat kuat 
masuk dalam dunia politik terkait dengan kepentingan regulasi yang 
mampu memberikan keuntungan ekonomi bagi dirinya. Melemahnya 
budaya politik kenegarawanan yang kian digeser budaya politik 
uang—dalam berbagai bentuk dan levelnya—kian menjadikan elit 
ekonomi menguasai berbagai institusi politik. Kepentingan politik dan 
ekonomi pun bertemu dalam satu kepentingan, hingga makin 
menumbuhkan elit baru dalam struktur oligarkhi ekonomi-politik. 
Gejala ini makin marak tidak hanya dalam panggung politik nasional, 
namun juga dalam panggung politik lokal di Indonesia. 

Faktor ekonomi tampak dominan selama proses pencalonan 
calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selama beberapa tahun 
terakhir dapat kita lihat bagaimana para calon kepala daerah dan 
wakil kepala daerah adalah bukan dari kalangan aktivis parpol namun 
memiliki latarbelakang pengusaha. Ada juga yang memiliki 
latarbelakang aktivis parpol namun lebih banyak berkiprah dalam 
dunia bisnis. Mereka kemudian menjelang arena Pilkada ramai-ramai 
mencalonkan diri melalui parpol tertentu atau koalisi parpol yang 
mau mendukungnya. 

Keempat, faktor terakhir adalah faktor budaya. Seseorang kian 
berpeluang untuk memasuki laga panggung politik karena modal 
kultural yang dimilikinya. Di sini ada dua model dari kekuatan faktor 
budaya. Pertama, modal kultural yang bersumber dari ragam ikatan 
kultural yang telah dimilikinya karena proses advokasi kultural dalam 
arena adat dan agama. Hal ini dapat kita lihat dimana pasca reformasi 
banyak tokoh-tokoh agama dan budaya ramai-ramai memasuki 
panggung politik sebagai calon wakil presiden, calon anggota 
legislative (DPR RI dan DPRD), calon anggota Dewan Perwakilan 
Daerah, maupun calon kepala daerah/ wakil kepala daerah. 

Pasca reformasi, kita dapat melihat bagaimana pembiakan 
sejumlah elit baru karena dukungan faktor kultural. Melalui modal 
kultural ini mereka mendapatkan legitimasi publik dan terus 
berkontestasi dalam arena politik dan pemilu. Banyak diantaranya 
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yang sukses dalam panggung laga politik dan mampu menduduki 
jabatan publik selama beberapa periode. Keberhasilan ini membawa 
sejumlah keuntungan nyata bagi mereka, sehingga banyak 
diantaranya tidak sekedar mampu  mengakumulasi harta 
kekayaan/ aset saja, namun juga mulai memasuki dunia bisnis. 

Sama dengan mereka yang masuk ke dunia politik karena 
faktor keturunan, kalangan elit baru yang berbasis modal kultural pun 
banyak diantaranya yang terus mengembangkan kekuasaan bisnisnya 
di level lokal dan nasional. Terlepas dari legalitas mereka di dalam 
mengakumulasi aset dan modal bisnis, kalangan ini tampak tak mau 
ketinggalan dengan elit ekonomi lainnya yang telah berkecimpung 
dalam dunia bisnis. Keinginan untuk melakukan regenerasi kekuasaan 
dan juga kepentingan untuk menjaga basis dukungan kulturalnya, 
modal ekonomi ini menjadi kekuatan baru yang menjadi pilar-pilar 
kekuatannya dalam laga di panggung politik. 

Ketiga, adalah faktor budaya, yaitu mereka yang mampu 
menjalankan kolonialisasi budaya melalui media dan budaya populer. 
Pola ini misalnya dapat kita lihat pada kalangan artis, seniman dan 
pekerja industri budaya yang telah lama berkiprah dalam bidang 
tersebut dan memiliki popularitas di mata publik. Kalangan ini adalah 
elit baru yang tumbuh karena kesuksesan mereka sebagai kreator dan 
seniman dalam industri budaya populer. Popularitas mereka ini 
terkait dengan proses kolonialisasi budaya yang mereka lakukan 
melalui media dan budaya populer kepada kalangan pemilih. 

Arena budaya populer yang mereka tekuni sangat beragam. 
Mulai dari pekerja media, musisi, dan juga komedian. Mereka pun 
menjadi trend setter di masing-masing bidangnya. Pada mulanya 
mereka tampil ke publik lebih sebagai entertainer dan endorser dalam 
dunia komersial. Kemudian mereka pun pelan-pelan diberikan tempat 
oleh para politisi sebagai entertainer dan endorser dalam sejumlah 
event-event politik. Intersitas mereka tampil di depan publik, kian 
menjadikannya dikenal publik secara luas. Bahkan banya diantaranya 
yang menjadi idola kalangan remaja dan penikmat budaya populer di 
kalangan dewasa. 

Hingga pada akhirnya para pemilih menjadi penggemar 
mereka dan bahkan menjadikan mereka sebagai salah satu role model 
dari mainstream budaya tertentu. Berangkat dari popularitas mereka 
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di dunia budaya populer, seiring dengan proses reformasi, kalangan 
ini pun menjadi elit baru yang memasuki panggung laga politik. 
Fenomena ini misalnya dapat kita saksikan keberhasilan sejumlah artis 
dan seniman seperi Angelina Sondakh, Vena Melinda, Eko Patrio, 
Dede Yusuf, Rano Karno dan para artis serta seniman lainnya di 
dalam menduduki panggung politik, legislatif dan eksekutif. 

Para aktor politik mendapatkan arena laga dalam panggung 
politik masing-masing karena didukung oleh modal kultural yang 
dimilikinya. Atas dasar hal inilah para aktor politik ini kemudian 
suatu saat bisa menjadi bintang dalam laga panggung politik, namun 
suatu saat juga bisa terpuruk ketika popularitas dan legitimasi 
politiknya mulai sirna tergantikan oleh para aktor politik yang lain. 


Ragam Dimensi Praktik Politik: Dari Perebutan Legitimasi 
Kekuasaan, Pengambilan Keputusan hingga Praktek Kekuasaan. 


“Tidak ada makan siang yang gratis” begitu istilah yang sering 
kita dengarkan. Dalam praktek politik, senantiasa terjadi interaksi dan 
transaksi politik. Masing-masing aktor dan institusi politik pun 
kemudian mengelola dirinya secara maksimal untuk mencapai 
beragam target yang diinginkan. Pada umumnya masing-masing aktor 
politik memiliki orientasi dan tujuan baik selama proses mendapatkan 
legitimasi kekuasaan—yang didapatkan melalui mekanisme pemilu, 
selama proses pengambilan keputusan hingga bagaimana kekuasaan 
tersebut dijalankan. 

Dalam dunia politik, setidaknya terdapat tiga dimensi utama 
yaitu perebutan legitimasi politik, pengambilan keputusan dan 
pelaksanaan kekuasaan?. Pertama, politik merupakan perebutan 
legitimasi kekuasaan. Perebutan legitimasi kekuasaan inilah yang 
merupakan fase awal yang sangat menentukan bagaimana eksistensi 
para aktor politik dan institusi politik dalam kurun waktu periode 
dan sejarah tertentu. Perebutan kekuasaan ini dijalankan baik secara 
institusional dan non-institusional. 

Pada mulanya perebutan legitimasi kekuasaan ini berada 
dalam arena struktur sosial dan budaya masyarakatnya. Masing- 


29 Lihat W. Phillips Shively. Power & Choice: An Introduction to Political Sciences. 
London: McGraw-Hill, Inc. Tahun 1993. Third Edition. Halaman 4-12. 
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masing aktor politik dalam arena politik keseharian (vernacular 
politics), sebenarnya telah berebut legitimasi kekuasaan, hal ini 
terutama terkait dengan pendefinisian dan pemaknaan nilai-nilai 
sosial, dan cita-cita sosial kehidupan publik. Masing-masing 
membawa arus nilai dan ideologi politik tertentu, yang mereka warisi 
dari generasi sebelumnya dan mereka kembangkan dalam kehidupan 
aktual. 

Nilai-nilai dan cita-cita sosial ini pun kemudian 
dikontestasikan dan dikonstruksikan hingga menjadi nilai-nilai 
dominan yang menjadi dasar dari keseluruhan kehidupan publik 
mereka. Maka di sinilah kemudian nilai tersebut menjadi rezim. Ia bisa 
mewujud dalam rezim nilai-nilai agama, rezim ideologi tertentu — 
sosialisme, kapitalisme, developmentalism, komunisme dan lain 
sebagainya. Keseluruhan nilai-nilai inilah nantinya yang akan menjadi 
referensi bagi kecenderungan arus perebutan legitimasi politik dari 
para aktor politik dan institusi politik. 

Mereka kemudian juga membentuk partai politik dan sistem 
politik. Partai politik pada mulanya dibentuk sebagai representasi 
nilai-nilai dan cita-cita sosial yang diperjuangkan oleh para pendiri 
dan anggota masyarakat pendukungnya. Kendatipun ia juga sering 
disalahgunakan dan sekedar dijadikan alat pencapaian kekuasaan dari 
para elit tertentu —baik dari dalam maupun dari luar partai. Ketika 
perebutan legitimasi politik sudah memasuki arena kelembagaan, 
maka di sinilah kemudian kontestasi politik bergerak dari arena extra 
parlementer menuju politik partlementer. Dalam arena politik 
parlementer, para anggota partai politik dan masyarakat 
pendukungnya nantinya akan memperebutkan fase lebih lanjut, yaitu 
proses pengambilan keputusan. 

Kedua, politik merupakan arena pengambilan keputusan 
mengenai apakah yang menjadi tujuan dari masing-masing individu 
anggota masyarakat dan masyarakat secara kolektif. Pada level ideal- 
normatif, tujuan ini pada umumnya sudah ditentukan dalam dasar 
konstitusi yang dianut oleh masing-masing negara. Tujuan ini dicapai 
dengan sistem politik dan Pemerintahan yang dikembangkan oleh 
masing-masing negara tersebut. Sebagai tujuan ideal-normatif, pada 
umumnya politik memuat cita-cita luhur dan mulia dari masyarakat 
di sebuah negara-bangsa. Kendatipun tujuan tersebut merupakan hasil 
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rumusan dan konsensus dari para pendiri negara, tujuan yang telah 
digariskan dalam konstitusi ini dianggap sebagai cermin dari 
keinginan publik. 

Tujuan dari berpolitik pada ranah kenegaraan di sini kemudian 
dijabarkan dan dicerminkan oleh sistem ketatanegaraan. Tujuan ini 
juga dijalankan dengan meletakkan dasar sistem politik dan 
Pemerintahan yang mengatur keseluruhan proses pendistribusian dan 
atau pembagian kekuasaan baik dalam arena eksekutif, legislatif 
maupun yudikatif. Para aktor politik yang menjadi pejabat publik 
ataupun yang terpilih sebagai rezim politik kemudian 
mengintrepretasikan tujuan Negara tersebutb dalam kelembagaan tata 
Pemerintahan, baik yang dirumuskan untuk jangka panjang, 
menengah maupun jangka pendek. 

Dalam melaksanakan tujuan-tujuan ini, kemudian diperlukan 
adanya kebijakan-kebijakan publik (public policies) yang menyangkut 
pengaturan (regulation), dan pembagian (distribution) atau alokasi 
(allocation) dari sumber-sumber daya yang dimiliki oleh sebuah 
Negara?0. Dalam proses inilah kemudian ditentukan siapakah yang 
memiliki kekuasaan dan kewenangan serta kewajiban yang akan 
digunakan untuk menentukan pengaturan, pembagian dan alokasi 
sumber-sumber daya tersebut. Kekuasaan dan kewenangan di sini 
digunakan baik dengan cara persuasi, dan bila perlu dengan metode 
pemaksaaan (coercion). Hal ini dilakukan di dalam sistem 
ketatanegaraan dan sistem Pemerintahan yang sudah ditentukan oleh 
dasar konstitusi negara masing-masing. 

Negara di sini merupakan inti dari politik karena kehadiran 
negara merupakan representasi dari kehendak publik. Negara secara 
berdaulat juga menguasai atas berbagai sumber daya alam, manusia 
dan lingkungan yang ada di wilayahnya sebagaimana yang tercermin 
dari unsur-unsur Negara itu sendiri. Negara juga memiliki tujuan 
yang telah ditetapkan oleh konstitusi negara—sebagaimana yang 
dirumuskan oleh para pendiri negara. Berdasarkan hal inilah 
kemudian negara memiliki kekuasaan tertentu —sebagaimana yang 
ditentukan oleh konstitusi negara—untuk menyelenggarakan 


30 Lihat Mirriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka. 
Tahun 2001. Halaman 8. Cetakan keduapuluh dua. 
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pengaturan (regulation), dan pembagian (distribution) atau alokasi 
(allocation). 

Pengambilan keputusan merupakan proses yang terjadi sejak 
awal bagaimana sebuah kepentingan tersebut dimunculkan, 
dirumuskan dan dedefinisikan, ditentukan ruang lingkup, aspek dan 
tujuannnya, hingga diputuskan secara bersama-sama. Dalam arena 
politik, setiap keputusan yang diambil—baik yang terkait dengan 
kepentingan publik maupun kepentingan individual—harus 
mencerminkan kehendak publik (public will). Karena itu, keputusan 
tersebut harus mencerminkan kehendak kolektif dari masyarakatnya, 
mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan—baik yang 
dijalankan melalui mekanisme pengaturan (regulation), dan pembagian 
(distribution) atau alokasi (allocation) dari beragam jenis kekuasaan atas 
pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Negara. 

Dalam proses pengambilan keputusan ini, setiap aktor dan 
lembaga politik harus mampu mencerminkan kebijaksanaan publik 
(public policy). Kebijaksanaan publik merupakan sekumpulan 
keputusan yang dirumuskan, ditentukan dan diambil serta dilakukan 
oleh para aktor politik sebagai usaha untuk memilih tujuan-tujuan dan 
cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan yang mencerminkan 
kepentingan publik. Setiap masyarakat memiliki tujuan bersama dan 
cita-cita bersama yang ingin diwujudkan. Melalui proses 
pengambilan keputusan bersama yang dilahirkan dalam bentuk 
kebijaksanaan atau kebijakan publik ini, tujuan dan cita-cita bersama 
tersebut nantinya bisa didefinisikan, ditentukan dan diwujudkan. 

Di dalam arena politik ini, pembagian kekuasaan dan 
pengalokasian sumber daya ditentukan dalam sebuah mekanisme 
ketatanegaraan dan dijalankan dalam payung sistem politik dan 
Pemerintahan. Apa yang dibagi dan dialokasikan? Menurut Harold 
D.Lasswell (1958), setidaknya ada delapan nilai-nilai utama dalam 
kehidupan masyarakat yang harus diatur dalam menentukan tujuan 
dan cita-cita bersama tersebut. Kedelapan nilai-nilai ini adalah : 
kekuasaan, pendidikan, kekayaaan dan kesejahteraan (wealth), 
kesehatan (well-being), keterampilan (skill), kasih sayang (affection), 


31 Mirriam Budiardjo...Ibid...Halaman 12 
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kejujuran  (rectitude) — dan keadilan  (rechschapenheid), — dan 
keseganan/ penghargaan publik22. 

Nilai-nilai ini adakalanya bersifat abstraks, namun adakalanya 
bersifat empirik. Nilai-nilai tersebut senantiasa hadir dalam 
kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut kemudian berkembang 
dan senantiasa berubah dalam beragam bidang kehidupan 
masyarakat: bidang ekonomi, sosial, politik, budaya. Karena itu, 
proses pengambilan keputusan menjadi sangat menentukan nantinya 
bagaimana dan seperti apa nilai-nilai tersebut senantiasa dirumuskan, 
ditentukan dan dijalankan dalam kehidupan publik. Nilai-nilai ini 
pula yang biasanya mencerminkan konstruksi ideologi yang 
berkembang dan dianut oleh masyarakat maupun Negara. 

Terkait dengan pengambilan keputusan ini, politik tidak hanya 
monopoli lembaga-lembaga Negara dan lembaga yang ada dalam 
sistem birokrasi dan Pemerintahan saja. Dalam sistem demokrasi, 
proses pengambilan keputusan ini melibatkan peran para aktor 
politik—baik yang ada di dalam partai politik, kelompok-kelompok 
kepentingan, kelompok-kelompok penekan maupun masyarakat sipil. 
Kehad'iran mereka dalam arena politik merupakan representasi 
publik yang diwakilinya. Justru merekalah yang memiliki mandat atas 
kekuasaan yang dijalankan oleh para elit politik yang berkuasa, 
maupun yang dijalankan oleh para elit yang duduk dalam lembaga- 
lembaga birokrasi dan Pemerintahan. 

Ketiga, selain pengambilan keputusan, politik juga merupakan 
arena pelaksanaan dan penggunaan kekuasaan. Kekuasaan 
merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk 
mempengaruhi tingkah-lakunya seseorang atau kelompok lain 
sedemikian rupa sehingga tinkah-laku tersebut sesuai dengan 
keinginan dan tujuan dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan 
tersebut?. Dalam kekuasaan, yang terpenting bukan sekedar 
bagaimana kekuasaan tersebut diperoleh, dan bagaimana konsep 
pengaturan, pendistribusian, pembagian dan pengalokasian sumber 
daya kekuasaan tersebut ditentukan dan diputuskan, akan tetapi 
bagaimana kekuasaan tersebut nantinya dijalankan agar benar-benar 
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mampu merepresentasikan kehendak publik, mencerminkan tujuan 
dan cita-cita negara dan masyarakatnya. 

Kekuasaan di sini kemudian didefinisikan dalam arena politik, 
menjadi kekuasaan politik, dalam arena ekonomi menjadi kekuasaan 
ekonomi, dalam arena sosial menjadi kekuasaan sosial dan dalam 
arena budaya menjadi kekuasaan budaya. Namun mayoritas konsep 
kekuasaan ini didefinisikan dalam arena politik dan sosial, seperti 
yang dirumuskan oleh Ossip K.Flechtein dan Robert M.Maclver4. 
Kekuasaan juga adakalanya didefinisikan sebagai kekuasaan yang 
bersifat abstrak(filosofis), nilai-nilai yang mengikat (psikologis), dan 
fisik (sosiologis). Karena itu kekuasaan selalu hadir tidak hanya dalam 
konsepnya yang nyata akan tetapi juga bersifat simbolik. 

Karena itu lahirlah konsep kekuasaan struktural dan kultural. 
Mengacu pada pemikiran Louis Althusser, kekuasaan struktural hadir 
melalui kehadiran para aparatus kekuasaan negara (state apparatuse) 
Sebaliknya kekuasaan secara kultural hadir melalui beragam aparatus 
ideologi yang dikendalikan oleh negara (ideological state apparatus) 55. 
Struktur kekuasaan juga bisa hadir dalam wataknya demokratis, 
namun juga bisa bersifat hegemonik melalui beragam arena sosial dan 
budaya». 

Kekuasaan adakalanya memusat dalam jantung-jantung 
kelembagaan Negara dan Pemerintahan. Sebaliknya, kekuasaan juga 
cenderung keluar dari jatung-jatung kelembagaan Negara dan 
Pemerintahan dan kemudian bergerak dan menyebar dalam berbagai 
institusi sosial masyarakat. Di sini kemudian kekuasaan menjadi arena 
tarik menarik antara arus kekuasaan Negara dan Pemerintahan di satu 
sisi dengan arus kekuasaan di dalam institusi-institusi sosial 


34 Mirriam Budiardjo....Ibid...Halaman 35. 

35 Lihat Louis Althusser. “Ideology and Ideological State Apparatuses.” Lenin and 
Philosophy, and Other Essays. Trans. Ben Brewster. London: New Left Books, 1971. 
127-188. 

36 Lihat Roger Simon (1991), Gramsci's Political Thought: An introduction, Lawrence and 
Wishart, London. Lihat Gramsci Antonio (1971), Selections form the Prision Notebook, 
edited and translated by Ouintin Hoare & Goffrey Nowell Smith, Lawrence and 
Wishart, London. Lihat juga Chantal Mouffe (Eds). Gramsci and Marxist Theory. 
London: Routledge. 1979. Lihat juga Donald L. Donham. History, Power, Ideology: 
Central Issues in Marxism and Anthropology. Berkeley and Los Angeles, California : 
The University of California Press. 1999. Lihat juga Joseph Francese (Eds). Perspectives 
on Gramsci: Politics, Culture and Social Theory. London: Routledge. 2009. 
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masyarakatnya. Adakalanya negara bisa mengelola kekuasaan 
tersebut bersama-sama dengan mendapatkan dukungan dan 
legitimasi masyarakat. Sebaliknya, masyarakat juga bisa men- 
deligitimasi dan mendegradasi arus kekuasaan dari institusi Negara 
dan Pemerintahan. 

Tidak semua kekuasaan benar-benar bisa mencerminkan 
kehendak publik (public will). Adakalanya kekuasaan bisa sekedar 
mencerminkan kehendak elit rezim penguasa—kekuasaan dalam 
Rezim fasis, totaliter” dan otoritarian—sehingga menimbulkan 
kesenjangan atas pendistribusian, pembagian dan pengalokasian 
sumber daya kekuasaan dan tidak adanya kontrol atas kekuasaan38. 
Adakalanya kekuasaan juga mencerminkan kehendak kelas sosial- 
ekonomi yang berkuasa—kekuasaan dalam perspektif Marxian— 
terutama melalui dominasi kekuatan oligarkhi ekonomi-politik dan 
dominasi kuasa korporasi yang dikuasai oleh hanya segelintir elit?. 

Kekuasaan tidak hanya tampil secara empirik dan mudah 
disadari oleh mereka yang menjadi obyek kekuasaan. Adakalanya 
kekuasaan ada dalam arena politik pengetahuan, relasi seksualitas dan 
gender, dan juga beragam dimensi kultural dalam kehidupan 
manusia49, Kekuasaan yang seperti ini ada dan terus berkembang, 
akan tetapi seringkali tidak disadari oleh mereka yang menjadi subyek 
dan obyek dari kekuasaan itu sendiri. 

Performance dan watak kekuasan juga dipengaruhi oleh arus 
ideologi yang dominan dan mempengaruhi Negara dan Pemerintahan 
serta partai politik dan lembaga-lembaga politik lainnya —baik pada 
level nasional maupun internasional. Karena itu, adakalanya 
kekuasaan cenderung bergerak dalam mainstream ideologi tertentu — 


3 Tentang kekuasaan dalam Rezim fasis dan totaliter ini, lihat Arif Budiman. 
Kebudayaan Kekuasaan atau Sosiologi Kekuasaan? PENEBAR, E-NEWS. No.14, 
September 2007. 

38 Lihat Arif Budiman. Teori negara:negara, kekuasaan dan ideologi. Jakarta: PT 
Gramedia Pustaka. 1996. 

39 Lihat Aditya Nigam. Marxism and Power. Social Scientist. Vol. 24, No. 4/6 (Apr. - 
Jun., 1996), pp. 3-22. Lihat juga Peter Thompson. Karl Marx, part 5: The problem of 
power. The Guardian, Monday 2 May 2011. 

40 Lihat Michel Foucault. From "the Subject and Power" 1982, in: "Michel Foucault: 
Beyond Structuralism and Hermeneutics" University of chicago, p. 208. Lihat Micle 
Faucault. Power/ Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977. 
Edited by Colin Gordon. Translated by Colin Gordon, Leo Marshall, John Mepham, 
and Kate Soper. New York: Pantheon Book. 1980. 
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baik sosialisme, yang sering disebut dengan kiri maupun kapitalisme, 
yang sering di sebut sebagai kanan. Di sini bandul kekuasaan bisa 
bergerak ke arah kiri, tengah, maupun kanan. Adakalanya kekuasaan 
cenderung mewajah dalam karakternya yang konservatif, namun 
adakalanya juga cenderung ke arah moderat dan bahkan bergerak 
dalam frame ideologi liberal dan neo-liberal. 

Dalam dunia politik, kekuasaan ini dilaksanakan, digunakan 
dan dijalankan dalam keseluruhan bidang kehidupan. Karena setiap 
bentuk keputusan apapun yang dirumuskan dan diputuskan dalam 
dunia politik akan berdampak pada beragam kehidupan publik. 
Dimensi kehidupan ekonomi, sosial dan budaya jelas terus menerus 
dipengaruhi oleh bagaimana performance dari kekuasaan politik yang 
dijalankan oleh sebuah rezim politik yang berkuasa. 

Watak kekuasaan nantinya akan sangat ditentukan oleh 
bagaimana dan seperti apa lembaga-lembaga politik secara umum, 
lembaga negara dan elit-elit dalam Rezim Politik yang berkuasa 
tersebut menjalankan kekuasaan. Dalam hal ini kemudian dapat kita 
jumpai, adanya negara yang sudah mampu merumuskan keputusan 
politik sesuai dengan sistem pendistribusian, dan pembagian 
kekuasaan secara demokratis, namun belum mampu menjalankan 
sistem pengalokasian sumber daya alam, sumber daya manusia dan 
lingkungannya secara demokratis. Demikian juga dapat kita temui, 
adanya negara yang sudah mampu merumuskan keputusan politik 
sesuai dengan sistem pendistribusian, pembagian kekuasaan dan 
pengalokasaian sumber daya alam, sumber daya manusia dan 
lingkungannya secara demokratis, namun belum mampu 
mewujudkan tujuan dan cita-cita negara. Bahkan tujuan dan cita-cita 
negara yang diwujudkan tersebut adakalanya bertentangan dengan 
tujuan dan cita-cita masyarakatnya (public will). 

Mengapa hal ini terjadi? Hal ini tak lain karena para aktor di 
dalam arena politik tersebut, belum mampu menjalankan dan 
menggunakan sumber daya kekuasaan dan menghasilkan kebijakan- 
kebijakan publik yang sejalan dengan kehendak publik (public will). Di 
sini para aktor—melalui institusi Negara, Pemerintahan dan Partai 
Politik—terbuka kemungkinan untuk gagal dalam mengelola 
kekuasaan tersebut. 
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Matrik 3.1. 
Ragam Dimensi Praktek Politik 


(Media Baru) / 


Ketiga dimensi praktek politik ini sekaligus juga menunjukkan 
proses dan arena kontestasi kekuasaan politik. Keberhasilan dalam 
arena dan proses perebutan legitimasi politik belum tentu dibarengi 
dengan keberhasilan dalam arena pengambilan keputusan politik. Hal 
yang sama juga terjadi dimana keberhasilan dalam arena pengambilan 
keputusan politik belum tentu diikuti oleh keberhasilan dalam arena 
pengelolaan kekuasaan. Kegagalan dan keberhasilan dalam 
pengelolan kekuasaan ini nantinya akan mempengaruhi dimensi 
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perebutan legitimasi politik dan juga dimensi pengambilan keputusan 
politik. Relasi ketiganya saling terkait dan memberikan pengaruhnya 
satu sama lain, dan demikian seterusnya. 

Terhadap ketika dimensi praktik politik ini, kita seringkali 
menyaksikan banyak aktor politik dan partai politik yang 
mendapatkan dukungan suara pemilih yang tinggi dalam arena 
pemilu dan menjadi pemenang, namun gagal dalam merumuskan 
kebijakan publik yang terbaik — baik bagi kepentingan (kelangsungan) 
kekuasaannya maupun kepentingan publik. Banyak juga diantara 
mereka yang gagal dalam mengelola kekuasaan, kendatipun 
memenangkan perebutan legitimasi politik dan berhasil dalam 
memformulasikan kebijakan politiknya. 

Hal yang paling membahayakan dalam dunia politik adalah 
ketika para aktor politik dan lembaga politik gagal mengelola 
kekuasaan. Kegagalan dalam mengelola kekuasaan—terutama yang 
dilakukan oleh Negara dan Pemerintah—bisa berakibat fatal, yaitu 
munculnya ketidakpercayaan publik terhadap pemegang mandat 
kekuasaan. Lebih dari itu, hal ini bisa membuka peluang adanya krisis 
politik nasional dan konflik politik yang berkepanjangan di antara 
para aktor dan lembaga politik. Gejala ini terutama pada negara- 
negara yang ada dalam fase transisi demokrasi dari kekuasaan Negara 
Otoritarian. Kegagalan dalam melewati masa transisi demokrasi, bisa 
menjadikannya terjebak dalam “transisi politik permanen”. 

Tidak hanya pada level Negara dan Pemerintahan, kegagalan 
dalam mengelola kekuasaan juga bisa berlangsung dalam institusi 
masyarakat sipil. Apalagi jika hal ini didukung oleh kondisi sistem 
ketatanegaraan dan sistem politik dan Pemerintahan yang sangat 
lemah. Hal ini bisa melahirkan beragam dampak yang fatal, seperti 
konflik politik vertikal dan horisontal dan konflik sosial yang 
berdampak pada revolusi sosial. Dampak yang paling buruk adalah 
terjadinya balkanisasi dan perang sipil yang berkepanjangan. 

Menyadari akan hal ini, maka dalam dunia politik, pengelolaan 
atas kekuasaan harus dilakukan secara maksimal dengan didasari 
pada kemampuan untuk menjalankan dan melaksanakan kekuasaan 
agar sejalan dengan tujuan dan cita-cita negara dan sekaligus tujuan 
dan cita-cita masyarakatnya. Sebab, tidak ada jaminan bagi sebuah 
negara demokrasi yang telah mampu menciptakan tata kenegaraan, 
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sistem politik dan Pemerintahan yang demokratis—yang ditandai 
dengan pendistribusian, pembagian dan pengalokasian sumber daya 
dan kekuasaan dengan prinsip-prinsip demokrasi —keadilan, 
kesetaraan dan kebabasan—nantinya akan mampu mencapai tujuan 
dan cita-cita negara dan masyarakatnya tersebut secara demokratis. 
Karena itu, kedua dimensi politik di atas: pengambilan keputusan dan 
pelaksanaan kekuasaan, membutuhkan kapasitas dan kemampuan 
seni berpolitik yang handal dari para aktor, pemimpin parpol, 
pemimpin kelompok kepentingan, pemimpin kelompok penekan, 
pemimpinan lembaga-lembaga Negara dan Pemerintahan dan 
pemimpin masyarakat sipil. 
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BAB IV 
MENUJU PEREBUTAN CITRA, PENGARUH 
DAN LEGITIMASI POLITIK: 


Arena Bagi Komunikasi Politik dan Marketing Politik 


Dari Kontestasi Ideologi Menuju Kontestasi Citra Politik 
m0) unia politik modern tidak lagi semata-mata didominasi oleh 
D pertarungan ideologi dan pemikiran politik. Pola pergeseran 
ini tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan lingkungan 
politik dan budaya politik global yang saat ini terus terjadi di berbagai 
belahan dunia. Gejala ini secara umum lebih dipengaruhi oleh 
perubahan peran media komunikasi politik, lingkungan komunikasi 
politik dan budaya politik pemilih dan para aktor politik. 

Pada era media cetak— dan juga media penyiaran radio, proses 
komunikasi politik masih di dominasi oleh adanya pertarungan 
ideologi dan pemikiran politik. Karakter media cetak — terutama koran 
dan majalah —mampu menghadirkan ragam ideologi dan pemikiran 
politik dari para aktor politik dan institusi politik. Di berbagai belahan 
negara, proses komunikasi politik yang berlangsung di era dominasi 
peran media cetak ini, dibarengi dengan munculnya intelektualitas 
dan literasi komunikasi dari para pemilihnya. Pemikiran politik dan 
ideologi politik — yang berbasis kan kebajikan publik (public wisdom) — 
terus diperdebatkan dan didiskusikan dalam arena ruang publik. 
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Khalayak media cetak memang cenderung terbatas. Akses dan 
daya beli terhadap beragam media cetak juga menunjukkan bahwa 
media ini masih sekedar menjangkau sekelompok kalangan kelas 
menengah atas. Kendati demikian, adanya media cetak ini dalam 
kadar tertentu telah melahirkan tradisi akademik bagi para khalayak 
dan juga para aktor politik. Di media cetak ini khalayak kritis lebih 
mampu untuk dilahirkan. Demikian juga para elit politik yang 
dilahirkan pada era dominasi media cetak ini juga cenderung selektif, 
yaitu mereka yang benar-benar memiliki latarbelakang pendidikan 
yang bagus, memiliki kemampuan dalam memahami dan 
mengembangkan dasar-dasar ideologi politik dan pemikiran politik 
yang sangat diharapkan berguna bagi masyarakatnya. 

Baik para aktor politik, institusi politik dan pemilih secara hati- 
hati mencerna dan menyimak ragam argumentasi dan informasi yang 
disajikan oleh para aktor politik melalui media cetak. Mereka juga 
kemudian menyampaikan kritik, sanggahan dan membangun 
diskursus pemikiran politik dan ideologi politiknya melalui media 
massa. Tidak heran jika pada era ini, elit politik yang lahir bukan lah 
semata-mata mereka yang memiliki kompetensi politik sebagai aktor 
politik yang siap berlaga dalam panggung politik. Akan tetapi banyak 
diantaranya yang merupakan sosok pemikir dan ideolog yang tumbuh 
di era revolusi dan pergerakan politik dan sangat mengerti dengan 
persoalan kebangsaan dan kenegaraan. 

Konstruksi ideologi politik dan pemikiran politik yang mereka 
bentuk ini selain bersumber dari bahan bacaan yang mereka pelajari di 
bangku pendidikan tinggi, juga dari berbagai kolom dan informasi 
yang disediakan oleh media cetak. Selain itu mereka juga 
mengembangkan dasar-dasar ideologi politik dan pemikiran 
politiknya berdasarkan pembacaan subjektif yang mereka lakukan 
atas kondisi struktural dan kultural yang ada di masyarakatnya. Atas 
dasar inilah kemudian mereka merumuskan cita-cita sosialnya yang 
dirajut dalam bangunan ideologi politik dan pemikiran politik. 

Mereka juga mayoritas dibekali dengan latarbelakang 
pendidikan tinggi dari sejumlah universitas ternama. Mereka 
merupakan sosok yang secara selektif terpilih karena memiliki 
kemampuan akademik, kemampuan kepemimpinan politik dan juga 
memiliki etika dan visi kepublikan yang luar biasa. Banyak di antara 
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mereka bahkan merupakan sosok politisi yang secara ketat dan teguh 
memperjuangkan ideologi politiknya. Mereka tak segan-segan 
membela ideologi politik dan pemikiran politiknya dengan “harga 
mati”. 

Di Amerika Serikat, generasi ini adalah para elit politik seperti 
George Washington, Abraham Lincoln, hingga para elit politik satu 
generasi sebelum John F.Kennedy dan Richard Nixon. Di Indonesia, 
sejumlah elit politik yang lahir di era komunikasi politik dengan 
media cetak sebagai basis utamanya mayoritas adalah para tokoh 
revolusi pergerakan kebangsaan. Mereka kemudian mendirikan 
sejumlah partai politik dan menduduki jabatan-jabatan politik di 
lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Sosok seperti Soekarno, 
Muhammad Hatta, Sutar Syahrir, Amir Syarifuddin dan para elit 
politik satu generasi di atas dan di bawah mereka merupakan potret 
para elit politik yang dilahirkan di zaman dominasi media cetak — dan 
juga radio— sebagai medium komunikasi politik. 

Fase selanjutnya adalah era komunikasi politik mulai 
didominasi media televisi. Kehadiran televisi membawa perubahan 
yang luar biasa bagi dunia komunikasi politik di berbagai negara. 
Sebagai medium komunikasi politik, televisi tidak hanya mampu 
melahirkan pola tayangan yang lebih cepat dibandingkan dengan 
media cetak, akan tetapi ia juga didukung oleh beragam jenis 
teknologi komunikasi dan informasi yang mampu meningkatkan 
kualitas tayangannya sehingga lebih menarik perhatian khalayaknya. 
Di dunia televisi ini kemudian berkembang beragam produk dan 
teknik-teknik jurnalisme. Di dunia televisi juga kemudian berkembang 
model-model tayangan baru tidak hanya dalam format berita, namun 
juga talkhshow, dan hiburan. Singkat kata, televisi mampu 
menyajikan realitas politik yang mampu dikemas ulang dan ditata 
dengan setting yang lebih menarik dan memiliki kemampuan efek 
dramatis yang luar biasa. 

Kehadiran televisi ini merubah pola komunikasi para aktor 
politik dan publik. Dunia televisi tidak membutuhkan kemampuan 
literasi media yang lebih kuat—seperti kemampuan membaca dan 
mencerna gagasan dan informasi lebih akurat dan hati-hati— 
sebagaimana yang dibutuhkan dalam media cetak. Televisi juga tidak 
lagi mampu menempatkan khalayak politik sebagai audience aktif dan 
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lebih kritis—sebagaimana yang jamak dijumpai dalam khalayak 
media cetak. Sebaliknya, dominasi televisi dalam proses komunikasi 
politik kian menempatkan khalayak sebagai publik yang pasif yang 
kian teralienasi dari panggung politik yang sebenarnya. Mereka kian 
tumbuh menjadi penonton politik, yang memiliki sejumlah ekspektasi 
yang tidak semata-mata memperoleh informasi politik, pengetahuan 
politik dan pendidikan politik—akan tetapi mereka juga memiliki 
ekspekstasi psikologis yang berorientasi pada tampilnya peristiwa 
politik yang dramatis, dan menghibur. 

Pada era ini, para politisi yang lahir dan tampil ke depan 
publik tidak lagi semata-mata berbekal pada ideologi politik dan 
pemikiran politik — yang dimiliki, dikembangkan — dan 
diperjuangkannya. Para politisi kian memanfaakan televisi untuk 
meningkatkan daya tarik personalnya. Melalui panggung debat politik 
dan juga atas dasar kemampuan retorika politik serta performance 
dirinya, para politisi mulai membangun citra dirinya dihadapan 
pemilihnya. Citra diri para politisi kian menjadi perhatian sentral 
dalam proses komunikasi politik di era ini. 

Di era dominasi media televisi sebagai medium komunikasi 
politik ini, para politisi memang mengusung isu-isu publik dan 
menawarkan beragam kebijakan publik dalam sejumlah arena 
kampanye politik. Beragam kegiatan politik mereka dan juga sosok 
serta latarbelakang sosial budaya mereka juga ditampilkan oleh media 
melalui program tayangan berita, feature maupun progam-program 
yang lain. Akan tetapi, adanya pola jurnalisme yang berbeda antara 
media cetak dan televisi menjadikan ekplorasi atas isu-isu publik dan 
karakter personal serta kompetensi politik mereka cenderung 
disajikan secara terbatas. Watak industri televisi yang berbiaya tinggi 
kian menjadikan ragam diskursus pemikiran dan informasi politik 
yang disampaikannya selalu dibatasi oleh jam tayang. 

Dominasi logika ekonomi pada industri televisi— dimana iklan 
makin menempati peran penting sebagai sumber pendapatan —juga 
makin mempengaruhi proses komunikasi politik. Di era ini, iklan 
politik makin berkembang pesat dengan beragam teknik dramatisasi 
dan pola pengemasan pesan yang makin canggih. Realitas politik yang 
ditampilkan melalui iklan politik ini pun penuh dengan beragam 
teknik manipulasi. Perhatian dan ketertarikan publik pun juga 
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bergeser tidak lagi pada arus ideologi dan pemikiran politik yang 
diusung oleh para elit, akan tetapi daya persuasi yang ditampilkan — 
dengan beragam tekniknya —oleh iklan politik tersebut. 

Komunikasi politik di era dominasi media televisi ini telah 
melahirkan sejumlah elit politik generasi baru. Dalam arena sistem 
politik demokratis, elit politik yang kian canggih memanfaatkan 
media televisi sebagai arena membangun citra politiknya kepada 
publik. Di Amerika Serikat, generasi elit politik era ini antara lain 
adalah John F.Kennedy, Richard Nixon dan generasi politisi satu 
angkatan dan setelah mereka. Dengan konteks yang berbeda — dengan 
basis sistem otoritarian—di Indonesia, generasi politisi di era media 
televisi ini adalah sosok Soeharto dan para elit politik yang dibentuk, 
dilahirkan dan dibesarkan oleh Rezim Orde Baru Soeharto. Kemudian 
di era Reformasi— dengan sistem politik yang demokratis —para elit 
politik yang lahir kemudian adalah produk dominasi media televisi 
sebagai medium komunikasi politik. 

Di era dominasi media penyiaran televisi sebagai medium 
komunikasi politik ini, lingkungan politik dan budaya politik 
mengalami perubahan yang sangat dahsyat. Tidak hanya berpengaruh 
kepada para pemilih, akan tetapi hal ini juga berpengaruh pada 
bagaimana cara masing-masing aktor politik dan institusi politik 
menjalankan beragam agenda komunikasi politiknya. 


Perebutan Pengaruh dan Legitimasi Melalui Pertarungan Informasi 
dan Pesan-Pesan Politik 


Dalam kehidupan sehari-hari, isu-isu politik kian ramai 
dibicarakan oleh masyarakat dari beragam latarbelakang kelas sosial, 
geografis dan budaya. Kunci dari proses pertarungan politik adalah 
bagaimana beragam informasi politik dikontestasikan dan 
dikonstruksikan dalam arena politik sehingga mampu mempengaruhi 
persepsi, sikap dan perilaku pemilih. Setiap saat, informasi politik 
terus berkembang karena meluasnya isu-isu politik. 

Di kalangan masyarakat biasa, isu-isu politik ini 
dipercakapkan dan diperdebatkan di ruang keluarga, di warung- 
warung kopi, di pasar-pasar, di terminal dan di tempat-tempat 
pekerjaaan. Informasi politik yang diperdebatkan menyangkut dua 
hal, yaitu terkait dengan partai politik dan para elit yang menjadi 
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kandidat dalam sebuah laga politik. Pada era Orde Baru, masyarakat 
tidak memiliki banyak kebebasan dalam memperbincangkan partai 
politik maupun elit politik karena kooptasi rezim politik. Namun 
Pasca Reformasi, masyarakat kian terbiasa, dan terbuka 
memperbincangkan dan mendiskusikan isu-isu aktual tentang partai 
politik dan elit politik. 

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi meningkatnya 
intensitas pertarungan informasi politik. Pertama, ketatnya persaingan 
dalam laga pertarungan politik menjadikan pertarungan informasi 
politik makin sengit. Hal ini misalnya dapat kita saksikan bagaimana 
peredaran informasi politik menjelang arena Pemilu Legislatif, Pemilu 
DPD, Pemilu Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah. Pertarungan 
informasi politik tidak hanya terkait dengan kondisi aktual masing- 
masing parpol, akan tetapi juga terkait dengan para kandidat. 

Publik memiliki peluang yang terbatas dalam mengakses 
informasi politik. Sebab, baik parpol maupun kandidat dalam proses 
kampanye maupun pemilu berusaha me-manage keseluruhan 
informasi politik tentang dirinya. Pada umumnya, mereka berusaha 
menyampaikan informasi politik yang positif sebanyak-banyaknya 
tentang dirinya, dan berusaha meminimalisir informasi politik negatif 
yang ada pada dirinya. Mereka juga selalu berusaha mengemas ragam 
informasi politik tentang dirinya dan atribut lain yang positif bagi 
dirinya agar sampai ke benak publik. 

Ketatnya persaingan laga politik ini juga dibarengi dengan 
inovasi-inovasi baru dalam menyebarkan dan mengelola informasi 
dan pesan-pesan politik. Para kandidat kompetitor pada umumnya, 
tidak sekedar menyampaikan informasi politik tentang dirinya. Jika 
dibutuhkan juga memberikan informasi politik negatif terhadap para 
kompetitornya. Pola ini dijalankan dengan teknik-teknik persuasif 
yang cukup canggih oleh para tim pemenangan dan para konsultan 
politiknya. 

Kedua, persaingan informasi politik dan pesan-pesan politik 
juga dipengaruhi oleh perubahan demand para pemilihnya. Tidak 
semua pemilih menyadari arti pentingnya informasi politik dan pesan- 
pesan politik. Hanya kalangan pemilih rasional saja yang melihat hal 
ini sebagai indikator utama dalam menilai dan mengevaluasi parpol 
dan kandidat yang akan dipilihnya pada arena pemilihan. Di sebuah 
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daerah adakalanya pemilih rasional merupakan jumlah terbanyak, 
namun adakalanya kalangan pemilih jenis seperti ini sedikit. 

Di kalangan pemilih yang mayoritas pemilih rasional, 
pertarungan informasi politik dan pesan-pesan politik makin sengit 
dilakukan oleh masing-masing parpol dan kandidat. Hal ini 
dimaksudkan untuk membentuk, mempengaruhi, merubah maupun 
memperkuat persepsi, keyakinan maupun perilaku para pemilih agar 
sejalan dengan kepentingan parpol atau kandidat untuk 
memenangkan Pemilu maupun Pemilukada. 

Selain itu, di kalangan jurnalisme dan benak pikir para pemilih 
juga sudah terbiasa dengan teknik-teknik penceritaan (story telling). 
Informasi dan pesan-pesan politik ini dihadirkan melalui sejumlah 
teknik penceritaan yang menarik. Kadangkala ada dramatisasi dan 
konflik yang disajikan sebagai bumbu-bumbu cerita agar lebih atraktif 
dan menonjol di mata pemilih. Dalam situasi seperti ini, informasi dan 
pesan-pesan politik menjadi rangkaian kisah bersambung yang 
sengaja diciptakan untuk pemilih. Meski kadang cenderung tidak 
mengandung substansi yang penting dan bersifat mendidik, logika 
story telling ini mampu menghibur pemilih dan memenuhi kehausan 
para pemilih akan keingintahuannya terhadap perkembangan elit 
politik. 

Persaingan informasi dan pesan-pesan politik ini pun tidak 
hanya mengalir melalui produk jurnalisme media saja. Akan tetapi 
juga disampaikan melalui program-program lain dalam industri 
televisi dan radio misalnya melalui talkshow dan reality show. Bahkan 
informasi dan pesan-pesan politik akhir-akhir ini makin banyak 
disajikan dalam program-program infotaintment. 

Ketiga, faktor kultural. Persaingan dan pertarungan informasi 
politik dan pesan-pesan politik juga dipengaruhi oleh faktor kultural. 
Faktor kultural menyangkut budaya komunikasi politik para elit dan 
juga budaya komunikasi politik publik. Ada beragam tipe budaya 


“1 Program tayangan Infotaintment hingga saat ini secara umum tidak diakui sebagai 
salah satu produk jurnalisme, karena tidak menganut ketentuan teknik-teknik dan 
prinsip-prinsip jurnalisme —seperti pemuatan 5 W #1 H, prinsip keberimbangan, 
verivikasi dan sebagainya. Kendati demikian, program-program tayangan 
infotaintment ini seringkali secara implisit tampak adakalanya “dimanfaatkan” untuk 
mengimbangi pemberitaan negatif terkait dengan kasus-kasus tertentu yang menimpa 
para elit politik, misalnya kasus-kasus korupsi. 
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komunikasi masyarakat dalam menyampaikan informasi dan pesan- 
pesan politik. Ada yang cenderung ekplisit, terang-terangan bahkan 
dengan bahasa yang kasar. Sebaliknya ada juga yang cenderung 
implisit, dan disampaikan dengan bahasa yang halus. Pola 
penghormatan masyarakat terhadap elit juga menentukan cara 
bagaimana mereka menyebarkan informasi dan pesan-pesan politik 
ketika menyangkut elit politik. Rezim moral dan budaya di sini 
menjadi faktor penentu bagaimana diskursus informasi dan pesan 
pesan politik dilakukan oleh publik dan elit poitik. 

Dalam masyarakat yang berbasis kepercayaan publik yang 
kuat (high-trust society), kualitas dan kebenaran informasi politik 
menjadi hal penting. Kualitas dan kebenaran informasi politik di sini 
menjadi faktor yang menentukan karena hal ini akan menjadi referensi 
politik bagi masyarakat. Selain itu, hal ini juga akan mempengaruhi 
pola dan arah pembentukan opini publik di kalangan masyarakat. 

Sebaliknya, dalam masyarakat yang berbasis kepercayaan 
publik lemah (low-trust society), informasi dan pesan-pesan politik 
cenderung hadir dalam bentuk romor dan kabar burung. Kedua jenis 
informasi dan pesan politik ini seringkali lebih efektif dalam 
mempengaruhi citra elit dan Pemerintahan. Kendatipun tidak 
terverifikasi kebenarannya, romor dan kabar burung ini adakalanya 
makin dipercaya, ketika publik tidak lagi percaya dengan informasi 
resmi baik yang disampaikan oleh elit politik dan Pemerintah melalui 
media massa. 

Ada beragam media yang digunakan dalam persaingan 
informasi dan pesan-pesan politik. Pola persaingan dan pertarungan 
informasi politik dan pesan-pesan politik dilakukan melalui arena 
komunikasi langsung, melalui media massa dan internet. Pertama, 
dalam arena komunikasi langsung, proses persebaran informasi 
politik dilakukan melalui kelompok-kelompok sosial pemilih secara 
langsung di berbagai wilayah geografis daerahnya. Harapannya, 
diskursus politik berkembang luas di berbagai warung kopi makin 
positif dalam memandang dan menilai elit dan parpol tertentu. 
Namun hal ini tentu saja tidak mudah, sebab publik pun makin lihai 
mengerti dan memahami dunia politik yang berkembang baik di 
tingkat nasional maupun daerah. 
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Kedua, melalui media massa. Hal ini antara lain dilakukan 
melalui media luar ruang seperti baliho, poster, spanduk dan juga 
melalui media televisi. Satu gejala yang masif terjadi adalah pesta 
baliho calon kepala daerah, calon anggota DPR, DPD dan juga calon 
presiden dan wakil presiden. Poster kandidat bahkan tidak hanya 
terpampang di sudut dan perempatan jalan, bahkan di tempel di 
pohon-pohon sepanjang jalan, di pagar dan pintu rumah, hingga ke 
WC umum. 

Dalam media cetak penyampaian informasi dan pesan-pesan 
politik disampaikan melalui liputan -pemberitaan dan iklan. Dalam 
media televisi, penyampaian informasi dan pesan-pesan politik 
melalui media dilakukan dengan ragam program liputan pemberitaan, 
talkshow, live show mapun infotaintment. Mayoritas elit politik 
nasional pada umumnya berusaha semaksimal mungkin 
memanfaatkan media massa. Di panggung media televisi, wajah para 
politisi kian meramaikan media cetak dan televisi baik melalui liputan 
pemberitaan maupun iklan politik. Melalui liputan pemberitaan, di 
tangan jurnalis yang bekerja di media cetak dan penyiaran, fenomena 
ini direpresentasikan dengan beragam framming dan diskursus 
politik. 

Ketiga, internet (new media) selama satu dasawarsa terakhir juga 
telah berkembang sebagai arena pertarungan informasi dan pesan- 
pesan politik. Pertarungan informasi politik dan pesan-pesan politik di 
arena internet ini pada umumnya ditujukan untuk pemilih kelas 
menengah ke atas. Mereka adalah pengguna featur-featur komunikasi 
terbaru yang disajikan oleh internet. Model pertarungan informasi 
politik dan pesan-pesan politik antara lain misalnya melalui jejaring 
sosial seperti facebook dan twitter serta blog. 

Perkembangan terakhir dapat kita simak bagaimana 
popularitas mail list dan jejaring sosial seperti twitter dan facebook 
kian penting dalam persebaran informasi dan pesan politik. Para 
kritikus, aktivis politik dan elit politik tampak makin sering 
“berkicau” dalam memperbincangkan isu-isu politik aktual, misalnya 
seputar demonstrasi dan penolakan kenaikan BBM, kasus-kasus 
korupsi dan proses penegakan hukum serta kritik atas kebijakan- 
kebijakan pemerintah dan pelayanan institusi publik yang tidak 
maksimal. 
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Pemilik akun tertentu bahkan mampu menjadi trend setter 
informasi dan pesan-pesan politik aktual yang makin diikuti banyak 
kalangan. Analisis ataupun kicauan politik yang terkesan informal di 
twitter pun makin mampu memilikat para pengguna lainnya untuk 
diperbincangkan secara luas. Bahkan kicauan di twitter? dan blog# 
juga menjadi referensi pemberitaan terbaru tentang sikap para elit 
dalam menanggapi kasus-kasus tertentu. Akun-akun ini menjadi 
referensi informasi dan pesan-pesan politik, ketika para elit dalam 
dunia offline sulit sekali memberikan pernyataan dan sikap terbuka 
terhadap beberapa kasus yang menimpanya. 

Berkembangnya penggunaan new media sebagai arena 
peryebaran dan diskusi informasi dan pesan-pesan politik ini 
adakalanya justru mampu melahirkan trend setter baru yang 
mempengaruhi agenda media konvensional —media cetak dan media 
penyiaran. Kecepatan dan orisinalitas informasi dan pesan-pesan 
politik yang disampaikan oleh para elit melalui new media ini 
menjadikan produk pemberitaan politik dan tayangan program- 
program talkshow politik serta komedi politik di televisi 
menempatkannya sebagai rujukan penting. 


Komunikasi Politik dan Marketing Politik: Menimbang Peluang 
dan Tantangan. 


Dunia komunikasi politik dan marketing politik tampak makin 
berkembang pesat di Indonesia Pasca Reformasi. Dapat kita lihat 
bagaimana setiap saat beragam fenomena komunikasi politik dan 
marketing politik begitu melimpah dalam kehidupan publik di 
Indonesia. Ada banyak peristiwa yang tentu saja terjadi setiap hari. 
Banyak diantaranya yang terekam oleh media maupun para 
peneliti/akademisi di bidang ini. Namun banyak juga diantaranya 


42 Hal ini antara lain dapat disimak bagaimana twitter Anas Urbaningrum dalam 
menanggapi tuduhan terhadap dirinya yang diduga terlibat dalam kasus Korupsi 
Hambalang, menjadi salah satu sumber berita penting yang mengisi headline dan 
topik utama pemberitaan media nasional, baik cetak dan nasional. Statement Anas 
yang siap ditembak atau digantung di Monas mengundang tanggapan dan analisis 
sejumlah kalangan di media massa dan juga di twitter. 

3 Pernyataan Nazaruddin atas keterlibatan dirinya dalam kasus di Wisma Atlit 
Palembang yang disampaikan melalui blog nya juga menjadi referensi pemberitaan 
dalam sejumlah media cetak dan media televisi. 
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yang terlewatkan begitu saja. Karena itu, penulis sebagai salah satu 
akademisi dan peneliti yang selama beberapa tahun terlibat dalam 
riset-riset dan analisis komunikasi politik dan political marketing di 
Indonesia tergerak untuk ikut merekam keramaian dunia tersebut. 

Pemetaan atas fenomena komunikasi politik dan marketing 
politik memiliki sejumlah tantangan mendasar. Pertama, ada beragam 
fenonemana komunikasi politik dan political marketing yang terjadi 
setiap detik, jam, dan hari di berbagai tempat di Indonesia. Untuk 
merekam setiap peristiwa tersebut, tentu tidak mudah. Apalagi, 
peristiwa tersebut terjadi dalam waktu yang bersamaan, terjadi secara 
luas di berbagai wilayah di Indonesia. Di sini dibutuhkan sumber 
daya manusia dan finansial untuk mengerjakan riset-riset aktual di 
bidang ini. Terbatasnya pusat studi dan lembaga riset serta para 
peneliti yang mengkaji kedua bidang ini, menjadikan beragam 
fenomena tersebut terlewatkan begitu saja. 

Kedua, aktor-aktor yang terlibat dalam komunikasi politik dan 
political marketing juga makin luas. Sebelum era demokrasi langsung, 
hanya beberapa aktor politik yang memiliki peran kuat dalam 
menentukan arah dan kebijakan publik. Akan tetapi pasca era 
pemilihan langsung, semua aktor politik, ataupun mereka yang 
merasa telah diterima dan dikenal publik ramai-ramai meramaikan 
dunia komunikasi politik dan political marketing di level nasional dan 
lokal. Tidak hanya ratusan, jumlah aktor politik saat ini mungkin 
sudah mencapai puluhan juta, baik yang sudah dikenal dalam jagat 
politik nasional maupun lokal. 

Ketiga, arena yang menjadi ajang kontestasi komunikasi politik 
terus berkembang, mulai dari arena konvensional, arena media dan 
juga new media. Arena komunikasi politik dan political marketing di 
media konvensional kian marak seiring dengan peran para konsultan 
politik melalui sejumlah strategi komunikasi politik langsung kepada 
pemilih. Arena ini juga makin meluas melalui media massa cetak dan 
penyiaran. Poster dan baliho para politisi tampak bertebaran dimana- 
mana mengisi sudut kota dan desa. Dalam dunia penyiaran, wajah- 
wajah politisi baru dan lama juga secara gencar tampil dalam program 
pemberitaan, talkshow politik, infotaintment hingga acara-acara 
komedi politik. Dalam arena new media, para politisi juga menjadi 
aktivist facebook dan twitter serta beragam jejaring sosial lainnya 
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dimana setiap saat intens membicarakan isu-isu hingga rumor-rumor 
politik terkini. 

Keempat, kendatipun fenomena komunikasi politik dan political 
marketing terus meningkat intensitas dan kuantitasnya di Indonesia, 
tidak banyak riset-riset komunikasi politik dan political marketing 
dilakukan oleh para peneliti dan akademisi. Sejumlah riset dengan 
metode survey memang terus dijalankan oleh sejumlah lembaga 
survei dan konsultan politik. Akan tetapi, data-data yang dihasilkan 
masih sekedar dianalisis secara deskriptif saja, dan belum dilanjutkan 
pada level analisis terhadap relevansi teori, review teori apalagi 
dimaksudkan untuk menghasilkan teori-teori baru bidang komunikasi 
politik. 

Keempat, dalam mengkaji bidang studi komunikasi politik dan 
political marketing di Indonesia, tersedia sejumlah paradigma. Karena 
itu, paradigma dan studi dalam mengkaji komunikasi politik dan 
political marketing juga beragam dan terus berkembang. Paradigma 
kajian komunikasi politik terus bergerak dari spektrum klasik 
(positivist dan post-positivist), hingga paradigma konstruktivis dan 
kritis (Rosenberg, 1993). Paradigma klasik mengkaji studi komunikasi 
politik dengan pendekatan positivist dan post-posivist baik dengan 
pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Paradigma konstruktivis 
degan pendekatan kualitatif juga terus dikembangkan dalam 
menganisis konstruksi realitas politik, pemberitaan politik, pesan- 
pesan dan rethorika politik, serta konstruksi audiense politik. 
Paradigma kritis juga dikembangkan dengan analisis kritis terhadap 
wacana komunikasi politik, dinamika realitas komunikasi politik, 
hegemoni ideologi politik dan bias-bias pesan politik dan manipulasi 
kebenaran politik. 

Kelima, fokus kajian komunikasi politik tidak hanya dikaji oleh 
bidang ilmu komunikasi, namun juga dikaji oleh bidang ilmu sosial, 
politik dan humaniora lainnya, termasuk ilmu politik dan ilmu 
manajemen. Seiring dengan pesatnya fenomena komunikasi politik 
dan political marketing di Indonesia, sejumlah bidang ilmu merasa 
memiliki konsen dan kontribusi yang sama. Karena itu, tidak hanya 
ilmuwan/ peneliti bidang ilmu komunikasi yang mengkaji fenomena 
tersebut, akan tetapi juga datang dari bidang ilmu manajemen dan 
ilmu politik. Ilmu manajemen mengembangkan marketing politik. 
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Sedangkan ilmu politik, melalui pintu masuk studi kepartaian dan 
sistem politik dan studi perilaku pemilih merasa penting untuk 
memperluas arenanya dalam studi komunikasi politik. Sebaliknya 
ilmuwan/peneliti komunikasi yang pada mulanya mengkaji pers dan 
politik, sistem media dan sistem politik maupun media dan opini 
publik kemudian merasa penting memperluas studinya dalam arena 
komunikasi politik dan political marketing. Di bidang linguistik, 
sejumlah pakar linguistik pun tak ketinggalan dalam ikut 
menyumbangkan teori-teori dan konsep sosio-lingustik dalam 
kaitannya dengan analisis atas rethorika politik, dan konstruksi 
realitas politik yang disajikan oleh media massa. Ruang interseksi 
kajian pun tercipta dan saling disumbangkan oleh bidang ilmu 
masing-masing. 

Meski banyak tantangan dalam memetakan arah dan 
perkembangan studi komunikasi politik dan political marketing, bidang 
kajian ini tetap mengundang daya tarik luas tidak hanya kalangan 
ilmuwan, namun juga para konsultan profesional, politisi hingga 
kalangan pelaku bisnis. Pertama, bagi kalangan ilmuwan/peneliti, 
pengembangan kajian bidang studi komunikasi politik dan political 
marketing dalam memperluas bidang kajian baru yang bersifat 
multidisipliner yang nantinya diharapkan bisa memberikan kontribusi 
bagi bidang ilmu lainnya, seperti ilmu politik, ilmu manajemen, ilmu 
komunikasi maupun ilmu linguistik. Tidak hanya itu, pengembangan 
kajian di bidang ini juga bisa menjadi bahan studi lanjut dalam bidang 
filsafat maupun secara praktis berguna bagi bidang ilmu terapan 
lainnya, seperti manajemen strategik. 

Kedua, bagi kalangan konsultan profesional, inovasi-inovasi 
terbaru di bidang komunikasi politik dan political marketing menjadi 
referensi penting dalam meningkatkan daya tarik pasar. Ketatnya 
persaingan dalam dunia konsultan politik kian menjadikan kebutuhan 
atas hasil-hasil riset terkini baik yang berdimensi praksis maupun 
teoritis bisa diadaptasi dan dikembangkan lebih lanjut dalam 
melahirkan jasa layanan dan produk unggulan terbaik bagi klient-nya. 

Ketiga, bagi para politisi, bidang komunikasi politik dan 
political marketing merupakan arena yang melekat dalam kehidupan 
sehari-hari. Sebagai figur publik, mereka kian dituntut memiliki 
pemahaman yang lebih terhadap perubahan budaya politik, 
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lingkungan politik parpol, dinamika media dan pemilih. Bidang studi 
komunikasi politik dan political marketing menjadikan mereka tidak 
hanya subjek kajian yang mempengaruhi arah dan perkembangan 
perilaku perilaku politiknya, namun juga ikut berperan besar dalam 
proses konstruksi citra dan realitas politik yang ada di sekelilingnya. 
Bidang ilmu ini juga memberikan informasi aktual terkait dengan peta 
kompetisi antar kandidat dan parpol dan juga inovasi-inovasi budaya 
politik elit terbaru dalam rangka meningkatkan performance elit 
dihadapan publik. 

Keempat, bagi pejabat negara atau birokrat, mempelajari bidang 
komunikasi politik dan political marketing sangat berguna dalam 
rangka meningkatkan performance kinerja institusinya. Tidak hanya 
itu, di tengah perubahan masyarakat yang begitu cepat, pengaruh 
lingkungan budaya global, dan juga tuntutan baru dalam berbagai 
model pelayanan publik, seorang pejabat negara atau birokrat sudah 
saat nya mempelajari bidang ilmu komunikasi politik dan political 
marketing sesuai dengan kebutuhan institusinya. 

Kelima, bagi kalangan pelaku bisnis. Bidang studi komunikasi 
politik dan political marketing dapat menjadi referensi penting dalam 
menyimak kecenderungan perubahan realitas politik yang dijalankan 
oleh partai politik maupun elit politik. Di negara yang masih memiliki 
budaya politik dan regulasi politik fluktuatif seperti Indonesia, 
kalangan pelaku bisnis jelas tidak bisa lepas dari para aktor politik 
penentu kebijakan. Keberadaannya tidak hanya sekedar menjadi 
kontributor dalam pendanaan politik, akan tetapi juga ikut 
berkepentingan dalam menjaga kelangsungan institusi bisnis yang 
dipimpinnya. 

Inovasi yang berlangsung dalam dunia komunikasi politik dan 
political marketing berlangsung sangat cepat. Adakalanya inovasi- 
inovasi tersebut juga berguna dan dapat diadaptasi untuk 
mengembangkan dunia bisnis. Bagi kalangan bisnis yang bergerak 
tidak lagi di sektor produksi barang dan jasa, akan tetapi sudah 
bergerak di sektor strategis lainnya, misalnya sektor finansial, 
kesadaran akan pentingnya inovasi terkait dengan bagaimana me- 
manage kepercayaan publik, opini publik, dan kebijakan publik yang 
berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap sektor bisnis 
tersebut, adalah sangat penting dilakukan secara jitu. Karena itu, 
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bidang studi komunikasi politik ini menjadi penting dan dibutuhkan 
banyak kalangan luas, baik masyarakat awal, elit politik, pelaku bisnis, 
pejabat pemerintah 
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BAB V 
PERKEMBANGAN BIDANG STUDI 
KOMUNIKASI POLITIK 


Definisi dan Ruang Lingkup Studi Komunikasi Politik. 


sepenuhnya terlembagakan dengan baik. Tidak hanya itu, 


definisi dan ruang lingkup komunikasi politik pun juga 
belum sepenuhnya dirumuskan ataupun disepakati oleh para 
ilmuwan. Kendati demikian, maraknya dan menguatnya intensitas 
kontestasi politik dimana makin menempatkan komunikasi politik 
sebagai fokus perhatian, pada akhirnya bidang kajian ini terus 
ditelusuri dan dikembangkan oleh para pakar dari berbagai disiplin 
ilmu, terutama ilmu politik dan ilmu komunikasi. 

Pada mulanya, studi komunikasi politik fokus pada kajian 
retorika politik dan propaganda politik. Retorika politik telah 
berkembang cukup lama seiring dengan kelahiran dan perkembangan 
demokrasi itu sendiri. Kemudian seiring dengan meledaknya Perang 
Dunia I dan Perang Dunia II, propaganda politik makin marak 
dilakukan oleh para elit politik pemimpin negara — baik pada lingkup 
nasional dan internasional. Perang propaganda politik ini terus 
berlangsung dan senantiasa mempengaruhi opini publik domestik dan 
internasional. Dari sini kemudian sejumlah ilmuwan mulai 
berinteraksi dengan dunia politik nyata dan bahkan ada diantaranya 
yang kemudian ikut menduduki jabatan politik. Kendati demikian, 
jiwa dan ketertarikannya pada bidang ilmu yang ditekuninya tersebut 
tetap berkembang. 
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Dalam catatan Jalaluddin Rahmad (1989) setelah Perang Dunia 
I Charles E.Meerriam— yang juga dijuluki sebagai bapak Ilmu Politik 
Modern—bahkan meninggalkan tugasnya sebagai profesor di 
universitas dan kemudian bekerja sebagai birokrat di Bagian 
Penerangan Amerika. Dari berbagai pengalaman yang diperolehnya, 
ia kemudian menaruh perhatian pada pentingnya kajian opini publik 
dan propaganda politik. Hal ini kemudian juga disusul oleh Harold 
D.Laswell, salah seorang ilmuwan politik yang kemudian 
memfokuskan kajian desertasinya pada studi propaganda politik#. 

Harold D.Laswell memang memiliki latarbelakang bidang ilmu 
politik. Kendati demikian ia memiliki perhatian yang luas dimensi- 
dimensi perilaku komunikasi manusia dalam arena politik. Karena itu, 
Laswell pun memiliki ketertarikan yang mendalam pada kajian 
propaganda yang dianggapnya sangat mempengaruhi perilaku politik 
elit dan massa. Ketertarikannya pada riset-riset propaganda ini 
kemudian melahirkan tiga karya ilmiah yang di masanya berpengaruh 
luas bagi kalangan ilmuwan bidang ilmu politik dan sosial serta para 
elit politik. Karya ini adalah tiga seri publikasi dengan judul 
Propaganda — and Communication in World History yang 
dipublikasikannya tahun 1948:5. 

Laswell mendapatkan gelar Doktoral-nya pada tahun 1926 
dalam bidang ilmu politik dari The University of Chicago dengan 
melakukan analisis media tentang pesan-pesan propaganda Dalam 
Perang Dunia I dibawah bimbingan Prof Charles Merriam. Ketika 


4 Tentang siapa dan bagaimana sejarah singkat sosok Harrod D.Laswell ini Lihat 
Jalaluddin Rahmad. Komunikasi Politik untuk Indonesia: Pengantar, dalam Dan 
Nimmo. 1989. Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media. Bandung: Remaja 
Karya. Halaman v-vii. 

45 Laswell lahir pada tahun 1902 di Donnellson, Negara Bagian Illinois. Pada usia 7 
tahun, Laswell sudah mengagumi pemikiran Sigmund Freud, yang ia dapatkan dari 
bahan kuliah pamannya yang juga berprofesi sebagai dokter dan juga sebagai dosen 
di Clark University. Pada umur 17 tahun ia menjadi mahasiswa program Sarjana di 
Universitas Chicago. Kemudian pada tahun 1922, Laswell diterima di Program 
Doktoral Departemen Ilmu Politik, Universitas Chicago. Ia tertarik belajar ilmu politik 
karena menurutnya bidang kajian ini sangat menantang dan belum banyak 
dikembangkan. Kendati demikian, ia juga memiliki ketertarikan pada ilmu sosial yang 
lebih luas meliputi sosiologi, psikoanalisis, sejarah, psikologi sosial, dan fenomena 
komunikasi. Hal inilah yang kemudian kelak menjadikannya salah satu pengajar di 
Jurusan Ilmu Politik Chicago University dan di School of Law, Yale University. Lebih 
lanjut lihat Everett M.Rogers. 1994. A History of Communication Study: A 
Biographical Approach. Oxfird: The Free Press. Halaman 203- 243 
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menulis desertasi, ia melakukan sejumlah risetnya di Swis, Inggris, 
Jerman dan Perancis. Tahun 1927, Ia mempublikasikan desertasinya 
dengan judul Propaganda Technigues in the World War. Pada tahun 
1930, ia menekuni bidang kajian psikologi politik dan 
mengembangkan sejumlah riset serta kemudian mempublikasikan 
buku dengan judul Psychopathology and Politics's. 

Laswell memiliki ketertarikan pada kajian propaganda, 
media. Empat hal yang menjadi fokus ketertarikan Laswell ini 
sekaligus menjadi fondasi awal bagi perkembangan ilmu komunikasi 
dan bidang kajian komunikasi politik. Laswell pun—oleh Wilbur 
Schrammm (1980) dan juga oleh Everett Rogers (1994) yang kemudian 
dimasukkan menjadi salah satu diantara empat bapak pendiri Ilmu 
Komunikasi —mengembangkan dan merumuskan bidang studi 
komunikasi politik. Bahkan Laswell (1936) kemudian menulis buku 
dengan judul Politics, Who gets What, When, How. Laswell melalui 
bukunya yang berjudul Politics, Who gets What, When, How (1936) 
merumuskan secara implisit tidak hanya bagaimana definisi dan 
seperti apa ruang lingkup ilmu politik, yaitu Siapa (Who), 
mendapatkan apa (gets What), kapan (When) dan bagaimana (How), 
akan tetapi juga merumuskan secara implisit bagaimana definsi dan 
ruang lingkup studi komunikasi polittik, melalui formulanya yang 
sangat terkenal yaitu Siapa (Who), mengatakan apa (Says What), 
kepada siapa (to Whom), melalui media apa (in which channel) dan apa 
dampaknya (with what effects). Melalui buku ini, kemudian dia 
merumuskan dan meletakkan domain dan elemen-elemen komunikasi 
politik—yang kemudian hingga saat ini dipakai sebagai dasar dalam 
penentuan teoriti-teori komunikasi sesuai dengan elemen-elemen 
komunikasi tersebut. 

Kemudian pada tahun 1940an, dalam sebuah seminar yang 
disponsori oleh Rockefeller Foundation dan dihadiri oleh para 
intelektual politik dan sosial yang berpengaruh di Amerika Serikat, ia 


16 Sejak mahasiswa, Laswell dikenal sebagai sosok yang cerdas, dan dengan cepat 
mudah mempelajari hal-hal baru. Salah seorang kawannya yang bernama Harold 
Gosnell menceritakan ketika Charles Merriam ke Inggris, ketika pulang ia pun sangat 
lihat berbicara dengan aksen Inggris. Ketika ia dikirim ke Wina, Austria, maka Ia pun 
pulang dengan beragam kosa kata psikoanalisis dan ketika Ia dikirim ke Soviet, maka 
setelah pulang ia pun menunjukkan bagaimana peta pemikiran Marx dan Freud. 
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mendeskripsikan bahwa “ Communication as Who says what to 
whom via what channels with what effects?” (Rogers, 1994:205). 

Formula yang dikembangkan oleh Laswell ini kemudian 
selama beberapa periode terus menjadi dasar bagi perkembangan 
studi komunikasi politik di berbagai belahan dunia. Seiring dengan 
perkembangan arena politik, budaya politik dan teknologi 
komunikasi, media dan informasi studi komunikasi politik juga terus 
didefinisikan dan dikembangkan ruang lingkupnya oleh para ahli dari 
berbagai disiplin ilmu. 

Dan Nimmo (1981) misalnya mempertegas bahwa komunikasi 
politik merupakan bidang kajian yang bersifat lintas disipliner 
(Political communication as a field of inguiry is cross disiplinary). Dalam 
catatan Rahmat (1989), para ilmuwan bidang lainnya seperti 
antropologi dan sosiologi juga kemudian ikut berkontribusi dalam 
memperkaya bidang studi ini, melalui kajian sosiologistik dan 
simbolisme sebagai dasar bagi studi bahasa politik. Kemudian juga 
bidang ilmu psikologi — khususnya psikologi sosial juga memberikan 
landasan bagi studi efek pesan-pesan politik, konstruksi politik dan 
sosialisasi politik. Bidang ilmu sejarah juga berkontribusi pada 
penggunaan metode historis dalam mempelajari retorika politik dan 
propaganda politik. Sedangkan ilmu politik juga memberikan 
kontribusi bagi studi perilaku pemilih dan kepemimpinan politik. 
Ilmu filsafat juga memberikan kontribusi pada perspektif dan teori- 
teori fenomenologi dalam melahirkan teor-teori kritis dalam studi 
komunikasi politik:7. 

Definisi komunikasi politik juga terus dirumuskan secara 
eksplisit oleh para ahli. Hal ini misalnya sebagaimana yang 
disampaikan oleh Fagen (1966: 20, dalam Rahmat, 1989) dimana 
komunikasi politik didefinisikan sebagai “communicatory activity 
considered political by virtue its conseguences, actual and potential, that it 
has for the functioning of political systems”. Denifisi lainnya juga 
dilakukan oleh Meadow (1980: 4, dalam Rahmat, 1989), yaitu “political 
communication refers to any exchange of symbols or messages that to a 
significant extent have been shaped by or have conseguences for the political 
system”. Berdasarkan kedua definisi yang disampaikan oleh Fagen 
(1966) dan Meadow(1980) ini kemudian Dan Nimmo (1978:7) 
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mendefinisikan komunikasi politik sebagai “communication (activity) 
considered political by virtue of its conseguences (actual or potential) which 
regulate human conduct under the condition of conflicts”8, 

Tidak hanya memberikan kontribusi pada definisi studi 
komunikasi politik, Nimmo (1989) juga kemudian merumuskan ruang 
lingkup komunikasi politik yang mengacu pada konsep yang sudah 
diletakkan oleh Laswell (1958), yaitu : 1) komunikator politik: 2) pesan 
politik: 3) persuasi politik: 4) media komunikasi politik, 5) khalayak 
komunikasi politik: dan 6) akibat komunikasi politik. Di sini tampak 
bahwa Nimmo menambahkan elemen baru dalam ruang lingkup 
komunikasi politik yang sebelumnya tidak disebutkan oleh Laswell 
(1958) secara eksplisit, yaitu elemen persuasi politik. 

Sejak tahun 1960an, peran komunikasi massa dalam 
komunikasi politik kian dominan seiring dengan menguatnya 
pengaruh penggunaan televisi dalam dunia politik. Di era Laswell 
(1958) media komunikasi massa yang masih dominan adalah media 
cetak—surat kabar, majalah, poster-poster dll—dan media radio. 
Dalam perspektif komunikasi massa, Kraus dan Davis(1976) yang 
membagi ruang lingkup studi komunikasi politik dalam beberapa 
bagian yaitu : 1) komunikasi massa dan sosioalisasi politik: 2) 
komunikasi massa dan proses pemilu, 3) komunikasi dan informasi 
politik: 4) penggunaan media dan proses politik: dan 5) konstruksi 
realitas politik di masyarakat. 

Riset-riset komunikasi politik juga terus dijalankan oleh para 
ilmuwan dan peneliti. Termasuk dengan kemungkinan perspektif 
baru dalam studi komunikasi politik, sebagaimana yang kemudian 
dilakukan oleh Chaffe (2001), dengan merumuskan formula 
barunya —yang sebenarnya sempat dirumuskan oleh Laswell (1958), 
untuk bidang ilmu politik —yang mengadopsi konsep Laswell (1958), 
yaitu Siapa (Who), mendapatkan apa untuk mengatakan apa (gets to 
Say), kepada siapa (to Whom), dengan media apa (in which channel) dan 
apa dampaknya (with What Effects). Dalam formula Chaffe(2001), studi 
komunikasi politik sudah kian bergeser dengan perspektif baru yaitu 
politik komunikasi (politics of communication) (Gazali, 2004). 

Dari beragam definisi dan ruang lingkup studi komunikasi 
politik yang secara implisit dikembangkan oleh Laswell (1958) dan 
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Chaffe (2001), di atas kemudian menjadi rujukan bagi para ahli untuk 
memformulasikan secara eksplisit apa dan bagaimana definisi dan 
ruang lingkup studi komunikasi politik dan politik komunikasi 
sebenarnya. Salah satu definisi antara lain disampaikan oleh oleh 
Pippa Norris (2004). Komunikasi politik menurut Pippa Norris (2004) 
merupakan proses interaktif dimana proses transmisi informasi 
berlangsung antara para politisi, pemberitaan media dan publik. 
Proses ini berlangsung bersifat dari atas ke bawah antara institusi 
pemerintah kepada warga negara, secara horisontal berlangsung 
antara para aktor politik dan juga dari bawah ke atas melalui proses 
pembentukan opini publik yang digunakan untuk mempengaruhi 
pemegang kekuasaan#?. 

Sejak tahun 1960-1980an, para ahli memang masih berdebat 
mengenai ruang lingkup komunikasi politik. Bahkan pada masa 
tersebut belum ada kesepakatan mengenai ruang lingkup komunikasi 
politik. Hal ini selain disadari bahwa perkembangan studi dan watak 
studi komunikasi politik bersifat lintas disipliner, juga karena media 
komunikasi dan teknologi komunikasi dan informasi yang digunakan 
dalam komunikasi politik juga makin berkembang dengan pesat. Hal 
ini pada akhirnya kian mendorong masing-masing para ahli— 
berdasarkan latarbelakang disiplin ilmunya masing-masing —terus 
mengembangkan ruang lingkup studi komunikasi politik. 

Sebagai contoh adalah yang dilakukan oleh Brian McNair(1995, 
2004), Ilmuwan yang menekuni studi komunikasi politik dari 
Australia dan Pippa Norris (2004), ilmuwan politik dari Harvard 
University. McNair (2004) mengembangkan definisi komunikasi politik 
mengacu pada pemikiran Denton dan Woodward (1990:14) yang 
menyebutkan bahwa komunikasi politik merupakan bentuk diskusi 
murni seputar alokasi dari beragam jenis sumber daya publik (public 
resources) seperti pendapatan, kekuasaan formal —yang di dalamnya 


49 Pippa Norris. Political Communications. Encyclopedia of the Social Sciences. 
Pergamon/ Elsevier Science. Tahun 2004. Lihat juga Norris, Pippa. "A Virtuous Circle? 
The Impact of Political Communications in Post-Industrial Democracies." Challenges to 
Democracy. Ed. Keith Dowding, James Hughes, and Helen Margetts. Palgrave 
Publishers, 2001, 100-117. Lihat juga Norris, Pippa. "Global Political Communication: 
Good Governance, Human Development, and Mass Communication, dalam " 
Comparing Political Communication: Theories, Cases, and Challenges. Ed. Frank Esser and 
Barbara Pfetsch. Cambridge University Press, 2004, 115-150. 


88 | Nyarwi Ahmad 


memberikan kekuasaan untuk membuat aturan hukum dan 
kekuasaan untuk membuat keputusan dalam lembaga legislatif dan 
juga eksekutif), dan juga sanski resmi —dimana negara memberikan 
penghargaan dan sanksi. Definisi ini menurut McNair (1999) 
termasuk retorika politik verbal dan tertulis, tetapi tidak termasuk 
tindakan komunikasi yang bersifat simbolik. McNair (2004) juga 
menekankan pentingnya pendefinisi komunikasi politik mengacu 
pada pendapat Doris Graber (1981) terkait dengan penggunaan politik 
bahasa—dimana di dalamnya meramu tidak hanya retorika bahasa, 
akan tetapi juga paralinguistik seperti bahasa tubuh, tindakan- 
tindakan politik seperti aksi boikot dan demonstrasi». 

McNair (2004) menekankan pentingnya mencermati 
karakteristik komunikasi politik. Ia kemudian mengacu pada 
pendapat Denton dan Woodward (1981:11) yang menegaskan bahwa 
salah satu karakteristik utama dalam komunikasi politik adalah 
adanya tujuan dari pengirim pesan untuk mempengaruhi lingkungan 
politik (the political environtment). Berdasarkan pendapat kedua 
ilmuwan tersebut, McNair (2004) kemudian mendifinisikan 
komunikasi politik sebagai proses komunikasi politik yang dilakukan 
secara sengaja yang terkait dengan politik. Di dalamnya mencakup 
tiga hal. Pertama, beragam bentuk komunikasi yang dilakukan oleh 
politisi dan para aktor politik lainnya dengan tujuan tertentu. Kedua, 
komunikasi yang dijalankan oleh semua aktor termasuk oleh mereka 
yang bukan dalam kategori sebagai politisi seperti pemilih dan 
kolumnis media. Ketiga, proses dan aktivitas komunikasi yang berisi 
tentang aktor-aktor politik sebagaimana yang disampaikan dalam 
liputan pemberitaan media, editorial, dan beragam bentuk diskusi 
yang disajikan oleh medias1. 

Definisi yang disampaikan oleh McNair (2004) secara tegas 
memang lebih merujuk pada fenomena komunikasi yang berlangsung 
melalui media. McNair (2004) juga menegaskan bahwa definisi yang 
dia rumuskan dan dia bahas dalam bukunya An Introduction to Political 
Communication tersebut belum membahas seputar aktivitas 
komunikasi politik interpersonal, diskusi-diskusi politik yang 


50 Lihat Brian McNair. 2004. An Introduction to Political Communication. London: 
Routledge. Third Edition. Halaman 3. 
51 Ibid...Halaman 4. 


Manajemen Komunikasi Politik dan Marketing Politik | 89 


dilakukan di bar-bar, acara makan malam yang diselenggarakan 
partai-partai politik, proses komunikasi yang berlangsung dibalik 
aktivitas negosiasi politik pemerintah, beragam informasi politik yang 
diperoleh oleh para jurnalis secara tatap muka dari sumber-sumber 
utama pelaku politik—namun tidak disajikan di medi— dimana 
semuanya melahirkan hasil analisis yang sebenarnya sangat menarik, 
namun cenderung masih tersembunyi dan untuk membahasnya akan 
dijumpai sejumlah kesulitan metodolis dan biaya riset lapangan yang 
cukup mahal. Selain itu, dalam definisi dan ruang lingkup studi 
komunikasi politik yang dituliskan oleh McNair (2004) dalam 
bukunya tersebut juga belum memasukkan aktivitas komunikasi 
politik yang dijalankan oleh Pemerintah, dan diskusi-diskusi politik 
substantif yang berlangsung pada level lokal22. 

McNair (2004) memetakan ruang lingkup studi komunikasi 
politik, fokus pada tiga elemen penting. Pertama, organisasi politik, 
dimana di dalamnya terdapat berbagai aktor politik dan institusi 
politik. Aktor politik yaitu para individu yang menyampaikan 
aspirasinya di dalam, melalui dan dengan menggunakan organisasi 
dan pendekatan institusional. Hal ini dimaksudkan untuk 
mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Para aktor politik ini 
juga mencari dan menggunakan kekuasaan politik yang diperolehnya 
di lembaga pemerintah dan legislatif dimana dia bia ikut merumuskan 
dan menetapkan keputusan politik dan menjalankannya. Sebaliknya, 
mereka yang berada di posisi opini akan mengkritisi dan 
mempengaruhi proses pengambilan keputusan tersebut dengan model 
alternatif yang ditawarkannya. 

Selanjutnya adalah partai politik, yaitu institusi politik dimana 
para politisi bersama-sama berkumpul dalam organisasi politik, dan 
menentukan orientasi idoelogi politik untuk mencapai tujuan-tujuan 
politiknya secara bersama-sama. Sebagai institusi politik, partai politik 
ini memiliki basis ideologi yang mengacu pada nilai-nilai tertentu 
seperti kebebasan individual, supremasi kekuasaan pasar, nilai-nilai 
keadilan dan kesetaraan. Atas dasar perbedaan acuan nilai-nilai inilah 
kemudian setiap partai politik mendefinisikan dan menempatkan 
dirinya berbeda antara satu dengan lainnya. 
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Sesama partai politik ini dalam sistem demokrasi, memiliki 
kesepakatan bersama dengan cara konstitusional untuk mencapai 
tujuan-tujuan mereka dan mendapatkan kekuasaan untuk memerintah 
warga negara dengan cara menggunakan model kebijakan publik 
yang mereka miliki dalam periode tertentu yang ditentukan melalui 
mekanisme pemilu. Jika mereka gagal dalam menjalankan mandat dan 
tidak lagi dipercaya publik, mereka pun memiliki komitmen untuk 
mengakui kelompok partai politik oposisi yang menjadi pemenang 
dan mendapatkan mandat dari para pemilih menerapkan kebijakan 
publiknya3. 

Dalam memperoleh, memperkuat, maupun mempertahankan 
pengaruhnya kepada pemilih ini, mereka menggunakan ragam 
komunikasi mulai dari model komunikasi interpersonal hingga 
melalui penggunaan media massa. Melalui media masa, masing- 
masing organisasi partai politik ini bersaing dalam memperebutkan 
khalayak yang menjadi target politiknya. Mereka juga menggunakan 
beragam jenis iklan politik sebagai sarana untuk menjalankan persuasi 
politik. Mereka juga menggunakan beragam teknik PR politik dalam 
mengekspose beragam aktivitas, informasi dan agenda-agenda 
politiknya agar menyebar luas dan memberikan pengaruh kepada 
publik. 

Selain partai politik, ada juga organisasi publik. Organisasi 
publik ini merupakan asosiasi dari individu-individu dan kelompok- 
kelompok dalam masyarakat yang dibentuk dengan tujuan tertentu. 
Organisasi publik di sini misalnya serikat perdagangan maupun 
asosiasi organisasi yang berbasis profesi. Mereka juga memiliki 
kelompok-kelompok loby yang selalu berkepentingan dan berusaha 
mempengaruhi setiap tahap dan bentuk perumusan,penetapan dan 
pelaksanaan kebijakan publik yang dijalankan oleh para aktor politik. 
Mereka juga seringkali menyampaikan persuasi politiknya melalui 
iklan, aktivitas lobby dan juga organisasi-organisasi yang memiliki 
massa pendukung yang luas. 

Kemudian ada juga kelompok penekan. Kelompok penekan ini 
biasanya terorganisir melalui isu-isu tunggal dan bersifat spesifik. 
Kelompok penekan ini misalnya gerakan masyarakat anti penggunaan 
energi nuklear, kelompok pecinta dan pelestari lingkungan, dan 
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kelompok-kelompok yang bergerak dalam advokasi peningkatan 
kualitas pelayanan kesehatan dan obat-obatan. Kelompok penekan ini 
secara kontinyu berusaha mempengaruhi proses regulasi dan 
perumusan kebijakan publik yang dilakukan baik oleh lembaga 
legislatif maupun Pemerintah. 

McNair (2004) juga menambahkan masih dalam kategori 
organisasi politik adalah kelompok-kelompok organisasi teoris. 
Mereka pada umumnya mengidentifikasi kelompoknya sebagai 
pejuang kebebasan, organisasi pembebasan nasional atau kelompok- 
kelompok gerakan perlawanan yang menolak kebijakan atau bahkan 
kekuasaan yang dijalankan oleh lembaga legislatif maupun 
Pemerintah. McNair (2004) mencontohkan yang termasuk dalam 
kategori jenis kelompok ini antara lain Tentara Republik Irlandia 
Utara di Irlandia Utara, Hamas dan Hezbullah di Timur Tengah, ETA 
di Spanyol, dan juga jaringan Al-Oaida yang pernah menyerang WTC 
pada bukan September 2001 di Amerika Serikat». 

Masih dalam kategori organisasi politik menurut McNair 
(2004) adalah Pemerintah. Institusi Pemerintah melalui beragam jenis 
dan level kelembagaan birokrasi yang dimilikinya setiap saat 
menyampaikan aktivitas dan informasi politik terkait dengan 
rancangan dan pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik 
maupun program-program yang ditujukan untuk pengembangan 
bidang kehidupan publik yaitu bidang ekonomi, sosial, politik dan 
budaya. 

Sebagai organisasi politik, Pemerintah juga terus menjalankan 
aktivitas komunikasi politiknya melalui penyebaran pesan-pesan 
politik untuk meningkatkan dukungan kepercayaan publik. Dengan 
dukungan kepercayaan publik yang kuat ini, maka legitimasi 
Pemerintah pun makin kuat. Sebaliknya, jika didukung oleh 
kepercayaan publik yang rendah maka Pemerintah pun terancam 
krisis kepercayaan publik. 

Kedua, selain organisasi politik, elemen selanjutnya adalah 
audience. Audience merupakan target persuasi yang dijalankan oleh 
para komunikator politik. Audience dalam komunikasi politik ini 
adalah sangat luas, menyangkut para khalayak yang menjadi pemilih 
dari partai politik. Audience di sini mencakup dua hal sekaligus, yaitu 
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audience dalam artian luas dan audience dalam artian spesifik yang 
menjadi target dari proses komunikasi politik35. 

Baik partai politik maupun aktor politik semuanya berlomba- 
lomba untuk mempengaruhi dan mendapatkan kesan positif dari 
kedua jenis audience tersebut. Hal terpenting dari audience adalah 
bagaimana proses komunikasi politik yang dilakukan oleh aktor 
politik nantinya mampu membentuk persepsi dan citra politik para 
politisi, menerima dampak dari pemberitaan media, membentuk opini 
publik dan juga mempengaruhi media dalam menentukan agenda 
media. 


Gambar 5.1. 
Elemen-Elemen Komunikasi Politik (McNair, 2004:6) 
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Ketiga, media sebagai elemen studi komunikasi politik. Dalam 
pandangan McNair(2004) media penting sebagai fokus kajian 
komunikasi politik karena dalam sistem demokrasi modern, media 
memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai penyampai pesan-pesan 
dalam komunikasi politik dan juga sebagai pengirim pesan-pesan 
komunikasi politik yang dikonstruksi oleh para jurnalis kepada para 
aktor politik maupun kepada khalayaknya». 

Media juga bentuk bagi para aktor politik untuk 
menyampaikan program-program politiknya, statemen politik, dan 
sikap serta strategi politiknya dalam arena pemilihan. Selain itu, 
media juga sebagai arena kampanye kelompok-kelompok penekan 
dan juga menjadi sarana liputan pemberitaan terhadap beragam 
aktivitas yang dilakukan oleh berbagai kalangan teroris. Karena itu, 
regulasi terhadap media dalam studi komunikasi politik juga menjadi 
konsen dari para politisi dan organisasi politik. Hal ini menurut 
MCNair(2004)—mengacu pada pemikiran Kaid et.al (1991)— 
disebabkan karena media dipandang memiliki kekuatan strategis 
dalam menampilkan realitas politik obyektif (objective political reality), 
realitas politik subyektif (subjective political reality), dan juga realitas 
politik yang telah terkonstruksi (constructed-political reality)?. 

Berbeda dengan McNair(1999, 2004), Pippa Norris (2004) tidak 
banyak memfokuskan diri pada definisi komunikasi politik, namun 
dia lebih mengeksplorasi dan menyumbangkan peta mengenai ruang 
lingkup studi komunikasi politik. Adapun ruang lingkup kajian 
komunikasi politik menurut Norris (2004) terbagi dalam tiga kategori 
utama, yaitu proses produksi, content dan efek. Ketiga domain kajian 
oleh Norris (2004) digambarkan sebagai berikut. 

Dalam aspek proses produksi pesan, studi komunikasi politik 
dapat dilakukan dengan meneliti bagaimana pesan-pesan politik 
disampaikan oleh partai politik, kelompok-kelompok kepentingan, 
gerakan sosial baru, dan juga para kandidat yang berlaga dalam 
pentas politik. Pesan-pesan politik ini oleh para komunikator politik 
disampaikan baik melalui channel yang bersifat langsung maupun 
tidak langsung. Mayoritas kajian yang dikembangkan di sini 
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berlangsung pada level makro dalam konteks negara-bangsa tertentu. 
Kajian ini juga dapat dilakukan dengan pendekatan komparative pada 
level regional dan lokal. 

Menutut catatan Norris(2004), mayoritas penelitian yang 
berkembang terkait dengan komunikator politik antara lain fokus 
pada profesionalisasi kampanye dan marketing politik, termasuk 
meningkatnya peran konsultan politik, penyelenggara jajak pendapat, 
industri iklan politik dan juga inovasi-inovasi teknik dan strategi yang 
dikembangkan oleh para komunikator politik dan marketer politik. 


Gambar 5.2. 
Ruang Lingkup Studi Komunikasi Politik (Norris, 2004) 
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Norris (2004) juga mencatat bahwa pada umumnya studi 
komunikasi politik di Eropa tertarik mengkaji perubahan struktur 
industri media, regulasi media dan sistem media dan dampaknya 
terhadap proses produksi pesan-pesan politik di masing-masing jenis 
media. Kajian komparative juga terus dikembangkan untuk melacak 
pola perubahan budaya pemberitaan media, peran gatekeepers dalam 
pemberitaan politik, perubahan nilai-nilai pemberitaan politik di 
kalangan jurnalis, editor dan produser yang bekerja di media. Sejak 
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tahun 1990an di beberapa negara transisi demokrasi seperti di Asia, 
Eropa Tengah dan Eropa Timur dan juga di Amerika Latin juga 
berkembang pesat kajian mengenai peran pemberitaan media di 
bawah kekuasan rezim Otoriter dan transisi pasca Rezim Otoriter. 

Pada aspek content, kajian komunikasi politik dapat dilakukan 
dengan menganalisis isi pemberitaan dan program-program yang 
berisi pesan-pesan politik di media cetak, radio televisi dan internet. 
Beberapa studi yang berkembang antara lain bagaimana pola 
pemberitaan politik dilakukan oleh industri televisi, kecenderungan 
independensi dan watak partisan media dalam politik, liputan tentang 
kampanye politik, agenda-setting dan isu-isu kebijakan, dan 
representasi kelompok minoritas politik di media. Analisis pada 
umumnya dilakukan pada level meso, dengan fokus pada media 
tertentu, dan juga dengan model perbandingan beberapa media di 
negara tertentu. Termasuk di sini misalnya kajian komparative 
mengenai pola peliputan pemberitaan kampanye politik, iklan politik, 
model rilis dan publikasi politik yang dilakukan oleh parpol, program 
talkshow dan debat politik di televisi. Beberapa isu hangat yang 
menarik dikaji antara lain liputan tentang skandal politik dan 
representasi kelompok-kelompok minoritas politik di media. Analisis 
dilakukan dengan metode kualitative dan kuantitatif atas pesan-pesan 
yang diproduksi dan yang disampaikan oleh media, dan potensi 
dampaknya bagi khalayak. Terkait dengan content, juga mulai banyak 
dikembangkan studi terkait dengan content internet yang menjadi 
arena pembentukan gerakan sosial baru. 

Sedangkan pada aspek dampak politik, studi komunikasi 
politik ini mengkaji beberapa konsep penting, seperti pengetahuan 
politik (political knowledge), dinamika sikap politik (political attitudes) 
para pemilih dan juga perilaku politik mereka (political behavior). Studi 
mengenai dampak pesan media atau pesan-pesan yang disampaikan 
oleh komunikator politik ini dikaji pada level mikro. Beberapa metode 
yang dilakukan antara lain dengan survey panel, dan beberapa 
diantaranya dilakukan dengan metode eksperimental. Analisis 
difokuskan pada dampak potensial yang ditimbulkan oleh pesan- 
pesan politik di media—baik dalam bentuk liputan pemberitaan 
maupun program-program talkshow dan hiburan—terhadap 
pengetahuan politik, sikap, kesadaran, dan perilaku politik. 
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Menurut Norris (2004), pesatnya riset pada level mikro ini 
karena pengaruh bidang ilmu politik di Amerika dan Eropa. 
Perspektif yang dikembangkan meliputi perspektif sosiologis, 
psikologis dan rasional-choise (ekonomi politik) Dari ketiga 
perspektif ini dielaborasi berbagai variabel untuk menguji pengaruh 
pesan-pesan politik terhadap sikap, kesadaran dan perilaku politik 
pemilih/ khalayak. Di sini studi komunikasi politik menjadi penting 
ketika bersinggungan dengan pemilu dan proses pembuatan kebijakan 
di masing-masing negara, serta sikap dan perilaku warga negara atas 
kebijakan publik yang disampaikan oleh para elit politik. 

Selain model yang digambarkan oleh Norris (2004), di era 
mediated-politic, studi komunikasi politik juga terus berkembang kian 
pesat. Kajian komunikasi politik memberi perhatian pada keterkaitan 
diantara organisasi politik—partai politik, organisasi publik, 
kelompok penekan, kelompok teroris---khalayak, media, tahapan 
internasional (international stage)2. 

Di era mediated -democracy tersebut, bahkan media kian menjadi 
pusat dari interaksi dan komunikasi antara Pemerintah, Institusi 
Bisnis, Parpol, LSM/NGO dan Publik. Media tidak hanya sebagai 
medium untuk menyampaikan beragam informasi sosial, ekonomi, 
budaya dan politik, akan tetapi mampu mengkonstruksikan realitas 
politik dan menghadirkan realitas politik sehingga seakan-akan makin 
dekat dalam kehidupan publik. Media di sini menjadi arena interaksi 
bersama antara para pemilih dengan para aktor politik, lembaga 
politik dan lembaga-lembaga lainnya ketika proses komunikasi politik 
berlangsung. Keberadaan media di sini kian memiliki posisi dan peran 
yang sangat strategis, sebagaimana digambarkan oleh Brian 
McNair(2004) sebagaimana dipaparkan dalam Gambar 5.3: 


58 Lihat Brian McNair.2003. An Introduction to Political Communication. Routledge: 
London and New York. Halaman 5-14. 
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Gambar 5.3. 
Media dan Ruang Publik Politik 


The State/Government/Political Establishment 
1 
Trade I Public 
Unions Opinion 


Editorials Features 


Political 
Parties 
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Groups 


TN Current 
Debates Affairs 


Public - 
Organizations YANG: 
: Organizations 


Sumber: Brian McNair.2004. An Introduction to Political Communication. Routledge: London 
and New York. Halaman 20. 


Hal yang menarik dari model yang disampaikan oleh McNair 
(1995, 2003) adalah, dia menempatkan media melalui berbagai ragam 
produk pemberitaan yang disampaikannya menjadi arena pusat 
interaksi antara berbagai aktor dan lembaga-lembaga politik serta 
lembaga publik lainnya dalam konteks nasional dan internasional. 
Melalui politik pemberitaan yang dilakukan oleh media, beragam 
realitas politik direproduksi melalui ruang redaksi media dengan 
menghadirkan realitas faktual yang ditujukan kepada masyarakat 
berdasarkan visi-misi organisasinya secara makro. 

Selain Norris (2004), dan Mc Nair (1995: 2003), Darren 
G.Lilleker (2006) juga mengembangkan model yang menggambarkan 
ruang komunikasi politik terkait dengan masyarakat dan ruang publik 
(public sphere)59. Menurutnya, komunikasi politik sebagai bidang kajian 
dalam ilmu komunikasi harus ditempatkan dalam konteks 
berfungsinya organisasi-organisasi di dalam masyarakat yang 
menghubungkan media dengan masyarakat dan sistem politiknya. 
Komunikasi politik dalam negara demokrasi harus mampu 
menempatkan warga negara merasa secara terus menerus merasakan 
kehadiran negara dalam kehidupannya. Karena itu, dalam demokrasi 


59 Darren G. Lilleker. Key Concepts in Political Communication. London : Sage 
Publication. Tahun 2006. Halaman 1-5. 
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modern, agar tujuan dari proses komunikasi politik bisa tercapai maka 
dialog dan tanggung jawab Media dan Pemerintah terhadap publik 
harus terus menerus dikedepankan. 

Studi komunikasi politik menurut Lilleker (2006: 4) telah 
berkembang sejak era Yunani kuno dan masa emperium Roma, 
kendatipun ada dalam sistem politik yang berbeda dengan saat ini. 
Studi komunikasi politik pada masa tersebut berkembang terkait 
dengan pola komunikasi politik yang dilakukan oleh para elit melalui 
persuasi dan retorika politik yang dilakukannnya kepada para pemilih 
maupun persuasi dan retorika politik yang disampaikan kepada para 
rival politiknya. Pada masa tersebut, proses komunikasi politik tentu 
saja lebih banyak dilakukan secara langsung dan interpersonal, dan 
peran media juga belum terlalu signifikan dalam proses komunikasi 
politik. 

Menurut Lilleker (2006), ruang lingkup kajian komunikasi 
dalam pandangan klasik seringkali hanya fokus pada sumber dan 
motivasi para aktor dan komunikator politik dalam menyampaikan 
informasi politik dalam ruang publik untuk mencapai tujuan 
politiknya. Konsep ini menurut Lilleker (2006) mengandung sejumlah 
kelemahan dan masih kurang memadai, khususnya di dalam 
menempatkan posisi dan peran media dalam proses komunikasi 
politik. Karena itu menurutnya studi komunikasi politik modern 
harus dilakukan dengan meneliti proses komunikasi politik yang 
berlangsung antara Negara/Pemerintah, aktor-aktor non-negara, 
media dan juga para pemilih, konstituen dan warga negara. Dalam hal 
ini menurutnya ada tiga hal yang bisa menjadi fokus perhatian. 
Pertama, adalah ruang publik yang menjadi arena interaksi antara 
masing-masing aktor dan komunikator dalam komunikasi politik. 
Adanya performance ruang publik yang berbeda di masing-masing 
negara ini pada umumnya dipengaruhi oleh sistem politik dan sistem 
sosial yang berkembang di wilayah masing-masing. Dalam negara 
otoriter tentu memiliki ruang publik yang berbeda dengan negara 
demokratis. Struktur politik yang demokratis tentu memungkinkan 
adanya ruang publik yang demokratis dan deliberatif. Pola kekuasaan 
politik yang berbasis oligarkhis akan cenderung menghasilkan ruang 
publik yang agonistik. Performance ruang publik di masing-masing 
negara ini akan berpengaruh pada bagaimana legitimasi masing- 
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masing aktor politik dan Pemerintah di hadapan publik. Performance 
ruang publik yang beragam ini juga berdampak pada keseluruhan 
proses komunikasi politik yang melibatkan media dan masing-masing 
aktor dan komunikator politik. 

Kedua, studi komunikasi politik juga harus memperhatikan 
peran aktor-aktor non-negara (non-state actors). Peran aktor-aktor non- 
negara dalam proses komunikasi politik di negara-negara demokrasi 
saat ini kian meningkat. Aktor-aktor non-negara ini tidak hanya 
berpengaruh terhadap dinamika komunikasi politik pada level lokal 
dan nasional, akan tetapi juga dalam level internasional. Aktor-aktor 
non-negara diantaranya adalah organisasi atau lembaga yang berjenis 
korporasi maupun LSM dan juga lembaga-lembaga supra state. Pada 
umumnya mereka ikut berperan besar dalam mempengaruhi 
kebijakan publik dan mereproduksi isu-isu aktual dalam panggung 
komunikasi politik. Apa yang mereka lakukan ini tidak hanya 
mempengaruhi Negara/Pemerintah dan Partai Politik, akan tetapi 
juga mempengaruhi perilaku politik pemilih dan konstituen maupun 
warga negara pada umumnya. 


Matrik 5.4. 
Model Tradisional dalam Studi Komunikasi Politik 


The political sphere 


The media 
(broadcast and print) 


/ 
The public 


Sumber : Darren Lilleker. Key Concept of Political Communication. London: Sage 
Publication. 2006. Halaman 3 


Ketiga, peran media juga kian penting dalam menyampaikan 
pesan-pesan dan informasi kepada publik. Dalam negara demokrasi, 
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yang menjunjung tinggi kebebasan dan menghormati pluralisme 
masyarakat, media melalui berbagai program tayangan dan peliputan 
pemberitaan yang disajikannya setiap saat mampu merangsang 
lahirnya diskusi-diskusi politik, mempengaruhi dan menciptakan 
opini publik, dan mempengaruhi kebijakan publik. Tidak hanya itu, 
daya tarik dan pengaruh media bahkan bisa membentuk persepsi, 
sikap dan perilaku politik warga negara. 

Mengacu kepada apa yang disampaikan Denton dan 
Woodward (1990), Lilleker (2006) meyakini bahwa media mampu 
mereproduksi budaya demokrasi baik di kalangan elit politik, 
lembaga politik, parpol dan pemerintah dan juga di kalangan pemilih. 
Media bahkan diyakini mampu menghadirkan isu-isu yang dianggap 
sebagai isu publik dan secara terus menerus menjadi perdebatan 
dalam ruang publik (Herman dan Chomsky, 1998, dalam Lilleker 
(2006: 2). Karena itu menurut Lilleker, studi komunikasi politik harus 
mampu mengkaji proses komunikasi yang secara jeli mencermati 
dinamika para aktor dan komunikator, pesan yang disampaikan oleh 
para aktor dan komunikator, media yang digunakan para aktor, 
maupun audiens/pemilih dalam berbagai konteks dan level ruang 
publik yang tersedia. 

Seiring dengan berkembangnya sistem demokrasi dan sistem 
politik modern dan menguatnya peran media dalam kehidupan 
publik, performance komunikasi politik dan aktivitas politik yang 
dilakukan oleh para aktor dan komunikasi politik pun makin 
berkembang. Di era demokrasi dan sistem politik modern ini, ruang 
publik makin berkembang dengan pesat. Kendatipun pada awalnya 
ditandai dengan adanya ruang publik borjuis—sebagaimana yang 
digambarkan oleh Habermas (1989) —namun pada akhirnya ruang 
publik ini pun kian tercipta secara luas dalam berbagai struktur sosial 
masyarakat modern. 

Meningkatnya peran media, sistem politik yang demokratis 
dan juga meluasnya arena interaksi sosial yang menjadi ruang publik 
ini kemudian kian merangsang publik makin tertarik untuk terlibat 
dalam beragam pembicaraan politik. Mereka juga makin memiliki 
ekspekstasi untuk memiliki peran dalam dunia politik. Adanya 
kesetaraan akses dalam informasi dan juga meningkatnya akses dalam 
memperoleh pendidikan kian mendorong banyak orang untuk makin 
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terlibat dalam dunia politik dan memiliki keinginan besar untuk 
mempengaruhi berbagai bentuk kebijakan publik. 

Pada mulanya, mayoritas publik masih sebagai publik yang 
laten, yaitu sekumpulan individu-individu di dalam masyarakat dari 
berbagai latarbelakang yang belum sepenuhnya menyadari posisi dan 
peran politiknya di dalam kehidupan masyarakat. Secara pelan-pelan, 
kemudian mulai tumbuh kesadaran mereka untuk ikut mengetahui 
sejumlah kebijakan publik yang menjadi konsen para elit dan menjadi 
kewenangan Pemerintah. Maka lahirlah kategori publik yang kedua 
yaitu publik yang memiliki kesadaran dan rasionalitas yang memadai 
dalam menyimak dan mengevaluasi setiap perkembangan politik 
aktual. 

Fase selanjutnya kemudian berkembanglah publik yang aktif, 
yaitu publik yang secara aktif secara terus menerus dan intens untuk 
melakukan artikulasi politiknya dan melakukan advokasi politik. Hal 
ini mereka lakukan baik terhadap partai politik, aktor politik maupun 
Pemerintah. Publik yang aktif ini memiliki rasionalitas yang memadai 
dan kecerdasan politik yang tidak hanya mampu memahami isu-isu 
yang sedang aktual dalam ruang publik, akan tetapi mereka juga 
mampu mempengaruhi persepsi, sikap dan perilaku politik anggota 
masyarakat pada umumnya. Publik yang aktif ini bahkan mampu 
mereproduksi isu-isu yang menjadi opini publik ataupun 
mempengaruhi opini publik yang sudah ada. 

Di luar ketiga jenis kategori publik di atas, dalam masyarakat 
juga terdapat publik yang pasif. Publik yang pasif ini pada umumnya, 
cenderung kurang peduli terhadap isu-isu publik. Adakalanya 
ketidakpedulian ini disebabkan karena mereka tidak mendapatkan 
akses informasi politik secara memadai ataupun karena latarbelakang 
pendidikan mereka yang rendah. Akan tetapi, publik yang pasif ini 
juga seringkali disebabkan oleh karakter mereka ataupun budaya 
politik mereka yang menjadikan mereka memilih untuk pasif dan 
tidak peduli dengan hal-hal apapun yang terkait dengan kepentingan 
publik. 

Dalam studi komunikasi politik modern, menurut Lilleker, 
harus diperhatikan level-level komunikasi politik yang berlangsung 
dengan melibatkan empat aktor utama. Pertama, para aktor politik 
yang menduduki jabatan politik karena terpilih melalui mekanisme 


102 | Nyarwi Ahmad 


pemilu maupun karena konsensus politik hasil pemilu. Kelompok 
yang termasuk di sini adalah Presiden, Perdana Menteri, Anggota 
Kabinet, Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah di Kabupaten/Kota 
dan Propinsi dan partai politik penguasa. Kedua, para aktor politik dan 
institusi publik yang tidak menjadi subyek dalam arena pemilu. 
Mereka yang termasuk di dalamnya adalah kelompok-kelompok 
penekan, sektor bisnis, organisasi publik maupun kelompok- 
kelompok teroris. Ketiga, media, baik media cetak maupun media 
penyiaran. Keempat, publik baik yang termasuk pemilih maupun 
warga negara pada umumnya. Keempat aktor dalam komunikasi 
politik ini terus berinteraksi satu sama lain yang menentukan level 
berlangsungnya sebuah proses komunikasi politik. Di masing-masing 
negara, para aktor ini juga menunjukkan performance komunikasi 
politik yang berbeda karena dipengaruhi oleh sistem politik, sistem 
pemerintahan dan budaya politik yang mereka kembangkan. 

Berkaitan dengan perkembangan bidang kajian komunikasi 
politik, selanjutnya Norris (2007) juga menambahkan riset-riset opini 
publik sebagai domain penting dalam studi komunikasi politik. Opini 
publik sebagai salah satu domain penting dalam studi komunikasi 
politik menjadi jembatan dari lokus studi sebelumnya terkait dengan 
komunikator, content dan efek. Meskipun cenderung fokus pada level 
mikro, riset ini bisa dikembangkan pada level makro terkait dengan 
perubahan nilai-nilai sosial, budaya, ekonomi dan politik yang terjadi 
pada beberapa negara. 


Matriks 5.5. 
Level Komunikasi Politik 


Elective political officials Non-elective organisations 
President, prime minister and Pressure groups, business 

cabinet, national and local sector, public organisations, 
government, political parties terrorist groups 
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Sumber : Darren Lilleker. Key Concept of Political Communication. London: 
Sage Publication. 2006. Halaman 5. 


Perkembangan kajian opini publik ini diiringi dengan 
pendirian dan peran sejumlah lembaga survei pada level kawasan 
yang secara rutin memberikan rilis hasil risetnya. Di Eropa 
berkembang Euro Barometer, yang secara kontinyu meneliti dinamika 
sikap publik terhadap demoktasi, pemerintahan, kebijakan ekonomi, 
partisipasi politik dan identitas nasional. Selain itu juga berkembang 
The New Erope yang mempublikasikan hasil survei opini publik di 
bawah koordinasi Richard Rose. Beberapa fokus kajian yang 
dilakukannya antara lain memantau proses perubahan budaya politik 
dan perilaku dan sikap masyarakat terhadap perkembangan kondisi 
ekonomi pasca runtuhnya Rezim komunisme Uni Soviet. 

Di Amerika Latin, di bawah kepemimpinan Marta Lagos, 
Latino Barometer juga didirikan dan sebagai lembaga yang menjadi 
pionir dalam mengembangkan riset opini publik di kawasan ini. 
Berdiri pada tahun 1995, mereka mengembangkan sejumlah kajian 
yang terkait dengan dinamika sikap publik terhadap perkembangan 
demokrasi di negara-negara yang ada di kawasan tersebut. Latino 
Barometer ini mendapatkan dukungan pendanaan di lembaga donor 
Uni Eropa dan meneliti perkembangan opini publik di 18 negara di 
kawasan tersebut. Berdiri sebagai lembaga private dan bersifat non- 
provit lembaga ini menjadi central data base yang menyajikan potret 
dinamika opini publik di kawasan Amerika Latin. 

Adapun di Afrika, berdiri Afro-Barometer yang dikembangkan 
oleh Michel Bratton, Robert Mattes, dan E.Gyimah-Boadi. Mereka 
melakukan survei di sejumlah negara, seperti Mali, Tanzania dan 
Zambia. Secara umum, lembaga ini memotret dinamika opini publik 
18 negara Afrika dengan mengedepankan transparansi terkait dengan 
perkembangan riset yang mereka lakukan, model pertanyaan survei 
yang digunakan, publikasi yang mereka hasilkan, sumber-sumber 
pendaan dan asosiasi kelembagaan yang mereka lakukan. 

Di Asia, juga berkembang The East Asia Barometer sejak tahun 
2002, yang memantau sikap publik terhadap proses demokratisasi dan 
pembangunan ekonomi di delapan negara Asia Timur. Lembaga ini 
dipimpin oleh Yun-han Chu dan berkedudukan di Taiwan. Kemudian 
lembaga ini terus dikembangkan menjadi The Asian Barometer yang 
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meneliti dinamika opini publik dan demokrasi di 17 negara seperti 
Jepang, Mongolia, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, China, Filipina, 
Thailan, Vietnam, Kamboja, Singapore, India, Indonesia, Pakistan, 
Banglades, Sri Lanka dan Nepal. Kemudian pada tahun 2006, dibawah 
pimpinan Mark Tessler dari Universitas Michigan didirikan the Arab 
Barometer sebagai lembaga riset yang melakukan survei terkait dengan 
kondisi ekonomi dan sikap-sikap politik yang sedang berkembang di 
lima negara timur tengah seperti Palestina, Yordania, Maroko, Nigeria 
dan Kuwait. 

Seiring dengan berkembangnya kawasan Uni Eropa, maka 
pada tahun 2002 didirikan The European Social Survey (the ESS), yang 
menjadi lembaga akademik baru yang berpengaruh dalam 
memberikan temuan riset terbaru menyangkut perubahan sikap, 
kepercayaan dan pola perilaku politik masyarakat di berbagai negara 
yang tergabung dalam Uni Eropa. Lembaga ini mendapatkan 
dukungan pendanaan kuat dari Komisi Uni Eropa dan Lembaga 
Pengetahuan Uni Eropa (European Science Foundation ). Keberhasilan 
lembaga ini tidak lepas dari pola kepemimpinan terpusat yang 
dilakukan oleh Roger Jowell dari Lembaga Perbandingan Survei Sosial 
(the Centre for Comparative Social Surveys), City University. Lembaga ini 
juga mengedepankan standard tinggi atas sampling dan pola 
pelaksanaan survei lapangan dan sangat hati-hati dalam 
mengumpulkan data latarbelakang demografis dan sosial. Mereka 
juga mengembangkan survei-survei lintas negara untuk memotret 
dinamika opini publik di negara-negara kawasan Uni Eropa.80 

Selain Norris (2004), Philip Seib (2008) memetakan lanskap 
studi komunikasi politik dengan ruang lingkup pada studi perspektif 
teori dan prinsip-prinsip komunikasi politik, media dan 
pemerintahan, pengaruh pesan-pesan politik terhadap proses politik, 
studi opini publik, agenda publik dan agenda media, studi kampanye 
dan pemilu, dan studi new media dan komunikasi politik dalam 
empat bagian publikasis!. Pada bagian pertama terkait dengan dua hal. 
Pertama, beberapa kajian yang terkait dengan perspektif dan prinisp- 
prinsip komunikasi politik antara lain meliputi logika media dan 
komunikasi politik yang dilakukan oleh David L.Atheide, berita media 


60 Hal 12-13. 
S1 Philip Seib (Eds). Political Communication. London : Sage Publication. Tahun 2008. 
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sebagai institusi politik oleh Timothy E.Cook dan juga oleh Michael 
Schudson, efek framming pemberitaan televisi terhadap khalayak oleh 
Claes H. De Vreese, teori propaganda politik oleh Harold D. Laswell, 
teori gatekeeping dan pemberitaan langsung peristiwa politik oleh 
Steven Livingston dan W.Lance Bennet, dampak media terhadap 
perkembangan kampanye politik oleh Pippa Norris, etika komunikasi 
politik oleh Manuel Pares I Maicas, konsep emotional deficit dalam 
komunikasi politik (Barry Richards), beberapa catatan perkembangan 
riset tentang bahasa politik oleh Lindsay Rogers, pembelajaran politik 
yang dilakukan oleh pemilih melalui media (David Weaver), dan 
agen-agen komunikasi dan propaganda politik (Malcom M.Willey). 

Kedua, studi tentang media, kebijakan publik dan pemerintah, 
antara lain dilakukan dengan topik-topik seperti perkembangan teori 
hubungan media dan pemerintah di Amerika Serikat oleh W.Lance 
Bennet, independensi pers dan pemberitaan skandal politik, perebutan 
saling pengaruh antara Presiden, Parlemen dan Media dilakukan oleh 
Gerge C.Edwards III dan B.Dan Wood, pemberitaan media dan 
dukungan politiknya dalam perisitiwa peperangan (Daniel C.Hallin), 
gerakan sosial dan media (Corwin R.Kruse), mispersepsi posisi dan 
peran media dalam peliputan perang (Steven Kull, Clay Ramsay dan 
Evan Lewis), tentang konsep bad news dan god news (Philip Lowe dan 
David Morrison), konsep bad news dan bad governance (Thomas E 
Petterson), pola-pola komunikasi dan problem representasi 
Pemerintahan di masyarakat non-Barat (Lucien W.Pye), kelompok 
kepentingan, media dan pembentukan debat kebijakan (Nayda 
Terkildsen, Frauke I Schnell dan Cristina Ling), privasi, politik dan 
pers (Dennis F.Thompson), dan efek lipyan media terhadap perhatian 
pada kebijakan publik dan perilaku publik (Itzhak Yanovitzky) 

Pada bagian kedua, juga ada dua domain kajian. Pertama, 
proses komunikasi politik dan pengaruhnya terhadap keseluruhan 
proses politik. Kajian ini antara lain terkait dengan tema kebebasan 
sebagai sebuah nilai-nilai dasar bagi media dalam sistem demokrasi 
(Hussein Amin), persepsi dan sikap di kalangan jurnalis terhadap 
proses komunikasi politik yang berlangsung, media komunitas dan 
komunikasi politik (Nico Carpentier, Rico Lie dan Jan Servaes), 
perubahan diskursus demokrasi, jurnalisme publik dan pengetahuan 
politik (Anthony J Eksterowicz, Robert Roberts dan Adrian Clark), 
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ruang publik elektronik dan komunikasi politik (Susan Herbst), 
talkshow politik, personalitas televisi dalam arena politik (Kurt Lang 
dan Gladys Engel Lang), garda depan baru dalam profesionalisme 
dunia politik(Paolo Mancini), ekspose media dan efek pesan-pesan 
politik (Jack M McLeod and Daniel G McDonald), orientasi media dan 
dampaknya dalam proses politik, komunitas, komunikasi dan 
partisipasi politik (Jack M McLeod, Dietram A Scheufle dan Patricia 
Moy), peran media massa, dan diskusi interpersonal terhadap 
partisipasi politik di level lokal, percakapan politik dan demokrasi 
(Michael Schudson), televisi dan rezim otoritarian (James Shanahan), 
dan penggunaan media massa, pengetahuan terhadap isu politik dan 
keterlibatan politik (Alexis S Tan). 

Kedua, domain riset yang terkait dengan opini publik, agenda 
publuk dan media. Beberapa topik ini antara lain, frame pemberitaan, 
sinisme politik dan sinisme media (Joseph N Cappella and Kathleen 
Hall Jamieson), pengaruh pemberitaan TV lokal terhadap cara 
pandang publik, organisasi media dan liputan pemberitaan media 
dalam pemilu presiden, dinamika kepercayaan publik terhadap 
media, pers dan opini publik (Walter Lippmann), fungsi agenda- 
setting media massa (Maxwell McCombs dan Donald Shaw), agenda 
setting media dan pemilihan umum (Maxwell McCombs, Esteban 
Lopez-Escobar dan Juan Pablo Llamas), framming media terhadap 
konflik kebebasan sipil dan pengaruhnya terhadap nilai-nilai toleransi 
(Thomas E Nelson, Rosalee A Clawson dan Zoe M Oxley), faktor- 
faktor yang mempengaruhi opini publik (Benjamin I Page, Robert y 
Shapiro dan Glenn R Dempsey), media, opini publik dan kebijakan 
luar negeri (Struart N.Soroka), dan efek agenda-setting terhadap pola 
pemberitaan berita internasional (Wayne Wanta dan Y W Hu). 

Pada bagian ketiga, terkait dengan domain kampanye dan 
pemilu. Beberapa riset yang berkembang di sini antara lain, media dan 
iklan kampanye politik (Stephen Ansolabehere and Shanto Iyengar), 
proses penerimaan pesan-pesan politik (Larry M Bartels), dampak 
politik dari terpaan media, beberapa kriteria model evaluasi 
kampanye politik (Pamela J Benoit dan William L Benoit), pemilih, 
kandidat dan kampanye politik di era abad informasi (Michael X Delli 
Carpini), pembelajaran politik pemilih dan kampanye pemilu presiden 
(Dan Drew dan David Weaver), kontroversi peran media dalam 
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pemilu dan kampanye politik, kontroversi perdebatan efek kampanye 
politik menyerang, survei terhadap dampak kampanye politik politik 
dan kecenderungan perilaku pemilih (Andrew Gelman dan Gary 
King), isu gender dan pola pemberitaan dalam kampanye politik, 
beberapa kriteria performance presiden (Doris A Graber dan David 
Weaver), elemen-elemen yang terlupakan dalam liputan kampanye, 
berita politik dan Soud Bite (Daniel C Hallin), opini publik dan liputan 
pemberitaan pemilu di televisi (Stephanie Greco Larson), personalisasi 
perilaku politik (Carolyn Marvin dan Peter Simonson), menurunnya 
peran komunikasi dan sensasionalitas publik dalam pemilu presiden, 
dampak jurnalisme publik terhadap pemberitaan kampanye pemilu, 
pembuat image politik dan media massa (Dan Nimmo), media cetak 
dan iklan kampanye politik menyerang (Patrick B O'Sullivan dan Seth 
Geiger), media dan kandidat lokal dalam pemilu (David Rosenbloom), 
jurnalisme opini (Catherine A Steele dan Kevin G Barnhurst), dan 
jaringan pemberitaan dalam kampanye pemilu presiden. 

Pada bagian empat terkait dengan topik-topik baru dalam 
studi komunikasi politik kontemporer. Ada dua tema besar. Pertama, 
komunikasi politik internasional, media dan budaya komunikasi 
politik. Beberap tema penelitian ini antara lain, komunikasi politik 
sebagai instrumen kebijakan luar negeri (W Phillips Davison), 
perkembangan studi komunikasi politik internasional (W Phillips 
Davison dan Alexander L George), framming liputan berita-berita 
internasional (Robert Entman), komunikasi global dan kebijakan 
internasional (Eytan Gilboa), Amerikanisasi komunikasi politik (Ralph 
Negrine dan Stylianos Papathanassopoulos), perbandingan budaya 
komunikasi politik (Barbara Pfetsch), diskursus media terhadap isu 
globalisasi dan terorisme (Andrew Rojecki), Framming politik Uni 
Eropa (Holli A Semetko dan Patti M Valkenburg), dan dinamika 
perkembangan komunikasi politik internasional (Hans Speier). 

Kedua, new media dan komunikasi politik. Beberapa topik 
kajian yang dilakukan antara lain meliputi pola-pola penggunaan 
internet dan penggunaan media berita tradisional di dalam jaringan 
komunitas (Scott L Althaus and David Tewksbury), new media dan 
komunikasi politik (Jay Blumer dan Michael Gurevitch), demokratisasi 
cyberspace, internet, ruang publik dan komunikasi politik (Peter 
Dahlgren), dispersi dan deliberasi, cyberspace dan masa depan 
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komunikasi politik (Vincent Mosco dan Derek Foster), internet dan 
tantangan komunikasi politik di negara-negara non demokrasi, dan 
perkembangan Sound Bite virtual (Howard Tumber and Michael 
Bromley). 


Model Penelitian Studi Komunikasi Politik 


Penelitian bidang komunikasi politik di dunia berkembang 
dalam beberapa fase. Sejumlah model dan bentuk penelitian terus 
dilakukan dengan dipengaruhi oleh teori dan model lapangan 
penelitian komunikasi politik. Jack M.McLeod (2001) memberi ilustrasi 
perkembangan penelitian komunikasi politik pada fase awal adalah 
fokus pada sosialisasi politik. Selama 40 tahun, penelitian mengenai 
sosialisasi politik bisa dibagi dalam tiga tahap?2. 

Pertama, model tradisional. Pada fase ini, kajian komunikasi 
politik masih difokuskan pada aspek sosialialisasi politik. Model ini 
berkembang sejak tahun 1950an-1960an. Fase ini bahkan dikenal 
sebagai era emas studi komunikasi politik, karena banyaknya 
penelitian yang mengkaji beragam faktor dan variabel terkait 
sosialisasi politik. Pada fase tradisional ini, fokus penelitian ditujukan 
pada bagaimana mempelajari seseorang yang memperoleh 
pengetahuan politik, bagaimana mereka belajar tentang politik, 
kewarganegaraan, dan tingkat kedekatan seseorang dengan partai 
politik (partisanship). Pada fase ini, sosialiasi politik didefinisikan 
dilihat sebagai proses bagaimana seseorang mengadopsi nilai, norma 
dan keyakinan politik tertentu. Pengetahuan dan kesadaran politik 
seseorang diajarkan lewat agen-agen sosialisasi politik, terutama 
melalui keluarga, teman sebaya (peer group) hingga melalui media 
massa. Adapun jenis-jenis penelitian pada dekade ini cenderung 
dipusatkan pada agen-agen sosialisasi, peran keluarga, dan hal-hal 
yang diajarkan oleh keluarga pada anak-anaknya. 

Kedua, perubahan model tradisional yang berlangsung pada 
awal tahun 1970an. Model tradisional yang sebelumnya telah banyak 
dikaji oleh para ilmuwan komunikasi politik mendapat beragam 
kritik. Steven Chaffe merupakan salah satu ahli yang terlibat dalam 


62 Lihat Jack M.McLeod. “Seteven Chaffe and the Future of Political Communication 
Research. Political Communication, Vo1.18, No.2, 2001. 
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upaya memperbaiki model tradisional dalam riset mengenai 
sosialisasi politik. Model tradisional melihat bahwa proses sosialisasi 
politik merupakan model yang statis, bersifat top down dan 
mengasumsikan pengaruhnya bersifat langsung. Steven Chaffe dan 
koleganya memperlihatkan bahwa bentuk dan pola komunikasi ikut 
menentukan proses sosialisasi politik. Pola komunikasi dalam 
keluarga, lingkungan pergaulan pertemanan tidak lagi bisa dilihat 
seragam. Sebaliknya, menurut Chaffe dkk, pola tersebut adalah 
beragam dan bisa menentukan keberhasilan dari proses sosialisasi 
politik. Steven Chaffe juga menenkankan pola komunikasi politik 
bukan lagi bersifat top down, sebaliknya bersifat timbal balik. Kajian 
sosialisasi politik pada era ini pola tersebut sudah mengalami 
pergeseran, tidak lagi memusat lagi pada keluarga dan agen-agen 
sosialisasi politik lainnya, akan tetapi lebih ditentukan oleh proses, 
dinamika dan pola komunikasi yang terjadi dalam agen-agen 
sosialisasi politik. 

Ketiga, model baru yang menekankan pada jaringan sosial. 
Model penelitian sebelumnya yang dikembangkan oleh Steven Chaffe 
dkk ini hanya bertahan hingga dua dekade. Selanjutnya, pada tahun 
1990an, kajian sosialisasi politik ini mengalami perubahan mendasar. 
Perubahan ini terutama dipengaruhi oleh perkembangan beragam 
teori yang ada dalam bidang ilmu sosiologi dan ilmu politik. Hal ini 
terutama pengaruh dari penelitian Robert Putnam yang menekankan 
dimana sosialisasi politik bukan lagi ditentukan oleh agen sosialisasi 
seperti keluarga atau teman permainan (peer group), akan tetapi mulai 
diambil alih perannya oleh jaringan sosial. Teori yang kemudian lahir 
adalah model civic culture. 

Model baru ini menekankan pentingnya keterlibatan seseorang 
dalam jaringan dan asosiasi kemasyarakatan. Dalam hal ini tidak 
peduli apapun bentuk dari jaringan dan asosiasi kemasyarakat 
tersebut—seperti perkumpulan olahraga, kesenian, lembaga 
tradisional hingga asosiasi politik. Adanya perkembangan pesat 
jaringan sosial dimana warga negara secara sukarela maupun dengan 
sengaja ikut terlibat di dalamnya, kemudian menjadi modal sosial 
yang mempengaruhi terbentuknya civic engagement. Masyarakat yang 
menjadi anggota lembaga-lembaga sosial ini secara teoritis dinilai 
lebih terbuka dan peduli dengan persoalan-persoalan publik dimana 
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mereka mayoritas memiliki ketertarikan dengan persoalan politik. 
Mereka juga ikut dalam beragam perkumpulan yang membuat para 
anggotanya lebih dekat dengan persoalan-persoalan publik. Selain itu, 
mereka juga mengembangkan pola sosialisasi yang pada akhirnya 
meningkatkan toleransi dan beragam bentuk kerjasama. 

Individu dengan latarbelakang yang berbeda dalam 
perkumpulan tersebut akan cenderung berbagi pengalaman dan 
budaya sehingga menciptakan budaya kewargaan yang sama (civic 
culture). Mereka yang terlibat dalam masalah-masalah sosial juga lebih 
mungkin tertarik untuk senantiasa terlibat (engage) dengan masalah- 
masalah politik yang sedang berkembang. Hal ini pada akhirnya juga 
mendorong anggota yang ada di dalamnya secara piskologis untuk 
ikut terlibat dan tertarik dengan persoalan politik, menyimak 
perkembangan berita politik, membicarakan masalah-masalah politik 
dan membangun keyakinan tertentu di dalam dirinya dalam 
mempengaruhi persoalan publik. 

Kajian tentang sosialisasi politik pada periode ini tidak lagi 
pusatkan pada agen sosialisasi, akan tetapi cenderung fokus pada 
aspek sejauh mana keterlibatan seseorang dalam jaringan di lembaga- 
lembaga sosial secara luas. Survei mengenai sosialisasi politik pada 
fase ini juga diarahkan untuk mengelaborasi derajat keterlibatan 
seseorang dalam politik, ketertarikan dalam masalah-masalah politik 
hingga pada aspek kepercayaan politik. 

Menurut catatan Nimmo dan Sanders (1981), terdapat 13 sub- 
topik yang menjadi fokus kajian yang paling diminati dalam studi 
komununikasi politik (Lin, 2004:85), diantara seperti retorika politik, 
iklan politik dan propaganda, debat politik, sosialisasi politik dan 
pemilu. Sedangkan menuru Kaid dan Sanders (1985), ia menemukan 
12 area topik riset dalam komunikasi politik seperti berita dan 
kepentingan pyblik, retorika/fantasi/simbol, presiden dan media, 
debat politik, iklan politik, dan sosialisasi politik. Johnston (1990an) 
mengklasifikasikan ada empat area utama kajian komunikasi politik 
yaitu : 1) komunikasi dan pemilu, termasuk di dalamnya meliputi 
iklan politik dan debat politik: 2) komunikasi politik dan politik 
pemberitaan, 3) retorika politik: 4) sikap politik, perilaku dan 
informasi politik, termasuk di dalamnya penggunaan media, ekspose 
media dan sosialisasi politik. Kaid (1996) kemudian juga 
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mengidentikasi empat area utama kajian komunikasi politik, yaitu : 1) 
liputan media terhadap kampanye politik dan peristiwa politik: 2) 
debat politik: 4) iklan politik dan retorika politik. 

Dari kecenderungan di atas tampak dimana masing-masing 
ilmuwan komunikasi politik berusaha terus menerus memetakan 
perkembangan bidang kajian komunikasi politik sesuai dengan 
kecenderungan riset yang dikembangkan oleh para ilmuwan dan 
peneliti di bidang ini. Meski demikian, memang belum ada 
pembakuan secara pasti sub topik kajian dari bidang studi ini. 
Semuanya tergantung dari pola pengategorian yang dilakukan oleh 
para peneliti dan ilmuwan tersebut. Dari sini kemudian Lin (2004:85) 
menyimpulkan ada enam bidang yang menjadi sub kajian utama 
dalam studi komunikasi politik, yaitu: 1) retorika politik, 2) iklan 
politik: 3) debat politik: 4) liputan media para kampanye politik dan 
peristiwa politik, 5) sikap politik: 6) perilaku politik dan sub-kajian 
lainnya 

Pada masa tersebut, sejumlah problem penelitian komunikasi 
politik juga mulai berkembang. Pertama, problem data. Dalam 
beberapa kasus penelitian komunikasi politik, seringkali cenderung 
menggunakan data agregat mengenai persepsi dan perilaku pemilih. 
Data agregat semacam ini antara lain disediakan oleh sejumlah 
konsorsium seperti National Election Study (NES). Para peneliti politik 
dan komunikasi politik merupakan pemakai data-data tersebut. Data- 
data ini lebih banyak beroreintas ke aspek politik semata, akan tetapi 
tidak memadai dalam menjelaskan kebutuhan lebih luas dalam kajian 
komunikasi politik. Akibatnya, banyak penelitian komunikasi politik 
yang dilakukan belum memberikan kepuasan. 

Sebagai contoh David Michael Ryfe (2001:413) yang 
memberikan ilustrasi mengenai buku karya Robert Putnam, Bowling 
Alone. Karya akademik ini menguraikan mundurnya asosiasi dan 
jaringan sosial di kalangan masyarakat Amerika. Putnam banyak 
menggunakan data agregat dalam melacak keanggotaan masyarakat 
dalam berbagai asosiasi sukarela hingga data-data mengenai persepsi 
publik. Salah satu kesimpulan Putnam adalah mundurnya modal 
sosial yang diakibatkan oleh menurunnya asosiasi dan keanggotaan 
pada kelompok-kelompok sosial di kalangan masyarakat Amerika. 
Salah satu kemunduran ini adalah karena disebabkan oleh 
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pertumbuhan televisi. Jika keanggotaan masyarakat Amerika pada 
asosiasi sukarela dijelaskan tidak semata-mata dengan agregat, namun 
dengan ragam data yang lebih kaya, maka tentu tidak sekedar 
memberikan penjelasan seperti di atas. 

Kedua, problem pengukuran. Terkait dengan data dalam studi 
komunikasi politik, penggunaan data-data agregat mengenai persepsi 
dan perilaku pemilih seringkali menggunakan konsep pengukuran 
yang kurang tepat. Akibatnya, cukup banyak dijumpai adanya 
kesenjangan antara kebutuhan peneliti dengan data yang tersedia. 
Sebagai contoh, data yang dibutuhkan sebenarnya adalah mengenai 
terpaan media (media exposure), yang mestinya diukur berdasarkan 
sejauh mana intensitas atau perhatian audiens terhadap media. Akan 
tetapi, data yang tersedia justru lebih pada frekuensi atau jumlah 
pembaca surat kabar atau penonton televisi. Tentu saja data ini tidak 
mencerminkan konsep terpaan media itu sendiri. 

Ketiga, muncul perdebatan mengenai efek media dalam arena 
pemilu. Dalam hal ini, perdebatan tentang sejauh mana efek media 
cenderung menjadi perdebatan yang tidak pernah selesai. Sejumlah 
peneliti dan ilmuwan cenderung meyakini efek media satu sisi ada di 
titik esktrem dampak media kuat, sisi lain dampak media adalah kuat 
dan berpengaruh dalam mengubah sikap dan perilaku pemilih. 
Sebaliknya, sisi lain banyak diantara peneliti dan ilmuan yang 
berpendapat bahwa efek media adalah lemah sehingga tidak akan 
mampu mengubah sikap dan perilaku pemilih. 

Keempat, adanya trend riset yang mempengaruhi para peneliti. 
Pada umumnya, peneliti dan ilmu komunikasi politik cenderung 
mengikuti apa saja bidang kajian yang dianggap menjadi trend. Hal 
ini karena obyek yang diteliti adalah masalah-masalah yang sedang 
marak dibicarakan banyak orang dan menarik minat banyak kalangan. 
Pada akhirnya, penelitian mengenai kampanye pemilu, debat 
presiden, iklan politik, peran tim sukses dan sejumlah tema-tema baru 
seperti spin doctor dan manajemen pencitraan —selalu mengundang 
para peneliti untuk masuk dalam arena penelitian bidang-bidang baru 
tersebut. Ada kecenderungan dimana pengaruh trend tema riset ini 
cenderung hanya sekedar mengelaborasi isu-isu kontemporer dalam 
bidang studi komunikasi politik, namun cenderung lupa dalam 
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mengelaborasi dan memberikan kontribusi baru dalam studi 
komunikasi politik. 


Tantangan Perkembangan Bidang Studi Komunikasi Politik 


Communication's specific character as a discipline thus can be 
understood in terms of its contributions to knowledge in certain 
intellectual traditions, its evoluing institutional forms, and its 
relevance to “communication” understood as a@ socioculturally 
constituted category of problems and practices (Robert T.Craigh, 
2008) 


Komunikasi sebagai salah satu disiplin ilmu pengetahuan 
sosial memiliki karakter yang unik, begitu kata Craig (2008). Karena 
itu, ia harus dipahami dalam konteks kontribusinya pada tradisi 
intelektual tertentu, perannya dalam pembentukan institusi, dan 
relevansinya dengan ragam kategori persoalan dan praktek sosio 
kulturalnnya8. Konteks sosiokultural yang menempatkannya sebagai 
disiplin yang bersifat praktis— dan sekaligus menghasilkan konstruksi 
baru yang bersifat reflektif —inilah yang nantinya menjadi kekuatan 
relevansinya dalam kehidupan modern dan dalam konteks budaya 
global. 

Robert T.Craig merupakan salah satu intelektual komunikasi 
yang ternama di abad ini. Selain Stephen W.Littlejohn dan Karen A 
Foss, EM Griffin dan Katherine Miller, Ia menulis dan memetakan 
perkembangan tradisi riset dan teori komunikasi. Apa yang 
disampaikan oleh Craig (2008) di atas tentang tiga hal—tradisi 
intelektual64, perannya dalam pembentukan institusi dan relevansinya 
dengan beragam persoalan dan praktek sosiokultural—dapat kita 
gunakan dalam melihat kembali tantangan yang akan dihadapi oleh 
bidang kajian komunikasi politik dan marketing politik. 

Studi komunikasi politik di masa mendatang memiliki 
sejumlah tantangan. Pertama, perkembangan internet sebagai media 


63 Robert T.Craig. Communication in The Conversation of Disciplines. Russian Journal 
of Communication, Vol. 1, No. 1 (Winter 2008) 

s4 Tentang hal ini akan dibahas dalam Bab VII dalam Sub Pembahasan “Model 
Pengkategorian atas Ragam Perspektif, Tradisi Teori dan Riset dalam Studi 
Komunikasi Politik dan Marketing Politik” 
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baru yang menghadirkan fitur-fitur komunikasi baru dalam 
memfasilitas beragam model-model, teknik-teknik dan metode- 
metode baru dalam komunikasi politik. Di masa mendatang, 
perkembangan ragam featur-featur komunikasi baru menjadi sangat 
penting sebagai sumber informasi politik, medium penyampaikan 
informasi politik, arena diskusi-diskusi politik dan juga sara dalam 
proses pembentukan keyakinan-keyakinan politik warga negara 
penggunanya. Dalam hal ini, para peneliti komunikasi politik tentu 
dituntut lebih canggih dalam menghadirkan model penelitian, dan 
metode penelitian dalam melihat dampak terpaan dan penggunaan 
internet dalam proses komunikasi politik. Hal ini penting mengingat 
bentuk dan sifat internet adalah berbeda dengan media konvensional 
seperti surat kabar, radio dan televisi. 

Kedua, kecanggihan dalam menentukan beragam variabel 
anteseden yang mempengaruhi penggunaan media. Dalam hal ini 
para ilmuwan dan peneliti bidang komunikasi politik kian dituntut 
untuk lebih mampu menghasilkan konsep-konsep terkait dengan 
aspek kognisi, dan motivasi seseorang dalam mengkonsumsi beragam 
media. Perkembangan yang masih belum memuaskan dimana para 
ilmuan dan peneliti bidang komunikasi politik terkait dengan konsep 
tersebut cenderung masih menggunakan konsep yang beragam dan 
berserakan dan belum bisa lebih memuaskan dalam menjawab 
kebutuhan riset komunikasi politik. Jika kita kita melihat 
kecenderungan — konvergensi media, pertumbuhan budaya 
konvergensi baru dalam komunikasi politik dan juga ragam generasi 
digital yang menggunakan media baru dalam proses komunikasi 
politik, tentu dapat kita bayangkan betapa kebutuhan atas analisis 
ragam variabel anteseden yang mempengaruhi penggunaan media 
menjadi penting terus dilakukan secara lebih canggih. 

Ketiga, aspek lainnya yang menjadi tantangan penelitian 
komunikasi politik di masa mendatang adalah kebutuhan untuk 
menjelaskan bagaimana proses media antara individu dengan media. 
Saat ini, masing-masing peneliti cenderung mengajukan argumentasi 
dan penjelasan yang berbeda-beda, mulai tentang diskusi 
interpersonal atas sejumlah isu, proses penafsiran terhadap informasi 
politik sampai proses terbentuknya pemahaman atas suatu isu politik 
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tertentu. Tentu saja, untuk memahami aspek mediasi tersebut tentu 
perlu membutuhkan sebuah penjelasan baru yang lebih komprehensif. 

Dalam konteks tiga hal yang ditegaskan oleh Craig (2008) di 
atas, hal ini tidak hanya berlaku bagi pengembangan studi komunikasi 
komunikasi politik dalam ranah akademik, akan tetapi hal ini juga 
relevan bagi para praktisi—baik dari kalangan konsultan maupun 
pelaku—di kedua bidang kajian tersebut. Dalam konteks akademik, 
hal yang kian penting dibutuhkan adalah bagaimana, seperti apa dan 
sejauh mana para peneliti dan akademisi bidang studi komunikasi 
politik mampu memgembangkan beragam teori dan konsepnya sesuai 
dengan ragam tradisi masing-masing. Selain itu, bagaimana ia secara 
intens dan konsisten melakukan penjelajahan riset secara mendalam 
untuk mengembangkan teori-teori dan konsep yang sudah ada 
tersebut, kemudian bisa menghasilkan teori-teori dan konsep yang 
baru—sesuai dengan perubahan pola komunikasi masyarakat, 
perubahan media dan teknologi komunikasi dan transformasi sosial 
budaya yang berlangsung dalam masyarakat—baik pada level lokal, 
nasional dan global. 

Apa yang disampaikan oleh Craig (2008) dapat kita lacak 
dengan upaya yang dilakukan oleh salah satu ilmuwan komunikasi 
politik di Amerika Serikat, Seteven Chaffe (2001). Berkaitan dengan 
hal tersebut, Chaffe (2001) memberikan beberapa saran penting dalam 
proses pengembangan studi komunikasi politik. Pertama, dalam 
mengembangkan ragam riset komunikasi politik menurutnya para 
peneliti dan ilmuwan komunikasi politik akan lebih baik jika tidak 
sekedar larut dalam trend topik-topik yang sedang trend. Akan tetapi, 
para peneliti dan ilmuwan komunikasi politik mestinya lebih mampu 
mengembangkan konsep-konsep baru dan model-model teori baru 
dalam bidang komunikasi politik dibalik meningkatnya, ruang 
lingkup dan ragam topik kontemporer yang sedang berkembang di 
sebuah negara8. 


s5 Chaffe (2001) mencontohkan bagaimana dirinya berusaha tidak sekedar terseret 
dalam topik-topik penelitian kontemporer semata, akan tetapi berusaha 
mengelaborasi model baru dalam penelitian komunikasi politik. Chaffe bersama 
dengan Tim dari Columbia University berusaha mengembangkan riset tentang efek 
media pada perilaku pemilih. Di era 1950an-1960an, teori yang banyak dianut adalah 
efek media kuat. Akan tetapi berkat ketekunan dari Chaffe dkk, mereka menemukan 
bahwa efek media para perilaku pemilih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti 
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Kedua, Chaffe (2001) juga menekankan pentingnya kehati- 
hatian dalam menggunakan konsep-konsep yang telah dikembangkan 
oleh para peneliti dan ilmuwan komunikasi politik sebelumnya. Di 
sini dapat dicontohkan bagaimana Chaffe (2001) menggunakan 
konsep penggunaan media (media usage). Para peneliti pada umumnya 
mengukur penggunaan media dengan sekedar menghitung berapa 
waktu yang dihabiskan oleh seseorang dalam menonton 
televisi/ mendengarkan radio/membaca surat kabar. Menurut Chaffe 
(2001), model pengukuran ini adalah tidak tepat. Chaffe (2001) 
kemudian menggunakan konsep perhatian (attention) seseorang pada 
tayangan media dan seberapa tertarik atau perhatian seseorang pada 
tayangan media. Menurutnya pola pengukuran ini jauh lebih tepat 
karena waktu menonton yang dipakai oleh seseorang dianggap 
kurang merepresentasikan penggunaan media (media usage), karena 
tidak memberikan efek politik apapun pada seseorang. Selain itu, 
penggunaan konsep terpaan media menurut Chaffe seharusnya juga 
bukan pada berapa waktu yang dihabiskan oleh seseorang dalam 
mengkonsumsi sebuah media. Akan tetapi, akan lebih tepat jika 
dilihat dari seberapa perhatian dan ketertarikan seseorang tersebut 
pada sebuah tayangan media. 

Ketiga, Chaffe (2001) juga menyarankan agar menghindari 
kritik yang berlebihan pada media. Dalam hal ini Chaffe (2001) 
misalnya melakukan riset yang menghindari kritik yang simplifistik 


identifikasi partai (Party ID), afiliasi partai politik dan status sosial ekonomi. Media 
dalam hal ini hanya berperan untuk memperteguh (enforcement) persepsi dan 
keyakinan yang sebelumnya sudah ada dalam diri pemilih dan tidak berdampak 
langsung dalam menentukan sikap, apalagi perilaku pemilih. Bahkan menurut Chaffe 
dkk, pengaruh komunikasi interpersonal lebih dominan dibandingkan pengaruh 
media massa. Hasil penelitian ini kemudian diperkuat oleh penelit lain seperti Leon 
Festinger—yang terkenal karena merumuskan teori disonansi kognitif —dan juga 
Joseph Klapper. Persamaan antara Penelitian ketiganya adalah adanya temuan 
dimana media memiliki efek terbatas (limited effect). Tidak hanya efek langsung dari 
media massa, ahli komunikasi lainnya seperti McOuail, 1989) juga mendukung 
temuan Chaffe dimana media hanya sekedar meneguhkan (enforcement) dari persepsi 
dan keyakinan khalayak yang sebelumnya sudah terbentuk dalam dirinya. Hasil 
penelitian ini tentu saja membantah paradigma yang sebelumnya dominan dan 
populer sejak tahun 1940an hingga 1960an dimana meyakini media memberikan efek 
yang kuat kepada pemilih. Chaffe bisa menghasilkan penelitian seperti ini karena dia 
tidak hanya larut dan sekedar menggunakan konsep-konsep yang sebelumnya ada 
dan dianggap dominan, akan tetapi berusaha menemukan konsep-konsep baru dalam 
studi komunikasi politik. 
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terhadap media—misalnya dengan menempatkan media sebagai 
pihak yang berbahaya dalam mengubah persepsi dan perilaku politik 
seseorang. Chaffe (2001) justru menempatkan media pada titik yang 
seimbang antara aspek kritik dan sumbangan yang diberikan oleh 
media dan wartawan terhadap khalayaknya. Satu sisi, Chaffe (2001) 
juga mengkritik adanya kecenderungan media yang tidak 
memberikan informasi politik yang komprehensif kepada khalayak, 
dan sisi lain Chaffe (2001) juga mengapresiasi peranan penting media 
dalam membuat khalayak lebih terlibat (engage) dengan masalah- 
masalah politik. 

Keempat, Chaffe (2001) juga menekankan analisis aspek sosial 
dalam bidang studi komunikasi politik. Chaffe (2001) cenderung 
memperhatikan aspek sosial dalam setiap penelitian yang 
dilakukannya. Sebab menurut Chaffe (2001) komunikasi politik 
merupakan aktivitas sosial dan selalu mempunyai konsekuensi sosial. 
Karena itu, perhatian terhadap konteks sosial selalu terlihat dari 
penelitian-penelitian yang dilakukannya. Misalnya dia menekankan 
aspek lingkungan sosial lebih penting dibandingkan dengan aspek 
personal —seperti pengetahuan seseorang terhadap parpol dan 
kandidat—untuk menjelaskan proses persebaran dan perubahan 
persepsi atau keyakinan atas informasi politik yang berkembang 
selama kampanye Pemilu berlangsung. 

Selain CChaffe (2001), Moy, Mazzolini dan Rojas(2012) 
mengidentifikasi tantangan studi komunikasi politik karena adanya 
perubahan sosial, politik dan teknologi yang berdampak pada 
perubahan budaya dan daerah. Fenomena baru yang paling aktual 
menurut mereka adalah tantangan perkembangan dalam penggunaan 
teknologi komunikasi dan informasi pada meledaknya gelombang 
demokratisasi di negara-negara Timur Tengah (Arab Uprisings) 2011 
lalu. Penggunaan sosial media yang terbukti mampu menjadi arena 
dan medium komunikasi politik baru menjadi tantangan baru bagi 
para peneliti dan akademisi bidang studi komunikasi politik56 

Studi komunikasi politik dalam perkembangan dianggap 
menyimpan sejumlah keterbatasan, karena dikembangkan melalui 


s6 Patricia Moy, Gianpietro Mazzolini dan Hernando Rojas. 2012. On the Dichotomies 
of Political Communication. International Journal of Communication 6 (2012), Feature 
241-246 
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teori-teori dan konsep-konsep yang berbasis perspektif positivist dan 
post positivist— baik dari disiplin ilmu politik, sosiologi dan psikologi. 
Kecenderungan ini menjadikan teori-teori dan konsep-konsep yang 
dikembangkan cenderung terlalu formalistik, dan cenderung terikat 
secara institusional dengan institusi politik, dan menggunakan 
metodologi yang cenderung kuantitatif-kualitatif yang berbasis 
perspektif klasik (positivis dan post positivist). Hal ini menjadikan 
studi komunikasi dalam perspektif kritis dan filosofis tidak banyak 
mendapatkan tempat untuk berkembang. Seandainya tradisi kritis 
dalam studi komunikasi politik dikembangkan hal ini cenderung 
kurang mendapatkan dukungan dari keragaman teori dan konsep 
yang sudah mapan dan menjadi fondasi bagi bidang ilmu ini8'. 

Apa yang disampaikan oleh Chaffe (2001) dan Moy, Mazzolini 
dan Rojas (2012) di atas hingga saat ini masih relevan dirasakan dalam 
penelitian bidang komunikasi politik di berbagai negara, termasuk di 
Indonesia. Di Indonesia, studi komunikasi politik juga cenderung larut 
dalam trend topik tertentu —misalnya ramai-ramai mengkaji selebriti 
politik, komunikasi politik dan politik komunikasi parpol ataupun 
studi tentang efek media dan pemilih. Banyak para peneliti dan 
akademisi bidang komunikasi politik di Indonesia juga cenderung 
tidak secara hati-hati dalam menggunakan teori dan konsep-konsep 
yang digunakan dalam penelitiannya. Mereka bahkan seringkali tidak 
banyak memahami dengan tepat, konteks dimana teori-teori dan 
konsep-konsep tersebut dilahirkan —apakah di era media cetak, radio 
ataupun televisi atau di era new media. Kecerobohan yang terjadi 
tidak hanya dalam hal memahami dan menggunakan teori-teori dan 
konsep-konsep secara tepat dalam penelitian, akan tetapi juga 
menggunakan ragam teori yang berada dalam perspektif/ pendekatan 
yang sesungguhnya berbeda atau berseberangan$. 


S7 Lihat Peter Dahlgren. 2004. Theory, Boundaries and Political Communication: The 
Uses of Disparity. European Journal of Communication. London, Thousand Oaks, CA and 
New Delhi: Sage Publications (. Vol 19(1): 7-18. 

s8 Mengacu kepada contoh yang disampaikan Chaffe (2001) misalnya konsep 
mengenai penggunaan media (media use) tentu saja berbeda aplikasinya antara media 
cetak dan media penyiaran. Dalam perkembangan berikutnya, konsep ini juga 
diadaptasi dan digunakan untuk meneliti penggunaan new media dalam komunikasi 
politik. Akan tetapi proses ini tidak diiringi dengan adaptasi dan pengintrepretasian 
konsep secara tepat dalam konteks new media. Padahal konsep ini — sebagaimana 
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Cara memahami dan menempatkan media juga akan sangat 
menentukan bagaimana penelitian komunikasi politik di Indonesia di 
lakukan. Seringkali para peneliti dan akademisi bidang studi 
komunikasi politik di Indonesia kurang hati-hati bagaimana 
menempatkan media secara tepat. Beberapa hal mendasar misalnya, 
apakah mereka cenderung media sebagai medium dalam komunikasi 
politik ataukah media sebagai aktor politik. Apakah mereka fokus 
mengkaji pada media sebagai salah satu domain kajian komunikasi 
politik, ataukah menempatkan media dalam kaitan dan 
keterkaitannya dengan khalayak, para aktor dan institusi politik. 
Apakah mereka cenderung fokus kepada analisis terhadap isi 
pemberitaan ataupun program-program tayangan politik di media, 
ataukah melihatnya pada dampak yang ditimbulkan dari isi 
pemberitaan dan program-program tayangan politik di media 
tersebut. Apakah mereka cenderung akan mengkaji dinamika proses 
komunikasi politik di dalam beragam level struktur organisasi media, 
ataukah mereka cenderung menempatkan organisasi media dalam 
keterkaitannya dengan para stakeholder media, aktor politik, partai 
politik dan Pemerintah. Terhadap semua kecenderungan ini, para 
peneliti dan akademisi bidang komunikasi politik harus secara hati- 
hati memahami dan menempatkan media sebagai domain ataupun 
salah satu elemen dalam menjalankan riset-riset komunikasi politik. 

Hal yang sama juga dengan kecenderungan peneliti dan 
akademisi dalam menempatkan aspek sosial di dalam studinya. Ada 
dua kecenderungan di mana satu sisi mereka cenderung melakukan 
generalisasi dan simplifikasi terhadap aspek sosial dari obyek studi 
yang ditelitinya. Sisi lain mereka cenderung terseret dalam tekanan 
aspek sosial sesuai dengan sudut pandang tertentu, dan gagal 
memetakan dan mengidentikasi aspek sosial tertentu yang sangat 
berpengaruh terhadap fenomena komunikasi politik yang sedang 
ditelitinya. 

Sejumlah kecerobohan tampak seringkali terjadi dalam 
melakukan riset komunikasi politik di Indonesia. Pertama, hal yang 
juga sering terjadi adalah ketidakhati-hatian dan ketidakkonsistenan 
dalam menentukan perspektif dalam penelitiannya. Apakah mereka 


yang dijelaskan Chaffe (2001) —lahir di era komunikasi media cetak masih dominan — 
dan komunikasi dengan media penyiaran belum banyak dikembangkan. 
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cenderung ' menggunakan perspektif komunikasi politik — 
sebagaimana yang ditegaskan oleh Laswell (1958) —atau meng- 
gunakan perspektif politik  komunikasi—sebagaimana yang 
disampaikan oleh Chaffe (2001). Seringkali kerangka konsep dan 
pemikiran yang dibangun dalam penelitian menggunakan perspektif 
komunikasi politik—dimana fokus pada masing-masing domain 
kajian ataupun melihat interaksi dan keterkaitan antara satu domain 
dengan domain yang lain—namun dalam penyajian data dan 
analisisnya menggunakan perspektif politik komunikasi. 

Kedua, fenomena yang masih banyak kita jumpai bagaimana 
pemilihan teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan dalam 
penelitian komunikasi politik seringkali dilakukan dengan dengan 
pengadaptasian ataupun penggunaan teori-teori yang berbeda — yang 
berasal dari sumbangan bidang ilmu seperti psikologi sosial dan 
psikologi politik, bidang ilmu politik, bidang ilmu sosiologi dan 
bidang ilmu marketing— yang cenderung sulit dikaitkan dan diterima 
sebagai proposisi akademik, kendati demikian tetap dipaksakan. 
Lebih berbahaya lagi jika teori-teori dan konsep yang diadaptasi 
tersebut berasal dari perspektif/ pendekatan yang berbeda —misalnya 
antara teori-teori dan konsep yang ada dalam ranah perspektif 
positivist dan post positivist, kemudian disandingkan dengan yang 
berasal dari ranah perspektif konstruktivis atau bahkan dari perspektif 
kritis. Jika yang terjadi demikian, maka secara otomatis penelitian 
yang dilakukan tersebut berakibat pada lemahnya validitas internal. 
Dalam kondisi seperti ini, temuan-temuan dan simpulan yang 
dilahirkan oleh para peneliti dan akademisi komunikasi politik 
tersebut pada akhirnya mengandung “cacat bawaan” secara 
akademik. Akan lebih berbahaya lagi jika temua-temuan tersebut 
nantinya digunakan sebagai referensi untuk melahirkan teori-teori dan 
konsep-konsep baru dalam studi komunikasi politik. 

Ketiga, aspek yang terakhir adalah soal pemilihan metode 
penelitian dan model analisis secara tepat. Para peneliti dan akademisi 
bidang komunikasi politik harus menentukan metode penelitian 
seperti apa yang paling tepat untuk menjawab rumusan masalah 
penelitian, tujuan penelitian dan kerangka konsep yang ia gunakan. 
Apakah cenderung menggunakan metode penelitian kuantitatif, 
ataukah metode penelitian kualitatif. Kedua jenis metode penelitian ini 
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menyajikan ragam metode penelitian dimana mereka harus 
memilihnya dengan tepat. Misalnya untuk mengkaji efek iklan, 
pemberitaan politik —seperti kampanye politik parpol dan kandidat, 
efek tanyangan debat kandidat Presiden dan Wakil Presiden kepada 
khalayak apakah cukup dengan metode survei ataukah dengan 
metode eksperimen. Hal yang sama juga dijumpai dalam pemilihan 
model analisis, dalam mengkaji studi efek, mereka juga harus 
menentukan model uji secara tepat—misalnya dengan uji t atau Chi 
Sguaire. Apakah cukup dengan menggunakan analisis ANOVA, 
analisis bivariat ataukah multivariat atau bahkan menggunakan teknik 
analisis yang bersifat spesifik seperti dengan menggunakan Structural 
Eguation Modelling (SEM) atau dengan yang lain. 

Tantangan pengembangan bidang kajian komunikasi politik 
juga dipengaruhi oleh sejauh mana, seperti apa dan bagaimana hasil- 
hasil riset dengan beragam perspektif tersebut mendapatkan 
relevansinya dan dukungannya dari masyarakat. Dalam hal ini, watak 
ilmu komunikasi yang tidak hanya ada dalam domain akademik — 
berdasarkan masing-masing perspektif dan tradisinya—akan tetapi 
juga harus memiliki kemampuan dan kontribusi dalam kehidupan 
publik dan mampu merespons perkembangan sosial budaya yang ada 
dalam masyarakat modern dan lingkungan budaya global. Karena itu, 
para ilmuwan dan peneliti bidang komunikasi politik menjadi sangat 
penting untuk selalu terbuka, bekerjasama dan terus berinteraksi 
dengan para praktisi dan kalangan profesional dan juga dengan para 
pelaku yang memanfaatkan dan menggunakan beragam hasil riset 
dari bidang studi ini. 

Daya aktualitas, relevansi dan daya tarik mereka atas hasil- 
hasil yang telah dikontribusikan oleh para peneliti dan akademisi — 
dalam menjawab kebutuhan dan tantangan dalam menjalankan 
agenda komunikasi politik dan marketing politik —nantinya menjadi 
faktor penting dimana bidang kajian ini bisa berkembang dengan 
pesat. Perlu ada jembatan interaksi yang intens mempertemukan 
antara para peneliti dan akademisi, dengan para praktisi dan 
profesional konsultan dan juga dengan para pelaku—yaitu aktor 
politik dan institusi sosial-politik. Ketiga kelompok ini tidak hanya 
saling membutuhkan, namun sama-sama berkepentingan dalam 
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mengembangkan kajian komunikasi politik — baik di ranah akademik 
maupun praktis. 

Di sini tidak hanya dibutuhkan dukungan dari kelompok- 
kelompok asosiasi peneliti, akademisi, praktisi, dan kalangan 
profesional konsultan saja, akan tetapi juga perlu komitment dari para 
aktor politik dalam mendukung perkembangan bidang kajian ini. 
Selain itu, dibutuhkan adanya komunitas empistemik di kalangan 
kelompok-kelompok ini untuk saling berkontribusi dalam 
mengembangkan bidang kajian ini. 

Melihat kondisi yang demikian, maka ke depan para peneliti 
dan akademisi bidang komunikasi politik selain dituntut harus 
mampu mengembangkan topik-topik penelitian komunikasi yang 
menarik, tajam dan mendalam dalam ranah tradisi dan perspektif 
masing-masing, mereka juga harus memperhatikan perkembangan 
kebutuhan aktual yang dihadapi oleh para praktisi, kalangan 
profesional konsultan dan aktor komunikasi politik.. 

Perkembangan bidang studi komunikasi politik tentu sangat 
dipengaruhi oleh banyak faktor yang mendukung pengembangannya, 
baik pada ranah akademik maupun praktis. Pada ranah akademik, hal 
ini tentu sangat dipengaruhi oleh kontribusi teoritik dari para peneliti 
dan akademisi, pengembangan program studi dan pusat studi dan 
juga publikasi-publikasi karya akademik yang dapat tersebar secara 
luas dan mampu mempengaruhi literatur akademik di level nasional 
dan global. Pada level praksis, hal ini tentu sangat dipengaruhi oleh 
sejauh mana kontribusi yang bisa diberikan oleh para peneliti dan 
praktisi dalam menghasilkan dan menerapkan riset-riset praktis, dan 
mengembangan inovasi, teknik dan metode yang dibutuhkan oleh 
para aktor dan institusi komunikasi politik. Interaksi dan kontribusi 
bersama antara kedua dimensi inilah yang nantinya ke depan sangat 
menentukan arah dan perkembangan dari bidang studi ini. 
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BAB VI 

PERKEMBANGAN BIDANG 

KAJIAN KOMUNIKASI POLITIK 

DI AMERIKA DAN DI KAWASAN EROPA 


Pilar Penting Lahirnya Kajian Komunikasi Politik 
S ebelum berkembang sebagi sebuah disiplin ilmu, ada tiga 
3) || fase sebagai peletak awal bagi perkembangan disiplin studi 
S) komunikasi politik (Rogers, 2004: 4-9). Pertama, kajian 
mengenai opini publik yang dilakukan oleh Walter Lippmann. 
Lippmann merupakan anak tunggal dari keluarga Yahudi imigran 
dari Jerman yang sangat kaya, dimana mereka kemudian pindah dari 
negara tersebut dan menetap di New York serta kemudian menjadi 
warga negara Amerika Serikat. Lippman muda menamatkan 
pendidikannya di Sekolah khusus laki-laki yang dikelola oleh 
Dr.Julius Sach, sebuah sekolah swasta dan favorit untuk para keluarga 
Yahudi kaya yang tinggal di New York. Selanjutnya, ia kemudian 
menjadi mahasiswa sarjana di Harvard University, dimana ia belajar 
dengan sejumlah tokoh seperti William james, George Santayana dan 
Graham Wallas, yang kemuidan dikenal sebagai ilmuwan politik 
dengan pemikiran kiri di Inggris. Setelah lulus dari program sarjana, 
ia kemudian melanjutkan ke program master di bidang ilmu filsafat di 
Harvard University. Akan tetapi, beberapa minggu sebelum wisuda, 
Ia drop out dan kemudian bekerja di sebuah koran sosialis yang ada di 
Kota Boston. 
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Selanjutnya Lippman membantu seorang editor dengan 
liputan investigatif yang sangat terkenal, Lincoln Steffens untuk 
menulis artikel majalan sevara berseri tentang Wall Street. Tak lama 
kemudian, ia pun memutuskan untuk tidak lagi bekerja dengan 
Steffens dan kemudian selama sembilan tahun, ia menjadi editor dari 
majalah The New Republic, sebuah majalah intelektual yang sangat 
penting di Amerika Serikat. Kemudian ketika Perang Dunia I pecah, ia 
menjadi tentara Amerika Serikat—dengan pangkat Kapten—dan 
ditugaskan di Perances, dan di sini ia menjadi kepala barisan depan 
penulis leaflet propaganda. Di tengah situasi perang, propaganda 
politik menjadi persoalan penting dan sekaligus berbahaya bagi para 
pimpinan militer, pemimpin politik dan masyarakat sipil. Kendati 
demikian Lippmann tidak memfokuskan perhatiannya pada 
propaganda —dimana hal ini justru menjadi fokus kajian dari Laswell. 
Sebaliknya, ia justru konsep pada opini publik. Menurutnya, 
perspsilah yang lebih menentukan bagaimana opini publik nantinya 
terbentuk dibandingkan propaganda itu sendiri'0. 

Pasca Perang Dunia I, tepatnya pada tahun 1921, Lippmann 
kemudian ditawari untuk bekerja di the New York Wold, sebuah koran 
yang beraliran liberal yang sangat terkenal di Kota New York. Di 
koran ini Lippmann bertugas sebagai penulis editorial. Ia bekerja di 
koran ini sampai dengan tahun 1931, dan kemudian pindah ke The 
New York Herald Trubune, sebuah koran yang beraliran konservatif. Di 
sini ia menulis kolom empat kali selama seminggu, di rubrik “Today 


69 Everett M.Rogers. 1994. Lippmann's Life and Time, dalam Everett M.Rogers. 1994. A 
History of Communication Study: A Biographical Approach. Oxford: The Free Press. 
Halaman 234. 

70 Pada fase awal perkembangan kajian dan praktek komunikasi politik ini, Lipmann 
berbeda dengan Laswell. Lippmann cenderung fokus pada khalayak dan komunikator 
yang membentuk persepsi atas beragam jenis informasi politik —termasuk 
propaganda politik yang diterimanya. Sebaliknya, Laswell justru fokus pada 
komunikator politik, materi pesan-pesan politik dan media penyampai pesan-pesan 
dan informasi politik seperti apa yang bisa mempengaruhi khalayakah —termasuk 
propaganda, bagaimana ia disajikan, disistematisasikan dan disampaikan kepada 
aktor politik dan khalayak. Kendati demikian, keduanya memiliki fokus yang sama 
dalam hal bagaimana rasa ketakutan dan kekhawatiran publik terhadap beragam jenis 
propaganda yang disampaikan melalui media massa. Sejak tahun 1930an, keduanya 
kemudian menyebut ranah kajian tersebut sebagai kajian “opini publik dan 
propaganda”, nama kajian yang kemudian dikenal sebagai kajian komunikasi massa, 
dan dikembangkan dan diajarkan oleh Lasswell di Universitas Chicago ketika ia 
menjadi Profesor di universitas tersebut dan mulai mengembangkan ilmu komunikasi. 
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and Tomorrow”. Tulisannya di rubik ini kemudian membuatnya makin 
terkenal dan pemikirannya mulai dikagumi oleh berbagai kalangan. 
Kemudian tahun 1963, Lippmann pindah ke The Washington Post, 
hingga ia pensiun menulis kolom di koran ini pada tahun 196771. 

Pengalaman Lippmann sebagai wartawan dan juga ketika 
bertugas menjadi tentara Amerika Serikat di Perancis ketika Perang 
Dunia I tersebut menjadikannya kian tertarik untuk mengkaji opini 
publik. Ketertarikan Lippmann pada kajian opini publik ini kemudian 
melahirkan konsep “The World Outside and the Picture in Our 
Heads” (dunia luar dan gambaran di benak kita). Sebuah konsep yang 
dikemudian hari menjadi cikal bakal dari teori dan proses agenda- 
setting. Konsep ini ditelorkan oleh Lippmann sebagai respons atas apa 
yang mayoritas disebut para ilmuwan politik saat itu sebagai “the real- 
world  indicators”(indikator dalam dunia nyata)—yang meng- 
indikasikan tingkat keseriusan beberapa persoalan yang ada dalam 
dunia nyata. Ia melihat, indikator ini berbeda dengan apa yang 
sesungguhnya dipersepsikan oleh khalayaknya —sebagaimana yang 
ada dibenak khalayak, karena informasi yang ia terima dan juga 
karena persepsi yang dibentuknya terhadap dunia nyata itu sendiri. 
Konsep ini kemudian yang dikemudian hari disebut sebagai agenda 
publik (the public agenda). Konsep yang disampaikan oleh Lippman di 
atas kemudian mendorong laihnya konsep baru yang disebut dengan 
agenda-setting, dimana tema-tema yang ada di media merupakan 
bentuk prioritas isu publik dari proses yang berlangsung interaksi 
antara media massa, publik dan kebijakan elit. 

Pada mulanya riset-riset yang dikembangkan oleh Lippman 
adalah dengan menggunakan metode analisis isi. Ia bahkan 
merupakan ilmuwan pertama di bidang ini—sebelum Laswell— yang 
menggunakan metode analisis isi pada liputan The New York Time atas 
peristiwa Revolusi Rusia tahun 1917. Lippman bersama koleganya — 
Merz—melalui riset ini pada tahun 1920 menemukan adanya bias 
pemberitaan atas gerakan Anti-Bolshevik dalam peristiwa Revolusi 
Rusia tersebut. Hal ini membuatnya makin skeptis bahwa dengan 
sumber berita yang seperti ini, adalah tidak mungkin bahwa warga 
Amerika bisa membuat opini yang benar dan tepat atas isu-isu 
penting dalam kehidupan publik sehari-hari. 


71Rogers. 1994...Loc....cit..halaman 235. 
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Lippmann memiliki konsen besar terhadap kebebasan 
berpendapat dan pers dalam proses politik dan demokrasi. Karena 
dengan kebebasan pers lah, media bisa memungkinkan untuk 
menyampaikan pemberitaannya secara benar. Meski hal ini juga 
belum tentu menjamin kualitas kinerja media tersebut dalam 
menyampaikan kebenaran informasi. Karena ternyata media juga bisa 
menampilkan informasinya secara bias, dan hal ini berdampak besar 
bagi pembentukan persepsi publik. 

Atas dasar inilah kemudian ia menembangkan riset khusus 
terkait bagaimana proses pembentukan opini publik. Ia kemudian 
melakukan risetnya di sebuah pulau terjauh yang menjadi wilayah 
kekuasaan Inggris. Sebuah pulau yang jauh dari akses informasi 
media massa, dan seringkali informasi media datang agak terlambat. 
Di sana ia mengkaji bagaimana masyarakat memahami “dunia luar” 
dan mempersepsikan dunia tersebut di dalam “benaknya”. Dari riset 
yang ia lakukan dua tahun kemudian, yaitu tahun 1922, ia menelorkan 
buku dengan judul Public Opinion. Sebuah karya akademik pertama 
dengan model riset yang bersifat empirik yang dikemudian hari 
menjadi inspirasi bagi perkembangan kajian komunikasi politik. 

Kontribusi pemikiran Lippmann (1922) tentang konsep dunia 
luar dan gambaran di benak kita (the World Outside and the Pictures in 
Our Heads) menjadi cikal bakal berkembangnya teori agenda setting. 
Lippmann(1922) berpendapat bahwa media massa memiliki peran 
penting dalam menghubungkan antara beragam peristiwa politik 
yang terjadi dalam dunia nyata dengan image yang terbentuk dalam 
benak khalayak terhadap peristiwa tersebut. Empat puluh tahun 
kemudian, pemikiran Lippmann (1922) ini menginspirasi salah 
seorang ilmuwan politik di Amerika, Bernad Cohen (1963). Ia 
kemudian melakukan riset dan dipublikasikannya dengan judul “The 
Press and Foreign Policy”. Melalui riset yang dikembangkannya, Ia 
berpendapat bahwa media massa memiliki peran penting tidak hanya 
untuk memandu apa yang harus dipikirkan oleh publik (what to think), 
lebih dari itu media massa bahwa mampu memandu khalayaknya 
untuk memikirkan apa yang harus dipikirkan tentang sebuah 
peristiwa (what to think about). 

Hampir selama lima puluh tahun sejak Lippman (1922) 
mempublikasikan karyanya, tepatnya tahun 1966, suatu hari Max 
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McCombs berjalan-jalan di sebuah toko buku yang ada di University 
of California Los Angeles. Ia kemudian membeli buku karya Bernard 
Cohen (1963) yang berjudul “The Press and Foreign Policy”. Ia 
mengetahui buku tersebut ketika ia mengikuti seminar Doktoral di 
Stanford University dan Wilbur Schramm yang hadir dalam seminar 
tersebut menugaskan para mahasiswa untuk membaca buku tersebut. 
Lima tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1968, ide Cohen (1963) 
yang masih berupa ide teoritik ini kemudian menjadi inspirasi bagi 
Maxwell McCombs dan Donald Shaw untuk meneliti peran media 
dalam kampanye Pemilu Presiden di Amerika Serikat yang 
berlagsung di negara bagian North Carolina pada tahun 1968. 

Dalam penelitian tersebut, mereka menggunakan analisis isi 
terhadap liputan pemberitaan yang dilakukan oleh media massa — 
baik majalah, koran dan televisi berita—utama di negara bagian 
tersebut terhadap peristiwa kampanye pemilu Presiden. Selain itu, 
mereka juga melakukan riset terhadap apa yang menjadi agenda 
publik melalui metode penelitian survei. Dalam penelitian tersebut, 
mereka menemukan bahwa agenda media memiliki korelasi dengan 
agenda publik, khususnya terkait kebijakan luar negeri, hukum dan 
perundang-undangan dan juga kebijakan fiskal. Mereka kemudian 
memformulasikan teori agenda setting. Hasil penelitian mereka ini 
kemudian dipublikasikan pada tahun 1972. Sejak saat ini, hasil 
penelitian mereka ini mkemudian makin berpengaruh secara luas 
tidak hanya menjadi bahan perdebatan di kalangan ilmuwan 
komunikasi, akan tetapi juga di kalangan ilmuwan politik, sosiologi 
dan disiplin ilmu sosial lainnya. Riset-riset agenda setting ini pada 
pertengahan tahun 1992 bahkan mampu menghasilkan 233 publikasi 
dan merupakan salah satu topik yang paling pupuler dalam kajian 
komunikasi massa(Rogers, 1994:237-238). 

Sepanjang usianya selama delapan puluh enam tahun (1889- 
1974), Lippmann merupakan salah seorang yang sangat berpengaruh 
dalam mempengaruhi intrepretasi publik terhadap berita politik 
melalui kolom-kolom dan editorial yang di tulisnya di majalah dan 
surat kabar. Di kolom “Today and Tomorrow” Lippmann menyajikan 
tulisan kolomnya selama tiga publuh enam tahun. Di sini Lippmann 
diakui sebagai sosok jurnalis politik yang berpengaruh di Amerika 
Serikat pada awal abad 20. Dia merupakan salah satu tokoh analis 
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penting yang mampu menyajikan kajian yang menarik mengenai 
proses propaganda, opini publik dan agenda setting. 

Tidak hanya itu, Lippmann juga tercatat pernah membantu 
para politisi papan atas Amerika, seperti peran penting dia dalam 
membantu Presiden Woodrow Wilson dalam penyusunan naskah 
untuk kebijakan perdamaian Pasca Perang Dunia I. Selain itu, 
Lippmann juga tercatat sebagai penasehat untuk sebelas presiden 
yang pernah berkuasa di Amerika Serikat sejak era Teddy Roosevelt 
hingga Lyndon Johnson. Lippmann juga mengikuti perjalanan 
kenegaraan mereka ke berbagai negara di dunia. Kesempatan yang 
dimilikinya tersebut memungkinkannya bertemu dan berinteraksi 
dengan berbagai pemimpin dunia. 

Kedua, Harold D.Lasswell dan analisis propaganda. Analisis 
propaganda ini dianggap sebagai cikal bakal bagi analisis isi media 
dan analisis efek media. Laswell sebenarnya bukan ilmuwan 
komunikasi —karena pada waktu itu ilmu komunikasi belum 
dilahirkan. Ia pada mulanya adalah mahasiswa Doktoral di 
Universitas Chicago. la kemudian merupakan ilmuwan politik yang 
mengajar di Universitas Chicago. Laswell menulis desertasi tentang 
propaganda politik yang kemudian ia terbitkan lima tahun kemudian 
(tahun 1927), setelah Lippman mempublikasikan karyanya dengan 
judul Public Opinion?2. 


72 Selain Laswell, Mahasiswa Doktoral lainnya yang menulis desertasinya dengan 
topik propaganda politik adalah Ralp Casey (1890-1962). Ia lahir di Colorado, 8 Mei, 
1890. Ia menamatkan pendidikan sarjananya di di University of Washington tahun 
1913. Kemudia ia memperoleh gelar MA di University of Wisconsin dan kemudian 
pada tahun 1929, Ia merupakan mahasiswa yang menamatkan pendidikan Doktoral- 
nya di Jurusan Ilmu Politik, dengan konsentrasi minor pada jurnalisme. Ia menulis 
desertasi dengan judul “Propaganda Technigue in the 1928 Presidential Campaign” 
dibawah bimbingan Prof.Wilyard Bleyer. Selain Laswell, Casdey merupakan ilmuwan 
yang mengkaji propaganda politik dan Jurnalisme. Sejak tahun 1930, Casey kemudian 
menjadi Direktur School of Journalisme di Minnesota. Ia kemudian bersama dengan 
Laswell dan Smith, juga terlibat riset bersama dalam mengkaji perkembangan 
propaganda politik antara tahun 1930-1934. Hasil riset ini kemudian 
dipublikasikannya bersama dengan judul “Propaganda and Promotional Analysis. 
Selama Perang Dunia II, Casey dan Laswell juga terlibat sebagai konsultasn dalam 
kajian propaganda politik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Amerika di 
Washington DC (Rogers, 1994:227, dan William David Sloan, 1990:134-141). Lebih 
lanjut lihat Everett M.Rogers. 1994. Lippmann's Life and Time, dalam Everett 
M.Rogers. 1994. A History of Communication Study: A Biographical Approach. 
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Laswell merupakan ilmuwan kedua—setelah Lippmann dan 
Merz(1920), yang menggunakan metode analisis isi untuk menulis 
riset Desertasi tentang isi dan efek pesan-pesan propaganda yang 
dilakukan oleh Jerman, Perancis, Inggris dan Amerika pada Perang 
Dunia I. Analisis yang dilakukan oleh Laswell berpijak pada lima 
model pertanyaan yang sekarang menjadi dasar bagi elemen-elemen 
komunikasi, yaitu “Who says what to whom via which channels with what 
effects?”. Model analisis inilah yang pertama kali dan kemudian 
menjadi pijakan bagi kajian efek media dalam fase perkembangan 
awal ilmu komunikasi. Kemudian selama Perang Dunia II, Laswell 
dengan dukungan dana dari Rockefeller Foundation mempin tim 
penelitian untuk melalukan analisis terhadap pesan-pesan 
propaganda yang disampaikan melalui media massa oleh para tentara 
sekutu dan lawan-lawannya”. 

Upaya Laswell dalam menawarkan arus pendekatan dan 
pemikiran baru di bidang ilmu politik sebenarnya tidak lepas dari 
peran Prof.Charles Merriam, yang merupakan Promotor Desertasinya 
ketika Ia menamatkan pendidikan Doktoralnya di Universitas Chicago 
pada tahun 192674, Ia merupakan Ketua Jurusan Ilmu Politik di 


Oxford: The Free Press. Lihat juga William David Sloan.1990. akers of the Media Mind: 
Journalism Educators and Their Ideas. London Routledge Publication. 

73 Kemudian pada tahun 1944, pemilik Time-Life Corporation, Henry Luce 
memberinya dana untuk melalukan riset mengenai media massa di amerika seringan 
dengan Komisi Kebebasan Pers Amerika Serikat selama tiga tahun. Di lembaga ini ada 
tiga tiga belas anggota komisi yang dipimpin oleh Robert Hutchin yang merupakan 
Presiden/ Rektor Universitas Chicago. Laswell termasuk salah satu dari 13 anggota 
komisi tersebut. Riset-riset yang diselenggarakan fokus pada fenomena tumbuhnya 
konsentrasi kepemilikan media dan menurunnya derajat kompetisi industri media 
cetak. Riset ini menghasilkan laporan mengenai nilai-nilai kebebasan pers yang 
berlangsung di media massa Amerika — khususnya media cetak —yang sangat penting 
bagi media dalam menjalankan fungsinya dalam proses demokrasi. 

74 Prof. Charles Merriam bersama dengan Prof.Harold Godnell merupakan dua orang 
ilmuwan yang memotivasi Laswell untuk mengembangkan kajian ilmu politik tidak 
lagi semata-mata fokus pada pemikiran-pemikiran politik (political ideas), akan tetapi 
harus mulai mengembangkan kajian perilaku politik dan mengembangan pendekatan 
kuantitatif (tidak lagi didominasi pendekatan kualitatif, sebagaimana yang sering 
digunakan dalam kajian pemikiran politik). Karena itu, ia kemudian dalam riset 
Desertasi Laswell menyarankan agar mengembangkan analisis isi, dan 
menggembangkan pendekatan psikonalisis dalam mengkaji fenomena perilaku 
politik. Model riset yang dikembangkan dalam Desertasi Laswell ini memang belum 
populer, dan bahkan sebelumnya tidak pernah dikembangkan oleh para ilmuwan dan 
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Universitas Chicago selama beberapa tahun. Ia bahwa merupakan 
figur penting dalam bidang ilmu politik di Amerika pada tahun 
1920an-1930an. Pada masa itu, Merriam merupakan salah satu 
ilmuwan politik di Amerika yang mempelopori pendekatan perilaku 
(behavioral science approach) dalam kajian ilmu politik. Ia juga memiliki 
jaringan yang kuat dengan Dewan Penelitian Ilmu Sosial (The Social 
Science Research Council) yang mana kemudian beberapa kali — yaitu 
tahun 1923-1924 dan tahun 1927—menyeponsori Laswell ketika 
melakukan perjalanan akademiknya ke sejumlah negara di Eropa 
sebagaimana yang akan dipaparkan berikut (Rogers, 1994:209-210). 

Perjalanan akademik pertama Laswell ke sejumlah negara di 
Eropa adalah Pasca Perang Dunia I, yaitu antara tahun 1923-1924. 
Dalam kurun waktu tersebut, ia melakukan perjalanan akademiknya 
untuk melakukan riset desertasinya. Setelah lulus dari program 
Doktoral-nya pada tahun 1926, tepatnya satu tahun berikutnya, 
Laswell mendapatkan travel fellowship dari Dewan Penelitian Ilmu 
Sosial (the Social Science Research Council), dari Universitas Chicago 
untuk melakukan perjalanan ke sejumlah universitas di Amerika dan 
di Eropa. Ia pun kemudian mendapatkan kesempatan jalan-jalan ke 
Boston dan bertemu dengan Elton Mayo, Profesor di bidang hubungan 
industrial dari Harvard University yang sangat terkenal. Mayo banyak 
memberikan pelajaran kepadanya bagaimana melakukan wawancara 
secara psikoanalisis dan metode dalam merekam data-data 
wawancara tersebut. Apa yang diajarkan oleh Mayo ini kemudian 
menjadi bekal bagi Laswell dalam mengembangkan konsep 
personalitas politik. 

Selain itu, Laswell juga melakukan perjalanan ke Wina, Austria 
dan ke Berlin, Jerman. Di Jerman dan Austria, ia bertemu dengan 
sejumlah intelektual yang mengagumi pemikiran Karl Marx. Mereka 
adalah para neo-Marxian yang tergabung dalam sekolah frankfurt (The 
Frankfurt School). la kemudian juga bertemu dengan Theodor Reik 
salah seorang pemikut Sigmund Freud. Perjalanan akademik ini 
menjadikan Laswell semakin kagum dengan pemikiran Karl Max dan 
Sigmund Freud. 


mahasiswa yang mengambil program Doktoral di bidang ilmu politik di Amerika dan 
di Eropa(Rogers, 1994:2010). 
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Sepulang dari perjalanan akademiknya tersebut, Laswell 
kemudian kembali bekerja di Universitas Chicago. Ia kemudian 
tertarik untuk mengkaji kembali pemikiran Marx dan Friend terkait 
dengan tindakan manusia dalam mereproduksi pesan dan menerima 
pesa. Ia kemudian mengembangkan model penelitian yang kemudian 
sangat mengejutkan banyak ahli psikiatri ortodoks di universitas 
tersebut. Laswell mengembangkan laboratorium penelitian yang 
terberkantor di Gedung Ilmu Sosial (The Social Science Building), 
Universitas Chicago. Ia melakukan penelitian dengan menguji 
bagaimana respons yang dialami kulit manusia ketika ia terkejut, 
bagaimana tingkat tekanan darahnya, dampak terhadap 
pernapasannya dan juga pengaruh hal tersebut terhadap indikator 
emosi mereka dan kata-kata yang nantinya mereka ucapkan. Untuk 
meneliti hal ini, Laswell bahkan dibantu dengan alat semacam 
pendeteksi kebohongan (Lie Detector). 

Riset yang dia lakukan maupun kerangka teori yang ia 
kembangkan setelah menjalankan metode penelitian psikoanalisis 
dengan perilaku manusia ini sempat ditentang oleh para ilmuwan dari 
kedua bidang ilmu politik dan psikonalisis di Universitas Chicago. 
Kendati demikian, Laswell terus menerus meyakinkan koleganya 
bahwa teori-teori yang selama ini diyakini kebenarannya dan 
dianggap sudah mapan dalam ilmu sosial harus dibenturkan dengan 
teori-teori psikoanalisis. model penelitian propaganda politik dengan 
perspektif psikoanalisis. Usaha ini membuahkan hasil. Kalangan 
ilmuwan dan peneliti dari bidang kajian psikoanalisis senang dengan 
hal baru yang ditemukan oleh Laswell. Mereka bahkan menyadari, 
pemikiran-pemikiran psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund 
Freud—yang dikembangkan Laswell dalam penelitian tersebut— 
memang sangat menantang, kompleks dan sangat penting untuk 
memahami tindakan manusia dalam konteks yang lebih luas, 
khususnya dalam bidang politik. 

Kendatipun masih ditentang oleh para ilmuwan/ peneliti di 
bidang ilmu politik, dari penelitian yang ia lakukan selama beberapa 
tahun ini kemudian ia publikasikan dengan judul “World Politic and 
Personal Insecurity”, dimana di dalamnya ia mendiskusikan teori-teori 
psikoanalisis dan kepemimpinan politik. Karya akademik ini pun 
kemudian menjadi bahan yang sangat kontroversial di kalangan 
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ilmuwan dan terus menjadi bahan perdebatan di salah satu jurnal 
ilmu politik di Amerika, The American Political Science Review 
(Smith, 1969:71, dalam Rogers, 1994:207). 

Karena adanya resistensi dari kalangan ilmuwan politik di 
Amerika terhadap pendekatan dan teori yang dikembangkanya, maka 
selama beberapa tahun, yaitu antara tahun 1937-1950an, Laswell tidak 
pernah mempublikasikan karya akademiknya dalam jurnal ilmu 
politik. Ia justru lebih banyak mempublikasikan hasil pemikirannya 
mengenai teori-teori psikoanalisis dan teori-teori politik dalam jurnal 
psikiatri. Pemikirannya mulai diapreasiasi secara luas oleh ilmuwan 
politik sejak ia terpilih sebagai Presiden Asosiasi Ilmuwan Politik 
Amerika (The American Political Science Association) pada tahun 1955. 
Dalam posisinya yang demikian ini kemudian ia memberikan tawaran 
radikal melalui pemikiran-pemikirannya yang mengembangkan teori- 
teori psikoanalisis dalam bidang kajian ilmu politik (Rogers, 1994:208). 

Hanya sebagian kecil saja diantara ilmuwa politik yang 
simpatik dan mengapresiasi pemikiran Laswell. Salah satu 
diantarannya adalah Heinz Eulau. Dalam beberapa kesempatan 
diskusi dengan Laswell, Eulau (1962, dalam Rogers, 1994:208), 
memang melihat bahwa pendekatan dan pemikiran yang 
dikembangkan oleh Laswell dalam bidang ilmu politik tersebut bukan 
hanya tidak wajar, namun terkesan sangat aneh dan sesuatu yang gila. 
Kendati demikian, Eulau (1962) justru menyarakankan kepadanya 
agar menuliskan pemikirannya dalam karya akademik yang lebih 
serius. Karena pendekatan yang digunakan Laswell dalam penelitian 
ilmu politik dan pemikiran yang disampaikannya menururut 
Eulau(1962) justru hal yang baru dan bisa menjadi revolusi pemikiran 
dalam bidang kajian perilaku politik. 

Berdasarkan saran dari Eulau tersebut, maka Laswell 
kemudian mempublikasikan buku keduanya dengan judul 
“Psychopathology and Politics”. Melalui buku tersebut, ia menawarkan 
kajian baru yang melihat pentingnya interseksi antara bidang kajian 
psikologi dan ilmu politik. Dalam karya akademik tersebut, ia 
menggunakan teori-teori psikoanalisis untuk menjelaskan bagaimana 
beberapa pemimpin politik sebagian cenderung menyukai sebagai 
sosok agigator ulung dan sebagian kelompok yang lain cenderung 
menjadi sosok administrator(Smith, 1969:62, dalam Rogers, 1994:208). 
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Laswell juga menunjukkan bagaimana pentingnya mengkaji motivasi 
politik dari para pemimpin politik terkait dengan kecenderungan 
inisiasi kebijakan politik yang akan dilakukannya. 

Karya akademik ini kemudian dianggap pendekatan yang 
sangat radikal dalam bidang ilmu politik. Kendatipun terus 
mendapatkan resistensi, karya akademik ini mendapatkan perhatian 
luas dari berbagai kalangan. Secara kebetulan, sebelum dan pasca 
publikasi karya ini beberapa pemikir dari berbabagai bidang ilmu 
sosial lainnya yang mengagumi pemikiran Sigmund Freud juga 
mempublikasikan pemikirannya. Mereka diantaranya seperti 
Antropolog, Margareth Mead (1928), yang menerbitkan Coming of Age 
in Samoa dan Ruth Benedict (1934) yang menerbitkan bukunya dengan 
judul “Patterns of Culture”. Kedua intelektual ini menandai adanya 
tradisi baru terkait dengan budaya dan kepribadian manusia. Selain 
itu, dari kalangan intelektual Frankfurt School, Hokheimer (1936) juga 
menerbitkan pemikirannya dengan judul “Studien Uber Autoritat und 
Familie”. Kemudian pada tahun 1950an, Adorno salah seorang 
intelektual dari Frankfurt School juga menerbitkan “The Authorian 
Personality”. Karena itu, pemikiran Laswell yang dipublikasikannya 
tahun 1930 tersebut terus mendapatkan apreasiasi luas dan 
dipertimbangkan sebagai salah satu pendekatan baru—yang 
bersumber dari teori-teori psikoanlasis Sigmund Freud — dalam 
bidang kajian ilmu politik. 

Selain dipengaruhi oleh Freud, pemikiran Laswell juga 
dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx. Ia pertama kali menjumpai 
pemikiran Karl Marx dari salah seorang guru sekolah menengahnya 
yang pernah melakukan perjalanan ke Eropa pada tahun 1920an. 
Ketertarikan Laswell pada pemikiran Karl Marx ini terutama terkait 
dengan asumsinya bahwa revolusi kaum proletariat adalah satu- 
satunya cara yang mungkin bisa dilakukan ketika kapitapitalisme 
memasuki titik puncaknya. Ketertarikan ini pun kian berlanjut ketika 
Laswell ia pada tahun 1926-1927 melakukan perjalanan akademiknya 
ke Berlin dan Wina, dan bertemu dengan pemikiran para ilmuwan 
Neo-Marxian khususnya dari Frankfurt School. Perspektif yang 
dimiliki oleh Marx ini bagi Laswell kian menarik seiring dengan 
pecahnya Perang Dunia II yang melibatkan negara-negara yang 
menganut ideologi kapitalis dan ideologi komunis (Rogers, 1994:209). 
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Konstruksi pemikiran Laswell yang kemudian menjadi peletak 
dasar ilmu komunikasi dan kajian komunikasi politik dapat dijelaskan 
sebagai berikut. Pemikiran Marx diantaranya menyinggung aspek 
ketidaksadaran (“unconsiusness”) dari tindakan manusia dan juga 
adanya manipulasi kesadaran yang dilakukan oleh rezim kapitalis. 
Pemikiran Sigmund Freud menawarkan beberapa konsep penting 
mengenai elemen-elemen (id, ego dan super ego) yang mempengaruhi 
tindakan manusia dalam kehidupannya. Pada saat yang sama sejak 
tahun 1920an, Laswell merasakan dan melihat bagaimana fenomena 
propaganda politik yang terjadi selama Perang Dunia I dan kemudian 
berlanjut hingga Perang Dunia II. Dari pemikiran Marx ini, Laswell 
kemudian mendapatkan dua kata kunci penting, yaitu ketidaksadaran 
(dimana mayoritas perilaku manusia sering dilakukan atas dasar 
ketidaksadaran), dan manipulasi kesadaran (dimana manipulasi 
kesadaran tersebut seringkali terjadi dan dilakukan oleh para 
pemimpin politik, rezim pemilik modal dan juga aktor politik pada 
umumnya). Di sisi lain, motivasi perilaku manusia, baik para 
pemimpin politik maupun masyarakat pada umumnya—yang 
sebenarnya sangat rumit —tidak cukup dilihat secara permukaan. Ada 
sejumlah aspek yang mempengaruhinya. 

Propaganda politik yang dilakukan oleh sejumlah pemimpin 
politik pada masa Perang Dunia I hingga Perang Dunia II bagi Laswell 
adalah lekat dengan “manipulasi kesadaran”. Produksi pesan-pesan 
politik yang dilakukan oleh para pemimpin politik yang terlibat atau 
berkepentingan dengan Perang Dunia I dan Perang Dunia II juga ada 
dalam ruang “kesadaran” dan “ketidaksadaran”. Apa yang mereka 
lakukan ini sebenarnya dipengaruhi oleh elemen-elemen dirinya (id, 
ego dan super  ego)—yang kemudian mempengaruhi 
perilaku/tindakan mereka dalam kehidupan pribadinya maupun 
kehidupan sosialnya sebagai pemimpin politik di tengah situasi 
konflik dan perang. Sebuah situasi krisis yang penuh dengan krisis 
ketidakpercayaan, perasaan akan ancaman dan ketidakstabilan arah 
politik, yang berdampak luas bagi kehidupan manusia di berbagai 
negara, khususnya di Eropa. 

Di sinilah kemudian Laswell menemukan pemikiran Freud 
sangat relevan dan membantu untuk menjelaskan hal tersebut. Dari 
penjelasan ini, tampak bahwa pemikiran Marx digunakan dan 
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diadaptasi oleh Laswell dalam konteks makro, sementara pemikiran 
Freud, ia adaptasi untuk menjelaskan pada level mikro dari 
perilaku/tindakan manusia. Dari sini lah kemudian Laswell 
merumuskan proposisi yang dikemudian hari dikenal sebagai dasar 
dari kajian ilmu komunikasi dan kajian komunikasi politik yaitu : 
“Who Says What (via) in Which Channel To Whom and With What Effects”. 
Sebuah konsep baru yang lahir di tengah seminar berseri mengenai 
pentingnya kajian komunikasi politik yang disponsori oleh 
Rockeffeller Foundation, untuk merespons situasi sulit yang dihadapi 
oleh Amerika Serikat menjelang dan ketika terjadinya Perang Dunia II. 

Ketiga awal Ia hendak mengembangkan pemikirannya yang 
merupakan pendekatan baru dalam bidang ilmu politik dan ketika ia 
mulai meletakkan dasar-dasar bidang ilmu komunikasi dan kajian 
komunikasi politik, Laswell tampak dipengaruhi oleh dua intelektual 
dari kelompok pemikir kritis, yaitu Marx dan Freud. Namun yang 
kemudian menjadi menarik adalah ketika Laswell mulai 
memgembangkan pendekatan, teori dan metode yang digunakan 
dalam ilmu politik—dan kemudian ilmu komunikasi— Laswell 
mengembangkannya dengan perspektif post-positivist dan dengan 
perspektif komunikasi linear. Menurut penulis, hal ini terjadi karena 
konteks komunikasi dan model penggunaan media pada masa 
tersebut — yang masih didominasi oleh media massa cetak dan radio— 
cenderung berlangsung secara linear. Era ini juga ditandai dengan 
peran pengaruh kuat dari media, sehingga pengaruh media massa 
dirasakan sangat kuat bagi proses politik maupun dalam kehidupan 
sosial. 

Kontribusi Laswell dalam bidang kajian komunikasi politik 
tampak sangat besar bagi berkembangnya kajian propaganda — baik 
dalam bidang ilmu politik, maupun kemudian dalam bidang ilmu 
komunikasi dan kajian komunikasi politik. Melalui desertasi yang 
ditulisnya, Laswell telah menginisiasi lahirnya model analisis isi 
media terhadap pesan-pesan propaganda yang ditampilkan media 
cetak, dan kemudian menganalisisnya dengan pendekatan dan teori- 
teori psikoanalisis. Ketika ia mulai mengembangkan kajian 
propaganda politik dalam desertasinya, Laswell tidak hanya sekedar 
berhasil mempopulerkan kajian propaganda dan opini publik. Ia juga 
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berhasil mempopulerkan pendekatan kuantitatif dalam mengkaji 
fenomena (komunikasi) politik. 

Ketika Pasca Perang Dunia I berlangsung, kajian Laswell 
cenderung menggunakan pendekatan kritis dan dengan metode 
kualitatif. Ketika mengkaji fenomena (komunikasi) politik pada 
Perang Dunia I, ia mengunakan pendekatan empirik — dengan metode 
kualitatif — untuk mengkaji teknik-teknik propaganda politik yang 
dilakukan oleh Jerman, Inggris, Perancis dan Amerika. Hal ini dalam 
desertasinya kemudian melahirkan definisi, klasifikasi strategi 
propaganda dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan 
dampak dari strategi propaganda politik. Konsep yang ia lahirkan ini 
tampak dipengarui oleh pemikiran George Herbert Mead —dimana ia 
menjumpai pemikirannya dari perkuliahan yang diberikan oleh 
Prof.Robert Park. Selain itu, dalam kajian desertasinya tersebut, ia juga 
fokus pada simbol-simbol yang digunakan dalam propaganda politik 
yang dilakukan oleh empat negara tersebut selama Perang Dunia I. 
Namun menjelang dan Pasca Perang Dunia II, ia mulai bergerak 
dengan metode kuantatif dan menggunakan teknik-teknik yang 
berkembang dalam ilmu statistik (Rogers, 1994:213). 

Setelah lulus dari program Doktoral, dan kemudian mengajar 
di Jurusan Ilmu Politik, Universitas Chicago, sejak tahun 1926-1930an, 
Ia kemudian juga terus mengembangkan kajian dan perkuliahan 
mengenai propaganda politik. Materi kuliah tersebut merupakan satu- 
satunya mata kuliah yang ditawarkan di universitas ini, yang 
dikemudian hari kemudian dikenal sebagai bidang kajian ilmu 
komunikasi dan komunikasi politik. Laswell mengajar di universitas 
ini selama empat belah tahun, yaitu antara tahun 1924-1938. Di sini ia 
telah membimbing sejumlah ilmuwan terkenal di bidang ilmu politik 
untuk mendapatkan gelar Doktoral-nya, seperti Nobel Laureate 
Herbert Simon dan Ithiel de Sola Pool yang kemudian menjadi 
profesor di MIT (Rogers, 1994:216). 

Sebelum keluar dari Universitas Chicago, pada tahun 1937, 
Laswell ikut tergabung sebagai selah satu peneliti berpengaruh di 
Lembaga Analisis Propaganda”! (the Institute for Propaganda Analysis. Ia 


75 Lembaga ini merupakan lembaga non-profit dengan nama lengkapnya The Institute 
for Propaganda Analysis: A Non-Profit Corporation to Help the Intelligent Citizen 
Detecx and Analyze Propaganda. Lembaga ini mendapatkan dana dari skema donasi 
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juga terus konsisten mengembangkan sejumlah riset yang 
dilakukannya dibawah payung Lembaga Analisis Propaganda (the 
Institute for Propaganda Analysis) yang ia dirikan di Kota New York 
pada tahun 1937. Kajian yang dilakukan oleh Institute for Propaganda 
Analysis ini berlangsung selama beberapa tahun dari tahun 1937-1941. 
Studi yang dilakukan terutama fokus pada meningkatnya kekuasaan 
politik Nazi di Jerman dan efek propaganda yang mereka timbulkan 
dan dampaknya terhadap Pemerintah Amerika Serikat. Kajian 
terhadap propaganda ini kemudian juga makin meningkat pada tahun 
1941. Kendatipun pada tahun tersebut, Institute for Propaganda Analysis 
ditutup, namun kajian terhadap propaganda kemudian mendapatkan 
donasi kuat dari Badan Penelitian Ilmu Sosial Amerika Serikat (The 
Social Science Research Council), dan beberapa sumber dana lainnya 
khususnya menjelang dan setelah pecah Perang Dunia II. Sebelum 
tahun 1940an, istilah yang digunakan adalah kajian propaganda dan 
opini publik, namun kemudian sejak tahun 1940an, istilah kajian 
komunikasi dan komunikasi massa mulai dominan digunakan (Delia, 
1987:57, dalam Rogers, 1994:212). 

Sejak tahun 1938, ia kemudian mengundurkan diri dari 
jabatannya sebagai Associate Profesor bidang Ilmu Politik, Universitas 
Chicago?s. Setelah ia benar-benar keluar dari Universitas Chicago, ia 
kemudian sering diundang oleh Radio siaran NBC dalam acara-acara 
diskusi tentang pemimpin politik yag berpengaruh di Amerika dan 
Eropa. Ia juga kemudian menjadi dosen paruh waktu di Sekolah 
Hukum Universitas Yale (The Yale Law School). Ia mengajar di sini atas 
undangan Prof Myres S.McDougal yang telah bersahabat lama 


The E.A.Filene Gtood Will Fund, dari Departemen Store yang ada di Kota Boston yang 
dimiliki oleh Edward A.Filene. 

76 Ada beragam spekulasi tentang mundurnya Laswell dari Universitas Chicago. 
Wilbur Schramm—kolega dekat Laswell menduga Ia mundur dari Universitas 
Chicago karena Presiden Universitas Chicago, Robertm Maynard Hutchins menolak 
promosinya sebagai Profesor penuh. Hutchins tidak terlalu menyukai Laswell yang 
mengembangkan model penelitian empiris dan pendekatan psikoanalisis dalam ilmu 
politik. Ia juga tidak menyukai Laswell yang terus menerus mengkritik pendekatakan 
kualitatif. Selain itu, hubungan Laswell dengan Charles Merriam, ketua jurusan Ilmu 
Politik di Universitas tersebut juga tidak terjalin dengan baik. Merriam juga tidak 
mampu meyakinkan pihak rezim universitas agar bisa mempertahankan dan 
mendukung apa yang dilakukan Laswell. Namun kalangan pihak universitas 
menjelaskan bahwa Laswell hanya dipindahtugaskan karena diminta pihak 
Washington untuk mengelola lembaga baru (Rogers, 1994: 216-217). 
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dengannya ketika ia masih menjadi pengajar di Departemen Ilmu 
Politik, Universitas Chicago. 

Menjelang tahun 1940an, tepatnya tahun 1939, politik dunia 
kian memanas. Perang Dunia II akan segera pecah kembali. Ia 
kemudian pergi ke New York--dan kemudian juga ke Washington, 
dimana selajutnya ia diatawari untuk mengelola lembaga baru 
bersama dengan harry Stack Sullivan dan Edwar Sapir. Maka sejak 
tahun 1939, Laswell kemudian diminta menjadi Kepala Laboratorium 
Eksperimen yang mengkaji Perang dan Komunikasi pada 
Perpustakaan Konggres Amerika Serikat. Ia kemudian juga terlibat 
aktif dalam kajian proganda politik yang diselenggarakan oleh 
Perpustakaan Konggres Amerika Serikat—yang mendapatkan 
dukungan dana penuh dari Rockeffeller Foundation—kian 
menempatkan dirinya sebagai sosok ilmuwan politik, ilmuwan 
komunikasi dan bapak pendiri kajian komunikasi politik yang 
berpengaruh di Amerika Serikat dan di kawasan Eropa. 

Situasi perang dunia yang makin memanas menjadi perhatian 
serius dari Pemerintah Amerika maupun yayasan sosial di Amerika. 
Untuk mengkaji situasi politik dunia yang makin sulit tersebut, 
Rockeffeler Foundation pada tahun 1940an, menggelar seminar berseri 
setiap bulan—yang berlangsung selama sepuluh bulan—sejak bulan 
September 1939-Juni 1940. Ada beberapa orang penting yang 
diundang termasuk diantarannya Laswell””. Dalam forum seminar ini, 
Laswell kemudian menyampaikan pemikirannya terkait dengan kajian 
propaganda dan opini publik. Ia kemudian melontarkan formulasinya 
Who says what to whom via which channels 


HA 


yang sangat terkenal yaitu 


77 Selain Laswell dalam seminar tersebut, hadir pula : 1) Lyman L.Bryson, salah 
seorang pengajar di bidang ilmu pendidikan dari Columbia University, 2) Hadley 
Cantril, Profesor Psikologi dari Princenton University, 3) Lyodn A.Free, editor 
pelaksana jurnal Public Opinion Ouarterly, yang dipublikasikan oleh Princenton 
University, Ia juga bekerja di Proyek Penelitian Radio yang didanai oleh Rockeffeller 
Foundation, 4) Geoffrey Gorer, pengajar di Institute for Human Relations, Yale 
University, 5) Paul F.Lazarlfeld, Direktor Penelitian Radio (The Radio Research 
Project), Columbia University, 6), Robert S.Lynd, Profesor Sosiologi dari Columbia 
University, 7) John Marshall, Manajer Penelitian bidang kajian Radio dari Rockeffeller 
Foundation, 8) Ivor A.Richard, ahli kajian semantik dari Cambridge University, 9) 
Charles A.Siepmann,praktisi dan ahli di bidang penyiaran radio yang bekerja untuk 
BBC, Inggris: 10) Donald Slesinger, staf di bidang kajian film Amerika, Rockeffeler 
Foundation, dan 11) Douglas Waples, Staf dari Perpustakaan Sekolah pasca Sarjana, 
Universitas Chicago. 
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with what effects?”. Apa yang disampaikan oleh Laswell ini kemudian 
menjadi fokus perdebatan dan selajutnya kerangka kerja utama hasil 
yang direkomendasikan dari rangkaian seminar tersebut. Pemikiran 
Laswell ini pun kemudian menjadi makin dominan dan 
mempengaruhi kajian komunikasi dan efek media di Amerika pada 
masa Perang Dunia II. 

Pada bulan November 1940, hasil seminar tersebut kemudian 
dipublikasikan dengan judul “Public Opinion and the Emergencey”. 
Hasil seminar ini pun terus menjadi bahan diskusi informal dari 
berbagai kalangan masyarakat di Amerika. Maka ketika Perang Dunia 
II pecah di Eropa, maka formulasi yang disampaikan oleh Laswell ini 
makin dirasakan penting untuk digunakan sebagai fondasi kajian 
komunikasi (politik). Pemikiran Laswell ini juga kemudian menjadi 
bahan diskusi penting yang digelar oleh kelompok ilmuwan di 
Princeton University pada tanggal 8 januario, 1941. 

Pasca seminar yang digelar oleh Rockeffeller Foundation di 
New York tersebut, seminar selanjutnya dilakukan di Kota 
Washington, DC. Dalam seminar ini, peran John Marshall sangat 
penting. Ia bahkan merupakan sosok yang ikut mendukung lahirnya 
bidang kajian ilmu komunikasi dan menjadi orang di Rockeffeller 
Foundation yang mendukung riset-riset terbaru di bidang ilmu 
komunikasi. Ia bahwa orang yang pada bulan Agustus 1939 melalui 
surat undangannya untuk seminar awal di atas, menyebut istilah 
komunikasi massa (mass communication) (Rogers, 1994:222). 

Seminar di Washington DC ini kemudian berlanjut dengan 
riset-riset propaganda politik dan opini publik selama Perang Dunia II 
pecah. Di sini Laswell beryemu dengan sejumlah ilmuwan lainnya 
seperti Paul F.Lazarfeld, Kurt Lewin dan Wilbur Schramm. Salah satu 
tugas Laswell dalam tim penelitian tersebut adalah menyelenggarakan 
analisis isi propaganda media. Hasil analisis tersebut kemudian 
menjadi bahan rekomendasi bagi Pemerintah Amerika khususnya 
kebijakan politik apa saja yang harus ditempuhnya dalam merespons 
perkembangan Perang Dunia II yang ada di Eropa. Laswell di sini 
tidak hanya sekedar melakukan riset mengenai propaganda. Lebih 
dari itu, ia juga memberikan rekomendasi bagi materi dan strategi 
propaganda yang harus ditempuh oleh Pemerintah Amerika dalam 
merespons perkembangan Perang Dunia II (Rogers, 1994:224). 
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Setelah Perang Dunia II usai, pada tahun 1946, Laswell 
mendapatkan tawaran bekerja sebagai Profesor di Sekolah Hukum 
Yale Uiversity. Selain itu, ia juga terlibat aktif dalam riset-riset 
kebijakan publik dan hubungan internasional Pasca Perang Dunia II di 
bawah lembaga Revolution and Development of Internasional Relations 
(RADIR). Di lembaga ini, ia bekerja bersama dengan Ithiel de Sola Pool 
dan Daniel Lerner. Pada tahun 1952, Ia kemudian juga menjadi 
profesor di bidang Ilmu Politik dari Yale University, Hingga 
kemudian ia pensiun dari Yale University pada tahun 1970. Kemudian 
pada tahun 1970-1972, Ia menjadi profesor di City University of New 
York. Tahun 1972-1976, ia menjadi Profesor di Sekolah Hukum, 
Temple University dan kemudian menjadi Profesor di bidang 
Hubungan Internasional, Columbia University. Selanjutnya pada 
tahun 1976-1978, ia terpilih sebagai Presiden Pusat Ilmu dan Kajian 
Kebijakan (Policy Sciences Center), yang berkantor di Kota New York, 
sebelum akhirnya meningggal pada tanggal 18 Desember, 1978 
(Rogers, 1994:205). 

Ketiga, Paul F. Lazarfeld dan Erie County Study. Ia merupakan 
ilmuwan imigran asal Austria yang berkarir sebagai akademisi di 
Universitas Columbia?8. Paul F.Lazarfeld merupakan salah satu 
intelektual penting yang meletakkan tradisi penelitian kuantitatif 
dalam bidang ilmu komunikasi”. Kendatipun pada awal karirnya, Ia 


78 Tentang Paul F.Lazarfeld, Ilihat Everett M.Rogers. 1994. Paul F.Lazarfeld and Mass 
Communication Effects, dalam Everett M.Rogers. 1994. A History of Communication 
Study: A Biographical Approach. Oxfird: The Free Press. Halaman 244-315. 

7 Lazarfeld dilahirkan di Kota Wina, Austria pada tahun 1901. Meski ayahnya 
seorang pengacara, Ia lahir dari latarbelakang keluarga yang sangat miskin karena 
karir bapaknya yang tidak begitu cemerlang. Pada waktu muda ia bercita-cita sebagai 
pengacara. Ia kemudian berubah pikiran untuk bercita-cita menjadi pebisnis dan 
kemudian juga bercita-cita sebagai akademisi. Ibunya adalah seorang kolumni yang 
cukup terkenal karena bukunya yang berjudul “ Wie die Frau den Mann Erlebt (How the 
Woman Experience the Male)”. Ia menamatkan pendidikan menengahnya di Sekolah 
Siswa Menengah Sosialist (The Socialist High School Students) di Kota Wina. 
Selanjutnya ia melanjutkan pendidikan sarjana dan pasca sarjananya di Universitas 
Wina, Austria. Pada usia 24 tahun, Ia kemudian menamatkan pendidikan Doktoral- 
nya di bidang ilmu matematika di universitas tersebut. Ia menulis desertasinya hanya 
dalam tiga malam. Dalam desertasi tersebut, ia menggunakan konsep relativitas 
Einstein untuk menjelaskan pergerakan planet Mercury. Model temuan teoritik yang 
dia hasilkan ini kemudian di kemudian hari sangat berguna untuk menjelaskan orbit 
planet-planet dalam sistem tata surya. Pada waktu itu, posisi dosen pengajar 
universitas sangat sulit didapatkan di Kota Vina Austria. Karena itu, Ia kemudian 
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sendiri tidak pernah menyadari dirinya sebagai ilmuwan yang 
mengembangkan bidang ilmu komunikasi. Ia bahkan lebih menyadari 
dirinya sebagai ahli matematika, khususnya di bidang ilmu statistik. 
Hal ini disebabkan karena ia memang mendapatkan gelar Doktoral- 
nya di bidang ilmu statistik, dari The University of Vienna, Austria. 
Ketertarikannya pada bidang ilmu sosial pertama-tama adalah pada 
bidang ilmu psikologi, dan kemudian pada pertengahan karir 
akademiknya—terutama setelah banyak bergaul dan kerja riset 
bersama dengan Robert K.Merton—ia lebih mengidentifikasi dirinya 
sebagai ilmuwan sosiologi (Rogers, 1994:246-247). 

Dengan latarbelakang bidang ilmu matematika yang 
dimilikinya, ia kemudian mengembangkan sejumlah metode untuk 
mengkaji efek media. Pada tahun 1937 ia memimpin proyek penelitian 
dampak siaran radio pada khalayaknya yang dibiayai oleh Rockefeller 
Foundation. Proyek ini ia kemudian ia kembangkan menjadi Biro 
Kajian Penelitian Sosial Terapan (the Bureau of Applied Social Research) 
Universitas Columbia. Dengan dukungan koleganya pakar sosiologi, 
Robert K.Meron, ia kemudian mengembangkan metode riset 
wawacancara kelompok khusus (focus group interviews), metode awal 
yang digunakan untuk mengkaji dampak propaganda radio pada 
khalayak domestik di Amerika antara Perang Dunia I dan Perang 
Dunia II. Pada tahun 1940, la mengembangkan metode penelitian 
kuantitatif pertama untuk mengkaji perilaku pemilih di sebuah 
wilayah pedesaan di Ohio, Amerika—yang dengan sengaja dipilih 
oleh Universitas Columbia sebagai salah satu representasi pedesaan di 


mengajar di Gymnasium—sebuah sekolah menengah yang ada di kota tersebut, 
kendatipun gelar Doktoral yang dia peroleh tentunya melampaui kualifikasi yang 
dibutuhkan. Setelah Perang Dunia I, Kota Wina dikuasi oleh kelompok politik sosialis. 
Lazarfeld merupakan salah satu intelektual sosialis muda di Kota Wina tersebut. Di 
Kota Wina, ia juga kenal baik dan kemudian ikut bekerjasama dalam beberapa riset 
yang dilakukan oleh Profesor Karl dan Charlotte Buhler, seorang intelektual sosialis 
penganut pemikiran Sigmund Freud. Meski Buhler dan Freud hidup dalam kota yang 
sama dan bergabung dalam universitas yang sama, namun keduanya tidak pernah 
bertemu secara langsung. Ia bekerja selama beberapa tahun dengan Buhler sampai 
pada akhirnya bermigrasi ke Amerika Serikat antara tahun 1933-1935 dengan dana 
sponsor dari Rockeffeler Foundation. Pada tahun 1936, Ia kemudian menjadi direktur 
pelaksana Pusat Studi di The University of Newark, New Jersey. Kemudian sejak 
tahun 1937, Ia menjadi peneliti Pusat Penelitian Radio (The Radio Research Project) 
yang didirikan oleh Princeton University dengan bantuan dana sponsor dari 
Rockefeller Foundation. 
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Amerika—yang kemudian dikenal luas dengan nama The 1940 Erie 
County Study. Metode ini merupakan metode penelitian pertama 
yang secara empirik dan kuantitatif digunakan dalam kajian 
komunikasi politik untuk mengkaji dampak kampanye politik yang 
disampaikan oleh media radio ketika Pemilu Presiden Amerika pada 
tahun 1940an. Lazarfeld bersama tim nya mewawancarai 600an orang 
responden selama enam bulan sampai dengan bulan November 1940 
ketika pemilu presiden digelar. Kajian yang dilakukan oleh Lazarfeld 
ini memberikan foundasi penting dalam meneliti dampak langsung 
dari media dimana hal ini sangat menentukan bagaimana mereka 
menentukan pilihannya di hari Pemilu Presiden bulan November 
194050, 

Kajian dengan metode survei panel yang dikembalikan 
Lazarsfeld dkk ini didesain secara hati-hati untuk mengukur 
perubahan pada pada level perilaku pemilih dalam hal keinginannya 
untuk memiliki setelah mendapatkan ekspose tayangan kampanye 
politik presiden. Riset pertama yang dilakukan oleh Lazarfeld dkk 
pada tahun 1940 ini kemudian dipublikasikan tahun 1944 dengan 
judul The People's Choice: How the Voter Makes Up His Mind in a 
Presidential Campaign (Lazarsfeld, Berelson, and Gaudet 1944). Buku ini 
menandai riset awal dengan metode kuantitatif melalui penggunaan 
metode survei dalam bidang ilmu politik. Selanjutnya, riset kedua 
dengan survei panel juga diselenggarakan oleh tim peneliti dari 
Universitas Columbia yang dipimpin oleh Barelson, Lazarfeld dan 
McPhee di Elmira, New York pada tahun 1948. Riset ini kemudian 
pada tahun 1954 dipublikasikan dalam sebuah buku yang kemudian 
sangat berpengaruh dalam kajian komunikasi politik dan perilaku 


s0 Dari riset yang dilakukannya, hanya 54 dari 600 respondennya yang menyatakan 
berubah orientasi pilihan ketika Pemilu Presiden berlangsung, dan hanya beberapa 
diantaranya yang menyatakan perubahan pilihannya tersebut karena pengaruh 
media. Sejumlah pemilih bahkan menyatakan bahwa ia sudah memiliki peta pilihan 
dan orientasi pilihan pada kandidat yang akan dipilihnya sebelum kampanye pemilu 
digelar.Dari sinilah kemudian Lazalfeld, Berelson dan Gaudet (1944) menyimpulkan 
bahwa media memiliki efek mimimal dalam kampanye presiden di Amerika pada 
tahun 1940. 
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pemilih. Buku ini berjudul Voting: A Study of Opinion Formation in a 
Presidential Campaign (Berelson, Lazarsfeld, and McPhee 1954)31. 

Dari riset yang dilakukannya ini, Lazarsfeld kemudian 
mengembangkan teori efek dua tahap (two-step flow) dimana pengaruh 
media tidak terjadi secara langsung namun melalui peran pemuka 
pendapat. Lazarfeld dkk tampak sangat hati-hati dalam mengukur 
bagaimana para pemilih dalam memperhatikan tayangan yang 
disajikan oleh media dan juga kecenderungan pilihan yang mereka 
dalam pemilu presiden. Mereka menemukan bahwa faktor pertama 
yang mempengaruhi politik pemilih adalah loyalitas mereka terhadap 
latarbelakang agama dan kelas sosial. Nilai-nilai agama dan kelas 
sosial yang sering mereka diskusikan secara langsung dalam 
kehidupan sehari-hari tampak lebih mempengaruhi perilaku pemilih. 
Dari sinilah pemilih memiliki kecenderungan orientasi dalam 
menentukan pilihan politiknya. 

Pengaruh ekspose kampanye media di sini juga bersifat tidak 
langsung, namun diperkuat oleh interaksi interpersonal para pemilih 
di lingkungan keluarga, pertemanan dan tempat kerja. Kampanye 
politik kandidat presiden terhadap perilaku pemilih dalam hal ini 
ditentukan oleh oleh seberapa besar perhatian mereka terhadap isu- 
isu politik, intensitas mereka dalam memperhatikan tayangan 
kampanye politik. Kedua hal inilah yang kemudian membentuk 
kesukaan ataupun ketidaksukaan serta persepsi mereka terhadap 
kandidat presiden?2. Ekspose tayangan kampanye politik dalam hal ini 
hanya cenderung memperkuat pada keyakinan pemilih terhadap 
calon yang akan dipilihnya, dimana sebelumnya sudah mereka miliki. 

Temuan yang disampaikan oleh Lazarsfeld dkk (1954) ini 
makin memperkuat asumsi bahwa pengaruh komunikasi massa tidak 
berdiri sendiri, akan tetapi juga berlangsung secara komplementer 
dengan pengaruh yang terjadi pada komunikasi interpersonal. Proses 
inilah yang dikemudian hari menjadi konsen dari para pakar 
komunikasi politik dalam meneliti faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhi proses pembentukan keputusan politik. 


81 Lihat Larry M. Bartels.2008. The Study of Electoral Behavior, dalam Jan E. Leighley, 
ed., The Oxford Handbook of American Elections and Political Behavior. Oxford: 
Oxford University Press. Halaman 3 
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Apa yang dilakukan oleh Lazalfeld ini dianggap telah 
memberikan kontribusi penting bagi bidang kajian komunikasi, dan 
komunikasi politik pada khususnya. Ia telah menghadirkan metode 
dan model kajian baru bagaimana efek media terhadap khalayak 
secara empirik dan diukur dengan metode penelitian kuantitatif. Apa 
yang ia lakukan juga telah memberikan inspirasi bagi para akademisi 
dan universitas lainnya di Amerika untuk mengembangkan riset 
serupa (Rogers, 1994:288). Hal ini misalnya sebagaimana yang 
dilakukan oleh Lembaga Riset Sosial Universitas Michigan (The 
University of Michigan's Institute for Social Research) yang kemudian 
mulai menyelenggarakan kajian perilaku pemilih dalam pemilu 
selama beberapa kali dengan menggunakan metode yang 
dikembangkan oleh Lazarfeld ini. Mereka bahkan mulai merintis 
untuk mengembangkan survei secara nasional dengan fokus kajian 
pada tingkat perhatian khalayak pada media, dan peran media dalam 
pembentukan keputusan politik, terkait dengan variabel identifikasi 
partai (Party ID), dan variabel sosiekonomis lainnya. 

Riset tersebut terutama dikembangkan oleh dua intelektual di 
Lembaga Riset Sosial Universitas Michigan, yaitu Angus Campbell 
dan Robert Kahn. Pada Bulan Oktober 1948, mereka mulai mengkaji 
dua faktor utama yaitu derajat ketertarikan politik (political interest) 
dan orientasi politik (political orientation). Kedua hal ini diyakini 
sangat berpengaruh bagi kecenderungan rencana perilaku pemilih 
dalam pemilu presiden yang akan diselenggarakan. Di tangan kedua 
ilmuwan ini, kajian perilaku pemilih lebih cenderung dikembangkan 
dari sudut pandang ilmu politik, dan tidak banyak mengeksplorasi 
aspek terpaan kampanye politik yang ditayangkan oleh media — 
sebagaimana yang dilakukan oleh Lazarsfeld dkk (1940, 1948). 

Riset yang mereka kembangkan ini kemudian juga 
menginspirasi lembaga riset Gallup Poll. Lembaga ini kemudian 
mengembangkan sejumlah indikator seperti memetakan latarbelakang 
personal pemilih, sikap politik pemilih, dan karakteristik pemilih 
Partai Demokrat dan Partai Republik dan juga para pemilih Golput. 
Tidak hanya itu, sejumlah kajian untuk melihat pengaruh faktor 
psikologis, sosiologis dan faktor politik yang mempengaruhi perilaku 
pemilih (Campbell and Kahn 1952: 3, dalam Larry M. Bartels: 5). Selain 
Campbell dkk, mereka kemudian juga mengembangkan riset jangka 
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panjang yang diselenggarakan secara nasional pada tahun 1952, 1954, 
1956 dan 1958 yang dipimpin oleh sejumlah intelektual dari berbagai 
universitas seperti Gurin, Miller (Syracuse University), Cooper, dan 
Stokes (Yale University)8 

Ketiga jenis riset baik yang telah dikembangkan oleh Lippman 
(1922), Laswell (19271940) dan Lazarsfeld dkk (1940, 1948) ini menjadi 
pilar penting studi komunikasi politik di berbagai belahan dunia. 
Tidak hanya itu, riset yang dikembangkan oleh Laswell (1927,1940) 
dan Lazarsfeld dkk (1940:1948) ini juga menjadi cikal bakal kajian 
perilaku pemilih dalam bidang ilmu politik. Hal ini terutama setelah 
apa yang dilakukan oleh Lazarsfeld dkk (1940, 1948) dikembangkan 
oleh Campbell (1960) dan sejumlah intelektual muda dalam bidang 
ilmu politik setelah mereka. Secara historis, kajian yang dilakukan 
oleh Lembaga Riset Sosial Universitas Michigan ini juga merupakan 
titik persinggungan bidang studi komunikasi politik dan ilmu politik. 
Dalam kajian komunikasi politik, riset mereka ini kemudian 
menginspirasi berkembangnya riset analisis isi media, efek media, 
agenda media, dan opini publik. Model survei yang dikembangkan 
Michigan ini nantinya menginspirasi sejumlah intelektual di Eropa 
termasuk Elisabeth Noelle-Neumann (1973), dimana ia melahirkan 
teori baru yang sangat terkenal dalam kajian komunikasi politik, yaitu 
teori spiral kesunyian (the spiral-silence theory). 


Tahap Pematangan dan Pelembagaan Bidang Kajian Komunikasi 
Politik 

Sebagai fenomena dan bidang kajian, komunikasi telah lama 
menjadi perhatian dari berbagai ilmuwan psikologi, sosiologi dan 
politik. Hanya saja, kajian komunikasi belum sepenuhnya 
dilembagakan sebagai bidang ilmu. Beberapa contoh maraknya kajian 
komunikasi telah berlangsung di Universitas Chicago sejak tahun 
1920an. 

Di Universitas Chicago ini, beberapa ilmuwan yang tertarik 
pada bidang penelitian komunikasi, berasal dari ilmuwan sosiologi. 
Rogers (1994:137-138) berpendapat bahwa Universitas Chicago 
memiliki kontribusi penting bagi perkembangan riset dan kajian 
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komunikasi. Pertama, Universitas Chicago mampu mengembangkan 
warisan pemikiran ilmuwan sosial dan filsafat dari Eropa, khususnya 
dari Jerman dan Austria, yang dikemudian hari menginspirasi 
lahirnya beragam pendekatan baru dan metode riset dalam bidang 
ilmu sosiologi (seperti yang dilakukan oleh Lazarfeld, Merton dkk), 
dan politik (seperti yang dilakukan oleh Laswell). Kedua, Universitas 
Chicago juga memiliki perhatian pada dimensi empiris kajian ilmu- 
ilmu sosial yang sangat aktual dalam mengelaborasi permasalahan 
sosial-politik yang sedang terjadi di Amerika. Ia termasuk universitas 
yang progresif terhadap fenomena propaganda politik, urbanisasi dan 
imigrasi dan persoalan sosial yang tumbuh dalam masyarakat 
pedesaan dan urban yang menjadi tantangan perkembangan 
demokrasi di Amerika. Ketiga, universitas ini juga mengembangkan 
sejumlah konsep teoritis penting seperti sosialisasi, kepribadian dan 
komunikasi manusia. Dengan pendekatan interaksionalisme simbolik 
yang dikembangkan oleh para ilmuwannya, Universitas ini mampu 
memberikan penjelasan yang lebih memadai dan aktual mengenai 
problem sosial dan politik yang dihadapi masyarakat Amerika dan 
Eropa ketika terjadi Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Keempat, 
universitas ini juga memiliki pusat penelitian dan menyelenggarakan 
sejumlah penelitian yang mengkaji propaganda politik secara empirik 
(sebagaimana yang dikembangkan Charles Merriam, dan kemudian 
terus dikembangkan oleh Laswell) dan juga efek media kepada 
khalayak (yang dikembangkan oleh ilmuwan sosiologi, Robert E.Park 
dan juga Paul F.Lazarfeld). 

Universitas Chicago didirikan pada tahun 1892, di dekat 
Danau Michigan atas bantuan dari John D.Rockefeller, Presiden 
Perusahaan Minyak Stanford (the Stanford Oil Company)8&. Pendirian 
universitas ini berlangsung di tengah menguatnya arus imigrasi dari 
negara-negara Eropa ke Kota Chicago. Pertama kali ketika didirikan, 
Universitas Chicago dipimpin oleh William Rainey Harper, anak 
muda yang pada usia 18 tahun sudah mendapatkan gelar Doktoral- 
nya di bidang bahasa klasik dari Yale University, Ia kemudian 
mendirikan jurusan sosiologi dengan merekrut Albionn W.Small, 


84 Lebih lanjut tentang sejarah Sekolah Chicago ini, lihat Everett M. Rogers. 1994. The 
Chicago School, dalam Everett M.Rogers.1994. A History of Communication Study: A 
Biographical Approach. Oxfird: The Free Press. Halaman 137-202. 
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Presiden Colby College, salah satu sekolah Babtist di Watervile, 
Maine. Small memiliki latar belakang pendididikan sejarah dan 
ekonomi politik dari The University of Berlin dan the University of 
Leipzig dari tahun 1879-1881. Ia kemudian mendapatkan gelar 
Doktoral-ya di John Hopkins University pada tahun 1889. 

Ketika masih kuliah di The University of Berlin, Small 
berkenalan dengan George Simmel. Setelah Small menjadi ketua 
jurusan sosiologi di Universitas Chicago, la kemudian mengajarkan 
pemikiran-pemikiran Simmel kepada para muridnya. Sebenarnya, 
Small sosok yang sangat terbuka dan dengan sengaja membiarkan 
ilmu sosiologi agar berkembang tanpa dominasi dari pemikirannya. 
Jurusan sosiologi ini berkembang cukup pesat. Terbukti pada tahun 
1909, jurusan sejak tahun 1985-1935 telah melahirkan 35 lulusan 
Doktoral dari 98 lulusan Doktoral bidang sosiologi yang dikeluarkan 
oleh universitas-universitas di Amerika. Dari tahun 1915-1935, 
Universitas ini juga mewisuda 60 mahasiswa Doktoral dan 7 diantara 
mereka terpilih sebagai Presiden Masyarakat Sosiologi Amerika (The 
American Sociological Society). Bahkan pada tahun 1929, 1/3 dari 
keseeluruhan mahasiswa sosiologi di Amerika ada di Universitas 
Chicago. Mereka kemudian memperoleh gelar Doktoral-nya di 
Universitas ini dan kemudian tersebar ke berbagai universitas lain di 
Amerika sebagai staf pengajar. Selain itu, buku utama sosiologi pada 
waktu itu juga diterbitkan dan diedit oleh dua ilmuwan sosiologi 
Universitas ini, yaitu Robert E.Park dan Ernest Burges (1921) dengan 
judul Introduction to the Science of Sociology. Selain itu dua ilmuwan 
lainnya dari universitas ini yaitu W.I Thomas dan Florian Znaniecki 
juga menerbitkan karyanya dengan judul The Polish Peasant in Europe 
and Amerika. Kedua karya ini merupakan karya klasik dalam bidang 
sosiologi. 

Di Universitas Chicago ini, pemikiran George Simmel dan juga 
temannya dari ilmuwan Perancis, Emile Durkeim sangat populer. 
Selain itu, pemikir lainnya yang juga sangat populer adala Charles 
Horton Cooley, George Herbert Mead dan John Dewey. Pemikiran 
Simmel ini kemudian secara teoritis dikembangkan oleh Robert E.Park 
dimana menempatkan komunikasi sebagai faktor penting dalam 
masyarakat. Beberapa konsep penting dari masyarakat dan 
komunikasi dari pemikiran Simmel menurut Park adalah sebagai 
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berikut. Pertama, masyarakat sebagai konsep inti dari komunikasi 
terdiri dari individu-individu yang berkomunikasi. Kedua, seluruh 
aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh manusia menimbulkan 
pertukaran dan efek yang saling melibatkan individu satu sama lain. 
Ketiga, komunikasi terjadi diantara individu yang memiliki jarak sosial 
yang berbeda antara satu dengan lainnya di masyarakat. Keempat, 
aktivitas komunikasi manusia dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 
dasar manusia, seperti pertemanan dan kesalingtergantungan 
khususnya dalam lingkungan pekerjaan, pendidikan ataupun tujuan 
lainnya. Kelima, jenis khusus dari proses komunikasi cenderung 
berlangsung stabil dalam kurun waktu tertentu mampu 
merepresentasikan budaya dan struktur sosial(dalam Levine, Carter 
dan Gorman, 1976, dalam Rogers, 1994:150). 

Komunikasi sebagai sub kajian baru di Universitas Chicago ini 
tampak dipengaruhi oleh bidang ilmu psikologi, sosiologi dan politik. 
Di Jurusan Ilmu Sosiologi Universitas Chicago ini, terdapat sejumlah 
ilmuwan seperti Albion Samall-—kawan akrab Georg Simmel, 
W.I.Thomas, dan Ernest Burgess. Selain itu juga ada John Dewy dan 
George Herbert Mead dua profesor di Jurusan Filsafat yang juga 
pemikirannya dikembangkan di Jurusan Sosiologi Universitas 
Chicago. Di bidang ilmu psikologi, sosiologi dan politik, pemikiran 
Cooley, Dewey, Mead dan Park tampak sangat dominan. Dewey dan 
Mead adalah pengajar di Jurusan Filsafat Universitas Chicago. Kendati 
demikian, pemikirannya dalam bidang psikologi dan sosiologi sangat 
pesat dan kemudian dikagumi secara luas. 

Tidak hanya itu, pemikiran mereka juga dikagumi dan 
memberikan inspirasi bagi penelitian-penelitian di bidang Ilmu politik 
di Universitas Chicago ini. Salah satu yang menjadi pengagum Mead 
misalnya Harrold D. Laswell, salah seorang mahasiswa Program 
Doktoral Ilmu politik, yang dikemudian hari menjadi founding father 
ilmu komunikasi dan bidang kajian komunikasi politik. Universitas 
Chicago menyumbangkan dua ilmuwan penting yaitu Harrold 
D.Laswell yang pernah menjadi pengajar di Jurusan Ilmu Politik dan 
Paul F.Lazarfeld, peneliti dan pengajar di Jurusan Sosiologi. Keduanya 
dalam fase perkembangannya kemudian masing-masing melahirkan 
pendekatan, konsep/teori dan metode yang digunakan dalam kajian 
komunikasi politik. 
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Embrio perkembangan kajian komunikasi politik berlangsung 
Pasca Perang Dunia I, yaitu sejak tahun 1920an—yang ditandai 
dengan pemikiran Lippmann, kemudian disusul oleh Laswell (1927) 
dan juga riset-riset yang dikembangkan oleh Lazarfeld. Kendati 
demikian, perkembangan ilmu komunikasi dan kajian komunikasi 
secara masif mulai berlangsung mejelang Perang Dunia II. Fase ini 
ditandai dengan berkumpulnya para ilmuwan sosial di Amerika — 
dimana di kemudian hari mereka menjadi bapak pendiri ilmu 
komunikasi. Salah satu peristiwa penting di sini adalah ketika 
diselengarakan seminar selama beberapa tahun yang diselenggarakan 
dibawah payung Rockeffeller Foundation Communication Seminar 
dan dipimpin oleh John Marsall, kepala kantor Yayasan Rockefeller 
yang berkedudukan di Kota New York. Ia mengundang sejumlah 
ilmuwan untuk berpartisipasi dalam seminar yang ia selenggarakan 
tersebut. Istilah komunikasi massa, pertama kali digunakan dalam 
seminar tersebut—dimana sebelumnya disebut sebagai opini publik 
atau propaganda. Dalam seminar tersebut pada bulan September 1939, 
Paul F.Lazarfeld dan Harold D.Laswell hadir sebagai intelektual yang 
berpengaruh dan kemudian mulai merumuskan lahirnya bidang ilmu 
baru yang kemudian disebut sebagai ilmu komunikasi. 

Situasi Perang Dunia II ini membawa berkah tersendiri dimana 
para ilmuwan sosial di Washington DC juga berkumpul dan 
bekerjasama sebagai konsultan dan pejabat lembaga negara. Termasuk 
diantaranya Lazarfeld, Lasswell, sosiolog Sam Stuffer, ahli psikologi 
sosial Carl Hovland dan Kurt Lewin dan Wilbur Schramm, yang 
merupakan pakar jurnalisme dari Universitas Iowa. Pada umumnya, 
para ilmuwan ini memiliki konsen yang sama pada komunikasi antar 
manusia (human communication) dan penggunaannya untuk 
membantu Pemerintah Amerika Serikat dalam menghadapi Perang 
Dunia II tersebut. Kendatipun mereka memiliki latarbelakang ilmu 
yang berbeda, proses interaksi mereka di Kota Washington DC ini 
kemudian melahirkan sebuah paradigma kajian komunikasi massa. 

Tahun 1943, Wilbur Schraam kembali ke Universitas Iowa dan 
menduduki jabatan sebagai Direktur dari Sekolah Jurnalisme di 
universitas tersebut. Ia kemudian juga mendirikan Program Doktoral 
di Bidang Ilmu Komunikasi dan mengembangkan pusat studi 
komunikasi di universitas tersebut. Tak lama kemudian, ia pun 
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pindah ke Universitas Illionis dimana ia mendirikan program studi 
komunikasi dan juga sukses mengembangkan Program Doktoral di 
Bidang Ilmu Komunikasi. Pada pertengahan tahun 1950an, ia juga 
pindah ke Universitas Stanford di sama ia juga melakukan hal serupa. 
Kemudian sejak tahun 1960an, puluhan universitas di Amerika 
Serikat, termasuk Universitas Minnesota, Universitas Wisconsin, dan 
Michigan State University juga mengembangkan pusat penelitian 
komunikasi dan program studi komunikasi hingga level Progarm 
Doktoral. 

Pasca Perang Dunia II, Willbur Schraam merupakan ilmuwan 
komunikasi yang sangat berpengaruh karena ia telah merintis dan 
mengembangkan program Doktoral di sejumlah universitas di 
Amerika. Dari program yang ia kembangkan ini kemudian melahirkan 
para ilmuwan komunikasi, termasuk banyak diantaranya yang konsen 
pada kajian komunikasi politik dan menduduki jabatan penting 
sebagai Profesor di sejumlah universitas ternama di Amerika Serikat. 
Beberapa diantaranya misalnya misalnya Steven H.Chaffe yang 
tersohor dari Universitas Wisconsin, Paul J.Deutschmann dari 
Michigan State University, Wayne Danielson dari The University of North 
Carolina. Banyak diantara para ilmuwan baru hasil program studi 
Doktoral yang dirintis oleh Schramm dkk ini juga kemudian 
melahirkan sejumlah intelektual komunikasi yang berkontribusi bagi 
lahirnya teori-teori dan konsep-konsep baru dalam komunikasi politik 
seperti Danielson dan Deutcshmann dengan konsep nya terkait 
dengan difusi peristiwa pemberitaan (news events diffusion), juga 
Maxwell McCombs dan Donald L.Shaw yang melahirkan teori proses 
agenda-setting. 

Sejak tahun 1960an ini, ilmu komunikasi, termasuk kajian 
komunikasi politik terus berkembang pesat di Amerika Serikat. 
Beragam rintisan riset yang dilakukan oleh para ilmuwan ini menjadi 
pilar penting bagi bidang kajian komunikasi politik di negara tersebut. 
Dari kecenderungan riset yang dilakukan, bidang kajian komunikasi 
politik tampak sejak awal cenderung bersifat lintas disipliner. Bahkan 
dalam perkembangannya kemudian juga dikembangkan secara lintas 
disipliner melibatkan para ilmuwan dari berbagai bidang ilmu sosial 
yang lain. 
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Sebagian bidang kajian yang bersifat lintas disipliner, studi 
komunikasi politik telah cukup lama menjadi fokus perhatian dari 
para ahli ilmu sosial. Pada masa ini, studi mengenai media dan 
pengaruhnya terhadap opini publik cukup marak menjadi perhatian 
para ahli di Eropa seiring dengan meningkatnya propaganda politik 
selama Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Kendati demikian ia 
belum melahirkan bangunan disiplin kajian baru dalam ranah ilmu 
komunikasi. studi komunikasi politik sebenarnya juga dikembangkan 
oleh para ilmuwan yang ada di Eropa. Hal ini terutama berlangsung 
di Jerman, yaitu ketika seorang ilmuwan politik yang bernama 
Ferdinand Tonnies (1922) menerbitkan karya nya dengan judul Kritik 
der Offerliche Meinung—yang meneliti mengenai sifat opini publik 
pada masyarakat massa. Bahkan Tonnies juga meneliti hal tersebut 
hingga kurun waktu akhir abad ke -19 ketika Bahehot, Maine, Bryce 
dan Graham Wallas di Inggris mulai menelaah peranan pers dalam 
pembentukan opini publik. Kendati demikian, sebagai sebuah disiplin 
ilmu studi komunikasi politik ini mulai berkembang di Eropa sejak 
tahun 1960ans. 

Dapat disimpulkan, studi komunikasi politik pada mulanya 
dikembangkan oleh para ilmuwan yang ada di Amerika Serikat — 
diantaranya yang paling menononjol adalah Walter Lippmann (1932) 
dan Harold D.Laswell (1943, 1958). Lipmann menyumbangkan konsep 
dan kemudian menulis buku mengenai opini publik. Harorld 
D.Laswell (1943) menulis desertasi dengan judul Propaganda Techigue: 
The World War. Laswell juga menyumbangkan metode analisis isi 
sebagai metode awal dalam studi komunikasi politik modern untuk 
menganalisis propaganda politik di media. juga Tidak hanya itu, 
Laswell empat belas tahun kemudian memformulasikan konsep dasar 
yang menjadi fondasi bagi studi komunikasi politik modern. Di 
Amerika Serikat, studi komunikasi politik ini makin mendapatkan 
tempat seiring dengan pengembangan yang dilakukan oleh para 
pakar/ilmuwan sosial yang kemudian mereka menjadi Founding 
Father Ilmu Komunikasi. Mereka bahkan kemudian membuka 


85 Rahmat...Loc...cit...halaman viii. 
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program studi ilmu komunikasi, media dan jurnalisme di sejumlah 
universitas ternama di Amerika Serikats6. 

Menurut Jay Blumler dan Dennis Kavanagh(1999), 
perkembangan studi komunikasi politik dapat dipetakan dalam tiga 
fase87. Fase pertama adalah era awal dimana studi komunikasi politik 
mulai mendapatkan perhatian dari para ilmuwan dari berbagai bidang 
ilmu selama dua dekade setelah Perang Dunia II (1940an-1960an). 
Pada era ini, media komunikasi politik yang dominan adalah media 
cetak dan radio. Dalam fase ini, kekuatan ideologi parpol masih kokoh 
dan loyalitas pemilih pada parpol juga masih cukup kuat. Pada fase 
ini, kajian komunikasi politik masih menempatkan sistem politik dan 
media sebagai fokus utamanya. Pada fase ini juga ditandai oleh 
modernisasi institusi politik dimana proses komunikasi politik 
seringkali cenderung disubordinasikan untuk memperkuat atau 
meningkatkan stabilitas institusi politik dan kepercayaan publik 
terdapat lembaga-lembaga politik dan aktor politik. 

Fase kedua berlangsung sejak tahun 1960an, dimana televisi 
menjadi media yang dominan dalam proses komunikasi politik. Era 
ini juga ditandai dengan memudarnya loyalitas pemilih terhadap 
(ideologi) partai politik. Era ini ditandai dengan industrialisasi 
kampanye politik di media massa, dimana para aktor politik 
mengeluarkan sejumlah pendanaan untuk membiayai kampanye 
politik maupun kerjasama tayangan program di media. Di era ini, 
daya jangkau televisi yang sangat luas pada beragam segmen 
khalayak menjadi kekuatan strategis kandidat dan parpol dalam 
memenangkan persaingan politik. 

Pada fase kedua ini, peran para konsultan komunikasi politik 
makin dominan dalam memodernisasi kampanye politik kandidat. 
Mereka tidak hanya memberikan nasehat dan masukan bagi kandidat 
dan parpol dalam memenangkan Pemilu, mereka bahkan 
mereproduksi soundbites dan juga mengembangkan beragam inovasi 
gaya dan performance kandidat agar memiliki daya tarik luar biasa 
bagi para pemilihnya. Personalisasi diri kandidat dalam panggung 


56 Lebih lanjut lihat Everett M.Rogers. 1994. A History of Communication Study: A 
Biographical Approach. Oxford: The Free Press. 

87 Lihat Jay Blumler and Denis Kavanagh.1999. The Third Age of Political 
Communication: Influences and Features. Political Communication, 16: 209-230. 
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komunikasi politik juga dikembangkan untuk membidik sejumlah 
segmen pemilih. Dengan dukungan riset-riset pemilih yang dijalankan 
oleh tim konsultan komunikasi politik, kompetisi para aktor dalam 
panggung komunikasi politik makin sengit. 

Fase ketiga merupakan fase penyempurnaan proses 
modernisasi komunikasi politik. Fase ketiga ini ditandai dengan lima 
trend utama. Pertama, intensifikasi dan profesionalisasi advokasi 
politik. Para komunikator politik di tangan tim konsultan politik mulai 
dilatih dan dibekali dengan skill profesional dengan ragam teknik 
persuasi dan performance yang bisa menarik pemberitaan politik di 
media massa. Munculnya manager kampanye politik, peran PR Politik 
modern, spin-doctor menjadikan mereka benar-benar bekerja dengan 
data-data dan indikator yang lebih akurat dan terukur. 

Kedua, fase ini juga ditandai dengan pola persaingan yang 
makin ketat dan tekanan persaingan antar kandidat dan parpol secara 
sengit. Iklan-iklan kampanye negatif, dan kampanye politik 
menyerang makin marak dipraktekkan oleh para kandidat dan parpol. 
Tidak hanya itu, para tim kampanye politik juga mulai memainkan 
beragam teknik persuasif dan lobbying dengan membangun 
kedekatan terhadap para editor, dan reporter dalam mengemas 
program-program berita politik yang memberikan pencitraan positif 
bagi kandidatnya di mata khalayak. 

Ketiga, fase ini juga ditandai dengan isu-isu politik juga kian 
bergeser ke frame yang lebih populis, pola penyajian berita dan 
program tayangan politik secara lebih rileks dan interaktif. Pola 
komunikasi dua arah antara aktor politik dan khalayak makin banyak 
dilakukan. Kendatipun banyak diantaranya yang dilakukan dengan 
cara manipulatif —karena dimobilisasi oleh tim kampanye politik. 
Pada fase ini, perkembangan budaya populer kian mewarnai 
performance para kandidat dalam panggung komunikasi politik. 
Tujuan utamanya adalah agar dirinya makin populis di bergai segmen 
khalayak yang menjadi penganut arus budaya populer tertentu. 

Keempat, fase ini juga ditandai dengan pola diversifikasi 
sentrifugal. Berbeda dengan fase kedua yang cenderung bersifat 
sentripetal, fase ketiga ini justru ditandai dengan pola penggunaan 
channel yang beragam,dan segmentasi pesan-pesan kampanye politik 
sesuai dengan target khalayak yang memiliki setting demografis dan 
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sosiografis yang beragam. Pada fase ketiga ini, diskursus komunikasi 
politik tidak lagi di-frame pada level nasional namun makin 
mengkerucut pada level lokal. Komunikasi politik ditandai dengan 
pola ekspose yang selektif terhadap beragam jenis kelompok khalayak, 
mempertimbangkan ragam identitas politik, memiliki basis agenda 
politik yang beragam, mengembangkan strategy cyber politics, adanya 
gap budaya yang luas di kalangan masyarakatnya, dan untuk 
mengurangi dampak negatif dari politik media yang kompleks 
dengan lingkungan industrialnya — yang cenderung mengedepankan 
isu-isu berbasis mayoritas dan bersifat komersial—maka digunakan 
juga media minoritas dan media lokal untuk mempengaruhi opini 
publik khalayaknya. 

Kelima, perubahan pola resepsi politik khalayaknya. Hal ini 
terjadi karena adanya perubahan struktur audiens yang kian 
tersegmentasi oleh channel yang beragam, munculnya sinisme 
khalayak pada tayang politik, pola resepsi pesan-pesan politik yang 
tidak lagi berlangsung melalui route utama (main-route), namun juga 
melalui rute pinggiran (peripheral-route), ketertarikan publik pada 
berita-berita yang sensasional, spektakuler dan isu-isu politik negatif, 
dan juga munculnya pengaruh tabloidizasi dalam penyajian berita 
politik dan penayangan program-program di televisi. 

Menurut Rahmat (1989),  penelitian-penelitian — yang 
berkembang dalam bidang studi komunikasi politik cenderung 
dilakukan secara tradisional dan belum mengembangkan basis teoritis 
dan konseptual pada ranah akademik. Studi komunikasi di beberapa 
universitas pada umumnya dilakukan dalam payung studi disiplin 
ilmu humaniora dengan gaya penelitian yang tentu saja berbeda 
dengan yang berkembang di Amerika Serikat. Hal ini bersamaan 
dengan perkembangan disiplin ilmu politik yang mana baru mencapai 
statusnya penuh sebagai disiplin ilmu pada tahun 1950an di Jerman 
dan akhir tahun 1950an di Perancis dan Italia. 

Tidak hanya di Amerika Serikat, di Eropa juga berkembang 
studi komunikasi politik yang mengkaji dinamika hubungan antara 
media dan Pemerintah. Dinamika Media dan Pemerintah menjadi 
fokus dalam studi komunikasi politik karena seiring meningkatnya 
peran media massa—khususnya televisi —dalam dunia politik, juga 
karena kian berkembangnya sistem politik dan demokrasi. Studi 
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lainnya adalah studi tentang infirmasi yang berlangsung pada institusi 
birokrasi. 


Perkembangan Bidang Kajian dan Riset-Riset Komunikasi Politik di 
Eropa 


Kajian komunikasi politik berkembang di Eropa Barat sejak 
tahun 1960an. Dua orang ilmuwan komunikasi menandai 
perkembangan bidang kajian komunikasi politik di Eropa Barat. 
Mereka adalah Denis McOuail dan Joseph Trenaman yang melakukan 
risetnya selama berlangsungnya Pemilihan Umum di Inggris Raya 
pada tahun 1959. Keduanya merupakan intelektual yang berafiliasi 
pada the Granada Television Research Unit di Universitas Leed. 
Keduanya melakukan kajian mengenai peran kampanye televisi dalam 
mempengaruhi pemilih. Hasil penelitian mereka ini kemudian 
dipublikasikan pada tahun 1961 dengan judul Television and The 
Political Image (Trenaman & McOuai, 1961). Kendatipun tidak adanya 
cukup bukti yang menunjukkan adanya pengaruh televisi pada sikap- 
sikap pemilih terhadap partai politik, data yang mereka sajikan 
mengindikasikan bahwa terpaan siaran pemilu yang disajikan oleh 
media penyiaran televisi mampu meningkatkan pengetahuan para 
pemilih mengenai partai politik yang menjadi kontestan pemilu. 

Lima tahun kemudian, tepatnya tahun 1964 ketika terjadi 
pemilihan umum di Inggris Raya, ilmuwan komunikasi politik, Jay 
G.Blumler menjadi pengganti Trenaman yang sebelumnya menjadi 
Kepala Unit Penelitian di lembaga yang sama. Pada tahun itu, Denins 
McOuail melakukan kajian dengan topik yang serupa yaitu meneliti 
bagaimana peran televisi selama kampanye pemilu berlangsung. 
Kajian yang dilakukan oleh Blumler dan McOuail ini menggunakan 
perspektif uses-and-gratification tidak hanya untuk meneliti pengaruh 
tayangan kampanye pemilu di televisi terhadap para pemilih, akan 
tetapi juga meneliti mengenai bagaimana motivasi yang 
mempengaruhi khalayak dalam memilih dan mengkonsumsi 
tayangan televisi selama kampanye pemilu berlangsung. 


88 Lihat Christina Holtz-Bacha. 2004. Political Communication Research Abroad: 
Europe, dalam Lynda Lee Kaid (Eds). 2004. Handbook of Political Communication 
Research. London : Sage Publication. Halaman 463. 
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Di Eropa, riset-riset komunikasi politik pada umumnya fokus 
pada riset kampanye politik dan pemilihan umum. Hal ini berbeda 
dengan yang berkembang di Amerika Serikat pada fase awal dimana 
sudah mengkaji studi opini publik, retorika politik, propaganda 
politik, peran media dalam politik dan dampaknya terhadap perilaku 
politik. Model riset yang dijalankannya adalah mengkaji kampanye 
politik yang diukur melalui survei untuk melacak sikap politik para 
pemilih. Penelitian — ini di Jerman disebut sebagai 
Meinungforchung(Demoskopie). 

Berangkat dari latarbelakang sejarah yang demikian, maka 
penelitian-penelitian komunikasi politik di Eropa pada awalnya 
sangat didominasi oleh studi opini publik. Selain itu, penelitian yang 
dilakukan juga berkembang ke arah konsep-konsep demokrasi dan 
komunikasi politik dan juga berkembang model pendekatan kritis 
dalam studi komunikasi politik. Hal ini misalnya ditunjukkan melalui 
publikasi yang dilakukan oleh Hennis pada tahun 1957 dalam 
bukunya Meningsfurchung und representative Demokratie. Kemudian 
juga J.Habermas yang menerbitkan Struktur-wandel der offentichkeit 
pada tahun 1962. Melalui karya akademiknya, Habermas kemudian 
makin mewarnai perspektif kritis dalam studi komunikasi politik di 
Eropa. Maraknya penggunaan teori kritis dalam studi komunikasi 
politik di Eropa ini sebagai reaksi atas model pendekatan positivis, 
empiris dan dengan metode kuantitative yang jamak dikembangkan 
di Amerika Serikat. 

Di Jerman, Wolfgang Langenbucher (1974, 1979) mengem- 
bangkan teori komunikasi politik dalam perspektif kritis. Di Perancis, 
Jagues Ellul dari Universitas Bordeaux juga menjadi tokoh teori kritis 
dalam studi komunikasi politik. Ellul bahkan merumuskan konsep 
propaganda politik yang dibedakan dengan konsep “propaganda 
sosiologis” yang sudah ada dan terdapat dalam sistem sosial 
masyarakat. Dalam propaganda sosiologis ini muncul dan 
berkembang melalui sistem pendidikan dan diperkuat oleh lembaga- 
lembaga sosial yang ada di masyarakat. 

Masih di Jerman, Elisabeth Noelle-Neumann, pada awal tahun 
1970an juga mengembangkan riset komunikasi politik dalam sub 
kajian opini publik yang kemudian dipublikasikannya dengan 
mempopulerkan teori baru, yaitu the “spiral of silence theory”. 
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Elizameth-Noelle Neumann, profesor komunikasi dari Universitas 
Mainz, Jerman dan memimpin Institut fur Demoskopie Allensbach ini 
kemudian mengembangkan sejumlah riset mengenai media dan 
kampanye politik dengan metode survei sebagaimana yang dilakukan 
oleh Gallup's Poll di Amerika Serikat89. Kerja keras yang dilakukan 
oleh Neomann ini kemudian berkontribusi pada lahirnya teori penting 
dalam studi komunikasi politik khususnya opini publik, yaitu teori 
spiral kebisuan (spiral-silent theory). 

Teori ini kemudian menjadi teori terpenting pada kajian opini 
publik di Eropa dan juga diadaptasi dan dikembangkan oleh para 
ilmuwan komunikasi politik di Amerika. Teori yang dikembangkan 
oleh Noelle-Neumann ini bermula dari kajian yang dilakukannya 
selama Pemilihan Umum di Jerman. Fenomena yang ia teliti 
sebenarnya hampir sama dengan apa yang sebelumnya dilakukan 
oleh Trenaman dan McOuail (1961), dan Blumler dan McOuail (1968). 
Hanya saja Noelle-Neumann (1970) menggunakan perspektif yang 
berbeda. Ia lebih memfokuskan diri pada bagaimana media 
memberikan impresi terhadap iklim opini publik yang tercipta di 
benak khalayak. Noelle-Neumann (1970) melalui riset ini meyakini 
bahwa beragam informasi kampanye politik maupun informasi politik 
yang disajikan oleh media tidak bersifat langsung mempengaruhi 
perilaku pemilih, ataupun hanya sekedar meningkatkan pengetahuan 
politik pemilih terhadap parpol, akan tetapi juga menimbulkan 
lingkaran kebisuan (spiral of silence) sehingga informasi politik tertentu 
makin berkembang dalam membentuk opini publik dominan, 
sedangkan informasi yang lain tereliminasi sehingga tidak mampu 
membentuk opini publik dominan di kalangan khalayaknya”. 

Ketertarikan pada fenomena kampanye politik di media dan 
dampaknya terhadap perilaku pemilih menonjol pada fase 
perkembangan penelitian komunikasi politik di Eropa ini karena 
terkait dengan konteks perkembangan industri televisi di kawasan 
tersebut. Di Inggris pengguna televisi dan khalayak televisi 
mengalami perkembangan sangat pesat sejak awal tahun 1950an. Di 
Jerman dan juga di beberapa negara Eropa lainnya, televisi mulai 
diperkenalkan sejak tahun 1952an, kendatipun baru mampu 


89 Ibid...Halaman ix. 
2 Holtz-Bacha. 2004. Loc....cit...Halaman 464 
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menjangkau mayoritas khalayak di masing-masing negara Eropa pada 
tahun 1980an. Pada tahun 1980an, tercatat 100 96 dari rumah tangga di 
Jerman sudah memiliki televisi dan mengakses siaran televisi. Selain 
itu, ketertarikan pada fokus kajian di atas juga disebabkan oleh 
meningkatnya kesadaran para politisi di sejumlah Negara Eropa 
untuk menggunakan televisi sebagai medium kampanye politik 
maupun media saluran pesan-pesan politiknya. 

Kajian komunikasi politik di Eropa mulai tertarik pada 
penelitian mengenai struktur dan proses komunikasi politik dalam 
beragam institusi politik mulai berkembang pesat sejak tahun 1990an. 
Sejumlah ilmuwan komunikasi politik seperti Blumler, Dayan dan 
Wolton melihat bahwa ada dua arus kecenderungan perspektif dalam 
studi komunikasi politik yang berkembang di Eropa sejak tahun 
1960an, yaitu mereka yang fokus pada perspektif politik institutional 
(institutional politics), dan sebagian yang lain fokus pada perspektif 
politik kultural (cultural politics). Perspektif pertama fokus pada 
pertarungan untuk mendapatkan kekuasaan politik dan jabatan dalam 
Sistem Pemerintahan, sedangkan perspektif yang kedua fokus pada 
pertarungan dalam pemaknaan realitas, pemikiran dan ideologi 
politik. Perspektif pertama melahirkan riset-riset dan teori-teori 
komunikasi politik yang berbasis pada perspektif positivist dan post 
positivist. Sedangkan perspektif kedua ini kemudian melahirkan riset- 
riset dan teori-teori komunikasi politik yang berbasis pada perspektif 
konstruktivist/intrepretatif dan perspektif kritis (Blumler, et al., 
1990:262, dalam Holtz-Bacha, 2004: 464). 

Perspektif pertama lebih mendominasi definisi kajian 
komunikasi politik di Eropa. Hal ini misalnya ditunjukkan melalui 
pendapat salah seorang ilmuwan komunikasi politik, Bob Franklin 
(1995:225, dalam Holtz-Bacha, 2004: 464) yang mendefinisikan kajian 
komunikasi politik sebagai riset tentang interaksi antara media dan 
sistem politik, baik pada konteks lokal, nasional dan internasional. 
Dari kecenderungan dominasi definisi kajian komunikasi politik yang 
seperti ini maka riset-riset dalam komunikasi politik pun cenderung 
dilakukan pada aspek liputan media terhadap peristiwa politik, politik 
pemberitaan media, perspektif aktor pada media dan sistem politik, 
dan efek tayangan media terhadap khalayak sebagai bagian dari 
proses politik. 
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Pada tahun 1990an, ketika Blumler, mengembangkan kajian 
komunikasi politik, ia cenderung fokus di wilayah Eropa Barat. Hal ini 
selama beberapa tahun ia lakukan bersama para koleganya, sebelum 
beberapa saat kemudian tembok berlin runtuh,dimana peristiwa ini 
menjadi simbol bersatunya kembali Eropa Barat dan Eropa Timur 
sejak era Perang Dingin. Karena itu, riset-riset yang dikembangkan 
oleh Blumler dkk pun cenderung hanya meng-cover fenomena 
demokrasi yang terjadi di Eropa Barat dan tidak banyak menjelaskan 
apa yang terjadi di negara-negara kawasan Eropa Timur. Di sini riset- 
riset komunikasi politik tampak benar-benar dipengaruhi oleh 
bagaimana interaksi media dan sistem politik. Karena itu, sejak terjadi 
perubahan politik yang berkembang di Eropa Timur dan Uni Soviet 
pada awal 1990an, maka beragam topik kajian komunikasi politik pun 
makin berkembang pesat di Eropa(Holtz-Bacha, 2004: 465). 

Sejak era liberalisasi ekonomi yang menerpa Eropa, peran 
media komersial dan penggunaan teknologi komunikasi dan 
informasi baru makin berkembang pesat. Hal ini terjadi sejak tahun 
1980an. Maka sejak saat ini, beberapa kajian komunikasi politik di 
Eropa mulai mengamati gejala tersebut. Perspektif terhadap 
lingkungan media juga makin berubah—tidak lagi menempatkan 
peran dominan dari media penyiaran publik. Peran dari media 
komersial ini bahkan telah berkembang sejak tahun 1955an di Inggris 
dan Italia. Kemudian sejak tahun 1976, hampir semua negara-negara 
di Eropa Barat mulai memberikan tempat kepada media komersial, 
dan pada tahun 1980an, media ini juga makin berperan dalam proses 
kampanye politik. 

Monopoli kepemilikan pemerintah pada media penyiaran 
publik sejak tahun 1980an mendapatkan respons yang berbeda dari 
publik. Pertama, peran media publik yang dimiliki oleh Pemerintah 
dalam kadar tertentu makin dipandang kurang menarik oleh 
khalayak. Karena itu, legitimasi media penyiaran publik dan 
kelangsungan media penyiaran publik dalam menjalankan perannya 
di dalam sistem demokrasi makin dikhawatirkan oleh sejumlah 
kalangan. Kedua, media penyiaran publik juga dihadapkan pada 
gejala tuntutan khalayak dan persaingan dari media komersial 
menyebabkan arus komersialisasi pemberitaan politik dan kampanye 
politik makin tak terhindarkan. Hal ini dikhawatirkan menurunkan 
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kualitas dan kuantitas diskusi politik dan informasi politik yang 
dihadirkan di masing-masing media kepada khalayak. 

Fenomena ini pun kemudian menjadi salah satu tema penting 
dalam kajian komunikasi politik di sejumlah negara Eropa Barat sejak 
tahun 1990an. Perubahan struktural pada industri media di Eropa 
Barat ini kemudian megundang perhatian para ilmuwan komunikasi 
politik. Lingkungan komunikasi politik yang seperti ini dikhawatirkan 
oleh sejumlah pakar komunikasi politik seperti Blumler (1992) akan 
menimbulkan sejumlah kerentanan terkait dengan kualitas, posisi dan 
peran media dalam proses komunikasi politik. Sejumlah pakar 
komunikasi politik —seperti Blumler dan Hoffman-Riem (1992), dan 
McOuail (1992) kemudian mencoba memformulasikan konsep ideal 
dan normatif terkait dengan pentingnya akuntabilitas media dalam 
menjaga kepentingan publik. 

Seiring dengan menguatnya peran media penyiaran komersial 
dan jug arus komersialisasi program tayangan media, studi 
komunikasi politik di Eropa mulai mengkaji bagaimana program- 
program pemberitaan politik di media di produksi, framming 
pemberitaan politik di media disajikan dan perubahan format 
pemberitaan media yang mengarah pada arus tabloidisasi (Sparks dan 
Tulloch, dalam Holtz-Bacha, 2004: 466). Gejala ini kemudian diteliti 
oleh Kees Brants (1999) dalam konteks fenomena kampanye politik 
yang berlangsung di Belanda pada tahun 1998an dimana pengemasan 
program tayangan politik dalam frame infotainment marak dilakukan 
untuk mendongkrak popularitas politik parpol dan kandidat, dan hal 
ini berdampak pada pola penyajian informasi politik secara lengkap. 
Gejala ini tidak hanya mengundang ketertarikan bagi Brants (1999), 
akan tetapi juga menjadi fokus ketertarikan bagi Blumler (1999). 

Kajian komunikasi politik juga mulai berkembang di Eropa 
Tengah dan Eropa Timur sejak tahun 1990an. Peristiwa ini terutama 
bermula dari dua peristiwa politik penting. Pertama, ketika pemimpin 
Rusia, Gorbachev pada tahun 1980an ketika mendorong prose 
liberalisasi dan demokratisasi di negara tersebut dengan 
mengeluarkan kebijakan politik glasnost dan perestroika. Sejumlah 
negara bekas Uni Soviet pun mulai memisahkan diri dan 
mentransformasikan dirinya sebagai negara independen dan mulai 
mengadopsi sistem demokrasi. Kedua, peristiwa runtuhnya tembok 
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berlin pada tahun 1990an, yang kemudian menyatukan Jerman Barat 
dan Jerman Timur. Dua peristiwa ini kemudian juga diikuti oleh 
sejumlah negara di kawasan Asia Tengah dan Eropa Timur dengan 
menciptakan regulasi baru yang mengatur pola relasi antara media 
dan Pemerintah. 

Perubahan pola relasi antara media dan Pemerintah di Eropa 
Tengah dan Eropa Timur ini kemudian menjadi fokus kajian baru 
dalam studi komunikasi politik di Eropa. Mereka yang memfokuskan 
kajian dengan topik ini antara lain Corcoran dan Preston (1995), 
Jakubowicz (1990), Kopper, Rutkiewicz dan Schliep (1999), Lauristin 
dan Vihalemm (1990), McNair (1994), O'Neil (1997), Paletz, 
Jakubowicz dan Novosel (1995), Pavlik dan Shields(1999), Rantanen 
dan Vartanova (1995), Thomab dan Tzankoff (2001). Riset juga 
dikembangkan dengan fokus kajian pada penghilangan 
ketergantungan media dari negara dan berkembangnya kebebasan 
pers (Goban-Klas, 1994, Molnar, 1999), Meda di Eropa barat Pasca 
rezim Komunis (Radojkovi, 1994, Zassoursky, 2000), dan juga dampak 
dari perubahan independensi media terhadap negara dan menguatnya 
kebebasan pers terhadap praktek jurnalisme (Voltmer, 2000) (Holtz- 
Bacha, 2004: 467-268). 

Kajian komunikasi politik yang berkembang di Eropa pada 
mulanya fokus pada kajian media, kampanye politik dan opini publik. 
Perkembangan fokus riset ke area ini sejalan dengan yang juga 
dikembangkan di Amerika Serikat. Fenomena kampanye pemilu di 
sini merupakan pusat perhatian utama pada fase awal perkembangan 
komunikasi politik di Eropa. Kemudian pada tahap lanjut, fokus 
kajian mulai bergerak ke studi media dan sistem politik, proses 
komunikasi politik yang berlangsung pada sistem politik dan institusi 
politik. Untuk fokus kajian media, perhatian pada sudut pandang 
produksi pesan-pesan kampanye politik, relasi dan interaksi antara 
aktor politik, media dan pemilih juga makin mendapatkan perhatian 
dari para peneliti dan ilmuwan komunikasi politik di kawasan Eropa. 
Kemudian fase selanjutnya, terutama sejak tahun 1990an, kajian 
mengenai marketing politik dan perkembangan kampanye politik 
modern dalam arena pemilu juga mendapatkan perhatian penting 
bagi para peneliti dan ilmuwan komunikasi politik, khususnya di 
Eropa Barat. 
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Seiring dengan pengaruh Amerikanisasi politik di Eropa— 
yang berlangsung secara kuat sejak tahun 1980an dan 1990an— 
sejumlah peneliti dan ilmuwan mulai memfokuskan diri pada 
fenomena profesionalisasi dan modernisasi komunikasi politik. 
Fenomena ini bahkan dikaji dari beragam perspektif di sejumlah 
negara yang berbeda oleh sejumlah pakar seperti Swanson dan 
Mancini (1996), Blumler dan Gurevitch (2001), Plasser, Scheucher dan 
Senft (1999) dan Scammell (1997). Tidak hanya di Eropa Barat, 
fenomena profesionalisasi dan modernisasi komunikasi politik yang 
ada di Eropa Timur juga dikaji oleh Kaid (1999), dan Falkowski dan 
Cawalina (1999). Kajian ini pada umumnya dianalisis dalam perspektif 
mediatisasi politik dan dampaknya bagi demokrasi (Mazzoleni, 1995, 
Mazzoleni dan Schulz, 1999), dan profesionalisasi yang dilakukan oleh 
aktor politik—seperti para kandidat politik, partai politik, konsultan 
PR Politik dan iklan politik, institusi politik dan termasuk juga 
perkembangan kampanye permanen (permanent campaign) (Holtz- 
Bacha, 2004: 468-469). 

Pada umumnya, kajian komunikasi politik di Eropa dilakukan 
dengan obyek kajian atas fenomena yang terjadi di masing-masing 
negara. Dalam perkembangnya terakhir, kajian komunikasi politik di 
Eropa ini mulai dikembangkan dengan perspektif perbandingan 
internasional yang terjadi di sejumlah negara. Tokoh yang berperan di 
sini adalah Jay G.Blumler — yang merupakan salah satu pendiri kajian 
komunikasi politik di Eropa—dibantu oleh koleganya Michel 
Gurevith, dimana mereka selama beberapa dasawarsa terakhir mulai 
menyelenggarakan risetnya dalam perspektif perbandingan 
internasional. Hal ini misalnya ia lakukan dengan riset dan publikasi 
bersama dengan Roland Cayrol dan Gabriel Thoveron, dengan 
mengkaji kampanye politik dan respon khalayak di tiga Negara, yaitu 
Inggris, Perancis dan Belgia. Kemudian pada tahun 1983, Blumler juga 
mulai menggunakan hasil riset para pakar komunikasi politik di 
masing-masing negara Uni Eropa, selama kampanye pemilu 
berlangsung di negara-negara Uni Eropa— yang pada waktu itu masih 
beranggotakan 9 Negara —untuk melihat bagaimana pengaruh siaran 
kampanye di media televisi terhadap khalayak di masing-masing 
negara tersebut. Hasil riset Blumler ini kemudian dipublikasikan pada 
tahun 1983. Blumler juga terus berusaha untuk mempromosikan dan 
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mengembangkan kajian komparative komunikasi politik pada lingkup 
internasional, ketika ia terpilih menjadi Presiden Asosiasi Ilmuwan 
Komunikasi Internasional (ICA) pada tahun 1989. Ia bersama ilmuwan 
komunikasi politik dari Amerika, Jack McLeod dan Rosengren 
kemudian mempublikasikan hasil riset tersebut pada tahun 1992 
(Holtz-Bacha, 2004: 469). 

Apa yang dilakukan oleh Blumler ini kemudian juga diikuti 
oleh para ilmuwan komunikasi politik yang lain di Eropa dengan 
ragam fokus kajian komparatif yang berbeda. Beberapa diantara 
seperti Schoenbach (1989) yang mengkaji konsekuensi dari 
diversifikasi media, Swanson dan Mancini (1996) yang mengkaji 
kampanye pemilu, dan Kaid dan Holtz-Bacha (1995) dan Kaid (1999) 
yang mengaki iklan politik di sejumlah negara Eropa Barat. Sejumlah 
ilmuwan yang lain memfokuskan kajianmnnya pada perbandingan 
fenomena politik dan relasinya dengan masing-masing sistem media 
yang berbeda-beda di sejumlah negara. Beberapa ilmuwan yang 
memfokuskan kajiannya di bidang ini misalnya terkait dengan berita 
televisi dan event media yang dianalisis berdasarkan tipologi sistem 
media di masing-masing negara—sebagaimana dilakukan oleh 
Mancini dan Hallin (1984: 1992). Karena adanya kendala perbedaan 
bahasa, beberapa analisis komparatif terkait dengan femomena politik 
dan relasinya dengan masing-masing sistem media diteliti di sejumlah 
negara yang memiliki kesamaan bahasa —seperti di media yang ada di 
Jerman, Austria dan Swiss(Holtz-Bacha, 2004: 470). 

Perkembangan kajian komunikasi politik di Eropa saat ini 
makin mapan seiring dengan lahirnya sejumlah ilmuwan yang 
mempublikasikan hasil risetnya dalam beberapa buku dan jurnal. 
Tidak hanya itu, mereka bahkan mengembangkan sejumlah teori-teori 
baru dalam kajian komunikasi politik — terutama berasal dari Inggris, 
Jerman dan Perancis—yang kemudian dipublikasikan dalam jurnal 
komunikasi politik (Political Communication). Tidak hanya itu, 
belakangan di Italia juga mulai dipublikasikan jurnal khusus dibidang 
komunikasi politik, yaitu Communicazione Politica (Holtz-Bacha, 2004: 
471). 

Selain dengan perspektif positvist dan positivist, riset 
komunikasi politik di Eropa juga dikembangkan dengan pendekatan 
kritis. Di Italia, pendekatan kritis juga dikembangkan dalam beberapa 


Manajemen Komunikasi Politik dan Marketing Politik | 165 


penelitian yang dilakukan oleh Umberto Eco, Giargio Galli, dan 
Francesco Alberoni, yang meneliti hubungan antara media dan 
masyarakat politik. Demikian juga di Inggris, James D.Halloran dari 
Universitas Leicester dan Collin Seymour Ure dari Universitas Kent, 
juga menjadi barisan tokoh yang memformulasikan teori kritis dalam 
studi komunikasi politik. Mereka pada umumnya meneliti peranan 
emdia cetak dan televisi dalam komunikasi politik. 

Kendati pun perspektif kritis dalam studi komunikasi politik 
marak dilakukan, di Eropa juga berkembang perspektif penelitian 
positivis-empiris dengan metode kuantitatif ala Amerika. Beberapa 
contoh penelitian dengan model seperti ini antara lain dilakukan oleh 
Erwin K.Scheuch dan Rudolf Wildenmann dari Universitas Kohn 
Jerman —yang mengadopsi model yang dikembangkan oleh 
Michigan's Survey Research Center. 

Selain itu, di Perancis juga berkembang lembaga polling opini 
publik yang dikenal dengan sebutan COFREMCA. Lembaga ini 
mengembangkan penelitian dengan menggunakan lebih dari 30 
variabel yang menggambarkan dinamika sosiokultural masyarakat. 
Selain itu, mereka juga menggunakan teknik analisis yang kemudian 
dikenal dengan sebutan “3SC” —systeme Confremca de Suivi des 
Caourants Socio-Culturels. Pada awalnya riset yang mereka jalankan 
menganalisis berbagai buku, tesis dan memoar etnografis untuk 
kemudian mengidentifikasi arus sosiokultural yang ada. Selanjutnya 
model sosiokultural ini dijadikan indikator yang digali melalui metode 
survei pada Penduduk Perancis. Selanjutnya mereka kemudian 
menggembangkan studi etnosiologis yang memonitor perkembangan 
arus sosiokultural tersebut?!. 

Perkembangan kajian komunikasi politik di Eropa saat ini juga 
didukung oleh kelembagaan asosiasi ilmuwan di bidang komunikasi 
dan juga ilmuwan politik yang mendukung pengembangan bidang 
kajian komunikasi politik di negara-negara Eropa. Pertama, 
Konsorsium Uni Eropa untuk Penelitian Komunikasi (The European 
Consortium for Communication Research/5ECR), yang mana lembaga ini 
berperan penting dalam mendesain riset kolaborasi antar negara- 
negara Uni Eropa. Kedua, Konsorsium Uni Eropa untuk Penelitian 
Politik (The European Consortium for Political Research/ECPR), dimana 


7 Ibid...Halaman x. 


166 | Nyarwi Ahmad 


lembaga ini juga memberikan dukungan bagi riset kolaborasi di 
bidang kajian komunikasi politik. 

Selain kedua lembaga tersebut, pada bulan Januari tahun 2000 
juga didirikan Badan Penelitian Uni Eropa untuk Ilmu-Ilmu Sosial dan 
Kemanusiaan dibawah payung Yayasan Ilmu Pengetahuan Uni Eropa 
(The European Science Foundation/ESF) dimana mereka memiliki 
program riset selama 5 tahun untuk tema kajian perubahan media- 
perubahan Uni Eropa (Changing Media-Changing Eorupe). Proyek ini 
dipimpin oleh ilmuwan komunikasi dari Inggris, Peter Golding dan 
dari Denmark, Ib Bjondeberg. Program ini didesain untuk 
mengembangkan risetnya pada 18 negara anggota Uni Eropa dan 
memiliki target akhir dimana hasil risetnya nantinya dipublikasikan 
(Holtz-Bacha, 2004: 471). Selama beberapa tahun terakhir, isu-isu 
mengenai integrasi Uni Eropa makin mendominasi kajian 
perbandingan komunikasi politik di negara-negara Eropa. Selain isu 
ini, isu new media dan komunikasi politik juga makin mendapatkan 
perhatian utama dari sejumlah peneliti dan ilmuwan komunikasi 
politik yang ada di negara-negara anggota Uni Eropa (Holtz-Bacha, 
2004: 472). 


Ragam Tradisi dan Riset dalam Bidang Komunikasi Politik 


Berdasarkan latarbelakang yang ada di Amerika dan Eropa 
tersebut, saya merumuskan bahwa perkembangan ilmu komunikasi 
politik secara umum dapat kita lacak dari beberapa aspek. Pertama, 
perkembangan komunikasi politik sebagai bidang ilmu atau bidang 
studi. Kedua, perkembangan pusat studi komunikasi politik. Ketiga, 
pengembangan penyelenggaraan kajian komunikasi politik sebagai 
sebuah bidang studi keilmuwan. 

Pertama, perkembangan studi komunikasi politik sebagai 
bidang ilmu dapat dilacak akarnya selama beberapa abad yang lalu, 
dimana sudah dikembangkan oleh Plato pada masa Yunani melalui 
retorika politik(Nimmo dan Sander, 1981 dalam Yang Lin 2004: 69). 
Namun studi komunikasi politik ini sebagai bidang kajian yang 


2 Yang Lin. Fragmentation of the Structure of Political Communication Research: 
Diversification or Isolation?, dalam Lynda Lee Kaid (Eds). Handbook of Political 
Communication Research. London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. 
Halaman 69-70. 
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mapan mulai berkembang sejak tahun 1950an. Pada tahun tersebut, 
label komunikasi politik sudah mulai digunakan secara luas untuk 
mengkaji bagaimana proses interaksi antara institusi politik dan warga 
negara dan pengaruh institusi dalam melakukan mobilisasi dan 
transmisi pesan-pesan politik kepada warga negara (Nimmo dan 
Sander, 1981: 12). 

Sebagai bidang ilmu, studi komunikasi politik ini berkembang 
secara interdisipliner melibatkan sejumlah area yang memberikan 
kontribusi unik satu sama lain (Nimmo, 1977 dalam Yang Lin, 2004: 
70). Menurut Nimmo dan Sander (1981: 17), akar studi komunikasi 
politik ini dapat dilacak dalam beberapa bidang kajian. Pertama, kajian 
atau analisis retorika politik. Tradisi ini menurutnya barangkali yang 
paling lama dalam sejarah studi komunikasi politik. Beberapa pemikir 
yang berkontribusi antara lain adalah Aristoteles, Blair, Campbell dan 
Whately. Pendekatan yang dikembangkan dalam tradisi ini adalah 
analisis kualitatif dan analisis historis serta analisis kritis terhadap 
sumber pesan-pesan politik—seperti motif dan daya retorika dan 
pesan politik itu sendiri. 

Kedua, tradisi riset propaganda. Riset ini berkembang selama 
era Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Beberapa pemikir yang 
berjasa di sini adalah Lasswell dan Doob dimana keduanya fokus 
pada bagaimana masing-masing pemerintah menggunakan dan 
mengembangkan strategi proganda dan teknik-teknik persuasi dalam 
mempengaruhi opini publik. Lasswell pada tahun 1927 
mengembangkan analisis kuantitatif (melalui analisis isi) terhadap 
pesan-pesan politik yang dibuat oleh beberapa pemerintah dimana 
kian jelas menunjukkan adanya pengaruh media massa sebagai media 
komunikasi politik dalam mempengaruhi opini publik. 

Ketiga, tradisi riset perilaku pemilih (voting behavior), hal ini 
terutama berkembang pesat di Amerika Serikat. Dalam tradisi riset 
perilaku pemilih ini para ilmuwan mengkombinasikan metode 
penelitian kuantitatif dan kualitatif seperti metode survey yang 
diterapkan secara bersama-sama dengan wawancara mendalam dan 
observasi dengan partisipasi, analisis isi dengan analisis biografi, dan 
panel studies dengan wawancara secara fokus (focused-interviewed) 
(Rogers, 1994). Dalam tradisi ini, Lazarfeld dkk yang bekerja di Biro 
Penelitian Ilmu Sosial Terapan (The Bureau off Applied Social Research) 
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di Columbia University mempublikasikan karya akademik dengan 
judul The People's Choice yang ditulis oleh Lazarfeld, Berelson dan 
Gaudet (1944-1965). Karya ini merupakan salah satu karya klasif 
dalam studi perilaku pemilih. Metode penelitian survei dalam 
mengkaji perilaku pemilih ini juga terus dikembangkan oleh Lazarfeld 
melalui pengembangan metode baru seperti pengukuran dengan 
metode triangulasi, analisis dan pengumpulan data dengan teknik- 
teknik terbaru sesuai dengan kebutuhan penelitian komunikasi politik. 
Kemudian para peneliti dan ilmuwan dari Pusat Penelitian Survey 
(Survey Research Center) atau Pusat Studi Politik (Center for Political 
Studies) dari The University of Michigan mengembangkan sejumlah riset 
di bidang ini yang memberikan kontribusi bagi pengembangan teori- 
teori dan konsep perilaku pemilih (Campbell, Gurin dan Miller, 1954). 

Keempat, tradisi studi effek media massa. Tradisi ini juga 
pertama kali kembangkan oleh Lazarfeld. Berdasarkan beberapa riset 
yang dilakukan sebelumnya terkait dengan perilaku pemilih, 
Lazarfeld kemudian merasa perlu untuk mengembangkan riset terkait 
dengan efek media massa. Riset ini dia tujukan untuk menyelidiki 
pengaruh kuat media dan mengembangkan beberapa konsep seperi 
opini kepemimpinan dan teori two-step flow dalam komunikasi politik 
(Rogers, 1994). Beberapa ilmuwan komunikasi politik seperti Klapper 
(1960) kemudian mengembangkan teori tentang model efek minimal 
(minal effects model) media massa terhadap perilaku pemilih dan juga 
konsep selektifitas dalam terpaan media, persepsi dan konsep 
pengingatan ulang (recalling) dari informasi yang pernah disampaikan 
oleh media untuk memberikan penguatan (reinforcement) atau 
kepastian di dalam proses penentuan perilaku politik (Nimmo, 
1977:44). Perubahan sikap juga menjadi salah satu fokus dari studi 
terkait dengan perilaku pemilih ini yang diselenggarakan dengan 
metode eksperimen. Kajian ini dilakukan oleh kelompok The Yale 
Studies in Attitude and Communication yang dipimpin oleh Hovland 
dkk (Nimmo dan Sanders, 1981). 

Kelima, tradisi studi institusional terkait dengan pers dan 
pemerintahan dan kaitannya dengan opini publik. Studi ini pada 
awalnya dipicu oleh karya Walter Lippmann dengan judul Public 
Opinion yang mulai mengkaji fungsi agenda setting dari media massa. 
Efek politik dari media massa berdasarkan tradisi ini dilihat sebagai 
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hasil dari proses agenda-seeting yang dilakukan oleh media. Bisa jadi 
media tidak semuannya berhasil menyuruh orang berfikir 
sebagaimana yang ia sampaikan, namun setidaknya media massa 
dianggap mampu mengajak orang berfikir tentang persoan-persoalan 
politik yang disampaikan oleh media massa (Cohen, 1963:13). 

Sebelum tahun 1950an, studi komunikasi politik memang 
sudah berkembang. Akan tetap para pakar komunikasi politik yang 
mengembangkan bidang ilmu ini seperti empat pemikir besar yaitu 
Harold Laswell—yang berlatarbelakang ilmu politik dan psikosial, 
Paul Lazarfeld—yang berlatarbelakang bidang ilmu sosiologi, Carl 
Hovland dan Kurt Lewin—yang berlatarbelakang ilmu psikologi 
selain mereka memiliki latarbelakang ilmu yang berbeda-beda, juga 
belum sempat melembagakan bidang kajian ini sebagai bidang ilmu 
baru yang disebut sebagai studi komunikasi politik (Rogers, 1994). 
Namun hal yang sama adalah mereka semua memiliki ketertarikan 
yang mendalam dan konsisten terhadap topik dan bidang kajian yang 
terus mereka kembangkan dan memberikan kontribusi dan fondasi 
bagi perkembangan studi komunikasi politik. 

Berbeda dengan Yang Lin (2004), menurut Effendi Gazali 
(2004), komunikasi politik sebagai bidang ilmu berkembang dari tiga 
disiplin ilmu yaitu psikologi sosial, komunikasi massa dan ilmu 
politik?8. Pertama, dari bidang ilmu psikologi sosial, ilmu komunikasi 
politik mewarisi beberapa teori dan konsep penting seperti teori-teori 
tentang sikap, pendapat dan kepercayaan. Ilmu psikologi sosial itu 
sendiri berkembang sejak tahun 1900an, namun mulai memberikan 
landasan bagi ilmu komunikasi politik sejak tahun 1920an. Setidaknya 
ada empat pemikir besar bidang komunikasi politik (menurut 
Barelson, 1959) yang memiliki latarbelakang ilmu psikologi sosial, 
yaitu Laswell (1927) yang memberikan kontribusi teori, konsep dan 
analisis atas fenomena propaganda politik. Kemudian juga Hadley 
Catril dan Gordon Alport (1935) yang mengembangkan studi persuasi. 
Disusul kemudian Walter Lippman yang mengembangkan teori-teori 
opini publik (1922). Keempat pemikir besar tersebut semuanya 
memiliki latarbelakang bidang ilmu psikologi sosial, yang konsen 


9 Effendi Gazali. Communication of Politics and Politics of Communication in 
Indonesia : A Study on Media Performance, Responsibility and Accountability. 
Doctoral Thesis pada Radboud University Nijmegen. Tahun 2004. Halaman 2-3. 
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pada aspek pengukuran melalui metode survei, metode eksperimental 
dalam studi komunikasi politik. 

Kedua, studi komunikasi politik juga berkembang dari ilmu 
politik, dimana hal ini dimulai oleh ilmuwan seperti Arthur Bentley 
(1908-1967) melalui sejumlah observasi yang dilakukannya atas 
fenomena politik di Chicago. Bentley menyimpulkan bahwa esensi 
dari politik adalah tidakan dari kelompok-kelompok. Bentley 
kemudian mendefinisikan kelompok-kelompok tersebut berdasarkan 
ragam kepentingan yang dimilikinya. Dari sini kemudian Bentley 
merumuskan bahwa politik merupakan sebuah proses interaksi antara 
kelompok-kelompok dan pandangan dia ini kemudian banyak 
diterima oleh ilmuwan politik pasca perang dunia, khususnya mereka 
yang menyakini perspektif pluralis seperti David Truman (1951/1962) 
dan juga Robert Dahl (1956). Parameter penelitian komunikasi politik 
yang berkembang di sini adalah bagaimana melacak tujuan-tujuan 
komunikasi dalam kampanye pemilu dan hal studi ini banyak 
dikembangkan dengan metode studi kasus. 

Ketiga, ilmu komunikasi politik juga berkembang dari bidang 
kajian komunikasi massa terutama pada aspek efek dan pengaruh 
bahasa yang digunakan oleh media. Analisis komunikasi politik di sini 
mulai dilakukan terhadap peran media massa dalam politik dan 
bagaimana efek media massa terhadap perilaku politik. Perspektif 
yang dikembangkan adalah perspektif behaviorist yang mengkaji 
pengaruh media terhadap perubahan sikap, kepercayaan, pendapat 
dan perilaku pemilih (Ryfe, 2001:410). Studi komunikasi politik di sini 
berkembang dengan model yang awalnya berbasis two-step flow ke 
konsep agenda-setting, konsep framming dan priming, dimana 
kesemuanya berakar dari kajian akan effek bahasa dalam pemberitaan 
politik. 

Kendatipun ada banyak model pelacakan perkembangan studi 
komunikasi politik, menurut Gazali (2004) studi komunikasi politik 
secara umum cenderung dikembangkan dengan meneliti topik 
komunikasi politik dalam pemilu, kajian efek media kepada pemilih, 
opini publik dan perubahan sikap dan keyakinan para pemilih dimana 
memandang politik sebagai sebuah proses#4. Ragam studi dengan 
topik ini juga pada umumnya dikaitkan dengan budaya politik elit 


4 Ibid...Halaman 4. 
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dan pemilih, sistem politik dan demokrasi dalam kurun waktu di 
bawah kepemimpinan Rezim Politik tertentu. 

Berangkat dari beragam tradisi riset dalam studi komunikasi 
politik tersebut, sebagai bidang kajian, komunikasi politik makin 
berkembang pesat di berbagai belahan dunia. Fase perkembangan 
awal kajian komunikasi politik tampak secara masif dilakukan oleh 
para intelektual di Amerika Serikat—meskipun beberapa diantara 
mereka melakukan risetnya di Eropa. Kemudian sejak tahun 1960an, 
bidang kajian ini berkembang pesat di Eropa Barat dan kemudian 
meluas ke Eropa Timur pasca 1980an dan 1990an. 

Secara umum perkembangan bidang kajian komunikasi politik 
di Eropa ini didorong oleh sejumlah faktor (McLeod, Kosicki dan 
Rucinski, 1988). Pertama, pentingnya perubahan sosial politik yang 
menyebabkan perilaku pemilih susah diprediksi. Kedua, 
perkembangan media baru khususnya televisi yang berpengaruh kuat 
terhadap sistem politik. Ketiga, bidang kajian komunikasi politik juga 
berkembang karena kontribusi yang diberikan oleh para ilmuwan 
sosial di Eropa dengan beragam perspektif dan teori. Keempat, adanya 
kesadaran kognitif di kalangan ilmuwan sosial di Eropa dimana 
bidang kajian ini perlu menjadi bidang kajian baru yang bersifat lintas 
disipliner dan perlu dikembangkan dengan cakupan tema riset secara 
lebih luas. 
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BAB VII 

PERKEMBANGAN DAN PENGEMBANGAN 
PROGRAM STUDI DAN PUSAT KAJIAN 
KOMUNIKASI POLITIK DAN 

MARKETING POLITIK 


« p) aat ini studi komunikasi politik dan political marketing terus 
»| berkembang di sejumlah universitas di berbagai belahan 
S) dunia. Ada diantaranya sudah berkembang dalam sebuah 
program studi pada tingkat sarjana, master, dan doktoral yang berdiri 
sendiri. Adakalanya program-program tersebut diselenggarakan 
dalam payung pusat studi komunikasi politik dan political marketing. 
Adakalanya program-program ini diselenggarakan dalam payung 
program studi ilmu politik dan juga ilmu manajemen. 


Pengembangan Program Studi Komunikasi Politik dan Political 
Marketing 


Sejumlah universitas dan lembaga akademik di berbagai dunia 
saat ini terus mengembangkan program studi komunikasi politik dan 
marketing politik. Perkembangan studi komunikasi politik pertama 
kali marak dikembangkan di Amerika Serikat. Studi komunikasi 
politik ada kalanya dikembangkan dalam payung ilmu politik, dan 
ilmu komunikasi, media dan jurnalism. Maraknya studi komunikasi 
politik ini terjadi seiring dengan berkembangnya beragam teknik dan 
metode propaganda politik dan retorika politik, inovasi strategi 
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kampanye politik, iklan politik, debat politik di televisi dan juga 
perubahan budaya politik dan perilaku pemilih. 

Di Amerika Serikat, studi komunikasi politik saat ini terus 
berkembang dengan pesat di sejumlah universitas. Ada diantaranya 
yang menjadi bagian dari studi ilmu komunikasi, studi media dan 
studi jurnalisme. Sebagai contoh misalnya Program Studi Komunikasi 
Politik dikembangkan oleh Universitas Texas Austin di bawah payung 
Departemen Ilmu Komunikasi. Pengembangan program studi 
komunikasi politik yang mereka lakukan fokus pada relasi antara 
politik, warga negara dan model-model komunikasi yang 
menghubungkan antar aktor politik dan lembaga politik satu sama 
lain. Beberapa mata kuliah yang mereka kembangkan seperti 
kampanye komunikasi, media dan opini publik, media, politik dan 
masyarakat, retorika dan ruang publik, retorika dan style sosial, dan 
retorika gerakan sosial. 

Mereka tidak hanya mengembangkan program studi ini pada 
level master, akan tetapi sejak tahun 1996an telah membuka program 
Doktor di bidang kajian komunikasi politik. Beberapa karya desertasi 
yang dilahirkan antara lain mengenai retorika politik dan identitas 
nasional (Amanda J. Davis, 2008), framming partisipasi politik dalam 
kampanye politik presiden di Amerika sejak tahun 1948-2004 (Soo- 
Hye Han , 2008), ragam strategi dalam retorika politik (Johanna 
Hartelius, 2008), analisis naratif dalam konflik politik (Jonah Feldman, 
2007), krisis komunikasi politik dalam lembaga peradilan (Erika Allen, 
2006), retorika politik dan identitas kewargaan pada generasi muda di 
Amerika, tahun 1965-2005 (Jay Childers, 2006), identitas, gaya sosial 
(social style) dan retorika politik (Carlnita Peterson Greene, 2006), 
musik, publik, kritik politik dan nasionalisme demokratik pasca 9/11 
(Lisa Renee Foster, 2006), Analisis retorika terhadap argumen hukum 
dan liputan media terhadap lembaga Mahkamah Agung (Dan Mangis, 
JD, 2005), emosionalitas para pemilih dan mobilisasi pesan-pesan 
komunikasi politik (|. Kanan Sawyer, 2005), invensi retorika politik 
dan peneguhan budaya masyarakat lokal (Tim Steffensmeier, 2005), 
retorika politik dan model budaya kewargaan (William Jennings, 
2003), perubahan identitas kewarganegaraan dalam demokrasi cyber 
(Stefanie Sanford, 2003), identifikasi politik, pemilih dan komunikasi 
organisasi dalam partai politik di Amerika (Stacey Connaughton, 
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2002), retorika politik dan gerakan sosial (Courtney Dillard, 2002), 
penggunaan retorika politik dalam dunia konsultan politik (John 
Bosma, 2000), elemen-elemen simbolik dalam retorika politik dan 
identitas sosial (Hannah Gourgey, 2000). Analisis retorika politik dan 
status kewarganegaraan di Haiti dan Kuba (Juandalynn Taylor, 2000). 
Dari beragam topik desertasi yang dihasilkan oleh program studi ini 
secara umum tampak bahwa studi komunikasi politik yang 
dikembangkan pada departemen komunikasi ini fokus kepada pesan- 
pesan politik, media, retorika politik, pemilih dan budaya dan 
identitas politik. 

Annenberg School for Communication, Untversity of Pennsylvania, 
juga mengembangkan konsentrasi kajian komunikasi politik pada 
level Master dan Doktoral—selain konsentrasi kajian kritik budaya 
komunikasi, komunikasi kesehatan dan komunikasi massa. Beberapa 
mata kuliah yang dikembangkan oleh mereka seperti : 1) prediksi 
terhadap sikap dan perilaku politik: 2) komparatif kajian media global, 
3) politik dan media, 4) rase, media dan politik, dan 5) konstruksi 
sosial realitas. Annenberg School for Communication ini juga telah 
lama dikenal luas memiliki sejumlah akademisi yang memiliki karya- 
karya publikasi akademik di bidang studi komunikasi politik yang 
sangat berpengaruh di dunia. Mereka misalnya, Profesor.Elihu Katz, 
yang banyak menghasilkan konsep dan teori mengenai efek media 
dalam berbagai level sistem sosial, polling dan opini publik. Selain itu 
juga terdapat nama yang sudah sangat populer dalam studi 
komunikasi politik yaitu Profesor Diana Mutz yang banyak 
berkontribusi bagi pengembangan teori-teori opini publik, psikologi 
politik dan perilaku politik. Kemudian juga Profesor Michael X. Delli 
Carpini, yang juga menjadi Dekan Annenberg School of Communication 
ini. Dia mengembangkan sejumlah risetnya dengan topik seperti 
deliberasi publik, partisipasi politik, dampak media terhadap 
pengetahuan politik dan keterlibatan dalam demokrasi (democratic 
engagement). Selain itu juga di di lembaga ini juga ada Profesor Joseph 
N. Cappella, yang memfokuskan risetnya di bidang kognisi sosial, 
persuasi dan politik dan perilaku politik non-verbal. Tokoh lainnya 
yang juga sudah sangat terkenal dalam bidang kajian komunikasi 
politik seperti Kathleen Hall Jamieson, yang mengembangkan riset- 
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risetnya pada retorika politik, kampanye politik dan debat politik 
kandidat presiden. 

Kajian komunikasi politik juga berkembang sangat pesat pada 
level Master dan Doktoral di Stanford University, dibawah payung 
Departemen Komunikasi,. Bahkan bidang kajian komunikasi ini sudah 
mulai dikembangkan pada level Doktoral sejak pertama kali didirikan 
pada tahun 1950an oleh Clinton Bush dan Wilbur Schraam—yang 
dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Ilmu Komunikasi. Kajian 
komunikasi politik di universitas ini menekankan pada riset-riset 
mencakup proses dan efek dalam komunikasi politik dan didukung 
dengan penggunaan metode penelitian yang berbasis empitik, 
menggunakan teknik-teknik yang berkembang dalam statistik. 
Departemen Komunikasi di universitas ini bahkan telah banyak 
melahirkan para ilmuwan komunikasi—termasuk mereka yang 
menekuni dan mengembangkan bidang studi komunikasi politik di 
Amerika Serikat maupun ke berbagai belahan dunia. Di Amerika 
Serikat, para akademisi yang dilahirkan dari universitas ini banyak 
diantara mereka yang bekerja di New York University, the University of 
Michigan, the Annenberg School of Communication, the Ohio State 
University, University of North Carolina Chapel Hill, dan the University of 
Georgia. Di Eropa beberapa alumninya juga menjadi akademisi di 
beberapa universitas yang ada di negara Eropa di the University of 
Amsterdam. 

Para akademisi di Universitas ini yang menekuni dan 
mengembangkan studi komunikasi politik seperti Profesor Steven 
Chaffe dan Profesor Shanto Iyengar. Steven Chaffe misalnya dikenal 
luas sebagai pakar komunikasi politik yang melahirkan perspektif 
baru “politik komunikasi”. Pertama kali ia belajar di Stanford 
University tahun 1963 dan mendapat bimbingan langsung dari 
Profesor Wilbur L.Schraam sehingga menamatkan gelar Doktoralnya 
tahun 1965. Tahun1981 dia menjadi pengajar di universitas ini dan 
mendirikan The Stanford's Institute for Communication Research pada 
tahun 1981. Chaffe kemudian menjadi profesor di universitas ini 
hingga pensiun pada tahun 1999 dimana dia sebelumnya pernah 
menjadi ketua departemen ilmu komunikasi di universitas ini selama 
dua periode—yaitu dari tahun 1986-1990 dan dari tahun 1996-1999. 
Chaffe merupakan sosok ilmuwan komunikasi politik yang 
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mencurahkan pemikirannya pada bidang kajian komunikasi dimana ia 
mengelaborasi mengenai bagaimana individu di dalam masyarakat 
merespon media massa dan informasi politik yang disampaikan oleh 
media dan juga sebaliknya bagaimana media terus menerus berusaha 
mempengaruhi perilaku politik individu dalam masyarakat. Selama 
berkarir sebagai ilmuwan komunikasi politik, Chaffe tercatat telah 
melahirkan 13 buku dan lebih dari 100 artikel. Pada tahun 1999, 
Chaffee menerima penghargaan the Paul J. Deutschmann Award untuk 
kesuksesan karirnya di bidang riset dan pendidikan ilmu komunikasi 
dari the Association for Education in Journalism and Mass Communication. 
Setelah pensiun dari Stanford University di tahun 1999, Chaffe 
kemudian memimpin pusat kajian efek sosial komunikasi massa (the 
Social Effects of Mass Communication) di Universitas California (the 
University of California)-Santa Barbara. 

Selain Chaffe, di institusi ini juga terdapat akademisi yang 
mengembangkan studi komunikasi politik dan ilmu politik yaitu 
Shanto Iyengar. Saat ini, Iyengar merupakan Direktur Laboratorium 
Komunikasi Politik (Political Communication Lab), dan juga Profesor 
pada Departemen Ilmu Politik di Stanford University. Di departemen 
ini, Iyengar tidak hanya menjadi Direktur Laboratorium Komunikasi 
Politik (Political Communication Lab), Ia juga mengajar dan meneliti 
kajian tentang pemberitaan media, dan komunikasi massa dalam 
dunia politik kontemporet. Iyengar telah mempublikasikan sejumlah 
hasil risetnya tentang media dan politik, iklan politik negatif, 


55 Chaffee dilahirkan di Kota California, yaitu di South Gate, California pada tahun 
1935. Dia mendapatkan gelar sarjananya di the University of Redlands and 
mendapatkan gelar masternya di bidang jurnalisme dari the University of California- 
Los Angeles. Selama beberapa tahun kemudian dia bekerja sebagai wartawan pada 
beberapa koran di Kota Los Angeles. Tahun 1963 dia mengambil program Doktoral di 
Departemen Komunikasi Stanford University dan menamatkan gelar Doktoralnya 
tahun 1965. Lulus dari Stanford Universitu, Chaffee bekerja sebagai profesor di the 
School of Journalism and Mass Communication pada Universitas Wisconsin (the 
University of Wisconsin)-Madison sampai tahun 1981. Tahun 1981 ia kembali ke 
Stanford University sebagai profesor dan mengajar di Departemen Komunikasi. Selain 
itu, Chaffee juga mengajar di Departemen Ilmu Politik, Stanford Universitu. Di 
universitas ini Chaffee juga memimpin Program Master studi media sejak tahun 1992- 
1997 dan juga memimpin program Doktoral sejak tahun 1993-1996. Tentang sosok 
Steven H.Chaffe lebih lanjut Lihat 
http:/ / news.stanford.edu/ news/2001/may23/ chaffee-523.html 
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psikologi politik, dan televisi dan opini publik?6. Sosok Iyengar juga 
dipercaya sebagai Editor Journal Komunikasi Politik (Political 
Communication—yang diterbitkan oleh Taylor and Francis, yang 
merupakan jurnal yang bersifat interdisipliner dan disponsori oleh 
Asosiasi Ilmuwan Politik Amerika (the American Political Science 
Association) dan juga Asosiasi Komunikasi Internasional (the 
International Communication Association). Selain menulis jurnal, Iyengar 
juga menjadi kontributor yang menulis secara rutin di 
Washingtonpost. Pengakuan akademiknya di bidang komunikasi 
politik ditunjukkan dengan adanya sejumlah penghargaan seperti : 1) 
the Murray Edelman Career Achievement Award untuk riset bidang 
komunikasi politik, 2) the Philip Converse Award atas publikasi 
terbaiknya dalam kajian opini publik, 3) the Goldsmith Book Prize untuk 
publikasinya dalam kajian iklan kampanye negatif, dan 4) the 
Distinguished Alumni Achievement Award dari the University of Iowa, 
dimana ia menamatkan Program Doktoralnya. 

Selain Iyengar, ada pula Profesor James S.Fishkin yang menjadi 
Ketua Departemen Ilmu Komunikasi di Stanford University. Tidak 
hanya menjadi profesor di bidang ilmu komunikasi, sama seperti 
Iyengar, Ia juga menjadi profesor pada Departemen Ilmu Politik di 
universitas ini. S.Fishkin juga menjadi Direktur Stanford's Center for 
Deliberative Democracy. Fiskhin menamatkan gelar sarjana di Yale 
University tahun 1970 dan kemudian selanjutnya mendapatkan gelar 
Doktoralnya di bidang Ilmu politik dari universitas tersebut. Selain 
tamat dari Yale University, Ia juga mendapatkan gelar Doktoralnya di 
bidang Filsafat dari Universitas Cambridge. Beberapa karya akademik 
yang dipublikasikannya antara lain: 1) Democracy and Deliberation: New 
Directions for Democratic Reform (1991): 2) The Dialogue of Justice (1992 ), 
3) The Voice of the People: Public Opinion and Democracy (1995), 4) 
Deliberation Day (Yale Press, 2004) yang ditulisnya bersama Bruce 
Ackerman, 5) When the People Speak: Deliberative Democracy and Public 
Consultation yang diterbitkan oleh Oxford University Press tahun 2009. 
Fishkin juga dikenal sebagai tokoh yang mengembangkan konsep 


5 Beberapa buku yang diterbitkannya antara lain : 1) Media Politics: A Citizen's Guide 
(W. W. Norton, 2007), 2) Going Negative: How Political Advertisements Shrink and Polarize 
the Electorate (Free Press, 1995), 3) Explorations in Political Psychology (Duke University 
Press, 1993), dan 4) News That Matters: Television and American Opinion (University of 
Chicago Press, 1987). 
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Polling Deliberative”. Fishkin bekerjasama dengan sejumlah 
koleganya juga terus mengembangkan Polling Deliverative tersebut 
tidak hanya di Amerika Serikat, akan tetapi juga di Australia, China 
dan sejumlah negara di Eropa—seperti Inggris, Denmark, dan Yunani. 

Selanjutnya, ada juga Profesor Jon A. Krosnick yang memiliki 
tiga gelar profesor sekaligus dari tiga bidang ilmu yaitu Ilmu 
Komunikasi, Ilmu Politik dan Ilmu Psikologi dari Stanford University. 
Krosnik mengembangkan riset komunikasi politik terutama fokus 
pada psikologi sosial dengan mengelaborasi konsep pembentukan dan 
perubahan sikap khalayak, efek media terhadap khalayak, dan 
perilaku politik dari pendekatan psikologi. Ia juga mengelaborasi dan 
mengembangkan riset-risetnya di bidang opini publik dan perubahan 
lingkungan politik. la mengembangkan riset-risetnya dengan metode 
survei. Krosnick menamatkan gelar sarjananya di bidang psikologi 
dari Harvard University, mendapatkan gelar master dan Doktoralnya di 
bidang psikologi sosial dari Universitas Michigan (the University of 
Michigan). Sebelum bergabung sebagai profesor di Stanford University 
di tahun 2004, ia juga menjadi profesor dan mengajar di bidang 
psikologi dan ilmu politik di Universitas Negeri Ohio (The Ohio State 
University)98. 

Profesor Jon A. Krosnick telah menghasilkan empat buku, dan 
lebih dari 140 tulisan jurnal dan kontributor untuk buku. Ia juga 
mendapatkan sejumlah penghargaan akademik atas kontribusinya di 


”7 Adalah model riset polling yang dilakukan sampel yang seakurat mungkin bisa 
mencerminkan populasi dan kerangka sampel dan digunakan oleh para konsultan 
politik dimana mefokuskan pada kajian mengenai informasi apa saja, dengan setting 
seperti apa dan melalui proses bagaimana yang bisa membentuk opini publik 
khalayak. 

58 Selain mengajar metodologi survei di beberapa universitas di Amerika, ia juga 
mengajar metodologi survei di sejumlah perusahaan dan juga di lembaga-lembaga 
pemerintah di Amerika dan juga di Eropa—seperti the National Opinion Research 
Center, RTI International, the White House Office of Management and Budget, dan the Office 
for National Statistics, London, UK. Di Eropa ia pernah menjadi pengajar tamu pada the 
London School of Economics and Political Science, the University of Amsterdam, dan the 
University of Johannesburg. Selain itu, Ia juga menjadi konsultan di sejumlah lembaga 
strategis seperti Biro Sensus Pemerintah Amerika, Biro Statistik Pemburuhan Amerika, 
Lembaga Perlindungan Lingkungan, Pusat Kontrol dan pencegahan penyakit, 
Lembaga Kanker Nasional, Google, NASA, the National Oceanic and Atmospheric 
Administration, dan the U.S. Government Accountability Office. Dari tahun 2005-2011, 
Ia juga menjadi co-Principal Investigator pada Kajian Pemilu Nasional Amerika (the 
American National Election Studies). 
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bidang riset komunikasi politik —terutama dari perspektif psikologi 
sosial —seperti : 1) the Erik Erikson Early Career Award dari the 
International Society of Political Psychology atas prestasinya yang luar 
biasa dalam mengembangkan bidang kajian psikologi politik: 2) the 
Phillip  Brickman Memorial Prize untuk prestasinya dalam 
pengembangan riset di bidang psikologi sosial, 3) penghargaan Best 
Paper Award dari asosiasi ilmuwan politik Amerika (the American 
Political Science Association), 4) Research Student Paper Award yang 
diberikan oleh Asosiasi Opini Publik Amerika (the American Association 
for Public Opinion), dan 5) Pi Sigma Alpha Award yang diberikan oleh the 
Midwest Political Science Association. 

Selanjutnya, studi komunikasi politik juga dikembangkan 
sebagai konsentrasi area kajian di Departemen Studi Komunikasi, The 
University of Michigan. Departemen Ilmu Komunikasi di Universitas ini 
memiliki sejarah yang cukup panjang dimana ia didirikan secara 
tahun 1921 dengan nama Departemen Retorika dan Jurnalisme (The 
Department of Rhetoric and Journalism). Kemudian pada tahun 1950 
nama Departemen ini pun sempat berubah dan menjadi Departemen 
Speech, Komunikasi dan Teater (The Departement of Speech, 
Communication and Theatre). Perubahan nama ini dilakukan seiring 
dengan perkembangan peran media dalam kehidupan modern. 
Kemudian nama departemen inipun kembali berubah lagi menjadi 
Departemen Studi Komunikasi (The Department of Communication 
Studies). 

Kajian komunikasi di universitas ini merupakan salah satu area 
konsentrasi diantara delapan area konsentrasi yang dimilikinya”. 
Mereka juga memiliki sejumlah profesor di bidang komunikasi politik. 
Pertama, Nojin Kwak yang memiki fokus ketertarikan kajian pada 
new media dan komunikasi politik. Kedua, W. Russell Neuman, yang 
memiliki ketertarikan pada studi new media, media industri, 
kebijakan dan regulasi media dan komunikasi politik100, Ketiga, ada 


” Departemen Studi Komunikasi di The University of Michigan saat ini memiliki 
delapan area konsentrasi yaitu : 1) Media Psychology: 2) Political Communication, 3) New 
and Emerging Media, 4) Analyzing Media Texts: 5) Media Policy and Regulation, 6) Media 
Industries: 7) International and Comparative Media, dan 8) Historical Approaches to Media 
and Technology 

100 Ja menamatkan gelar sarjananya di Departemen Pemerintahan, Cornell University 
tahun 1967. Kemudian tahun 1969, ia mendapatkan gelar Masternya di Departemen 
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juga Profesor Michael Traugott yang menekuni studi media, 
kampanye politik dan perilaku politik di Amerika. Keempat, Profesor 
Nicholas Valentino yang menekuni kajian psikologi media dan 
komunikasi politik. 

Profesor Michael Traugott menjadi Profesor di universitas ini 
sejak tahun 1987. Kemudian dari tahun 1986-1998 sebagai Direktur 
Program Doktoral interdepartemen di bidang komunikasi massa. 
Kemudian tahun 2004-2008 juga menjadi direktur Program Doktoral 
Ilmu Komunikasi. Sejak tahun 1998-2004 ia juga menjabat sebagai 
Ketua Departemen Studi Komunikasi di universitas ini. Di universitas 
ini, sejak tahun 1987 ia juga menjadi Profesor di Bidang Ilmu Politik. Ia 
juga telah menghasilkan sejumlah buku dengan tema-tema kampanye 
politik, survei dan perilaku pemilih, Polling Presiden dan Pemberitaan 
Media, Pemilu, Media dan Demokrasi, dan buku mengenai opini 
publik?9. 


Sosiologi dari The University of California, Berkeley. Di universitas yang sama tahun 
1975, Ia mendapatkan gelar Doktoralnya. Tahun 1975-1980, Ia mengajar sebagai 
Profesor di Yale University di Departemen Sosiologi. Tahun 1980-1985, bekerja di 
Departemen Ilmu Politik, fokus pada bidang penelitian Kebijakan komunikasi di 
Massachusetts Institute of Technology. Kemudian tahun 1985-1992 ia bekerja di 
Departemen Ilmu Politik dan Laboratorium Media, pada institusi yang sama. Tahun 
1992-1997 sebagai Profesor di bidang komunikasi internasional pada Yufts University. 
Tahun 1997-2001 mengajar sebagai Profesor di Annenberg School for Communication, 
University of Pennsylvania dan juga sebagai Director of the Information and Society 
Program, Annenberg Public Policy Center. Baru pada tahun 2001 ia bergabung sebagai 
Profesor bidang teknologi media, studi komunikasi dan profesor sosiologi di 
Universitas Michigan. Beberapa buku yang ia hasilkan seperti : 1) The Social Impact 
of Television: A Research Agenda for the 1980s. (Edited), Aspen Institute, 1981: 2) The 
Paradox of Mass Politics: Knowledge and Opinion in the American Electorate. 
Harvard University Press, 1986: 3) The Future of the Mass Audience. Cambridge 
University Press, 1991, 3) The Telecommunications Revolution: Past, Present and 
Future. (Edited), yang ia tulis bersama Harvey Sapolsky, Eli Noam and Rhonda Crane, 
Routledge, 1992 : 4) Common Knowledge: News and the Construction of Political 
Meaning. Yang ia tulis bersama Marion Just and Ann Crigler, University of Chicago 
Press,1992: 5) The Gordian Knot: Political Gridlock on the Information Highway yang 
ia tulis bersama Lee McKnight and Richard Jay Solomon), MIT Press, 1997, 6) 
Affective Intelligence and Political Judgment yang ia tulis bersama George Marcus 
and Michael MacKuen, University of Chicago Press, 2000: 7) The Affect Effect: The 
Dynamics of Emotion in Political Thinking and Behavior yang ia tulis bersama George 
Marcus. Ann N. Crigler, and Michael MacKuen, University of Chicago Press, 2007, 8) 
Media, Technology, and Society: Theories of Media Evolution. University of Michigan 
Press, 2010. 

101 Beberapa buku karya Prof M.Traugott antara lain: 1) Computer Applications in 
History and Political Science, yang ditulisnya bersama Erik W. and Jerome M. Clubb 
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Ia menamatkan gelar sarjananya di Departemen 
Pemerintahan, Cornell University tahun 1967. Kemudian tahun 1969, ia 
mendapatkan gelar Masternya di Departemen Sosiologi dari The 
University of California, Berkeley. Di universitas yang sama tahun 1975, 
Ia mendapatkan gelar Doktoralnya. Tahun 1975-1980, Ia mengajar 
sebagai Profesor di Yale University di Departemen Sosiologi. Tahun 
1980-1985, bekerja di Departemen Ilmu Politik, fokus pada bidang 
penelitian Kebijakan komunikasi di Massachusetts Institute of 
Technology. Kemudian tahun 1985-1992 ia bekerja di Departemen Ilmu 
Politik dan Laboratorium Media, pada institusi yang sama. Tahun 
1992-1997 sebagai Profesor di bidang komunikasi internasional pada 
Yufts University, Tahun 1997-2001 mengajar sebagai Profesor di 
Anmenberg School for Communication, University of Pennsylvania dan juga 
sebagai Director of the Information and Society Program, Annenberg Public 
Policy Center. Baru pada tahun 2001 ia bergabung sebagai Profesor 
bidang teknologi media, studi komunikasi dan profesor sosiologi di 
Universitas Michigan!0. 


(International Business Machines Corporation: White Plains, N.Y., 1972), 2) Using 
Computers, yang ditulis bersama Jerome M. Clubb (American Political Science 
Association: Washington, D.C., 1978), 3) Campaigning for Congress, yang ditulisnya 
bersama Edie N. Goldenberg (Congressional Ouarterly Press: Washington, D.C., 1984, 
4) Presidential Polls and the News Media, yang ia tulis bersama Paul J. Lavrakas and 
Peter V. Miller (Westview Press: Boulder, CO, 1995), 5) The Voters Guide to Election 
Polls, yang ia tulis bersama Paul J. Lavrakas (Chatham House Press: Chatham NJ, 
1996): 6) Election Polls, the News Media & Democracy, yang ditulis bersama Paul J. 
Lavrakas (Chatham House/Seven Bridges Press: Chatham NJ, 2000): 7) Voting 
Technology: The Not So Simple Act of Casting a Ballot, yang ditulis bersama Paul S. 
Herrnson, Richard G. Niemi, Michael J. Hanmer, Benjamin J. Bederson, and Frederick 
G. Conrad. (Washington DC: Brookings Institution Press, 2008): 8) Handbook of Public 
Opinion Research yang ditulis bersama Wolfgang Donsbach (Co-editor). (London: 
Sage Publications, 2008). 

102 Beberapa buku yang ia hasilkan seperti : 1) The Social Impact of Television: A 
Research Agenda for the 1980s. (Edited), Aspen Institute, 1981: 2) The Paradox of Mass 
Politics: Knowledge and Opinion in the American Electorate. Harvard University 
Press, 1986: 3) The Future of the Mass Audience. Cambridge University Press, 1991, 3) 
The Telecommunications Revolution: Past, Present and Future. (Edited), yang ia tulis 
bersama Harvey Sapolsky, Eli Noam and Rhonda Crane, Routledge, 1992 : 4) Common 
Knowledge: News and the Construction of Political Meaning. Yang ia tulis bersama 
Marion Just and Ann Crigler, University of Chicago Press,1992, 5) The Gordian Knot: 
Political Gridlock on the Information Highway yang ia tulis bersama Lee McKnight 
and Richard Jay Solomon), MIT Press, 1997, 6) Affective Intelligence and Political 
Judgment yang ia tulis bersama George Marcus and Michael MacKuen, University of 
Chicago Press, 2000, 7) The Affect Effect: The Dynamics of Emotion in Political 
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Selanjutnya Nicholas Valentino ia bergabung ke Departemen 
Studi Komunikasi sejak tahun 1997. la menamatkan pendidikan 
Doktoralnya di bidang Ilmu Politik tahun 1998 di The University of 
California-Los Angeles. Ia menulis desertasi dengan judul “Who Are 
We on Election Day? Mass Media and the Salience of Group Identities 
During Political Campaigns.” Ia menjadi Profesor penuh pada 
Departemen Studi Komunikasi di Universitas Michigan sejak tahum 
2009-sekarang. Sebelumnya ia bekerja sebagai Professor di bidang 
Community Affairs pada Departemen Pemerintahan antara tahun 
2007-2009. Pada tahun yang sama dia juga sebagai Professor Madya 
pada Departemen studi komunikasi. Profesor Valentino menekuni 
bidang kajian komunikasi politik, perilaku pemilih dan pemilu, efek 
media dan opini publik. Beberapa riset yang dia tulis dan publikasi 
terkait dengan tema-tema seperti kampanye politik, sikap rasial, emosi 
dan kelompok-kelompok sosial, dan iklan politik. 

Studi komunikasi politik di universitas ini dikembangkan pada 
level sarjana hingga Doktoral dengan mengedepankan pendekatan 
yang bersifat interdisipliner. Pada level Doktoral mereka 
mengembangkan fokus kajian pada: 1) analisis media massa: 2) studi 
efek media, 3) media, budaya dan masyarakat, 4) media dan opini 
publik: 5) new media dan komunikasi politik: dan 6) regulasi dan 
kebijakan media dan komunikasi politik. Program Sarjana bidang 
komunikasi politik dan marketing politik juga dikembangkan ada di 
bawah payung Departemen Studi Komunikasi, John Keane Studies 
Communication in Politics and Marketing, The Emmerson College. 
Beberapa kajian yang dikembangkan dalam program ini antara lain 
seputar manajemen kampanye kepresidenan, kepemimpinan politik 
dan advokasi politik dan pola hubungan antara media dan pemerintah 
dalam lingkungan yang kompleks'8. 


Thinking and Behavior yang ia tulis bersama George Marcus. Ann N. Crigler, and 
Michael MacKuen, University of Chicago Press, 2007, 8) Media, Technology, and 
Society: Theories of Media Evolution. University of Michigan Press, 2010. 

103 Beberapa mata kuliah yang dikembangkan antara lain: 1) Communication and the 
Political World: 2) Argument and Advocacy, 3) Conflict and Negotiation, 4) Politics, 
Advocacy, and Public Opinion Research, 5) The Public Affairs Matrix: Media, Politics, and 
Advocacy, 6) Leadership, 7) American Government and Politics: 8) Campaign Management, 9) 
Community, Identity, and Social Advocacy: 10) Management and Communication, 11) 
Rhetorical Theory: 12) Audience Analysis, 13) Rhetoric of Social Movements, 14) Politics and 
Comedy: Subversive Laughter, 15) Language, Symbols, and Political Communication. 
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Masih di Amerika, George Washington University, melalui The 
Graduate School of Political Management, mereka juga mengembangkan 
program studi Master Manajemen Politik. Beberapa materi yang dikaji 
di sini antara lain : 1) dasar-dasar manajemen politik: 2) metode 
penelitian bagi manajer politik: 3) elemen-elemen komunikasi politik 
dan strategi komunikasi politik: 4) etika komunikasi untuk manajer 
politik: 5) kepemimpinan politik: 6) polling: 7) dinamika opini publik: 
8) manajemen komunitas online dalam pemilu dan kampanye 
advokasi, 9) manajemen politik dan media, 10) videography dan 
marketing politik: 11) fundraising untuk organisasi dan fundraising 
partai politik: 12) manajemen organisasi politik dan isu-isu dalam 
manajemen dalam organisasi politik: 13) lobbying internasional, 
teknik-teknik lobbying dan proses pendanaannya, 14) manajemen 
politik akar rumput (grassroots), 15) strategi kampanye, 16) organisasi 
dan pelaksanaan kampanye politik: 17) iklan kampanye politik: 18) 
kampanye presiden, 19) konsultan politik internasional, 20) 
kampanye politik lokal di negara bagian, 21) negara, Pemerintahan 
dan politik: dan 22) kampanye permanen di lembaga politik dan 
Pemerintaran. Selain itu, mereka juga mengkaji isu-isu spesifik terkait 
dengan manajemen politik kawasan, misalnya di Uni Eropa, dan Asia. 

American University, melalui The School of Communication yang 
bekerjasama dengan The School of Public Affair, juga mengembangkan 
Program Studi Komunikasi Politik untuk tingkat Master. Program 
studi komunikasi politik yang mereka kembangkan ini secara umum 
fokus pada studi opini publik, kampanye politik, advokasi politik, 
penggunaan sosial media dalam mempengaruhi perilaku pemilih. 
Adapun mata kuliah yang mereka kembangkan untuk program 
Master Komunikasi Politik ini antara lain, politik dan kebijakan publik 
terapan, penulisan pidato politik, manajemen kampanye, seni dalam 
menjalankan lobi-lobi politik, prinsip-prinsip komunikasi strategis, 
teori-teori komunikasi dan komunikasi politik, metode penelitian 
dalam komunikasi politik dan seminar mengenai komunikasi politik 
dan komunikasi publik. Program master komunikasi politik yang 
mereka selenggarakan juga mengajarkan skil-skil teknis dalam 
komunikasi politik —seperti penulisan pidato politik, menghasilkan, 
membentuk dan memanaj informasi politik strategis, penggunaan 
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teknologi new media dalam mempengari proses-proses politik dan 
perubahan politik. 

Hofstra University melalui The School of Communication dan 
diselenggarakan dalam payung Department of Speech Communication, 
Rhetoric, and Performance Studies, juga merupakan salah satu 
universitas di Amerika yang saat ini ikut mengembangkan kajian 
komunikasi politik. Departemen ini dipimpin oleh Prof. Philip Dalton. 
Program studi komunikasi politik dibuka pada Program Master 
Speech Communication and Rhetorical Studies dipimpin oleh Prof. 
Marc Oppenheim. Beberapa mata kuliah yang mereka kembangkan 
antara lain, metode performance, etnografi dan performance, platform, 
podium dan performance, teori-teori persuasi, retorika dan budaya 
populer, kritik terhadap retorika politik, bahasa dan interaksi sosial, 
etika komunikasi, komunikasi politik, kampanye politik, orasi politik, 
psikologi politik, sosiologi politik, media dan kandidat presiden, 
media dan politik, kampanye politik, televisi dan politik, studi pemilu 
dan seminar mengenai speech communication dan studi retorika. Dari 
penjelasan di atas tampak bahwa kajian komunikasi politik yang 
dikembangkan oleh universitas ini tampak fokus kepada pidato 
(speech) politik, performance dan retorika politik. 

University of Missouri, melalui Departemen komunikasi juga 
mengembangkan studi komunikasi politik sebagai salah satu fokus 
kajian—selain kajian komunikasi interpersonal, media dan 
komunikasi organisasi. Kajian komunikasi politik mereka 
kembangkan dengan fokus kajian pada dinamika pemilih/ warga 
negara, figur-figur politik, institusi Pemerintah, media, kampanye 
politik, advokasi politik yang dilakukan oleh kelompok-kelompok 
masyarakat dan gerakan sosial. Lembaga ini memiliki tiga pengajar 
utama yang fokus pada kajian komunikasi politik!04. Pertama, Brian 


104 Beberapa topik riset yang mereka kembangkan antara lain mengenai: 1) pengaruh 
pragmentasi media terhadap polarisasi politik: 2) dampak bias media terhadap 
persepsi khalayak (Houston,J.B, 2011): 3) khalayak media digital dalam pemilu di 
Amerika tahun 2008 (McKenney, M.S, 2011), 4) frame khalayak terhadap kandidat 
wakil presiden dalam Pemilu Presiden Amerika tahun 2008 (McKenney, M.S, 2011), 5) 
debat kandidat presiden dalam Pilpres Amerika tahun 2008 dan pengaruhnya 
terhadap perilaku politik pemilih(McKenney, M.S, 2011), 6) interaksi komunikasi 
interpersonal generasi muda dalam Pilpres Amerika tahun 2008 (McKenney, M.S, 
2011): 7) persepsi khalayak terhadap kandidat presiden dan wakil presiden dalam 
Pilpres Amerika tahun 2008 (McKenney, M.S, 2011), 8) debat kandidat wakil presiden 
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Houston yang memiliki fokus riset pada strategi komunikasi politik, 
opini publik, efek media dan pemrosesan informasi dalam konteks 
krisis dan politik. Kedua, Mitchel McKenney—yang juga menjadi 
Kepala Program Sarjana Komunikasi—dimana ia fokus pada kajian 
debat presiden, kampanye politik, media dan politik dan retorika para 
presiden!05. Ketiga, Ben Warnet yang memiliki fokus kajian pada 
kelompok politik ekstrimis, dan polarisasi politik. Para pengajar di 
bidang ini, tidak hanya memiliki latarbelakang akademik dan riset 
bidang komunikasi politik, namun memiliki latarbelakang 
pengalaman sebagai konsultan politik. Sebagai contohnya adalah 
McKenney yang juga menjadi konsultan politik bagi sejumlah anggota 
senat di Amerika Serikat dan Gedung Putih, membantu sejumlah 
lembaga konsultan politik dan menjadi anggota komisi Debat Presiden 
Amerika Serikat (U.S. Commission on Presidential Debates), bahkan ia 
juga menjadi penasehat bagi Pemerintah Korea Selatan dalam 
penyelenggaraan debat para calon presiden tahun 2002. Program 
Master bidang kajian komunikasi politik di universitas ini 
mengembangkan beberapa mata kuliah seperti: 1) debat kampanye 
politik: 2) survei dan komunikasi politik, 3) kritik terhadap retorika 
politik: 4) teori-teori komunikasi politik: 5) media dan politik: 6) 
pemilih dan partisipasi politik. Dari pemaparan di atas, kajian 
komunikasi politik yang dikembangkan di Universitas Missouri 
cenderung fokus pada debat politik —kandidat presiden dan wakil 
presiden, perilaku politik pemilih, dan retorika politik. 


Biden dan Palin dalam Pilpres Amerika tahun 2008 (McKenney, M.S, 2011): 9) gender 
dan kampanye politik calon anggota senat dalam Pemilu Amerika tahun 2008 
(Warner, B.R, 2010): 10) dampak informasi kelompok ekstrimis dan segmentasi 
khalayak (Warner, B.R, 2010): 11) liputan media terhadap pemberitaan terorisme 
(Houston, J.B, 2009), 12) Dampak debat kandidat presiden terhadap partisipasi politik 
generasi muda (McKinney, M.S, 2009): 13) Analisis terhadap debat calon presiden 
perempuan — Hillary R.Clinton— dalam Pilpres di Amerika tahun 2008 (McKinney, 
M.S, 2009): 14) Analisis terhadap kegagalan kampanye politik kandidat presiden 
Hillary R.Clinton (Warner, B.R, 2009). 

105 McKinney telah mempublikasikan —baik secara sendiri maupun bersama —5 buku 
mengenai komunikasi politik. Kelima buku karya dia adalah: 1) Communication in the 
2008 U.S. Election: Digital Natives Elect a President (bersama Mary C. Banwart), 2) The 
1992 Presidential Debates in Focus (bersama Diana B. Carlin), 3) Civic Dialogue in the 1996 
Presidential Campaign (bersama Lynda Lee Kaid & John C. Tedesco): 4) The Millennium 
Election: Communication in the 2000 Campaign dan 5) Communicating Politics: Engaging 
the Public in Democratic Life. 
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Beberapa universitas lainnya di Amerika Serikat cukup banyak 
yang mengembangkan kajian komunikasi politik, namun tidak dalam 
bentuk konsentrasi kajian ataupun program studi, akan tetapi sebagai 
bagian dari minor studies saja. Mereka yang termasuk di sini adalah 
Department of Fine Art and Communication Studies, Texas State University, 
dan Departemen Ilmu Komunikasi, The University of Washington. 
Kendatipun mereka memiliki sejumlah akademisi yang menghasilkan 
karya-karya akademik komunikasi politik yang cukup berpengaruh. 
Misalnya di Departemen Komunikasi, The University of Washington 
terdapat Profesor Lance Bennet, yang terkenal dengan sejumlah kajian 
komunikasi politiknya dengan tema-tema seperti : konstruksi 
pemberitaan politik, media opini publik dan kebikakan luar negeri, 
mediated-politics, kekuasaan politik dan pemberitaan media!06. Dia 
juga mendapatkan kepercayaan dan dukung pendanaan untuk 
penelitian dari the National Science Foundation, Ford Foundation, Social 
Science Research Council, Spencer Foundation, Kellogg Foundation, 
MacArthur Foundation, Pew Charitable Trusts, Annenberg Policy 
Foundation, Belgian Science Policy Foundation, The MacArthur Foundation, 
the Fulbright Commission, dan the Surdna Foundation. 

Selain di Amerika, studi komunikasi politik dan marketing 
politik juga dikembangkan oleh sejumlah universitas yang ada di 
negara-negara Eropa. Di Inggris, program studi komunikasi politik 
dikembangkan di sejumlah universitas. Beberapa diantaranya antara 
lain sebagai berikut. Pertama, Program Master Komunikasi Politik 
Goldsmith University of London. Program ini dikembangkan dengan 
mengkombinasikan kontribusi dari perkembangan bidang ilmu 
politik, media studies, sosiologi politik, teori-teori budaya dan 
jurnalisme. Kurikulum yang disusun dalam program studi ini disusun 
dengan fokus kajian pada bentuk-bentuk dan dampak dari proses 
komunikasi politik, institusi, struktur dan aktor politik dalam 
relasinya dengan media dan politik. Dalam program ini juga 


106 Buku-buku yang ditulis Profesor Lance Benner seperti : 1) News: The Politics of 
Illusion, (Longman, 8th ed.): 2)Taken By Storm: The Media, Public Opinion, and U.S. 
Foreign Policy in the Gulf War (Chicago, co-edited with David Paletz),: 3) Mediated 
Politics: Communication in the Future of Democracy (Cambridge, co-edited bersama 
Robert Entman), 4) Communication, Society and Politics (Cambridge University Press 
s, co-edited bersama Robert Entman), 5) When the Press Fails: Political Power and the 
News Media from Irag to Katrina (Chicago, bersama dengan Regina Lawrence dan 
Steven Livingston). 
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dikembangkan beberapa kemampuan praktis dalam kampanye 
politik, dan jurnalisme politik. 

Kedua, Kingston College, University of London juga 
mengembangkan Program Master bidang komunikasi politik 
internasional, advokasi dan kampanye. Program ini fokus pada kajian 
bagaimana politik dikomunikasi dan apa saja yang dikomunikasi 
dalam komunikasi politik, advokasi dan kampanye baik yang 
dilakukan dengan cara tradisional maupun cara-cara modern. 
Program ini juga mengkaji peran penting spin-doctor, lobbyist, 
konsultan Public Relations dalam mempengaruhi pola hubungan 
antara Pemerintah dan Media. Mereka juga mengelaborasi perspektif 
kritis terhadap isu-isu komunikasi politik dan juga profesi-profesi 
dalam bidang komunikasi politik. 

Ketiga, Institute of Communication Studies, Leed University, UK 
juga mengembangkan program Master dan Doktoral Bidang Studi 
Komunikasi politik. Program ini mengkaji antara lain: peran 
komunikasi politik dalam kampanye pemilu, organisasi politik 
(pemerintah, parpol, kelompok kepentingan, kelompok penekan, 
NGO nasional dan internasional, militer) dalam proses pengadopsian 
dan pengunaan teknik-teknik marketing politik untuk memobilisasi 
opini publik, trend tabloidisasi, dan komersialisasi dalam dunia 
politik, skandal politik, dan peran media dan internet dalam 
komunikasi politik, pola-pola komunikasi politik yang dijalankan oleh 
para politisi terhadap pemilih. Beberapa pendekatan yang mereka 
kembangkan antara lain dari ilmu politik, ilmu komunikasi, psikologi 
dan ekonomi politik untuk mengembangkan jurnalisme politik dan 
public relation. Diskursus kontemporer yang mereka elaborasi antara 
lain, persuasi politik, ragam format dan kemasan pesan politik dan 
dampaknya kepada pemilih, ragam desain kampanye politik, dan era 
baru munculnya e-democracy dalam komunikasi politik. Perspektif 
baru mereka gunakan tidak hanya dari negara-negara barat, akan 
tetapi juga dari non-barat, baik dari negara demokrasi berkembang 
maupun negara yang sudah mapan dalam berdemokrasi. 

Keempat, City University of London, School of Social Sciences, 
dibawah payung Departemen Sosiologi, juga mengembangkan 
Program Master Komunikasi Politik. Program ini dikembangkan 
melalui analisis kajian yang lebih luas dan komprehensif terhadap 
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bentuk-bentuk komunikasi politik yang dijalankan oleh Pemerintah 
dan Partai Politik. Dalam program ini juga dikaji bagaimana 
komunikasi politik yang dijalankan oleh korporasi, gerakan sosial dan 
kepompok kepentingan dan kepentingan personal dan profesional 
yang mempengaruhi dinamika media dan komunikasi politik. 

Kelima, Universitas Glasgow di Inggris Utara juga 
mengembangkan Program Master Terapan di bidang Komunikasi 
Politik. Berdiri sejak tahun 2006, program ini saat ini dipimpin oleh 
Professor Sarah Oates. Program ini dimaksudkan untuk memahami 
secara lebih mendalam bagaimana aktor-aktor politik, media dan 
publik berinteraksi di berbagai negara dan bagaimana pola relasi yang 
berkembang nantinya berpengaruh terhadap distribusi kekuasaan dan 
mempengaruhi sistem demokrasi di masing-masing negara. 

Selain Program Master Terapan, mereka juga mengembangkan 
Master by Research dalam bidang Komunikasi Politik, yang nantinya 
para lulusannya bisa melanjutkan ke Program Doktoral Komunikasi 
Politik. Fokus kajian komunikasi politik yang dikembangkan di 
Universitas Glasgow ini secara umum berbasis pada tiga domain: 1) 
media dan demokrasi: 2) institusi politik, krisis dan komunikasi : 3) 
metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam bidang studi 
komunikasi politik. Selain itu mereka juga menawarkan sejumlah sub 
kajian pilihan yang berbasis kawasan misalnya perbandingan 
komunikasi politik di negara-negara Uni Eropa, di Asia, etika 
komunikasi politik global, komunikasi politik dan kebijakan luar 
negeri di Amerika, perspektif kritis dalam studi HAM, komunikasi 
dan legitimasi politik, dan new media, civil society dan komunikasi 
politik. 

Saat ini mereka juga terus mengembangkan sejumlah seminar 
komunikasi politik dengan mengundang para akademisi dan praktisi 
kelas dunia. Beberapa diantara yang pernah diundang antara lain 
termasuk Andrew Baird (Head of Communications for the Scottish 
Government), Peter Barron (Google's Director of Communications for the 
UK, Ireland and the Benelux countries), Dorothy Byrne (Channel 4 Head of 
News and Current Affairs), Steven Lawther mantan ketua Devisi 
Komunikasi Pada Partai Buruh Scotlandia dan Kirsty Wark —seorang 
presenter ternama di BBC. 


Manajemen Komunikasi Politik dan Marketing Politik | 189 


Mereka juga didukung oleh para pengajar yang memiliki 
reputasi publikasi internasional, seperti Dr Ana Langer dan Professor 
Andrew Hoskins. Dr Langer, misalnya telah memiliki publikasi 
seputar personalisasi politik di Inggris. Dia juga memilik fokus kajian 
tentang pola relasi antara media dan politik dan dampaknya terhadap 
perkembangan proses demokrasi. Sedangkan Prof Hoskins memiliki 
fokus kajian pada topik komunikasi politik dan ekologi media baru 
yang berdampak pada level perilaku politik individu, sosial dan 
ingatan budaya masyarakat. 

Keenam, Program Master Komunikasi Politik Internasional juga 
dikembangkan di Universitas Shieffeld (The University of Shieffield) di 
bawah payung Departement of Journalism Studies. Program ini 
dikembangkan dengan orientasi akademik dan praktis dengan 
menekankan penguasaan teoritik dan pengalaman dalam bidang 
komunikasi politik. Fokus kajian yang dikembangkan terkait dengan 
media dan relasinya dengan politik dan institusi publik, baik dalam 
konteks regional, nasional dan internasional. Termasuk di dalamnya 
juga dikembangkan kajian tentang jurnalisme politik dan ruang 
publik. Pada level praktis, mereka juga menggajarkan materi 
marketing politik, riset-riset dalam marketing politik, lobbying, public 
relations, teknik-teknik dalam jurnalisme politik dan kampanye 
politik. Mereka tidak hanya mengembangkan program Master saja, 
akan tetapi juga mengembangkan Master by Research yang kemudian 
bisa dilanjutkan dengan Program Doktoral bidang Komunikasi Politik 
terutama bagi mereka yang memiliki orientasi pengembangan 
akademik. 

Di Glasgow University, saat ini juga dikembangkan Program 
Master bidang komunikasi politik baik yang berorientasi pada 
pengembangan akademik, maupun praktis. Tidak hanya pada level 
master, universitas ini juga membuka Program Doktoral di bidang 
komunikasi politik. Program ini diselenggarakan di bawah payung 
Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik, Glasgow University. Program ini 
didukung oleh beberapa staf pengajar utama seperti Dr.Sarah 
Amstrong, Dr.Paul Graham, Dr.Naomi Head, Profesor Andrew 
Hoskins, Dr.Ana Langer, Prof.Sarah Oates, dan Prof. Greg Philo. 

Mereka mengembangkan fokus kajian akademiknya terkait 
dengan dimensi-dimensi dan interaksi komunikasi politik antara 
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warga negara, aktor politik dan institusi politik. Beberapa mata kuliah 
yang dikembangkan antara lain: 1) media dan demokrasi, 2) institusi 
politik, krisis dan komunikasi, dan 3) metode penelitian ilmu sosial, 
khususnya untuk bidang studi komunikasi politik. Mereka juga 
menyajikan mata kuliah pilihan, seperti: 1) legitimasi politik dalam 
perspektif kontemporer, 2) media, perang dan keamanan, 3) internet 
dan civil society, 4) kebebasan berekspresi, 5) hak asasi manusia dan 
politik global, dan: 6) globalisasi dan integrasi Uni Eropa. 

Masih di Eropa, Universiteit Antwepen, mengembangkan Master 
Komunikasi Politik dibawah Departemen Media Studies. Saat ini 
Program Master ini dipimpin oleh Prof.Dr.A.Dhoest. Program ini 
diselenggarakan dengan mengedepankan kemampuan para 
mahasiswa untuk memahami, dan mengelaborasi teori dan riset di 
bidang komunikasi politik, khususnya fokus pada media dan politik, 
psikologi politik, opini publik, komunikasi politik pemerintahan dan 
marketing politik dan juga new media dan politik. Selain itu, kajian 
tentang etika komunikasi politik dan aspek-aspek etis dari dampak 
media dan perilaku komunikasi politik dan marketing yang dilakukan 
oleh parpol, elit politik dan Pemerintahan juga terus dikembangkan 
dalam program studi ini. Kajian yang dilakukannya termasuk juga 
implikasi dari perkembangan teknologi komunikasi terhadap 
komunikasi politik dan marketing politik. Pola pendekatan yang 
digunakan oleh mereka adalah pendekatan multidispliner. 

Kemudian Dublin Institute of Techology juga mengembangkan 
Program Master di bidang Public Affair dan Komunikasi Politik. 
Program ini diselenggarakan di bawah payung School of Media, Colllege 
of Arts and Tourism dengan pimpinan John Gallagher. Beberapa kajian 
yang dikembangkan dalam program ini antara lain : 1) Public Affairs: 2) 
Political Marketing, 3) Political Structures: 4) Ethics and Political Process: 5) 
TV Environment and Presentation, 6) Corporate Environment and Strategy, 
dan 7) Research Technigue. 

Selain di Inggris dan Amerika Serikat, studi Marketing politik 
dikembangkan di Universitat Autonoma De Barcelona, Spanyol 
melalui Program Master Marketing Politik. Program ini 
dikembangkan dengan fokus kajian teoritis dan praktis mengenai 
strategi dan marketing politik. Dalam program ini, studi marketing 
politik dilakukan dengan merujuk pada dasar tradisi marketing politik 


Manajemen Komunikasi Politik dan Marketing Politik | 191 


dan komunikasi politik yang berkembang di Amerika dan Inggris. 
Mereka menyelenggarakan program melalui kerjasama dengan dua 
universitas lainnya di Spanyol, yaitu Universidad de Granada dan 
Universidad de Santiago de Compostela. Mereka mengembangkan 
program ini dengan fokus untuk memberikan dasar kemampuan 
analisis politik, kemampuan profesional sebagai marketing politik di 
institusi-institu publik, kemampuan profesional dalam 
menyelenggarakan dan mengalisis dinamika politik politik dan juga 
kemampuan kompetetif dalam dunia konsultan marketing politik, 
terutama terkait dengan dinamika yang berkembang di Spanyol dan 
Uni Eropa. 

Di Israel, Program Master Marketing Politik dikembangkan 
oleh The Lauder School of Goverment, IDC Herzliya. Dibawah 
kepemimpinan Prof.Alex Mintz, program ini dirancang untuk 
mengkaji marketing politik kandidat dan parpol dalam beragam arena 
sistem politik dan juga untuk pengembangan diplomasi publik. Dalam 
program ini teknik dan strategi kampanye politik efektif juga terus 
dikembangkan baik pada arena politik domestik maupun 
internasional. Beberapa sub kajian yang dikembangkan antara lain, 
marketing politik: perspektif perbanding, perencanaan dan 
pengembangan kampanye politik, manajemen hubungan media dan 
pemerintah, marketing politik di Israel, survey dan opini publik dan 
aspek hukum dalam marketing politik. 

Apa yang disebutkan di atas, hanyalah beberapa contoh dari 
universitas ataupun lembaga akademik yang mengembangkan 
program studi, dan konsentrasi kajian di bidang komunikasi politik. 
Di Amerika Serikat misalnya University of Delaware memiliki Political 
Communication Center yang memfasilitasi mahasiswa yang mengambil 
Program Master dan Doktoral di Bidang Komunikasi Politik. Mereka 
mengelola program ini secara interdispliner. Program ini dilaunching 
sejak 19 November 2009 dan memiliki fokus kajian pada efek revolusi 
teknologi komunikasi terhadap berbagai dimensi komunikasi politik, 
termasuk kampanye politik, penyelengaraan Pemerintahan, hingga 
debat-debat politik dan opini publik. 

Selain apa yang dipaparkan di atas, masih banyak universitas 
lain di berbagai belahan dunia yang mengembangan program studi 
komunikasi politik, politik komunikasi dan marketing politik, baik 
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pada level Master dan Doktoral. Masing-masing juga didukung oleh 
para akademisi dan peneliti yang menekuni fokus kajian tertentu di 
bidang studi komunikasi politik, politik komunikasi dan marketing 
politik. Semua yang mereka lakukan semuanya memberikan peluang 
bagi perkembangan bidang studi ini. 

Bagaimana dengan di Asia dan di Indonesia. Di Asia kawasan 
Asia program studi komunikasi politik pada umumnya 
dikembangkan dalam program studi setingkat sarjana dan Master. 
Hanya saja, banyak diantarnya yang belum berdiri sendiri sebagai 
program studi, atau menjadi sebuah konsentrasi kajian. Bahkan 
banyak universitas yang mengembangkan kajian komunikasi politik 
dan marketing politik dalam mata kuliah pilihan. Kendatipun banyak 
tesis dan desertasi doktoral yang dilahirkan dalam bidang studi 
komunikasi politik maupun marketing politik, pada umumnya 
mereka masih belajar dalam payung program studi Ilmu Komunikasi. 

Di Indonesia, satu-satunya universitas yang mengembangkan 
Program Studi dalam bentuk konsentrasi kajian komunikasi politik 
pada level Master adalah Universitas Indonesia. Program ini dibuka 
oleh Program Pasca Sarjana Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP UI 
sejak tahun 2005 dengan nama Master Manajemen Komunikasi Politik. 
Program ini dibawah koordinasi Effendi Gazali, PhD yang pada tahun 
2004 telah menamatkan Program Doktoralnya dalam bidang 
komunikasi politik di bawah bimbingan Prof.Dennis McOuail — salah 
satu ilmuwan komunikasi ternama di dunia. Adapun mereka yang 
belajar dalam program Master ini pada umumnya berlatarbelakang 
peneliti/akademisi, birokrat, profesional konsultan politik, produser, 
jurnalis dan manajer media, para politisi, anggota lembaga think thank 
partai politik maupun elit politik, para artis, dan juga para marketer 
politik. 

Kendati demikian, studi komunikasi politik dan politik 
komunikasi sebagai area konsetrasi dan topik riset pada level sarjana, 
Master dan Doktoral juga banyak dikembangkan di sejumlah 
universitas besar di Indonesia. Beberapa universitas besar yang 
memiliki sumber daya riset di bidang ini yaitu Universitas Gadjah 
Mada, Universitas Airlangga, dan Universitas Padjajaran. Kendati 
demikian, secara umum banyak diantaranya yang belum menjadikan 
studi komunikasi politik sebagai area studi yang berdiri sendiri atau 
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bahkan sebagai konsentrasi. Bahkan adakalanya riset-riset ini 
diselenggarakan tidak dalam payung jurusan Ilmu Komunikasi, akan 
tetapi juga dilakukan dalam payung Jurusan Ilmu Politik maupun 
Sosiologi. 


Pengembangan Pusat Studi Bidang Komunikasi Politik dan 
Political Marketing 


Selain dalam bentuk program studi maupun konsentrasi 
kajian, pengembangan bidang studi komunikasi politik dan marketing 
politik juga dilakukan melalui lembaga riset yang fukus pada kedua 
bidang tersebut. Lembaga-lembaga riset ini adakalanya berdiri sendiri 
dalam payung organisasi fakultas dan universitas, namun adakalanya 
menjadi lembaga yang terintegrasi dengan departemen ilmu 
komunikasi dan media studies, maupun departemen ilmu politik. 
Lembaga ini ada diantaranya yang menyelenggarakan program 
Master dan Doktoral, namun adakalanya hanya memfasilitas para 
mahasiswa program Master dan Doktoralnya yang fokus menulis 
desertasi dalam kedua bidang ilmu tersebut. 

Di Inggris, School of Media, Bournemouth University juga 
mengembangan Pusat Penelitian Komunikasi Politik dan Marketing 
Politik yang ada dalam payung Pusat Studi Komunikasi Publik (Public 
Communication Center). Lembaga ini berdiri sejak tahun 2003 dan 
dipimpin oleh Darren Lilleker. Lembaga ini secara umum 
mengorganisir tiga tema riset utama yaitu komunikasi politik, budaya 
konsumen dan komunikasi korporat. Beberapa tema utama riset yang 
dikembangkan antara lain terkait dengan perubahan khalayak dan 
publik, dalam konteks transformasi sosial dan teknologi dan debat- 
debat aktual mengenai dampak media terhadap proses komunikasi 
politik dan perilaku pemilih. Tema-tema riset lainnya juga dilakukan 
untuk mengkaji relasi antara politisi dan pemilih, peran media dan 
debat politik di Eropa, image dari perusahaan media di Ingris dalam 
perspektif transnasional dan tanggungjawab sosial. Termasuk juga 
mengkaji media, terorisme dan opini publik, meningkatnya trend 
marketing politik, studi propaganda, internet dan ruang publik, 
budaya emosi dalam komunikasi organisasi dan penggunaan internet 
dalam komunikasi politik dan pengaruhnya terhadap perilaku 
konsumen. 
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Beberapa akademisi yang intens mengembangkan riser-riset di 
dalam pusat studi ini seperti Dan Jackson, Dr Roman Gerodimos, dan 
Dr Richard Scullion. Darrren Lilleker misalnya memiliki ketertarikan 
riset dengan topik penciptaan dan penerimaan (reception) pesan- 
pesan dalam komunikasi politik, profesionalisasi komunikasi politik 
dan marketing politik serta komunikasi politik dan marketing politik 
dalam new media (online political communication). Tidak hanya Ia 
bahkan telah menulis sejumlah buku yang menjadi referensi-referensi 
penting dalam studi komunikasi politik dan marketing politik!”. 
Adapun Roman Gerodimos, memiliki ketertarikan riset dibidang 
komunikasi politik dan Pemerintahan dalam konteks nasional dan 
internasional, serta globalisasi dan new media. Ketika menempuh 


107 Sejumlah karya akademik penting dalam bentuk buku maupun chaper buku dari 
Darren Lilleker antara lain: 1) Elections 2.0: Comparing e-campaigns in France, 
Germany, Great Britain and the United States yang ia tulis bersama dengan N.Jackson. 
2011 (dalam Schweitzer, E. and Albrecht, S., eds. Das Internet im Wahlkampf: Analysen 
zur Bundestagswahl 2009. Heidelburg, Germany: VS Verlag, pp. 96-116), 2) Political 
Advertising yang ia tulis bersama R.Scullion. 2009 (dalam Powell, H., Hardy, J., 
Hawkin, S. and MacRury, I., eds. The Advertising Handbook. Routledge.): 3) Voters or 
Consumers: Imagining the Contemporary Electorate, yang ia tulis bersama R. Scullion dan 
Jackson, D., 2008 (eds.) Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 4) Political 
Representation and Democracy: what is wrong with the political public sphere. (dalam 
D' Artrey, M., ed. Cont xts: Media, Representation and Society: papers from a conference held 
at the University of Chester, November 2006. Chester, England: Chester Academic Press, 
pp. 10-44.): 5) The Marketing of Political Parties. Political Marketing at the 2005 General 
Election yang ia tulis bersama D. G., Jackson, N. A. and Scullion, R., eds. Manchester: 
Manchester University Press: 6) Mapping a market orientation: can we detect political 
marketing only through the lens of hindsight?, yang ia tulis bersama Negrine, R., 2006 
(dalam Davies, P. J. and Newman, B. I., eds. Winning elections with political marketing. 
New York: Haworth Press), 7) The British Left and Eastern Europe (dalam Berger, S. 
and LaPorte, N., eds. The Other Germany: Perceptions and Influences in British-East 
German Relations, 1945-1990. Augsburg, Germany: Wissner Verlag), 8) Political 
marketing: the cause of the democratic deficit?.2005 (In: Wymer, W. W. and Lees- 
Marshment, J., eds. Current Issues in Political Marketing. New York: Haworth Press, pp. 
5-26), 9) Political marketing: a comparative perspective yang ia tulis bersama Lees- 
Marshment, J. (Eds) Manchester: Manchester University Press, 10) Media coverage of 
political scandals, yang ia tulis bersama Negrine, R. 2003. (dalam Gay, O. and 
Leopold, P., eds. Conduct unbecoming : the regulation of parliamentary behaviour. London: 
Politico's, pp. 59-90): 11) Key Key Concept of Political Communication. London: Sage 
Publication. 2006. Selain itu masih banyak lagi publikasi jurnal dan konferensi 
internasional yang ia publikasikan, 12) Against the Cold War : the history and political 
traditions of pro-Sovietism in the British Labour Party 1945-89. 2004. London : New York: 
I.B. Tauris, 13) Political campaigning, elections and the internet: Comparing the US, UK, 
France and Germany, yang ia tulis bersama Jackson, N., 2011. London, England: 
Routledge. 
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program Doktoral —tentang keterlibatan politik kaum muda melalui 
media online tahun 2010, ia mendapatkan penghargaan Arthur 
McDougall Prize for Best Dissertation dalam bidang Pemilu, Sistem 
Pemilu dan Perwakilan dari Asosiasi Ilmuwan Politik di Inggris (the 
Political Studies Association)8. Di School of Media, Bournemouth 
University ini terdapat Prof.Barry Richard yang mengembangkan teori- 
teori dan konsep-konsep komunikasi politik dari bidang ilmu 
psikologi sosial dan psikologi politik. Beberapa konsep yang 
disumbangkan oleh Richard antara lain seperti “emotional deficit”. 

Beberapa lembaga riset antara lain dapat dalam Center for 
Political Communication Studies, University of Amsterdam Belanda. 
Lembaga ini ada dalam payung Departemen Komunikasi universitas 
tersebut. Lembaga ini mengembangkan topik-topik penelitian 
komunikasi politik antara lain terkait dengan topik kampanye politik, 
jurnalisme politik dan opini publik. Lembaga ini juga didesain sebagai 
forum yang menjadi kajian bersama antara para akademisi, jurnalis, 
aktor politik dan para profesional yang menekuni dan tertarik di 
bidang komunikasi politik. Pendekatan riset yang dikembangkan di 
lembaga ini bersifat lintas disipliner dari bidang ilmu komunikasi, 
ilmu politik, psikologi dan sosiologi!99. Lembaga ini juga saat ini 
memiliki sejumlah mahasiswa Doktoral yang mengambil fokus riset di 
bidang komunikasi politik dan marketing politik. 

Saat ini lembaga ini dipimpin oleh Prof.Andreas Schuck, yang 
merupakan Profesor bidang Komunikasi Politik pada universitas 
tersebut. Prof schuck memperoleh gelar sarjana dari Departemen Ilmu 
Komunikasi, the University of Erfurt (Germany), dan mendapatkan 
gelar Master di bidang European Communication Studies dari the 


108 Beberapa karya chapter buku yang telah ia publikasikan antara lain: 1) Online 
Youth Attitudes and the Limits of Civic Consumerism: The emerging challenge to the 
Internet's Democratic potential. 2012 (dalam Loader, B. and Mercea, D., eds. Social 
Media and Democracy: Innovations in Participatory Politics. London: Routledge, pp. 166- 
189): 2) Rethinking Online Youth Civic Engagement: Reflections on Web Content 
Analysis yang ia tulis bersama J. Ward.2007 (dalam Loader, B. D., ed. Young Citizens in 
the Digital Age : Political Engagement, Young People and New Media. Abingdon, England: 
Routledge, pp. 114-126). Selain itu sejumlah publikasi jurnal dan paper dalam 
konferensi internasional mengenai tema-tema internet dan demokrasi serta internet, 
partisipasi politik kaum muda dan komunikasi politik. 

109 Sejak tahun 2003 hingga tahun 2012 lembaga ini telah mempublikasikan ratusan 
buku dan jurnal dari para ilmuwan yang tergabung di dalamnya. Lebih lanjut lihat 
http:/ /www.polcomm.org/ publications/ 
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International School of Humanities and Social Sciences (ISHSS). Ia 
kemudian mendapatkan gelar Doktoralnya di bidang komunikasi 
politik dari the University of Amsterdam. Ia memiliki fokus penelitian di 
bidang dinamika opini publik ketika pemilu, kampanye politik, dan 
berita politik dan komunikasi politik dalam konteks Uni Eropa. Tahun 
2011, ia mendapatkan penghargaan dari VENI grant yang diberikan 
oleh the Dutch Science Foundation (NWO). 

Selain itu juga dikembangkan pusat penelitian komunikasi 
politik uni eropa, di Universitas Bristol Inggris. Pusat kajian ini 
dikembangkan dengan fokus kajian komunikasi politik ruang publik 
dan gerakan sosial. Dua pilar yang menjadi konsentrasi dari pusat 
kajian ini adalah : 1) migrasi dan multikulturalisme, dan 2) ruang 
publik dan integrasi Uni Eropa. Pusat kajian ini didirikan pada tahun 
2000 oleh Professor Paul Statham, dengan dukungan sejumlah 
lembaga pemberi dana riset di Uni Eropa seperti the Economic and 
Social Research Council, the European Commission, dan the European 
Science Foundation. Pusat kajian ini tidak dibawah jurusan ilmu 
komunikasi, akan tetapi dibawah payung School of Sociology, Politics 
and International Studies, Universitas Bristol. 

Selain di Belanda, di Amerika Serikat, Stanford University juga 
mengembangkan laboratorium komunikasi politik. Laboratorium ini 
ada dalam payung kelembagaan Departemen Komunikasi. 
Laboratorium ini dipimpin oleh Prof Shanto Iyengar. Laboratorium ini 
secara aktif mengembangkan sejumlah kajian antara lain berkait 
dengan topik : iklan kampanye negatif: online media dan komunikasi 
politik parpol dan kandidat, analisis framming dan priming 
pemberitaan politik di media, opini publik dan perilaku politik. 
Mereka juga mengembangkan sejumlah riset yang tidak hanya 
dilakukan dengan metode analisis isi— kualitatif dan kuantitatif, 
analisis framming, dan metode survei, akan tetapi juga 
mengembangkan metode eksperimental untuk meneliti dinamika 
opini publik dan perilaku pemilih. 

Selain di Stanford University, Pusat Riset Komunikasi Politik 
juga dikembangkan di Okhlahoma Untversity. Selain itu juga, 
dikembangkan pusat penelitian komunikasi politik di University of 
Delaware. Di University of Delaware ini studi komunikasi politik 
dikembangkan dengan model pendekatan yang berbasis post- 
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positivist dan positivist— sebagaimana yang juga dilakukan di Political 
Communication Lab, Stanford University. Tema-tema yang dikaji juga 
sangat beragam mulai dari media dan kampanye politik, efek 
pemberitaan media, efek iklan politik terhadap perilaku pemilih, 
retorika politik, propaganda politik dan kampanye politik110. 


Pengembangan Asosiasi Keilmuwan dan Profesional 


Terkait dengan pengembangan asosiasi dan organisasi 
keilmuwan dan profesional bidang studi komunikasi politik mulai 
berkembang sejak tahun 1973. Perkembangan asosiasi keilmuwan dan 
profesional bidang komunikasi politik dan marketing politik ini 
seiring dengan pengembangan devisi atau sub-devisi di kedua bidang 
ilmu tersebut baik pada level nasional, regional maupun 
intrenasional!!1. Meskipun sebagai bidang ilmu dia telah berkembang 
secara terlembaga sejak tahun 1950an, namun baru mendapatkan 
payung organisasi dan asosianya sejak tahun 1973 dalam Internasional 
Communication Asociation yang secara resmi mendirikan Devisi Political 
Communication(Lin, 2004:71). Dengan berdirinya devisi ini 
menunjukkan bahwa bidang studi komunikasi politik merupakan 
salah satu bidang studi komunikasi yang berdiri sendiri dan terpisah 
dengan bidang studi lainnya yang ada dalam ranah ilmu komunikasi. 

Mengacu pada pendapat Nimmo (1977:441), dengan adanya 
divisi baru tersebut, studi komunikasi politik dalam hal ini bukanlah 
sebagai bidang disiplin ilmu baru, akan tetapi merupakan studi yang 
nantinya diharapkan banyak pihak agar bisa menjelaskan berbagai 
fenomena baru komunikasi politik yang terus berkembang. Selain itu, 
diharapkan nantinya dia bisa menghasilkan formulasi teori-teori dan 
konsep-konsep baru serta mampu mengembangkan topik-topik riset 
dan metode penelitian yang mampu membedakan dirinya dengan 
bidang studi lainnya dalam ilmu komunikasi maupun dengan disiplin 
ilmu lainnya dalam ilmu-ilmu sosial, politik dan humaniora. 


10 Lebih lanjut lihat dalam www.pcl.stanford.edu. 

11 Tentang pendirian, pengembangan dan pertumbuhan bidang ilmu dan asosiasi- 
asosiasi keilmuwan di level internasional dan kawasan, lebih lanjut lihat Robert T. 
Craig. 2008. Communication As a Field and Discipline, Russian Journal of 
Communication, Vol. 1, No. 1 (Winter 2008). 
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Di kalangan ilmuwan politik, komunikasi politik dianggap 
sebagai bidang kajian yang unik. Finifter pada tahun 1993 pada Bab 19 
dalam buku edisi pertamanya dengan judul Political Science: The State 
of The Discipline, ia tidak memasukkannya sebagai bidang kajian ilmu 
politik. Kemudian pada edisi kedua buku tersebut yang diterbitkan 
pada tahun 1993—pada judul dan Bab yang sama—ia kemudian 
menegaskan bahwa komunikasi politik merupakan bidang kajian 
tersendiri dalam ranah kajian ilmu politik. Sejak saat itu, maka bidang 
kajian komunikasi politik dipadang oleh para ilmuwan politik sebagai 
bidang ilmu baru yang menarik untuk dikembangkan secara terpisah 
(Simon dan Iyengar, 1996, dalam Yin, 2004:71). Maka sejak saat itu, di 
kalangan ilmuwan politik, bidang kajian komunikasi politik kian 
mendapatkan perhatian penting dan makin diakui sebagai bidang 
kajian baru dalam lingkup lintas disipliner. 

Hingga saat ini, devisi ini telah eksis hampir 40an tahun dan 
telah diakui oleh para profesional yang bekerja dan meneliti bidang 
studi komunikasi politik. Devisi ini tidak hanya eksis di dalam asosiasi 
komunikasi international (International Communication Association), 
akan tetapi juga dalam asiasi komunikasi nasional (the National 
Communication Association, yang kemudian menjadi the Speach 
Communication Association) dan juga eksis di kalangan asosiasi 
ilmuwan komunikasi politik Amerika (The American Political Science 
Association/APSA). Pada ketiga lembaga, berdasarkan catatan Yang Lin 
(2004) setidaknya dia memiliki anggota 1.500an orang. Selain itu, 
asosiasi ilmuwan dan peneliti bidang studi komunikasi politik juga 
terus tumbuh pada berbagai wilayah di Amerika, seperti the The 
Eastern Communication Association dan the Central States Communication 
Association. Sementara itu di Eropa, sejak tahun1990an, juga terus 
berkembang dan berakar dalam sejumlah pusat penelitian komunikasi 
dan pusat akademik yang kebanyakan ada di negara-negara Eropa 
Barat seperti di Inggris dan juga di Perancis. 

Dalam catatan Kaid, Sanders dan Hirsch (1974, dalam Lin, 
2004:72), bidang kajian komunikasi politik terus menghasilkan 
sejumlah literatur akademik dalam jumlah yang signifikan. Antara 
tahun 1950an hingga 1974 tercatat terdapat publikasi di bidang ini 
sebanyak 1500an. Kemudan dalam catatan Kaid dan Wadsworth 
(1985)Dalam satu dekade berikutnya, jumlahnya meningkat sekitar 
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2.461. Kemudian jumlah ini juga terus meningkat seiring dengan 
bertambahnya jumlah desertasi, tesis dan buku-buku serta paper yang 
diterbitkan dalam sejumlah jurnal yang tersebar di berbagai disiplin 
ilmu. 

Pada tahun 1990an, Devisi Komunikasi Politik APSA dan ICA 
kemudian menerbitkan jurnal komunikasi politik dengan nama 
Political Communication Review. Kemudian sejak tahun 1996, 
Universitas Harvard juga menerbitkan jurnal pers dan politik dengan 
nama Harvard International Jurnal of Press/Politics. Selain kedua jurnal 
itu, karya penelitian komunikasi politik juga masih banyak tersebar di 
berbagai jurnal komunikasi dan jurnal ilmu politik dan ilmu psikologi 
di sejumlah universitas di Amerika. 

Devisi Komunikasi Politik, The American Political Science 
Association (APSA) sebelumnya tahun 2004-2005 dipimpin oleh 
Prof.Pippa Norris dari John F. Kennedy School of Government Harvard 
University. Kemudian tahun 2006-2007 lembaga ini dipimpin oleh 
Prof.Gadi Wolsfeld dari Departemen Ilmu Politik, Hebrew University of 
Jerusalem dan dengan wakilnya yaitu Prof. Diana Owen dari 
Departemen Ilmu Politik dan Direktur American Studies, Georgetown 
University. Saat ini (tahun 2011) lembaga ini dipimpin oleh Regina 
Lawrence, dari Departemen Ilmu Politik dan Manship School of Mass 
Communication dari Louisiana State University, dan dibantu oleh 
Stephen Farnsworth, dari Department of Communication, George Mason 
University dan sebagai sekretaris merangkap bendahara adalah Kate 
Kenski dari Department of Communication, University of Arizona. 

APSA bersama dengan Asosiasi Komunikasi Internasional 
(ICA) terus bekerjasama mengembangkan publikasi hasil-hasil riset 
komunikasi politik. Di lembaga ini, sejumlah nama akademisi dan 
peneliti komunikasi politik yang bergabung dan berperan dalam 
publikasi riset-riset komunikasi politik antara lain Patricia Moy, 
University of Washington (ICA), Richard Davis, Brigham Young 
University (APSA), Robert Entman, George Washington University 
(APSA), Barbara Pfetsch, Freie Universitaet Berlin (ICA), Kevin 
Barnhurst, University of Illinois at Chicago, USA (ICA), Kathleen Hall 
Jamieson, University of Pennsylvania (ICA), dan Michael Traugott, 
University of Michigan (APSA). Publikasi jurnal komunikasi politik 
dipimpin oleh Yariv Tsfati, University of Haifa, Talia Stroud, University 
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of Texas, Shanto Iyengar, Stanford University, dan Regina Lawrence, 
Louisiana State University. 

Selain publikasi, mereka juga memberikan sejumlah 
penghargaan bagi para peneliti/akademisi dengan beberapa kriteria 
tertentu kepada para akademisi/peneliti yang berkontribusi dalam 
pengembangan karir, publikasi dan pengembangan bidang ilmu 
komunikasi. Pertama, Murray Edelman Distinguished Career Award, 
dipimpin oleh W. Lance Bennett dan beranggotakan Michael X. Delli 
Carpini dan Rosalee Clawson. Kedua, Doris Graber Outstanding Book 
Award, yang dipimpin oleh Roderick Hart, beranggotakan Steven 
Livingston dan Ted Brader. Ketiga, Paul Lazarsfeld Best Paper Award, 
yang dipimpin oleh Kim Gross, dengan beranggotakan Craig Leonard 
Brians, dan Sean Richey. Keempat, Timothy E. Cook Best Graduate Student 
Paper Award, yang dipimpin oleh Stephanie Burkhalter, dan 
beranggotakan Johanna Dunaway dan Danielle Vinson. Kelima, David 
Swanson Award for Service to Political Communication Scholarship 
Committee, yang merupakan penghargaan yang dinominasikan oleh 
komite dari ICA dan APSA. Komitte tersebut saat ini dipimpin oleh 
Gianpietro Mazzoleni (ICA) dan beranggotakan Ann Crigler (APSA), 
Christina Holtz-Bacha (ICA), Kathleen Hall Jamieson (APSA) dan John 
Tedesco (ICA). Ragam penghargaan ini ditujukan untuk memberikan 
pengakuan dan penghormatan — atas kontribusi para 
peneliti/ akademisi yang berkontribusi dalam pengembangan program 
studi, publikasi jurnal dan publik, kepemimpinan organisasi asosiasi 
dan juga mereka yang mendikasikan dirinya bagi pengembangan ilmu 
komunikasi. 

Asosiasi Devisi Komunikasi Politik dalam International 
Communication Association (ICA) dipimpin oleh Yariv Tsfati dari 
Department of Communications, University of Haifa, Israel. Dalam 
Devisi ini Claes H.de Vrees dari The Amsterdam School of 
Communications Research ASCoR, Belanda menjadi deputinya. Adapun 
yang menjadi sekretarisnya adalah Susan Holmberg dari Department of 
Media and Communication Studies, Mid Sweden University, Swedia. ICA 
juga menyelenggarakan penghargaan berupa Best Article Awards, bagi 
mereka yang memiliki publikasi terbaik yang pernah dimuat dalam 
Jurnal Internasional dimana di dalamnya memberikan kontribusi teori 
dan metode penelitian yang baru bagi Ilmu Komunikasi. Untuk itu, 
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paper-paper publikasi diseleksi oleh para anggota komite yang bekerja 
selama tiga tahun. Saat ini komite ini dipimpin oleh William Eveland 
(USA) dan beranggotakan Mara Josa Canel (Spain), Clarissa David 
(The Philippines) dan David Weaver (USA). 

Asosiasi Ilmuwan Politik (The Political Science Association/PSA) 
di Inggris juga memiliki Devisi atau Kelompok Kajian Media dan 
Politik (Media and Politics Groups/MPG). Secara rutin tiap tahun 
terutama di awal minggu pertama bulan November—mereka 
menyelenggarakan seminar internasional (Media and Politic Group 
Anmual Conference) dengan bekerjasama dengan universitas-universitas 
di Inggris yang memiliki jurusan/departemen ilmu komunikasi, 
media dan jurnalisme dan ilmu politik. Dalam seminar internasional 
ini mereka mengundang sejumlah pakar bidang ilmu politik, sosiologi, 
psikologi politik/psikologi sosial dengan fokus pada isu-isu media, 
politik dan demokrasi. Tema-tema yang mereka jadikan topik seminar 
ada dalam ruang lingkup kajian komunikasi politik. Tahun 2011 lalu, 
seminar internasional mereka selenggarakan bekerjasama dengan 
Public Communication Center, School of Media, Bournemouth University, 
UK. Tahun 2012 mereka menyelenggarakan seminar bekerjasama 
dengan University of Bedforshire, Luton, UK, tanggal 1-2 November 
2012. Untuk tahun 2012 dia mengambil tema “Media andjor Democracy” 
dengan fokus topik dilema relasi antara ragam format media 
kontemporer dengan kecenderungan ragam kebijakan, proses dan 
prinsip-prinsip demokrasi dan dampak perkembangan media baru 
terhadap performance demokrasi. 

Dari paper-paper hasil seminar yang mereka selenggarakan ini 
kemudian dipublish dalam Journal Political Communication dan Journal 
of Communication oleh lembaga penerbit Routledge yang 
berkedudukan di London. Selain itu, kumpulan paper-paper terpilih 
dari hasil seminar ini juga mereka publikasikan dalam bentuk buku- 
buku tentang komunikasi politik dan marketing politik. Para ilmuwan 
dan peneliti yang hadir dan ikut terlibat dalam seminar ini tidak 
hanya dari sejumlah universitas dan lembaga penelitian serta 
kalangan profesional yang ada di Inggris, akan tetapi juga dari 
berbagai negara yang ada di kawasan Uni Eropa seperti Jerman, 
Belanda, Perancis, Belgia, Spanyol, Swedia, Norwegia dan negara- 
negara Uni Eropa lainnya. 
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Devisi Komunikasi Politik juga merupakan salah satu devisi 
dari 17 devisi yang ada dalam European Communication Research and 
Education Association (ECREA). Saat ini Devisi ini dipimpin oleh 
Prof.Katrin Voltment dari Institute of Communications Studies, University 
of Leeds, United Kingdom. Sebagai wakilnya yaitu Prof. Jasper 
Stromback dari Mid Sweden University, Sundsvall, Swedia dan Prof. 
Maria Jose Canel dari Complutense de Madrid, Madrid, Spanyol. Ada 
beragam aktivitas yang dikembangkan oleh Devisi ini yang intinya 
ditujukan untuk memberikan inspirasi ide-ide, memfasilitasi inisiatif 
kerjasama lintas disiplin, dan mengembangkan riset bersama antara 
kalangan praktisi, pengambil kebijakan, civil society dan para 
akademisi bidang Ilmu Komunikasi Politik. 

Selain itu, Asosiasi Internasional untuk Media dan Penelitian 
Komunikasi (International Association for Media and Communication 
Research), yang berdiri sejak tahun 1957 dan berpusat di Perancis juga 
memiliki Sub Devisi Komunikasi Politik dari Delapan Devisi yang 
dimilikinya. Lembaga ini mendapatkan dukungan pendanaan dari the 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation 
(UNESCO). Lembaga ini merupakan asosiasi dari kalangan 
profesional, akademisi dan peneliti di bidang komunikasi untuk 
mempromosikan riset di bidang komunikasi dan media. Asosiasi 
tersebut saat ini dipimpin oleh Prof.Annabelle Sreberny dari Centre for 
Media and Film Studies, School of Oriental & African Studies 
University of London, Inggris. 

Dalam asosiasi tersebut, Devisi Komunikasi Politik didirikan 
untuk menghasilkan riset bersama dan bersifat komparatif terkait 
dengan fenomena komunikasi politik, media dan pengaruhnya pada 
berbagai level. Beberapa fokus kajian yang dilakukan antara lain 
terkait dengan media dan sosialisasi politik, kampanye politik, opini 
publik, partisipasi politik, interaksi antara institusi politik — termasuk 
kelompok kepentingan dan partai politik dalam proses komunikasi 
politik. Devisi ini saat ini dipimpin oleh Prof. Philipe J.Maarek, 
Profesor bidang Komunikasi Politik dan Marketing Politik dari 
University Paris 12 Perancis12, Sedangkan yang menjadi wakilnya yaitu 


112 Ja merupakan sosok ilmuwan yang produktif dalam mempublikasikan karya 
akademiknya terutama di bidang marketing politik. Philippe J. Maarek merupakan 
pengajar dari Departemen Ilmu Komunikasi dan Informasi dan Departemen 
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Dominic Wring"!3 dari University of Loughborough, Inggris dan Maria 
Jose Canel!14 dari Universidad Complutense, Madrid, Spanyol. 

Devisi ini dibentuk dengan beberapa target. Pertama, sebagai 
arena dalam mendiskusikan dan men-share perkembangan riset 
aktual di bidang komunikasi politik. Kedua, melakukan konsolidasi 
jaringan para peneliti dan akademisi komunikasi politik di negara- 
negara lintas Uni Eropa. Ketiga, mendorong riset kerjasama yang 
bersifat lintas disipliner khususnya terkait peran komunikasi politik 
kontemporer dalam sistem dmeokrasi. Keempat, mengorganisir 
seminar-seminar reguler dan konferensi bersama hasil-hasil seminar 
tersebut dalam payung lembaga ECREA. Kelima, mengembangkan 
kolaborasi dengan dengan asosiasi di level nasional dan internasional 


Komunikasi Politik, University Paris 12. Beberapa karya akademiknya antara lain: 1) 
Political Marketing and Communication. 1995. London: J.Libbey: 2) Political 
Communication in The Era. Yang ia tulis bersama Gadi Wolfseld. 2003. London: 
Routledg: 3) Campaign Communication Political Marketing. 2011. London: John Wiley 
and Son Ltd.. 

113 Dominic Wring bergabung sebagai pengajar di Departemen Ilmu Sosial, bidang 
komunikasi politik Loughborough University, UK sejak tahun 1997. Ia menamatkan 
studi sarjana dari Nottingham University dan gelar Doktoralnya dari Cambridge 
University. Ia merupakan salah satu tokoh yang pada tahun 1996 ikut mendirikan 
Devisi Kelompok Kajian Media dan Politik pada Asosiasi Ilmuwan Politik, UK (UK 
Political Studies Association's Media and Politics Group), dan aktif di lembaga 
tersebut sampai tahun 2005. Ia juga menjadi salah satu pendiri dan editor dari the 
Journal of Political Marketing (2002-2010). Saat ini Ia merupakan Ketua Komite Riset 
Devisi Bidang Komunikasi Politik dari Asosiasi Internasional Ilmuwan Politik 
(International Political Science Association's Research Committee for Political 
Communication) dan sekaligus sebagai Wakil Presiden dari Devisi Komunikasi 
Politik Asosiasi Internasional untuk Penelitian Media dan Komunikasi (International 
Association for Media and Communication Research's Political Communication 
Section). Beberapa karya akademik yang dihasilkannya antara lain : 1) Wring, D, 
Green, J. Mortimore, R. & Atkinson, S.(2007eds.) Political Communications: the British 
General Election Campaign of 2005. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2) Wring, D.(2005) 
The Politics of Marketing the Labour Party. Hampshire: Palgrave Macmillan. Lebih lanjut 


tentang Dominic Wring, lihat dalam 
http:/ /www.Iboro.ac.uk/ departments/ss/staff/staff biog/ wring.html. — Sedangkan 
untuk karya akademik yang dihasilkannya lihat dalam 


http:// www.Iboro.ac.uk/ departments/ ss/staff/ staff pubs/ wring.html 

114 Ja memiliki fokus kajian pada studi komunikasi politik, pemerintah, media, pemilu 
dan opini publik. Saat ini Maria Jose Canel merupakan Wakil Ketua pada Devisi 
Komunikasi Politik, Asosiasia Peneliti dan Pengajar Ilmu Komunikasi Uni Eropa ( 
European Communication Research and Education Association/ECREA) dan juga 
Presiden ACOP (Asociacibn de Comunicacibn Politica / Political Communication 
Association) yang berkedudukan di Spanyol. Lebih lanjut lihat dalam 
http:/ / mariajosecanel.com/en/ 
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yang bergerak dalam aktivitas yang sama di bidang komunikasi 
politik. Keenam, mendukung para peneliti dan akademisi muda dalam 
mengembangkan dan mempresentasikan riset-risetnya dalam 
seminar-seminar dan publikasi internasional!!5. 

Selain mengembangkan asosiasi ilmuwan dan peneliti dengan 
devisi khusus komunikasi, sejumlah universitas di Eropa juga mulai 
mengembangkan jurnal bidang kajian komunikasi politik. Pada awal 
Mei 2012, Departemen Ilmu komunikasi, Universitas Salzburg, juga 
mel-launching jurnal komunikasi politik dengan nama “Komuniaktion 
medien, yang dipublikasikan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa 
Jerman!16. Tema pertama yang diangkat sebagai topik publikasinya 
adalah isu-isu komunikasi politik terkait dengan media dan partisipasi 
politik. 

Masih di Eropa, di Inggris, Universitas Oxford juga 
mengembangkan kajian internet dan beberapa diantaranya terkait 
dengan komunikasi politik dan pola pengunaan internet dalam 
payung Oxford Internet Studies. Mereka juga memiliki jurnal yang 
antara lain mempublikasikan hasil-hasil riset seputar internet, 
partisipasi politik, global activism dan diskusi politik serta internet 
dan gerakan protes politik sebagaimana yang sejak tahun 2010an 
marak berkembang di kawasan Timur Tengah. Fenomena yang terjadi 
di Timur Tengah ini bahkan telah menghasilkan sejumlah publikasi 
bidang kajian komunikasi politik dan internet yang dipublikasikan 
oleh lembaga tersebut. 

Perkembangan asosiasi peneliti, ilmuwan dan para profesional 
di bidang studi komunikasi politik dan marketing politik memiliki 
peran strategis. Di beberapa negara seperti di Amerika dan di Eropa, 
asosiasi ini mampu mempertemukan antara para akademisi dan 
kelompok profesional di bidang komunikasi politik dan marketing 
politik. Program-program seminar internasional dan publikasi jurnal 
tidak hanya dimotori dan didukung oleh kalangan peneliti dan 
akademisi saja, akan tetapi juga oleh para praktisi profesional yang 
bergerak di kedua bidang tersebut. Masing-masing memang memiliki 
sudut pandang dan kepentingan yang berbeda atas kedua bidang ilmu 


115 Lihat ECREA Political Communication Section, dalam 
http:/ /www.ecrea.eu/ documents / Political Communication-Modus Operandi.pdf 
116 Lihat http:/ /journal.komunikation-medien.at/ 
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ini. Namun keduanya tentu memiliki kepentingan yang sama dalam 
men-share perkembangan  riset-riset — akademik — maupun 
perkembangan aktual di dunia profesi. Asosiasi ini mampu menjadi 
jembatan yang mempertemukan kedua kelompok ini dan saling 
memberikan manfaat. 

Dalam konteks Indonesia dan Asia, asosiasi semacam ini 
belum terbentuk dengan baik. Di Asia, para peneliti dan akademisi 
serta aktivis di bidang komunikasi secara umum banyak yang 
bergabung dengan Asia Media Information and Communication Center 
(AMIC) yang berbasis di Singapura. Kendatipun lembaga ini berdiri 
sejak tahun 1971 di Singapura dan mendapatkan dukungan dana 
kegiatan dari Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)-Jerman dan sejumlah 
lembaga donor internasional yang berkomitmen pada pengembangan 
media dan demokrasi di Asia. Lembaga ini juga setiap tahun 
menyelenggarakan seminar internasional komunikasi di berbagai 
negara Asia dan dihadiri para akademisi dan peneliti serta aktivis 
advokasi media dan demokrasi di Asia dan berbagai belahan dunia. 
Sayang sekali, kendatipun studi komunikasi politik dan marketing 
politik makin berkembang di Indonesia, Filipina, Taiwan, Hongkong, 
Jepang dan Korea, namun lembaga ini belum punya Devisi khusus 
yang mengembangkan studi komunikasi politik di Asia. 

Di Indonesia, asosiasi para peneliti, ilmuwan dan profesional 
bidang komunikasi politik dan marketing politik tampak belum secara 
baik terbentuk. Padahal para akademisi, peneliti dan profesional 
kedua bidang ini makin berkembang sejak Pasca Reformasi. Selain itu, 
riset-riset di kedua bidang ini juga makin marak dikembangkan. Akan 
tetapi, asosiasi keilmuwan di bidang ini belum dibentuk dan 
dikembangkan. 

Di Indonesia, ilmuwan komunikasi telah mendirikan Ikatan 
Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI), namun asosiasi ini juga tidak 
mengembangkan Devisi khusus Bidang Komunikasi Politik dan 
Marketing Politik. Hal yang sama juga di kalangan asosiasi para 
profesional di kedua bidang ini. Sejumlah asosiasi yang berkembang 
masih sebatas di kalangan profesional dan peneliti, terutama terkait 
dengan bidang penyelenggaraan jajak pendapat—yang telah 
melahirkan AROPI dan PERSEPI. Di kalangan praktisi PR— asosiasi 
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PR di Indonesia juga belum mengembangkan devisi khusus bidang 
kajian komunikasi politik dan marketing politik ataupun PR politik. 

Dalam konteks Indonesia, masih tampak adanya 
kecenderungan dimana asosiasi belum banyak mempertemukan 
interaksi dan misi bersama dalam mengembangkan kedua bidang 
ilmu tersebut. Selain itu, asosiasi juga belum melibatkan para aktor 
politik yang mendukung pengembangan kedua bidang studi tersebut 
baik sebagai ranah akademik maupun profesional. Para politisi dan 
institusi politik masih sebatas menjadi klien yang berperan dalam 
pendanaan kegiatan riset-riset di kedua bidang tersebut dan semata- 
mata untuk kepentingan politik praktis dan belum memiliki orientasi 
bagi pengembangan kedua bidang ilmu ini. 

Selain itu, masing-masing asosiasi tampak masih didominasi 
salah satu kelompok —baik oleh kalangan profesional konsultan dan 
peneliti sastu sisi dan dari kalangan akademisi di sisi lain. Interaksi 
antara para profesional konsultan dan peneliti di kedua bidang ini 
bahkan tampak belum terjalin secara maksimal dengan para 
akademisi yang ada di kampus. Keduanya juga belum mewujudkan 
kelembagaan bersama yang memayungi pengembangan kedua bidang 
ilmu tersebut, baik dalam bentuk seminar nasional dan internasional, 
publikasi buku dan jurnal—nasional dan internasional—dan juga 
pengembangan riset-riset di kedua bidang ilmu tersebut secara 
bersama-sama, termasuk dalam pemberian penghargaan bersama 
kepada para peneliti, akademisi maupun kalangan profesional 
konsultan komunikasi politik dan marketing politik. 

Di lingkungan Universitas di Indonesia asosiasi maupun 
kelompol ilmuwan komunikasi politik dan marketing politik — baik 
yang berasal dari disiplin ilmu komunikasi, maupun dari disiplin ilmu 
sosial yang lain, misalnya ilmu politik, ilmu manajemen marketing, 
ilmu psikologi dan sosiologi—juga belum terbentuk dengan baik. 
Kendatipun cukup banyak para ilmuwan yang dikenal memahami 
dan mendalami kajian komunikasi politik, tidak banyak diantaranya 
yang kemudian mengembangkan asosiasi dan menyelenggarakan riset 
bersama atau pusat studi atau bahkan mengembangkan program 
studi/ konsentrasi kajian komunikasi politik. Kendatipun di sejumlah 
universitas, skripsi, tesis dan desertasi yang bersinggungan dengan 
kajian komunikasi politik sudah banyak dikembangkan. Kendati 
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demikian, riset-riset di bidang komunikasi politik juga masih jarang 
dilakukan dengan fokus kajian tertentu, fenomena tertentu dan secara 
kontinyu untuk mengembangkan teori dan konsep-konsep dalam 
bidang kajian komunikasi politik. 
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Bab VIII 
PERKEMBANGAN STUDI KOMUNIKASI POLITIK 
DI KAWASAN ASIA 


Gelombang Demokratisasi dan Perubahan Sistem Politik di Asia 


« eragam topik penelitian yang terkait dengan media dan 
N 
BR 


komunikasi politik di negara-negara Asia telah cukup lama 
berkembang sejak era kolonial dan transisi kemerdekaan 
negara-negara di kawasan ini. Hanya saja, pada era ini, kajian 
komunikasi politik belum terlembagakan sebagai sebuah bidang 
kajian baru. Kendatipun sejumlah riset telah dilakukan terkait dengan 
pers, ideologi dan politik, pers dan tumbuhnya kesadaran 
nasionalisme, dan pers dan kontestasi ideologi politik. Pada 
umumnya, kajian yang dilakukan masih terbatas pada peran pers 
dalam politik, rezim politik dan kontrol terhadap pers dan kontek 
struktural dan kultural dari institusi pers di tengah sistem politik. 
Selanjutnya, studi komunikasi politik di Asia berkembang 
seiring dengan arus gelombang demokratisasi di Asia. Arus transisi 
nilai-nilai demokrasi di beberapa negara kawasan Asia ini kemudian 
berdampak pada perubahan sistem politik dan sistem media. 
Beberapa diantara negara di kawasan Asia ini mampu 
mentransformasikan diri sebagai negara dengan sistem demokrasi, 
akan tetapi banyak juga yang masih bertahan dalam sistem otoritarian, 
ataupun semi-demokratis. 
Gejala yang berkembang di Asia ditandai dengan praktek 
demokrasi dan perubahan kekuasaan rezim politik. Dalam fase 
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tertentu, sebuah negara sempat dikuasai oleh rezim politik demokratis 
dan memberikan ruang bagi berkembangnya arena komunikasi 
politik. Akan tetapi pada fase lainnya, negara-negara ini kemudian 
kembali masuk dalam kekuasaan rezim otoritarian, terjadi kudeta 
militer— kasus Filipina, Myanmar dan Thailand —ataupun terjebak 
dalam krisis politik yang berkepanjangan. 

Sebagian negara Asia lainnya, menunjukkan pola yang agak 
stabil kendatipun sempat mengalami beberapa gejolak politik dan 
konflik antar elit politiknya. Singapura misalnya kendatipun sebagai 
negara yang mengembangkan sistem pemilu dalam memilih anggota 
parlemen dan Kepala Pemerintahan—Perdana Menteri dan Kepala 
Negara, akan tetapi cenderung menggunakan sistem politik otoriter. 
Hal yang tak jauh beda juga dilakukan oleh Malaysia. Kedua negara 
ini juga tidak banyak memberikan ruang bagi berkembangnya 
kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. 

Fluktuasi politik dan perubahan sistem politik juga sempat 
berkembang di Hongkong dan Taiwan, dimana pada suatu masa 
tertentu kedua negara ini pernah jatuh ke dalam kekuasaan rezim 
otoriter. Pada fase selanjutnya berkembang sistem demokrasi dan 
pemilu secara bebas, akan tetapi fase-fase berikutnya juga kembali 
memasuki sistem politik otoritarian. Dinamika sistem politik yang 
berkembang di kedua negara tersebut selain dipengaruhi oleh faktor 
politik nasional, juga oleh perubahan politik internasional antar bekas 
koloninya — Inggris — maupun dengan Negara Cina. 

Sistem demokrasi juga berkembang dengan baik di India, 
Pakistan dan Bangladesh. Negara-negara bekas koloni Inggris ini tidak 
hanya mewarisi sistem politik ala Wensminster yang diwariskan oleh 
negara koloninya, akan tetapi juga telah mengembangkan sistem 
politiknya masing-masing sesuai dengan kecenderungan arah politik 
nasionalnya. India bahkan mampu secara cukup stabil melaksanakan 
pemilihan umum dalam memilih anggota parlemen maupun memilih 
Perdana Menteri. Negara-negara di kawasan Asia selatan ini, 
kendatipun dihantui beragam isu politik domestik yang bersumber 
dari identitas etnik dan keagamaan, namun mampu menjaga dan 
mempertahankan sistem demokrasi yang telah mereka anut. 

Dinamika demokrasi juga berkembang di Jepang dan Korea 
Selatan. Jepang bahkan termasuk negara yang cukup sukses dalam 
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mengadopsi sistem demokrasi dan mengembangkan sistem pemilu 
yang memilih para anggota parlemen. Hal yang sama juga terjadi di 
Korea Selatan, dimana tampak memiliki prestasi yang signifikan 
selama dua dasawarsa terakhir dalam memberikan ruang kebebasan 
pers dan kebebasan berpendapat. Kedua negara yang ada di kawasan 
Asia Timur ini, selain tercatat sukses sebagai negara industri, juga 
mampu mewujudkan sistem demokrasi yang membuka peluang besar 
bagi peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Kedua negara ini juga 
berhasil memelihara dan mengembangkan budaya tradisional mereka 
sehingga makin populer dalam skala internasional. 

Secara umum ada beberapa hal menarik dibalik perkembangan 
nilai-nilai demokrasi dan sistem politik di negara-negara kawasan 
Asia. Pertama, Hal yang menarik di negara-negara Asia, kendatipun 
tidak semua negara telah mengadopsi sistem demokrasi langsung, 
akan tetapi praktik komunikasi politik tampak berkembang dengan 
pesat. Riset-riset mengenai komunikasi politik juga terus dilakukan 
dengan dimotori oleh para akademisi/peneliti di masing-masing 
kampus di negara tersebut. Kendatipun beberapa negara, seperti 
Malaysia cenderung tidak banyak memberikan ruang bagi 
pengembangan riset komunikasi politik di negaranya, akan tetapi 
riset-riset kajian komunikasi politik juga berkembang dengan 
pendekatan yang berbasis studi budaya politik. 

Kedua, demokratisasi politik di Asia juga diwarnai dengan 
peran penting para pemimpin, tokoh politik dan para dinasti politik. 
Para tokoh politik dan pemimpin politik generasi pertama mereka di 
Asia ini memiliki peran penting dalam meletakkan dasar-dasar 
konstitusi dan orientasi nilai-nilai ideologi mereka sebagai negara- 
bangsa modern yang baru merdeka. Para tokoh politik dan pemimpin 
politik selanjutnya kemudian menjadi generasi penerus yang 
meletakkan dasar-dasar modernisasi, industrialisasi dan kebijakan 
pembangunan. Para tokoh politik dan pemimpin politik ini secara 
umum melahirkan generasi dinasti politik yang kemudian menjadi elit 
politik yang bertarung dalam setiap arena pemilu. 

Ketiga, demokratisasi politik di Asia juga diwarnai dengan 
peran penting institusi dan para pemimpin militer. Para elit militer 
bahkan dalam beberapa kasus di Asia menempati peran sentral dalam 
dunia politik, seperti yang pernah terjadi di Indonesia pada masa 
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Orde Baru. Bahkan militer sempat beberapa kali menjadi institusi yang 
melakukan tindakan yang berdampak pada revolusi politik dan 
kepemimpinan, termasuk melalui aksi kudeta sebagaimana yang 
pernah terjadi di Filipina, Myanmar, dan Thailand. Keterlibatan para 
elit militer ini tidak hanya ketika dia sedang aktif dalam karir 
kemiliteran saja. Akan tetapi juga ketika para elit militer ini pensiun 
dan memasuki karir politik. 

Keempat, proses demokratisasi dan transisi politik di Asia juga 
diwarnai dengan keterlibatan para pengusaha pengendali modal. 
Banyak diantaranya merupakan keluarga dinasti politik atau dinasti 
bisnis. Banyak diantaranya juga yang memiliki latarbelakang keluarga 
sebagai elit pimpinan militer. Para penguasa ini bahkan tidak hanya 
terlibat dalam dunia politik dan mempengaruhi kebijakan publik 
Pemerintah, mereka bahkan mampu memasuki puncak 
kepemimpinan politik, seperti yang terjadi dalam kasus politik di 
Thailand —Thaksin Sinawatra— dan juga di Indonesia —naiknya Jusuf 
Kalla sebagai Wapres. Militer juga menguasai dan mempimpin partai- 
partai politik, sebagaimana yang terjadi di Indonesia saat ini. 

Kelima, proses demokratisasi di Asia juga ditandai dengan 
kuatnya pengaruh budaya di masing-masing negara Asia. Dalam hal 
ini, masing-masing negara Asia tampak bagaimana sistem politik dan 
perilaku komunikasi politik di kawasan Asia tersebut berbasis nilai- 
nilai yang mencerminkan kebudayaan Asia. Negara-Negara Asia 
memiliki nilai-nilai demokrasi yang berbeda dengan dunia Barat. Hal 
ini disebutkan karena kondisi masyarakat Asia yang sangat majemuk 
dan memiliki latarbelakang kebudayaan dan agama. Asia memiliki 
nilai demokrasi yang antara lain berbasis kompromi, dialog, dan 
menekankan model pendekatan yang lebih mementingkan budaya 
musyawarah!!”. 

Di tengah fase perkembangan demokrasi dan sistem politik di 
atas, praktek komunikasi politik berkembang di Asia dengan ragam 
performance yang berbeda, baik yang dilakukan oleh para elit, 
Pemerintah, NGO, maupun pemilih. Riset-riset komunikasi politik 
juga terus dikembangkan di sejumlah universitas di masing-masing 
negara Asia—kendatipun dalam fase tertentu dan dalam konteks 


17 Demokrasi Asia Beda dengan Barat, KOMPAS, 20 September 2011. 
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tertentu mereka menghadapi sejumlah keterbatasan akibat kebijakan 
politik dari Rezim politik di masing-masing negara. 


Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Studi dan Riset- 
Riset Komunikasi Politik di Asia 


Studi komunikasi politik juga terus berkembang di berbagai 
negara yang ada di kawasan Asia. Komunikasi politik sebagai bidang 
studi bahkan dianggap telah memiliki tradisi yang cukup lama di 
Asia. Studi komunikasi politik di Asia terus dikembangkan dan 
menitik beratkan pada proses komunikasi politik yang berlangsung di 
masing-masing negara. Sebagai contoh di Hong Kong dan Taiwan, 
studi komunikasi politik telah dilakukan sejak tahun 1980an. Pada 
awal mulanya studi komunikasi politik di Asia dilakukan dengan 
menitikberatkan deskripsi interaksi yang berlangsung antara negara 
dan media. Selain itu beberapa dasawarsa di akhir abad 20an tersebut, 
riset komunikasi politik di Asia juga fokus pada efek media dan 
pembentukan opini publik::8. 

Ada beberapa faktor dimana hasil studi komunikasi politik di 
Asia belum mampu mewarnai perkembangan studi komunikasi 
politik di dunia. Pertama, menurut Willnat dan Aw (2009) mayoritas 
kajian komunikasi politik di Asia tidak banyak dipublish dalam 
bahasa Inggris sehingga hanya mampu menjadi bahan kajian 
akademik di level nasional dan regional. Hanya beberapa akademisi di 
negara seperti Jepang, Korea dan Singapura yang mempublish hasil 
studinya dalam bahasa Inggris, dipublikasikan dalam beberapa jurnal 
internasional. Beberapa akademisi dari negara seperti China, Hong 
Kong dan Taiwan yang mendapatkan pendidikan di Amerika 
mempublikasi hasil studinya dalam bahasa Inggris. Sebaliknya, 
mayoritas kajian komunikasi politik dari negara seperti Indonesia dan 
Malaysia tidak banyak yang dipublikasikan dalam bahasa Inggris 
sebagai bahasa akademik yang digunakan dalam dunia internasional. 

Kedua, faktor sistem politik di negara-negara Asia yang belum 
sepenuhnya menganut sistem demokrasi. Dampaknya, ketertarikan 


118 Lards Willnat dan Annette Aw(2009). The Big Unknown: Political Communication 
in Asia, dalam Lards Willnat dan Annette Aw(2009). Political Communication in Asia. 
London: Routledge Publication. 
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dan peluang para akademisi dan peneliti bidang studi komunikasi 
politik terhadap fenomena aktual yang berkembang cenderung 
sedikit, hanya terbatas pada kelompok kecil tertentu. Itu pun masih 
menghadapi sejumlah kendala seperti pembatasan kebebasan dalam 
memasuki topik dan area studi, lemahnya dukungan finansial dan 
juga implikasi dari sistem politik yang demokratis menyebabkan 
fenomena dan praktek komunikasi politik tidak mampu berkembang 
secara luas. Kondisi ini berbeda dengan yang terjadi di mayoritas 
negara barat (AS dan Eropa) dimana diskursus tentang perilaku 
pemilih, pesan-pesan media dan efeknya bagi pemilih, kampanye 
politik dan debat politik serta ragam inovasi program talkshow, debat 
politik dan liputan pemberitaan politik secara bebas dilakukan. Hal ini 
memungkinkan para peneliti memiliki ragam topik kajian yang lebih 
luas. Sebaliknya di Asia, kajian komunikasi politik cenderung berkutat 
pada peran media dalam pemilu dan proses pembentukan opini 
publik. Teori-teori komunikasi politik juga cenderung dikembangkan 
terkait dengan sistem politik di masing-masing negara Asia. 

Adanya kesadaran akan perbedaan budaya politik dan juga 
perkembangan sistem politik di Asia menuju sistem demokrasi yang 
disesuaikan dengan masing-masing negara, memunculkan kesadaran 
baru kalangan akademisi dan peneliti komunikasi politik di Asia 
untuk mengembangkan dan melahirkan teori-teori komunikasi politik 
berdasarkan perspektif Asia yang berbeda dengan ragam teori yang 
berkembang di negara-negara barat pada umumnya. Kritik terhadap 
dominasi perspektif barat dalam studi komunikasi politik di Asia 
antara lain terus berkembang di China seperti yang dilakukan oleh 
Chu (1988), dan juga di India seperti yang dilakukan oleh Dissanayake 
(1988). 

Beberapa perkembangan studi komunikasi politik di Hong 
Kong misalnya sebagaimana yang dipaparkan oleh Lee dan Chan 
(2009). Di Hong Kong studi komunikasi politik yang berkembang 
sejak tahun 1980an tersebut mengalami pertumbuhan cukup pesat 
dimana memfokuskan kajiannya pada perubahan politik dan sistem 
media!19. Hal ini juga didukung oleh konsolidasi para peneliti di 


119 Lihat Fancis L.F.Lee dan Joseph M.Chan. Making Sense of Political Transition : 
Political Communication Research, dalam Lards Willnat dan Annette Aw(2009). 
Political Communication in Asia. London: Routledge Publication. Halaman 9-42. 
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bidang ini seiring dengan kepulangan para akademisi dan peneliti 
yang kebanyakan mendapatkan pendidikan Doktoralnya dari 
Amerika Serikat. Sejak tahun 1990an, para akademisi yang menekuni 
bidang studi komunikasi politik dari Hong Kong ke Amerika Serikat 
terus meningkat. Jumlah mereka kian meningkat tajam pada tahun 
NOT, 

Di akhir era 1980an dan awal 1990an, studi tentang efek media 
juga berkembang seiring dengan pelembagaan regulasi baru mengenai 
pemilu anggota legislatif. Dampaknya studi tentang efek media dan 
studi tentang pemilu kian berkembang pesat. Akan tetapi, sejak tahun 
1997 ketika negara ini kembali di berada di bawah kekuasaan China, 
studi tentang tema ini kembali stagnan. 

Sejak tahun 1997, kajian komunikasi politik di Hong Kong 
berkembang pada level makro, institusional, dan menggunakan 
analisis historis. Hal ini dilakukan untuk mengkaji keterkaitan dua hal 
yaitu perubahan peran media dalam proses politik dan pola hubungan 
antara media dan kekuasaan politik. Beberapa teori media digunakan 
untuk menganalisis bagaimana media di Hong Kong berperan dalam 
proses politik. Bebera kajian lainnya juga mengelaborasi tentang 
perubahan peran media, sistem pers dan paradigma jurnalisme dalam 
kehidupan politik masyarakat perkotaan di Hong Kong. Sejumlah 
literatur yang terkait dengan sistem media, paradigma jurnalisme dan 
derajat dan hakekat kebebasan pers di negara ini digunakan sebagai 
variabel dependen yang mempengaruhi perubahan distribusi 
kekuasaan sosial dan politik. 

Secara umum, perkembangan studi komunikasi politik di 
Hong Kong meliputi beberapa bidang kajian. Pertama, tranformasi 
pola hubungan media dan politik, mulai dari proses perkembangan 
kebebasan pers di Hong Kong dari tahun 1950an-1980an dan studi 
tentang peran media dalam dunia politik dan juga studi tentang 
kebebasan pers sejak tahun 1980an. Kedua, kajian tentang media dan 
opini publik dalam proses demokratisasi di Hong Kong. Riset ini 
antara lain terkait dengan beberapa topik seperti efek media terhadap 
pembentukan opini publik, efek media dan performance pemilu, 
media dan partai politik, diskursus politik dan opini publik di media 
dan kebebasan pers dalam transisi kekuasaan dari koloni Inggris dan 
kemudian dikembali kepada China (analisis terhadap sensor media, 
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strategi media dalam menghadapi tekanan politik, perkembangan 
media alternatif seperti internet dan radio, dukungan warga negara 
terhadap kebebasan pers dan evaluasi yang mereka lakukan terhadap 
performance media). 

Di Taiwan, studi komunikasi politik mulai berkembang antara 
tahun 1987 hingga tahun 1996. Pada kurun waktu tersebut seiring 
dengan transformasi politik yang membawa dampak perubahan 
terkait dengan peran media massa di negara tersebut. Sebelumnya, 
Taiwan menganut sistem politik otoritarian yang berbasis partai 
tunggal. Dalam sistem ini negara melakukan kontrol yang ketat tidak 
hanya terhadap media namun juga pada isi pemberitaan yang 
disajikan oleh media. Kemudian sejak tahun 1987, Taiwan mengalami 
ledakan kebasan media dimana para politisi dan publik kemudian 
terus mengembangkan pola komunikasi politik yang bebas dan 
kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi!20. 

Sebelum tahun 1987, studi komunikasi politik di Taiwan belum 
benyak berkembang karena kontrol politik dan tidak adanya ruang 
untuk mendiskusikan peristiwa politik secara bebas. Kemudian 
setelah kurun waktu ini, studi komunikasi politik di Taiwan mulai 
dikembangkan dengan fokus kajian pada sistem komunikasi politik 
dan sistem demokrasi. Dalam catatan sejumlah ilmuwan komunikasi 
di negara tersebut, sejak kurun waktu 1960an-1990an, hanya 8 atau 14 
9 dari penelitian bidang ilmu komunikasi, yang mengkaji bidang 
studi komunikasi politik. Kemudian sejak tahun 1996, studi ini pun 
makin pesat berkembang karena adanya kebebasan media telah 
membuka ruang bagi praktik komunikasi politik. 

Secara umum, studi komunikasi politik di Taiwan berkembang 
dalam tiga fase. Pertama, studi komunikasi politik yang berkembang di 
era rezim Otoriter yaitu ketika Taiwan ada dalam payung hukum 
perang (Martial Law), yaitu sejak tahun 1949 ketika Partai Kuomintan 
(MKT) berkuasa. Dalam payung hukum ini, dominasi dan kontrol 
parpol tunggal penguasa terhadap pers melalui politik sensor. 

Kedua, Pasca 1987 ketika terjadi krisis terhadap Rezim 
Otoritarian di Taiwan yang diiringi dengan transisi sistem politik dari 


120 Lihat Chingching Chang. Political Communication in Taiwan. Dalam Lards Willnat 
dan Annette Aw(2009). Political Communication in Asia. London: Routledge 
Publication. Halaman 72-92. 
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otoritarian menuju budaya politik liberal. Sejak tahun 1989, pemilu 
legislatif diselenggarakan di taiwan, para kandidat politik juga mulai 
diperbolehkan beriklan di koran dan majalah. Kemudian sejak tahun 
1991, oleh Komisi Pemiluhan Umum, para kandidat politik juga mulai 
diperbolehkan beriklan di televisi. Di era ini akses terhadap informasi 
politik juga kian bebas dan disampaikan secara luas melalui media 
massa. Industri televisi mulai legal sejak tahun 1989 diakses oleh 
publik. Hal ini kemudian diikuti dengan industri televisi kabel yang 
mulai berkembang sejak tahun 1993. Selanjutnya, sejak tahun 1995, 
penggunaan internet juga makin berkembang di kalangan elit politik, 
Pemerintah dan masyarakat di Taiwan. 

Ketiga, ditandai dengan pemilu presiden yang digelar pada 
tahun 1996. Sejak tahun inilah, para warga negara Taiwan mulai 
diperbolehkan memilih para kandidat presiden. Peristiwa politik 
dramatik terjadi ketika kandidat presiden dari partai oposisi, Shui- 
bian mampu mengalahkan kandidat yang diusung oleh Pemerintah 
dan Partai Koumingtang (KMT). Pemilu Presiden 1996 di Taiwan ini 
adalah pertama kali dimana para kandidat bisa menggelar kampanye 
politik, termasuk melalui website media internet. Respons publik 
terhadap penggunaan new media dalam komunikasi politik sejak 
tahun 1996 ini juga terus meningkat dengan pesat. Kemudian tahun 
2005, akses internet pada masa tersebut tercatat hampir 58 96 dari 
keseluruhan populasi. Hal ini juga didukung dengan peningkatan 
penggunaan media massa berlangganan yaitu sebesar 83 4 dari 
keseluruhan rumah tangga yang ada di Taiwan (Chang dan Fu, 2004 
dalam Chang, 2009). 

Studi komunikasi politik pada fase pertama antara lain fokus 
pada sumber pemberitaan dan obyektivitas pemberitaan politik oleh 
media masa, analisis terhadap isi media, dan studi efek media. 
Kemudian pada fase kedua, beberapa topik yang dikembangkan 
antara lain terkait dengan sumber pemberitaan politik — yang makin 
bergeser dari pengaruh kekuasaan Pemerintah ke publik, analisis 
terhadap isi pemberitaan media dalam meliput kampanye politik, 
studi tentang efek media dan peran media baru dan polling politik. 
Kemudian pada fase ketiga, studi komunikasi politik kian berkembang 
dengan tema-tema seperti tentang sumber pemberitaan media —yang 
makin bergerak dari model kontrol langsung ke strategi manuver, 
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analisis terhadap isi media dalam memberitakan kampanye-kampanye 
politik parpol dan kandidat, dan efek media— dengan menekankan 
studi tetang model pemilihan akses media dan keragaman media yang 
digunakan oleh para pemilih. 


Pengembangan Bidang Studi dan Riset-Riset Komunikasi Politik di 
Asia. 


Saat ini studi komunikasi politik telah berkembang cukup 
pesat dan didukung oleh publikasi yang cukup intens dari para 
peneliti/akademisi di enam jurnal komunikasi. Topik yang 
berkembang antara lain menurut Chang (2004, dalam Chang, 2009) 
meliputi : 1) kajian terhadap sumber dan komunikator yang 
mengkontrol proses transmisi informasi politik, 2) kajian terhadap 
bagaimana para aktor politik mempresentasikan content/ pesan-pesan 
dalam komunikasi politik: dan 3) kajian tentang effek komunikasi 
politik yang dilakukan oleh parpol dan elit politik terhadap khalayak. 

Di China, khususnya di Hong Kong dan Taiwan, studi 
komunikasi politik juga terus dikembangkan, kendatipun di sejumlah 
universitas yang ada di kedua wilayah ini tidak secara spesifik 
membuka program studi komunikasi politik dan marketing politik. 
Akan tetapi, banyak diantaranya yang kemudian mengembangkan 
riset-risetnya di bidang komunikasi politik dan marketing politik, 
salah satunya adalah School of Journalism and Communication, Chinese 
University of Hong Kong'2. Di lembaga ini terdapat para ilmuwan di 
bidang komunikasi politik seperti Prof Joseph Man Chan. Ia memiliki 
fokus kajian bidang komunikasi internasional, komunikasi politik dan 
jurnalism. Ia juga mengembangkan risetnya seputar kebebasan pers, 
sistem media, politik, opini publik dan demokrasi di Hong Kong?2. 
Selain itu, di lembaga ini juga terdapat Prof. Ven-hwei Lo, yang 
memiliki fokus kajian di bidang komunikasi politik, media 


121 Lembaga ini didirikan pada tahun 1965. Kemudian pada tahun 1977, Professor 
Wilbur Schramm yang sempat bekerja di lembaga ini kemudian mendirikan Program 
Master of Philosophy untuk bidang studi komunikasi. Kemudian pada tahun 1993, 
mereka membuka program Doktoral bidang studi komunikasi. Lebih lanjut lihat 
http:/ /www.com.cuhk.edu.hk/ default.aspx?cmd-history / index 

122 Lebih lanjut tentang publikasi dari Joseph Man Chan, lihat 
http:/ /www.com.cuhk.edu.hk/ default.aspx?cmd-faculty/02 CHAN Joseph. Man P 
rofessor 
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performance, efek media dan efek dari penggunaan internet'2. Ada 
juga Francis L.F. Lee, yang memiliki fokus kajian di bidang opini 
publik, media dan komunikasi politik?4. Di Universitas lainnya seperti 
di Department of Journalism, di sana ada Prof.Steve Guo yang 
memiliki fokus kajian media dan komunikasi politik di Hong Kong!2. 
Selain itu ada juga Eilo Wing-yat Yu, dari Department of Government 
and Public Administration, University of Macau yang memiliki 
ketertarikan bidang pemilu, komunikasi politik dan internet. 

Di Singapura, studi komunikasi politik tidak banyak 
berkembang karena adanya sistem politik yang kurang mendukung 
dalam mengembangkan analisis kritis terhadap perkembangan isu-isu 
politik di negara tersebut!2. Adanya sistem politik otoriter yang 
dianut oleh Negara Singapura ini kemudian yang perhatian adalah 
bagaimana aktivitas komunikasi politik yang dijalankan oleh 
Pemerintah terhadap publik. Studi terkait media dan komunikasi 
politik pun cenderung dibatasi pada media performance yang 
dijalankan oleh Pemerintah Singapura. Metode yang marak 
dikembangkan di sini adalah analisis isi terhadap pemberitaan politik 
media-media yang telah dikontrol oleh Pemerintah. Studi yang 
bersifat empirik tampak jarang dilakukan. Contoh kajian yang bersifat 
empirik ini antara lain dilakukan oleh Kuo, Holaday dan Pecks (1993) 
yang menganalisis peran media selama Pemilihan Umum Singapura 
tahun 1991. Kemudian Hao (1996) juga melakukan studi empirik 
dengan menggunakan wawancara lewat telepon terhadap 570 
narasumber yang telah dipilih secara acak. 

Beberapa studi terakhir juga berkembang dengan tema 
hubungan antara media dan opini publik di Singapura. Riset ini antara 
lain dilakukan oleh Chang (1999) yang menganalisis bentuk dan isi 
opini publik yang disampaikan oleh media berita di singapura dan 
pengaruhnya terhadap proses pembentukan kebijakan publik di 


128 Lebih lanjut tentang — publikasi dari  Ven-hwei Lo, lihat 
http:/ /www.com.cuhk.edu.hk/ default.aspx?cmd-faculty/ LOVen-hwei 

124 Lihat http:/ /www.com.cuhk.edu.hk/ default.aspx?cmd-faculty /leelf francis 

125 Lebih lanjut tentang karya publikasi Prof.Steve Guo di bidang media dan 
komunikasi politik di Hong Kong dan China lihat dalam 
http:/ /journalism.hkbu.edu.hk/ staff / drGuo.php 

126 Lihat Terence Lee dan Lars Willnat, Media Management and Political 
Communication in Singapore, dalam Dalam Lards Willnat dan Annette Aw(2009). 
Political Communication in Asia. London: Routledge Publication. Halaman 93-111. 


Manajemen Komunikasi Politik dan Marketing Politik | 219 


Singapura. Beberapa kendala yang ditemui dalam studi ini adalah 
tidak mudah menyelenggarakan riset opini publik di negara ini, 
karena masyarakat yang menjadi responden cenderung dihantui 
dengan rasa ketakutan untuk menyampaikan pendapat. Selain itu, 
secara teoritis dan metodologis juga masih menemui kesulitan. Kajian 
tentang opini publik lainnya juga dilakukan oleh Willnat, Lee dan 
Detenber(2002) dimana riset ini ikut memberikan kontribusi dalam 
mereview relevansi teori spiral silence dalam arena komunikasi politik 
di Singapura. Selain itu, Lee, Detenber, Willnat, Aday dan Graf (2004) 
juga mengembangkan riset tentang opini publik dengan menguji teori 
spiral silence di Singapura dan Amerika Serikat. Beberapa faktor yang 
dianalisis antara lain, pengaruh nilai-nilai kolektivism, perasaan takut 
terisolasi, dan keinginan untuk mendiskuiskan isu-isu kontroversial 
seperti perkawinan lintas ras dan kesetaraan hak kaum homoseksual. 
Selain kajian tentang opini publik dan media, studi lainnya tentang 
media effek di Singapura juga dikembangkan oleh Chia, Yong, Wong 
dan Koh (2007). 

Dalam arena media massa—baik media cetak dan media 
penyiaran, komunikasi politik tidak banyak menjadi obyek kajian 
karena adanya kontrol dari Pemerintah. Sisi lain, internet menjadi 
media baru yang mampu menjadi arena diskursus politik secara lebih 
terbuka bagi masyarakat Singapura. Studi terhadap internet dan 
komunikasi politik pun mulai dilakukan. Hal ini antara lain dilakukan 
oleh Kluver (2004) dengan melakukan analisis isi terhadap web partai 
politik selama berlangsung Pemilu Singapura pada tahun 2001. Kajian 
yang serupa juga dilakukan oleh Soon dan Kluver (2007) yang 
menganalisis munculnya kelompok-kelompok politik dalam 
cyberspace dan penggunaan website yang makin mencerminkan 
latarbelakang ideologi parpol. 

Studi komunikasi politik menjadi bidang kajian yang mulai 
dikembangkan sejak diselenggarakannya Pemilihan Umum Malaysia 
tahun 1959. Penggunaan media massa mulai digunakan sebagai 
medium kampanye politik, sosialiasi informasi dan pengetahuan 
politik masyarakat terhadap proses, sistem dan pelaksanaan pemilu, 
melalui pemberitaan yang disampaikannya. Kemudian seiring dengan 
bertambahnya channel televisi dan radio di Malaysia selama kurun 
waktu 1960an hingga 1969 kian menjadikan aktivitas komunikasi 
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politik makin pesat dan puncaknya adalah dalam arena Pemilu 1969. 
Adanya tragedi konflik etnis Melayu-China pada tiga hari setelah 
Pemilu 13 Mei 1969 diselenggarakan menyebabkan Pemerintah 
Malaysia mulai membatasi kebebasan media massa. 

Sejak kerusuhan tersebut, aktivitas kampanye politik juga 
mulai diatur misalnya dengan tidak diperbolehkannya kampanye 
dengan reli di jalanan. Kampanye langsung juga dibatasi hanya 
dengan Door-to-Door dan di kelompok kecil terbatas di dlalam 
ruangan. Kendati demikian, penggunaan media televisi sebagai arena 
kampanye tetap diperbolehkan. Pola kampanye politik ini tidak 
banyak berkembang hingga Pemilu 1978. Beberapa kemajuan antara 
lain aktivitas kampanye politik tidak hanya dijalankan melalui televisi 
dan radio, akan tetapi juga melalui leaflets, billboards, poster dan 
diskusi-diskusi dalam kelompok kecil serta Kampanye Door-to-Door. 
Komunikasi politik sebagai bidang studi mengalami perkembangan 
yang lebih pesat ketika dalam Pemilu 1982, Pemerintah 
memperbolehkan adanya iklan politik dalam media cetak dan media 
televisi. Hal ini juga berlanjut dalam Pemilu 1986, Pemilu 1990, Pemilu 
1995 dan Pemilu 1999. 

Ketika Perdana Menteri Mahathir Muhammad mengundurkan 
diri pada Oktober 2003, dan menunjuk Wakil Perdana Menteri 
Abdullah Ahmad Badawi, kontestasi komunikasi politik makin 
meningkat di Malaysia. Dalam Pemilu 2004, Badai memenangkan 
pertarungan politik dengan dukungan kemenangan mutlak dari 
Koalisi Barisan Nasional. Sosok badawi yang santai dan memiliki 
personalitas yang lebih rileks dalam pergaulan berdampak pada gaya 
dan model kampanye politik di Malaysia. Salah satu perbedaan model 
kampanye politik antara Pemilu 1999 dan Pemilu 2004 adalah 
kampanye politik dalam Pemilu 1999 tampak lebih menonjolkan isu- 
isu politik dibandingkan dengan kampanye politik dalam Pemilu 2004 
yang menonjolkan isu personalitas kandidat. 

Riset bidang komunikasi politik di Malaysia pada umumnya 
justru lebih banyak diminati oleh kalangan ilmuwan/peneliti dari 
bidang ilmu politik dan sosiologi. Beberapa tema riset yang dilakukan 
antara lain tentang proses pemilu, persepsi pemilih terhadap isu-isu 
sosial dan politik, pengaruh citra kandidat, tipe dan dampak sumber- 
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sumber informasi politik, proses penerimaan pesan-pesan politik di 
kalangan pemilih dan juga perilaku pemilih. 

Kajian tentang opini publik yang berkembang dalam arena 
Pemilu banyak dilakukan oleh media massa. Dua media yang 
menyelenggarakan survei opini publik dalam Pemilu 2004 adalah The 
New Straits Times dan The Star. Beberapa kajian yang lain tentang 
Pemilu 2004 juga dilakukan oleh lembaga riset independen dari 
beberapa universitas di Malaysia dan lembaga riset opini publik. Salah 
satunya adalah sekelompok ilmuwan sosiologi dari Universitas 
Kebangsaan Malaysia menyelenggarakan risetnya dengan fokus pada 
perubahan sistem pemilihan, persepsi pemilih, dan analisis prediktif 
terhadap siapa saja partai yang akan menjadi pemenang Pemilu. Riset 
yang lain juga diselenggarakan oleh lembaga independen dengan 
nama Merdeka Center for Opinion Research yang bekerjasama dengan 
Institute of Malaysian and International Studies (IMAS), Universitas 
Kebangsaan Malaysia. Riset yang dikembangkan secara umum terkait 
dengan evaluasi isu-isu yang menyangkut kepentingan publik dalam 
arena politik, persepsi pemilih terhadap isu-isu politik dan sosial yang 
sedang berkembang, aspek regulasi dan hukum, hubungan antara 
media dan sistem pemilu, dan dampak perubahan sistem pemilu 
terhadap partisipasi politik. Hasil-hasil riset tersebut kemudian 
mereka publikasikan, dan hal ini kemudian menjadi fundasi bagi 
perkembangan komunikasi politik sebagai bidang studi khusus di 
Malaysia. 

Di Malaysia hingga saat ini kajian komunikasi politik 
cenderung dikembangkan pada topik-topik budaya politik dan 
komunikasi politik. Di tengah kebijakan politik Malaysia dan 
kecenderungan kooptasi negara terhadap institusi politik serta 
kepentingan negara dalam membangun stabilitas politik, kajian 
komunikasi politik tidak bisa dikembangkan dalam ragam topik yang 
lebih luas, sebagaimana yang terjadi pada negara-negara transisi 
demokrasi ataupun negara yang sedang mengembangkan sistem 
demokrasi, seperti Indonesia. Keterbatasan peluang untuk 
mengembangkan kajian komunikasi politik akibat tekanan rezim 
politik, menjadikan para peneliti dan akademisi di lingkungan 
universitas maupun di lembaga riset profesional tidak banyak yang 
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tertarik untuk menyelengarakan riset-riset dengan topik yang lebih 
luas. 

Sementara itu, di Jepang studi komunikasi politik juga telah 
berkembang sejak tahun 1980an. Beberapa kajian yang dilakukan 
antara lain fokus pada pola hubungan antara media dan politik, proses 
transaksi dan intreperasi pesan-pesan dan informasi yang 
disampaikan oleh elit, pemerintah dan media kepada publik. 
Perkembangan studi komunikasi politik di Jepang secara umum 
dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, pola hubungan antara media dan 
politik. Kedua, perubahan sistem politik dan ideologi politik 
kepartaian!2'. 

Beberapa fokus komunikasi politik dilakukan fokus pada: 1) 
peran media dalam proses pembuatan kebijakan publik: 2) pola 
pemberitaan media dalam kampanye politik: 3) efek pemberitaan 
media dan kampanye politik di media terhadap perilaku pemilih. 
Ketiga topik-topik tersebut selama beberapa kurun waktu 
dikembangkan seiring dengan dinamika perubahan kepemipinan 
politik dan rotasi kekuasaan politik parpol yang berkuasa di negeri 
tersebut. 

Tidak hanya di Jepang, studi komunikasi politik juga terus 
berkembang di Korea'2 dan India'2. Kajian komunikasi politik di 
Korea berkembang sejak tahun 1987 dimana Roh Taw Woo terpilih 
sebagai Presiden dalam pemilu. la mulai melakukan perubahan 
terhadap Konstitusi yang kemudian dikenl sebagai Deklarasi 
Reformasi Politik 29 Juni (The June 29 Declaration of Political Reforms). 
Sejak saat itu, Korea menganut prinsip kebasan pers. Proses 
demokratisasi ini kemudian diikuti dengan liberalisasi ekonomi, sosial 
dan budaya. Peristiwa ini menjadi titik balik bagi sejakar kora dimana 
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para ilmuwan komunikasi politik mulai bisa mengembangkan 
beragam jenis risetnya di negara tersebut!30. 

Liberalisasi politik di Korea sebenarnya telah terjadi sejak 
tahun 1980an, akan tetapi masih sedikit para ilmuwan yang 
menyelenggarakan riset di bidang komunikasi politik karena mereka 
sejumlah hal. Pertama, tidak adanya pemilu yang diselenggarakan 
secara demokratis hingga tahun 1987. Kedua, adanya ketidakpercayaan 
publik secara umum terhadap media massa Korea. Ketiga, adanya 
regionalisme politik, sehingga menyulitkan untuk dilakukannya 
penelitian dengan pendekatan tertentu. 

Adapun tema utama yang menjadi trend dalam kajian 
komunikasi politik di Korea terdiri dari beberapa topik. Pertama, 
kampanye pemilu dan pola perilaku pemilih. Kedua, pola hubungan 
antara media da Pemerintah. Ketiga, pemrosesn informasi (Information 
Processing). Keempat, diskusi politik di televisi. Kelima, liputan 
pemberitaan media terhadap isu-isu politik. Keenam, internet dan 
komunikasi politik. Ketujuh, kajian opini publik. Dari semua tema 
tersebut, kajian mengenai pemilu dan pola perilaku pemilih 
merupakan salah satu tema yang sering diminati oleh para peneliti 
dan ilmuwan komunikasi politik di Korea. 

Adapun metode yang digunakan mayoritas adalah dengan 
metode kuantitatif dibandingkan metode kualitatif. Dari metode 
kuantitatif yang sering digunakan adalah metode survei, kemudian 
disusul oleh metode analisis isi. Metode survei pertama kali 
dugunakan oleh Hong, Kim, Han dan Lee pada tahun 1980an, yang 
digunakan untuk meneliti responden imigran Korea yang tinggal di 
Kota Los Angeles Amerika Serikat terkait dengan pandangan mereka 
pada kebijakan keamanan internal yang diterapkan oleh Presiden 
Korea Park Jung Hee tahun 1979. Sedangkan analisis kualitatif 
dikembangkan oelh Park pada tahun 1992 yang meneliti dampak 
komik dan kartun politik pada persepsi masyarakat Korea!31. 

Dari beragam kecenderungan riset komunikasi politik yang 
dikembangkan di Korea, mayoritas ilmuwan dan peneliti komunikasi 
politik di Korea tertarik pada bias peliputan politik. Kajian ini mereka 
lakukan dengan metode analis isi. Fenomena ini menjadi fokus 
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ketertarikan para peneliti khususnya ketika menjelang Pemilu sejak 
Pemilu Korea tahun 1987. Dalam Pemilu 1987 misalnya ditemukan 
banyak sekali kecenderungan manipulasi image kandidat, khususnya 
di media televisi. Menurut Kim dan Kwon (2009:182-183), ada delapan 
kecenderungan tipe biasa politik dalam pemberitaan media Korea 
yang ditemukan dalam sejumlah riset komunikasi politik di Korea. 
Pertama, manipulasi efek suara. Kedua, manipulasi efek priming media. 
Ketiga, maraknya taktik intimidasi terhadap pers. Keempat, penekanan 
media pada gosip dan pemberitaan pendek. Kelima, strategi peliputan 
dengan cara konfrontasi. Keenam, pola peliputan yang fokus pada 
kandidat yang berada di puncak persaingan kursi (horse-race coverage). 
Ketujuh, dominasi liputan pemberitaan negatif. Kedelapan, pola 
peliputan yang fokus pada pemimpin parpol. 

Bagaimana dengan perkembangan kajian komunikasi politik di 
India? Studi komunikasi politik di India telah berkembang sejak 
negara ini menjadi negara merdeka. Antara tahun 1950an-1980an, 
komunikasi politik di India pada umumnya dilakukan dengan cara- 
cara tradisional dan mengedepankan interaksi interpersonal dan 
kelompok yang berbasis model tatap muka. Model kampanye politik 
juga dilakukan dengan cara-cara mobilisasi pemilih secara tradisional. 
Pertemuan dengan publik, poster-poster dan kampanye tatap muka 
dijalankan oleh parpol dan kandidat. Bahkan para kandidat pun 
melakukan perjalanan keliling ke sejumlah wilayah di India untuk 
menggelar — pertemuan dengan para calon  pemilihnya, 
menyelenggarakan reli-reli di jalanan ketika kampanye dan juga 
mengunjungi langsung para pemilihnya'2. 

Pada era tersebut, kajian komunikasi politik belum secara 
masif menimbulkan daya tarik bagi para ilmuwan. Perkembangan 
kajian komunikasi politik di India berlangsung sejak tahun 1980an, 
dimana pada masa itu mayoritas partai politik di Indonesia 
mengembangkan modernisasi politik dan mulai menerapkan strategi 
komunikasi politik modern. Mereka juga mulai mengembangkan 
inovasi teknik dan metode dalam kampanye politik untuk 
membangun citra partai dan pemimpin partainya. 

Model kampanye politik ini menjadi model bagi para elit 
politik di India pasca Gandi. Model ini dianggap pernah sukses 
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diterapkan oleh mantan Perdana Menteri India Indira Gandi dimana 
ia melakukan perjalanan keliling daerah-daerah India untuk 
meningkatkan ikatan emosionalnya dengan para pemilihnya. Pada 
tahun 1971, Gandi bahkan sukses melakukan kampanyenya dengan 
slogan “Memerangi Kemiskinan” (Eradicate Poverty/Garibi Hatao), yang 
begitu mendapatkan dukungan besar dari rakyat India. Pola yang 
diterapkan oleh Gandi ini kemudian juga terus dikembangkan oleh 
para elit politik setelahnya. Misalnya pada tahun 2004, Perdana 
Menteri Vajpayee melakukan kampanye selama 52 hari dan 
menghadiri 104 pertemua. Hal yang sama juga dilakukan oleh Sonia 
Gandhi dimana ia menghadi 60 kegiatan reli untuk 60 kandidat —53 
diantara menang pemilu. 

Perubahan model kampanye politik di India berlangsung sejak 
tahun 1984, yaitu ketika Pemilu 1984 berlangsung. Ketika Rajiv 
Gandhi mengambil alih parpol pasca pembunuhan ibunya. Sebagai 
sosok muda, dengan latarbelakang pendidikan di Inggris, ia kemudian 
mulai mengembangkan sistem kampanye yang lebih modern dan 
profesional dengan ragam model iklan kampanye politik modern di 
media massa. Ia didukung oleh temannya yang memiliki perusahaan 
The Rediffussion Advertising Agency. Dengan tema persatuan nasional 
“national unity”, Rajiv Gandhi ia mencitrakan dirinya sebagai 
pemimpin partai yang bisa meningkatkan persatuan di India dan 
menjadi simbol pemimpin bagi kejayaan India di masa depan. Dengan 
tema tersebut, ia mengkampanyekan penghentian kekerasan, 
terorisme dan memberikan harapan bagi warga India untuk masa 
depan yang lebih baik. Materi pesan kampanye yang ia sampaikan ini 
sangat menarik karena didukung dengan teknik multimedia yang 
dengan atraktif dan mengesankan mampu mengambarkan setting 
sebagaimana yang disukai oleh mayoritas masyarakat India. 

Modernisasi kampanye politik makin dengan penggunaan film 
sebagai medium kampanye politik. Pada tahun 1984 ini menjadi titik 
tolak digunakannya film sebagai medium kampanye politik. 
Pembuatan film dengan judul Maa yang mengisahkan sosok Indira 
Gandhi — ibu Rajiv Gandhi disajikan dengan efek emosional yang luar 
biasa bagi pemilih. Film yang serupa juga dibuat dengan judul 
Amethhi Ka Suraj (Son of Amethi, merujuk pada Rajiv Gandhi) juga 
mengundang kekaguman dari para khalayak, dan film ini makin 
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meneguhkan dirinya sebagai pewaris dinasti politik Gandhi. Partai 
yang dipimpin oleh Rajiv Gandhi pun kemudian berhasil menjadi 
pemenang dalam Pemilu India tahun 1984. 

Apa yang telah dikembangkan oleh Rajiv Gandhi pada pemilu 
1984 ini kemudian membawa dampak besar bagi modernisasi 
komunikasi politik di India. Kampanye politik di India kian 
dikembangkan secara agresif dan mulai mengadopsi gaya-gaya 
kampanye modern sebagaimana yang terjadi di Amerika. Pada Pemilu 
1989, Rajiv Gandhi bahkan mulai menggunakan iklan kampanye 
politik negatif sebagai strategi kampanye model baru yang diterapkan 
di India. Meski dengan tema yang sama seputar persatuan di India, 
Gandhi kemudian mengembangkan sejumlah elemen-elemen 
pesannya secara negatif misalnya dengan menyebut tidakadanya 
aturan hukum yang kuat (lawlessness), komunalisme, disorder dan 
perpecahan yang semuanya akan membuat cita-cita persatuan adalah 
mustahil diwujudkan oleh Pemerintahan Koalisi—yang menjadi 
lawan politiknya!33. Strategi yang dilakukan oleh Rajiv Gandhi ini 
rupanya justru menimbulkan bumerang bagi dirinya dan partai 
politiknya, sehingga ia kalah dalam Pemilu 1989. 

Bagaimana dengan perkembangan riset komunikasi politik di 
India? Kavita Karan (2009:198-215) menyebutkan bahwa riset-riset 
komunikasi politik di India kajian mengenai liputan pemberitaan 
politik di media cukup dominan, karena mayoritas media massa di 
India memberikan space yang sangat besar pada berita-berita politik. 
Selain itu, pers di India juga berperan besar dalam proses politik di 
India. Beberapa pengamat misalnya mengaitkan kesuksesan beberapa 
politisi di India karena didukung oleh sejumlah media tertentu yang 
cenderung berpihak kepada dirinya. Media massa juga dianggap 
berperan penting karena mayoritas pemilih di India pada umumnya 
cenderung mencari informasi di media massa tentang kandidat dan 
partai politik yang akan dipilihnya khususnya menjelang pemilu. 

Selain media massa cetak, media televisi juga menjadi fokus 
kajian komunikasi politik di India, khususnya sejak Pemilu tahun 
1998, 1999 dan 2004. Sejak Pemilu 1998, sejumlah televisi di India 
mengembangkan tayangan-tayangan politik, misalnya talkshow dan 
debat politik yang banyak menarik perhatian khalayknya. Program- 
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program pemberitaan dan juga tayangan politik seperti talkshow dan 
debat politik dinilai telah berperan penting dalam meningkatkan 
literasi politik khalayak India dan memotivasi mereka untuk 
meningkatkan keterlibatan mereka dalam politik. 

Industri perfilman juga menjadi medium yang strategis dalam 
komunikasi politik. Di India, film tidak hanya penting sebagai industri 
hiburan. Film juga dipandang menjadi medium strategis dalam 
mempengaruhi para pemilih. Sejumlah bintang film bahkan menjadi 
figur populer dalam dunia politik di negara ini. Film dokumenter, 
feature dan video seringkali digunakan sebagai strategi kampanye 
politik dalam Pemilu. Tidak hanya film an sich, beragam artis dari 
industri musik, dan lagu yang populer juga digunakan sebagai ikon 
dan endorser dalam sejumlah aktivitas kampanye politik. Di wilayah 
negara bagian India bagian selatan bintang film seperti Marudur 
Gopalmenon Ramachandran dan Nandamuri Tarakamara Rao 
memasuki dunia politik di negara bagian Tamilnadu dan Andhra 
Pradesh. Di Taimilnadu ini bahkan sejak tahun 1950an, parpol 
memasukkan ideologi dan simbol-simbol politiknnya dengan 
menggunakan film sebagai instrumen propaganda politik. Hal yang 
sama juga terjadi Andhra Pradesh dimana Rama Rao memasuki 
panggung politik dan menjadi pemimpin wilayah di Telugu Desam 
Patty pada tahun 1982. Selama dua tahun Rao menjadi aktor bintang 
film yang memainkan peran pening dalam mitologi India melalui epik 
Ramayana dan Mahabarata. Beberapa tahun kemudian ia menjadi 
Menteri Besar/ Gubernur di Andhra Pradesh. Kampanye politik yang 
ia jalankan sangat unik, dimana ia seringkali menukil sejumlah klip 
yang ada dalam film-film yang pernah dibintanginya'5. 

Selain melalui industri film, strategi kampanye politik juga 
dilakukan dengan produk kaset audio dan video yang mampu 
menyiasati kontrol atas penggunaan radio dan televisi sebagai media 
kampanye politik. Media ini mulai dikembangkan oleh sejumlah 
partai politik di India sejak tahun 1987 dalam pemilu di negara bagian 
India di wilayah negara bagian Haryana. Di wilayah tersebut 
penggunaan kaset audio dan video terbukti sukses sebagai media 
kampanye yang mampu menyebar secara cepat di wilayah pedesaan 
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India. Media ini juga menjadi alternatif selain penggunaan industri 
film yang lebih menelan biaya sangat mahal!20. 

Penggunaan internet sebagai medium komunikasi politik juga 
makin marak berkembang di India. Hal ini dilakukan dengan 
konvergensi multimedia dimana pesan-pesan yang sebelumnya 
disampaikan melalui media televisi, film dan kaset audio-video juga 
ditampilkan melalui kampanye di internet. Selama Pemilu 1998, 
sejumlah web partai politik tampak selain menyajikan materi 
kampanye di atas juga memberikan informasi detail mengenai 
organisasi, jaringan, dan performance partai politik untuk 
meningkatkan dukungan suara pemilihnya terutama yang ada di 
lingkungan masyarakat perkotaan. Kendatipun riset-riset mengenai 
dampak penggunaan internet sebagai medium komunikasi politik dan 
marketing politik di India menurut Karan (2009:2004) hingga saat ini 
belum banyak dilakukan. 

Kajian komunikasi politik di India selain fokus pada riset 
mengenai pesan-pesan kampanye politik, media kampanye politik dan 
isi liputan politik di media juga fokus pada kajian dampak media dan 
perilaku pemilih dalam pemilu. Selama dua dasawarsa terakhir, kajian 
pemilu di India secara umum fokus pada partai politik dan pemimpin 
politik, ideologi, isu-isu, kebijakan partai politik, kampanye politik 
dan perilaku pemilih. Kajian terkait perilaku pemilih pada umumnya 
dilakukan dengan metode kuantitatif dengan mengkaki fenomena 
yang mempengaruhi perilaku pemilih dan dianalisis untuk 
menjelaskan variabel sosial ekonomi seperti pengaruh priomorialisme 
keluarga dan jalinan pertemanan, kasta dan komunitas, dan juga 
faktor yang lain seperti seks, pendidikan, kelas sosial dan pendapatan 
dan faktor desa-kota. Riset mengenai kampanye pemilu dilakukan 
dengan melakukan analisis terjadap ideologi dan isu-isu politik!7. 
Sedangkan kajian mutakhir mengenai kampanye pemilu pada 
umumnya fokus pada pertemuan publik (public meetings) dan 
kampanye door-to-door, liputan politik media dan dampaknya bagi 
kesadaran politik (political awaress)13. 
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Secara umum, perkembangan studi komunikasi politik di 
masing-masing negara Asia ini sejak tahun 1980an tampak mengalami 
perkembangan cukup pesat. Kendatipun hal ini dipengaruhi oleh 
perubahan sistem politik menuju sistem demokrasi, kebebasan pers 
dan juga budaya perilaku politik elit dan pemilih. Adanya kondisi dan 
latarbelakang sejarah politik, sistem politik dan sistem media 
menjadikan peluang penyelenggaraan komunikasi politik di masing- 
masing negara tampak tidak sama. Ada diantaranya yang mampu 
mengembangkan riset-riset komunikasi politik dengan topik-topik 
yang lebih luas. Sebaliknya banyak diantaranya yang bergerak dalam 
topik-topik dan area kajian yang terbatas. 

Untuk meningkatkan intensitas kajian akademik dan praktis, 
kalangan Ilmuwan/peneliti komunikasi politik di Asia selama satu 
tahun terakhir tampak berusaha menyelenggarakan seminar 
internasional. Seminar internasional antara lain dilakukan pada 
tanggal 21-24 September 2010 di Bali. Seminar tersebut 
diselenggarakan oleh Konrad Adenauer-Stiftung-Media Program Asia 
(KAS Singapura) yang berkantor di Singapura. Seminar ini dihadiri 
oleh Martin Loffelholz, Kepala Departemen Studi Media, Universitas 
Ilmenau, Jerman, Duta Besar Orly Mercado, Duta Besar Filipina untuk 
Asosiasi Asia Tenggara (ASEAN). Beberapa kajian yang dilakukan 
antara lain Media dan Pemilu di Filipina dan dihadiri oleh Maria 
Ressa, Wakil Presiden Senior untuk Urusan Berita Lancar dan Direktur 
ABS-CBN News Channel, Filipina, Isagani Yambot, Editor Eksekutif 
dan Penerbit, Filipina Harian Inguirer. Dari malaysia adalah Steven 
Gan, Editor dan Co-Founder, Malaysiakini. 

Tidak hanya dari negara Asia, para ilmuwan dan praktisi juga 
datang dari Australia dan Selandia Baru. Topik yang didiskusikan 
antara lain terkait dengan media, politik dan Pemerintahan antara lain 
Mike Munro, Manajer Komunikasi, Menteri Keuangan Selandia Baru 
dan Mantan Kepala Sekretaris Pers ke NZ Perdana Menteri Helen 
Clark, Selandia Baru dan Norman Abjorensen, Direktur Riset, 
Parlemen Pusat Studi Kebijakan dan Program Pemerintahan Crawford 
School of Economics dan Pemerintahan, Australian National 
University, Stephen Ouinn, Associate Professor of Journalism, Sekolah 
Komunikasi Kreatif dan Seni, Universitas Deakin, Australia, Alastair 
Carthew, Reporter Parlemen mantan Kepala TVNZ, penulis / peneliti 
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/ co-editor "Media Direktori Asia", KAS dan Dr James Gomez, Wakil 
Dekan (Internasional), Kepala Umum Hubungan, HUMCASS, Monash 
University, Australia. 

Topik lainnya yang dibahas antara lain adalah bagaimana ahli 
strategi partai politik menggunakan media baru untuk menargetkan 
generasi muda. Isu-isu media baru yang kian masif digunakan anak 
muda dan remaja menjadi fokus pembahasan terkait dengan 
bagaimana strategi yang ditempuh oleh parpol dalam arena pemilu 
dan demokrasi. Adapun para pakar yang terlibat di sini adalah Francis 
Manglapus, pakar Strategi Politik, Filipina, Howie Severino, Editor-in- 
Chief, GMANews.TV, Filipina. 

Meningkatnya survei/polling politik, media baru dan 
dampaknya bagi lingkungan komunikasi politik juga dibahas dalam 
seminar tersebut. Pakar yang hadir dalam diskusi ini antara lain 
Ibrahim Suffian, Direktur Pusat Penelitian Merdeka Opini, Kuala 
Lumpur, Malaysia dan Dr Dave Clark, Reporter Multimedia, China 
Daily dan Direktur, Visual Jurnalisme, KA Pusat Jurnalisme di Ateneo 
de Manila, Trixia Enriguez Carungcong, Editor Luar Negeri, koran 
HARI INI, Singapura, Sara Jane Suguitan, JSD, Media dan Chief 
Komunikasi, Jaringan Hukum Pemilu Jujur (Lente), Filipina. Isu media 
sosial dan komunikasi politik di Asia juga dibahas oleh Philip Behnke, 
Public Relations Consultant, Singapura dan Paulus Linnarz, Direktur, 
Program Media Asia, Konrad Adenauer-Stiftung-(KAS), Singapura. 

Seminar marketing politik juga diselenggarakan di Universitas 
Sains Malaysia, Penang pada Bulan Juni-Juli 2011 lalu. Seminar ini 
diorganisir oleh Jennifer Lees-Marshment (Univerity of Auckland, 
Selandia Baru) dan Khairiah Salwa-Mhktar (USM, Malaysia). Seminar 
ini salah satunya didukung oleh pendanaan dari Asosiasi Ilmuwan 
Politik dan Kajian internasional Asia (the Asian Political and 
International Studies Association) dan University Sains Malaysia. 
Seminar ini fokus pada beberapa sub-topik seperti : 1) bagaimana 
penggunaan marketing politik di Asia, 2) bagaimana perbedaan 
praktek marketing politik antara yang terjadi di negara-negara Asia 
dengan di negara-negara barat, 3) bagaimana mengembangkan 
strategi marketing politik secara efektif di negara-negara Asia, 4) apa 
dampak perkembangan marketing politik bagi demokrasi di Asia, 5) 
apa yang bisa dipelajari dari perkembangan positif kajian dan praktek 
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marketing politik di Asia. Para peserta seminar ini terdiri dari para 
peneliti/akademisi dan praktisi bidang marketing politik dari 
Malaysia, Jepang, Indonesia, Mongolia, Taiwan, Filipina, Afrika, 
China, India, Thailand, Singapura dan Korea'?. 

Selain melalui interaksi para peneliti, akademisi dan praktisi, 
kajian komunikasi politik di Asia di pengaruhi oleh perkembangan 
situasi mutakhir. Pertama, perkembangan penggunaan internet dalam 
arena komunikasi politik yang terjadi di berbagai negara Asia juga 
menjadi perhatian baru bagi para ilmuwan di kawasan ini. Di 
Malaysia, ragam kritik politik yang dilakukan oleh masyarakat sipil 
dan jurnalis melalui internet kian menarik perhatian sejumlah 
ilmuwan dan peneliti di bidang komunikasi politik. Kendatipun 
beragam keterbatasan masih mereka hadapi untuk menyelenggarakan 
beragam model riset dalam ragam tema yang lebih luas. 

Kedua, transisi politik yang terjadi di beberapa negara Asia 
selama sepuluh tahun terakhir juga kian menarik untuk diteliti. Di 
Thailand, transisi kekuasaan Pasca kudeta terhadap Pemerintahan 
Thaksin Sinawatra, kembalinya kekuasaan ke Rezim Militer dan 
terpilihnya Yinluk Sinawatra dalam Pemilu tahun 2011 lalu juga 
menjadi fenomena yang menarik. Selain di Thailand, transisi 
demokrasi yang berlangsung di Myanmar, pasca kemenangan Syu 
Kie, tokoh demokrasi di negara ini, dalam Pemilu awal tahun 2012 
diperkirakan akan membuka peluang berkembangnya kajian 
komunikasi politik di Negara. 


139 Darren G.Lilleker. Political Marketing Group. P.S.A. (Political Studies Association) 
Specialist Group. Newsletter, Mei, 2010, Oktober, 2011, dan Maret, 2012. 
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BAB IX 
RAGAM PESPERSPEKTIF STUDI KOMUNIKASI 
POLITIK DAN MARKETING POLITIK 


Ragam Perspektif dan Perkembangannya dalam dalam Studi 
Komunikasi Politik dan Marketing Politik. 


5 2 da beragam sudut pandang dalam melihat fenomena sosial, 

Ah | termasuk fenomena komunikasi politik. Ragam cara 
AN pandang inilah yang kemudian melahirkan berbagai aliran 
pemikiran di kalangan para ilmuwan filsafat dan ilmu sosial dalam 
mendefinisikan realitas terhadap kehidupan individu dan masyarakat 
yang ada di sekelilingnya. Perbedaan ragam sudut pandang ini 
kemudian selain melahirkan beragam perspektif dan teori mengenai 
realitas sosial, individu dan masyarakat, juga melahirkan aliran 
pemikiran dalam ilmu sosial!40. 

Sebagai bidang kajian dalam ilmu komunikasi, dan juga 
sebagai bidang ilmu yang terbentuk dari bidang interdisipliner, studi 
komunikasi politik dan marketing politik memiliki beragam 
perspektif. Ragam perspektif ini muncul, dikembangkan dan 
kemudian digunakan karena cara baca dengan sudut pandang yang 
berbeda atas fenomena komunikasi politik dan marketing politik. 

Perspektif atau juga disebut dengan pendekatan merupakan 
sudut pandang filosofis yang mendasari seorang peneliti ataupun 
ilmuwan di dalam melihat, memahami, mengkaji, menganalisis dan 


140 Tentang hal ini lihat. K.J.Veeger, M.A. 1990. Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial 
Atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi. Jakarta: PT 
Gramedia Pustaka Utama. Cetakan Ketiga. 
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menyimpulkan realitas sosial tertentu. Perspektif ini seperti kacamata 
kuda yang menunjukkan dimana seorang peneliti atau ilmuwan 
tersebut berdiri dan menemukan, mengkaji hingga menyimpulkan 
realitas sosial yang menjadi obyek penelitiannya. Bahkan perspektif ini 
pula yang mendasari keseluruhan cara berfikir seorang ilmuwan atau 
peneliti tersebut dalam realitas sosial dan kehidupan sosialnya. 

Keyakinan dan pilihan seseorang terhadap perspektif sosial 
tertentu di dasarkan atas keyakinannya dalam memahami dirinya dan 
masyarakatnya. Perspektif juga lah yang menentukan mereka dalam 
memilih sudut pandang tertentu sebagai sebuah kebenarakan 
akademik yang diyakininya. Adakalanya hal ini bersumber dari 
pengalaman hidup seorang peneliti atau akademisi, namun 
adakalanya dia buat karena setelah menyelami pengalaman dan 
pemikiran orang lain yang diakui kebenarannya. 

Sebagai bagian dari bidang ilmu sosial dan politik, kajian 
komunikasi politik dipengaruhi oleh ragam perspektif di ranah ilmu 
sosial, politik dan humaniora yang berkembang di berbagai belahan 
dunia. Pada umumnya, masing-masing ilmuwan dan peneliti 
mengembangkan penelitiannya pada salah satu perspektif tertentu. Di 
sejumlah negara tampak, para peneliti dan ilmuwan tersebut 
cenderung mengembangkan penelitiannya dalam perspektifnya 
positivist dan post-positivist. Sementara peneliti dan akademisi di 
sejumlah negara lainnya mengembangkan penelitiannya dalam 
perspektif konstruktivist dan kritis. 

Mengapa perspektif dalam studi komunikasi politik dan 
marketing politik perlu kita pelajari? Hal ini tak lain karena masing- 
masing perspektif yang digunakan oleh para peneliti dan akademisi 
nantinya akan berimplikasi terhadap beberapa hal. Pertama, perspektif 
akan sangat menentukan bagaimana seorang peneliti dan ilmuwan 
dalam melihat fenomena dan realitas sosial yang ditelitinya. 
Kendatipun sejumlah ilmuwan melihat obyek yang sama, namun jika 
mereka menggunakan perspektif yang berbeda, maka realitas sosial 
yang dilihatnya juga akan cenderung berbeda. 

Contoh seorang peneliti atau ilmuwan sedang melihat seorang 
politisi sedang menyampaikan pidato politiknya di televisi ketika 
kampanye pemilu. Peneliti dan ilmuwan yang satu bisa saja akan 
cenderung melihat bagaimana materi pidato politik yang dibuat oleh 
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komunikator politik tersebut, gaya penyampaian, sistematika 
penyampaian dan kekuatan verbal dan non-verbal yang dimilikinya. 
Seorang peneliti dan ilmuwan lainnya bisa saja berfikir dan cenderung 
melihat bagaimana gaya pidato tersebut disampaikan dan dikemas 
oleh media, bagaimana teknik kamera menyorot dan memberikan 
tekanan atas materi dan orang yang menyampaikan pidato tersebut 
dan intonasi yang ditonjolkan oleh media atas pidato tersebut. 
Sedangkan peneliti dan ilmuwan lainnya bisa saja cenderung 
memperhatikan dan memilikirkan apa saja kira-kira dampak pidato 
tersebut kepada khalayak, apakah materi pidato politik tersebut 
mampu menimbulkan dampak bagi khalayak, manakah yang lebih 
menentukan, materi pidato politik tersebut ataukah komunikator 
politik yang menyampaikan pidato politik tersebut. Adanya fokus 
perhatian yang berbeda dalam memandang realitas politik tersebut 
menunjukkan bahwa masing-masing peneliti dan akademisi tersebut 
berdiri di salah satu perspektifnya masing-masing. 

Kedua, perspektif akan sangat menentukan bagaimana seorang 
peneliti dan akademisi bidang studi komunikasi politik dan marketing 
politik di dalam menemukan dan memformulasikan masalah-masalah 
yang menjadi obyek penelitian komunikasi politik dan marketing 
politik. Dalam kehidupan sehari-hari, masing-masing peneliti tentu 
bersinggungan dengan puluhan, ratusan atau bahkan ribuan 
fenomena komunikasi politik dan marketing politik. Namun hanya 
beberapa fenomena sosial tertentu saja yang dianggap menjadi obyek 
kajian yang menarik dan perlu diteliti. Tidak hanya itu, kendatipun 
sama-sama melihat fenomena sosial yang sama, akan tetapi masing- 
masing peneliti juga mempunyai cara yang berbeda dalam 
memformulasikan realitas komunikasi politik yang menjadi obyek 
penelitiannya. 

Sebagai contoh, setiap hari televisi di berbagai belahan dunia 
menampilkan statement politik dari para elit politik parpol yang ada 
di parlemen maupun yang duduk di pemerintahan. Kendatipun ada 
banyak tema yang dibicarakan dan disampaikan oleh para elit politik 
tersebut, seorang peneliti dan akademisi tertentu mungkin lebih 
tertarik mencermati retorika politik para elit politik tersebut dan 
membandingkannya satu sama lain, bagaimana gaya, struktur 
penyajian pesan, model penggunaan tagline, dan juga setting atas 


Manajemen Komunikasi Politik dan Marketing Politik | 235 


penyajian retorika politik maupun membandingkan cara masing- 
masing media dalam menyajikan retorika politik dari para elit 
tersebut. 

Sementara itu peneliti lainnya justru lebih tertarik dengan 
keterkaitan antara retorika politik masing-masing elit politik dengan 
budaya politik masing-masing negara. Misalnya apakah perbedaan 
retorika politik yang dimiliki Presiden AS, Barack Obama dengan 
Presiden Indonesia, SBY. Bagaimana pengaruh budaya politik masing- 
masing negara ini— Amerika Serikat dan Indonesia — mempengaruhi 
gaya retorika politik para elit politiknya. Apakah perbedaan budaya 
ini mempengaruhi para elit politik dalam menyusun, mengemas dan 
menyampaikan pesan-pesan politiknya melalui retorika politiknya. 
Apakah cara media di masing-masing negara tersebut — Indonesia dan 
Amerika Serikat — dalam menyajikan retorika politiknya dipengaruhi 
oleh masing-masing latarbelakang budaya. 

Kendatipun sama-sama mencermati dan memperhatikan 
retorika politik para elit politik — dalam hal ini Presiden— Peneliti dan 
akademisi yang yang mungkin akan lebih fokus dan 
memformulasikan fenomena komunikasi politik secara berbeda. 
Misalnya mereka akan cenderung berfikir, dengan lebih menekankan 
dengan perspektif kritis, seperti bagaimana bentuk-bentuk manipulasi 
pesan yang disampaikan oleh Presiden AS—seperti Barach H.Obama, 
George W.Bush, Bill Clinton dan lain sebagainya — dibandingkan 
dengan Presiden Indonesia —SBY, Megawati, Abdurrahman Wahid, 
B.J.Habibie, Soeharto dan Soekarno. Nilai-nilai apa saja yang 
mendasari atau yang mempengaruhi masing-masing Presiden tersebut 
dalam memanipulasi pesan-pesan yang disampaikan melalui retorika 
politiknya. Bagaimana dominasi latarbelakang budaya dan pandangan 
tentang ideologi dan kekuasaan dari masing-masing presiden 
tersebut—misalnya demokrat, konservativ, nasionalis, komunis, 
sosialis dan lain sebagainya —tercermin dari cara mereka melakukan 
manipulasi pesan melalui retorika politik yang disampaikannya 
kepada publik. 

Ketiga, perspektif juga akan menentukan bagaimana logika 
berfikir yang mendasari kerangka pemikiran dan konsep yang 
nantinya disusun oleh para peneliti dan akademisi yang sedang 
melakukan riset. Masing-masing peneliti pada umumnya di dalam 
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melakukan penelitian mengembangkan “logika pemikiran” tertentu 
yang dibangun atas sebuah keyakinan atas kebenaran ilmiah tertentu. 
Dasar “logika pemikiran” inilah yang akan menentukan seperti apa 
cara dia menganalisis fenomena komunikasi politik dan marketing 
politik yang sedang dihadapinya. 

Sebagai contoh, ada sebagian peneliti dan akademisi yang 
meyakini bahwa untuk meneliti efektivitas iklan politik dan 
konstruksi pemikiran khalayak atas iklan politik harus dilakukan 
dengan cara menguji hipotesis atas konsep—seperti daya tarik 
terhadap materi iklan ataupun komunikator penyampai materi 
tersebut, intensitas terpaan iklan, ataupun kemasan dan media 
penyampai iklan tersebut—efektivitas tayangan iklan terhadap 
khalayaknya—baik dianalisis dengan beberapa variabel sosiologis, 
demografis maupun psikografis. Apakah mereka kemudian 
menganalisis dengan model analisis korelasi ataupun dengan uji 
faktor terhadap masing-masing variabel untuk melihat kontribusi 
pengaruh dari masing-masing variabel. Sementara peneliti yang lain 
mungkin untuk mengkaji efektifitas tayangan iklan dia merasa cukup 
dengan menganaliss keseluruhan produk tayangan iklan yang 
disajikan oleh televisi tersebut—baik fokus ke materi tayangan iklan, 
kemasan dan struktur penyajian, penggunaan tagline tertentu maupun 
analisis terhadap komunikator yang menyampaikan iklan. Kemudian 
analisis mereka kembangkan dengan beberapa pertanyaan seperti 
apakah iklan tersebut sudah menyajikan materi yang tepat sesuai 
dengan nilai-nilai sosial dominan khalayaknya atau tidak, sudah 
menggunakan teknik-teknik persuasi yang tepat atau tidak, didukung 
oleh komunikator—termasuk political endorser—yang kuat atau 
tidak, menggunakan setting dan struktur penyajian yang menarik atau 
tidak dan lain sebagainnya. 

Sedangkan peneliti dan akademisi yang lain mungkin akan 
lebih tertarik untuk mengkaji bagaimana konstruksi pesan politik 
yang ada di benak khalayak setelah atau ketika menonton iklan politik 
tersebut. Beberapa logika pemikiran yang dibangun seperti bagaimana 
pesan-pesan yang disampaikan dan komunikator penyampai iklan 
politik tersebut dikonstruksikan dalam benak khalayak, mengapa ia 
mengkonstruksikan pesan-pesan dan komunikator politik dengan cara 
tersebut, dan nilai-nilai apa saja yang membentuk dan menentukan 
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proses terbentuknya konstruksi pemikiran khalayak tersebut. Ketiga 
contoh ini menunjukkan bagaimana logika pemikiran khalayak bisa 
berbeda di dalam meneliti fenomena komunikasi politik tertentu. 

Keempat, perspektif juga akan sangat menentukan bagaimana 
metode yang akan digunakan dalam penelitian atas fenomena yang 
menjadi obyek studi komunikasi politik dan marketing politik. Setelah 
menetukan cara membaca realitas, menentukan bagaimana 
memformulasikan realitas sebagai obyek penelitian komunikasi dan 
menentukan “logika berfikir” dalam penelitian studi komunikasi 
politik dan marketing politik, selanjutnya perspektif juga akan 
berpengaruh bagi seorang peneliti dan akademisi di kedua bidang 
ilmu ini dalam menentukan metode penelitian. Dalam hal ini masing- 
masing peneliti dan akademisi dituntut untuk memilih, merumuskan 
atau bahkan menghasilkan metode penelitian tertentu untuk mengkaji 
obyek penelitian yang ditelitinya. 

Sebagai contoh, dalam mengkaji propaganda politik, seorang 
peneliti dan akademisi mungkin merasa cukup dengan melakukan 
analisis isi atas materi tayangan propaganda politik yang telah 
disampaikan oleh elit parpol ataupun pejabat pemerintah. Dalam hal 
ini, melalui berbagai media dia melakukan analisis isi atas berbagai 
tayangan pemberitaan yang menjadi propagand politik para elit— 
misalnya terhadap kebijakan perang melawan terorisme 
global/ transradikalisme internasional. Para peneliti dan akademisi ini 
kemudian membuat klasifikasi tema-tema propaganda politik, narasa 
sumber yang digunakan oleh media, ragam space media, rubrik yang 
digunakan media untuk memberitakan maupun sistematika penyajian 
berita tersebut oleh media. Dari hasil analisis isi ini kemudian dia bisa 
memperoleh kesimpulan — dengan membuat analisis komparative dan 
kuantitatif — memgenai kecenderungan materi propaganda perang 
melawan terorisme yang disampaikan oleh para elit politik dan 
pejabat publik di sejumlah negara, di masing-masing media yang 
berbeda, dan dalam konteks kurun waktu atau peristiwa tertentu. 

Peneliti yang lain mungkin kurang tertarik dengan cara ini, 
namun ia justru lebih tertarik memperhatikan bagaimana diskursus 
propaganda perang melawan terorisme global tersebut 
dikonstruksikan oleh para elit politik dan pejabat publik di masing- 
masing negara. Misalnya apakah diskursus perang melawan terorisme 
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tersebut dilandasasi oleh dominasi aliran pemikiran tertentu — 
misalnya perang global terhadap terorisme lebih karena kepentingan 
keamanan nasional dan internasional di berbagai negara atau karena 
didasarkan oleh adanya radikalisasi kelompok Muslim di berbagai 
belahan dunia yang mengancam kelanggengan sistem kapitalisme 
global dan sistem demokrasi. Peneliti dan akademisi di sini mungkin 
dengan metode analisis wacana kritis (Critical Discourse Analysis) bisa 
membuat analisis—sesuai dengan tujuan penelitiannya — misalnya 
bagaimana kecenderungan diskursus propaganda perang melawan 
terorisme tersebut dilakukan oleh para elit politik nasional dan 
internasional, kepentingan politik dan ideologi apa saja yang 
mendasari propaganda perang melawan terorisme tersebut, dan siapa 
saja yang nantinya dirugikan dan diuntungkan atas propaganda 
perang melawan terorisme tersebut. Adanya pemilihan dua metode 
penelitian di atas jelas menunjukkan bagaimana masing-masing 
peneliti dalam studi komunikasi politik berpijak dengan perspektif 
yang berbeda. 


Model Pengkategorian atas Ragam Perspektif, Tradisi Teori dan 
Riset dalam Studi Komunikasi Politik dan Marketing Politik 


Perkembangan sebuah bidang ilmu sosial akan sangat 
dipengaruhi oleh keberhasilan, keseriusan dan juga kontribusi dari 
beberapa ilmuwan penting dalam memformulasikan perspektif, 
tradisi teori dan riset dalam bidang ilmunya. Dalam studi komunikasi 
pada umumnya, hal ini sudah mulai dilakukan oleh sejumlah 
ilmuwan. Akan tetapi dalam bidang studi komunikasi politik dan 
marketing politik secara spesifik, hal ini belum banyak dilakukan. 

Pada dasanya cara masing-masing ilmuwan dan peneliti dalam 
mendefinisikan perspektif ini sangat dipengaruhi oleh rezim 
pemikiran dalam filsafat ilmu sosial. Sebab, pembahasan mengenai 
perspektif ini sebenarnya area kajian yang menjadi domain dalam 
filsafat ilmu sosial. Selain mengkategorikan dengan ragam perspektif, 
ilmuwan komunikasi lainnya mengkategorikan sudut pandang kajian 
berdasarkan tradisi penelitian dan tradisi pemikiran. Pola ini misalnya 
sebagaimana yang dilakukan oleh Stephen W. Littlejohn dan Karen 
A.Foss (2005), EM.Griffin (1997) dan Robert T.Craig dan Heidi 
L.Muller (2007). Littlejohn dan Karen A.Foss (2005) misalnya membagi 
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tujuh tradisi dalam teori komunikasi yaitu: 1) tradisi semiotik: 2) 
tradisi fenomenologi, 3) tradisi sibernetik: 4) tradisi sosiopsikologi: 5) 
tradisi sosiokultural, 6) tradisi kritis: dan 7) tradisi retorika'!. Selain 
itu, mereka berdua kemudian mengklasifikasikan teori-teori 
komunikasi dalam delapan elemen: 1) teori mengenai komunikator, 2) 
teori pesan, 3) teori percakapan, 4) teori pola relasi (relationship): 5) 
teori kelompok: 6) teori organisasi, 7) teori media, 8) teori budaya dan 
masyarakat. Kendatipun apa yang disampaikan oleh keduanya secara 
umum terkait dengan bidang ilmu komunikasi, akan tetapi di masing- 
masing teori ini tersebar sejumlah tradisi teori dan penelitian dalam 
studi komunikasi politik dan marketing politik. 

Hal yang sama juga dilakukan oleh Griffin (1997), dimana 
menurutnya teori dan riset dalam studi komunikasi juga meliputi 
tujuh tradisi, yaitu : 1) tradisi sosio-psikologis, 2) tradisi sibernetik, 3) 
tradisi retorika, 4) tradisi semiotik, 5) tradisi sosiokultural, 6) tradisi 
kritis, 7) tradisi fenomenologis. Kemudian Ia juga menambahkan 
tradisi etika dalam studi komunikasi!22. Berbeda dengan Littlejohn dan 
Foss(2005), Griffin (1997) kemudian memetakan persebaran teori 
komunikasi dari masing-masing tradisi di atas ke dalam beberapa 
kelompok yaitu: 1) teori-teori yang menjelaskan komunikasi 
interpersonal, 2) teori-teori mengenai kelompok dan komunikasi 
publik: 3) teori-teori mengenai komunikasi massa, dan 4) teori-teori 
mengenai komunikasi budaya. Kendatipun pemetaan yang dilakukan 
Griffin (1997) di atas secara umum terkait dengan tradisi riset dan 
penelitian komunikasi, namun persebaran perspektif dan teori-teori 
dalam komunikasi politik dan marketing politik ada di masing-maisng 
tradisi tersebut. 

Sama dengan Littlejohn dan Foss (2005) dan Griffin (1997), 
Robert T.Craig dan Heidi L.Muller (2007) juga memetakan tradisi teori 
dan riset dalam ilmu komunikasi meliputi tujuh tradisi yaitu'? : 1) 
tradisi retorika, 2) tradisi semiotik, 3) tradisi fenomenologis, 4) tradisi 
sibernetik: 5) sosiopsikologis: 6) tradisi sosiokultural, dan 7) tradisi 


141 Lihat Stephen W. Littljohn dan Karen A.Foss. 2005. Theories of Human 
Communication. Singapore: Thomson & Wadsworth. Eight Edition. Halaman 34-60. 

142 Lihat EM.Griffin. 1997. A First Look At Communication Theory. Boston: McGraw 
Hill. Fifth Edition. Halaman 21-36. 

14|ihat Robert T.Craig and Heidi L.Muller. 2007. Theorizing Communication, 
Reading Across Traditions. London: Sage Publication. 
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kritis. Dari pemetaan Craig dan Muller (2007) ini sejumlah teori 
komunikasi politik tersebar di beberapa tradisi tersebut, seperti teori 
mengenai motif retorika politik dari Kenneth Burke terdapat dalam 
tradisi retorika, teori kognitif sosial Albert Bandura ada dalam tradisi 
sosiopsikologis, dan teori interaksionisme simbolik dalam komunikasi 
politik—yang berakar dari pemikiran George Herbert Mead —ada 
dalam tradisi sosiokultural. Selain itu juga pemikiran Anthony Gidden 
yang menawarkan konsep strukturasi yang sangat termasyhur di 
berbagai belahan dunia. Pemikiran Gidden ini kemudian juga banyak 
diadaptasi untuk kajian komunikasi politik di Indonesia, khususnya 
dalam melihat bagaimana proses interaksi dan strukturasi terhadap 
pemikiran politik, ideologi politik dan penyajian dan pengemasan 
pesan-pesan politik dan informasi politik yang berlangsung antara 
aktor politik, organisasi media, institusi politik dan lembaga 
Pemerintahan. 

Dari pemaparan di atas, teori-teori komunikasi politik dan 
marketing politik sesungguhnya tersebar dalam beragam tradisi teori 
dan riset. Namun dari ketujuh atau delapan tradisi tersebut dimana 
beberapa tradisi secara umum ada dalam payung perspektif tertentu. 
Hingga saat ini, ragam persektif yang diterima dan digunakan dalam 
studi komunikasi secara umum meliputi tiga hal. Mengacu pada 
pemikiran Miller (2005), untuk bidang studi komunikasi politik, ragam 
perspektif tersebut meliputi tiga hal'4: 1) perspektif klasik—yang 
terdiri dari perspektif positivis dan post posivis, 2) perspektif 
intrepretatif, 3) perspektif kritis. Sedangkan untuk studi marketing 
politik, maka perspektif yang berkembang meliputi : 1) perspektif 
klasik—yang terdiri dari perspektif positivis dan post posivis, dan 2) 
perspektif intrepretatif. Dalam pandangan Rosengreen (1983), 
perspektif intrepretatif di atas seringkali disebut juga sebagai 
perspektif kronstruktivis. 

Berbeda dengan Miller, John Fiske (1990) membagi perspektif 
komunikasi berdasarkan cara memandang fenomena komunikasi itu 
sendiri. Pertama, komunikasi sebagai proses penyampaian pesan. 
Kedua, komunikasi sebagai prsoes produksi pesan dan pertukaran 
makna dan pengalaman dalam memaknai pesan. Pola ini sebenarnya 


144 Lihat Katherine Miller. 2005. Communication Theories: Perspectives, Processes and 
Contexts. Boston: McGraw-Hill International Edition . Second Edition. Halaman 35-82. 
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agak sejalan dengan tiga perspektif yang disampaikan oleh 
Rosengreen (1993, dalam Hidayat, 1999), yang membagi perspektif 
dalam kajian dan teori komunikasi, yaitu perspektif klasik(positivist 
dan post-positivist), perspektif konstruktivist dan perspektif kritis. 
Pola pengkategorian perspektif ini kemudian menempatkan sudut 
pandang para ahli komunikasi dan komunikasi politik dalam 
memandang fenomena komunikasi, apakah: 1) komunikasi sebagai 
proses penyampaian pesan, 2) komunikasi sebagai interaksi dalam 
sharing pemaknaan dan pengalaman dan 3) komunikasi sebagai 
transaksi pesan dan makna. 

Selain itu, Miller (2005) juga membagi ragam teori komunikasi 
dalam dua aras. Pertama, teori-teori komunikasi berbasis proses, yang 
meliputi : 1) teori organisasi simbolik: 2) teori produksi pesan, 3) teori 
pemrosesan pesan, 4) teori wacana/diskursus, 5) teori komunikasi 
dalam mengembangkan pola relasi: 6) teori komunikasi dalam 
melanjutkan dan menjaga kelangsungan relasi. Kedun, teori-teori 
komunikasi berbasis konteks, meliputi : 1) teori komunikasi 
organisasi, 2) teri komunikasi dalam kelompok, 3) teori-teori proses 
dalam media dan efek media: 4) teori-teori media dan masyarakat: 5) 
teori-teori budaya dan komunikasi. 

Selain para ilmuwan di atas, dalam sudut padang studi 
komunikasi massa, McOuail (1992, 2005: 2010) kemudian juga 
memformulasikan ragam teori komunikasi dalam beberapa domain: 1) 
teori mengenai struktur media dan media performance: 2) teori 
mengenai struktur organisasi media, 3) teori mengenai isi media, 4) 
teori mengenai audience: 5) teori mengenai efek media'43. Atas dasar 
konseptualisasi teori-teori komunikasi massa yang disampaikan oleh 
McOuail inilah beberapa ilmuwan komunikasi politik kemudian 
memformulasikan peta riset dan teori dalam studi komunikasi 
politik —termasuk Effendi Gazali (2004) yang mengembangkan teori 
media performance McOuail (1992), Laswell (1936, 1940, 1958) dan 
Chaffe (2001) untuk memformulasikan dan menteorisasikan studi 
komunikasi politik dan politik komunikasi di Indonesia. 


145 Lihat Dennis McOuail. 2005. McOuail s Mass Communication Theory. Fifth Edition. 
London: Sage Publication. Lihat juga Dennis McOuail.2010. McOuails Mass 
Communication Theory. Sixth Edition. Lihat juga Denis McOuail. 1992. Media 
Performance: Mass Communication and Public Interest. London: Sage Publication. 
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Dari pemaparan di atas tampak bahwa masing-masing 
ilmuwan berusaha memformulasikan ragam tradisi teori dan riset 
dalam ilmu komunikasi. Mereka juga mengembangkan peta teori dan 
mengembangkan teorinya dari sudut pandang tertentu. Dari pola 
pembedaan tersebut di atas tampak bagaimana masing-masing 
ilmuwan berusaha memetakan kembali tradisi teori dan penelitian 
dalam komunikasi, namun hanya sedikit diantaranya yang secara 
tegas mendefinsikan dan memetakan ragam tradisi tersebut dalam 
peta perspektif teori-teori komunikasi. Hal ini tak lain karena 
perspektif atau pendekatan dalam teori-teori komunikasi —dan juga 
dalam ilmu sosial pada umumnya masih menimbulkan kontroversi. 

Kendatipun jarang dibahas dalam studi komunikasi politik dan 
marketing politik, ragam perspektif ini telah berkembang seiring 
dengan perkembangan kedua bidang ilmu tersebut. Tanpa sadar — 
atau dengan sadar namun tanpa penegasan yang nyata —masing- 
masing ilmuwan yang mengembangkan penelitiannya di kedua 
bidang ini sesungguhnya telah menyumbangkan ataupun 
mengembangkan teori-teori yang berada di salah satu perspektif 
tersebut. Gejala ini dapat kita lihat dari kecenderungan pemilihan teori 
dan konsep serta metode penelitian ketika mereka mengkaji fenomena 
komunikasi politik yang menjadi obyek penelitian mereka. 


Penggunaan Perspektif Klasik, Perspektif Konstruktivis dan 
Perspektif Kritis dalam Studi Komunikasi Politik. 


Ragam penggunaan perspektif dalam studi komunikasi politik 
sebenarnya telah menunjukkan bagaimana dan seperti apa 
kecenderungan yang dipilih dan dikembangkan oleh para peneliti 
bidang studi komunikasi politik dan marketing politik. Secara umum, 
beragam penelitian dalam studi komunikasi politik dan marketing 
politik di level internasional lebih banyak dikembangkan dalam 
perspektif klasik—terutama post-positivis. Akan tetapi di banyak 
negara, karena tidak adanya sistem politik yang demokratis yang 
memungkinkan dilakukannya riset-riset dalam perspektif ini, atau 
karena adanya tradisi keilmuwan yang berbeda—misalnya lebih 
menekankan sudut pandang pemikiran intrepretatif dan kritis, mereka 
justru tidak banyak mengembangkan dan menyumbangkan riset-riset 
komunikasi politik dengan perspektif klasik. Sebaliknya banyak 
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diantaranya yang justru lebih tertarik dengan perspektif konstruktivis 
dan kritis. Hal ini juga sebenarnya dipengaruhi oleh kecenderungan 
madzhab pemikiran dan tradisi riset yang dianut dan dipopuler oleh 
masing-masing peneliti dan akademisi yang ada di universitas di 
masing-masing kawasan dan negara. 

Bagaimana peta teori dan penggunaannya dalam perspektif 
Klasik (positivist dan post positivis), perspektif konstrukstivis dan 
perspektif kritis di Indonesia?. Hal inilah yang akan kita diskusikan 
dalam pembahasan berikut ini. Pertama, perspektif klasik dilakukan 
dengan logika positivis baik yang dilakukan dengan metode 
penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Pada mulanya, studi 
komunikasi politik di Amerika Serikat maupun di Eropa 
dikembangkan dengan perspektif ini. Baik Harold D.Laswell (1932: 
1958) dan juga Wilbur Schramm mengembangkan risetnya dengan 
menggunakan perspektif ini, yaitu meneliti isi media tentang 
pemberitaan politik dan riset tentang propaganda politik yang 
ditampilkan oleh media. Dalam fase berikutnya, riset-riset dengan 
perspektif post positivis juga terus dikembangkan terutama dalam 
meneliti efek tayangan media terhadap perilaku pemilih, agenda 
setting media dan framming media dalam memberitakan realitas 
politik. 

Pengembangan metode survei yang dikembangkan oleh 
Michigan University di Amerika Serikat bahkan menjadi inspirasi bagi 
para akademisi di Eropa untuk memgembangkan riset survei opini 
publik. Sejak tahun 1960an hingga tahun 1980an, teori-teori 
komunikasi politik bahkan lahir dan dikembangkan dari perspektif 
ini. Dalam bidang studi opini publik di Eropa Noelle-Neumann(1974, 
1984,1991) mengembang teori spiral kesunyian (spiral-silent theory). Di 
sini perspektif post positivist mendapatkan tempat utama dalam studi 
komunikasi politik. Adanya kebutuhan untuk meneliti kecenderungan 
isi pemberitaan media, framming dan priming media dan juga analisis 
terhadap retorika dan propaganda politik kian menjadikan perspektif 
ini makin populer. Selain itu, kebutuhkan untuk menyelenggarakan 
riset-riset mengenai dampak iklan politik, debat kandidat dan dampak 
kampanye politik dan pembentukan opini publik kian menjadikan 
perspektif ini makin banyak dikembangkan di Amerika dan Eropa. 
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Perspektif intrepretatif atau konstruktivis ini mulai 
berkembang sejak era 1980an. Kendatipun para pemikir yang 
berkontribusi terhadap perspektif ini telah ada sebelum tahun 1980an, 
namun ia memasuki bidang studi komunikasi khususnya komunikasi 
politik sejak tahun 1980an. Hal ini terutama berkembang pesat di 
kawasan Eropa. Hal ini terutama karena pengaruh bidang ilmu 
linguistik, sosiologi dan psikososial. Kalangan pemikir ini terutama 
datang dari ilmuwan yang mengembangkan pemikirannya dalam 
teori-teori interaksionisme simbolik dan konstruktifis. 

Pemikir sosiologi yang terkenal di sini adalah George Herbert 
Mead dan  Erving  Goffman (195919631967).  Goffman 
menyumbangkan perspektif yang tentang dramaturgi dan presentasi 
diri (self presentation) dan tatanatan interaksi (interaction order). 
Goffman juga banyak menyumbangkan konsep-konsep baru seperti 
ragam jenis diri (different kinds of selves), representasi diri (performing 
the self), diri dan peran sosial, kesucian dan stigmatisasi beragam jenis 
diri (sacred and stigmatized selues), manajemen impresi (impression 
management), dan teori dramaturgi mengenai konsep panggung depan 
(front stage) dan panggung belakang (back stage)145. Sejumlah konsep 
yang ditelorkan oleh Goffman ini pun makin populer dan dianggap 
sangat berguna untuk menganalisis performance komunikasi politik 
elit politik baik melalui media maupun di luar media. 

Selain itu, ada juga Kenneth Burke(1963) yang 
mengembangkan studi bahasa dan motivasi retorika. Burke (1963) 
yang meyakini bahwa manusia the symbol using animal kemudian 


146 Lebih lanjut lihat Kenneth Allan. 2006. Performing The Self: Erving Goffman (1922- 
1982), dalam Kenneth Allan. 2006. Contemporary Social and Sociological Theory: 
Visualizing Social Worlds. London : Sage Publication. Halaman 73-94. 

147 Erving Goffmann dilahirkan 11 Juni 1922 di Kanada. Kemudian ia meninggal di 19 
Nivember 1982 di Philadelphia. Ia mendapatkan pendidikan sarjananya di University 
of Toronto, Kanada pada tahun 1945. Kemudian menamatkan pendidikan Master di 
Universitas Chicago tahun 1949. Goffman pada tahun 1953 mengembangkan riset 
doktoralnya di Universitas Chicago dengan judul “Communication Conduct in an Island 
Community”. Goffman membutuhkan waktu dua tahun untuk melakukan penelitian 
di Pulau Urs yang berpenduduk 900an orang di daerah Skotlandia. Pulau ini 
merupakan pulau yang terjauh dari wilayah Inggris Raya. Hasil riset desertasi ini 
kemuidan pada tahun 1959 diterbitkan dengan judul The Presentation of Self in Everyday 
Life. Pemikiran Goffman dipengaruhi oleh George Herbert Mead yang mengajarnya di 
Universitas Chicago, dengan model pendekatan simbolik interaksionism. Lebih lanjut 
tentang siapa dan bagaimana kontribusi Erving Goffman dalam bidang ilmu 
komunikasi. Lihat Rogers. 1994,....Loc...cit,...Halaman 171-172. 
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menekankan arti pentingnya bahasa dan motif-motif kepentingan 
dibalik penggunaan bahasa menjadi penting dalam memahami 
bagaimana konstruksi makna politik yang dilakukan oleh 
komunikator politik dan bagaimana makna politik tersebut 
dikontestasikan oleh para aktor politik. Burke (1963) menyumbangkan 
sejumlah konsep penting dalam studi komunikasi politik seperti scene, 
act, agent, agency dan purpose yang sangat berguna untuk melacak 
dinamika kontestasi makna dari para aktor politik atas realitas politik 
yang dikonstruksikan. Contoh penelitian yang menggunakan konsep 
ini misalnya, yang pernah dilakukan oleh Basuki Agus Suparno (2010) 
melalui karya desertasinya dengan judul “Kontestasi Makna dan 
Dramatisme: Studi Komunikasi Politik tentang Reformasi di 
Indonesia”. 

Selain itu, ada juga Thomas Lukmann dan Peter L. Berger 
(1967) yang menyumpangkan dasar pemikiran perspektif 
konstruksionis melalui alur konsepnya tentang konstruksi sosial 
realitas148. Keduanya menyumbangkan konsep internalisasi, 
eksternalisasi dan obyektifikasi sebagai model analisis bagaimana 
realitas dalam komunikasi politik — baik dalam kehidupan sehari-hari 
maupun melalui tayangan media massa seperti melalui iklan politik, 
talkshow politik dan pemberitaan politik—dikonstruksikan dan 
kemudian melahirkan makna tertentu di kalangan komunikator 
maupun khalayaknya. 

Contoh perspektif konstruktivis misalnya sebagaimana 
dikembangkan dalam desertasi Ishadi SK (2002) dengan judul 
“Kontestasi di Ruang Berita Televisi: Analisis Kritis Praktik Diskursus 
Menjelang Jatuhnya Suharto”. Penelitian yang lain juga dilakukan oleh 
Leen d Haenens, Effendi Gazali dan C. Verelst (1999) mengenai proses 
konstruksi berita sebelum dan setelah jatuhnya Rezim Orde Baru 
Soeharto. Kajian dengan perspektif  konstrukstivist juga 
dikembangkan oleh Ibnu Hamad (2004) melalui karya desertasinya 
tentang Konstruksi Realitas Politik dalam media massa mengenai 
berita-berita Pemilu 1999 


148 Tentang pemikiran Peter Berger dan Thpmas Lukmamn, lihat Kenneth Allan. 2006. 
Constructing Social Reality: Peter Berger and Thomas Luckmann, dalam Kenneth 
Allan. 2006. Contemporary Social and Sociological Theory: Visualizing Social Worlds. 
London : Sage Publication. Halaman 27-48. 
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Perspektif kritis dalam studi komunikasi politik kemudian 
lahir sejak tahun 1980an, dan mulai marak dikembangkan sejak tahun 
1990an. Penggunaan perspektif ini dalam studi komunikasi politik 
terutama disumbangkan oleh para pemikir dari bidang ilmu filsafat 
bahasa, ilmu psikososial dan linguistik. Mereka bahkan kemudian 
menyumbangkan sejumlah metode penelitian yang menjadi dasar bagi 
pengembangkan perspektif kritis dalam studi komunikasi politik 
untuk mengkaji pidato politik, teks berita, iklan politik dan juga 
percakapan-percakapan dalam politik. 

Sejumlah pemikir yang berperan penting bagi pengembangan 
perspektif kritis dalam studi komunikasi politik antara lain Teun Van 
Djik (1998) yang melahirkan Metode analisis wacana. Contoh 
penggunaan metode ini dalam studi komunikasi politik misalnya yang 
pernah dilakukan oleh Eriyanto (1999) yang meneliti Retorika 
Soeharto dalam penelitian skripsinya dengan judul “Kekuasaan 
Otoriter : Dari Gerakan Penindasan Menuju Politik Hegemoni”. Dalam 
hal ini bagaimana Soeharto mengkonstruksikan retorika politik dan 
wacana pembangunan melalui pidato-pidato politiknya yang 
disampaikan setiap menjelang peringatan Proklamasi Kemerdekaan 
RI, dan bagaimana konstruksi retorika politik dan wacana 
pembangunan tersebut kemudian mampu menjadi mainstream bagi 
diskursus politik di Indonesia. 

Riset juga dilakukan oleh Agus Sudibyo(1998) — dengan 
mengelaborasi pemikiran Foucault (1980:98) dan Van Djik (1998:6) — 
bagaimana media massa di era Orde Baru mencitrakan sosok Bung 
Karno. Konsep kekuasaan dan pengetahuan dielaborasi dalam 
perspektif kritis bagaimana kecenderungan media mencitrakan sosok 
Bung Karno selama beberapa periode masa kekuasaan Orde Baru. 
Sebagai sebuah studi komunikasi politik dalam perspektif kritis, 
Analisis Sudibyo (1998) ini telah menyumbangkan temuan riset yang 
menarik seputar konstruksi pengetahuan tentang sosok Soekarno dan 
bagaimana citra Soekarno sangat terkait dengan delegitimasi 
kekuasaan Soekarno dan pembangunan legitimasi kekuasaan Rezim 
Orde Baru Soeharto!:5. 


149 Lihat Agus Sudibyo. 1998. De-Soekarnoisasi Dalam Wacana Resmi Orde Baru: 
Kilas-Balik Praktek-Praktek Rekayasa Kebenaran dan Wacana Sejarah Oleh Rejim 
Orde Baru. JSP, Vol 2, No.1, Juli, 1998. 
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Pemikir lainnya adalah Norman  Fairclough yang 
mengembangkan metode analisis wacana kritis (critical discourse 
analysis)50, Ia mengelaborasi konsep wacana dan relasinya dengan 
perubahan sosial politik. Contoh model penelitian dengan metode 
penelitian ini, misalnya sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Ibnu 
Hamad (2004) melalui karya desertasinya tentang Konstruksi Realitas 
Politik dalam media massa mengenai berita-berita Pemilu 1999. 

Selain itu, sejumlah penelitian komunikasi politik dengan 
obyek penelitian iklan politik ataupun film-film politik juga dilakukan 
dengan perspektif kritis. Adapun metode yang digunakan adalah 
dengan metode semiotik. Contoh penelitian tentang hal ini misalnya 
yang pernah dilakukan oleh Budi Irawanto (1999) yang meneliti 
bagaimana hegemoni ideologi militer pada masa Orde Baru 
berlangsung dalam media massa. Obyek yang diteliti oleh Irawanto 
(1999) adalah tiga film—Serangan Fajar, Janur Kuning dan G30 
S/PKI—dimana ketiganya menggambarkan konstruksi legitimasi 
kekuasaan Orde Baru dan Soeharto. 

Dari pemaparan di atas, ketiga perpektif dalam studi 
komunikasi politik tampak terus dikembangkan oleh para peneliti dan 
akademisi, melalui dasar teori tertentu yang bersumber dari ketika 
perspektif tersebut. Peran para ilmuwan dalam bidang-bidang ilmu 
lain —seperti linguistik, psikologi sosial, sosiologi, ilmu politik dan 
filsafat tampak sangat berperan besar dalam memperkaya model- 
model riset dalam studi komunikasi politik di berbagai belahan dunia, 
termasuk di Indonesia. 

Popularitas masing-masing perspektif sangat ditentukan oleh 
beberapa hal. Pertama, bagaimana trend yang mendominasi perspektif 
tersebut. Dalam hal ini ada kecenderungan di mana popularitas 
sebuah perspektif sangat dipengaruhi oleh kebutuhan, keinginan dan 
kegilaan masing-masing peneliti untuk mengembangkan risetnya 
dalam perspektif tertentu. Pada masa Orde Baru, riset analisis isi 
media terhadap pemberitaan politik dikembangkan akan tetapi hanya 
sebatas sebagai kebutuhan untuk melihat kecenderungan isi media 


150 Lebih lanjut lihat Norman Fairclough. 1992b. Discourse and Social Change. London: 
Polity Press. Lihat juga Norman Fairclough. 1995. Media Discourse. London: Edward 
Arnold Juga lihat Norman Fairclough. 1989. Language and Power. Londong: Longman 
Publisher. Juga lihat Norman Fairclough (Eds). 1992a. Critical Language Awareness. 
Hairlow: Longman Publisher. 
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dalam memberitakan peristiwa politik, terutama pemilu. Riset-riset 
positivis juga dikembangkan namun hanya melihat aspek sistem 
pers(Pancasila) dan sistem politik atau fungsi media dalam sistem 
politik. Pada masa tersebut, perspektif dan tema-tema inilah yang jauh 
lebih populer, dibandingkan dengan yang lain. 

Kedua, popularitas perspektif juga terkait dengan kondisi 
struktural dan kultural akibat dari kekuasaan Rezim Politik yang 
berkuasa. Pada masa Orde Baru, perspektif positivis dikembangkan di 
Indonesia dengan fokus kajian peran media dalam pemilu atau terkait 
dengan fungsi kontrol media terhadap sistem politik. Sedangkan 
untuk perspektif post positivis juga dikembangkan melalui analisis isi 
media kuantitatif terkait dengan pemberitaan politik yang 
dilakukannya. Sementara itu tidak banyak dikembangkan dalam studi 
komunikasi politik terutama yang terkait dengan perilaku pemilih 
atau dampak tayangan kampanye politik terhadap perilaku pemilih. 
Di Indonesia dapat kita saksikan bagaimana perspektif konstruktivis 
dan perspektif kritis makin marak menjelang kejatuhan dan Pasca 
Orde Baru. Sejumlah karya skripsi, thesis dan desertasi terus 
dikembangkan dengan ragam tema dan juga obyek penelitian yang 
lebih luas dengan menggunakan perspektif kritis dan konstruktivis. 

Ketiga, popularitas penggunaan perspektif juga didorong oleh 
berbagai jenis kebutuhan dari kalangan profesional konsultan media, 
akademisi, profesional media dan juga para aktor dan lembaga politik. 
Sejak Pemilu 1999, dan terutama makin marak menjelang Pemilu 2004, 
riset-riset komunikasi politik dan marketing politik dengan perspektif 
post positivis—dengan menggunakan metode survei dan metode 
eksperimen —terus dikembangkan. Riset ini pada mulanya dimotori 
oleh adanya kebutuhan dari para aktor dan institusi politik untuk 
meneliti performance komunikasi politik, dampak kampanye politik 
dan iklan politik, opini publik dan perilaku pemilih. Kebutuhan akan 
trend hasil survei deskriptif dari kalangan pelaku politik, para 
konsultan profesional dan media pada mulanya menjadi pemicu 
maraknya riset-riset dengan perspektif ini. Akan tetapi dalam 
perkembangannya kemudian—terutama dimotori oleh mereka yang 
berlatarbelakang ilmu politik —mengembangkan riset-riset ini dalam 
area studi politik dan komunikasi politik. Beberapa ilmuwan yang 
secara intens mengembangkan riset-riset dalam area ini misalnya 
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Liddle dan Mujani (2005, 2007, 2009, 2010) dan juga Oodari (2007, 
2010) dan juga Eriyanto (2008, dan 2011). 

Keempat, maraknya penggunaaan perspektif dalam riset-riset 
komunikasi politik juga dipengaruhi oleh faktor sumber pendanaan 
dan politik pendanaan. Maraknya riset-riset post positivist terutama 
dengan metode survei, analisis isi media dan FGD tampak 
dipengaruhi oleh adanya dukungan pendanaan dari para klient dari 
para konsultan politik. Riset-riset dengan perspektif kritis dan 
konstruktivis—misalnya yang dilakukan oleh para aktivis LSM, 
misalnya mereka yang tergabung sebagai peneliti di Institute Arus 
Informasi (ISAI) —juga didukung oleh sumber-sumber pendanaan 
(funding) internasional. Kita dapat membuat analisis dan melacak 
bagaimana kecenderungan politik funding dalam mendanai riset-riset 
bidang studi komunikasi politik dari perspektif tertentu. Adanya 
politik pendanaan ini dalam kadar tertentu ikut mempengaruhi trend 
riset dan popularitas perspektif yang akan diterapkan dalam riset-riset 
di kalangan para peneliti dan akademisi. 

Dari sini dapat disimpulkan bagaimana kecenderungan 
penggunaan perspektif dalam studi komunikasi politik tidak hanya 
dipengaruhi oleh minat para peneliti dan ilmuwan saja, akan tetapi 
dipengaruhi oleh konteks struktural dan kultural—dimana riset 
tersebut — dibutuhkan,  diperbolehkan(tidak — dilarang) dan 
memungkinkan untuk dilakukan. Selain itu, hal ini juga didukung 
oleh sejauh mana apresiasi dan dukungan serta kebutuhan yang 
dirasakan oleh para stakeholder dan publik terhadap riset-riset 
tersebut di masing-masing negara. 
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BAB X 

DEMOKRATISASI, KOMUNIKASI POLITIK DAN 
MARKETING POLITIK PASCA KERUNTUHAN 
REZIM ORDE BARU 


Pendahuluan 


« 2 etelah membahas perkembangan studi dan riset-riset 
3). | komunikasi politik di Asia, lantas bagaimana dengan 
S) perkembangan komunikasi politik dan marketing politik di 
Indonesia? Kajian komunikasi politik di Indonesia dipengaruhi oleh 
beberapa faktor. Pertama, menguatnya gelombang demokratisasi di 
Indonesia, menjelang dan Pasca Reformasi. Kedua, reformasi sistem 
politik dan sistem pemilu Pasca Reformasi. Ketiga, berkembangnya 
kebebasan pers Pasca Reformasi. Keempat, berkembangnya kebebasan 
berserikat, berekspresi dan berpendapat. Kelima, meluasnya arena 
kontestasi politik bagi parpol dan elit politik. Keenam, tumbuhnya 
kepercayaan terhadap hasil riset survei opini publik. Ketujuh, 
meningkatnya peran konsultan politik sejak Pemilu 2004. 

Ketujuh faktor ini tidak hanya mendukung perkembangan 
praktek komunikasi politik dan marketing politik, akan tetapi juga iku 
mendorong perkembangan riset-riset di bidang komunikasi politik 
dan marketing politik Pasca Orde Baru. Proses ini menandai fase 
modernisasi dan profesionalisasi komunikasi politik di Indonesia. 
Tidak hanya itu, ketujuh faktor ini juga kian memberikan tempat bagi 
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bidang kajian komunikasi politik di tengah transisi demokrasi dan 
pematangan demokrasi Pasca Orde Baru. 


Gelombang Demokratisasi Menjelang dan Pasca Reformasi 


Demokrasi merupakan salah satu warisan peradaban yang 
memberikan solusi atas tatanan kehidupan publik. Ada berbagai 
pengertian demokrasi. Pengertian klasik yang seringkali kita dengar 
adalah sistem demokrasi merupakan wujud Pemerintahan dari rakyat, 
oleh rakyat dan untuk rakyat. Salah satu diantaranya misalnya 
Menurut Webster's College Dictionary, yang menyebutkan bahwa 
demokrasi adalah satu bentuk pemerintahan yang kekuasaan 
utamanya ada di tangan rakyat. 

Selama beberapa abad, demokrasi terus berkembang dan 
ragam definisi demokrasi juga terus bertambahi51.Diskursus 
demokrasi pada umumnya terkait dengan pemerintahan oleh 
kekuasaan mayoritas, fungsi dan lingkup kekuasaan, kesetaraan, 
kebebasan, keadilan dan kepentingan. Ragam diskursus ini lah yang 
kemudian melahirkan sejumlah karya-karya klasik, modern dan 
kontemporer tentang konsep, prinsip-prinsip dan tujuan dari sistem 
demokrasi yang ideal dan tradisi demokrasi yang berkembang di 
beberapa negara yang menganut sistem demokrasi!32. 

Selama satu abad terakhir, teori dan konsep demokrasi ini 
terus dikembangkan dan diimplementasikan di sejumlah negara!3. 


151 Lebih lanjut lihat Carl Lotus Becker. Modern democracy. Yale: Yale University 
Press, 1941. Bandingkan dengan Ian Shapiro. The State of Democratic Theory. 
Princeton: Princeton University Press. Tahun 2005 

152 Lihat Ronald J. Terchek dan Thomas C. Conte. Theories of Democracy. Lanham: 
Rowman and Littlefield. Tahun 2001. Halaman 1 

158 Lihat David Held. Models of democracy. London: Polity Press. Tahun 2006. Lihat 
juga Robert Alan Dahl. Robert Alan Dahl. A preface to democratic theory. Chicago: 
University of Chicago Press. Tahun1956. Lihat juga Robert Alan Dahl. Democracy and 
its critics. Yale: Yale University Press, 1989. Lihat juga Robert Alan Dahl. On 
democracy. Yale: Yale University Press. Tahun 2000. Periksa juga Robert Alan Dahl. A 
preface to democratic theory. Chicago: Chicago University Press. Tahun 2006. Periksa 
juga Robert Alan Dahl. On Political Eguality. Yale: Yale University Press. Tahun 2006. 
Bandingkan dengan Frank Cunningham. Theories of democracy: A Critical 
Introduction. London: Routledge Publication. Tahun 2002. Bandingkan juga Guillermo 
A. O'Donnell, “Democratic Theory and Comparative Politics,” Studies in Comparative 
International Development Vol. 36, No. 1 (Spring 2001). Joseph Alois Schumpeter. 
Capitalism, socialism and democracy. London: Routledge Publication. Tahun 1994 
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Konsep demokrasi pun terus berkembang dimana masing-masing 
merujuk pada tradisi liberal (John Locke, Tom Paine, James Madison, 
Alexis Tocgueville, John Stuart Mill dan John Rawls), dan tradisi 
republikan (Aristotle, Niccolo Machiavelli, Jean-Jacgues Rousseau, 
John Winthrop, Horace Mann, dan Robert Bellah). Selain itu juga 
berkembang teori-teori kontemporer tentang demokrasi, seperti 
Protective Democracy (Friedrich Hayek dan Milton Friedman), Pluralist 
Democracy (Arthur Bentley dan Robert Dahl), Performance Democracy 
(Joseph Schumpeter dan Anthony Downs), dan Participatory Democracy 
(John Dewey dan Benjamin Barber). Kritik terhadap teori-teori 
demokrasi juga datang dari sejumlah kalangan, misalnya dari 
kalangan dan neo realis (Max Weber dan Norberto Bobbio), dari 
kalangan pemikir Post Modernis (Foucault, William Connolly, dan 
Chantal Mouffe), dan Dari kalangan post strukturalis (Jurgen 
Habermas dan Sheldon Wolin). 

Makna demokrasi terus dielaborasi dan diperdebatkan dalam 
arena kontestasi politik dan juga untuk mencari bentuk ideal dari 
sistem demokrasi'84, Prospek demokrasi juga terus dikaji di sejumlah 
negara di sejumlah kawasan!» Masing-masing negara juga terus 
mengadopsi sistem demokrasi sebagai salah satu sistem pilihan 
realistis dalam mengelola kekuasaan dan Pemerintahan'»6. Kendati 
demikian, pengertian demokrasi ini dilaksanakan secara berbeda di 
berbagai negara di dunia. Masing-masing negara juga menghadapi 
sejumlah permasalahan dalam  mengimplementasikan sistem 
demokrasi yang dianutnya!57. Meskipun pengaruh demokrasi liberal 
cukup masif, namun mayoritas Negara-Bangsa cenderung 
melaksanakan demokrasi sesuai dengan pikiran dan perasaan yang 
hidupnya masing. 

Demokrasi merupakan mimpi banyak masyarakat yang hidup 
di berbagai belahan dunia. Pasca Perang Dunia II, sejumlah negara 
Industri mengadopsi dan mengembangkan sistem demokrasi yang 
berbasis pada kapitalisme pasar. Sisi yang lain, banyak 


154 Lihat Michael Saward. Democracy. Wiley-Blackwell. Tahun 2003 

155 Lihat David Held. rospects for democracy: North, South, East, West. Stanford 
University Press, 1993 

156 Lihat Helena Catt. Democracy in practice. Routledge Publication. Tahun 1999. 

157 Lihat Roland Axtmann. Democracy: Problems and Perspectives. Edinburgh: 
Edinburgh University Press, 2007 
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diantaranyanya yang mengadopsi sistem sosialisme dan komunisme 
yang dipandang berseberangan dengan sistem demokrasi. Sementera 
itu, mayoritas negara-negara dunia ketiga, beberapa diantaranya 
mampu mengembangkan sistem demokrasi, akan tetapi banyak 
diantaranya yang terjebak dalam kekuasaan rezim sosialis, komunis, 
maupun rezim otoriter. 

Samuel Huntington (1991) menjukkan bagaimana arus 
gelombang demokrasi ketika terus merebak ke berbagai negara. 
Dalam catatan Huntington (1991), 69 # negara-negara di dunia pada 
tahun 1975 masih diperintah oleh Rezim Otoriter. Hanya 24 96 saja 
negara-negara yang sudah menganut sistem demokrasi liberal. Peta ini 
rupanya mulai berubah, dimana sejak tahun 1995, negara-negara yang 
diperintah oleh Rezim Otoriter menurun ke angka 26 90. Sebaliknya, 
negara-negara yang diperintah oleh sistem demokrasi liberal 
meningkat hingga mencapai 48 4. Bahkan jumlah negara yang 
memasuki sistem demokrasi liberal ini terus meningkat mencapai dua 
kali lipat dalam jangka waktu 20 tahun!3. 

Intinya, gelombang demokratisasi tampak terus bergerak dari 
satu benua ke benua lainnya. Gelombang panjang fase pertama 
demokratisasi sebelumnya terjadi di Eropa, Amerika Serikat, 
Argentina dan sejumlah koloni Inggri antara awal Abad 19 dan 20. 
Fenomena ini kemudian disusul dengan gelombang kedua 
demokratisasi—yang berlangsung setelah Perang Dunia II hingga 
tahun 1960an, yang terjadi sejumlah negara di Eropa lainnya seperti di 
Jerman, Italia, Jepang dan negara-negara bekas jajahan negara-negara 
Barat. Fase ini juga diikuti dengan arus balik gelombang demokratisasi 
yang berlangsung di negara-negara Amerika Latin ke rezim Orotiter, 
yaitu pada akhir tahun 1960an dan awal tahun 1970. Setelah ini, 
kemudian muncul fenomena gelombang demokratisasi ketiga. 

Sejak tahun 1990an, gelombang demokratisasi terus meluas 
memasuki sejumlah negara, termasuk di Indonesia. Pada fase ini, 
gerakan oposisi kian berkembang luas di Indonesia. Sebagian dimotori 
oleh sebagian kecil kelompok elit politik kritis, dan sebagian besar 


158 Lihat Samuel P.Huntington. 1991. The Third Wave : Democratisation in the Late 
Twentieth Century. Norman and London: University of Oklahoma Press. Buku ini 
kemudian diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia, selanjutnya Lihat Samuel 
P.Huntington. Gelombang demokratisasi ketiga. Jakarta: PT Gramedia Pustaka. 2001 
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lainnya dimotori oleh kelompok-kelompok studi di kampus, gerakan 
mahasiswa dan kalangan LSM yang terus mengkritisi kebobrokan 
rezim Orde Baru'!39. Aktor-aktor demokrasi kian mewarnai bagaimana 
dinamika pemikiran dan sikap politik mereka terhadap kemapanan 
Pemerintahan Soeharto:0. 

Gelombang oposisi terhadap Rezim Orde Baru Soeharto ini 
kemudian menemukan titik kulminasinya menjelang tahun 1998. 
Sebelumnya, sejumlah kekerasan politik yang dijalankan oleh 
Pemerintahan Orde Baru terhadap partai politik dan gerakan 
mahasiswa telah menjadi pemicu runtuhnya legitimasi Soeharto. 
Kekerasan 27Juli 1996 terhadap Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan yang dipimpin oleh Megawati telah menimbulkan 
diskursus baru seputar pelanggaran HAM di Indonesiatsi, 
Sebelumnya kekerasan militer di Timor-Timur juga menjadi pemantik 
menguatnya diskursus pelanggaran HAM di media nasional dan 
internasional dan berpengaruh terhadap pola komunikasi politik 
internasional antar negara12. Pemberitaan terhadap hasil jajak 
pendapat di Timor Timur juga tampak menimbulkan kegamangan 
bagi institusi pers di Indonesia163. 

Transisi demokrasi di manapun menjadi salah satu pintu 
masuk yang menentukan bagi sejarah baru sebuah negara-bangsa. Jika 
saja Indonesia tidak memasuki fase liberalisasi politik pada tahun 
1998, dunia komunikasi politik di negeri ini mungkin tidak 
berkembang pesat seperti saat ini. Liberalisasi politik menjadi salah 
satu fase dimana demokrasi dan komunikasi politik dapat 
berkembang di sebuah negara. 

Keberhasilan gerakan reformasi 1998 telah memberikan 
kontribusi besar bagi meluasnya arena komunikasi politik dan political 
marketing di Indonesia. Gerakan reformasi 1998 telah diikuti oleh 


59 Lihat Anders Uhlin, Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang 
Ketiga di Indonesia. Jakarta: Utan Kayu. Tahun 1999. 

60 Lihat Arief Budiman dan Olle Tornguist, Aktor Demokrasi: Catatan Tentang 
Gerakan Perlawanan di Indonesia. Jakarta: Penerbit Utan Kayu. 

81 Lihat Darmanto YT. Membongkar Misteri Sabtu kelabu 27 Juli 1996. Jakarta: 
Lubuk Raya. Tahun 2001 

62 Lihat Nunung Prajarto. Human Right: International Communication Approach. 
Yogyakarta: FISIPOL UGM. Tahun 2006. 

68 Lihat Hotman Siahaan. Pers yang Gamang: Studi Terhadap Pemberitaan Jajak 
Pendapat di Timor Timur. Surabaya: Lembaga Studi Perubahan Sosial. Tahun 2001. 
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serangkaian perubahan mendasar mulai dari perubahan konstitusi 
melalui Amandemen UUD 1945, perubahan sistem politik dan pemilu 
serta Pemilukada, sistem media dan pers, dan munculnya budaya 
politik baru di kalangan pemilih. Sebagai konsekuensi dari mata rantai 
perubahan tersebut, beragam pesta politik pun kian marak dirayakan 
dengan melibatkan aktor-aktor politisi lama dan baru di panggung 
politik lokal dan nasional. 

Pertanyaan kita di sini adalah mampukah masa transisi 
demokrasi yang terus berlangsung di Indonesia hingga hari ini keluar 
dari jebakan sirkuit modal dan kuasa yang cenderung digerakkan oleh 
tangan-tangan kuasa oligarkhi Pasca Soeharto di berbagai sektor- 
sektor publik tersebut? Hal yang terpenting juga perlu difikirkan di 
sini adalah bagaimana peluang reformasi regulasi yang dihasilkan 
Pasca Reformasi dalam mengembalikan subtansi demokrasi yang 
kembali terancam erosi pemaknaan dan degradasi oleh kekuatan 
oligarkhi ? Padahal berbagai bentuk tangan-tangan kuasa oligarkhi 
Pasca Soeharto tersebut memiliki mata rantai kuasa yang tersebar di 
berbagai domain dan lembaga-lemabaga sosial politik di Indonesia, 
termasuk pada lembaga-lemabaga negara yang bertanggungjawab di 
dalam memformulasikan regulasi dan melaksanakan regulasi. 

Apakah oligarkhi itu ? Kenapa keberadaan oligarkhi yang liar 
dan tidak terkontrol telah menjadi bagian dari hantu transisi 
demokrasi ? Fenomena oligarkhi merupakan fenomena lama yang 
pernah terjadi pada beberapa kurun waktu di beberapa tempat negara 
barat. Secara konseptual oligarchy sering diartikan “rule by the members 
of a community or group” 16, Oligarchy juga dimaknai sebagai "a 
government in which the supreme power is held by the people”155. Sebagian 
lainnya mengartikan “the oligarchy is the government by the rich”. 
Bahkan menurut Plato : A governent resting on a valuation of property, in 
which the rich have power and the poor man is deprived of it. And so they 
grow richer and richer. 

Di sini nampak bagaiman kekuatan oligarki yang 
mengendalikan regulasi kekuasaan negara, cenderung memiliki (dan 
memanfaatkan) peluang semakin memperkaya dirinya. Selain itu, 
bahaya oligarchy dalam sebuah demonkrasi disinyalir oleh Aristoteles 


164 The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition, 2001. 
165Lihat dalam www.oligarchy.net. 
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dengan mengatakan “for democracy is said to the government of the many. 
But what if many are men of property and have the power in their hand? For 
the real difference between democracy and oligarchy is poverty and wealth155. 
Dasar perkembangan kekuatan oligarkhi di sini bertumpu pada 
pijakan idiologi liberalisme pasar dan free fight kapitalisme. 
Adakalanya beberapa kekuatan oligarkhi seringkali juga memiliki 
keterkaitan dengan sejarah tranformasi kekuatan monarkhi-monarkhi 
local di Indonesia. Tranformasi kekuatan-kekuatan monarkhi tersebut 
kembali masuk dalam ruang kontestasi politik moderen untuk 
memperebutkan akumulasi modal dan kuasa. 

Perkembangan transisi di Indonesia Pasca Orde Baru yang 
diiringi dengan dengan proses transisi pergantian beberapa rezim 
ditandai dengan berbagai kekuatan oligarkhi kembali melakukan 
konsolidasi di dalam merespon struktur kapitalisme pasar (Hadist dan 
Robinson, 2004). Masing-masing kekuatan Oligarkhi—baik yang 
pernah dekat dan dibesarkan oleh lingkaran politik Cendana, maupun 
yang berada dan besar di luar lingkaran Cendana— dari level nasional 
hingga local, kini berebut ruang-ruang kontestasi. Oleh karena itu, 
ruang publik dan legitimasi publik kian dideterminasi oleh tangan- 
tangan kekuasaan oligarkhi tersebut. Basis legitimimasi politik di sini 
kemudian hal utama yang diperebutkan olehnya sebagai instrumen 
pengelolaan asset-aset publik dan resources publik. 

Transisi demokrasi di Indonesia tampak lekat dengan 
transformasi kekuasaan oligarkhi'”. Benar bahwa liberalisasi dan 
demokratisasi secara normatif mampu melahirkan tatanan baru yang 
seakan lebih demokratis. Akan tetapi, liberalisasi ini justru telah 
menjadi arena konsolidasi kekuatan oligarkhi ekonomi-politik baru 
pasca-Soeharto. Akibatnya, demokratisasi belum mampu sepenuhnya 
melahirkan pola distribusi peluang ekonomi-politik yang setara bagi 
publik. Hanya kekuatan ekonomi-politik tertentu yang mampu 
kembali berperan dalam arena ekonomi lokal dan nasional, dan hanya 


166 www.latter-rain.com/freedom/olig.htm. 
167 Lihat Verdi R.Hadiz, Dinamika Kekuasaan : Ekonomi Politik Indonesia Pasca- 
Soeharto. Jakarta: LP3ES. Tahun 2005. 
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sekelompok elit tertentu yang mampu melakukan penguasaan 
terhadap institusi politik dan parpol!68. 

Selain fenomena oligarkhi di level lokal, demokratisasi di 
Indonesia juga ditandai dengan lahirnya bosisme politik. Gejala ini 
sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia. Akan tetapi, fenomena 
bosisme dalam dunia politik ini juga kian marak dijumpai di Filipina, 
dan Thailand!99. Bosisme ditandai dengan hadirnya orang-orang kuat 
di level lokal dan nasional yang mampu menguasai dan 
mengendalikan institusi politik dan beberapa diantaranya menguasai 
rezim politik Pemerintahan. 

Di lingkungan Partai Politik, Pasca Orde Baru juga ditandai 
dengan menguatnya politik kartel. Politik kartel tumbuh dan 
berkembang seiring dengan reformasi sistem politik dan kepartaian. 
Kartel politik ini dalam catatan Ambardi(2009) memiliki akar dalam 
sejarah dan budaya politik yang cukup panjang di Indonesia. Akan 
tetapi mulai terbentuk dan makin berkembang Pasca Pemilu 1999. 
Mereka juga bermain dalam arena elektoral berbasis isu agama, kelas, 
dan keadaerahan. Arena politik kartel juga berkembang dalam 
Pemerintahan dan juga dalam arena legislatif. Seiring dengan Pemilu 
2004 yang ditandai dengan memudarnya kekuatan oposi, kekuatan 
politik kartel makin berkembang di Indonesa. Kontestasi politik kartel 
ini makin berkembang seiring dengan membengkaknya pembiayaan 
politik, lemahnya aspek transparansi di dalam regulasi pendanaan 
dan keuangan dalam partai politik sehingga memicu maraknya 
berbagai skandal korupsi terhadap sumber-sumber keuangan 
Negara??0. 

Demokratisasi pasca reformasi secara umum dapat 
disimpulkan adanya kecenderungan dimana partai politik kian 
memperkuat struktur oligarki. Dampak dari kecenderungan ini pada 
akhirnya menjadikan ideologi politik cenderung konservatif, 


168 Lihat Henk Schulte Nordholt , Herry Van Klinken dan Ireen Hoogenboom/(Eds). 
Politik Lokal di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan KITLV-Jakarta. Tahun 
2007. 

169 Lihat John T.Sidel, Bosisme dan Demokrasi di Filipina, Thailand dan Indonesia: 
Menuju Kerangka Analisis Baru Tentang “Orang Kuat Lokal”, dalam John Harris, 
Kristian Stokke, dan Olle Tornguist (eds). 2005. Politisasi Demokrasi: Politik Lokal 
Baru. Jakarta: Penerbit DEMOS. Halaman 71-104. 

170 Lebih lanjut lihat Kuskridho Ambardi. 2009. Mengungkap Politik Kartel: Studi 
tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi. Jakarta : PT Gramedia. 
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kepentingan politik makin bergerak pada kepentingan elit pemimpin 
partai, dan elit politik partai pun kian mengedepankan kelangsungan 
dan stabilitas akses kekuasaan yang diperolehnya. Akibatnya, ditinjau 
dari arus kepentingan yang diperjuangkan, maka partai politik pun 
cenderung makin bersifat oligarkis, elitis dan hanya memperjuangkan 
mereka yang termasuk “kelas politik” yang selalu mengelilingi 
jantung kekuasaan'!”!. 

Melihat perkembangan oligarki politik, bosisme dalam politik 
dan menguatnya politik kartel di Indonesia ini Jeffrey A. Winters 
mengatakan bahwa rezim politik di Indonesia mestinya harus mampu 
menjinakkan kekuatan  oligarkhi sebelum mencanangkan 
pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Sejarah demokratisasi 
di Indonesia dibandingkan dengan Singapura menurut Winters, ada 
hal mendasar yang layak dijadikan referensi. Menurutnya, meski 
gagal menumbuhkan demokrasi, Pemerintah Singapura mampu 
menjinakkan kekuatan oligarkhi sehingga sistem ekonomi dan sosial 
di sana sangat maju. Pasca Soeharto, menurut Jeffrey, kekuatan 
oligarkhi makin liar dan tak terkendali oleh negara. Kekuatan 
oligarkhi semacam inilah yang menurutnya menjadikan Indonesia 
makin eksplosif, terus berlangsung ketidakadilan di hampir semua 
sektor politik, ekonomi, dan sosial karena gesekan kepentingan atar 
kekuatan oligarkhi tersebut. Bahkan berbagai eskalasi konflik horital 
ini menurutnya juga tidak terlepas dari konflik horisontal antar 
oligarkhi (Kompas, 28 Juli 2005). 

Kesadaran yang kita lihat dan rasakan sekarang adalah 
menguatnya semangat demokratisasi di sini bukan lagi untuk 
melayani kepentingan dan kesejahteraan rakyat, namun tarikan kuat 
pada hasrat akumulasi modal lebih dominan. Kontestasi dan 
kompetisi politik yang berlangsung antar kekuatan oligarkhi ini terus 
bergerak memperebutkan ruang-ruang kosong kuasa politik yang 
ditinggalkan oleh Rezim Orde Baru. Pada tataran kenyataan politik, 
Pasca reformasi memunculkan wacana dan gerak struktural 
demokratisasi dan desentralilasi. Problem legitimasi di sini bersumber 
bukan pada asumsi kekuasan negara menjadi tidak legitimate dan tidak 


171 Tentang kelas politik dan kecenderugan menguatnya oligarkhi dalam partai politik. 
Lihat. Robert Michels. 1984. Partai Politik: Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi. 
Jakarta: CV Rajawali Press. Disunting oleh Bhenyamin Hoessein. 
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dibutuhkan sebagai salah satu aktor dan instrumen demokrasi, namun 
yang berlangsung adalah semangat dan proses demokratisasi telah 
ditelikung oleh logika akumulasi kapital oleh kekuatan oligarkhi. 

Di beberapa negara yang pernah diperintah oleh Rezim 
Otoriter, demokrasi subtansial kemudian kian bergerak dalam aras 
demokrasi prosedural dimana hal ini diiringi dengan meningkatnya 
peran retorika politik dalam beragam panggung demokrasi. Retorika 
politik yang berkembang tidak lagi di dasarkan pada ideologi dan 
pemikiran politik kenegaraan, akan tetapi kian terseret dalam isu-isu 
politik pragmatis dan transaksional. Konsekuensinya kondisi ini pada 
akhirnya kian menjauhkan makna dan subtansi serta nilai-nilai 
demokrasi ketika awal dicetuskan oleh para negarawan sebagaimana 
zaman Yunani dulu. 

Sebagai contoh retorika politik rezim penguasa atas kebijakan 
privatisasi dan neo-liberalisme yang dianutnya dapat dengan mudah 
dibungkus dengan logika nasionalisme. Isu nasionalisme ekonomi— 
yang merupakan sejarah panjang seiring dengan revolusi politik di 
negara bekas kolonial —selain kian tidak popular karena hantaman 
gelombang neo-liberalisme dan free trade liberalisme mutakhir, juga 
kian tenggelam seiring dengan menguatnya trend budaya masyakarat 
yang tergerus oleh tradisi konsumerisme dan globalisme. Mayoritas 
rezim kekuasaan di negara demokrasi banyak yang jatuh dalam 
genggaman kekuatan dinasti politik, kartel politik maupun oligarkhi 
politik. Elemen-eleman kekuatan tersebut melakukan konsolidasi 
untuk proses akumulasi diiringi dengan hilangnya narasi citizenship 
dalam perkembangan demokratisasi sekarang. Bahkan Herry B. 
Priyono melihat arus kuat berhentinya kesadaran citizenship ketika 
kekuatan neo-liberalisme pasar begitu kian kuat menerpa setiap sudut 
ruang privat dan ruang publik (Herry B.Priyono, Sintesa, 2004). 

Pada dasarnya tidak ada permasalahan ketika kekuatan 
oligarkhi di sini masuk dalam sentrum kekuasaan ekonomi-politik, 
karena keberadaan mereka tetap menjadi bagian dari publik yang ikut 
melakukan transformasi dalam demokratisasi. Akar persoalan 
kemudian semakin terlihat, ketika proses masuknya kekuatan 
loigarkhi tersebut, tidak lagi diiringi dengan kesadaran citizenship. 
Kecenderungan potensial yang berkembang kemudian dimana 
kalangan oligarkhi di sini memasuki arena kontestasi politik tidak lagi 
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dengan semangat perjuangan kepentingan publik dan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat, namun semakin terseret pada semata-mata 
hasrat akumulasi modal dan kuasa. 

Oligarkhi Pasca Soeharto dalam beberapa hal telah menjadi The 
Rulling Class. The rulling class tersebut mayoritas lahirnya sebagai mata 
reproduksi ersatz capitalisme Orde Baru, yang banyak diwarnai 
perselingkuhan politik dan kekerasan politik. Sebagaimana yang 
pernah dikatakan oleh Marx, “capital has no country”. Nalar seperti ini 
berlangsung terutama ketika ikatan emosional dan kesadaran the 
rulling class tidak lagi pada kehidupan negara bangsa, namun masuk 
dan terseret dalam hasrat akumulasi modal. Oleh karena itu, menjadi 
wajar jikalau the rulling class yang menguasai sebagian besar modal 
tersebut semakin terpisahkan dari citizenship. 

Proses demokratisasi yang berlangsung—dengan merebut 
posisi eksekutif, legislative dan yudikatif oleh the rulling class tidak 
akan memberikan janji pada terwujudnya kemakmuran rakyat. Sebab, 
dalam kesadaran the rulling class ini yang kian dominan adalah 
“politics is business” dan “business is politics”. Rakyat hanya mungkin 
akan hadir sebagai sebuah deretan statistik, dimana atas nama 
kepentingan negara, pendapatan pajak bias ditingkatkan dan atas 
nama kepentingan pasar, rakyat hadir sebagai deretan konsumen yang 
sangat potensial. 

Erosi pemaknaan tersebut terus berlangsung di kalangan aktor- 
aktor demokrasi. Transformasi oligarki di sini sering lekat dengan 
pemaknaan etika dalam dunia politik yang dipandang sama dengan 
etika dalam dunia bisnis. Demikian juga sebaliknya. Padahal etika 
politik politik di sini penuh dengan kode-kode moral, dibandingkan 
dengan perkembangan peradaban kapitalisme terakhir —sejak tidak 
Adam Smith—dimana kode-kode moral semakin terpisahkan dari 
semua bentuk aktivitas ekonomi —seiring dengan ideologi demokrasi 
dan liberalisme yang semakin mempersubur perkembangan ini. Lokus 
dan arena politik serta lokus dan arena ekonomi keduanya-duanya 
bersamaan akan direbut oleh the rulling class ini. Pada fase ini mereka 
tidak hanya akan mengendalikan Idiological State Apparatus (ISA), 
tetapi juga Idiological Market Apparatus (IMA). 

Demokrasi di Indonesia disinyalir oleh banyak kalangan kian 
bergerak ke arah Polyarchy. Polyarchy merupakan rezim politik yang 


Manajemen Komunikasi Politik dan Marketing Politik | 261 


memiliki dua dimensi, 1) kontestasi, dimana memungkinkan adanya 
oposisi dam kompetisi publik: 2) partisipasi, yaitu terbukanya hak 
dalam partisipasi politik di ruang publik'?. Terkait dengan pola 
kontestasi dan partisipasi ini ada beberapa rute dimana sebuah negara 
bertransformasi menjadi negara demokrasi. Pertama, melalui fase 
liberalisasi, kemudian diikuti dengan meningkatnya derajat partisipasi 
publik dalam dunia politik. Pola ini termasuk pola yang umum terjadi 
di sejumlah negara. Kedua, melalui peningkatan partipasi politik 
publik, dan kemudian diikuti dengan fase liberalisasi. Pola ini 
termasuk yang berbahaya, apalagi jika liberalisasi melahirkan gejolak 
politik yang berkepanjangan dan tidak melahirkan institusionalisasi 
sistem politik baru yang disepakati. Ketiga, melalui proses revolusi 
sosial yang diikuti dengan liberalisasi dan transisi politik yang 
mendorong lahirnya sistem politik baru!73. 

Indonesia sudah bertransisi dari rezim otoritarianisme menuju 
demokrasi kendatipun sejumlah kalangan menilainya masih belum 
terkonsolidasi secara stabil. Bercermin dari Pemilu 1999 dan Pemilu 
2004, Indonesia juga bergerak untuk memenuhi sebagian dari delapan 
syarat institusional yang diperlukan bagi demokrasi, seperti 
dituangkan Robert Dahl yaitu (1) adanya kebebasan untuk 
membentuk dan mengikuti organisasi, (2) kebebasan berekspresi, (3) 
hak memberikan suara, (4) eligibilitas untuk menduduki jabatan 
publik: (5) hak para pemimpin politik untuk berkompetisi secara sehat 
merebut dukungan dan suara, (6) tersedianya sumber-sumber 
informasi alternatif, (7) pemilu yang bebas dan adil, dan (8) institusi- 
institusi untuk menjadikan kebijakan pemerintah bergantung pada 
suara-suara (pemilih, rakyat) dan ekspresi pilihan (politik) lainnya'”4,. 

Marcu Bunte dan Andreas Ufen dkk (2009) dalam 
Democratization in Post-Soeharto Indonesia”? secara umum memberikan 
beberapa temuan menarik seputar perkembangan proses demokrasi di 
Indonesia Pasca Soeharto. Beberapa kajian dilakukan terkait dengan 
transformasi institusi negara (Bunte dan Ufen), perkembangan partai 


172 Lihat Robert A. Dahl,...Ibid...Halaman 4. 

178 Lihat Robert A. Dahl,...Ibid...Halaman 15 

17 Lihat Robert A. Dahl, Polyarchy. Participation and Opposition. New Haven: Yale 
University Press, 1971. Halaman 1-3 

175 Lihat Marcu Bunte and Andreas Ufen, Democratization in Post-Soeharto Indonesia. 
Routledge Contemporary of Southeast Asian Series. London: Routledge. Tahun 2009. 
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politik pasca reformasi (Ufen), meningkatnya kekuasaan legislatif 
yang tidak diiringi dengan efisiensi perannya dalam sistem politik 
(Patrick Ziegenhain), melemahnya organisasi kepartaian dan peran 
Partai Golkar yang pernah menjadi partai penguasa Pasca Reformasi 
era B.).Habibie (Dirk Tomsa), perkembangan civil society di Indonesia 
pasca reformasi (Bob Sugeng Hadiwinata), munculnya gerakan 
separatisme yang menentang rezim otoritarianisme (Felix Heiduk), 
rendahnya penegakan hukum (Petra Stockmann), dan maraknya 
fenomena korupsi (Schutte). Beberapa kajian terkait dengan 
perkembangan demokrasi lokal juga dilakukan di Sulawesi Utara 
yang diwarnai dengan pandangan pesimis akan manfaat dari 
meluasnya arena kontestasi politik dan juga kontestasi yang 
cenderung bersifat elitis (Marcus Mitzner). Sebagaimana yang terjadi 
dalam negara-negara demokrasi liberal, salah problem mendasar dari 
demokratisasi pasca Soeharto menurut Bunte dan Uffen dkk (2009) ini 
adalah persoalan representasi politik dan ketidakmemadaian dalam 
agenda penegakan hukum di Indonesia. 

Dalam dimensi positif, perkembangan nilai-nilai demokrasi di 
Indonesia dibarengi dengan meningkatnya apresiasi dan penghargaan 
terhadap nilai-nilai pluralisme dan hak asasi manusia (HAM). Di sini 
dapat kita simpulkan, kendatipun masih memiliki sejumlah 
kelemahan, perkembangan demokrasi di Indonesia tampak 
menunjukkan sejumlah keberhasilan. Pertama, terciptanya sistem dan 
mekanisme pemilihan umum yang langsung dan demokratis. Kedua, 
terbukannya ruang kebebasan pers dan kebebasan berserikat dan 
berekspresi. Ketiga, meningkatnya partisipasi politik di level lokal dan 
nasional. Keempat, meluasnya aktor dan arena kontestasi politik. 
Kelima, tumbuhnya inovasi dan peran konsultan politik modern dan 
peran media sebagai arena komunikasi politik dan political marketing. 

Dalam dimensi negatif, di dalam perkembangannya selama 
lebih dari satu dasawarsa di Indonesia, sejumlah kalangan mensinyalir 
adanya kecenderungan distorsi demokrasi. Distorsi demokrasi 
tersebut antara lain ditunjukkan dengan beberapa gejala seperti : 1) 
menguatnya arus demokratisasi yang kian kapitalistik: 2) lemahnya 
kaderisasi politik: 3) menurunnya kinerja lembaga legislatif, dan 4) 
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menurunnya partisipasi politik76. Gejala ini kemudian berdampak 
pada dimensi politik, ekonomi dan sosial dari demokrasi itu sendiri. 
Secara politik, demokratisasi cenderung gagal melahirkan regulasi 
pemilu yang benar-benar merepresentasikan kepentingan publik dan 
mampu membangun sistem Pemerintahan yang didukung oleh 
akuntabilitas publik, transparansi dan kontrol publik yang kuat. 
Secara ekonomi, demokratisasi masih belum mampu menumbuhkan 
peningkatan tingkat kesejahteraan ekonomi. Kemudian secara sosial, 
demokrasi belum mampu melahirkan tatanan struktur sosial baru 
yang membawa nilai-nilai kesejahteraan sosial. 

Bagaimana dengan perkembangan demokratisasi lokal di 
Indonesia? Dalam konteks demokratisasi lokal di Indonesia selama 
satu dasawarsa terakhir, Cornelis Lay (2012) juga menyebutkan bahwa 
demokratisasi di tingkat lokal belum mampu melahirkan 
pemerintahan demokratis yang efektif. Sebaliknya, yang terjadi adalah 
adanya paradoks dalam perkembangan politik lokal Indonesia. Di satu 
sisi demokratisasi memang telah terjadi liberalisasi politik yang 
diasumsikan sebagai prasyarat bagi terwujudnya tata kelola 
pemerintahan demokratis. Akan tetapi di sisi lain, perkembangan 
demokrasi lokal Indonesia menurutnya cenderung berhenti pada fase 
infantnya. Hal ini disebabkan adanya beragam kegagalan ini 
bervariasi di level demokratisasi lokal di Indonesia. Menurutnya, 
secara prinsipil muncul gejala yang oleh sejumlah ilmuwan sebagai 
“broken — linkage”, yaitu sindrom dimana  kekuatan-kekuatan 
intermediary modern gagal menjalankan fungsinya dalam 
menghubungkan demos dengan pubik affairs1?. 


Reformasi Sistem Politik dan Sistem Pemilu 


Era baru demokratisasi Pasca Reformasi yang ditandai 
mundurnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998, membawa 
perubahan cukup signifikan dan mendasar dalam kehidupan politik. 
Perubahan itu terjadi lebih pada kelembagaan partai politik ketimbang 


176 Lebih lanjut lihat Soebagio. Distorsi Dalam Transisi Demokrasi di Indonesia. 
MAKARA, SOSIAL HUMANIORA, VOL. 13, NO. 2, DESEMBER 2009: 111-116 

177 Lebih lanjut Lihat Cornelis Lay. Democratic Transition in Local Indonesia: An 
Overview of Ten Years Democracy. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Volume 15, 
Nomor 3, Maret 2012 (207-219) 
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komunikasi dan budaya politik, sehingga menjadi lebih egaliter dan 
demokratis. Padahal, di era Orba sosok kelembagaan parpol tidak 
banyak berkembang. Di luar kekuatan Militer dan birokrasi, bahkan 
partai politik yang berkuasa menjadi salah satu tulang punggung 
Rezim Neo-Fasis Orde Baru1!”8. Hanya dua parpol dan satu lembaga 
politik yang eksis, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golkar, 
dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Konsekuensi dari perubahan 
kelembagaan parpol adalah kehadiran banyak partai baru dan 
terpecahnya partai lama. 

Pada masa Orde Baru Pemilu diselenggarakan dengan 
menggunakan sistem proporsional murni dengan sistem daftar 
tertutup. Sistem perwakilan ini dinilai cenderung bersifat semu, 
bahkan dijadikan kamuflase politik untuk melanggengkan sebuah 
kekuasaan secara sepihak. Peran dan otoritas DPP partai politik 
(parpol) di masa itu begitu mutlak sehingga mematikan mobilitas 
vertikal dan horizontal kader parpol dalam rangka rekrutmen 
kepemimpinan nasional. Sehingga penentuan daftar calon wakil 
rakyat dalam pemilu pun banyak terjadi kejanggalan dan 
ketidakberesan yang ujung-ujungnya merugikan rakyat. 
Konsekuensinya, banyaknya wakil rakyat yang duduk di parlemen 
tetapi sama sekali tidak mengenal rakyat dan daerah yang 
diwakilinya. Pola penyelenggaraan pemilu dengan sistem itu telah 
mengebiri kedaulatan rakyat dan menerbitkan kekecewaan. 
Akibatnya, semakin menipisnya kepercayaan rakyat terhadap 
parpol1!7. 

Reformasi telah berdampak pada perubahan sistem politik dan 
sistem pemilu di Indonesia. Pertama, reformasi 1998 telah membawa 
perubahan struktur politik di Indonesia. Pasca Reformasi struktur 
politik dan kelembagaan politik mengalami perubahan fundamental 
pasca Amandemen UUD 1945. Fenomena yang menonjol adalah 


178 Lihat Daniel Dhakidae. 2003. Orde Baru dan Neo-Fasisme Militer, dalam Daniel 
Dhakidae. 2003. Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru. Jakarta : PT 
Gramedia Pustaka. 

179 Ali Masykur Musa, Matinya Parpol dan "Political Reform", KOMPAS, 22 Januari 
2003. 
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terjadi penguatan posisi parlemen dan perubahan sistem Ouasi- 
Presidensial menuju Sistem Presidensial!20. 


180 Sofian Effendi (2007) menjelaskan bahwa perubahan tersebut ditetapkan dengan 
Pasal 1 ayat (2) UUD baru. MPR tidak lagi merupakan perwujudan dari rakyat dan 
bukan locus of power, lembaga pemegang kedaulatan negara tertinggi. Selain itu, dalam 
Pasal 6A ayat (1) menetapkan “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu 
pasangan secara langsung oleh rakyat”. Dua pasal tersebut menunjukkan karakteristik 
sistem presidensial yang jelas berbeda dengan staats fundamental norm yang tercantum 
dalam Pembukaan dan diuraikan lebih lanjut dalam Penjelasan UUD 1945. 
Sebelumnya ketika Indonesia baru merdeka, Indonesia menggunakan ,sistem sendiri” 
sesuai usulan Dr. Soekiman, anggota BPUPK dari Yogyakarta, dan Prof. Soepomo, 
Ketua Panitia Kecil BPUPK. Para ahli Indonesia menggunakan terminologi yang 
berbeda untuk menamakan sistem khas Indonesia tersebut. Sistem ini oleh Ismail 
Suny disebut dengan Sistem Ouasi-presidensial, Padmo Wahono menyebutnya Sistem 
Mandataris, dan Azhary menamakannya sebagai Sistem MPR. Menurut Effendi (2007) 
Sistim pemerintahan demokratis yang dirumuskan oleh para perancang UUD 

1945 mengandung beberapa ciri sistem presidensial dan sistem parlementer. “Sistem 
sendiri” tersebut mengenal pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang legislatif 
dan eksekutif, yang masing-masing tidak boleh saling menjatuhkan, Presiden adalah 
eksekutif tunggal yang memegang jabatan selama lima tahun dan dapat diperpanjang 
kembali, serta para menteri adalah pembantu yang diangkat dan bertanggungjawab 
kepada Presiden, adalah ciri dari sistem presidensial. Sistem pemerintahan khas 
Indonesia juga mengandung karakteristik sistem parlementer, diantaranya MPR 
ditetapkan sebagai locus of power yang memegang supremasi kedaulatan negara 
tertinggi, seperti halnya Parlemen dalam sistem parlementer. Kedaulatan negara ada 
pada rakyat dan dipegang oleh MPR sebagai perwujudan seluruh rakyat. 
Menurutnya, pada masa-masa awal negara Indonesia, para 

perancang memandang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung 
masih belum dapat dilakukan mengingat tingkat pendidikan masih rendah serta 
infrastruktur pemerintahan belum tersedia. Karena itu ditetapkan Presiden dan Wakil 
Presiden dipilih secara tidak langsung oleh lembaga perwujudan seluruh rakyat yaitu 
MPR Sistem presidensial tidak mengenal adanya lembaga pemegang supremasi 
tertinggi. Kedaulatan negara dipisahkan (separation of power) ke 3 cabang yakni 
legislatif, eksekutif dan yudikatif, yang secara ideal diformulasikan sebagai trias 
politica oleh Montesguieu. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat 
untuk masa kerja yang lamanya ditentukan oleh konstitusi. Konsentrasi kekuasaan 
berada pada Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Dalam sistem 
presidensial para menteri adalah pembantu-pembantu presiden yang diangkat dan 
bertanggungjawab kepada Presiden. Lebih Lanjut Effendi (2007) juga menyebutkan 
bahwa sistem Presidensial dipandang tidak cocok untuk Indonesia yang baru 
merdeka karena sistem tersebut mempunyai tiga kelemahan. Pertama, sistem 
presidensial mengandung resiko konflik berkepanjangan antara legislatif - eksekutif. 
Kedua, sangat kaku karena presiden tidak dapat diturunkan sebelum masa jabatannya 
berakhir. Ketiga, cara pemilihan “winner takes all” seperti dipraktekkan di Amerika 
Serikat bertentangan dengan semangat dbemokrasi. Mengenai penjelasan ini lebih 
lanjut Lihat Sofian Effendi. 2007. Mencari Sistem Pemerintahan Negara. Makalah Orasi 
Ilmiah Pada Dies Natalis Universitas Pancasila yang ke 40 dan Upacara Wisuda 
Semester Genap Tahjun Akademik 2006/ 2007. Jakarta. 
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Kedua, Pasca Orde Baru, terjadi juga transformasi ideologi 
politik. Kendatipun sebagian kalangan masih meyakini adanya arus 
politik aliran di Indonesia (Mallarangeng, 1997 dan King, 2001), akan 
tetapi aliran politik tidak lagi sepenuhnya dilihat sebagaimana yang 
dibayangkan oleh para teoritisasi politik aliran di Indonesia di masa 
Orde Lama dan Orde Baru—seperti Geetz dan Feith (1957). 
Kendatipun pemudaran politik aliran disinyalir salah satunya 
disebabkan oleh proses de-ideologisasi dan modernisasi ekomomi 
selama Orde Baru. Kemudian Pasca Orde Baru aliran politik oleh para 
elit politik dan parpol cenderung digunakan sebagai alat identitas 
politik belaka. Identitas ideologi kian bergeser ke arah identitas 
kultural — terutama pada partai-partai Islam di indonesia!81. 

Ketiga, Pasca Orde Baru, Parpol tumbuh menjadi 181 dalam 
waktu kurang dari setahun sejak reformasi bergulir. Kendati 
demikian, hanya 48 parpol yang lolos seleksi menjadi kontestan pada 
Pemilu 1999. Jumlah parpol pun terus bertambah menghadapi Pemilu 
2004. Pada awal 2003, berdasarkan data Depkeh dan HAM, terdapat 
268 parpol baru. Akan tetapi, hanya 24 partai yang lolos seleksi 
sebagai peserta Pemilu 2004. 

Keempat, selain dari jumlah parpol yang ada, reformasi juga 
membawa transformasi diskursus ideologi kepartaian di Indonesia. 
Jika pada UU No. 3/1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya 
dinyatakan parpol dan Golkar berasaskan Pancasila. Dalam UU 
tentang Parpol pada Pemilu 1999 dan 2004 (UU No. 2/1999 dan UU 
No. 31/2002) hal ini kian diperlonggar, dimana Parpol bisa memilih 
asas apapun sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 
1945. Dampaknya spektrum ideologi politik parpol pun kian meluas 
dalam tarikan mainstream deologi nasionalism, agama, kelas dan 
developmentalism'!22. 

Kelima, Pasca Reformasi, regulasi baru tentang Pemilu dan 
sistem kepartaian di Indonesia terus dikembangkan agar sejalan 
dengan cita-cita reformasi dan demokrasi. Rancangan UU Pemilu dan 


181 Lihat Valina Singka Subekti. 2006. Proses Perubahan UUD 1945 di MPR RI Tahun 
1999-2002 Dalam Transisi Demokrasi di Indonesia. Desertasi, Program Pasca Sarjana, 
Departemen Ilmu Politik. FISIP UI, Jakarta. 

182 Lihat Dhakidae, Daniel. “Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi, Strategi dan 
Program”. Dalam Tim Penelitian Litbang Kompas (ed.). Edisi Pemilihan Umum. Jakarta: 
Litbang Kompas. 1999. 
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UU Paket Politik segera dirumuskan di Dewan Perwakilan Rakyat. 
Pembahasan tentang UU Pemilu legislatif (DPR, DPRD dan DPD), UU 
Pemilu Presiden, dan UU Pemerintahan Daerah dan Pemilihan Kepala 
Daerah selama kurun waktu 1998, 1999, 2003, 2009 dan 2012 juga terus 
dilakukan. Sejumlah revisi dilakukan terkait dengan sistem 
kepartaian, mekanisme pemilu langsung dan penguatan sistem 
presidensial. 

Pada tahun 1998-1999, peraturan baru tentang partai politik 
dan paket UU Politik dilahirkan. Kemudian pada tahun 2002-2008, 
sejumlah perubahan peraturan baru terkait partai politik, Pemilu 
Legislatif dan Pemilu Presiden juga dilahirkan. UU No.23 tahun 2003 
tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Melalui 
regulasi baru ini Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan 
berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 
(Pasal 2). Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan di 
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu 
daerah Pemilihan (Pasal 3 ayat 1). Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 
dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali pada hari libur atau hari 
yang diliburkan (Pasal 3 ayat 2). Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 
merupakan satu rangkaian dengan Pemilihan Umum anggota DPR, 
DPD, dan DPRD (Pasal 3 ayat 3). Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 
harus sudah menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden selambat- 
lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa jabatan Presiden 
berakhir (Pasal 3 ayat 4). Dalam UU ini juga ditegaskan bahwa Pemilu 
Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan oleh Komisi Pmeilihan 
Umum (Pasal 9 ayat ). Selain itu juga ditetapkan tugas dan wewenang 
dan kewajiban KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan 
Wakil Presiden (Pasal 10 dan 11). Selain itu juga dilahirkan UU No.12 
tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah. 

Menjelang Pemilu 2009, sejumlah regulasi politik terus direvisi. 
UU No.22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. 
Mekanisme Pemilihan Presiden secara langsung kemudian diatur 
dalam UU No.42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil 
Presiden. Kemudian UU No.10 tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota 
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Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. UU No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik. 

Kelima, demokratisasi juga membuka jalan bagi penguatan 
demokrasi lokal di Indonesia. Dalam konteks pendalaman 
demokratisasi lokal, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah 
ditelorkan oleh Pemerintah Pusat bersama dengan DPR RI. Kebijakan 
tentang otonomi daerah pertama dijalankan melalui UU No.25 tahun 
1999 tentang Otonomi Daerah. Beberapa tahun kemudian lahirlah UU 
No. tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dimana di dalamnya 
memuat mekanisme pemilihan langsung Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah. 

Perkembangan demokratisasi lokal di Indonesia ini ditandai 
dengan sejumlah tantang dan model-model perubahan, antara lain 
menguatnya potensi konflik dan identitas etnis dan agama, 
menguatnya peran Sultan dalam arena politik lokal di beberapa 
daerah di Indonesia, seperti di Maluku Utara, dan sebaliknya 
menurunnya pengaruh Sultan dalam arena Pilkada, seperti yang 
terjadi di Kabupaten Bantul Yogyakarta, meningkatnya peran dan 
kesadaran gender dalam arena demokrasi lokal, yang ditandai dengan 
kemenangan para Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah perempuan di 
beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia, maraknya money politics, 
peran tokoh lokal, melemahnya peran parpol dalam arena 
Pemilukada, dan juga sejumlah dilema yang dihadapi oleh partai 
politik dalam arena demokrasi lokal di Indonesia!. 

Ketujuh, demokratisasi Pasca Orde Baru juga membuka 
mekanisme penyelenggaraan pemilu dan representasi politik. Dalam 
fase selanjutnya, hal ini kemudian terus menjadi diskursus penting 
dalam penyempurnaan regulasi pemilu di Indonesia. Mekanisme 
penyelenggaraan sistem pemilu sejak pasca reformasi diwarnai 
dengan pilihan terhadap model sistem yang digunakan, yaitu antara 
Sistem perwakilan distrik(single member constituency) dan Sistem 
perwakilan berimbang/ proporsionil(multi member  constituency). 
Sistem Perwakilan Distrik merupakan sistem yang ditentukan atas 
kesatuan geografis dimana setiap geografis / distrik hanya memilih 


188 Lihat Maribeth Erb,Priyambudi Sulistiyanto (Eds). Deepening democracy in 
Indonesia?: direct elections for local leaders (Pilkada). Singapore: Institute of Southeast 
Asian Studies. Tahun 2009 
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seorang wakil. Jumlah distrik yang dibagi sama dengan jumlah 
anggota parlemen. Sistem ini memiliki antara lain dua kelemahan 
utama, yaitu kurang memperhatian partai kecil/ partai minoritas dan 
kurang representatif karena calon yang kalah kehilangan suara 
pendukungnya. Adapun keunggulan sistem ini antara lain : calon 
yang dipilih dikenal baik karena batas distrik, mendorong kearah 
integrasi parpol, karena hanya memperebutkan satu wakil, sederhana 
dan mudah dilaksanakan, berkurangnya parpol memudahkan 
pemerintahan yang lebih stabil (integrasi). 

Sebaliknya dalam sistem perwakilan proporsional jumlah kursi 
yang diperoleh sesuai dengan jumlah suara yang diperoleh. Dalam 
sistem ini wilayah negara dibagi-bagi kedalam daerah-daerah tetapi 
batas-batasnya lebih besar dari pada batas sistem distrik, kelebihan 
suara dari jatah satu kursi bisa dikompensasikan dengan kelebihan 
daerah lain, dan adakalanya bisa dikombinasikan dengan sistem 
daftar (list system), dimana daftar calon disusun berdasarkan 
peringkat. Adapun kelemahan sistem ini antara lain mempermudah 
fragmentasi dan timbulnya partai-partai baru, wakil lebih terikat dan 
loyal dengan partai dari pada rakyat atau daerah yang diwakilinya 
dan banyaknya partai bisa mempersulit terbentuknya pemerintah 
yang stabil. Dalam sistem ini, setiap suara dihitung, dan yang kalah 
suaranya dikompensasikan, sehingga tidak ada suara yang hilang. 

Sejak Pemilu 2004 hingga Pemilu 2009, sistem proporsional 
terbuka diterapkan. Konsekuensinya, model pemilihan langsung yang 
memilih para kandidat legislatif ini menimbulkan arena kontestasi 
sengit antar kandidat baik di dalam parpol yang sama maupun 
kandidat dari parpol yang berbeda. Keuntungan yang diperoleh 
adanya, pola representasi semacam ini menunjukkan sistem 
representasi yang lebih kuat dimana rakyat menentukan secara 
langsung siapa saja yang akan menjadi wakilnya di lembaga 
legislatif184, Sisi lain, peran parpol dalam mengelola sumber daya elit 
yang dimilikinya cenderung menurun. Daya kontrol parpol terhadap 
anggota legislatif pun kian menurun. 


184 Lihat Ali Masykur Musa. Sistem Pemilu: Proporsional Terbuka Setengah Hati. 
Jakarta: Pustaka Indonesia Satu (PIS) Kerja Sama Parliamentary Support and Public 
Participation. Tahun 2003 
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Dalam catatan Hadar Nafis Gumay (2008), sistem yang 
digunakan pada seluruh pemilu pada masa Orde Baru sampai Pemilu 
1999 adalah sistem proporsional dengan daftar tertutup (PR Closed 
List). Aturan ini kemudian baru berubah dalam Pemilu 2004 yang 
berdasarkan UU No 12/ 2003 menggunakan sistem proporsional 
dengan daftar calon terbuka. Kendati demikian karena penetapan 
calon terpilih masih dibatasi dengan perolehan suara sebesar BPP, 
dapat diketahui bahwa sistem proporsional yang namanya terbuka 
telah berjalan sebagai sistem yang tertutup (sedikit terbuka). 

Dalam Pemilu 2004 tersebut, hanya dua calon yang perolehan 
suaranya mencapai BPP,yaitu Hidayat Nur Wahid (262.019 suara, 
Dapil DKI IIPKS) dan Saleh Djasit (195.348 suara, Dapil Riau- PG). 
Sebaliknya, hampir seluruh anggota DPR terpilih pada Pemilu 2004 
karena posisinya pada nomor urut atas (nomor jadi) dalam daftar 
calon. Bahkan, tidak kurang dari 304 calon terpilih telah mampu 
menggungguli para calon lain dalam daftar tersebut yang telah 
memperoleh suara lebih banyak. 

Menjelang Pemilu 2009, terdapat enam isu yang terus 
berkembang selama proses penyusunan regulasi sistem pemilu. 
Keenam isu tersebut adalah sistem pemilu, metode penetapan calon 
terpilih, jumlah kursi anggota DPR,magnitude atau besaran daerah 
pemilihan,metode penghitungan sisa suara/ perolehan sisa kursi, dan 
metode pemberian suara. Kemudian disepakati sistem pemilu 2009 
adalah sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Melalui 
sistem ini, para calon legislatif dapat dinyatakan terpilih langsung 
untuk mengisi kursi yang diperoleh kalau perolehan suaranya 
sekurangkurangnya 3076 dari bilangan pembagi pemilihan (BPP)'85. 

Pemilu 2009 dianggap masih menyisakan sejumlah persoalan 
terkait dengan sejumlah kelemahan, diantaranya, UU Pemilu yang ada 
hanya cenderung menguntungkan kandidat yang populer, 
meningkatnya pembiayaan politik kandidat dan adanya persaingan 
yang ketat dari para calon membuka peluang besar bagi maraknya 
praktek politik uang. Menjelang Pemilu 2014, perubahan regulasi 
pemilu juga dilakukan. Secara umum, tidak ada substansi perubahan 
dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Hal yang membedakan 


185 Hadar N Gumay. Sistem Pemilu 2009: Terbuka, Tetapi Sedikit. Koran SINDO. 18 
Februari, 2008. 
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hanyalah penentuan ambang batas parlemen, dari 2,5 4 ke angka 
3,5186, 


Tabel 10.1. 
Peta Perubahan Regulasi Pemilu 2009 ke Pemilu 2014 


Materi UU No.10 UU Pemilu Catatan 
Tahun 2008 “Pengganti” Perubahan Konsekuensi 
Substansi 
Sistem Pemilu Sistem Sistem Tidak Ada | 1. Lebih 
Proporsional Proporsional Perubahan menguntungkan 
Terbuka Terbuka calon populer. 
2. Kandidat lebih 
membutuhkan 
biaya tinggi 


3. Persaingan yang 
ketat antar 
kandidat 
berpotensi 
maraknya politik 
uang 


Metode Kuota Murni Kuota Murni Tidak Ada Berpotensi mengulangi 
Konversi Suara Perubahan kerumitan dalam 


Jumlah Kursi 3-10 (DPR RI) 3-10 (DPR RI) Tidak Ada penghitungan suara dan 
3-12 (DPRD) 3-12 (DPRD) Perubahan konversi suara di daerah 
pemilihan sebagaimana 


dalam Pemilu 2009 
Ambang Batas 2,5 Persen 2,5 Persen Naik 1 Tidak Signifikan bagi 
Parlemen Persen penguatan parlemen 


dan Sistem Presidensial 


Sumber: Litbang Kompas, 16 April 2012 


Dari pemaparan ini dapat disimpulkan bahwa perubahan 
sistem politik dan sistem pemilu sejak Pasca Reformasi, dan selama 
kurun waktu Pemilu 1999, Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 telah 
melahirkan lanskap baru dalam arena komunikasi politik di 
Indonesia. Regulasi Pemilu 2009 juga sedikit mengalami perubahan 
menjelang Pemilu 2014. Kontroversi antar elit politik dan parpol masih 
terjadi selama perumusan regulasi pemilu tersebut. Selama kurun 
waktu tersebut, tampak masing-masing partai politik menunjukkan 
tarik ulur kepentingan yang kuat dalam proses penyusunan dan 
perubahan regulasi politik dan pemilu. Masing-masing parpol dan 


186 Lihat Peluang Politik Uang, Tak Ada Kewajiban Parpol Untuk Memperkuat 
Ideologi, KOMPAS, 16 April 2012. 
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kandidat yang bertarung dalam arena Pemilu dan Pemilukada tampak 
terus menyesuaikan diri dengan perubahan sistem politik dan sistem 
pemilu yang dihadapinya. 


Berkembangnya Kebebasan Pers Pasca Reformasi 


Sejak Orde Baru berkuasa, kebebasan pers pun dibatasi. 
Sebelum era Orde Baru, pers tumbuh sebagai pers perjuangan dan 
kemudian menjadi pers politik di era Pemerintahan Orde Lama. 
Dengan dalih menjaga kepentingan pembangunan, pada masa Orde 
Baru, kebebasan pers harus tunduk pada ideologi Pancasila dan 
kepentingan pembangunan. Pada masa tersebut, Pers Pancasila 
menjadi sebuah sistem pers yang dilembagakan oleh Rezim Orde Baru 
dan wajib dianut oleh media pers di Indonesia. Pers Pancasila ini pun 
digunakan sebagai landasan bagi Rezim Politik dalam 
mempropagandakan diskursus ideologi pembangunan. Karena itu, 
pers kemudian cenderung menjadi agen pembangunan. 

Sejak tahun 1980an, pers telah tumbuh menjadi pers industri. 
Pers politik secara pelan-pelan kian menurun intensitasnya. Bahkan 
seiring dengan menguatnya pers industri ini, media pers telah mampu 
mengembangkan group-group perusahaannya dengan diversifikasi 
produksi dan segmen pasar yang beragam. Pers politik telah berakhir 
dan digantikan dengan pers industri!87. Di era pers industri ini, pers 
tumbuh menjadi salah satu kekuatan kapitalisme media yang eksis di 
tengah struktur kapitalisme semu yang dibangun oleh Rezim Orde 
Baru!8, 

Selanjutnya, pada akhir periode 1980an, industri pers di 
Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Media-media 
penyiaran mulai berkembang tahun 1988 yang ditandai dengan siaran 
televisi swasta pertama, Radjawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), 
yang memulai uji coba siarannya di Jakarta. Dua tahun kemudian 
disusul oleh Surya Citra Televisi (SCTV) dengan siarannya dari Kota 
Surabaya. Kemudian pada tahun 1991 televisi pendidikan pertama 


187 Lihat Daniel Dhakidae. The State, The Rise of Capital and The Fall of Political 
Journalism: Political Economy of Indonesian News Industry. PhD Desertation. Cornell 
University. Tahun 1991. 

188 Lihat Yoshihara Kunio, The Rise of Ersatz Capitalism in South-East Asia.Singapore: 
Oxford University Press. Tahun 1988. 
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dengan nama Televisi Pendidikan Indonesia memulai siarannya di 
tingkat nasional, delapan jam sehari. Tidak hanya media televisi, 
media cetak pada dekade tersebut juga tampak menjanjikan 
pertumbuhan yang pesat. 

Kendati mengalami peluang pertumbuhan yang cepat, 
perkembangan pers pada masa tersebut terikat dengan dua hal. 
Pertama, adalah kebijakan moneter yang ketat dari pemerintah. Kedua, 
media pers juga terikat dengan kepentingan ideologi Rezim Orde Baru 
dimana harus mengawal Pancasila dan dengan prinsip pers “bebas 
tetapi bertanggungjawab” 189. Implikasi dari dua hal ini kemudian 
menjadikan kebebasan pers masih belum sepenuhnya bisa 
diwujudkan. Dampaknya, peran dan fungsi kontrol sosial-politik pers 
terhadap rezim politik penguasa juga belum bisa dijalankan secara 
maksimal. 

Bergulirnya gelombang demokratisasi karena dipicu oleh krisis 
multidimensi secara pelan-pelan membuka ruang gerak kebebasan 
pers. Beragam kebobrokan rezim Orde Baru secara pelan-pelan 
diungkap oleh Pers. Pers mulai berani mengungkapkan kebobrokan 
Pemerintahan Soeharto. Isu-isu korupsi, kolusi dan nepotisme 
keluarga Soeharto—yang sering disebut dengan Keluarga Cendana — 
terus menjadi fokus pemberitaan media cetak dan televisi swasta 
nasional. Sikap kritis media ini pada mulanya ditunjukkan oleh media 
cetak. Akan tetapi, secara pelan-pelan, media televisi swasta dalam 
pemberitaannya juga mulai mendiskusikan sikap-sikap kritis beberapa 
kalangan yang menyoroti krisis ekonomi sebagai akibat dari korupsi, 
kolusi dan nepotisme yang telah lama dijalankan oleh Pemerintahan 
Orde Baru Soeharto. 

Legitimasi kekuasan Orde Baru pelan-pelan hancur karena 
tidak lagi mendapatkan dukungan dari Pers. Aksi-aksi gerakan 
mahasiswa dan sikap kritis para elit politik reformis yang menentang 
Orde Baru makin mendapatkan tempat dalam pemberitaan pers. 
Kekerasan Orde Baru terhadap aksi-aksi gerakan mahasiswa secara 
luas diberitakan oleh mayoritas media lokal dan nasional. Tekanan- 
tekanan politik internasional terhadap kekerasan politik yang 
dilakukan oleh Orde Baru juga mendapatkan peliputan luas dari 


189 Lihat David T.Hill. Pers di Masa Orde Baru. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 
Tahun 2011. Halaman 7-8. 
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media baik media cetak maupun televisi. Pemerintahan Soeharto pun 
kian mendapat kecaman luas dari kalangan internasional atas berbagai 
bentuk pelanggaran HAM. Kendatipun media televisi swasta masih 
banyak yang dikuasai oleh keluarga cendana, dinamika politik 
pemberitaan media di ruang redaksi tampaknya tidak bisa 
sepenuhnya dikontrol dengan mudah. Media pun kian kuat dan 
berperan penting dalam mendelegitimasi kekuasaan Orde Baru 
hingga detik-detik menjelang mundurnya Presiden Soeharto pada 21 
Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J.Habibie. 

Di bawah kepemimpinan Presiden B.J.Habibie, pers kian 
tumbuh sebagai pilar gerakan Reformasi. Dukungan Pemerintahan 
B.J.Habibie terhadap kebebasan pers tampak semakin kuat. Melalui 
UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Melalui payung regulasi ini, Pers 
juga memegang peranan penting dalam membangun diskursus 
transisi demokrasi dan reformasi sistem politik. Kekerasan terhadap 
kalangan jurnalis tidak lagi menjadi momok yang menghalangi 
kebebasan pers di Indonesia. Akibatnya, pers makin leluasa 
memberikan beragam peristiwa politik yang menyangkut dinamika di 
DPR, Istana Negara, Parpol, maupun kebijakan-kebijakan publik yang 
dijalankan oleh Pemerintah. 

Kebebasan pers ini bermanfaat dalam memberikan ruang bagi 
kalangan aktivis dalam menyampaikan gagasan-gagasan politiknya. 
Parpol dan sejumlah elit parpol kontroversial pun menjadi obyek 
pemberitaan pers setiap saat. Selain itu, isu-isu pelanggaran HAM dan 
kekerasan yang dilakukan oleh kalangan militer juga mendapatkan 
tempat pemberitaan luas oleh media. Isu-isu yang lain seputar 
tranformasi sistem politik, paket UU Politik, kebebasan beragama dan 
pluralisme juga terus menjadi diskursus utama di berbagai media. 

Selain kebebasan pers, Pasca Reformasi juga ditandai dengan 
menjamurnya industri pers Pasca Reformasi. Industri media cetak 
terus tumbuh menjamur di berbagai kota besar di Indonesia. Seiring 
dengan pencabutan SIUPP, media masa cetak dengan mudah 
didirikan. Tidak hanya kalangan jurnalis, para politisi parpol juga ikut 
ramai-ramai mendirikan media cetak, terutama tabloid dan koran 
mingguan. Kendatipun kemudian terjadi seleksi alam, dimana dalam 
beberapa tahun kemudian tidak banyak diantara mereka yang mampu 
bertahan. 
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Media penyiaran juga makin marak. Pasca Reformasi, ditandai 
dengan pendirian lima stasiun televisi. Tahun 1998-1999 Metro TV 
didirikan dan kemudian mulai menyelenggarakan siaran dari 
kantornya di Kedoya, Kebun Jeruk Jakarta Selatan. Tak lama 
kemudian Kelompok Kompas Gramedia (KKG) juga mendirikan TV 7. 
Keduanya merupakan televisi yang didirikan pasca reformasi dimana 
cukup besar dalam memberikan porsi program berita dan talkshow. 
Selain itu juga didirikan Global TV, dan Trans TV dan Lativi. 

Peran para jurnalis pendukung reformasi ini tampak sangat 
penting dalam masa transisi pasca reformasi. Dunia televisi pada masa 
itu banyak diisi oleh para mantan aktivis mahasiswa tahun 1990an 
yang semula pernah bekerja di media cetak, kemudian bermigrasi ke 
dunia televisi. Peran mereka sangat penting dalam mewarnai 
penyajian pemberitaan politik selama masa transisi pasca 1998. 

Tidak hanya televisi baru yang memberikan porsi besar dalam 
pemberitaan politik. Televisi swasta lainnya yang telah tumbuh lama 
sebelum reformasi juga ikut mengembangkan program liputan politik 
unggulan. Sebut saja misalnya SCTV melalui Program Liputan 6 yang 
secara tajam ikut mengupas dinamika reformasi 1998 dan transisi 
politik Pasca Reformasi. Selain itu juga INDOSIAR dan RCTI tak mau 
ketinggalan'9. 

Kendatipun ada dalam struktur konglomerasi industri media — 
dimana banyak diantara kepemilikannya masih dikuasi oleh keluarga 
Cendara—industri televisi pada masa tersebut tetap mampu 
menampilkan berita-berita kritis terhadap penyalahgunaan kekuasaan 
yang dilakukan oleh Rezim Orde Baru Soeharto. Pada tahap 
berikutnya, industri televisi juga ikut menyuarakan sikap-sikap kritis 
masyarakat dan gerakan mahasiswa yang terus berkembang pada 
masa Rezim Pemerintahan B.J.Habibie, Abdurrahman Wahid dan 
Megawati Soekarnoputri. Media televisi tidak hanya sekedar menjadi 
medium komunikasi politik, akan tetapi telah berkembang menjadi 
arena kontestasi kekuasaan politik bahkan banyak pihak yang kian 
menempatkan media televisi menjadi aktor dalam arena komunikasi 
politik Pasca Reformasi. 


190 Lihat Ishadi SK. Kontestasi di Ruang Berita Televisi: Analisis Kritis Praktik 
Diskursus Menjelang Jatuhnya Soeharto. Desertasi Doktoral Pada Program Pasca 
Sarjana Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Indonesia Jakarta. Tahun 2002. 
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10.1. Berkembangnya Kebebasan Berserikat, Berekspresi dan 

Berpendapat 

Pasca Reformasi juga ditandai dengan menguatnya kebebasan 
berekspresi dan dinamika opini publik. Amandemen UUD 1945 telah 
memberikan jaminan yang kuat bagi hak-hak warga negara termasuk 
kebebasan berekspresi dan terlibat dalam penyelenggaraan opini 
publik. Kebebasan berserikat dan berkumpul kembali mendapatkan 
tempat yang terhormat di hadapan negara dan masyarakat. 

Munculnya kebebasan berserikat, berekspresi dan berpendapat 
ini memberikan manfaat strategis bagi peran mahasiswa sebagai aktor 
demokrasi di Indonesia. Pada masa transisi, aksi-aksi gerakan 
mahasiswa, dan kelompok-kelompok jaringan gerakan mahasiswa 
intra dan ekstra kampus menjadi kekuatan politik ekstra parlementer. 
Era kepemimpinan Presiden B.J.Habibie, Gus Dur dan Megawati 
tampak disertai dengan pergeseran arus koalisi politik dan aksi-aksi 
gerakan mahasiswa penentang dan pendukungnya!”. 

Selain mahasiswa, gerakan civil society telah tumbuh di era 
Orde Baru!22. Pasca rezim Orde Baru (1966-1998), LSM di Indonesia 
mengalami booming layaknya jamur di musim hujan. Era Reformasi 
tersebut menjadi momentumnya, karena menjamin keterbukaan dan 
kebebasan berbicara, berpendapat dan berserikat. Sementara berbicara 
peran LSM, rasanya tak diragukan lagi, dan di lapangan telah terbukti 
bagaimana perubahan sosial yang terjadi dengan hadirnya LSM. 
Masyarakat mengalami perubahan yang cukup signifikan, 
perlawanan-perlawanan politik rakyat yang semakin kuat dengan 
pendampingan dan pendidikan politik oleh LSM, dan secara umum 
masyarakat semakin memiliki kesadaran akan hak-haknya dalam 
berbagai aspek kehidupan serta memberikan perlawanan manakala 
terjadi penindasan akan hak-haknya'5. 


191 Lihat M.Umar Syadat Hasibuan. Gerakan Politik Mahasiswa: Studi Kasus 
Polarisasi Gerakan Mahasiswa Pada Mahasiswa Pemerintahan B.J.Habibie dan 
Abdurrahman Wahid. Desertasi Doktoral Pada Departmen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik. Tahun 2010. 

192 Lihat Arief Budiman, State and Civil Society in Indonesia. Victoria: Monash Asia 
Institute: Monash University, 1990. 

193 Lihat Dedy Hermawan, Kontrol Publik Terhadap LSM, dalam Hamid Abidin & 
Mimin Rukmini. KRITIK & OTOKRITIK LSM: Membongkar Kejujuran dan 
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Adanya lingkungan demokrasi yang makin terbuka dan 
transparan, telah membuka ruang bagi gerakan sipil dalam proses 
transformasi sosial di berbagai bidang kehidupan publik. Keberadaan 
Lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai satu elemen civil society 
strategis dan mampu menjadi medium penghubung sekaligus 
penengah (intermediary) dari berbagai kepentingan yang belum 
terwakili, baik oleh partai politik maupun lewat ormas. Demokrasi 
pasca Reformasi telah menempatkan LSM sebagai gerakan pendorong 
transformasi sosial yang cenderung berhadapan vis a vis dengan 
negara (state) 194. 

Pertumbuhan LSM sangat pesat di mana pada tahun 1985 
hanya berkisar 3000-an berkembang menjadi sekitar 19.000 lembaga 
tahun 2001. Pesatnya pertumbuhan LSM dilatarbelakangi berbagai 
faktor. Pertama, terkikisnya kepercayaan masyarakat terhadap 
Pemerintah. Adanya krisis kepercayaan masyarakat yang dimulai 
sejak bergulirnya krisis ekonomi pada medio 1997-an, telah 
meningkatkan legitimasi LSM di mata publik. Kedua, peranan 
lembaga donor multilateral yang mensyaratkan adanya keterlibatan 
masyarakat untuk memberikan pelayanan publik dalam konteks 
pembangunan berkelanjutan. Ketiga, menguatnya peran LSM juga 
seiring dengan intensitas diskursus civil society-- sebagai sektor 
ketiga setelah negara dan sektor swasta—dalam mendorong proses 
pembangunan sosial. LSM sebagai organ civil society merupakan 
alternatif solusi bagi penyaluran bantuan, baik dari negara 
maupun lembaga donor. Bentuk, macam, dan bidang organisasi 
LSM makin beragam bahkan memiliki varian sangat luas. Ada pun 
kegiatan LSM dapat dikategorikan lembaga karitatif, pengawasan 
(controlling), community development, advokasi, partisipasi dan 
pembelaan atas pelanggaran terhadap HAM, lingkungan, 
persamaan hak perempuan, dan masih banyak lagi dari sektor-sektor 
publik yang mengalami perlakuan marginal!95. 


Keterbukaan Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia. Jakarta: PIRAMEDIA. Tahun 
2004. Halaman 111. 

14 Lihat Wawan Fahrudin. Akuntabilitas dan Transparansi LSM dalam Proses 
Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Demokratis di Indonesia. CIVIC Vol.1 No.2 
Agustus 2003. Hal 37. 

195 Ibid....Halaman 38. 
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Pasca Reformasi, peran LSM di Indonesia yang bergerak dalam 
advokasi isu-isu reformasi dan demokratisasi, dan isu-isu HAM kian 
memegang peran penting. LSM menjadi salah satu narasumber 
penting bagi media dalam menyuarakan suara publik terhadap 
advokasi atas kekerasan politik yang pernah diperbuat oleh Rezim 
Orde Baru dan Militer. Mereka juga menjadi kekuatan penting dalam 
menyuarakan kepentingan publik selama proses perubahan regulasi 
politik berlangsung di DPR RI. 

Pasca Reformasi, LSM bermunculan dan mengembangkan 
jaringan nasional dan internasional. Dengan dukungan dana 
internasional mereka menyelenggarakan advokasi dan training- 
training manajemen advokasi di berbagai daerah di Indonesia. LSM 
pun kian menjamur seiring dengan daya dukung funding 
internasional dan rendahnya ketidakpuasan publik terhadap 
Pemerintah dalam memenuhi agenda-agenda reformasi dan 
demokratisasi. Agenda kritik, advokasi dan pendampingan 
masyarakat juga terus dilakukan oleh kalangan LSM dalam merespon 
setiap kebijakan publik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
yang ditengarai berpotensi merugikan kepentingan publik. 

Selain itu, kalangan Ormas pun juga kian marak sebagai 
kelompok penekan (interest group) yang setiap saat mewarnai 
dinamika interaksi politik nasional dan lokal. Keberadaan Ormas yang 
pada masa Orde Baru dimanfaatkan sebagai medium kooptasi 
masyarakat sipil, kini telah berubah menjadi organisasi masyarakat 
sipil yang menyuarakan isu-isu publik. Beberapa diantaranya tampak 
masih sulit melepaskan bayang-bayang kepentingan politik dari para 
elit politik dan parpol nasional. Namun banyak diantaranya yang 
mampu menjadi organ independen, bahkan secara liar 
mengatasnamakan kepentingan publik terus memberikan tekanan- 
tekanan kepada rezim politik yang berkuasa. 


Meluasnya Arena Kontestasi Politik Bagi Parpol dan Elit Politik 


Meningkatnya arus kontestasi politik parpol dan kandidat 
dalam arena pemilu dan Pilkada. Pasca Reformasi ditandai dengan 
munculnya parpol-parpol baru. Parpol baru didirikan oleh sejumlah 
elit lama maupun elit baru yang lahir pada masa reformasi. Parpol 
baru tersebut antara lain, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai 
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Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan (PK) yang kemudian 
menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang, Partai 
Bintang Reformasi, dan beberapa tahun kemudian menjelang Pemilu 
2004, didirikanlah Partai Demokrat. 

Di masa Pemerintahan B.J.Habibie, elit-elit yang ada di parpol 
tersebut tampak bersaing ketat dalam menentang dan menggulingkan 
Pemerintahan B.J.Habibie. Parpol-Parpol baru tersebut kemudian 
membentuk “Poros Tengah” yang dimotori oleh Amin Rais. Poros 
Tengah menjadi salah satu kekuatan penting yang menghasilkan 
kemenangan Abdurrahman Wahid dalam Pemilihan Presiden oleh 
MPR RI tahun 1999. Dinamika politik yang sengit antar parpol dan 
koalisi parpol juga berlangsung ketika Pemerintahan B.J.Habibie 
digantikan oleh Abdurrahman Wahid. Sikap Gus Dur yang cenderung 
kontroversial ini kian memancing isu-isu kontroversial di kalangan elit 
parpol. Gus Dur bahkan menjadi satu-satunya Presiden yang paling 
kontroversial yang dengan cepat banyak melahirkan kebijakan politik 
baru, dan pernyataan-pernyataan politik yang memancing perubahan 
sikap politik Poros Tengah dan parpol-parpol lain. 

Gus Dur telah menjadi sasaran peliputan media karena sikap 
kontroversial yang dibuatnya. Perubahan konfigurasi dukungan poros 
tengah terhadap Gus Dur, menimbulkan aksi-aksi penentangan 
terhadap Pemerintahannya. Gelombang aksi gerakan mahasiwa pun 
kembali marak di berbagai kota di Indonesia untuk meminta Gus Dur 
mundur dari Keprisidenan. Hingga akhirnya tahun 2001, Gus Dur 
kemudian menyakan mundur dari Kursi Keprisidenan dan 
kedudukannya digantikan oleh Megawati Soekarnoputri. 

Pasca Gus Dur, di bawah Pemerintahan Megawati, kontestasi 
antar parpol dan elit parpol juga kian meningkat. Pada masa 
Pemerintahan Gus Dur, kontestasi politik tidak hanya tejadi antar 
parpol dan elit parpol koalisi saja, akan tetapi juga melibatkan 
dinamika politik militer disebabkan oleh kebijakan politik Gus Dur 
terhadap pola regenerasi kepemimpinan dalam tubuh militer!6. Di era 
ini, dunia politik tidak hanya sekedar bertumpu pada manuver dan 
kontestasi elit. Dinamika politik juga kian bergerak dalam arena 
kelembagaan politik yang lebih luas. 


199 Lihat A.Malik Haromain. Gus Dur, Militer, dan Politik. Yogyakarta: PT LkiS 
Pelangi Aksara. Tahun 2004. 
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Amandemen UUD 1945, yang berimplikasi pada perubahan 
kelembagaan politik dan Pemerintahan dan penguatan sistem politik, 
arus kontestasi politik elit kian bergerak dalam kelembagaan politik. 
Dinamika eksekutif dan legislatif terus berlangsung baik sejak era 
Pemerintahan B.J.Habibie, Gus Dur dan Megawati ketika Presiden 
masih dipilih oleh MPR maupun era Pemerintahan SBY-M.JK dan 
SBY-Boediono. Dinamika kontestasi politik elit dan antar kelembagaan 
politik ini tampak mengalami perubahan sejak tahun 2004 Indonesia 
menerapkan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara 
langsung. Berbeda dengan sebelumnya dimana pemilihan presiden 
dan wakil presiden dilakukan melalui sistem perwakilan di MPR. 

Intinya arena kontestasi politik meluas seiring dengan 
berkembangnya sistem politik baru. Pertama, pemilihan anggota 
legislatif, baik di pusat (DPR RI) maupun daerah propinsi dan 
kabupaten/kota (DPRD) dan pemilihan anggota DPD. Kedua 
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Ketiga, pemilihan Kepala 
Daerah/ Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi. 

Dalam setiap arena pemilu, masing-masing parpol akan 
memasuki arena kompetisi. Dalam system politik yang menganut 
system demokrasi, persaingan tersebut cerderung bersifat terbuka dan 
bebas dari intervensi kekuasaan tunggal. Indonesia pasca reformasi, 
cenderung bergerak ke arah model persaingan politik secara terbuka 
dan bebas. 

Di Indonesia, persaingan pemilihan yang melibatkan parpol 
terdiri dari tiga arena penting. Pertama, arena pemilu legislatif. Dalam 
arena pemilu legislatif, dengan system pemilihan langsung dan 
terbuka, arena persaingan bertumpu pada sumber daya manusia yang 
dimiliki oleh parpol, yaitu kandidat yang menjadi calon legislatif di 
masing-masing daerah pemilihan. Para kandidat Caleg inilah yang 
akan menjadi ujung tombak bagi kemenangan dan kegagalan parpol 
di masing-masing Dapil. 

Kedua, arena pemilu presiden. Arena pemilu presiden 
melibatkan dan membutuhkan dukungan sumber daya politik yang 
jauh lebih besar dan kompleks dibandingkan arena pemilu yang lain. 
Dalam arena pemilu presiden ini, pertama-tama Parpol harus 
memiliki sumber daya manusia dan dukungan suara yang memadai 
sehingga menghasilkan jumlah perolehan kursi di lembaga legislatif. 
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Dari sini kemudian masing-masing parpol dalam menilai dirinya 
berdasarkan persyaratan Undang-Undang Pemilu, apakah dirinya bisa 
mencalonkan pasangan presiden secara mandiri ataukah harus 
berkoalisi dengan parpol yang lain. 

Setelah mengevaluasi dan menjajagi berbagai peluang tersebut 
baru masing-masing parpol bisa menentukan pasangan kandidat 
Capres-Cawapres. Itu pun biasa melalui sebuah proses yang alot dan 
lobby-lobby politik, baik yang bersifat eksternal dan internal yang 
cenderung melelahkan ketika menentukan pasangan Capres- 
Cawapres. Selesai melalui tahapan ini, parpol atau koalisi parpol baru 
kemudian mendaftarkan pasangan Capres-Cawapres tersebut ke 
Komisi Pemilihan Umum(KPU). Berdasarkan seleksi administrasi dan 
verifikasi yang dilakukan oleh KPU, maka pasangan Capres - 
Cawapres tersebut dapat ditetapkan sebagai kontestan pemilu atau 
tidak. 

Setelah ditetapkan, Pasangan Capres-Cawapres ini harus 
mengikuti kontestasi Pilpres. Dalam arena kontestasi Pilpres ini, 
parpol dituntut mengelola sumber daya politiknya yang sangat 
kompleks dan besar. Berbagai sumber daya politik harus dikelola 
dengan maksimal untuk mendapatkan target akhir yaitu perolehan 
suara pemilih. 

Ketiga, arena Pemilukada/ Pilkada untuk memiliki pasangan 
kepala daerah. Dalam arena Pemilukada/ Pilkada ini masing-masing 
parpol pada umum memiliki strategi dan kebijakan politik yang 
beragam, terkait dengan proses seleksi kandidat, hingga penetapan 
kandidat yang akan diajukan. Dalam proses Pemilukada/ Pilkada ini, 
masing-masing parpol akan sangat mengandalkan pada sumber daya 
legislatifnya di level local (DPRD). Dalam hal ini, jika sesuai dengan 
Undang-Undang, sebuah parpol dinilai memenuhi syarat minimal 
pencalonan kandidat, maka dirinya dapat mengajukan pencalonan 
pasangan kandidat secara mandiri. Sebaliknya, jika dinilai belum 
memenuhi syarat minimal, maka parpol tersebut harus berkoalisi 
dengan parpol lainnya. 

Seringkali parpol yang menjadi pemenang pemilu legislatif 
nasional dan bahkan Pilpres, belum tentu mendapatkan sumber daya 
legislatif maksimal di masing-masing daerah. Akibatnya, walaupun 
mereka tidak dapat mengajukan pasangan kandidat Pemilukada/ 
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Pilkada secara mandiri dan harus berkoalisi dengan parpol lain. 
Sebaliknya, mereka yang kalah dalam pemilu legislatif nasional dan 
Pilpres, bisa mendapatkan sumber daya legislatif lebih banyak di 
masing-masing daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi. Karena itu, 
mereka bisa mengajukan pasangan kandidat secara mandiri. 

Seberapa kuat perolehan suara dan peringkat kemenangan 
masing-masing parpol dalam ketiga arena pemilu tersebut akan 
menjadi cermin kekuatan parpol pada masa tersebut. Kenapa 
demikian, sebab belum tentu parpol yang mendapatkan kemenangan 
lebih besar dan lebih banyak di dua atau bahkan tiga arena pemilihan 
sekaligus akan tetap langgeng sebagai pemenang. Sebaliknya, parpol 
yang kalah dalam satu, dua atau bahkan ketiga arena pemilihan 
tersebut akan mengalami kehancuran. Kendati demikian, cermin 
kemenangan dan kegagalan di masing-masing arena pemilihan dapat 
menjadi pelajaran dan peringatan masing-masing parpol akan 
eksistensi mereka di masa depan. 


Tumbuhnya Kepercayaan Terhadap Survei Opini Publik 


Pada mulanya dunia politik pasca reformasi belum begitu 
diwarnai oleh survei opini publik. Istilah survei pertama kali 
diperkenalkan dalam dunia entertainment oleh Helmi Yahya dalam 
program Famili 100. Kata survei ini pun makin populer. Seiring 
dengan kepulangan beberapa akademisi yang menamatkan 
pendidikan Doktoralnya dari Amerika Serikat, sejumlah lembaga 
survei pun didirikan. Maka munculah Lembaga Survei Indonesia, dan 
beberapa tahun kemudian pecah kongsi dan berdiri Lingkaran Survei 
Indonesia, serta Indo Barometer. 

Seiring dengan pola perubahan regulasi pemilu dari sistem 
pemilihan tertutup ke sistem pemilihan langsung kian menjadikan 
peranan lembaga survei makin penting. Lembaga survei kian 
dibutuhkan dalam rangka memotret perkembangan tingkat 
popularitas, kesukaan dan elektabilitas parpol dan kandidat. Lembaga 
survei juga kian berperan penting dalam memberikan data-data 
evaluasi performance Pemerintahan dan kepuasan para pemilih 
terhadap Parpol dan kandidat. Peran penting lembaga survei bahkan 
kian diakui dan diapresiasi secara luas tidak hanya oleh institusi 


Manajemen Komunikasi Politik dan Marketing Politik | 283 


politik dan Pemerintahan, akan tetapi juga oleh institusi bisnis dan 
organisasi civil society di Indonesia. 

Selain itu, meningkatnya intensitas kontestasi parpol dan 
kandidat dalam arena pemilu langsung ini juga diiringi dengan 
berkembangnya industri konsultan politik. Industri konsultan politik 
menjadi tradisi baru dalam dunia komunikasi politik di Indonesia. 
Maraknya permintaan terhadap jasa pemenangan oleh para elit politik 
nasional dan lokal, industri konsultan politik juga makin tumbuh di 
Indonesia. Mereka pun juga mendapatkan dukungan dari industri 
media. Konsultan politik menjadi aktor baru yang ikut mewarnai 
dunia politik di Indonesia. 

Era Reformasi membuka beragam peluang. Bagi politisi lama 
dan aktivis politik baru, Era Reformasi telah melahirkan peluang bagi 
pembentukan citra baru bagi dirinya dan parpolnya. Tidak hanya bagi 
kalangan politisi, Era Reformasi juga memberikan “berkah” bagi 
media dan para peneliti/ilmuwan di berbagai bidang ilmu sosial dan 
humaniora, termasuk bidang ilmu komunikasi. 

Menjelang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, 
publikasi hasil survei kian marak di media elektronik maupun di 
media massa cetak. Dedy N.Hidayat (2004) mencatat bahwa dari segi 
metodologi, jajak pendapat tentang pilihan partai dan calon presiden, 
yang dilakukan televisi swasta saat ini, tersebut tampak masih penuh 
kelemahan, tetapi potensi dan konsekuensi politisnya bisa amat 
strategis. Hal ini disebabkan karena proses politik pemilu memiliki 
logika sendiri yang tak selalu tertarik pada "kegenitan" metodologi 
penelitian sosial. 

Hasil survei kian mampu menjadi komodifikasi pemberitaan 
dalam industri media. Industri media semakin berpeluang untuk 
mengolah pemilu menjadi komoditas berita ataupun "hiburan" politik. 
Media, khususnya televisi, bahkan cenderung mengemas proses 
pemilu seperti layaknya suatu peristiwa kompetisi atau pertandingan 
olahraga. Dalam Pemilu 204, sekurang-kurangnya dua stasiun televisi 
swasta yang menyelenggarakan jajak pendapat mengenai pilihan 
calon presiden dan partai politik. Perkembangan teknologi telah 
memungkinkan para pemirsa dengan cepat dan langsung menyatakan 
pilihannya melalui pesan layanan singkat (SMS) di telepon seluler 
mereka. Perkembangan detik ke detik hasilnya pun bisa langsung 
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diamati oleh masyarakat luas melalui running text di layar televisi. 
Jumlah warga masyarakat yang dengan sukarela mengirim SMS 
mencapai lebih dari seratus ribu orang. 

Menurut Dedy N.Hidayat (2004), dalam proses komodifikasi 
hasil survei tersebut, tampak terdapat sejumlah persoalan terkait 
dengan kontrol metodologi yang didasarkan atas kesukarelaan 
responden. Karena responden tidak dipilih secara random, maka 
asumsi teoreitik probabilitas dalam pendugaan akurasi (yang dalam 
statistik menyangkut error margin) ataupun presisi (menyangkut level 
of confidence) menjadi sulit untuk diberlakukan. Hal ini menurutnya 
berbeda dengan jajak pendapat yang dilakukan lembaga, seperti 
International Foundation for Election System (IFES), International 
Republican Institute (IRI), Center for the Study of Development and 
Democracy (CESDA), Danareksa, Pusat Pengkajian Islam dan 
Masyarakat oleh Saiful Mujani dkk, Soegeng Sarjadi Syndicated, 
majalah Tempo, dan juga Litbang harian Kompas. Menurutnya 
publikasi survei yang mereka lakukan secara metodologi digarap lebih 
"serius" dengan menerapkan prosedur random tertentu dalam 
penarikan sampel dan teknik pembobotan dalam analisis data.17. 

Sejak Pemilu Presiden 2004 tampak komodifikasi hasil survei 
oleh industri media kian meningkat. Apresiasi publik terhadap 
publikasi hasil-hasil survei juga kian meningkat. Kendatipun tingkat 
“kemelekan” terhadap proses penyelenggaraan survei, pemahaman 
terhadap metode survei dan cara baca dan analisis terhadap hasil 
survei belum berkembang luas di kalangan publik dan elit politik, 
akan tetapi situasi ini kian menguntungkan dan memperkuat posisi 
serta legitimasi lembaga survey. 

Ada beberapa peran lembaga survei dalam proses demokrasi 
di Indonesia pasca reformasi . Pertama, lembaga survei mampu 
menjadi referensi dalam melihat peta dinamika pendapat publik 
terkait dengan persepsi atas isu-isu yang menyangkut kepentingan 
publik, kepuasan kinerja Pemerintahan dan kinerja lembaga-lembaga 
negara. Melalui sejumlah survei persepsi dan sikap publik dapat terus 
dipotret dari waktu ke waktu. Melalui lembaga survei ini publik, 
sejumlah isu-isu kebijakan publik dan kepuasan terhadap institusi 


197 Dedy N.Hidayat, Mobilisasi Pendapat Melalui Jajak Pendapat KOMPAS, 6 Januari, 
2004. 


Manajemen Komunikasi Politik dan Marketing Politik | 285 


politik dan Pemerintahan dapat dihadirkan melalui data survei 
independen sebagai cermin atas situasi aktual yang sedang 
berkembang. 

Kedua, data yang disediakan oleh lembaga survei juga bisa 
menjadi referensi terhadap peluang dan kompetisi antar institusi 
politik dan elit politik/kandidat. Dalam hal ini, data-data survei 
mampu dapat menjadi peta awal bagi para kandidat dan parpol yang 
akan memasuki persaingan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan 
Pemilukada Propinsi, Kabupaten dan Kota. Kelemahan dan kekuatan 
kandidat dapat diketahui melalui sejumlah data survei yang 
dilakukan secara kontinyu oleh lembaga survei. Kandidat dan Parpol 
juga bisa bisa bekerjasama dengan lembaga survei untuk mengkaji 
peluang ceruk pasar pemilih dan juga mengetahui faktor-faktor apa 
saja yang bisa menjadi pendukung bagi kemenangan mereka. 

Ketiga, data-data survei yang dihadirkan oleh lembaga survei 
juga bisa menjadi referensi bagi publik. Bagi publik, informasi politik 
yang dibutuhkan tidak hanya terkait dengan para kandidat dan parpol 
yang mengusung para kandidat dalam arena Pemilu dan Pemilukada. 
Akan tetapi mereka juga membutuhkan data-data aktual yang 
memberikan informasi akurat dan independen terhadap tingkat 
popularitas, kesukaan dan peluang kemenangan parpol dan kandidat 
yang sedang berlaga dalam arena Pemilu dan Pemilukada. Bahkan 
mereka pun bisa menyimak kecenderungan fluktuasi dukungan 
masing — masing parpol dan kandidat yang sedang bertarung. 

Keempat, data survei juga dibutuhkan oleh media dalam 
mewarnai diskursus politik dan opini publik. Pasca Reformasi seiring 
dengan meningkatnya peran lembaga survei, media massa tampak 
kian mengapreasiasi pentingnya data aktual dari lembaga survei 
dimana di dalamnya memberikan informasi terbaru dalam laga 
persaingan Pemilu dan Pilkada dan juga isu-isu aktual yang menjadi 
konsen publik. Bagi media, hal ini penting dalam proses agenda- 
setting pemberitaan yang mampu menempatkan media sebagai pilar 
keempat demokrasi. 

Kelima, peran lembaga survei melalui data-data yang 
disampaikan juga kian penting dalam mengevaluasi kinerja 
Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Selama satu 
dasawarsa terakhir, sejumlah lembaga survei tampak merilis fluktuasi 
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persepsi publik dan sikap publik yang berisi persepsi atas kinerja, 
performance kinerja, dan tingkat kepuasan terhadap Pemerintahan. 
Data ini penting bagi Pemerintah dan juga bagi publik untuk 
memberikan evaluasi secara independen dan akurat atas kinerja 
Pemerintahan. 


Meningkatnya Peran Konsultan Politik 


Pasca Reformasi ditandai dengan berkembangnya profesi baru 
dalam panggung komunikasi politik Indonesia. Profesional Konsultan 
politik tumbuh dan mulai menjamur sejak menjelang Pilpres 2004. 
Profesi konsultan politik ini tumbuh bersamaan dengan perubahan 
sistem politik dan sistem pemilu menjelang Pilpres 2004 dan juga 
seiring dengan munculnya generasi ilmuwan hasil lulusan dari 
sejumlah Universitas di Amerika Serikat. Mereka tidak hanya sekedar 
pulang membawa gelar Doktoralnya, akan tetapi juga mulai 
meletakkan peran profesi baru, yaitu konsultan politik bagi kandidat 
dan parpol yang memasuki gelanggang Pemilu Presiden, Pilkada dan 
juga Pemilu Legislatif. 

Sebagaiman di berbagai negara demokrasi, munculnya para 
kandidat dan parpol baru yang menjadi pemain dalam arena Pemilu 
tidak lepas dari peran para konsultan politiknya. Perkembangan 
demokrasi di Amerika Serikat sejak tahun 1950an, bahkan lekat 
dengan peran konsultan politik. Mereka tidak hanya berpengaruh dan 
memberikan beragam jenis masukan selama kampanye politik 
berlangsung, mereka juga mengembangkan sejumlah riset-riset yang 
memberikan manfaat bagi para klient nya!?8. 

Para konsultan politik pada umumnya mengembangkan 
sejumlah risetnya yang berorientasi pada kepentingan praktis bagi 
klientnya. Kendati demikian, riset-riset yang mereka lakukan ini pada 
umumnya juga dibuat atas dasar konsep-konsep akademik dan juga 
dijalankan dengan metode penelitian yang sama dengan penelitian 
akademik. Hanya saja yang membedakan kemudian, riset-riset dalam 
dunia konsultan politik ini lebih cenderung fokus pada indikator- 


198 Lebih lanjut lihat Dennis E.Kinsey. Political Consulting: Bridging the Academic and 
Practical Perspective, dalam Bruce I Newman. 1999. The Handbook of Political 
Marketing. London: Sage Publication. Halaman 113. 
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indikator aktual dan lebih banyak disajikan dengan analisis deskriptif 
untuk melacak gejala dan kecenderungan yang mengindikasikan 
peluang, kendala dan tantangan kandidat dalam parpol yang menjadi 
klien-nya dalam laga pemilihan. 

Di Amerika Serikat, ada beragam jenis profesi baru yang 
dikenal sebagai bagian dari profesi konsultan politik. Mereka 
merupakan para konsultan yang terlibat dalam beragam jenis aktivitas 
kampanye politik19. Pertama, konsultan media yang bertanggung 
jawab terhapa proses pengembangan pesan-pesan dan kampanye 
melalui media elektronik. Mereka secara umum bertanggungjawab 
terhadap proses penulisan scribt dan produksi program-program 
kampanye iklan politik yang hendak ditayangkan melalui media 
televisi maupun radio. Peran mereka juga sangat strategis dalam 
menentukan proses pembelian space iklan media di televisi dan radio, 
menentukan kapan, dimana dan bagaimana proses siaran masing- 
masing jenis iklan kampanye politik, dan juga penempatan (placement) 
iklan kampamye politik tersebut secara tepat. 

Kedua, konsultan specialis dalam urusan surat menyurat secara 
langsung (direct mail specialists). Mereka adalah tim konsultan politik 
yang bertanggungjawab terhadap proses penulisan, produksi dan 
diseminasi materi-materi kampanye melalui surat menyurat yang 
dikirimkan kepada pemilihnya atau surat menyurat yang seakan-akan 
datang dari para pemilihnya—karena mobilisasi—yang ditujukan 
kepada para kandidat sebagai wujud dukungan. Tidak harus dalam 
bentuk surat resmi, akan tetapi juga misalnya pengiriman kartu 
ucapan selamat, booklet atau materi apapun dengan beragam warna 
atau warna yang sederhana yang menandakan relasi yang dekat dan 
menyenangkan antara pemilih dan kandidatnya. 

Ketiga, konsultan yang menangani khusus bagian penggalian 
sumber dana politik (fund-raisers). Mereka adalah tim konsultan yang 
bertanggung jawab dalam menyusun dan mengembangkan rencana 
dan pengembangan kegiatan yang tujuannya untuk menggali 
dukungan sumber dana dari para donator politik kepada kandidat 
untuk membiayai kegiatan kampanye politiknya agar memenangkan 
laga pertarungan. Para konsultan ini biasanya mengembangkan 
sejumlah teknik misalnya dengan menggelar event politik untuk 


199 Ibid...Halaman 116-117. 
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sumbangan dana kepada kandidat ataupun dengan mengirimkan 
surat atau bahkan pendekatan secara interpersonal/ langsung kepada 
beragam kelompok potensial yang menjadi target sasaran sebagai 
donatur politik kandidat. 

Keempat, konsultan strategis pemenangan, yaitu tim konsultan 
yang bertanggung jawab secara luas dalam memanaje dan 
merangcang kegiatan kandidat selama tahapan kampanye 
berlangsung dan juga rangkaian kegiatan kampanye yang dilakukan 
oleh kandidat dan parpol. Konsultan ini pada umumnya juga 
menangani tim manajer kampanye para kandidat, memberikan arahan 
dan panduan serta target setiap kegiatan kepada mereka. Mereka juga 
mengkoordinasikan kerja-kerja tim konsultan yang lain. Konsultan 
strategis pemenangan ini memiliki akses yang bersifat langsung dan 
dekat serta mendapatkan kepercayaan sangat besar dari kandidat 
dalam mengatur, merancang dan melaksanakan seluruh rangkaian 
aktivitas kampanye politik kandidat. 

Kelima, Pollster, yaitu mereka yang bertanggungjawab terhadap 
penyelenggaraan riset-riset opini publik dan membantu kandidat 
melalui tim konsultan kampanyenya melalui data -data hasil survei 
yang sangat berguna selama proses penyusunan strategi kampanye, 
perencanaan kampanye dan evaluasi pelaksanaan kampanye politik 
kandidat tersebut. Pollster bekerja secara independen dan 
menghasilkan data yang independen dan seakurat mungkin. Pollster 
juga memiliki peran strategis karena ia memberikan data-data aktual 
yang berisi trend hasil survei yang dapat memotret tingkat peluang 
kemenangan kandidat dalam laga pemilu tersebut. 

Dari kelima jenis konsultan politik tersebut, di Indonesia jenis 
yang paling populer adalah konsultan strategis pemenangan dan 
Pollsters(lembaga survei). Kendatipun entitas lembaga survei 
seringkali tidak disebut atau diposisikan sebagai konsultan politik. 
Kendatipun mayoritas pemilik dan pengelola perusahaan lembaga 
survei tersebut juga digunakan untuk mensuplai data-data yang 
dibutuhkan oleh tim konsultan politik. Adapun konsultan media pada 
umumnya include di dalam tim konsultan pemenangan dan lembaga 
survei, atau ia terpisah sendiri di luar kedua jenis konsultan politik ini. 
Secara umum, popularitas peran konsultan media di Indonesia masih 
kalah jauh dibandingkan dengan konsultan pemenangan maupun 
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pollster. Bahkan banyak dari group lembaga survei dan konsultan 
pemenangan ini juga memiliki tim yang memiliki keahlian di bidang 
konsultan media. 

Kiprah konsultan politik dalam panggung Pemilu dan Pilkada 
menjadi trend baru dimana pemilu tidak hanya menjadi arena 
pertarungan para kandidat, akan tetapi arena ini juga menjadi laga 
dari para konsultan politik untuk menguji kedigdayaannya. Hampir 
dalam sejumlah arena Pemilu dan Pilkada, para konsultan politik ikut 
meramaian arena pertarungan para kandidat. Profesi para konsultan 
politik ini menjadi profesi baru dibalik proses modernisasi kampanye 
politik dan profesionalisasi komunikasi politik. 

Sebagai contoh dalam arena Pilkada Kalsel, M Syaifullah dan 
Defri Werdiono(2010) bagaimana pelaksanaan Pilkada Kalsel, bukan 
saja menjadi arena pertarungan calon kepala daerahnya, akan tetapi 
tetapi juga menjadi pertaruhan reputasi konsultan politik. Selama 
Pemilukada Kalsel 2010, politik pencitraan yang paling kuat dilakukan 
dua konsultan publik. Fox Indonesia yang menangani pasangan 
Zairullah Azhar- Habib Aboe Bakar Alhabsyi (ZA). Sedangkan 
Lingkaran Survei Indonesia (LSI) membantu pasangan Rudy Ariffin- 
Rudy Resnawan (Dua Rudy). Zairullah sebelumnya adalah Bupati 
Tanah Bumbu. Habib Aboe Bakar tercatat sebagai anggota DPR dari 
Partai Keadilan Sejahtera, sedangkan Rudy Ariffin merupakan 
Gubernur (incumbent/ petahana) Kalsel. Rudy Resnawan adalah Wali 
Kota Banjarbaru. 

Dalam pemilihan gubernur Kalsel tersebut, Zairullah, seorang 
bupati dari kabupaten hasil pemekaran menyewa Fox Indonesia untuk 
dalam persaingan Pemilukada Kalsel. Ketika dilakukan survei awal 
sebelum menangani pasangan Zairullah-Habib Aboe Bakar, pemilih 
yang mengenal mereka hanya 20 persen dari warga Kalsel. Namun 
setelah dilakukan pencitraan di berbagai media, popularitas Zairullah 
meningkat hingga 85 persen. Dengan pencitraan itulah, pasangan 
tersebut tidak hanya dikenal, tetapi publik juga secara langsung 
mengetahui kualitas dan program yang diperjuangkannya200. 


200 Kendatipun fakta persaingan antar konsultan politik nyata dan tak terelakkan 
menurut para profesional konsultan—seperti Rizal Mallarangeng —cenderung 
meyakini bahwa pilkada bukanlah pertarungan antarkonsultan politik. Menurutnya 
di antara lembaga konsultan politik tidak sedang bertarung, mereka yang bertarung 
adalah para kandidat. Peran konsultan politik sebatas pada kerja profesional dan tidak 
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Perusahaan konsultan politik tidak hanya melayani satu 
pasangan kandidat, namun terbuka kemungkinan untuk menjadi 
konsultan politik lebih dari satu pasangan kandidat. Hal ini misalnya 
sebagaimana yang pernah dilakukan oleh LSI dalam Pilkada Kalsel 
2010. Berbeda dengan Fox Indonesia, LSI tampak mendesain strategi 
pemenangan untuk dua pasangan kandidat sekaligus. LSI melalui 
Direktur Eksekutifnya yaitu Denny JA menangani pemenangan 
pasangan Dua Rudy. Ia mengembangkan strategi dengan memoles 
keduanya sebagai kepala daerah dari orang asli setempat yang 
dianggap berhasil membangun daerah. Sedangkan untuk mengukur 
peluang kemenangan, dilakukan dua kali survei. Dari hasil survei 
tersebut, LSI melihat peluang dimana pasangan Dua Rudy berpotensi 
memenangi satu putaran. Selain menangani pasangan ini, LSI 
Network juga menangani pasangan A Teras Narang-Ahmad Diran. 
Akan tetapi, LSI tidak turun langsung menangani calon, tetapi 
dilakukan oleh anak perusahaannya yaitu Citra Publik Indonesia 
(CPI). 

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan, baik lembaga 
survei dan lembaga konsultan politik memiliki peran strategis. 
Kendati demikian, peran kedua jenis lembaga ini tampak 
mendapatkan sejumlah kritik. Pada lembaga survei, kritik ini pada 
umumnya terkait dengan akurasi dan validitas data yang disajikan 
oleh lembaga survei, independensi lembaga survei, pendanaan 
lembaga survei dan juga politisasi data survei untuk kepentingan 
politik tertentu, baik dari lembaga konsultan politik, kandidat dan 
parpol yang sedang bertarung maupun dari Pemerintah. Publikasi 
yang dilakukan oleh lembaga survei dalam arena Pemilu dan 
Pemilukada seringkali dibarengi dengan sejumlah kecurigaan akan 
kepentingan pihak tertentu yang mendanai penyelenggaraan survei 
tersebut. Lemahnya akuntabilitas dan transparansi pendanaan 
lembaga survei dan status pengelolaan lembaga survei yang kental 
dengan kepentingan bisnis menjadikan independensi lembaga survei 
politik terus dipertanyakan. 

Sedangkan untuk lembaga konsultan politik, kritik pada 
umumnya terkait dengan etika komunikasi politik yang mereka 


mengambil alih peran parpol.M Syaifullah dan Defri Werdiono. Kiprah Konsultan 
Politik: Jika Kucing, Ya Tetap Berbunyi Meong. KOMPAS, Kamis, 3 Juni 2010 
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jalankan. Strategi pemenangan yang mereka lakukan ditengarai sulit 
keluar dari pola-pola perilaku negatif yang cenderung menabrak etika 
komunikasi politik. Tidak hanya itu, persaingan sengit yang mereka 
lakukan seringkali dibarengi dengan praktek-praktek negative 
campaign yang berpotensi memunculkan konflik sosial di tingkat 
pemilih. 

Pada level etika kelembagaan, adanya lembaga konsultan 
politik yang menyatu dengan lembaga survei dianggap 
membahayakan independensi dan kualitas kerja lembaga survei itu 
sendiri. Publik juga cenderung khawatir karena intervensi kebijakan 
pengelolaan kedua jenis perusahaan ini, menjadikan arus manipulasi 
data survei untuk kepentingan kampanye politik dalam 
memenangkan kandidat makin tinggi. Situasi ini tidak hanya merusak 
kredibilitas hasil survei, akan tetapi juga dianggap sangat merugikan 
bagi publik/ pemilih dan juga para kandidat kontestan pemilu. Ragam 
persoalan inilah yang hingga saat ini masih memunculkan sejumlah 
kecurigaan akan profesionalitas lembaga survei dan lembaga 
konsultan politik di Indonesia. 
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BAB XI 
PERKEMBANGAN STUDI KOMUNIKASI POLITIK 
DI INDONESIA 


Perkembangan Studi Komunikasi Politik di Indonesia. 


N Ng 
A yy salah satu bidang kajian menarik bagi sejumlah kalangan 


dalam dan luar negeri. Komunikasi politik sebagai salah satu 


N / enomena komunikasi politik di Indonesia telah menjadi 


bidang studi berkembang di Indonesia dengan ragam dan 
pendekatan/ perspektif yang marak digunakan pada kurun waktu 
tertentu. Tahap pertama studi komunikasi politik dilakukan secara 
tidak spesifik namun bersinggunggan dengan studi yang lain, 
terutama studi sejarah pers dan peran pers dalam perubahan sosial 
politik era pra kemerdekaan dan pasca revolusi kemerdekaan. Studi 
ini kemudian secara pelan-pelan mulai bergeser ke dinamika pers, 
sistem pers dan sistem politik di Indonesia. 

Pada era 1970an-1990an, studi komunikasi politik dilakukan 
baik oleh ilmuwan/peneliti komunikasi maupun ilmuwan/ peneliti 
bidang ilmu politik. Studi komunikasi politik kendatipun tidak 
banyak berkembang pada masa Orde Baru, sejumlah kajian telah 
dikembangkan oleh para ilmuwan politik dan ilmuwan komunikasi. 
Salah satu ilmuwan politik diantaranya adalah Alfian (1991) yang 
membahas studi komunikasi politik dalam kaitannya dengan sistem 
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politik di Indonesia21. Dua tahun kemudian, ilmuwan politik lainnya 
adalah Maswadi Rauf dan Mappa Nasrun (1993) yang membahas 
beberapa aspek perkembangan komunikasi politik di Indonesia202. 
Studi komunikasi yang memfokuskan pada partai politik misalnya 
dilakukan oleh Arif Zulkifli (1996). Zulkifli (1996) mengkaji PDI208. 
Studi komunikasi politik di Indonesia sejak era kemerdekaan 
hingga masa Orde Baru cenderung fokus pada institusi pers dan 
sistem pers. Karena itu, metamorfosis institusi pers kemudian menjadi 
faktor penting yang mempengaruhi kecenderungan studi pers dan 
komunikasi politik di Indonesia. Pers di Indonesia sejak era 
kemerdekaan terus bermetamorfosis dari konsep “pers perjuangan”, 
bergeser ke “pers pembangunan” (era Orde Baru awal), dan kemudian 
ke “pers bisnis” (sejak tahun 1990an masa Orde Baru). Di era Pers 
Perjuangan, pada umumnya Pers memiliki kecenderungan orientasi 
ideologi dan politik tertentu. Era ini berlangsung sejak masa pra 
kemerdekaan, pasca kemerdekaan hingga masa Orde Lama 
berakhir24, Kemudian pada awal masa Orde Baru, Pers Pembangunan 
lahir, seiring dengan kecenderungan Rezim Orde Baru yang 


21 Lihat Alfian. Komunikasi Politik dan Sistem Politik di Indonesia. Jakarta: 
Gramedia Pustaka. Tahun 1991. 

202 Lihat Maswadi Rauf dan Mappa Nasrun. Indonesia dan Komunikasi Politik. 
Jakarta: Diterbitkan atas kerja sama Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dengan 
Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Tahun 1993. 

203 Lihat Novel Ali. PDI di Mata Golongan Menengah di Indonesia: Studi Komunikasi 
Politik. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Tahun 1996. 

24 Menurut Smith (1983: 100-118) beberapa hari sesudah Soekarno-Hatta 
memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia. Pada bulan Oktober 1945, Menteri 
Penerangan Mr.Amir Syarifuddin kemudian mengumumkan Sistem Pers Merdeka. 
Para wartawan dan juga politisi kemudian ramai-ramai mendirikan pers baik sebagai 
profesi — khususnya untuk wartawan—maupun sebagai media komunikasi kepada 
massa dan pembentukan opini publik—khususnya bagi politisi. Pemerintah pun 
cenderung memperbolehkan pers sebagai instrumen perjuangan ideologi politiknya. 
Karena itu, banyak diantaranya kemudian yang berafiliasi ke Partai Politik. Kemudian 
menjelang Pemilu 1955, Pers Politik ini pun kian menguat. Partai Sosialis Indonesia 
juga mendirikan Harian Pedoman tahun 1948.Partai Masyumi kemudian menerbitkan 
Harian Abadi tahun 1950an. PKI juga mendirikan Harian Rakyat tahun 1951. PNI juga 
mendirikan Suluh Indonesia tahun 1953. Partai Nahdlatul Ulama (NU) juga 
mendirikan Duta Masyarakat tahun 1953.Selain surat kabar tersebut, pada tahun 1949 
juga terbit Harian Indonesia Raya yang cenderung keras terhadap Partai Komunis 
Indonesia. Bahkan sebelumnya di tahun 1945 juga terbit Harian Merdeka dan Berita 
Indonesia. Bahkan selain Parpol, organisasi sosial keagamaan seperti Muhammadiyah 
juga mendiri Mercusuar. Kemudian pada tahun 1965, ABRI juga mendirikan Berita 
Yudha dan Harian Angkatan Bersenjata. 
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menempatkan faktor ekonomi sebagai panglima. Kemudian sejak 
tahun 1985an dan 1990an, era Pers Bisnis kian mendominasi pers di 
Indonesia. Seiring dengan pergeseran watak pers ini, dinamika 
ideologi dan politik juga terus mempengaruhi regulasi atas pers itu 
sendiri. 

Sejak era tahun 1980an-1995an, studi komunikasi politik di 
Indonesia juga kian diwarnai dengan mainstream Ideologi Pancasila. 
Hal ini terutama sejak dirumuskannya Pers Pancasila oleh Dewan Pers 
sejak tahun 1984. Selain itu, penegasan Pers Pancasila ini juga diatur 
dalam Undang -Undang No.21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang No.11 tahun 1966 yang mengatur Pers di Indonesia. 
Maka sejak saat ini, sejumlah literatur mengenai komunikasi politik 
dan Pers Pancasila pun makin marak dilahirkan oleh para pakar 
komunikasi politik. Beberapa karya publikasi yang dihasilkan antara 
lain Sistem Pers Indonesia (T.Ahmadi, 1985), Sistem Pers Pancasila 
(Wonohito, 1987), Komunikasi Politik dan Pers Pancasila (Anwar Arifin, 
1992), Pers dan Politik di Indonesia: Suatu Kajian Awal Mengenai Pers 
Pancasila (1995, 2011). Hasil karya akademik yang dipublikasikan 
mayoritas bukan dari hasil studi empirik di lapangan, akan tetapi 
lebih sebagai konsep normatif yang dilahirkan berdasarkan 
argumentasi politis dan akademisi. 

Menurut Arifin (2011), pada masa 1983-1995, intensitas kajian 
Komunikasi Politik dan Pers Pancasila ini makin marak berkembang 
di Indonesia, melibatkan Pemerintah, masyarakat pers dan Perguruan 
Tinggi. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk melahirkan teori Pers 
Pancalisa sebagai kajian ilmiah. Beberapa Universitas—seperti 
Universitas Hasanuddin Makasar bahkan mendirikan Laboratorium 
Pers Pancasila pada tahun 1992. Selain itu, Yayasan Indonesiaku di 
Makasar juga mendirikan Pusat Pengkajian dan Pendidikan Pers 
Pancasila tahun 1995205. Studi komunikasi politik di Indonesia pada 
masa itu juga cenderung dikembangkan dengan pendekatan sejarah 
dan budaya (Arifin, 207:147). 

Kemudian, sejak era 1990an, penelitian bidang komunikasi 
politik juga berkembang ke arah isu-isu yang mengarah pada kritik 
kekuasaan. Jika era sebelumnya, studi komunikasi politik cenderung 


205 Lihat Anwar Arifin. 2011. Komunikasi Politik Indonesia. Jakarta, Pustaka 
Indonesia. Halaman 40-46. 
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di dominasi oleh paradigma klasik (positivis dan post-positivist), 
maka sejak era 1990an, studi komunikasi politik dengan paradigma 
kritis dan konstruktivis terus dikembangkan. Jika pada era sebelum 
studi komunikasi politik didominasi oleh metode penelitian 
kuantitatif, maka sejak era 1990an, pendekatan kualitatif kian marak 
dilakukan. 

Berkaitan dengan sejarah pers dan peran pers dalam 
perubahan sosial politik ada beberapa penelitian dilakukan termasuk 
di dalamnya peran penting pers dalam masa perjuangan era 
kemerdekaan. Dalam catatan Abdurrahman Suryo Mihardjo beberapa 
penelitian yang berkembang antara lain206: 1) pers Melayu-Tionghoa di 
Jawa sebelum perang —yang dilakukan oleh Leo Suryadinata (1971) 207, 
2) sejarah pers dalam konteks lokal dan daerah -seperti yang 
dilakukan oleh H. Mohammad Said (1976)208, 3) hubungan pemerintah 
Indonesia dengan pers dalam era Demokrasi Terpimpin pada masa 
Orde Lama yang dilakukan oleh Oey Hong Lee (1971) 209, 4) analisis 
pers di Jakarta pada masa transisi politik dari Orde Lama ke Orde 
Baru pada tahun 1966 — dilakukan oleh Robert Henry Crawford (1967) 
210, 5) sejarah penindasan terhadap pers di Indonesia (1949-1965) — 
yang dilakukan oleh Edward Cecil Smith (1969) 211. 

Penelitian selanjutnya terkait dengan sistem pers dan sistem 
sosial politik. Secara umum, penelitian dipicu oleh empat teori pers 
yang dibuat oleh Siebert, Peterson dan Schramm?'? yang menyajikan 
empat teori pers dimana performance sistem pers di suatu negara 


206 Lihat Abdurrahman Suryo Mihardjo. Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di 
Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka. Halaman 3-4. 

207 Topik ini dikaji oleh Leo Suryadinata, dalam The Pre-World War II Peranakan 
Chinese Press of Java. Ohio.1971. 

208 Lihat Mohammad Said. Sejarah Pers di Sumatera Utara dan Masyarakat yang 
Dicerminkannya (19885-1942). Medan: Percetakan Waspada. 1976. 

209 Lihat Oey Hong Lee, Indonesian Goverment and Press during Guided Democracy. 
Inter Documentation Company AG ZUGH. Sweitzerland, 1971. 

210 Lihat Lihat Robert Henry Crawford, The Daily Indonesian Language Press of 
Jakarta: Analysis of twp Recent Critical Periods. PhD Thesis Syracuse University. 
Tahun 1967. 

21 Lihat Edward Cecil Smith, A History of Newspaper Suppression in Indonesia, 
1949-1965. PhD Thesis University of Iowa. Tahun 1969. Kemudian diterbitkan dalam 
Edward Cecil Smith. Sejarah Pembredelan Pers di Indonesia. Jakarta: Grafiti Pers. 

212 Lihat Fred. S. Siebert, Theodor ePeterson dan Wilbur Schraam. Four Theories of the 
Press: The Authoritarian, Libertarian, Social Responsibility, and Soviet Communist Concepts 
of What the Press Should Be and Do. Ilionis: University of Illinois Press. Tahun 1963 
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sangat dipengaruhi oleh sistem politik yang diterapkan oleh masing- 
masing negara. Pertama, teori otoritarian, yang berkembang sejak 
zaman Renaisance akhir dimana pers berfungsi sebagai produk 
kebenaran rezim penguasa. Kedua, pers libertarian yang berkembang 
seiring dengan pemikiran-pemikiran liberal yang dikenalkan oleh 
filsuf liberal seperti Milton, Lock, Mill dan Jefferson, dimana pers 
sebagai sarana untuk mencari kebenaran berdasarkan hak-hak natural 
yang dimiliki oleh warga negara. Ketiga, pers tanggungjawab sosial 
dimana pers seharusnya digunakan dan memberikan manfaat secara 
setara kepada warga negara, namun harus diiring dengan adanya 
tanggungjawab sosial bersama. Keempat, pers komunis, yang 
merupakan versi lain dari otoritarian, dimana pers menjadi corong 
dari kekuatan negara dan partai komunis yang menguasai negara. 
Teori pers komunis ini berakhir seiring dengan runtuhnya rezim 
komunis Uni Soviet tahun 1980an. Konsep empat teori pers ini 
disusun oleh ketiga ilmuwan komunikasi tersebut dalam melacak 
sistem dan fungsi pers di sejumlah negara di dunia. 

Sejumlah studi komunikasi politik pada masa Orde Baru 
dilakukan dalam menganalisis : 1) dinamika pers di tengah transisi 
kekuasaan, 2) dinamika pers dan struktur sosial politik Negara, 3) 
ekonomi politik media dan tranformasi jurnalisme di Indonesia, 4) 
fungsi kontrol-sosial dan politik pers: 5) pers dan orientasi 
pemberitaan, 6) dinamika interaksi pers, jurnalis dan rezim politik, 7) 
dinamika pers dan pemilu, 8) regulasi media penyiaran dan intervensi 
negara, 9) retorika politik presiden, 10) bahasa dan kekuasaan politik, 
11) kepemimpinan dan budaya komunikasi politik. 

Pertama, studi komunikasi politik terkait dengan pers dan 
politik juga dilakukan untuk memotret era transisi Orde Lama ke 
Orde Baru. Kajian dinamika pers dan politik lokal di era transisi rezim 
politik sejak era kemerdekaan, Orde Lama dan awal Orde Baru juga 
dilakukan oleh Anwar Arifin (1990: 2010)23. Penelitian tentang 
komunikasi politik pada masa Orde Baru makin marak sejak tahun 
1990an. Penelitian pada umumnya dikaitkan dengan pers dan politik. 


218 Lihat Anwar Arifin. Pers dan Dinamika Politik: Analisis Media Komunikasi Politik 
Indonesia. Pada awalnya merupakan Desertasi Doktoral pada Program Pasca Sarjana 
Ilmu Komunikasi, Universitas Hasanuddin Makasar. Tahun 1990. Kemudian 
diterbitkan ulang dengan judul Pers dan Dinamika Politik: Analisis Media 
Komunikasi Politik Indonesia. Jakarta: Yarsif Watampone. Tahun 2010 
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Beberapa diantaranya dilakukan oleh Anwar Arifin, yang mengkaji 
Pers dan dinamika politik lokal di Makasar. Arifin (1990: 2010) 
mengkaji bagaimana ketergantungan pers dan sistem politik 
sebagaimana disampaikan oleh Smith, Siebert, McOuail, Merrill, dan 
Rooy dalam konteks politik lokal di Makasar sejak 17 Agustus1945- 12 
Desember1966. Kajian dilakukan oleh Arifin terhadap dinamika pers 
dan politik di Makasar sejak periode revolusi, NIT dan RIS (1945- 
1950), dilanjutkan dengan dinamika Pers dan politik di era Demokrasi 
Parlementer (1950-1959), dinamika pers dan politik di era Demokrasi 
Terpimpin (1959-1959) dan Periode awal Orde Baru (1965-1966). 

Kedua, studi tentang dinamika pers dan struktur sosial politik 
Negara antara lain dilakukan oleh Akhmad Zaini Abar terkait dengan 
bagaimana dinamika pers di Indonesia di awal Orde Baru, sikap kritis 
pers, dan agenda-agenda perubahan yang disampaikan oleh Pers pada 
masa awal Rezim Orde Baru?4. Dalam studi yang dilakukannya, Abar 
(1995) menolak pendapat Fred S. Siebert dan kawan-kawan tentang 
empat teori pers. Dasar penolakan tersebut berakar pada argumen 
bahwa di negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia, sering 
terjadi inkonsistensi, atau bahkan polarisasi, antara realitas legal-formal 
dengan realitas empiris-aktual. Menurutnya telah terjadi distorsi antara 
aspirasi dan kehendak konstitusional, peraturan-peraturan hukum 
positif serta ideologi resmi negara dengan kenyataan sosial dan 
praktek dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, jika mengacu pada 
pendapat Fred S. Siebert dan kawan-kawannya tersebut, maka kajian 
yang akan dilakukan hanya sekedar memberi gambaran realitas pers 
yang bersifat legal-formal daripada bersifat empiris-aktual. 
Dampaknya, kajian pers yang dilakukan akan cenderung bersifat a- 
historis dan normatifi5. 

Ketiga, riset mengenai ideologi, media komunikasi politik juga 
dikembangkan oleh para peneliti/akademisi. Beberapa diantara 
misalnya yang dilakukan oleh AG.Eka Wentas Wuryanta (2004) yang 
mengkaji representasi legitimasi dan deligitimasi ideologi dan 
militerisme dalam media media dengan menggunakan analisis 


214 Lihat Ahmad Zaini Abar. 1966-1974: Kisah Pers Indonesia. Yogyakarta. LkiS. 1995. 
215 Ibid...Halaman 21-22. 
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wacana kritis terhadap Harian Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha 
(tahun 1965-1968)215. 

Keempat, kajian yang terkait dengan ekonomi politik media, 
perubahan struktur politik dan transformasi jurnalisme pada masa 
Orde Baru. Kajian komprehensi tentang hal ini antara lain dilakukan 
oleh Dhaniel Dhakidae. Dhakidae melakukan melakukan pemetaan 
dan pelacakan komprehensif pada sejumlah grup besar media dengan 
fokus analisis pada transformasi industri media, ekonomi politik 
media dan dinamika politik dilakukan?!. 

Kelima, kajian terkait dengan pers dan fungsi kontrol sosial- 
politik dilakukan oleh Kuskridho Ambardi (1995)218. Analisis Ambardi 
di lakukan terhadap Majalah Tempo sebagai salah satu pers kritis 
pada masa Orde Baru. Dalam studi tersebut, Ambardi (1995) berusaha 
menganalisis bagaimana kecenderungan konteks struktural dan 
kultural pers di tengah kekuasaan Rezim Politik Orde Baru. Dalam 
kajian tersebut, Ambardi menekankan bahwa ketika kontrol negara 
semakin longgar, maka kian membuka ruang bagi menguatnya fungsi 
kontrol sosial-politik pers. Sebaliknya, jika negara makin otoriter, 
maka fungsi tersebut pun makin menyempit. Dalam hal ini Ambardi 
kemudian menyimpulkan bahwa sepanjang tidak ada perubahan pada 
konteks makro politik, maka peran kritis pers dalam menjalankan 
fungsi kontrol sosial-politiknya akan sulit bisa diharapkan, 
kendatipun pada aspek internal institusi pers masih memiliki orientasi 
ke situ. 

Keenam, kajian tentang pers dan orientasi politik pemberitaan 
pada masa Orde Baru juga dilakukan oleh Rizal Mallarangeng 


216 Lihat AG.Eka Wentas Wuryanta. 2004. Ideologi, Militerisme dan Media Massa: 
Representasi Legitimasi dan Delegitimasi Ideologi Dalam Media Massa (Studi Analisis 
Wacana Kritis Media Massa Dalam Situasi Krisis di Indonesia Pada Harian Angkatan 
Bersenjata dan Berita Yudha Periode Tahun 1965-1968. Tesis, Program Pasca Sarjana 
Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP UI, Jakarta. 

217 Lihat Daniel Dhakidae. The State, The Rise of Capital and The Fall of Political 
Journalism: Political Economy of Indonesian News Industry. PhD Desertation. Cornell 
University. Tahun 1991. 

218 Kuskrido Ambardi. Fungsi Kontrol Pers Indonesia: Sebuah Penelitian Analisis Isi 
Tentang Perkembangan Fungsi Kontrol Pers Pada Majalah Berita TEMPO Tahun 1983 
dan Tahun 1989. Skripsi Diajukan Sebagai Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana. Jurusan 
Ilmu Komunikasi, FISIPOL, UGM, Yogyakarta. Tahun 1995. 
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(2010)219. Riset Rizal Mallarangeng tersebut melacak bagaimana 
dinamika historis pers di era Orde Baru. Analisis dilakukan terhadap 
dua koran harian, Kompas dan Suara Karya. Di dalamnya, Mallarangeng 
menjelaskan posisi institusi pers dalam struktur politik melalui 
kinerjanya. Posisi pers di tengah dominasi rezim politik ini oleh 
Malarangeng dianalisis melalui tajuk rencana serta berita utama yang 
ditampilkan. Tajuk rencana dan berita utama dianggap sebagai rubrik 
yang terpenting bagi eksistensi sebuah media cetak. Melalui dua 
rubrik tersebut akan terlihat jelas ke arah mana orientasi media yang 
bersangkutan. 

Melalui kajian tersebut, Mallarangeng(1992) memberikan 
beberapa kontribusi penelitian yang menarik dalam ranah studi 
komunikasi politik di Indonesia. Pertama, kedua harian Kompas dan 
Suara Karya memiliki kecenderungan untuk menonjolkan orientasi 
informasi dengan pola tertentu. Akan tetapi, ada kecenderungan yang 
sama juga dilakukan oleh sebagian besar media cetak terkait orientasi 
terhadap pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Secara umum, unsur 
kontrol sosial kian dihaluskan dengan tidak adanya kritik tajam 
terhadap kekuasaan negara. Kedua, jikalau kritik dilakukan, kritik 
tersebut cenderung disampaikan lebih halus. Pola komunikasi politik 
yang dilakukan oleh media dengan cara seperti ini karena disebabkan 
oleh adanya dominasi budaya jawa dalam dunia politik di Indonesia 
pada masa Orde Baru. Akibatnya, fungsi kontrol sosial dan kritik yang 
disampaikan oleh pers masih cenderung terkerangkeng oleh bayangan 
hegemoni kekuasaan Orde Baru, sehingga kritik yang muncul pun 
masih sebatas sebagai kritik terhadap orientasi kelangsungan sistem 
politik yang ada dan tidak mampu menyentuh jantung kekuasan 
Negara. 

Ketujuh, kajian tentang pers, jurnalisme, dan dinamika 
kekuasaan politik di Indonesia antara lain dilakukan oleh David T.Hill 
terhadap sosok Mochtar Lubis220. Dalam kajiannya tersebut, Hill (2011) 
mengelaborasi sosok Mochtar Lubis sebagai salah satu jurnalis senior 


219 Lihat Rizal Mallarangeng. Pers Orde Baru : Tinjauan Isi Kompas dan Suara Karya. 
Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG). Tahun 2010. 

220 Lihat David T.Hill. 2010. Jurnalism and Politics in Indonesia : A Critical Biography 
of Mochtar Lubis (1922-2004). London: Routledge. Naskah ini kemudian 
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dalam David T.Hill. 2011. Jurnalisme dan 
Politik di Indonesia: Biografi Kritis Mochtar Lubis (1922-2004). Jakarta: LP3ES. 
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di Indonesia, di masa muda, masa Sukarno, dan mas Suharto, baik 
sebagai individu, jurnalis, maupun wartawan yang dekat dengan 
dunia politik di Era Sukarno dan Suharto. Kajian juga dilakukan 
terhadap dinamika pers dan politik dalam hal ini Koran Indonesia 
Raya di Era Sukarno dan yang diterbitkan kembali di Era Suharto. 
Selain itu, David T.Hill menyajikan riset menarik tentang bagaimana 
dinamika pers, jurnalis dan rezim politik pada masa Orde Baru21. Ada 
lima hal yang dikupas oleh Hill. Pertama, dinamika pers pada Pra 
Orde Baru. Kedua, dinamika pers masa Orde Baru. Ketiga, peran 
Lembaga Pemerintah dan Badan Industri. Keempat, bangkitnya 
imperium pers. Kelima, Pers pinggiran di masa Orde Baru. 

Kedelapan, kajian tentang dinamika pers dan politik yang 
menyoroti kebijakan pembreidelan pers oleh Rezim Orde Baru antara 
lain juga dilakukan oleh Tjipta Lesmana (2001)22. Riset yang 
dilakukan oleh Tjipta Lesmana ini mengembangkan teori 
interaksionisme simbolik yang mengkaji hubungan pers dan 
Pemerintah Pasca masa satu dekade terakhir Rezim Orde Baru. 
Kebijakan Pemerintahan Orde Baru dengan Pembredelan Majalah 
TEMPO pada 1994 menjadi studi kasus dalam riset tersebut. Riset 
yang dilakukannya menganalisis dinamika interaksi antara wartawan 
TEMPO dan pejabat pemerintah Orde Baru selama rentang waktu 
1982-1994 Menurut Tjipta Majalah TEMPO, keberadaan Majalah 
Tempo yang dikenal kritis terhadap Orde Baru memiliki dampak 
besar bagi pembentukan opini publik. Kekhawatiran Rezim Orde Baru 
akan hal tersebut menjadikan kebijakan pembreidelan terhadap pers 
dilakukan. Dalam riset tersebut antara lain disajikan bagaimana 
TEMPO yang cenderung keliru menganalisis definisi peta politik pada 
masa tersebut. Selain itu, TEMPO juga dinilai kurang jeli dalam 
membaca membaca perubahan kekuasaan di masa-masa akhir 
Presiden Soeharto berkuasa. Ada kesan kuat dimana pada masa 


21 Lihat David T.Hill. 1994. The Press in New Order Indonesia. Asia Research Centre 
on Social, Political and Economic Change. Naskah ini kemudian diterjemahkan dalam 
bahasa Indonesia dalam David T.Hill. 2011. Pers di Masa Orde Baru. Jakarta: LP3ES. 
222 Lihat Tjipta Lesmana. Teori Interaksi Simbolik dalam Memahami Hubungan Pers 
dan Pemerintah di Indonesia, Studi Kasus tentang Majalah Tempo. Desertasi Doktoral 
Pada Program Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi, Departemen Ilmu Komunikasi. FISIP 
UI. Tahun 2001. 
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tersebut, TEMPO cenderung dinilai berpotensi menyaingi kekuasaan 
pemerintah. 

Kesembilan, kajian pers dan pemilu masa Orde Baru. Kajian 
tentang pers dan liputan pemilu 1997 antara lain dilakukan oleh 
Hermin Indah Wahyuni (1998). Studi tentang pers dan pemilu juga 
dilakukan Harsono Suwardi yang menghasilkan desertasi “Pers dan 
Pemilu di Indonesia” 228. Di era ini, liputan pemberitaan tentang 
pemilu yang memotret Golkar, PDI dan PPP menjadi salah satu obyek 
kajian menarik sejak tahun 1990an seiring dengan dinamika internal 
perubahan kepemimpinan di masing-masing parpol, fluktuasi 
dukungan parpol terhadap Rezim Soeharto, mulai munculnya isu 
suksesi politik dan mulai menguatnya kelompok-kelompok yang kritis 
terhadap Soeharto. 

Kesepuluh, riset juga dilakukan terkait dengan dinamika media 
penyiaran publik, televisi swasta dan intervensi negara melalui 
regulasi pada masa Orde Baru. Salah satu riset ini antara lain 
dilakukan oleh Hermin Indah Wahyuni yang mengkaji adanya 
intervensi negara dalam regulasi dan kebijakan publik penyiaran 
televisi publik (TVRI) di Indonesia22. 

Kesebelas, kajian tentang liputan pemberitaan media terhadap 
partai politik dan tokoh politik. Model penelitian seperti ini seperti 
yang dilakukan oleh Hasrullah (2001) mengkaji bagaimana analisis 
framming pemberitaan media terhadap PDI dan sosok Megawati masa 
akhir kekuasaan Orde Baru?25. Hasrullah dalam studinya tersebut 
meneliti isi pemberitaan media selama terjadi kemelut internal yang 
melanda PDI dan Megawati, mulai dari isu Pra-KLB di Surabaya, 
Pasca KLB Surabaya hingga Munas PDI dengan menggunakan 
pendekatan content analysis. Adapun media yang menjadi obyek 
penelitiannya adalah Kompas, Republika dan Suara Karya. Melalui 
penelitian yang dilakukannya tersebut, Hasrullah (2001) menemukan 
adanya kecenderungan posisi dan peran surat kabar dalam 
membentuk opini publik selama KLB-Munas PDI berlangsung. Dalam 


2238 Lihat Harsono Suwardi. Peranan Pers dalam Politik Indonesia. Jakarta: Pustaka 
Sinar Harapan. 

224 Lihat Hermin Indah Wahyuni. Televisi dan Intervensi Negara: Konteks Politik 
Kebijakan Publik Industri Penyiaran Televisi Pada Era Orde Baru. Yogyakarta: Media 
Pressindo. Tahun 2000. 

225 Lihat Hasrullah. Megawati Dalam Tangkapan Pers. Yogyakarta: LkiS. Tahun 2001. 
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penyajian berita dan opini, ideologi media tampak sangat 
berpengaruh. Selain itu juga adanya kecenderungan bahwa 
pemberitaan Megawati didukung oleh dua buah media nasional yaitu 
Kompas dan Republika. 

Kedua belas, kajian tentang retorika politik dan propaganda 
pemimpin politik di Era Rezim Orde Baru Soeharto juga dilakukan 
oleh Eriyanto(1999)25 dan Arief Adityawan S(2008)2. Eriyanto 
mengembangkan kajian dengan menggunakan metode analisis 
wacana kritis untuk membedah pidato-pidato Soeharto. Sejumlah 
elaborasi yang dikembangkan antara lain dimensi psikologi dan 
budaya Soeharto sebagai orang jawa dan juga sebagai 
jenderal/ militer, bahasa dan konsolidasi kekuasaan Soeharto melalui 
produksi wacana, kata dan pembakuan bahasa dan tema-tema pidato 
soeharo, skematik pidato Soeharto, politik makna kalimat dan kata 
pidato Soeharto dan gaya pidato Soeharto. 

Berbeda dengan Eriyanto (1999) yang mengupas aspek retorika 
politik Soeharto, Adityawan S (2008) tampak lebih menyoroti 
bagaimana propaganda politik yang dilakukan oleh Rezim Orde Baru 
Soeharto melalui desain grafis. Dengan mengadaptasi pemikiran 
James Lull (1995:1998,2000)228, Ia memberikan analisis yang menarik 
bagaimana ideologi visual direproduksi oleh Rezim Orde Baru 
Soeharo melalui sistem citra. Di dalamnya terdapat dua hal, yaitu 
sistem ideasi dan sistem mediasi. Sistem ideasi meliputi tiga hal yaitu 
satuan representasi, organsisasi internal dan intrepretasi yang 
disarankan. Sedangkan sistem mediasi meliputi dua hal yaitu mediasi 
teknologis dan mediasi sosial. Berdasarkan hal ini, ia kemudian 
membuat lima jenis analisis atas propaganda politik Rezim Orde Baru 
Soeharto yang ditampilkan dalam desain grafis. Kelima analisis 


226 Lihat Eriyanto. 1999. Kekuasaan Otoriter : Dari Gerakan Penindasan Menuju Politik 
Hegemoni. Yogyakarta: INSIST Press bersama dengan Pustaka Pelajar. 

227 Lihat Arief Adityawan S. 2008. Propaganda Pemimpin Politik Indonesia: Mengupas 
Semiotika Orde Baru Soeharto. Jakarta: LP3ES. 

228 Lihat James Lull. 1995. Media, Communication, Culture: A Global Approach. 
Cambridge, England: Polity Press-Columbia University Press. Lihat terjemahannya 
dalam James Lull. 1998. Media Komunikasi Kebudayaan: Suatu Pendekatan Global. 
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Lihat juga edisi revisinya, James Lull. 2000. Media, 
Communication, Culture: A Global Approach. Cambridge, England: Polity Press- 
Columbia University Press, Second Edition. 
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tersebut yaitu, analisis denotatif, analisis konotatif, analisis mitos, 
analisis kode dan analisis ideologis. 

Ketiga belas, kajian terhadap bahasa dan kekuasaan dalam studi 
komunikasi politik juga terus berkembang menjelang dan pasca 
keruntuhan Rezim Orde Baru Soeharto. Yudi Latif dan Idi Subandy 
Ibrahim mempublikasikan kumpulan karangan dengan judul “Bahasa 
dan Kekuasaan” 229. Di dalamnya menyajikan bagaimana aspek bahasa 
menjadi arena pertarungan dan konstruksi kekuasaan ideologi dan 
rezim politik yang dominan. Apa yang disajikan dalam karya ini 
memang tidak secara tajam menguliti politik bahasa yang dijalankan 
oleh Rezim Orde Baru, akan tetapi pembongkaran terhadap ideologi 
dominan dalam spektrum gender, pembangunanisme dan ragam 
penindasan struktural dibalik penggunaan bahasa mulai 
dikembangkan. Diskursus yang disampaikan melalui buku tersebut 
pada akhirnya merangsang perhatian penelitian pada akademisi ilmu 
sosial, politik, dan humaniora termasuk ilmu komunikasi, untuk 
kembali memperhatian dimensi politik bahasa dan kekuasaan. 

Keempat belas, kajian terhadap pidato Soeharto dengan metode 
semiotik juga dilakukan oleh Muridjan S.Widjoyo dan Mashudi 
Noorsalim dalam Bahasa Negara Versus Bahasa Gerakan 
Mahasiswa20. Keduanya mengelaborasi bagaimana bahasa sebagai 
arena pertarungan kekuasaan yang dilakukan oleh Rezim Soeharto, 
melalui sejumlah kelembagaan bahasa yang dibentuk seperti Pusat 
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (P3B), bahkan dalam dunia 
pendidikan, politik bahasa ini juga dijalankan mulai level pendidikan 
dasar, menengah hingga pendidikan tinggi di Indonesia. Melalui Tata 
Bahasa Baku Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia, Rezim 
Orde Baru juga “menertibkan” penggunaan kata dalam Bahasa 
Indonesia agar sejalan dengan kepentingan politiknya. Sisi lain, 
bahasa juga sebagai arena perlawanan. Beragam kelompok gerakan 
mahasiswa menjalankan aksi-aksi perlawanannya melalui selebaran- 
selebaran provokatif yang menggugat kemapanan politik rezim 
penguasa. Selain itu, studi resistensi politik yang dilakukan melalui 


29 Lihat Yudhi Latief dan Idi Subandy Ibrahim. Bahasa dan Kekuasaan: Politik 
Wacana di Panggung Orde Baru. Bandung: PT Mizan Pustaka. 

230 Lihat Muridjan S.Widjoyo dan Mashudi Noorsalim, Bahasa Negara Versus Bahasa 
Gerakan Mahasiswa: Analisis Semiotik atas Teks-Teks Pidato Soeharto dan Selebaran 
Gerakan Mahasiswa. Jakarta: LIPI Press Tahun 2004. 
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medium musik pada masa Orde Baru juga dilakukan oleh Idy 
Subandy (2010)231. 

Kelima belas, analisis terhadap kepemimpinan politik, dan 
budaya politik masa Orde Baru Soeharto antara lain dilakukan oleh 
Gati Gayatri22, Dalam hal ini, Gayatri melakukan analisis kritis 
terhadap makna pesan-pesan politik yang disampaikan oleh mantan 
Presiden Soeharto dengan mengunakan konsep ajaran kepemimpinan 
Jawa. Gayatri melalui riset desertasinya banyak mengelaborasi 
keterkaitan antara budaya jawa dengan konstruksi pesan-pesan 
komunikasi politik dari komunikator politik melalui media massa 
cetak dan framming pesan yang ditujukan kepada khalayak 
komunikasi politik. 

Keenam belas, dengan perspektif konstruktivis, riset mengenai 
konstruksi pemikiran politik para elit dan aksi politik yang dianggap 
mempengaruhi proses komunikasi politik. Riset ini misalnya pernah 
dilakukan dalam Tesis Dedy Djamaluddin Malik di Program Pasca 
Sarjana Fakultas Ilmu Komunikasi (FIKOM), Universitas Padjajaran, 
yang mengkaji pemikiran dan aksi politik keempat tokoh Islam yang 
berpengaruh di Indonesia233. Keempat tokoh ini adalah Abdurrahman 
Wahid, M.Amien Rais, Nurcholis Madjid, dan Jalaluddin Rakhmat. 
Masing-masing tokoh ini selain dianggap merepresentasilkan aliran 
Islam di Indonesia, mereka juga menghasikan konstruksi pemikiran 
politik dan melakukan aksi politiknya dalam panggung komunikasi 
politik di Indonesia. Riset ini dilakukan dengan pendekatan penelitian 
hermeneutika sosial untuk melacak, memetakan dan menganalisis 
bagaimana kecenderung pemikiran politik dan aksi politik keempat 
tokoh ini dalam panggung komunikasi politik di Indonesia. 


21 Lihat Idy Subandy. 2010. Resistensi Melalui Musik Populer: Kajian Konstruksi 
Budaya atas Musisi Iwan Fals dan Teks-Teks Lagunya Sebagai Medium Resistensi. 
Tesis, Program Pasca Sarjana Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP UI, Jakarta. 

232 Gati Gayatri. Konstruksi Realitas Kepemimpinan Presiden Soeharto Dalam Berita 
Surat Kabar. Disertasi pada Program Pasca Sarjana, Depatemen Ilmu Komunikasi, 
FISIP UI, Jakarta. Tahun 2002 

233 Dedy Djamaluddin Malik. 1998. Zaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran dan Aksi 
Politik Abdurrahman Wahid, M.Amien Rais, Nurcholish Madjid dan Jalaluddin 
Rakhman. Bandung: Penerbit Zaman Wacana Mulia. 
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Perkembangan Studi Komunikasi Politik Pasca Orde Baru 


Pada masa Orde Baru, studi komunikasi politik fokus kepada 
sistem media dan pers. Kajian ini terutama dikaitkan dengan sistem 
komunikasi dan sistem media serta fungsi media yang dipandang 
sebagai medium sosialisasi politik dan medium kampanye pemilu. 
Kendatipun beberapa kajian kritis sudah mulai dikembangkan di 
beberapa universitas, namun belum dipublikasikan secara luas. Selain 
itu, pola kategorisasi terhadap domain kajian komunikasi politik pun 
masih belum berkembang dengan baik. 

Kemudian menjelang keruntuhan Orde Barustudi komunikasi 
politik di Indonesia terus mengalami perkembangan yang sangat 
pesat. Studi komunikasi politik bergerak makin meluas, tidak hanya 
pada media dan politik akan tetapi juga keterkaitan dengan pers dan 
pemerintah. Selain itu, studi komunikasi politik juga muncul dari 
sejumlah pendekatan. Ilmu komunikasi politik berkembang dari 
sejumlah kontribusi bidang kajian dengan domain yang lebih luas. 
Pertama, kajian parpol dan perilaku pemilih. Kedua, kajian media 
performance. Ketiga, kajian kampanye politik dan efek media. Keempat, 
kajian mengenai opini publik. Kelima, kajian mengenai aktor politik 
dan retorika politik. 

Pasca Orde Baru literatur tentang komunikasi politik mulai 
disajikan oleh para akademisi dan peneliti. Novel Ali (1999) menulis 
tentang peradaban komunikasi politik24. Pawito juga menulis tentang 
komunikasi politik dikaitkan dengan kampanye politik dan arena 
pemilihan235. Karya akademik lainnya dengan sudut pandang politik 
komunikasi ditulis oleh Suyuti S.Budhiharso26. Suyuti S.Budhiharso 
(2003), menempatkan politik komunikasi sebagai sebuah bidang ilmu 
komunikasi yang dikaitkan dengan peta teori pers, pers dan tekanan 
politik yang ada di China dan kebijakan komunikasi yang dijalankan 
oleh negara-negara maju (Inggris dan Perancis) dan di negara 
berkembang (Indonesia). Selain itu juga dibahas bagaimana dinamika 


24 Lihat Novel Ali. Peradaban Komunikasi Politik: Potret Manusia Indonesia. 
Bandung: Remaja Rosda Karya. Tahun 1999. 

235 Lihat Pawito. Komunikasi Politik: Media Massa dan Kampanye Pemilihan. 
Yogyakarta: Penerbit Jalasutera. Tahun 2009. 

236 Lihat Suyuti S.Budhiharso. Politik Komunikasi. Jakarta: Grasindo. 
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politik komunikasi di Indonesia masa kebangkitan nasional pra 
kemerdekaan, masa revolusi kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. 

Pasca Orde Baru, peta kajian komunikasi politik di Indonesia 
mulai dieksplorasi oleh sejumlah akademisi/ peneliti, termasuk para 
akademisi yang mendapatkan pendidikan Doktoral-nya pada masa 
Orde Baru, baik di universitas di Indoensia (dalam negeri), maupun di 
luar negeri. Salah satunya model pemetaan yang dilakukan oleh 
Hafied Cangara (2011), yang mencoba memetakan kajian komunikasi 
politik Pasca Orde Baru dalam lima domain umum: 1) media dan 
politik: 2) pendapat umum (opini publik), dan Polling: 3) partai politik 
dan pemilu, 4) kampanye untuk pemasaran politik, dan 5) komunikasi 
politik global?7. Pola pengkategorian yang hampir serupa dengan 
menekankan pada aspek sistem komunikasi dan fungsi media dalam 
komunikasi politik juga dilakukan oleh Anwar Arifin (2011)238. 

Pasca Orde Baru, studi komunikasi politik juga kian marak 
dilakukan. Menjelang dan pasca reformasi 1998, bidang penelitian 
komunikasi politik kian terbuka lebar. Ada beberapa tema penelitian : 
1) ekonomi-politik media, 2) partai politik dan konstruksi pemberitaan 
politik: 3) transformasi regulasi media, 4) kebebasan pers: 5) lembaga 
penyiaran publik: 6) kebebasan berekspresi, 7) opini publik : 8) budaya 
komunikasi politik: 9 ) aktor politik dan komunikasi politik, 10) debat 
politik kandidat??? 11) komunikasi politik incumbent240, 12) etika iklan 
politik23 dan analisi perbandingan isi iklan politik242, 13) representasi 


237 Lihat Hafied Cangara. 2011. Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi. 
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 

2388 Tihat Anwar Arifin. 2011. Komunikasi Politik Indonesia. Jakarta: Pustaka 
Indonesia. 

289 Lihat misalnya Rika Kartika. 2010. Kecenderungan Isi dan Fungsional Debat 
Politik: Analisis Isi Pada Debat Politik II Calon Presiden Republik Indonesia 2009- 
2014. Tesis, Program Pasca Sarjana Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP UI, Jakarta. 
Lihat juga Retno Wardani. 2011. Debat Calon Presiden di Indonesia: Suatu Studi 
Analisis Fungsional Terhadap Isi Debat Calon Presiden Pada Kampanye Pemilihan 
Presiden 2009 Yang Disiarkan oleh Televisi. Tesis, Program Pasca Sarjana Departemen 
Ilmu Komunikasi, FISIP UI, Jakarta. 

240 Lihat misalnya Andi Sukmono Kumba. 2009. Komunikasi Politik Incumbent Wakil 
Presiden: Studi Kasus Komunikasi Politik Jusuf Kalla dalam Konstelasi Pemilihan 
Presiden 2009. Tesis, Program Pasca Sarjana Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP UI, 
Jakarta. 

1 Lihat Sukarya Wiguna. 2009. Krisis Etika Iklan Politik di Televisi: Studi Kasus 
Tayangan Iklan Politik Partai Demokrat Menjelang Pemilu Legislatif 2009. Tesis, 
Program Pasca Sarjana Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP UI, Jakarta. 
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sosial kiprah para elit politik2, 14) representasi tokoh perempuan 
dalam arena kampanye Pemilu24 dan representasi perempuan dalam 
struktur politik kartel245. 

Sebagai sebuah bidang kajian akademik maupun dalam 
praktek, komunikasi politik makin mengalami perkembangan yang 
sangat pesat sejak Pasca Orde Baru Soeharto. Studi komunikasi politik 
di Indonesia terus berkembang dengan pesat karena didorong oleh 
sejumlah faktor. Pertama, terbukanya era demokratisasi melalui 
reformasi regulasi. Di era Orde Baru, kendatipun studi komunikasi 
politik telah berkembang di Indonesia, namun belum sepenuhnya bisa 
dilakukan dengan maksimal karena keterbatasan arena riset. Hal ini 
disebabkan, karena Orde Baru sebagai rezim otoriter tidak banyak 
memberikan ruang bagi topik-topik penelitian bidang komunikasi 
politik. 

Kedua, menguatnya kebebasan pers pasca reformasi. Studi 
komunikasi politik di Indonesia kian berkembang karena tekanan 
Rezim Orde Baru terhadap pers kian memudar dan pers justru 
mampu menjadi kekuatan reformasi dalam penggulingan Orde Baru. 
Bahkan di era reformasi, pers kian menjamur tidak hanya pada level 
nasional, akan tetapi juga kian marak pertumbuhan pers di berbagai 
daerah di Indonesia. Pers menjadi medium perjuangan bagi reformasi. 

Selain itu, kebebasan pers ini juga diiring dengan tuntutan 
perubahan regulasi pers yang bebas dari kooptasi rezim kekuasaan. 
Regulasi ini terus didengungkan tidak hanya oleh para pekerja pers, 
akan tetapi juga oleh aktivis politik dan masyarakat sipil pendukung 
reformasi. Akhirnya, pada tahun 1999, lahirlah UU No.40 tahun 1999 
tentang Pers. 


242 Lihat Kurnia Yuniarti. 2010. Analisis Isi Iklan Pemilu Partai Politik 2009 Di Televisi: 
Studi Perbandingan Antara Partai Demokrat dan Partai Gerindra. Tesis, Program 
Pasca Sarjana Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP UI, Jakarta. 

243 Lihat Dini Safitri. 2009. Representasi Sosial tentang Kiprah Elit PKS di Era 
Musyawarah (Koalisi) ditinjau dari Analisis Wacana Kritis pada Situs dikedaikopi.net. 
Tesis, Program Pasca Sarjana Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP UI, Jakarta. 

24 Lihat Nucha Ayuningrum. 2011. Analisis Isi Berita Tokoh Perempuan di Harian 
Nasional KOMPAS Pada Kampanye Pemilu 2009 (12 Juli 2008-5 April 2009). Tesis, 
Program Pasca Sarjana Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP UI, Jakarta. 

245 Lihat Bambang Wijiatmoko. 2010. Pengunduran Diri Sri Mulyani dan Isu Kartel 
Politik: Analisis Framming Pemberitaan Pasca Pengunduran Diri Menteri Keuangan 
pada Surat Kabar Harian KOMPAS, Media Indonesia dan Jurnal Nasional. Tesis, 
Program Pasca Sarjana Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP UI, Jakarta. 
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Peta bidang studi komunikasi politik juga dikembangkan oleh 
ilmuwan komunikasi politik Indonesia. Effendi Gazali misalnya 
mengembangkan peta studi komunikasi politik sebagai berikut: 1) 
fokus tradisional (studi komunikasi politik) 2) fokus baru studi 
komunikasi politik (mediated-communication of politics) dan 3) fokus 
baru studi komunikasi politik ( politics of communication).Dari ketiga 
fokus kajian ini kemudian Gazali (2004) kemudian memetakan 
sejumlah 21 sub-topik kajian yang ada di masing-masing domain 
ketiga fokus tersebut sebagaimana yang dipaparkan dalam Matrik 10.1 
dibawah ini. 


Matrik 11.1 
Peta Studi Komunikasi Politik dan Politik Komunikasi Pasca Orde 
Baru 
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Blue : Traditional focuses (communication of politics), 
Black : New focuses (mostly non-mediated activities) 


Red 1: New focuses (politics of communication) 


Sumber: Effendi Gazali. Communication of Politics and Politics of Communication in 
Indonesia : A Study on Media Performance, Responsibility and Accountability. 
Doctoral Thesis pada Radboud University Nijmegen. Tahun 2004. 


Penelitian komunikasi politik Pasca Reformasi telah 
berkembang cukup pesat. Pertama, riset terkait dengan kontestasi aktor 
politik, institusi politik dan regulasi media. Contoh riset mengenai hal 
ini antara lain dilakukan oleh Bimo Nugroho yang mengkaji kontestasi 
Negara, industri dan masyarakat sipil dalam kontroversi Peraturan 
Pemerintah tentang Penyiaran2:5. Riset yang serupa mengkaji badan 
regulator penyiaran (Komisi Penyiaran Indonesia Pusat) dalam 
mendukung demokratisasi penyiaran juga dilakukan oleh Nadiah 
Abidin (2005). Selain itu kajian yang mengkaji dinamika interaksi 
antara badan regulator penyiaran, Pemerintah dan industri media 
terkait dengan kontroversi pemberlakukan PP Penyiaran No.50 tahun 
2005 juga dilakukan oleh Idy Muzayyad (2007)2. 

Kedua, fokus pada partai politik. Riset tentang manajemen 
komunikasi politik Partai Kebangkitan Bangsa dilakukan oleh 
A.Muhaimin Iskandar29. Studi terhadap partai politik juga mulai 
dilakukan oleh akademisi dari ilmu politik, seperti yang dilakukan 
oleh Khairudin (2004) yang mengkaji partai politik dalam kaitannya 


26 Lihat Bimo Nugroho.2005. Kontestasi Negara, Industri, dan Masyarakat Sipil 
Dalam Kontroversi Peraturan Pemerintah Tentang Penyiaran: Participatory Action 
Research di Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Tesis, Program Pasca Sarjana 
Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP UI, Jakarta. 

247 Lihat Nadiah Abidin. 2005. Badan Regulator Penyiaran Dalam Perspektif 
Hubungan Antara Negara, Pasar dan Masyarakat Madani: Sebuah Studi Kasus 
Terhadap Sejarah Eksistensi Komisi Penyiaran Indonesia Sebagai Pendukung 
Demokratisasi Ranah Publik. Tesis, Program Pasca Sarjana Departemen Ilmu 
Komunikasi, FISIP UI, Jakarta. 

248 Lihat Idy Muzayyad. 2007. Dinamika Interaksi KPI, Depkominfo dan Industri 
Dalam Regulasi Penyiaran Televisi di Indonesia : Analisis Ekonomi Politik Terhadap 
Kontroversi Pemberlakukan PP No.50/2005. Tesis, Program Pasca Sarjana 
Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP UI, Jakarta. 

249 Lihat A.Muhaimin Iskandar. Manajemen Komunikasi Politik Partai Kebangkitan 
Bangsa dalam Pemilu 1999. Jakarta: Pustaka Bumi Selamat. Tahun 2001. Buku ini pada 
mulanya merupakan Tesis Pada Program Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi, 
Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP UI Jakarta. 
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dengan agenda transisi demokrasi?0, Selain itu, Khairudin juga 
meneliti dinamika komunikasi politik dan parpol lainnya juga 
dilakukan oleh Khairuddin terhadap Partai Kebangkitan Bangsa». 
Selain itu, Aulia Rahman juga mengembangkan riset dengan citra 
khalayak tentang partai golkar22. 

Kedua, studi komunikasi dilakukan oleh Tjipta Lesmana yang 
mengkaji pola komunikasi para presiden dari Era Soekarno hingga 
SBY253, Studi tentang pemilu, perilaku politik dan pemilihan presiden 
dikaji oleh J.Kristiadi dkk (2009) 254, Pertarungan menjelang Pilpres 
2004 juga dikaji oleh Kholid O.Santosa dan Chaerul Salam255. H.B. 
Widagdo (dkk) juga mengkaji bagaimana manajemen pemasaran 
partai politik pasca reformasi255. 

Ketiga, pembahasan mengenai komunikasi politik, ideologi dan 
publik dilakukan oleh Moerdiono, Juwono Seodarsono dan Effendi 
Gazali (2008), dalam buku Komunikasi Manusia dan Manusia 
Komunikasi: 75 Tahun M.Alwi Dahlan27. Dalam buku tersebut 
Moerdiono membahas seputar aspek komunikasi dalam berbangsa 
dan bernegara. Juwono Sudarsono membahas tentang politik 
komunikasi nasional di era globalisasi. Sedangkan Effendi Gazali 
membahas tentang parodi dan komunikasi politik pasca reformasi. 

Keempat, studi komunikasi politik juga dilakukan terhadap 
ormas. Misalnya studi tentang NU dan wacana politik yang dilakukan 


250 Lihat Khoirudin. Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi: Menakar Kinerja 
Partai Politik Era Transisi di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Tahun 2004 

251 Lihat Khoirudin. Menuju Partai Advokasi. Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa dan 
LKiS. Tahun 2005. 

252 Lihat Aulia Aman Rahman. 2006. Citra Kayalayak tentang Golkar. Jakarta : Pusat 
Studi Agama dan Peradaban. Buku ini pada mulanya merupakan Tesis Master pada 
Program Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi, Departemen Ilmu Komunikasi. FISIP UI, 
Jakarta. Tahun 2001. 

258 Lihat Tjipta Lesmana Dari Soekarno sampai SBY: intrik & lobi politik para 
penguasa. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Tahun 2009. 

254 Lihat J.Kritiadi dkk. Who Wants To Be The Next President?: A-Z Informasi Politik 
Dasar dan Pemilu 2009. Yogyakarta: Kanisius. Tahun 2009. 

255 Lihat Kholid O.Santosa dan Chaerul Salam. Menuju Presiden RI 2004: Pertarungan 
Strategi, Koalisi dan Kompromi. Jakarta: Sega Arsy. Tahun 2004 

256 Lihat H. B. Widagdo, Doddy Rudianto, Omar Samuel Ichwan. Manajemen 
Pemasaran Partai Politik Era Reformasi : Segmentation, Targetting dan Positioning. 
Jakarta : Golden Terayon Press. Tahun 1999. 

257 Lihat Akhmadsyah Naina dkk (Eds). Komunikasi Manusia, Manusia Komunikasi : 
75 Tahun M.Alwi Dahlan. Jakarta: Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP UI 
bekerjasama dengan PT Gramedia Pustaka. Tahun 2008. 
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oleh Fathurien Zein (2004)258. Zein menganalisis dengan pendekatan 
analisis wacana kritis bagaimana realitas politik NU ditampilkan di 
media dan dikonstruksikan sebagai realitas simbolik oleh Harian 
Kompas, Harian Duta Masyarakat Baru, Harian Media Indonesia dan 
Harian Republika. Masih tentang NU Asep Saiful Muhtadi (2004) 
mengkaji komunikasi politik Nahdlatul Ulama??. 

Kelima, manajemen komunikasi politik kepresidenan juga 
menjadi obyek kajian penting dalam studi komunikasi politik di 
Indonesia. Rendro Dhani mengkaji bagaimana dinamika manajemen 
komunikasi politik kepresidenan dilima era kepresidenan, yaitu Era 
Presiden Soekarno, Soeharto, B.J.Habibie, Gus Dur dan Megawati200. 
Di dalamnya dikaji bagaimana manajemen komunikasi, strategi 
manajemen media, dan manajemen komunikasi presiden di lima era 
tersebut, serta model dan perbandingan 1 manajemen komunikasi 
politik kepresidenan dari era Presiden Soekarno hingga Megawati. 
Termasuk di dalamnya terkait dengan alur kelembagaan dan peran 
aktor politik di lingkaran Istana Kepresidenan dalam menjalankan 
manajemen komunikasi politik kepresidenan. 

Keenam, selain itu, riset komunikasi politik juga dilakukan 
dengan fokus pada iklan politik. Riset tentang iklan politik ini antara 
lain dilakukan oleh Akhmad Danial (2009) yang mengkaji iklan politik 
televisi dan modernisasi kampanye politik Pasca Orde Baru2s1. Di 
dalamnya Danial (2009) mengulas bagaimana diskursus dan proses 
modernisasi dan Amerikanisasi kampanye politik yang berkembang 
di Indonesia pasca Orde Baru. Pembahasan antara lain terkait dengan : 
1) intrepretasi amerikanisasi politik dan modernisasi, 2) modernisasi 
kampanye politik di Negara transisi, 3) perkembangan penggunaan 
iklan politik televisi sebagai sarana modernisasi kampanye politik: 4) 
regulasi kampanye politik melalui iklan televisi : 5) iklan kandidat dan 


258 Lihat Fathurien Zein. NU Politik: Analisis Wacana Media. Yogyakarta: LkiS. 
Tahun 2004. 

259 Lihat Asep Saiful Muhtadi. Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama: Pergulatan 
Politik Radikal dan Akomodatif. Jakarta: :P3ES. Tahun 2004. 

260 Lihat Rendro Dhani. Centang-Perenang Manajemen Komunikasi Kepresidenan : 
Dari Seokarno sampai Megawati. Jakarta: LP3ES. Tahun 2004. 

261 Lihat Ahmad Danial. Iklan Politik TV dan Modernisasi Politik Pasca Orde Baru. 
Yogyakarta: LkiS. Tahun 2009. 
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parpol dan 6) kontestasi kampanye melalui iklan politik dalam Pemilu 
1999 dan 2004. 

Ketujuh, riset komunikasi politik juga dilakukan dengan fokus 
pada dinamika media, politik dan regulasi ekonomi-politik. Dedy N 
Hidayat (dkk) mengkaji dinamika pers dalam revolusi mei 1998 
menjelang dan pasca runtuhnya Soeharto?22. Ishadi SK mengkaji 
dinamika kontestasi di ruang pemberitaan televisi era Reformasi?8. 
Riset juga dilakukan terhadap proses pembuatan berita sebelum dan 
pasca runtuhnya rezim Soeharto25:. Efendi Gazali dkk (2003) juga 
mengembang riset terkait dengan komunikasi politik dan dunia 
penyiaran di Indonesia265. Masduki(2007) juga mengkaji bagaimana 
transformasi regulasi penyiaran dari era Orde Baru ke demokrasi 
liberal era Reformasi265. 

Kedelapan, kajian komunikasi politik juga dikembangkan 
dengan perspektif konstruksionis dengan fokus media dan konstruksi 
realitas politik. Ibnu Hamad mengembangkan penelitian konstruksi 
realitas politik media terhadap partai-partai politik27. Dengan 
pendekatan critical discourse analysis(CDA) dari Norman Fairclough 
(1997) melakukan multilevel-analysis terhadap: 1) pola penggambaran 
partai-partai politik oleh 10 surat kabar nasional, 2) mengkaji profil, 
pandangan pengelola terhadap parpol dan situasi politik selama 
Pemilu 1999, 3) analisis terhadap kemungkinan faktor luar yang 
berpengaruh terhadap masing-masing media dalam melakukan 
konstruksi yang relatif berbeda. 


262 Lihat Dedy N.Hidayat, Effendi Gazali, Harsono Suwardi dan Ishadi, SK (eds). 
2001. Pers dalam Revolusi Mei : Runtuhnya Sebuah Hegemonji. Jakarta: Gramedia 
Pustaka. 

263 Lihat Ishadi, SK. Kontestasi di Ruang Berita Televisi: Analisis Kritis Praktik 
Diskursus Menjelang Jatuhnya Suharto. Desertasi pada Program Pasca Sarjana Ilmu 
Komunikasi. Departemen Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia Jakarta. 

264 Lihat Leen d'Haenens, Effendi Gazali dan C. Verelst. 1999. Indonesian Television 
News-Making before and After Suharto. Gazette 61(2), 127-52. 

265 Lihat Effendi Gazali, Viktor Manayang dan Dedy N.Hidayat (Eds). Konstruksi 
Sosial Industri Penyiaran. Jakarta: Department Ilmu Komunikasi, FISIP UI, Jakarta. 
Tahun 2003. 

266 Lihat Masduki. Regulasi Penyiaran : Dari Otoriter ke Liberal. Yogyakarta: LkiS. 
Tahun 2007. 

267 Lihat Ibnu Hamad. Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa: Sebuah Studi 
Critical Discourse Analysis terhadap Berita-Berita Politik. Jakarta: Granit. Tahun 2004. 
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Kesembilan, riset komunikasi politik juga dikembangkan 
dengan pendekatan kritis fokus pada kontestasi makna dan 
dramatisme dalam memperebutkan legitimasi kekuasaan politik. 
Contoh riset ini misalnya sebagaimana yang dilakukan Basuki Agus 
Suparno, dengan judul Kontestasi Makna dan Dramatisme: Studi 
Komunikasi Politik tentang Reformasi di Indonesia?2658. Dalam riset tersebut, 
Suparno melakukan kajian komunikasi politik yang memfokuskan 
pada bahasa politik terkait dengan berbagai pemaknaan dan clash of 
argument tentang Reformasi di Indonesia. Selajutnya Suparno 
mengkaji pada bagaimana kontestasi makna reformasi dalam drama 
politik pada tahun 1997 sampai 1998 di Indonesia dan bagaimana 
aktor-aktor politik berkomunikasi (political talks) tentang Reformasi 
dalam drama politik tersebut. Secara teoritik penelitian yang 
dilakukan oleh Suparno ini menggunakan pendekatan dramatisme 
Kenneth Burke yang melihat manusia sebagai the symbol using animal 
yang menggunakan bahasa sebagai simbol terpenting yang didorong 
oleh motif-motif kepentingan dengan sumber data primer yang 
digunakan adalah surat kabar Kompas selama tahun 1997 sampai 1999 
dengan mencermati pernyataan-pernyataan langsung dari berbagai 
aktor-aktor politik yang didukung data dari hasil wawancara. 
Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah pentad analysis 
yang melihat hubungan analitik antara scene, act, agent, agency dan 
purpose. 

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Suparno (2010) 
menunjukkan bahwa selama periode tahun 1997 sampai 1998 terdapat 
lima keadaan objektif yang memperlihatkan panggung drama (scene) 
seputar bagaimana Reformasi dipikirkan dan saling bersaing: 1) 
situasi pencalonan presiden untuk masa bakti 1998 sampai 2003 yang 
memperlihatkan adanya kompetisi dan saling bersaing antara mereka 
yang menginginkan Presiden Soeharto tidak dicalonkan dan yang 
mencalonkan kembali: 2) Aksi dan demonstrasi mahasiswa yang 
memperlihatkan persaingan antara mereka yang menghentikan 
gerakan dan yang berkeinginan memperluas gerakan dan tingkat 
partisipasi guna menjatuhkan Presiden Soeharto, 3) Kerusuhan massa 


268 Lihat Basuki Agus Suparno. Kontestasi Makna dan Dramatisme: Studi Komunikasi 
Politik tentang Reformasi di Indonesia. Desertasi pada Program Pasca Sarjana Ilmu 
Komunikasi, Departemen Ilmu Komunikasi. FISIP Ul-Jakarta. Tahun 2010. 
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yang memperlihatkan persaingan pemikiran antara yang melihat 
sebagai akibat kesenjangan sosial dengan pembangkangan sipil, 4) 
Krisis ekonomi, yang memperlihatkan persaingan antara prinsip- 
prinsip ekonomi bebas dan ekonomi yang proteksionisme dan 
monopoli, dan 5) Posisi ABRI yang dilematis yang memberi ruang 
kepada tuntutan Reformasi dan mempertahankan kekuasaan serta 
pemerintahan. Hasilnya, Presiden Soeharto menyatakan berhenti, 
rezim Orde Baru diganti, Dwifungsi ABRI dicabut, amandemen UUD 
1945, berbagai kebijakan ekonomi dicabut, keterbukaan dan kebebasan 
pers serta kekuasaan dikompetisikan secara terbuka. 

Kesepuluh, riset tesis dan desertasi yang dilakukan oleh 
Eriyanto(2008, 2011)269. Eriyanto (2008) dalam thesisnya mengkaji 
dampak polling terhadap perilaku pemilih dalam arena Pemilu dan 
Pemilukada. Dalam riset yang dilakukannya tersebut dengan metode 
eksperimental ini, Eriyanto (2008) mengkaji empat hal penting. 
Pertama, apakah publikasi polling berdampak pada perilaku pemilih 
di Indonesia baik dalam konteks Pilkada maupun Pilpres, dan jika 
punya dampak bagaimana pola pengaruhnya —apakah bandwagon 
effects, ataukah underdog effects. Kedua, penelitian Eriyanto ini juga 
mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang berperan dalam 
terjadinya kedua model efek tersebut. Ketiga, dia juga mengkaji 
kemungkinan dari efek publikasi polling dalam konteks Indonesia — 
yang mana ditandai dengan adanya kondisi pemilih yang mayoritas 
memiliki akses yang masih kecil ke media, dan pemilih yang 
berpendidikan rendah. Keempat, Eriyanto juga juga membandingkan 
dan mengelaborasi bagaimana efek polling di Indonesia ini 
dibandingkan dengan hasil studi mengenai effek polling yang ada di 
negara Barat, yaitu di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. 

Dalam penelitian ini, Eriyanto menyumbangkan pemetaan 
dampak publikasi hasil polling —sebagaimana yang diadaptasi dari 
pemikiran Lang dan Lang (1984). Menurutnya, dampak polling ada 
dua jenis, yaitu dampak tidak langsung dan dampak tidak langsung. 
Dampak langsung terjadi pada pemilih, yaitu bisa berupa model 


269 Lihat Eriyanto. Efek Polling Pada Perilaku Pemilih: Studi Eksperimental Dampak 
Publikasi Polling Terhadap Preferensi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah 
(Pilkada) dan Pemilu Presiden. Tesis Pada Program Magister Manajemen Komunikasi 
Politik, FISIP UI, Jakarta. Tahun 2008. 
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bandwagon effect maupun underdog effect. Sedangkan dampak tidak 
langsung adalah dampak polling terhadap kandidat, donatur politik 
dan pengurus partai dan juga terhadap responden survei. 

Melalui penelitian yang dilakukannya ini, Eriyanto(2008) juga 
menyimpulkan beberapa hal. Pertama, kajian tentang dampak polling 
dalam konteks Indonesia menurutnya bisa dijelaskan dengan model 
informational dan model psikologis. Dalam konteks Pilkada dan 
Pilpres, penjelasan informasional maupun psikologis memiliki bukti 
empiris dimana responden yang tidak mengenal kandidat punya 
kemungkinan untuk terkena dampak polling dibandingkan dengan 
mereka yang mengenal kandidat. Melalui penjelaskan psikologi, 
pemilih yang merasa bahwa kecenderungan suara untuk kandidat di 
masa mendatang akan lebih besar, juga punya kemungkinan untuk 
terkena dampak polling dibandingkan dengan mereka yang 
berpandangan trend suara kandidat di masa mendatang sama atau 
menurun. Kedua, menurut Eriyanto (2008), faktor-faktor yang 
mempengaruhi pemilih terhadap peimilihan kandidat lebih besar 
datang di luar publikasi politik (pengenalan polling, kepercayaan dan 
penggunaan hasil polling). Faktor ini antara lain, penilaian atas 
kandidat, kesukaan pada kandidat, kepribadian dan kinerja kandidat 
serta identifikasi dengan partai (Party ID). 

Selanjutnya, melalui riset desertasi yang dilakukannya, 
Eriyanto (2011) juga mengembangkan kajian opini publik di Indonesia 
pasca reformasi dengan me-review perkembangan riset yang menguji 
teori spiral kebisual (The Spiral-Silence Theory) dari Noelle-Neumann 
(19741977, 1993, 2004) yang pernah dilakukan di 52 Negara dimana 
hanya 62,3 yang terbukti 20. Dari sini kemudian Eriyanto (2011) 
melihat adanya celah kosong yang bersumber dari pertanyaan apakah 
teori spiral kesunyian (dan teori pembentukan opini publik lainnya) 
bisa dipakai untuk menjelaskan terbentuknya opini publik di negara 
dengan pendidikan warganya yang masih rendah dan akses terhadap 
media yang relatif masih kecil?!. Menurutnya, kecenderungan riset 
untuk menguji teori ini pada umumnya dilakukan di negara-negara 


270 Lihat Eriyanto. 2011. Proses Pembentukan Opini Publik Dalam Konteks Negara 
Transisi Demokrasi: Pengujian Hipotesis “Sipral of Silence” di Indonesia. Desertasi, 
Program Pasca Sarjana, Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP UI, Jakarta. 
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demokrasi maju dan hanya 2 riset yang dilakukan di negara 
berkembang, itupun di Negara dengan sistem politik otoriter2?2. 
Karena itulah menurut Eriyanto (2011) teori ini harus diuji dalam 
konteks negara transisi demokrasi dan demokrasi yang sedang 
berkembang seperti Indonesia?”3. Pengujian teori ini menurut Eriyanto 
(2011) penting dilakukan dalam konteks negara transisi demokrasi 
karena adanya riset sebelumnya di negara maju cenderung tidak 
memperhitungkan sejumlah variabel seperti : 1) pengetahuan 
politik(political knowledge): dan 2) akurasi dalam memprediksikan 
opini publik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Eriyanto (2011) ini berangkat 
dari pertanyaan mengenai bagaimana proses pembentukan opini 
publik ketika akses media relatif kecil dan kemampuan dalam 
mengolah informasi juga terbatas akibat pendidikan yang rendah dan 
apakah teori-teori pembentukan opini publik (terutama spiral 
kesunyian) berlaku untuk konteks negara transisi demokrasi27 
Menurutnya, karena konteks negara transisi demokrasi yang berbeda 
dengan konteks dimana penelitian mengenai proses pembentukan 
opini publik umumnya dilakukan. Selain itu, dalam penelitian 
tersebut juga kemudian menguji pengaruh sejumlah variabel yang 
selama ini tidak diteliti dalam studi mengenai teori spiral kesunyian, 
yakni variabel pengetahuan politik (political knowledge) dan akurasi 
prediksi opini mayoritas. Selain itu, Ia melalui penelitian ini juga 
menawarkan model analisis baru yang didibuat dengan 
mengintegrasikan teori spiral kesunyian (sebagai teori yang dominan 
dalam pembentukan opini publik) dengan teori ketidaksadaran 
pluralistik (pluralistic ignorance).25 

Penelitian Eriyanto(2011) ini dilakukan dengan menggunakan 
model dinamis. Model penelitian dinamis tersebut diimplementasikan 
ke dalam tiga desain. Pertama, penelitian longitudinal, dilakukan dua 
kali survei selama penelitian. Kedua, multi metode, dimana dalam 
penelitian ini Eriyanto (2011) menggunakan metode survei dan 


272 Ibid...Halaman 24. 
273 Ibid...Halaman 25 -32. 
274 Ibid...Halaman 40 
275 Ibid...Halaman 41 
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analisis isi sekaligus”6. Ketiga, multi isu, dimana ia kemudian menguji 
model teori spiral kesunyian ke dalam tiga isu sekaligus?77. Eriyanto 
(2011) dalam penelitiannya penelitian ini menggunakan tiga kasus, 
yakni Bibit-Chandra, ledakan tabung gas elpiji dan Ahmadiyah. Hasil 
penelitian yang ia lakukan ini menunjukkan bahwa teori spiral 
kesunyian tidak berlaku total untuk semua kasus yang diteliti?8. Hasil 
kesimpulan ini didasarkan dengan menggunakan pengukuran model 
dinamis ataupun statis27. 

Eriyanto (2011) menyimpulkan bahwa teori spiral kesunyian 
memang bisa dipakai dalam menjelaskan proses pembentukan opini 
publik di negara transisi demokrasi (Indonesia). Tetapi teori ini tidak 
berlaku untuk semua kasus?80, Hanya kasus dengan kondisi atau 
situasi spesifik saja. Pertama, kasus tidak membutuhkan pengetahuan 
politik tinggi. Untuk kasus dimana dibutuhkan pengetahuan politik, 
maka teori spiral kesunyian kurang cocok dipakai. Kedua, kasus 
haruslah mempunyai kandungan moral (morally loaded) atau punya 
sisi nilai (value laden), sehingga bisa memaksa orang untuk 


?76 Selain survei untuk mengukur opini publik, Eriyanto (2011) menggunakan metode 
analisis isi untuk melihat opini yang berkembang dalam masyarakat. Melalui dua 
metode ini, menurutnya nantinya bisa dibandingkan apakah opini dominan dalam 
masyarakat (yang tergambar dalam hasil survei) sejajar ataukah tidak dengan opini 
dominan lewat kecenderungan (tone) pemberitaan media. 

277 Ibid...Halaman 42-43 

278 Dari hasil pengujian yang Ia lakukan, Eriyanto (2011) menemukan bahwa teori 
spiral kesunyian hanya terbukti dalam kasus ledakan tabung gas elpiji dan 
Ahmadiyah. Sementara dalam kasus Bibit-Chandra, teori spiral kesunyian kurang 
terbukti. Namun jika dibandingkan antara kasus Ahmadiyah dan ledakan tabung gas, 
teori tampak lebih baik diterapkan dalam kasus Ahmadiyah. 

279 Menurut Eriyanto (2011:560) pada model dinamis, hanya kasus ledakan tabung gas 
dan Ahmadiyah, hipotesis spiral kesunyian terbukti. Pada kedua kasus ini, terjadi 
pengerucutan opini. Jumlah orang yang tidak bersedia berpendapat (diam) kalau 
opini pribadinya berbeda dengan opini dominan, makin menguat. Kecenderungan ini 
diiringi dengan mekin kuatnya opini dominan. Sementara pada model statis, terdapat 
temuan yang sama dimana hanya kasus ledakan tabung gas dan Ahmadiyah saja teori 
spiral kesunyian terbukti. Hal ini menurutnya dapat dilihat dari tiga aspek. Pertama, 
ukuran kecocokan model (Goodnes of Fit / GOF). Ukuran kecocokan model pada kasus 
Ahmadiyah lebih bagus dibandingkan dengan ledakan tabung gas dan Bibit- 
ChandraKedua, jumlah hipotesis yang signifikan. Dari 41 hipotesis yang diuji dalam 
penelitian ini, hipotesis paling banyak terbukti pada kasus Ahmadiyah dan ledakan 
tabung gas. Ketiga, hipotesis kunci. Sejumlah hipotesis kunci dari teori spiral 
kesunyian, lebih terbukti dalam kasus Ahmadiyah dibandingkan dengan kedua kasus 
lain 
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berpendapat dan bertindak sesuai dengan opini dominan. Ketiga, 
adanya konformitas yang tinggi. Menurutnya, teori spiral kesunyian 
kurang cocok dipakai untuk kasus dimana terjadi pro-kontra, tidak 
terdapat opini dominan dalam masyarakat. 

Terkait dengan sejauh mana posisi dan peranan variabel 
pengetahuan politik (political knowledge) dalam teori spiral kesunyian, 
Eriyanto (2011:561) berpendapat bahwa pengetahuan politik harus 
diperhitungkan dalam pembentukan opini publik, terutama untuk 
kasus dimana dibutuhkan pengetahuan politik yang cukup oleh 
publik. Dari hasil uji analisis yang ia lakukan, Ia juga kemudian 
menyimpulkan variabel pengetahuan politik adalah variabel yang 
penting dalam menjelaskan kesediaan seseorang dalam 
mengekspresikan pendapat:31. 

Terkait dengan variabel akurasi prediksi opini dominan 
dimana mengasumsikan bukan hanya individu aktif memonitor opini 
yang berkembang dalam masyarakat tetapi juga secara tepat bisa 
memperkirakan opini dominan di masyarakat. Menurutnya proposisi 
ini tidak selamanya tepat, karena dalam kenyataannya seringkali 
orang tidak bisa secara tepat memperkirakan opini dominan yang 
berkembang. Dalam penelitian tersebut, Eriyanto (2011) menemukan 
setidaknya dua kesalahan dalam memperkirakan opini dominan 
dalam masyarakat. Pertama, ketidaksamaan antara opini dominan 
dengan kecenderungan pemberitaan media (media tenor)?222. Kedua, 
perbedaan antara opini dominan dengan persepsi opini dominan yang 
berkembang dalam masyarakat (iklim opini)283. 


281 Menurutnya Dalam konteks Indonesia, teori spiral kesunyian hanya cocok dipakai 
untuk kasus dimana tidak dibutuhkan pengetahuan yang tinggi. Ini terlihat dari 
pengujian teori ini untuk kasus ledakan tabung gas elpiji dan Ahmadiyah. Sementara 
untuk kasus Bibit-Chandra, teori spiral kesunyian kurang cocok dipakai... 

282 Menurut Eriyanto (2011:562), teori spiral kesunyian mengasumsikan bahwa opini 
dominan sejalan dengan media tenor, karena publik menggunakan berita media 
dalam menafsirkan peristiwa politik. Dari penelitian yang ia lakukan justru 
menghasilkan temuan yang berlawanan dimana kerapkali terjadi opini yang 
berkembang dalam masyarakat tidak sesuai dengan apa yang diberitakan oleh media. 
288 Menurut Eriyanto (2011:562), dalam sejumlah kasus, orang tidak bisa secara tepat 
memperkirakan opini apa yang dominan yang tengah berkembang dalam masyarakat. 
Adanya kesalahan dalam memperkirakan opini dominan bisa menjadi prediksi bagi 
teori spiral kesunyian. Padahal menurutnya, teori spiral kesunyian lebih mungkin 
terjadi ketika tidak terjadi kesalahan dalam prediksi opini. Ketika di dalam 
masyarakat terjadi ketidaksadaran pluralistik absolut (absolute pluralistic ignorance), 
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Eriyanto (2011) berpendapat bahwa model klasik dari teori 
spiral kesunyian tidak mengakomodasi kemungkinan kesalahan 
dalam memperkirakan opini dominan yang berkembang dalam 
masyarakat. Selain itu, model ini juga tidak memperhitungkan orang 
yang mempunyai pengetahuan dan keterlibatan rendah atas suatu isu. 
Berdasarkan kelemahan-kelemahan teori spiral kesunyian, penelitian 
ini mengusulkan model alternatif teori spiral kesunyian. Ada dua 
perubahan penting dari model alternatif yang ia ditawarkan. Pertama, 
teori harus mempertimbangkan kemungkinan kesalahan orang dalam 
memperkirakan opini dominan yang berkembang dalam masyarakat. 
Kedua, model harus memasukkan sebuah filter.284 Asumsi dari teori 
spiral kesunyian bahwa setiap individu akan terus memonitor opini 
yang berkembang dalam masyarakat menurutnya kurang tepat karena 
tidak semua orang bisa terlibat dengan isu yang tengah 
diperbincangkan, baik akibat kurangnya pengetahuan ataupun akibat 
kekurangterlibatan dengan isu yang tengah diperbincangkan. Dalam 
hal ini terdapat tahapan sebelum interaksi antara opini individu 
dengan opini dominan tersebut terjadi. Tahapan ini terjadi ketika isu 
tersebut muncul dan mendapat perhatian publik.28 

Adanya kecenderungan perkembangan teknologi komunikasi, 
pola komunikasi dalam media baru dan lingkungan komunikasi yang 
telah berubah yang kesemuanya mempengaruhi proses pembentukan 
opini publik. Ragam tantangan perubahan ini terutama dikaitkan 
dengan dinamika opini publik yang berlangsung melalui media baru 
maupun konvergensi antara media baru dan new media. Hal ini pada 
akhirnya menjadi tantangan bagi para peneliti dan akademisi bidang 
studi komunikasi politik untuk menguji kembali teori-teori yang 


maka bisa diprediksikan tidak akan berlaku teori spiral kesunyian. Sedangkan, jikalau 
terjadi kesalahan, tetapi kesalahan itu berupa ketidaksadaran pluralistik relatif (relative 
pluralistic ignorance), maka teori spiral kesunyian bisa terjadi atau berlaku. Menurut 
Eriyanto (2011), kesalahan dalam prediksi opini menunjukkan tingkat penyebaran 
distribusi opini dalam masyarakat pada saat opini dominan sangat kuat dan besar, 
memperlihatkan tersebarnya opini dominan yang merata dalam masyarakat. 
Akibatnya, orang pasti bisa memprediksi opini dominan yang berkembang dalam 
masyarakat. Akibat lanjutannya, kongruensi antara opini pribadi dengan opini 
dominan lebih mungkin terlihat. 

284 Tbid...Halaman 563 
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berkembang dalam kajian opini publik, yang sebelumnya disusun 
ketika dominasi penggunaan media massa masih kuat286. 

Kesebelas, riset desertasi yang dilakukan oleh Lely Arriannie 28”. 
Mengkaji politisi anggota DPR periode 1999-2004 dan pencitraan di 
panggung politik dengan menggunakan teori interaksionisme 
simbolik, fenomenologi (Afred Schutz) dan dramaturgi(Goffman, 
19591963,1967). Ada tiga hal yang dikaji, 1) bagaimana terjadinya 
kekerasan dalam penyampaian pesan-pesan politik—baik yang 
dilakukan oleh politisi maupun komunikator politik lainnya dalam 
suatu situasi atau setting politik tertentu, 2) bagaimana politisi di DPR 
memaknai kekerasan dalam komunikasi politik: 3) apa dan bagaimana 
motif serta impression management politisi di panggung politik dalam 
melakukan pertukaran pesan-pesan politik di DPR, 4) perbedaan 
latarbelakang kepartaian politisi di DPR menimbulkan aktivitas 
kekerasan dalam mempertukarkan pesan-pesan politik: 5) model 
komunikasi politik yang dijalankan di DPR dan model komunikasi 
politik yang dianggap ideal dalam menyampaikan pesan-pesan politik 
di DPR. Arriannie kemudian mengkaji impression management — 
front stage dan back stage—politisi DPR RI di panggung politik, 
dengan menggunakan sumber data wawancara dari kalangan politisi, 
aktivis, pengamat dan pakar. 

Kedua belas, riset desertasi mengenai retorika politik, aktor 
politik dan institusi politik. Contoh riset ini misalnya mengenai 
retorika politik dari partai politik Islam mengenai radikalisme Islam 
juga dilakukan oleh Fathuri Zein (2010)288. Dalam riset ini, Zein (2010) 
mengelaborasi bagaimana kecenderungan retorika politik yang 
dilakukan oleh partai-partai politik Islam di Indonesia seiring dengan 
menguatnya fenomena radikalisme yang dilakukan kelompok Islam 
radikal dalam konteks konsolidasi demokrasi. Contoh riset yang 
seruoa misalnya studi mengenai retorika politik elit politik pada era 


286 Hasil wawancara dan diskusi personal dengan Eriyanto di Departemen Ilmu 
Komunikasi, FISIP UI, Jakarta. Salemba, 14 Maret 2012. 

287 Lihat Lely Arriannie ditebitkan dengan judul Komunikasi Politik: Politisi dan 
Pencitraan di Panggung Politik. Bandung: Widya Padjajaran. Tahun 2010. 

288 Lihat Fathuri Zein. 2010. Radikalisme Islam Dalam Retorika Politik Indonesia: 
Analisis Retorika Politik Partai Politik Islam Tentang Radikalisme Islam Pada Era 
Konsolidasi Demokrasi. Desertasi, Program Pasca Sarjana Departemen Ilmu 
Komunikasi, FISIP UI, Jakarta. 
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Reformasi juga dilakukan oleh Nur Kholish (2010)28. Dalam hal ini, 
Kholish (2010) mengkaji konsep Dramatic Pentad dan retorika politik 
Gus Dur dalam proses demokrasi di Indonesia. 

Ketiga belas, riset komunikasi politik juga dikembangkan 
dengan fokus konstruksi elit politik perempuan dalam media televisi. 
Contoh riset ini misalnya mengenai konstruksi perempuan dalam 
program televisi menjelang pemilu (5 April 2004) juga dilakukan oleh 
Irene Erlyska (2004)290. Dalam kajian tersebut Erlyska menggunakan 
metode analisis wacana kritis untuk mengkaji bagaimana sosok 
perempuan dikonstruksikan dalam media televisi, dalam hal ini 
melalui Program tayangan "Perempuan dan Pemilu” di salah satu 
stasiun televisi swasta, yaitu Metro TV. 

Keempat belas, riset mengenai interaksi pemilik media dengan 
newsroom dalam pemberitaan kampanye Pemilu, sebagaimana yang 
dilakukan oleh Abdul Hadi Chandra (2004)21.Riset mengenai 
pengaruh ideologi pada pola pemberitaan media massa tentang partai 
politik selama kampanye pemilu 1999 pernah dilakukan oleh Said 
Romadlan (2000)222. 

Selain dikembangkan oleh disiplin ilmu komunikasi, penelitian 
dalam bidang kajian komunikasi politik juga dilakukan dalam bidang 
disiplin ilmu politik. Beberapa diantaranya misalnya kajian yang 
dilakukan oleh Victor A.Simanjuntak (2006) mengenai kampanye 
politik yang dilakukan oleh Capres-Cawapres dalam Pemilu 2004298 


289 Lihat Nur Kholish. 2010. Dramatic Pentad: Retorika Politik Gus Dur Dalam Proses 
Demokrasi di Indonesia. Desertasi, Program Pasca Sarjana Departemen Ilmu 
Komunikasi, FISIP UI, Jakarta. 

290 Lihat Irene Erlyska. 2004. Perempuan Sebagai Calon Legislatif Pemilu 5 April 2004 
di Televisi: Analisis Wacana Kritis Program Acara “Perempuan dan Pemilu” di 
Stasiun Televisi Metro TV. Tesis, Program Pasca Sarjana, Departemen Ilmu 
Komunikasi, FISIP UI, Jakarta. 

291 Lihat Abdul Hadi Chandra. 2004. Interaksi Pemilik Media dengan Bilik Berita 
Terhadap Pemberitaan Kampanye Pemilu 2004 : Studi Kasus Surat Kabar Media 
Indonesia. Tesis, Program Pasca Sarjana, Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP UI, 
Jakarta. 

292 Lihat Said Romadlan. 2000. Pengaruh Ideologi Pada Pola Pemberitaan Surat Kabar 
Tentang Partai-Partai Politik Selama Kampanye Pemilu 1999: Analisis Isi Terhadap 
Harian Kompas dan Harian Republika. Tesis, Program Pasca Sarjana, Departemen 
Ilmu Komunikasi, FISIP UI, Jakarta. 

298 Lihat Victor A.Simanjuntak. 2006. Kampanye Politik: Studi Atas Pemberitaan 
Kampanye Capres dan Cawapres dalam Pemilu 2004 di Surat Kabar Republik. Tesis, 
Program Pasca Sarjana Ilmu Politik. Departemen Ilmu Politik. FISIP UI, Jakarta. 
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Dari Komunikasi Politik ke Politik Komunikasi 


Komunikasi politik tidak lagi dilihat dengan perspektif 
Laswellian (Laswell, 1948:37: Who says what to whom in which Channel 
and With What Effect. Akan tetapi, studi komunikasi politik mulai 
dikembangkan dengan perspektif Caffeian (Chaffe, 2001: 243), yaitu 
Who Get to Say what to whom?24, Politik komunikasi dalam bahasa 
Mutz (2001), terkait dengan upaya menjadikan warga negara sebagai 
pengelola informasi yang aktif dan mandiri dimana sebelumnya 
dalam bahasa Jakubowicz (1993) disebut sebagai “senceiver”, gabungan 
dari “sender” sekaligus “receiver” (pengirim dan penerima pesan). 

Adanya perubahan perspektif ini mendorong transformasi dari 
studi komunikasi politik ke politik komunikasi di Indonesia. Kedua 
cara yang digambarkan oleh Chaffe (2001) dan Mutz (2001) menurut 
Effendi Gazali (2004) tidak lepas dari gagsan Habermas tentang peran 
penting public sphere, yaitu ruang publik yang lepas drai tekanan 
kekuasaan dominan, baik dari tekanan Istana (Pemerintah) maupun 
pasar (kapital), sehingga interaksi bisa berlangsung secara bebas dan 
(relatif rasional). Public sphere dapat berkembang jika didukung oleh 
variasi berbagai jenis media dan keterbukaan dan keberagaman 
kepemilikan media (diversity in media ownership) serta keragaman isi 
media (plurality of contents)?5. 

Menurut Effendi Gazali (2004) perkembangan politik 
komunikasi merupakan sebuah lompatan yang cukup besar terkait 
dengan pengalaman sejarah sosial politik di Indonesia, yang telah 
kaya dengan pengalaman penindasan terhadap media dan kontrol 
terhadap kebebasan pers. Kendati demikian menurutnya, studi politik 
komunikasi belum melembaga karena baik para peniliti, ilmuwan dan 
akademisi di bidang ini belum menggunakan istilah “politik 
komunikasi” dalam melakukan analisis terhadap fenomena 
mekanisme kontrol terhadap media dan aktivitas komunikasi yang 
sistematis dan efektif di dalam praktik-praktek tersebut. 

Karena itu menurut Gazali (2004), pasca reformasi, Indonesia 
sebenarnya memerlukan dua arah atau lompatan sekaligus dalam 


294 Effendi Gazali. 2004. Ibid...Halaman 2. 

295 Lihat Effendi Gazali. Interaksi Politik dan Media : Dari Komunikasi Politik ke 
Politik Komunikasi. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIPOL UGM, Vol.8.No.1. 
2004. 
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mengejar ketertinggalannya di bidang studi komunikasi politik. 
Pertama, meningkatkan minat, perhatian, intensitas dan jumlah kajian 
dalam bidang komunikasi politik. Kedua, memperhatikan kajian politik 
komunikasi — dengan menekankan analisis atas hak dan kesempatan 
warga negara dalam mengelola informasi secara aktif dan mandidri. 
Pasca Reformasi, studi politik komunikasi ini mulai fokus 
dalam spektrum isu yang lebih luas seiring dengan berkembangnya 
era pemilu langsung dalam Pemilu Presiden—sejak tahun 2004—, 
Pemilukada sejak tahun 2004 dan juga Pemilu Legislatif sejak tahun 
2009. Beberapa riset yang dikaji antara lain fokus pada : 1) strategi 
kampanye dalam pemilu Presiden Langsung, misalnya dilakukan oleh 
Nur Budi Hariyanto (2005)26, 2) kajian kritis terhadap komodifikasi 
opini publik yang dilakukan oleh media televisi — sebagaimana yang 
dilakukan oleh Budi Cahyana (2005)2”, 3) peran Humas Pemerintah 
Daerah dalam Otonomi Dearah —sebagaimana yang dilakukan oleh 
Anna Tiasi (2005)298 dan strategi krisis Humas Lembaga Pemerintah29, 
4) Sikap Parpol peserta pemilu legislatif terhadap media massa — 
sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Gatot Sudariyono (2007)200, 
5) Framming media terhadap politisi dan selebritis, sebagaimana yang 
pernah dilakukan oleh Nur Anggraeni (2007)801, keberpihakan media 


296 Lihat Nur Budi Hariyanto.2005. Strategi Kampanye Dalam Pemilihan Presiden 
Langsung: Studi Kasus Strategi dan Manajemen Kampanye Susilo Bambang 
Yudhoyono dalam Pemilu 2004. Tesis, Program Pasca Sarjana Departemen Ilmu 
Komunikasi, FISIP UI, Jakarta. 

297 Lihat Budi Cahyana. Kajian Kritis Terhadap Komodifikasi Opini Publik: Studi 
Kasus “Ouick Count:” di Metro TV. Tesis, Program Pasca Sarjana Departemen Ilmu 
Komunikasi, FISIP UI, Jakarta. 

298 Lihat Anna Tiasi. 2005. Peran Humas Pemerintah Dalam Otonomi Daerah: Studi 
Kasus Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Tesis, Program Pasca 
Sarjana Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP UI, Jakarta. 

299 Lihat Supandi.2009. Strategi Krisis Humas Lembaga Pemerintah: Studi Kasus Pusat 
Komunikasi Politik Departemen Perhubungan dalam Krisis Kecelakaan Transportasi. 
Tesis, Program Pasca Sarjana Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP UI, Jakarta. 

300 Lihat Gatot Sudariyono.2007. Sikap Partai Politik Terhadap Media : Studi Kasus 
Hubungan 8 Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif 2004 dengan Media. Tesis, 
Program Pasca Sarjana, Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP UI, Jakarta. Tesis, 
Program Pasca Sarjana, Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP UI, Jakarta. 

301 Lihat Nur Anggraeni. 2007. Selebriti Politisi Dalam Bingkai Media: Studi Kasus 
Pilkada di Banten. Tesis, Program Pasca Sarjana, Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP 
UI, Jakarta. 
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terhadap pemberitaan kandidat peserta pemilu?02 dan incumbent dan 
peliputan media massa dalam arena pemilu?03, 6) Politik media dan 
partai politik, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh M.Yamin 
H.S.Tawary (200770, 7) strategi politik komunikasi langsung di era 
mediated-politics, sebagaimana yang dilakukan oleh Abdul Hanif 
Sobarudin (2007705, 8) media dan politik komunikasi, sebagaimana 
yang pernah dilakukan oleh Mohammad Husein Mohi (2007)206, 9) 
Strategi persuasi polititik di lembaga legislatif (DPR RI), sebagaimana 
yang dilakukan oleh Suradi (20077. 10) politik komunikasi ruang 
redaksi berita televisi sebagaimana pernah dilakukan oleh Aiman Adi 
Witjaksono (2010)208. 11) peran juru bicara lembaga negara dan 
kementerian dalam menjalankan politik komunikasi?9. 12) Politik 


302 Lihat Rosa Handoko Dikari. 2009. Keberpihakan Media dalam Pemberitaan 
Kandidat Presiden 2004: Studi Analisis Isi terhadap Kecenderungan Pemberitaan 
Harian Republika pada Masa Kampanye Pemilu Presiden Bulan Juni 2004. Tesis, 
Program Pasca Sarjana Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP UI, Jakarta. 

308 Lihat Doddy Salman.2010. Incumbency dan Peliputan Media Massa: Analisis Isi 
Pemberitaan Kampanye Pemilu Presiden 209 Pada Tiga Surat Kabar Nasional. Tesis, 
Program Pasca Sarjana Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP UI, Jakarta. 

304 Lihat M.Yamin H.S.Tawary.2007. Manajemen Strategik Agenda Politik Dalam 
Pembentukan Berita-Berita Politik: Suatu Studi Terhadap Politik Media Partai Golkar 
Dalam RAPIM Partai Golkar tahun 2005 dan 2006. Tesis, Program Pasca Sarjana, 
Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP UI, Jakarta. 

305 Lihat Abdul Hanif Sobarudin. 2007. Komunikasi Langsung di Era Mediated- 
Politics: Studi Kasus Komunikasi Politik Akbar Tanjung di Era Krisis Citra Partai 
Golkar. Tesis, Program Pasca Sarjana, Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP UI, 
Jakarta. 

306 Lihat Mohamad Husein Mohi. 2007. Politik Komunikasi Dalam Proses 
Demokratisasi : Harian Tribun Gorontalo di Antara Kekuatan-Kekuatan Politik Lokal. 
Tesis, Program Pasca Sarjana, Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP UI, Jakarta. 

307 Lihat Suradi. 2007. Strategi Persuasi Legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat : Studi 
Kasus Pembahasan RUU Pemerintahan Aceh. Tesis, Program Pasca Sarjana, 
Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP UI, Jakarta. 

308 Lihat Aiman Adi Witjaksono.2010. Politik Komunikasi Ruang Redaksi Berita 
Televisi : Studi Kasus Pada Dua Tayangan Televisi Program Kick Andy dan Apa 
Kabar Indonesia Malam Terkait Kasus Lumpur Lapindo dan Ajang Musyawarah 
Nasional Partai Golongan Karya. Tesis, Program Pasca Sarjana, Departemen Ilmu 
Komunikasi, FISIP UI, Jakarta. 

309 Lihat Dimas Aditya Nugraha.2009. Tugas dan Wewenang Juru Bicara Pemerintah 
di Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono: Studi Kasus Departemen Komunikasi 
dan Informatika. Tesis, Program Pasca Sarjana Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP 
UI, Jakarta. Lihat juga Tubagus Muhammad Nafia. 2010. Komunikasi Politik 
Kementerian Luar Negeri: Studi Kasus Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Sebagai 
Komunikator Politik. Tesis, Program Pasca Sarjana Departemen Ilmu Komunikasi, 
FISIP UI, Jakarta 
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komunikasi konsultan politik?!0. 13) profesionalisasi lembaga survei 
opini publik81. 14) studi persuasi politik, pengaruh parpol dan 
kandidat dan preferensi pemilih?!2, dan 15) pendekatan budaya dan 
strategi deferensiasi politik komunikasi?!3, 16) Politik komunikasi 
Kandidat Presiden melalui Jejaring Sosial New Media314. 

Pasca Reformasi hingga saat ini, minat kajian terhadap politik 
komunikasi tampa terus meningkat. Maraknya studi politik 
komunikasi di Indonesia ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. 
Pertama, menguatnya peran media tidak hanya sebagai media yang 
menjadi arena kontestasi komunikasi politik, akan tetapi juga kian 
menjadi aktor politik penting yang mengkonstruksikan realitas politik 
dan citra politik. Selain itu, industri emdia juga kian pesat dalam 
mengembangkan inovasi pola jurnalisme pemberitaan politik dan 
politik pemberitaan politik, termasuk melalui program-program 
talkshow, debat politik dan komedi politik/ parodi politik. Liberalisasi 
kebebasan pers kian memungkinkan peluang bagi media 
menampilkan realitas politik dan konstruksi realitas politik dan citra 
politik parpol dan elit politik secara lebih atraktif. 

Kedua, politik komunikasi juga makin berkembang seiring 
dengan menguatnya peran konsultan politik yang memberikan jasa 
layanan konsultansi dalam mengerek citra dan pengaruh parpol dan 


310 Lihat Heryadi Silvianto. 2010. Komunikasi Politik Konsultan Komunikasi Politik 
Dalam Pemilu 2009: Studi Kasus FOX Indonesia dan Partai Demokrat.Tesis, Program 
Pasca Sarjana Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP UI, Jakarta. 

31 Lihat Ballian Siregar. 2010. Fenomena Profesionalisme Lembaga Survei Opini 
Publik Pada Pemilu Presiden 2009. Tesis, Program Pasca Sarjana Departemen Ilmu 
Komunikasi, FISIP UI, Jakarta. 

3122 Lihat Yuli Yulfinarsyah. 2011. Pengaruh Sikap, Norma Subyektif, Perceived 
Behavioral Control dan Perceived Risk terhadap Intensi Menggunakan Produk Energi 
: Studi Kasus Pada Kampanye Komunikasi Publik Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 
Kg. Tesis, Program Pasca Sarjana Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP UI, Jakarta. 
Lihat juga Rudy Susatyo. 2011. Pengaruh Kekuatan Partai, Ketokohan Kandidat, 
Strategi Pemasaran Politik Terhadap Preferensi Pemilih Dalam Pemilihan Walikota 
Surabaya 2011. Tesis, Program Pasca Sarjana Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP UI, 
Jakarta. 

313 Lihat Putri Ayuningtyas. 2011. Pendekatan Budaya Untuk Membangun 
Deferensiasi Komunikasi Politik: Proses Morphogenesis Pada Pemilukada di Gianyar. 
Tesis, Program Pasca Sarjana Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP UI, Jakarta. 

314 Lihat Kencana Ariestyani Suryadi. 2009. Komunikasi Politik Memanfaatkan Situs 
Jaringan Sosial : Studi Kampanye Politik via Facebook, Yuddy Chisnandi Sebagai 
Calon Presiden Muda melalui Konvensi Nasional Dewan Integritas Bangsa. Tesis, 
Program Pasca Sarjana Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP UI, Jakarta. 
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elit politik yang sedang berlaga dalam arena Pemilu dan Pemilukada. 
Peran para konsultan politik serta inovasi-inovasi kalangan spin- 
doctors, konsultan kampanye politik, konsultan tim pendampingan 
dan pemenangan politik parpol dan kandidat legislatif dan eksekutif 
kian menjadikan logika politik komunikasi diterapkan dan memiliki 
dampak luas bagi perilaku politik elit maupun publik. 

Ketiga, perubahan lingkungan politik yang lekat dengan nilai- 
nilai individualisme, konsumersme dan kapitalistik kian menjadikan 
pragmatisme politik makin menguat. Pragmatisme politik yang 
mendorong pada logika instans dalam berpolitik kian marak 
dilakukan oleh para elit dan juga pemilih. Hal ini pada akhirnya 
berdampak pada perubahan budaya politik dimana logika politik 
komunikasi makin dominatif. 

Politik Komunikasi sebagai salah satu perspektif baru dari 
studi komunikasi politik dikembangkan dalam beberapa topik 
penelitian antara lain: 1) politik komunikasi parpol, 2) politik 
komunikasi pemberitaan media, 3) politik komunikasi kandidat 
capres-cawapres dan kepala daerah, 4) politik komunikasi artis dalam 
arena Pemilu dan Pilkada, 5) branding nasional dan politik 
komunikasi internasional. Tema-tema aktual yang mulai marak dikaji 
oleh para peneliti/akademisi antara lain politik komunikasi parpol, 
politik komunikasi kandidat kepala daerah dan politik komunikasi 
artis. 

Pertama, sebuah kajian tentang politik komunikasi Harmoko 
sebagai elit Partai Golkar juga pernah dilakukan oleh Fachry Aly dan 
Kholid Novianto (1997). Keduanya mengkaji bagaimana politik 
komunikasi sosok Harmoko dipengaruhi oleh latarbelakang 
kehidupan sosial, pendidikan, dan pengalaman pekerjaannya mulai 
dari dunia teater, percetakan hingga wartawan. Keduanya juga 
mengkaji seperti apa model politik komunikasi Harmoko berkembang 
sejak keterlibatannya dalam dunia wartawan Era Orda Lama, Era 
Orde Baru, dan puncak karirnya ketika menjadi Ketua Umum Partai 
Golkar. Aly dan Novianto (1997) mengelaborasi pola politik 
komunikasi sambung rasa yang dijalankan oleh Harmoko dalam 
mengelola dan menjaga basis legitimasi politik Rezim Orde Baru. 


315 Lihat Fachry Aly dan Kholid Novianto.1997. Politik Komunikasi Harmoko: Dari 
Rakyat Ke Panggung Politik. Jakarta: Penerbit Intermassa. 
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Keduanya juga menganalisis pola retorika politik Harmoko 
baik dalam Munas Golkar 1993 dan ketika Harmoko memimpin 
Departemen Penerangan RI. Selain itu, mereka juga menganalisis gaya 
politik komunikasi Harmoko dalam meningkatkan partisipasi 
pembangunan di pedesaan. Pola politik bahasa yang dijalankan oleh 
Harmoko, personalitas Harmoko dan karakter serta performance 
Harmoko menjadi indikator-indikator yang menjelaskan bagaimana 
politik komunikasi Harmoko dia jalankan baik dalam kehidupan 
sehari-hari maupun dalam panggung politik nasional. Pendekatan 
yang dikembangkan oleh Aly dan Novianto dalam riset ini adalah 
pendekatan deskriptif-historis dengan mengedepankan penggunaan 
metode etnografi. Melalui metode ini mereka mampu membuat 
beberapa temuan menarik antara lain bagaimana retorika politik 
komunikasi Harmoko terbentuk karena pengaruh latarbelakang sosial 
ekonomi masyarakat pedesaan, pengalamannya dalam dunia kesenian 
rakyat di kawasan Pasar Senen tahun 1960an, dan pengalamannya 
sebagai wartawan era Orde Lama dan Orde Baru. 

Kedua, riset mengenai politik komunikasi parpol, contoh riset 
tentang hal ini antara lain dilakukan oleh Rully Chairul Azwar yang 
mengkaji politik komunikasi Partai Golkar di tiga era816. Melalui karya 


316 Lihat Rully Chairul Azwar. Poltik Komunikasi Partai Golkar di Tiga Era: Dari 
Partai Hegemonik ke Partai Berorientasi Pasar. Jakarta : Grasindo dan The Indonesian 
Institute. Tahun 2008. Berdarkan penelitian yang dilakukannya, Rully Chairul Azwar 
menyimpulkan bahwa : Pertama, Partai Golkar pada era Harmoko adalah Partai 
Hegemonik karena dia menyatu pada kekuasaan/ tidak otonom, terutama dari Dewan 
Pembina dan militer, eksis dalam situasi tidak kompetitif, tidak terjadi rotasi 
kekuasaan secara normal dan tidak memandang perlu pasar. Politik komunikasi yang 
dipakai adalah politik kontrol dan penguasaan media atau model Product Oriented 
Party (POP)dan Sales Oriented Party (SOP) dari teori Lees-Marshment. Kedua, di era 
Akbar, posisi Golkar berada di luar kekuasaan. Karena itu Golkar lebih bebas 
memainkan peranan politiknya. Politik komunikasi Partai Golkar saat itu adalah tidak 
menentang pasar dan Golkar bergerak ke arah menjadi MOP. Sejumlah produk politik 
Partai Golkar seperti kepemimpinan partai, simbol partai, konsitusi partai, pola 
rekrutmen keanggotaan partai, penampilan anggota DPR di Parlemen serta event- 
event partai seperti Munaslub 1998, SI MPR 1998, SU MPR 1999, Amandemen UUD 
1945, dan Konvensi Capres Partai Golkar (2003-2004), dirancang berdasarkan riset 
pasar untuk kemudian disesuaikan dengan kemauan pasar yaitu, reformasi yang 
menghendaki anti KKN, Demokrasi, dan Keterbukaan. Ketiga, di era Kalla, posisi 
Golkar dengan kekuasaan kemudian berubah. Dengan naiknya Kalla sebagai Wakil 
Presiden, Golkar berada dalam kekuasaan namun tidak dominan. Kalla menjadi Ketua 
Umum Golkar setelah dia menjabat Wapres sehingga Golkar tidak dianggap sebagai 
bagian dari pendukung pasangan itu. Ketika Kalla menjadi Ketua Umum Golkar, 
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ini, Azwar (2008) mengelaborasi konsep Jennifer Lees-Marshment 
(2005) tentang Producy Oriented-Party (POP), Market Oriented-Party 
(MOP) dan Sales Oriented-Party (SOP) dan dinamika komunikasi 
politik dan political marketing yang dijalankan oleh Partai Golkar di era 
Orde Baru, Era Transisi Pasca Reformasi 1998, Pemilu 1999 dan Pemilu 
2004. 

Riset yang dilakukan oleh Rully Chairul Azwar ini memetakan 
bagaimana Politik Komunikasi Partai Golkar di tiga era yang berbeda 
yaitu era Harmoko (1993-1998), era Akbar Tandjung (1998-2004) dan 
era Jusuf Kalla (2004-2009). Perkembangan politik komunikasi Partai 
Golkar itu akan dianalisis berdasarkan konsep Sartori (1976) tentang 
Partai Politik Hegemonik (Hegemonic Party) untuk Golkar era 
Harmoko dan konsep Lees-Marshment (2001) tentang Market Oriented 
Party (MOP) untuk Golkar di era Akbar dan Kalla. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukannya, Rully Chairul 
Azwar menyimpulkan bahwa ada kelemahan ketika model MOP Lees- 
Marshment ingin diterapkan dalam kasus Golkar era Kalla karena 
sejumlah faktor. Pertama, model ini tidak mempertimbangkan format 
kekuasaan yang terbentuk secara koalisi dalam sistem multi-partai 
yang digabung dengan sistem pemilu proporsional. Karena itu 
terbuka kemungkinan dikembangkan pola MOP yang tidak hanya 
cocok di partai oposisi, namun juga di pemerintahan dalam posisi 
yang tidak dominan. Kedua, fokus analisis yang dibuat oleh Lees- 
Marshment dinilai cendeung bersifat umum tidak mempertimbangkan 
terjadinya pola koalisi pusat dan daerah yang berbeda, baik antara 
pusat dengan daerah maupun antara daerah dengan daerah lainnya di 
Indonesia. Karena itu diperlukan pengembangan model MOP yang 
juga memperhatikan survei pasar tidak hanya di tingkat nasional 
namun juga secara rinci untuk masing-masing tingkat lokal yang 
menghasilkan peta “pasar politik nasional” dan “pasar politik lokal”. 


posisi Golkar juga tersandera karena pemerintahan didukung koalisi pelangi sehingga 
hubungan dengan Presiden dan partai-partai koalisi menjadi pertimbangan dalam 
penentuan sikap politik. Selain itu, di era Kalla juga terjadi pemilihan kepala daerah 
secara langsung, dimana konfigurasi koalisi partai-partai sangat pragmatis tergantung 
dari calon yang diusung. Hal itu berdampak pada tidak samanya koalisi 
pemerintahan di tingkat nasional dan di tingkat lokal dan antar tingkat lokal karena 
koalisi yang terjalin adalah koalisi yang bersifat longgar, pragmatis dan tidak 
berideologi. 
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Ketiga, riset tentang politik Komunikasi Artis antara lain diteliti 
oleh Alfito Deannova Gintings (2007, 2008)817. Ginting (2008) mengkaji 
bagaimana keberhasilan dan kegagalan strategi politik komunikasi 
artis dari panggung hiburan menuju panggung politik. Modal 
popularitas yang dimiliki oleh para artis di dunia industri hiburan 
menjadi salah satu modal penting yang dapat digunakan dalam 
memasuki panggung politik. Gintings (2008) menyajikan analisis yang 
menarik terkait dengan keragaman latarbelakang dunia hiburan yang 
ditekuni oleh para artis dan kecenderungan popularitas yang telah 
mereka dapatkan dan juga pola interaksi mereka dengan dunia politik. 
Seiring dengan meningkatnya trend selebritisasi dalam dunia politik, 
melalui kajian yang dilakukannya, Gintings (2008) mengalisi 
bagaimana kiprah para artis dalam Pemilu legislatif 2004 melalui 
beberapa parpol pengusungnya dan juga mereka yang maju dalam 
Panggung Pilkada. Ada diantaranya yang berhasil menduduki kursi 
legislatif dan ada juga diantaranya yang gagal mencapai kursi 
legislatif karena beragam faktor. Mereka yang berhasil diantaranya 
seperti Angelina Sondakh, Nurul Oomar, Luhut Sitompol, Rieke Dyah 
Pitaloka dan Marisa Hague yang meraih kemenangan dalam Pemilu 
Legislatif 2004. Sedangkan mereka yang berhasil memenangkan kursi 
eksekutif antara lain Dede Yusuf. 

Keempat, penelitian tentang politik komunikasi caleg artis juga 
dilakukan oleh Angelina Sondakh(2009)818. Meningkatnya popular 
culture dalam kehidupan masyarakat dan meningkatnya selebritisasi 
politik kian menjadikan artis menjadi aktor berpengaruh dalam 
panggung politik nasional. Melalui penelitian yang dilakukannya, 
Agelina Sondakh (2009) mengkaji para pemilih pemilu dan 
kecenderungan orientasi politiknya menjelang Pemilu Legislatif 2009. 
Melalui penelitian yang dilakukannya, Sondakh(2009) dengan 
menggunakan metode survei melacak sejauh mana pengaruh 
popularitas, kompetensi politik, dan identitas kepartian dari para 


317 Alvito Deannova Gintings. Selebriti Mendadak Politisi: Studi atas Pragmatisme 
Kaum Selebriti dari Panggung Hiburan Menuju Panggung Politik. Yogyakarta: Arti 
Bumi Intaran, 2008 

318 Lihat Angelina Sondakh. Medan Magnet Politik Komunikasi Caleg Artis dan Non- 
Artis di Panggung Pemilu Legislatif 2009. Tesis Pada Program Pasca Sarjana Master 
Manajemen Komunikasi Politik. Program Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi. FISIP UI, 
Jakarta. Tahun 2009 
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kandidat Artis dan Non-Artis dan pengaruhnya terhadap orientasi 
politik pemilih pemula di sebuah daerah pemilihan Pemilu Legislatif. 

Penelitian yang dilakukan Sondakh(2009) menyumbangkan 
beberapa temuan. Pertama, kontribusi pengaruh terbesar terhadap 
elektabilitas politik pada calon anggota legislatif artis dan non-artis di 
kalangan pemilih pemula karena faktor popularitas kandidat, baru 
kemudian diikuti oleh faktor kompetensi kandidat, identitas 
kepartaian, dan kedekatan pada kandidat. Adapun kontribusi 
pengaruh terbesar terhadap elektabilitas politik partai asal calon 
anggota legislatif artis dan non-artis di kalangan pemilih pemula 
adalah faktor identitas kepartaian, yang kemudian diikuti faktor 
popularitas kandidat, dan kompetensi kandidat. Kedua, popularitas 
merupakan faktor penting yang mempengaruhi elektabilitas kandidat 
yang belum populer. Akan tetapi, pada kandidat yang telah populer, 
kompetensi menjadi varibel yang memiliki kontribusi besar 
mempengaruhi elektabilitas kandidat. Ketiga, untuk pemilih di 
Indonesia masih termasuk kategori pemilih tradisional, hal yang dapat 
dilihat dari kontribusi pengaruh paling besar terhadap elektabilitas 
partai diberikan oleh identitas kepartaian, baru kemudian diikuti oleh 
faktor popularitas kandidat. Selain itu, pada partai baru, kontribusi 
pengaruh popularitas kandidat lebih besar dari pada kandidat dari 
partai yang sudah lama. 

Kelima, masih dalam perspektif politik komunikasi penelitian 
juga dilakukan oleh Rendro Dani (2004) mengenai manajemen 
komunikasi politik kepresidenan?19. Dalam penelitian tersebut, Dani 
(2004) melacak bagaimana manajemen komunikasi politik 
kepresidenan berlangsung sejak era Presiden Soekarno hingga era 
Presiden Megawati. Dalam penelitian tersebut, Dani (2004) 
menganalisis bagaimana peran aktor utama dalam manajemen 
komunikasi politik kepresidenan, bagaimana strategi manajemen 
komunikasi yang dijalankan, dinamika organisasi kepresidenan 
Republik Indonesia, peran pers dalam manajemen komunikasi politik 
kepresidenan, strategi manajemen komunikasi dan strategi 
manajemen media yang dijalankan oleh Presiden. 


319 Lihat Rendro Dani. 2004. Centang Perenang Manajemen Komunikasi Politik 
Kepresidenan: Dari Soekarno sampai Megawati. Jakarta: LP3ES. 
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Dari analisis perbandingan yang bersifat historis tersebut, Dani 
(2004) kemudian merumuskan model manajemen komunikasi politik 
kepresidenan yang dijalankan oleh Presiden Soekarno, Soeharto, 
B.J).Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati. Berdasarkan model 
tersebut, Dani (2004) merekomendasikan bagaimana paradigma baru 
manajemen komunikasi kepresidenan seharusnya dijalankan dengan 
mengedepankan: 1) pengembangan organisasi kepresidenan, 2) 
memperkuat dan merumuskan peran Pemerintah sebagai 
komunikator, 3) Peran strategis dari jabatan-jabatan penting dalam 
organisasi kepresidenan, 4) metode penyampaian informasi : dan 5) 
manajemen komunikasi kepresidenan pada saat krisis dan dalam 
merespons budaya jurnalistik yang seringkali mendistorsi informasi 
dari Presiden. 

Dari beberapa contoh riset di atas, tampak bagaimana 
perspektif baru yaitu politik komunikasi menjadi inspirasi lahirnya 
riset-riset penting. Penekanan yang dilakukan dalam penelitian 
dengan perspektif ini adalah sebagaimana yang telah disampaikan 
oleh Chaffe (2001), tentang siapa mendapatkan apa untuk mengatakan 
apa kepada siapa (Who gets to say to whom). Penekanan pada aspek 
komunikator dan juga kemampuan komunikator dalam mendapatkan 
dan mengelola kekuasaan politik mencari ciri-ciri penting riset-riset 
baru dalam perspektif komunikasi politik ini. 
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BAB XII 
PERKEMBANGAN BIDANG KAJIAN 
MARKETING POLITIK 


Marketing Politik Sebagai Bidang Kajian Baru 
« 2 ebagai sebuah bidang ilmu baru, ilmu marketing politik 


- 


baru mulai dikembangkan terutama sejak dua dasawarsa 
S)) terakhir. Kendati demikian, perkembangan bidang ilmu ini 
belum mendapatkan dukungan kelembagaan asosiasi keilmuwan/ 
peneliti secara kuat. Hal ini ditandai dengan belum maraknya devisi- 
devisi baru dalam asosiasi ataupun asosiasi dari bidang ilmu 
marketing politik yang secara khusus dibentuk oleh para akademisi/ 
peneliti maupun dari kalangan profesional. 

Kajian marketing politik berkembang sejak tahun 1990an. Ada 
sejumlah nama-nama para peneliti/ilmuwan yang memberikan 
kontribusi besar bagi lahirnya bidang kajian marketing politik. 
Pertama, ketika bidang kajian ini mulai dipopulerkan dalam ranah 
akademik oleh penelit/ilmuwan dari bidang ilmu marketing, 
komunikasi dan politik. Hal ini ditandai dengan peran penting 
sejumlah ilmuwan seperti Nicholas J.O 'Shaughnessy. Ia mendapatkan 
pendidikan Sarjana di Bedford Colllege (RHBNC), London University. 
Ia kemudian mendapatkan gelar Masternya (M.Phil) di Keble College, 
Oxford University dan mendapatkan gelar MBA dari Graduate School of 
Business, — Columbia University, New York. Selanjutnya, ia juga 
menamatkan gelar Masternya (M.Phil) dan gelar Doktoralnya di 
Cambridge University. 
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O'Shughnessy sejak tahun 2007 lalu menjabat sebagai Profesor 
di bidang Ilmu Marketing di Oueen Mary, University of London. 
Sebelumnya, dari tahun 2005-2007, ia merupakan Professor di Bidang 
Marketing dan Komunikasi, Brunel University dan juga Direktur Pusat 
Penelitian Konsumen dan Pemasaran Sosial (the Centre for Research in 
Consumer and Social Marketing), Brunnel University (London). Sejak 
tahun 2000-2005, ia menjabat sebagai Profesor di bidang Marketing 
dan Komunikasi dari The University of Keele dan juga sebagai Direktur 
The Keele University MBA. Sebelumnya sejak tahun 1989-2000, dia 
bekerja sebagai pengajar di bidang Marketing, di Jurusan Teknik dan 
juga di Institute of Management Studies, Cambridge University320. 

Kedua, bidang marketing politik sebagai bidang kajian maupun 
sebagai praktek makin berkembang seiring dengan menguatnya 
kontestasi parpol dan kandidat dalam arena pemilu?21. Dua ilmuwan 
bidang kajian marketing yang konsen pada hal ini adalah Philip Kotler 
dan Neil Kotler. Keduanya merupakan kedua ilmuwan yang sudah 
lama berkiprah dalam mengembangkan ilmu marketing yang 
kemudian ikut memberikan kontribusi pemikirannya pada bidang 
kajian pemasaran sosial (social marketing) dan marketing politik 
(political marketing).32. Adapun Neil Kotler merupakan saudara dari 


320 Nocholas J.O'Shaughnessy mempublikasikan sejumlah karya terpentingnya di 
bidang Marketing Politik, baik dalam sejumlah jurnal dan buku. Beberapa buku yang 
dia publikasikan antara lain: 1) The Phenomenon of Political Marketing. Macmillan 
(London) April 1990, St. Martin's Press, New York, April 1990: 2) The Idea of Political 
Marketing. (Editor). Praeger, Connecticut June 2002: 3) The Marketing of Power Emotion, 
yang ia tulis bersama dengan John O'Shaughnessy. Oxford University Press New York 
2003: 4) Marketing: Teoria & Casos.(Joint Editor), Escolar Editora, Lisbon, October 2004: 
5) Persuasion in Advertising, yang ia tulis bersama John O'Shaughnessy. Routledge 
London November 2003: 6) Politics and Propaganda: Weapons of Mass Seduction. 
University of Michigan Press/ University of Manchester Press/ University of British 
Columbia Press December 31 2004: 7) The Undermining of Belief in The Autonomy and 
Rationality of The Consumer, yang ia tulis bersama dengan J.O Shaughnessy. Routledge, 
London November 2007, 8) Theory and Consepts in Political Marketing, yang ia tulis 
bersama dengan SCM Henneberg dan R. Ormrod). London: Sage Publication 2011: 9) 
Selling Hitler: The Political Marketing of The Third Reich. Michael Hurst, London,2012. 
Lebih lanjut lihat www.busman.gmul.ac.uk/staff/../34858.doc 

321 Lihat Philip Kotler and Neil Kotler. Political Marketing: Gerating Effective 
Candidate, Campaigns and Causes, dalam Bruce I.Newmanfeds). 1999. Handbook of 
Political Marketing. London: Sage Publication. Halaman 3. 

322 Philip Kotler menamatkan gelar Masternya (MA) pada tahun 1953 dari Universitas 
Chicago dan kemudian tahun 1956 menamatkan gelar Doktoralnya di Bidang Ilmu 
Ekonomi dari Massachusetts Institute of Technology, Amerika Serikat. Ia kemudian 
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Philip Kotler. Selama beberapa tahun ia sebagai Direktur Legislatif di 
Lembaga Kongres Amerika Serikat dan juga pada lembaga 
Smthsonian, sebagai Direktur Eksekutif dan kemudian sebagai 
Anggota Badan Penasehat. Di luar aktivitas tersebut, bersama Philip 
Kotler, ia menulis sejumlah buku mengenai Marketing, termasuk 
bidang pemasaran sosial (social marketing) dan marketing politik 
(political marketing)?2. 


melanjutkan pendidikan Post-Doktoral-nya di Harvard University dan di University of 
Chicago, Amerika Serikat. Selainjutnya, ia mengajar di Kellog School of Management, 
Northwestern University sejak tahun 1962. Sejak tahun 1962 ia sebagai Assisstant 
Professor, sejak tahun 1965 ia sebagai Associate Profesor dan kemudian sejak tahun 
1988-sekarang, ia menduduki jabatan sebagai Profesor Emeritus di bidang Marketing 
internasional pada Kellogg School of Management, Northwestern University. Philip 
Kotler menulis sejumlah karya akademik yang sangat berpengaruh dalam bidang 
ilmu marketing di berbagai belahan dunia. Beberapa diantara antara lain : 1) Marketing 
Management: Analysis, Planning, Implementation and Control, 2) Principles of Marketing, 3) 
Marketing Models: 4) Strategic Marketing for Nonprofit Organizations, 5) The New 
Competition, 6) High Visibility: 7) Social Marketing, 8) Marketing Places: 9) Marketing for 
Congregations, 10) Marketing for Hospitality and Tourism, 11) The Marketing of Nations, 12) 
Kotler on Marketing: 13) Building Global Biobrands, 14) Attracting Investors: 15) Ten Deadly 
Marketing Sins: 16) Marketing Moves, dan 17) Marketing Insights from A to Z. Ia juga 
mendapatkan sejumlah penghargaan antara lain berupa “Distinguished Marketing 
Educator Award” dari the American Marketing Association's (AMA) (1985), penghargaan 
“Marketing Excellence” dari The European Association of Marketing Consultants and Sales 
Trainers, Ia juga terpilih sebagai “Leader in Marketing Thought” oleh Komite Akademik 
the American Marketing Association's (AMA )pada tahun 1975. Pada tahun 1978, Ia juga 
menerima “Paul Converse Award” dari the American Marketing Association's (AMA). 
Selanjutnya tahun 1989, ia menerima the Annual Charles Coolidge Parlin Marketing 
Research Award. Pada tahun 1995, ia dinobatkan sebagai “Marketer of the Year” oleh the 
Sales and Marketing Executives International (SMEI). Selain itu, ia juga mendapatkan 
sejumlah anugrah gelar Doktor Honris Causa dari the Stockholm University, University 
of Zurich, Athens University of Economics and Business, DePaul University, the Cracow 
School of Business and Economics, Groupe H.E.C. Paris, the University of Economics and 
Business Admininstration Wina, Austria, Budapest University of Economic Science and 
Public Administration, dan dari the Catholic University of Santo Domingo. Lebih lanjut 
lihat dalam 
http://www .kellogg.northwestern.edu/ faculty/ directory/ kotler. philip.aspx#biogra 
phy 

328 Ja mendapatkan pendidikan sarjana dari Brandeis University. Ia kemudian 
mendapatkan gelas Masternya dari University of Wisconsin-Madison dan gelar 
Doktoral-nya di bidang Ilmu Politik dari Universitas Chicago. Ia pernah bekerja 
sebagai pengajar di Darmouth University dan The University of Texas-Austin. Ia 
kemudian meninggal pada 13 Januari, 2012 lalu pada usia 70 tahun. Lebih lanjut lihat 
http://www .legacy.com/ obituaries/ washingtonpost/ obituary.aspx?n-Neil- 
Kotler&cpid-155462779 
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Menurut Philip Kotler dan Neil Kotler (1999), perkembangan 
marketing politik sebagai bidang kajian akademik maupun praktek 
sangat terkait dengan kecenderungan menguatnya persaingan parpol 
dan kandidat dalam arena pemilihan umum yang berbasis sistem 
pemilu langsung. Dalam arena pemilu yang seperti ini, para kandidat 
dan parpol, masing-masing berusaha mendapatkan dukungan sumber 
daya politik dan legitimasi politik, baik dari kalangan pemilih, 
konstituen, dan donatur politiknya. Marketing politik sebagai bidang 
ilmu berkembang seiring perkembangan arena pasar politik (political 
marketplace) ketika pemilu berlangsung. Lima arena pasar politik 
tersebut yaitu media, pemilih, donatur politik, organisasi partai dan 
keleompok penekan, aktivis politik dan konstituen?2. 

Ketiga, perkembangakan marketing politik sebagai bidang 
kajian akademik dan praktis dipengaruhi oleh menguatnya fenomena 
revolusi marketing politik yang dilakukan oleh partai-partai politik 
kontestan pemilu dan partai yang berkuasa di pemerintahan sejak 
tahun 2000an, khususnya di Indonesia. Lees-Marshment (2004) 
memotret revolusi marketing politik khusus dalam menganalisis 
transformasi marketing politik yang dilakukan oleh Pemerintahan 
Inggris?23. Lees-Marshment (2004) meneliti bagaimana perubahan yang 
berlangsung dalam dunia politik di Inggris yang kian bergerak dari 
performance marketing politik yang berbasis isu-isu kepemimpinan ke 
arah model baru yang berbasis kebutuhan dan tuntutan politik. 
Menurutnya terjadi pengadopsian riset-riset tentang market 
intelligence oleh organisasi politik, partai politik, kekuasaan 
monarchy, media massa, universitas, lembaga-lembaga lokal dan 
parlemen dalam melahami kebutuhan dan tuntutan yang berkembang 
di kalangan pemilih, khalayak dan warga negara. Fenomena inilah 
yang oleh Lees-Marshment (2004) disebut sebagai revolusi marketing 
politik. Dalam karya tersebut, Lees-Marshment (2004) juga 
memaparkan bahwa perubahan sistem politik di Inggris menuju 
orientasi yang berbasis pasar (market-orientation), dan terjadi juga 
renegosiasi pola hubungan antara pemimpin dengan pangsa pasarnya 
masing-masing (pemilih, khalayak dan warga negara). Masing-masing 


34 Loc....Cit...Halaman 4-5. 
325 Jennifer Lees-Marshment. 2004. The Political Marketing Revolution: Transforming 
the Government of the UK. London: Routledge Publication. 
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aktor tersebut pada akhirnya berusaha mengembangkan pola terbaik 
dalam teknik-teknik marketing politiknya untuk mencapai tujuannya 
secara maksimal. 

Keempat, selain ditandai oleh meningkatnya trend perspektif 
politik komunikasi, marketing politik juga menjadi salah satu domain 
baru dalam studi komunikasi politik maupun ilmu manajemen 
marketing. Perkembangan bidang kajian ini tidak hanya dilakukan 
oleh para ilmuwan/ peneliti bidang studi komunikasi politik dan ilmu 
politik, akan tetapi juga dari kalangan ilmuwan/peneliti bidang 
manajemen marketing dan para praktisi marketing. Hal ini ditandai 
oleh interaksi yang berlangsung dalam dua arena. Pertama, interaksi 
antara para profesional konsultan komunikasi politik dan konsultan 
marketing dalam menjalankan perannya di gelanggan Pemilu di 
negara-negara demokrasi. Kedua, interaksi antara para peneliti dan 
akademisi bidang studi komunikasi politik dan ilmu politik dengan 
para peneliti dan akademisi bidang ilmu manajemen marketing. 

Interaksi pada arena pertama menghasilkan beragam inovasi, 
teknik dan metode penggunaan prinsip-prinsip yang digunakan 
dalam dunia marketing yang kemudian diadaptasi ke dalam arena 
kontestasi komunikasi politik, maka lahirlah kontestasi marketing 
politik. Interaksi pada arena kedua kemudian ditandai dengan 
lahirnya teori, konsep dan model analisis yang dikembangkan sebagai 
sebuah adaptasi dari teori dan konsep yang berkembang dalam ilmu 
komunikasi politik dan ilmu politik dengan teori dan konsep yang 
berkembang dalam ilmu manajemen marketing, maka lahirlah 
beragam teori dan konsep marketing politik. Dari dua arena interaksi 
ini kemudian melahirkan bidang kajian baru yang disebut dengan 
marketing politik (political marketing). Sama dengan bidang kajian 
komunikasi politik, bidang kajian baru political marketing ini juga 
bersifat interdisipliner, dimana ia terus dikembangkan dengan 
melibatkan interaksi secara terbuka dari berbagai bidang ilmu sosial. 
Ia tidak hanya ada dalam ranah akademik —sebagai sebuah bidang 
kajian atau konsentrasi kajian—namun ia juga memiliki dimensi 
praktis yang sangat aktual dibutuhkan dalam dalam arena kontestasi 
komunikasi politik, khususnya ketika menghadapi gelanggang 
pemilu. 
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Pada ranah akademik, perkembangan kajian marketing politik 
ini menurut Lees-Marshment (2001) merupakan hasil perkawinan 
antara bidang ilmu politik dan ilmu marketing. Kedua bidang ini 
saling memberikan kontribusi konsep, teori dan model analisis untuk 
melihat bagaimana kecenderungan perubahan perilaku politik 
organisasi parpol yang ada di Inggris. Kemudian pada ranah praktis, 
ia juga menawarkan sejumlah konsep-konsep pemasaran produk dan 
bagaimana orientasi pasar terhadap beragam produk yang mereka 
lahirkan. Fase ini kemudian juga disusul dengan inovasi dan 
penggunaan beragam teknik penelitian pasar (market intelligence), 
dan megadaptasi konsep-konsep dan teori-teori yang berkembang 
dalam ilmu marketing ke dalam ilmu politik untuk menghasilkan 
teori-teori baru. Atas dasar inilah kemudian beberapa teori 
dirumuskan oleh Lees-Marshment (2001) dengan menempatkan 
parpol sebagai pelaku pemasaran politik. 

Dari sini ia kemudian memformulasikan tiga konsep penting 
dalam marketing politik, yaitu : 1) Product-Oriented Party (POP), Sales- 
Oriented Party (SOP) dan Market-Oriented Party (POP). POP didasarkan 
atas apa saja yang telah dimiliki dan dijalankan oleh partai politik — 
seperti ideologi dan kebijakan publik—yang kemudian digunakan 
sebagai bahan utama dalam dalam pemasaran politiknya kepada 
khalayaknya/ konsumennya. SOP lebih menekankan pada bagaimana 
beragam produk tersebut bisa dijual agar benar-benar sampai dan 
memberikan pengaruh kepada khalayak/ konsumennya. MOP lebih 
mendasarkan pada bagaimana agar beragam produk yang ia 
sampaikan ke khalayak sejalan dengan harapan dan mampu 
memberikan kepuasan kepada khalayak/ konsumennya.325 

Kelima, di level global, studi political marketing yang terjadi di 
negara demokrasi maju, khususnya di Amerika Serikat dan di Inggris 
ini kemudian mulai didadaptasi dan dikembangkan secara luas oleh 
sejumlah negara demokrasi di berbagai belahan dunia sejak tahun 
2000an hingga sekarang. Gejala yang kian marak ini kemudian coba 
dipotret oleh Darren G. Lilleker??7 dan Jeniffer Lees-Marshment dkk 


326 Jennifer Lees-Marshment. 2001. The Marriage of Politics and Marketing. Political 
Studies 

Volume 49, Issue 4, pages 692-713, September 2001 

3227 Darren G.Lilleker merupakan kolega dari Jennifer Lees-Marshment. Ia menamatkan 
gelar Sarjananya pada tahun 1997 di bidang ilmu sosial humaniora pada The 
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(2005). Keduanya pada tahun 2004 menyelenggarakan smeinar 
internasional yang melibatkan para peneliti/akademisi dari berbagai 
negara demokrasi untuk memotret fenomena tersebut. Hal ini 
kemudian menghasilkan sebuah karya akademik baru yang mencoba 
membuat kajian perbandingkan penerapan Marketing Politik di 
berbagai negara, yang kemudian dipublikasikan dengan judul Political 
Marketing: A Comparative Perspective. 

Melalui buku ini keduanya mengelaborasi bagaimana 
marketing politik menjadi fenomena global yang digunakan oleh 
partai politik di berbagai belahan dunia. Pendekatan Market-Oriented 
Party(MOP),  Sales-Oriented — Party(SOP) dan  Product-Oriented 
Party(POP) tampak diaplikasikan oleh berbagai partai politik di 
negara-negara demokrasi, termasuk di Inggris. Marketing politik 
tampak kian berperan penting dalam proses demokrasi di negara- 
negara tersebut Keduanya menyajikan dan mereview ragam 
pemikiran dari sejumlah peneliti/akademisi yang meneliti trend 
marketing politik di Eropa dan di Amerika Serikat, termasuk di 
negara-negara demokrasi baru seperti Brazil dan Peru. 

Baik Lilleker dan Lees-Marshment dkk (2005) mengembangkan 
ketiga model tersebut berdasarkan kecenderungan praktek marketing 
politik yang berkembang di negara-negara Barat, khususnya di Inggris 
dan Amerika Serikat. Model MOP, SOP, dan POP di sini dirumuskan 
oleh keduanya mengingat di kedua negara tersebut, partai politik 
merupakan aktor terpenting yang menjadi sentrum dari proses 
kontestasi komunikasi politik dan marketing politik. Kedua negara 
tersebut memiliki sejarah panjang dalam membangun partai politik 
modern, dengan basis nilai-nilai ideologi yang kuat dan cukup 


University of Sheffield. Selanjutnya pada tahun 2001, ia mendapatkan gelar Doktoral- 
nya di bidang Ilmu Politik pada universitas yang sama. Sejak tahun 2001-2002 ia 
menjadi Asisten Peneliti pada The University of Leicester. Saat ini ia menjadi anggota 
dari Asosiasi Ilmuwan Ilmu Politik Inggris (The Political Studies Association, UK). Ia 
juga sebagai Ketua Kelompok Riset Bidang Marketimng Politik pada Asosiasi 
Ilmuwan Ilmu Politik Inggris. Ia juga sebagai dan anggota Konsorsium para peneliti 
dan pengajar Uni Eropa (ECPR dan ECREA) untuk Bidang penelitian Ilmu Politik, 
khususnya Komunikasi Politik dan Marketing Politik. Ia mengajar di School of Media 
Bournemouth University dan menjabat Direktur Pusat Penelitian Komunikasi Publik, 
yang mana di dalamnya membidangi Pusat Kajian Komunikasi Politik dan Pusat 
Kajian Marketing Politik. 

328 Lihat Darren G. Lilleker and Jennifer Lees-Marshment (Eds). 2005. Political 
Marketing: A Comparative Perspective.Manchester: Manchester University Press. 
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berpengaruh kepada pemilihnya. Kedua negara tersebut juga memiliki 
sistem kepartaian modern yang mampu menjalankan proses seleksi 
elit dan regenerasi elit dengan baik, termasuk dalam mempromosikan 
dan menominasikan para kandidat yang berasal dari kader parpolnya 
dalam seriap arena pemilu. 

Selain Darren G.Lilleker, dan Jennifer Lees-Marshment, 
sejumlah ilmuwan/peneliti bidang marketing politik lainnya antara 
lain adalah Philip J.Maarek.Prof. Philipe J.Maarek, Profesor bidang 
Komunikasi Politik dan Marketing Politik dari University Paris 12 
Perancis?29, Pada umumnya mereka yang berperan penting bagi 
perkembangan kajian marketing politik berasal dari latarbelakang 
peneliti dan akademisi. Berbeda dengan ketiganya, Stephen 
C.M.Hanneberg lebih berlatarbelakang konsultan profesional pada 
Mckinsey and Company. Salah satu peran pening Hanneberg adalah 
dedikasi dalam mengorganisir beberapa seminar internasional 
marketing politik yang antara lain diselenggarakan oleh Cambridge 
University dan kemudian mempublikasikan pemikiran yang 
berkembang dalam seminar-seminar tersebut. 

Secara umum dapat disimpulkan bahwa perkembangan bidang 
kajian baru political marketing, ini didorong oleh sejumlah faktor. 
Pertama, menguat rezim demokrasi elektoral, dimana puncak dari 
pertarungan dalam panggung demokrasi kian ditentukan oleh 
mekanisme pemilu langsung dengan menempatkan kandidat dan 
parpol sebagai hal terpenting yang menentukan dalam proses 
pemilihan. Kedua, menguatnya personalisasi politik kandidat dan 
parpol, yang mana hal ini ditandai dengan menguatnya posisi 
kandidat di masing-masing parpol sebagai sentrum dari beragam jenis 
isu dan kebijakan publik yang akan menjadi dasar penilaian dan dasar 
pengaruh bagi perilaku pemilih. Ketiga, menguatnya industrialisasi 
politik, dimana panggung pemilu kian diwarnai oleh peran penting 


329 Ja merupakan sosok ilmuwan yang produktif dalam mempublikasikan karya 
akademiknya terutama di bidang marketing politik. Philippe J. Maarek merupakan 
pengajar dari Departemen Ilmu Komunikasi dan Informasi dan Departemen 
Komunikasi Politik, University Paris 12. Beberapa karya akademiknya antara lain: 1) 
Political Marketing and Communication. 1995. London: J.Libbey: 2) Political 
Communication in The Era. Yang ia tulis bersama Gadi Wolfseld. 2003. London: 
Routledg: 3) Campaign Communication Political Marketing. 2011. London: John Wiley 
and Son Ltd.. 
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kalangan profesional konsultan dan profesional pekerja media yang 
membantu kandidat dan parpol dalam memenangkan laga pemilu. 
Keempat, menguatnya perubahan perilaku politik pemilih yang tidak 
lagi didominasi oleh peran penting pengaruh ideologi parpol dan 
orientasi nilai-nilai berdasarkan ideologi parpol yang bertarung dalam 
arena pemilu, akan tetapi lebih ditentukan oleh produk-produk yang 
disajikan oleh kandidat dan parpol—baik berupa informasi/pesan 
politik, kebijakan publik dan sejenisnya. Kelima, menguatnya logika 
ekonomi-politik dalam proses interaksi di ruang publik antara 
kandidat dan parpol dengan para pemilih. Keenam, menguatnya arus 
komersialisasi dan komofikasi politik dalam industri media, yang 
mana ditandai dengan perubahan pola jurnalisme dan sistem 
organisasi media yang berdampak pada performance media dalam 
menyajikan beragam jenis tayangan dan pemberitaan politik kepada 
khalayaknya. 

Berdasarkan enam faktor ini, maka marketing politik makin 
dibutuhkan —pada level praktis—dan terus dikembangkan—pada 
ranah akademik—oleh para peneliti, akademisi dan profesional 
konsultan di sejumlah negara demokrasi. Keenam faktor ini di 
sejumlah negara demokrasi maju — khususnya di Amerika Serikat dan 
Inggris kemudian melahirkan apa yang kemudian disebut oleh 
Jennifer Lees-Marshment(2004) sebagai revolusi marketing politik320. 


380 Jennifer Lees-Marshment merupakan pendiri dari Pusat Penelitian Marketing 
Politik (the Centre for Political Marketing), Departemen Ilmu Manajemen Universitas 
Keele (Keele University), yang ada di Inggris. Ia menamatkan gelar Sarjananya di 
bidang Kajian dan Sejarah Amerika pada Keele University pada tahun 1996. Setahun 
kemudia, ia mendapatkan gelar Master nya di Bidang Kajian Kebijakan dan Politik 
Uni Eropa. Tahun 1999, Ia menamatkan gelar Doktoralnya di Bidang Ilmu Politik dari 
Keele University, Inggris. Selanjutnya sejak tahun 2001-2005, ia bekerja sebagai 
pengajar di Departemen Ilmu Manajemen, Keele University. Sejak tahun 2005, ia 
menjadi Profesor di bidang Marketing Politik pada Departemen Ilmu Politik, 
Auckland University, di Selandia Baru. Dia telah menerbitkan sejumlah karya 
akademiknya mengenai marketing politik, diantaranya adalah : 1) Political Marketing 
and British political parties' (Manchester University Press, 2001) : 2) “The Political 
Marketing Revolution: transforming the government of the UK' Manchester University 
Press, 2004): 3) The Political Marketing Revolution: Transforming the Government of the UK. 
(London: Routledge Publication, 2004): 4) Current Issues in Political Marketing. Haworth 
Press, 2005). 5)Political Marketing and British Political Parties, 2nd revised 
edition.Manchester University Press, 2008: 5) Bersama Darren G.Lileker 
mempublikasikan “Political Marketing: A  Comparative Perspective”.(Manchester: 
Manchester University Press, 2005), 6) “Marketing Politics: Prinsiples and Application”. 
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Fenomena ini tidak hanya sekedar melahirkan pola baru dalam proses 
interaksi antara warga negara/ pemilih, kandidat, parpol, media dan 
Pemerintah, akan tetapi fenomena ini ternyata berdampak luas bagi 
perilaku politik dari aktor politik dan institusi politik dan warga 
negara/ pemilih. 


Definisi dan Ruang Lingkup Kajian dan Praktek Marketing Politik. 


Ada beragam definisi tengang political marketing. Harrop (1990) 
mendefinisikan political marketing sebagai aktivitas marketing politik 
melalui iklan politik (political advertising), aktivitas siaran partai politik 
(party political broadcasts) dan juga pidato-pidato politik yang 
disampaikan kepada pemilih yang menjelaskan positioning partai 
politik dalam pasar pemilihan. Kemudian Kavanagh (1995, 1996) 
melihat political marketing sebagai proses pemilihan, yang di dalamnya 
menggunakan seperangkat alat strategis untuk melacak dan 
mengukur opini publik sebelum dan selama kampanye pemilihan 
yang dapat digunakan untuk mengembangkan kampanye komunikasi 
dan data riset tersebut juga bisa untuk melacak prediksi dampak bagi 
kemenangan dan kekalahan dalam pemilihan. Pengertian serupa juga 
disampaikan oleh Scammell (1995). 

Maarek (1995:2) juga memberikan definisi mengenai apa itu 
political marketing. Menurutnya political marketing merupakan sebagai 
proses yang kompleks yang di dalamnya terdapat upaya-upaya dan 
strategi-strategi komprehensi dalam mempengaruhi faktor-faktor 
keberhasilan komunikasi politik seorang politisi. Dia menekankan 
bahwa political marketing merupakan metode umum dalam 
komunikasi politik yang digunakan sebagai sarana dalam mencapai 
tujuan komunikasi politik. Selain itu, menurutnya penggunakan 
logika marketing dalam dunia politik sebagai sarana untuk 
mengelaborasi kebijakan-kebijakan dalam komunikasi politik sebagai 


(London: Routledge Publication, 2009): 7) Bersama Jesper Stromback dan Chris Rudd 
mempublikasikan “Global Political Marketing”. (London: Routledge Publication, 2010), 
8) Bersama dengan Marland, A, T. Giasson mempublikasikan Political Marketing in 
Canada: The Practice of Political Marketing and how it is Changing Canadian 
Democracy(UBC press, 2011), 9) The Political Marketing Game (Palgrave Macmillan, 
2011): 10). The Routledge Handbook of political marketing. (London: Routledge, 2012). 
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bentuk trend desain strategi global sebagai wujud modernisasi 
komunikasi politik. 

Maarek (1995 merujuk pada pendapat Butler dan Collins, 
1994:1999) berpendapat bahwa dalam komunikasi politik, ada 
beberapa persamaan dengan dunia bisnis. Produk dari komunikasi 
politik menurutnya berupa: 1) ideologi yang menjadi platform partai 
politik dan yang menjadi dasar kebijakan partai politik: 2) 
pemimpimpin parpol, kandidat dan kader-kader partai politik: 3) 
anggota-anggota partai politik secara umum. 

Agar berbeda dengan Maarek (1995), Lock dan Harris (1996: 
21) menjelaskan bahwa political marketing adalah bisang kajian yang 
konsen pada proses komunikasi yang berlangsung antara partai dan 
anggotanya, media dan sumber dana politik parpol/kandidat dan 
juga media dengan pemilihnya. Sedangkan Wring (1997: 653) 
mendifinisikan political marketing sebagai penggunaan riset dan 
analisis lingkungan kompetisi yang dilakukan oleh kandidat maupun 
parpol dalam rangka menghasilkan produk-produk politik unggulan 
dan juga untuk meningkatkan promosi dalam rangka memenangkan 
kompetisi sebagaimana yang dimaksudkan oleh tujuan organisasi dan 
juga kepuasan yang diharapkan oleh para pemilihnya. 

Sementara itu O' Cass (1996: 48) berpendapat bahwa political 
marketing merupakan penggunaan teknik-teknik marketing dalam 
partai politik dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan mereka 
dalam mempengaruhi pemilih melalui serangkan analisis pasar, 
perencanaan, implementasi, dan kontrol terhadap proses kampanye 
politik dan pemilihan. Berdasarkan hal ini maka tujuan utama dari 
political marketing adalah untuk meningkatkan kemampuan partai 
politik dan juga pemilih untuk menghasilkan keputusan politik dan 
kebijakan publik yang memberikan kepuasan bagi keduanya (O' Cass 
1996: 59-60). 

O'Cass (199) kemudian menggunakan model pertukaran 
dalam mendifinisikan political marketing. Menurutnya, ketika seorang 
pemilih sudah menentukan dan memberikan pilihannya, maka sebuah 
transaksi dalam political marketing telah terjadi. Sebagai imbalan dari 
apa yang dilakukan pemilih tersebut, kandidat maupun partai politik 
harus memberikan pemerintahan dan kebijakan publik terbaiknya 
kepada mereka setelah pemilihan berlangsung. Dalam pandangan O' 
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Cass, prinsip-prinsip marketing dapat dipergunakan dalam proses 
politik, terkait dengan kepentingan-kepentingan khusus dimana 
proses transaksi tersebut dibuat dan dinilai. Sedangkan menurut Lock 
dan Harriss(1996: 28), model pertukaran dalam political marketing ini 
harus dipahami secara lebih luas sebagai arena transaksional dalam 
keseluruhan proses politik. 

Konsep political marketing diadopsi oleh The American Marketing 
Association sejak tahun 1985. The American Marketing Association 
mendefinisikan political marketing sebagai sebuah proses pemasaran 
dimana di dalamnya terdapat proses perencanaan dan penggunaan 
konsep, harga, promosi dan distribusi ide-ide, barang dan jasa untuk 
menciptakan pertukaran yang memberikan kepuasan individual dan 
juga melayani tujuan organisasi (Wring, 1997: 652). 

Bagi Lees-Marshment (2001b: 693) political — marketing 
merupakan hasil dari perkawinan antara prinsip-prinsip marketing 
dan politik, yang secara empirik hal ini direpresentasikan melalui 
persebaran pengaruh arena politik oleh prinsip-prinsip marketing. 
Dalam pandangannya, kombinasi ini akan memberikan gambaran 
yang lebih utuh tentang perilaku partai politik. 

Bruce I Newman (1999: xiii) mendefinsikan marketing politik 
sebagai penggunaan prinsip-prinsip dan prosedur marketing dalam 
kampanye politik yang dilakukan oleh individu maupun organisasi. 
Marketing politik menurutnya merupakan penggunaan teori dan 
konsep marketing dalam sistem politik. Prosudur di sini termasuk 
analisis, perkembangan, pelaksanaan dan manajemen strategi 
kampanye yang dilakukan oleh kandidat, partai politik, pemerintah, 
para pelobi (lobbyist) dan kelompok-kelompok kepentingan yang 
dimaksudkan untuk menggerakan : 1) opini publik: 2) ideologi 
tertentu, 3) memenangkan pemilu,4) mendapatkan dukungan dalam 
penyusunan legislasi dan 5) referendum untuk merespons ragam 
kebutuhan dan keinginan masyarakat atau kelompok tertentu dalam 
masyarakat. 

Marketing politik berkembang seiring proses demokrasi liberal 
yang berbasis pada keinginan pasar (market-driven), dimana sistem 
politik dijalankan dengan prinsip-prinsip marketing. Marketing politik 
juga berkembang seiring dengan meningkatnya peran kandidat elit 
politik dalam arena politik. Para kandidat yang telah memenangkan 


344 | Nyarwi Ahmad 


pemilu juga terus menjalankan prinsip-prinsip marketing untuk 
memelihara dukungan dan legitimasinya kepada konstituen dan 
pemilih. 

Marketing politik dijalankan oleh kandidat melalui dukungan 
para konsultan marketing dalam rangka memahami dan memprediksi 
perkembangan dan arah pasar politik. Karena itu, para praktisi politik 
dan konsultan politik mengembangkan inovasi prinsip-prinsip 
marketing politik secara terus menerus. Mereka diantaranya adalah 
para kandidat legislatif dan eksekutif, konsultan politik, para lobbyist, 
konsultan dan praktisi spesialis di bidang iklan politik, jurnalis, 
praktisi public relation, staf di Pemerintahan, pimpinan partai politik, 
konsultan pemasaran langsung (direct mail consultants), pemasar 
jarak jauh (telemarketer), peneliti bidang marketing, dan manajer 
partai politik. 

Adapun ruang lingkup Marketing Politik menurut Bruce I 
Newman dkk (1999) meliputi beberapa domain. Pertama, manajemen 
kampanye politik, dimana di dalamnya mengkaji bagaimana 
manajemen kampanye politik yang dilakukan oleh para manajer dan 
konsultan politik, manajemen sukarelawan pendukung (volunteer) 
kandidat dan parpol, media placement dan fundrising pendanaan 
politik. Kedua, analisis terhadap arena pasar politik. Di sini termasuk 
penggunaan survei oleh kandidat dan parpol dalam kampanye politik, 
riset pasar menjelang kampanye politik dan pemilu, Exit Polls dan 
kampanye politik, riset prediksi model perilaku pemilih, menyusun 
dan mengembangkan iklan politik yang efektif, dan analisis terhadap 
nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku politik pemilih, dan juga 
kajian bagaimana mempengaruhi para pemilih Golput. Ketiga, kajian 
tentang pengembangan strategi politik. Di sini termasuk kajian 
tentang image verbal dan non-verbal yang dibangun oleh parpol dan 
kandidat, marketing langsung (direct marketing), debat politik di 
televisi, segmentasi pemilih dan positioning kandidat, iklan politik, 
televisi dan pemilu elektoral, dan dampak televisi bagi demokratisasi 
politik. Keempat, bagaimana memilih dan menentukan strategi 
kampanye politik. Beberapa kajian yang dilakukan di sini antara lain, 
tentang ragam strategi kampanye politik, kampanye politik yang 
dilakukan oleh para lobbyist, kelompok kepentingan dan Pemerintah, 
termasuk di dalamnya adalah kampanye permanent (permanent 
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campaign). Kelima, isu-isu kontemporer dalam marketing politik yang 
terkait dengan penggunaan new media, problem pendanaan dalam 
marketing politik, marketing politik dan propaganda, dan juga politik 
uang. 
Matrik 12.1. 
Ruang Lingkup Kajian Marketing Politik 


Marketing Politik di Luar Arena Kampanye Pemilu (Termasuk Kampanye 
Permanen/Permanent Campaian) 


: Ideologi 
Manajemen Kampanye Kampanye Politik 


Politik Parpol dan Parpol dan Kandidat 
Kandidat Kepada Parpol dan 
Kandidat Kompetior dan 


Pemerintah Performance 
Organisasi, Citra 


Analisis Terhadap Pasar 


Politik Parpol dan Kampanye Politik 5 Organisasi, 
Kandidat Internal Politik Parpol Citra dan Brand 
dan Kandidat di dalam Kandidat 
Jaringan dan Struktur 
Organisasi Parpol dan 
Kelompok 
Pendukungnya 
Kebijakan 
Pengembangan Strategi Publik(Termasuk 


iti Advokasi dan 
Politik Parpol dan 
| Kana Keberpihakan Pada Isu- 


Isu Publik 


Kampanye Politik 
Politik Parpol dan 
Kandidat Kepada 


Konstituens, Pemilih 
dan Calon Pemilih Potret Pencitraan Parpol 


: f dan Kandidat di Media 
Strategi Kampanye Potensial 
Politik Parpol dan Massa dan Internet 
k Marketing Politik di Dalam Arena Kampanye Pemilu 


Sumber: Diadaptasi dari Bruce I Newman dkk (1999), Dominic Wring (1997: 652), 
Darren G. Lilleker and Jennifer Lees-Marshment (Eds) (2005), Philips J.Maarek (1995). 
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Secara umum dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup kajian 
marketing politik dapat dibedakan dalam dua konteks yaitu 
marketing politik di luar arena kampanye pemilu dan marketing 
politik di dalam arena kampanye pemiu. Domain kajian marketing 
politik juga dapat dipilah menjadi tiga, yaitu pada aspek strategi 
marketing politik, proses marketing politik dan produk-produk yang 
dihasilkan dalam marketing politik. Pada masing-masing proses 
tersebut terdapat sejumlah sub-domain kajian yang bisa 
dikembangkan secara mandiri ataupun dikaji secara terkait satu sama 
lain. 

Masing-masing bidang kajian marketing politik saat ini terus 
dikembangkan dan dilakukan oleh para marketer politik, akademisi 
dan para peneliti. Intensitas kajian marketing politik antara lain terus 
dilakukan oleh para konsultan politik dan lembaga-lembaga yang 
bergerak dalam jasa konsultan politik, baik dalam arena pemilu lokal 
dan nasional. Ragam kajian marketing politik pada umumnya mereka 
lakukan dalam proses pemenangan kandidat maupun parpol dan juga 
melalui penyusunan strategi kampanye permanent bagi para elit 
politik yang telah terpilih dan berkuasa dalam lembaga legislatif 
maupun Pemerintahan. 


Arah dan Perkembangan Bidang Kajian Marketing Politik. 


Marketing politik dipandang sebagai suatu cabang atau ranting 
ilmu sosial yang bersifat lintas disipliner. Sebagai bidang ilmu, 
marketing politik cenderung dipahami sebagai penggunaan metode 
marketing dalam bidang ilmu politik. Di dalamnya menekankan 
penggunaan pendekatan dan metode marketing untuk membantuk 
parpol dan para politikus agar lebih efisien dan efektif dalam 
membangun hubungan dua arah dengan konstituen dan 
masyarakatnya331. 

Beberapa akademisi/ilmuwan melihat bidang ilmu marketing 
merupakan kontribusi dari ilmu marketing dan ilmu politik. Bidang 
ilmu ini juga dinilai merupakan perpaduan antara kedua cabang ilmu 
sosial tersebut dan hingga saat ini masih menimbulkan polemik. Hal 


331 Firmansyah. Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas. Jakarta: Yayasan 
Obor Indonesia. Tahun 2007. Halaman 141. 
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ini disebabkan karena baik ilmu politik maupun ilmu marketing 
dianggap memiliki karakteristik dan rasionalitas yang berbeda. Ilmu 
marketing dibangun atas logika persaingan dan cenderung digunakan 
untuk menjelaskan dan menggambarkan bagaimana suatu usaha yang 
dilakukan oleh aktor dan institusi baik swasta dan negara dalam 
memenangkan persaingan pasar. Tujuan utama marketing adalah agar 
produk dan jasa nya dapat lebih unggul dan lebih kompetitif 
dibandingkan dengan para pesaingnya. Selain itu, marketing juga 
dimaksudkan agar konsumen lebih terkesan bahwa produk yang 
dihasilkan oleh aktor dan institusi tersebut lebih unggul dibandingkan 
dengan para pesaingnya. Dalam ilmu marketing, teori dan metode 
serta teknik-teknik yang berkembang di dalamnya dimaksudkan 
untuk tujuan tersebut322. 

Berbeda dengan ilmu marketing, tujuan dari ilmu politik 
adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat melalui sistematisasi 
perebutan pengaruh dan kekuasaan. Ilmu politik dalam hal ini 
mengkaji bagaimana masing-masing aktor dan lembaga politik, 
beserta sumber daya yang dimilikinya termasuk pemikiran, ideologi 
dan produk-produk kebijakan politiknya digunakan untuk 
mendapatkan legitimasi, pengaruh dan kekuasaan. Karena itu, ilmu 
politik memiliki rentang kajian yang cukup luas, baik menyangkut 
sistem politik maupun sistem Pemerintahan, baik menyangkut aktor 
politik mapun kelembagaan politik yang terkait dengan ragam 
perspektif dan konsep demokrasi dan budaya politik yang 
berkembang di sebuah masyarakat dan negara-bangsa. Selain itu, ilmu 
politik juga mengkaji bagaimana masyarakat sebagai konstituen dan 
pemilih merespons perkembangan kekuasaan politik dan 
Pemerintahan. 

Selain meningkatnya trend perspektif politik komunikasi, 
marketing politik juga menjadi salah satu domain baru dalam studi 
komunikasi politik maupun ilmu manajemen marketing. 
Perkembangan bidang ilmu ini tidak hanya dilakukan oleh para 
ilmuwan/ peneliti bidang studi komunikasi politik dan ilmu politik, 
akan tetapi juga dari kalangan ilmuwan/peneliti bidang manajemen 
marketing dan para praktisi marketing. 


332 Ibid...Halaman 143-144. 
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Kajian tentang marketing politik juga dikembangkan oleh 
Nicholas J.O'Schaughnessy dan Stephan C.M.Hanneberg (1995, 2001, 
2002)583. O'Schaughnessy dan Hanneberg (2002) memandang bahwa 
marketing politik merupakan hal yang esensial dalam proses 
penguatan dan pelemahan legitimasi pemerintahan dalam sebuah 
sistem demokrasi. Menurutnya, kajian marketing politik masih jarang 
sekali diminati oleh kalangan akademisi yang berlatang belakang 
pendidikan marketing. Justru kajian ini lebih menarik bagi mereka 
yang berlatang belakang ilmu politik. Keduanya tampak memberikan 
sejumlah kontribusi bagaimana teori dan praktik marketing dapat 
digunakan dalam dunia politik. Bagaimana arena pemilu menjadi 
ajang persuasi dalam memasarkan produk-produk politik baik oleh 
partai pemerintah, partai oposisi maupun para pendukungnya. 
Bahkan lebih dari ini marketing politik juga bisa digunakan untuk 
mempengaruhi proses-proses pembuatan kebijakan politik. 

Selanjutnya, Jeniffer Lees-Marshment, Jesper Stromback dan 
Crish Rudd (2010)4 juga mencatat pola praktik marketing politik 
yang serupa dikembangkan di berbagai belahan dunia. Analisis 
terhadap trend global dalam marketing politik mereka lakukan untuk 
mendapatkan penjelasan mengenai mengapa, bagaimana dan apa 
dampaknya penggunaan marketing politik dalam sistem politik yang 
beragam, baik dalam negara yang menggunakan sistem presidensial, 
parlement, dua partai dan multi partai di dalam proses demokrasi. 
Ketiganya menyajikan pemikiran 25 akademisi/peneliti bidang 
marketing politik yang mengkaji beragam konsep termasuk dampak 
penggunaan marketing politik terhadap sistem politik, bagaimana 
marketing politik digunakan di masing-masing negara, bagaimana 
pemahaman yang mereka kembangkan tentang marketing politik, 
bagaimana desain produk-produk politik dilakukan oleh masing- 
masing partai politik di sejumlah negara, baik oleh partai penguasa 


338 Lihat, Nicholas J.O'Schaughnessy . 1995. Competitive Marketing: A Strategic 
Approach. Londin: Clays Ltd, St.Ives Plc. Lihat juga Nicholas J.O Schaughnessy. 2001. 
The Marketing of Political Marketing. European Journal of Marketing. (35). Halaman 
1047-1067. Lihat juga Nicholas J.O'Schaughnessy dan Stephan C.M.Hanneberg. 2002. 
The Idea of Political Marketing: Praeger Series in Political Communication. 

334 Lihat Jennifer Lees-Marshment, Jesper Strombick, and Chris Rudd. Global Political 
Marketing. London: Routledge Publication. Tahun 2010. 
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maupun partai oposisi. Termasuk juga bagaimana marketing politik 
berpengaruh terhadap ideologi politik dan opini publik. 

Marketing politik tidak hanya terkait dengan model kajian 
yang berbasis teori dan konsep, akan tetapi juga memiliki dimensi 
praktis. Karena itu Jennifer Lees-Marshment (2009) juga mengkaji 
prinsip-prinsip dan aplikasi konsep dan teori marketing politik. 
Melalui karya ini, Lees-Marshment (2009) mengelaborasi bagaimana 
masing-masing kandidat, parpol, elit politik yang berkuasa dan 
pemerintahan menggunakan konsep dan strategi marketing politik 
untuk memenangkan pemilihan umum dan menjaga dukungan 
kekuasaannya. Selain itu, dikaji pula tentang dampak marketing 
politik bagi demokrasi. Studi kasus yang disajikan meliputi 20 negara- 
negara demokrasi di dunia. Lees-Marshment (2009) di sini menyajikan 
ragam pembahasan tentang marketing politik termasuk marketing 
intelligence dan segmentasi, e-marketing, direct-mail, orientasi pasar dan 
strategi, marketing internal, pengembangan ulang produk-produk. 

Jennifer Lees-Marshment dkk (2011) kemudian mempubli- 
kasikan Routledge Handbook of Political Marketing”5. Karya akademik ini 
ini menyajikan sejumlah perkembangan aktual di bidang marketing 
politik dari para akademisi, dan praktisi yang bergerak dalam dunia 
konsultan marketing politik. Dalam karya akademik ini, kajian 
terhadap pengembangan produk, branding dan strategi marketing 
politik di sejumlah negara terus dilakukan. Selain itu marketing 
internal, marketing politik Pemerintahan dan perubahan media, 
teknologi komunikasi informasi dan budaya politik publik menjadi 
mendapatkan perhatian serius. Tidak hanya itu, Less-Marshment dkk 
(2011) juga menganalisis perkembangan marketing politik yang 
dilakukan oleh parpol, elit politik dan Pemerintah terhadap 
perkembangan demokrasi dan politik. 

Margaret Schammell (2007), pengajar di Departemen Media 
dan Komunikasi, dari London School of Economic and Social Sciences, UK 
ini memberikan kontribusi pada konsep brand politik (political 


385 Jennifer Lees-Marshment. 2009. Marketing Politics: Prinsiples and Application. 
London: Routledge Publication. 
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brands) dan transformasi warga negara sebagai konsumen?”. Kasus 
yang diangkat adalah strategi rebranding politik yang dilakukan oleh 
mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair. Di sini Schammell (2007) 
melihat kian berperan pentingnya branding dalam dunia marketing 
komersial dan juga dunia politik. Dia menganalisis bagaimana strategi 
rebranding politik yang dilakukan oleh Tony Blair dalam Pemilu di 
Inggris tahun 2005. Melalui penelitian marketing politik yang 
dilakukannya ini  Schammell (2007) bahkan kemudian 
mengembangkan model dalam studi komunikasi politik dimana 
menurutnya sudah saatnya mainstream dimana cenderung fokus pada 
media dalam komunikasi politik harus digeser kea arah komunikasi 
politik model konsumen (a consumer model of political communication). 

Dilihat dari sudut pandang siapa yang menjadi komunikator 
politik, sebagai bidang studi political marketing secara umum meliputi 
tiga perspektif. Pertama, yaitu bagaimana masing-masing parpol 
memasarkan produk-produk politik kepada publik atau para pemilih 
baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui 
berbagai jenis media. Produk-produk ini yaitu pemikiran, ideologi, 
kebijakan publik yang ditempuhnya dan juga personality para elit-elit 
politik yang menjadi kadernya. 

Kedua, bagaimana masing-masing kandidat memasarkan 
produk-produk politiknya kepada publik atau pemilih baik yang 
dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai 
jenis media. Produk-produk ini terdiri dari model kepemimpinan 
yang dianutnya, kebijakan publik yang ditempuhnya, dan juga 
personalitas yang dimilikinya. Teori-teori dan konsep marketing politi 
mulai dikembangkan baik dalam perspektif instumental maupun 
fungsional. 388 Berdasarkan kedua perspektif tersebut strategi 
marketing mix 4P terus dilakukan untuk mendukung pemenangan 
Parpol dan kandidat membidik para pemilih dalam setiap peristiwa 
kampanye politik pemilu. 


387 Margaret Schammell. Political Brands and Consumer Citizens: The Rebranding of 
Tony Blair. The ANNALS of The American Academy of Political and Social Sciences. 
May 2007. Vo.611, No.1. 176-192. 

388 Lihat Stephan C.Hanneberg. General Functions of Political Marketing 
Management. Working Paper. School of Management, University of Bath. Tahun 2003. 
No.19. 
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Ketiga, bagaimana media memasarkan isu-isu dan produk 
politik yang bersumber dari Pemerintah, Parpol, elit politik/ kandidat, 
institusi civil society dan masyarakat kepada khalayak/ pemilih. Dapat 
kita saksikan menjelang arena Pemilu, media tampak kian intens 
dengan beragam kemasan program menjalankan marketing politik 
para aktor politik yang berlaga. Selain itu, media juga menjadi arena 
strategis bagi marketing politik permanen dari para elit politik yang 
berkuasa dan Pemerintah. 

Ketiga perspektif ini yang dikembangkan oleh Darren G. 
Lilleker and Jennifer Lees-Marshment (2005) pada akhirnya sangat 
tergantung pada dinamika aktor dan lembaga politik di masing- 
masing negara. Pada negara-negara dengan institusi parpol yang 
kuat—dimana ia tidak hanya memiliki dasar ideologi yang kuat, 
positioning ideologi yang jelas dan berpengaruh kepada pemilihnya — 
maka peran partai politik dalam menjalankan strategi marketing 
politik adalah sangat menentukan. Partai politik juga bisa menjadi 
fokus kajian mainstream dalam studi marketing politik. Karena 
merekalah melalui struktur organisasi, jaringan kelembagaann, dan 
dukungan pendanaan yang dimilikinya mampu menjalankan strategi 
marketing politik dalam memasarkan kandidat maupun produk- 
produknya yang berupa kebijakan publik. 

Sebaliknya, dalam konteks negara-negara yang memiliki 
institusi kepartaian yang cukup lemah—seperti Indonesia—yang 
ditandai dnegan memudarnya atau lemahnya pengaruh ideologi 
parpol, ketidakjelasan positioning ideologi dan rendahnya pengaruh 
ideologi parpol terhadap perilaku pemilih, maka peran kandidat 
ataupun elit yang bersaing dengan menjalankan strategi marketing 
adalah makin dominan. Mereka juga menjadi fokus kajian mainstream 
dalam studi marketing politik. Sebab, sesungguhnya bukan partai 
politik yang merancang dan menjalankan strategi marketing politik, 
akan tetapi para kandidatlah yang sebenarnya jauh lebih menentukan 
dalam proses marketing politik. Mereka tidak hanya dituntut punya 
daya saing dalam memasarkan produk-produk politiknya — melalui 
kebijakan publik yang ditawarkan kepada pemilihnya—akan tetapi 
juga sangat mengandalkan pengaruh dari personalitas, karakternya 
dan popularitasnya dalam mempengaruhi perilaku pemilih. 
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Secara umum dapat disimpulkan bahwa perkembanangan 
kajian marketing politik ini dipengaruhi oleh konteks ekonomi-politik 
yang ada di masing-maisng negara (Plasser, et, al, 1999, Butler dan 
Collins, 1996). Pertama, sistem politik. Kedua, sistem kompetisi partai 
politik dalam arena pemilu. Ketiga, regulasi yag mengatur proses 
kampanye pemilu parpol dan kandidat. Keempat, sistem media. Kelima, 
budaya politik lokal dan nasional. Keenam, derajat perkembangan 
modernisasi masyarakat. Ketujuh, model prosesionalisasi dan 
modernisasi kampanye politik di masing-masing negara demokrasi. 


Perkembangan Bidang Kajian Marketing Politik di Indonesia. 


Bagaimana dinamika studi komunikasi politik di Indonesia? 
Studi marketing politik (political marketing), juga kian berkembang di 
Indonesia. Hingga saat ini, riset-riset akademik di bidang marketing 
politik (political marketing ) masih belum banyak dikembangkan di 
Indonesia. Beberapa karya akademik yang membahas dan 
mendiskusikan political marketing antara lain ditulis oleh Firmanzah 
(2008) 289. Studi komunikasi politik terkait dengan partai politik terkait 
dengan positioning ideologi partai politik juga dikaji oleh 
Firmanzah(2007)840. Selain itu, Kusnaedi (2009) mengkaji bagaimana 
memenangkan Pemilu dengan pemasaran effektif“1. Penelitian dalam 
bidang Political marketing juga dilakukan terkait dengan kampanye 
pemilihan presiden langsung oleh kandidat Capres Amien Rais dalam 
Pemilu Presiden 2004 lalu, seperti yang dilakukan oleh Sarwono SW?2. 

Selain itu, studi marketing politik pada level lokal juga 
dilakukan oleh Sukardi (2009) dalam memotret strategi pemenangan 
yang dijalankan oleh Ratut Atut Chosiyah dalam Pilkada Banten 


389 Lihat Firmanzah. Marketing Politik : Antara Pemahaman dan Realitas. Jakarta : 
Yayasan Obor Indonesia. Tahun 2008. 

340 Lihat Firmanzah. Mengelola Partai Politik : Komunikasi dan Positioning Partai 
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341 Lihat Kusnaedi. Memenangkan Pemilu dengan Pemasaran Effektif. Jakarta: Duta 
Media Tama. Tahun 2009 

342 Lihat Sarwono SW. Strategi Kampanye Pemilihan Umum Secara Langsung: 
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2006'8. Studi marketing politik juga dilakukan terkait dengan 
konstruksi citra politisi selebriti dengan menggunakan Weblog 
sebagaimana yang dilakukan oleh Dini Mentari'4. Studi marketing 
politik juga dilakukan dengan fokus marketing politik yang dilakukan 
oleh partai politik dalam arena Pemilu Legislatif, sebagaimana yang 
disumbangkan oleh Tan Sri Zulfikar (20094. 

Selain itu, kajian marketing politik aktor politik yang dilakukan 
oleh televisi menjelang Pemilu dengan strategi manajemen impresi 
juga dilakukan Salman Ibnu Hasky (2009)445. Selain itu terdapat juga 
studi pembentukan citra politik Presiden, sebagaimana yang 
dilakukan oleh Tri Soekarno Agung (2007), juga studi politik 
pencitraan incumbent dan challenger dalam Pemilu Presiden 2004 dan 
Pemilu Presiden 2009 sebagaimana dilakukan oleh Rully 
C.Iswachyudi (2009)848, studi politik etnisitas dan pencitraan kandidat 
minoritas dalam arena Pemilukada, sebagaimana yang dilakukan oleh 
Zakina (2008)49, dan studi politik pencitraan calon Presiden, 
sebagaimana pernah dilakukan oleh Budi Utami (2008)350. 


343 Lihat Sukardi. 2009. Relasi Struktur-Agen Dalam Pemenangan Kontestasi Politik 
Lokal : Kasus Komunikasi Politik Ratu Atut Chosiyah Dalam Pilkada Banten 2006. 
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Marketing politik sebagai bidang ilmu baru, masih cenderung 
belum mendapatkan tempat yang kuat dalam rumpun ilmu sosial. 
Marketing politik masih cenderung dilihat dalam dimensi praktis 
yaitu pada penggunaan metode-metode dan teknik-teknik marketing 
dalam arena politik. Kendati demikian, saat ini baik para ilmuwan 
politik, ilmuwan komunikasi politik dan ilmuwan marketing mulai 
tertarik mengembangkan bidang ilmu ini, meski masih menuai 
beragam kontroversi. 

Selain sebagai bidang kajian akademik, marketing politik juga 
berkembang luas dalam dimensi praktis. Bagaimana perkembangan 
praktek marketing politik di Indonesia? Di Indonesia, maraknya 
pertarungan pencitraan politik yang dilakukan oleh parpol dan 
kandidat legislatif dan eksekutif kian menjadikan kebutuhan akan 
riset marketing politik makin besar. Konsep-konsep dan teori-teori 
marketing kian diadaptasi dan dikembangkan dalam memasarkan 
ideologi, produk-produk kebijakan publik, dan personalitas para elit. 
Sindrom popularitas yang ada dalam diri masing-masing parpol dan 
kandidat kian menjadikan konsep-konsep marketing secara luas 
diterapkan dalam laga politik lokal dan nasional. 

Dalam kasus Indonesia, marketing politik lebih marak 
dilakukan dan di-drive oleh para elit politik yang menjadi kandidat 
dalam arena pemilihan dibandingkan oleh institusi parpol. Di tengah 
budaya ketokohan, budaya politik feodal, dan juga ketidakjelasan 
positioning ideologi kandidat dan parpol, para kandidat ini bahkan 
dengan mudah berpindah-pindah parpol, atau bahkan menyewa dan 
“membeli perahu” parpol setiap kali memasuki gelanggang pemilu. 
Fenomena migrasi para elit ke sejumlah parpol dalam arena pemilu 
jamak kita jumpai. Selain itu, fenomena para elit yang keluar dari 
anggota parpol dan kemudian mendirikan parpol baru juga menjadi 
gejala yang masig terjadi sejak Pemilu 2004 dan makin meningkat 
pada Pemilu 2009 dan menjelang Pemilu 2014. 

Para konsultan politik juga berperan besar dalam 
pengembangan dan penggunaan konsep-konsep marketing dalam 
dunia politik. Mereka bahkan secara terus menerus mengembangkan 
inovasi jasa konsultansi kepada kandidat dan parpol melalui strategi 
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jitu marketing politik untuk meraih kemenangan. Melalui marketing 
politik, performance, daya pesona dan kompetensi politik kandidat 
dan parpol terus dikemas melalui konstruksi realitas politik di media 
maupun di luar media. 

Perkembangan marketing politik juga tidak lepas dari 
perubahan budaya politik pemilih. Selama satu dasawarsa terakhir, 
dalam arena pertarungan politik parpol dan elit yang cukup sengit di 
level lokal dan nasional, para pemilih pun mulai cerdas untuk 
mempelajari perilaku politik parpol dan kandidat. Pengetahuan 
politik pemilih pun kian mudah berkembang karena sebaran informasi 
politik yang lebih terbuka, baik melalui media massa, maupun media 
baru. Terjadi metamorfosis perilaku pemilih di Indonesia —yang mana 
mayoritas mereka merupakan pemilih mengambang (floating mass), 
yang memiliki ikatan dan kedekatan yang lemah dengan ideologi 
partai politik. 

Marketing politik juga makin dikembangkan oleh para politisi 
dan kandidat dalam merespons perkembangan terbaru teknologi 
komunikasi. Melalui dukungan konsultan politik, beragam broadcast 
produk-produk politik dan pesan-pesan politik mereka lakukan 
dengan membidik segmentasi politik tertentu dan fokus pada isu-isu 
tertentu. Broadcast mail, sms dan juga melalui blackberry terus marak 
dilakukan dalam event-event kongres parpol maupun event-event 
politik menjelang pemilu dan Pemilukada. 


Perkembangan Praktek Marketing Politik Pasca Reformasi 


Sejak tahun 1990an, arus demokrasi liberal terus merembes dan 
diadopsi oleh negara modern di berbagai belahan dunia. Demokrasi 
liberal bahkan seakan telah menjadi dasar teologi baru bagi penganut 
demokrasi. Demokrasi liberal kian tumbuh dan membentuk sejarah 
baru di Eropa dan Asia. Dalam arena demokrasi liberal ini format 
Pemerintahan semakin intens berinteraksi dengan proses politik 
melalui perilaku politik para aktor dalam sebuah sistem politik yang 
menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan dan kebabasan. Pada titik 
inilah kemudian terjadi intensitas interaksi yang kian dekat antara 
media dan para pelaku politik. Mereka bahkan kemudian terjalin 
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hubungan yang saling membutuhkan?!. Hal ini terutama ketika 
industri media kian menjadi aktor dan pilar utama dalam sebuah 
sistem demokrasi liberal. Para journalis dan media memiliki peran 
penting dalam industri citra yang akan menentukan citra Pemerintah 
dan para elit politik. 

Runtuhnya pusat kekuasaan politik Rezim Otoriter Orde Baru 
yang pada mulanya diwarnai dengan inamika arus kekuasaan 
dikendalikan secara terpusat, kini kian memudar dan terbuka. 
Berkembangnya demokrasi di Indonesia, berimplikasi pada 
meningkatnya liberalisasi politik dan intensitas kompetisi di kalangan 
parpol dan kandidat dalam arena pemilu maupun di luar arena 
pemilu. Pasar politik secara pelan-pelan makin tercipta seiring dengan 
rebranding parpol lama dan pendirian parpol baru. Selain itu, sejalan 
dengan perubahan mekanisme pemilu dengan pola pemilihan 
langsung terhadap kandidat Presiden —dalam Pemilu Presiden 2004, 
kandidat pasangan Kepala Daerah—sejak Pilkada 2004 — dan kandidat 
calon anggota legislatif — sejak Pemilu Legislatif 2009, kian membuka 
ruang bagi beragam inovasi, teknik dan metode praktek marketing 
politik di Indonesia. 

Adalah naluri manusia untuk selalu memiliki kekuasaan. Pasca 
reformasi, baik elit politik maupun partai politik berusaha untuk tetap 
memiliki kekuasaan. Bahkan mereka berusaha tampil untuk kembali 
mengendalikan kekuasaan. Arena marketing politik merupakan 
ragam panggung elit dan masyarakat dimana proses interaksi dan 
transaksi politik berlangsung. 

Ada dua jenis proses politik. Pertama, politik elit, yaitu proses 
politik yang berlangsung pada level elit (elite politics). Kedua, politik 
massa(mass politics), yaitu proses politik yang berlangsung pada level 
massa?22, Level pertama, proses politik berlangsung untuk 
merumuskan kebijakan publik. Sedangkan proses politik pada level 
massa yang dilakukan dengan tujuan untuk menyampaikan pesan, 
mempengaruhi dan berintekasi secara langsung dengan para pemilih. 
Dalam politik massa ini, warga negara oleh para elit politik cenderung 
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ditempatkan sebagai warga negara yang pasif secara politik dan 
sebagai khalayak yang dapat dimanipulasi, diarahkan dan jika perlu 
bahkan dialihkan perhatiannya. Bahkan keberadaan mereka, identitas 
mereka dan juga kesadaran mereka akan dikonstruksikan oleh pesan- 
pesan dan informasi dari proses komunikasi yang sedang 
berlangsung. Melalui opini publik yang dikembangkan dan dibentuk 
oleh para elit dan atas dukungan media, mereka juga menjadi obyek 
pengaruh dari mesin politik, dan mesin pencitraan politik. 

Sejumlah mesin pencitraan diantaranya adalah PR politik, 
spin-doctors —yang secara terus menerus mempengaruhi media dan 
wartawan —untuk membentuk dan mempengaruhi arah opini publik. 
Mereka juga mempengaruhi publik untuk mendapatkan dukungan 
ketika terjadi kompetisi antar elit dalam proses penyusunan, 
pelaksanaan dan evaluasi dari kebijakan publik35. 

Dalam marketing politik, para elit politik bahkan cenderung 
menarik perhatian dan mengarahkan agenda pemberitaan media 
untuk terhadap hal-hal positif yang telah dia lakukan, dan sebaliknya 
meliput hal-hal negatif yang dilakukan oleh para kompetitornya. 
Dalam hal ini para politisi terus mensuplai informasi politik kepada 
media — melalui berbagai pola dan strategi yang didukung oleh mesin 
citra yang dimilikinya—sebagai bentuk marketing politik dan 
komunikasi politik kepada para pemilih. Kondisi ini berlangsung 
seiring dengan kebutuhan para pemilih untuk mengetahui lebih jauh 
proses politik yang sedang berkembang yang melibatkan kandidat 
(elit politik) dan partai politik terkait dengan isu-isu aktual yang 
sedang terjadi. Hal ini kemudian menjadikan para pemilih ini sebagai 
khalayak yang pasif. Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh para 
politisi dan mesin pencitraan politik yang mana mereka menggunakan 
sumber daya politiknya untuk mempengaruhi agenda media masa 
untuk menghasilkan rangkaian cerita peristiwa yang menguntungkan 
elit politik dan partai politik tersebut. 

Selain itu, trend berkembangnya strategi manajemen impresi 
politik juga kian marak dipraktekkan oleh kandidat, pimpinan parpol 
dan para pejabat Pemerintah. Marketing politik merupakan 
manajemen impresi yang dijalankan oleh elit politik dan parpol 
kepada publik. Dalam manajemen impresi ini bukan pesan yang 
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terpenting, akan tetapi bagaimana komunikator dan aktor politik ini 
lebih mampu menciptakan “kesan” positif dihadapan khalayak atau 
pasar politikmnya. 

Di sini performance atau penampilan para aktor dan 
komunikator politik menjadi sangat menentukan bagaimana nantinya 
kesan positif tersebut bisa diperoleh. Eric P.Law (2005: 26) 
menyebutkan bahwa manajemen impresi ini sebagai arena permainan 
terpenting bagi para aktor dan komunikator politik baik dalam 
konteks komunikasi politik, politik komunikasi, marketing politik, 
maupun dalam manajemen pencitraan politik. 

Hal yang terpenting adalah bagaimana performance para aktor 
dan komunikator politik ini terus bisa “bekerja” di benak 
khalayak/ pasar politik. Dua hal yang penting di sini, yaitu : 1) profile 
dari para elit dan parpol: dan 2) performance yang tampak (face) dari 
para elit dan parpol. Untuk mencapai ini, aktor politik dan 
komunikator politik tentu saja tidak bisa bekerja sendirian. Akan 
tetapi membutuhkan dukungan tim komunikasi profesional. Mereka 
adalah konsultan pencitraan (image consultants), spin-doctors, 
pollsters dan penasehat yang memberikan arahan dalam majamenen 
impresi citra politiknya. 

Tim profesional inilah yang nantinya akan bekerja di 
panggung depan (front stages) dan panggung belakang (back stages) 
aktor politik dan komunikator politik tersebut. Mereka nantinya yang 
bisa mengembangkan inovasi, menyusun skema dan perencanaan 
dalam memanaje prformance aktor dan komunikator politik ini. 
Bagaimana mereka muncul dan tampil di depan publik, para tim 
profesional inilah yang bisa mengarahkan mereka. 

Industri pencitraan politik dilakukan dengan beberapa tahap 
(Eric P.Law, 2005: 27). Pertama, menyusun riset untuk memotret 
perkembangan lingkungan politik yang nantinya akan menentukan 
bagaimana dan seperti apa performance politik yang harus 
ditampilkan oleh para aktor politik dan komunikator politik sesuai 
dengan tuntutan pasar politik, agar popularitas dan pengaruh 
politiknya terjaga atau bahkan mengalami kenaikan pesat. Kedua, 
menyusun dan menjalankan event-event dimana para aktor dan 
komunikator tampil di depan publik, mendapatkan publisitas luas 
dari media dan memperoleh apresiasi positif di mata pasar politiknya. 
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Ketiga, melatih dan memandu para aktor dan komunikator 
politik/ marketer politik untuk tampil di depan publik. Mereka yang 
akan mengatur gaya berbicara, hingga fashion atau baju yang dipakai 
serta tatanan rambut dil,agar tambil secara maksimal di depan 
publikDalam industri pencitraan politik ini, para aktor dan 
komunikator politik harus bisa ditampilkan layaknya “bintang” dan 
artis yang harus mendapatkan tepuk tangan, puji-pujian dari pasar 
politiknya. 
Matrik 12.2. 
Alur Kerja Mesin Industri Citra (political spin-teams) 


Outputs: 

Inputs: 

1. Riset opini .. Menyusun skema peran 
publik, untuk politisi sebagai 

2. Hasil monitoring pemain panggung. 
media dna dana les anaitekliM 2. Membuat hubungan 

3. Penilaian 1. Pengubung dengan Wartawan. dekat dengan para 
performance 2. Rilis Media. jurnalis 
politisi yang 3. Produksi media (video dll). .. Menyusun pseudo-event. 
didukung 4. Penulis surat. . Memanaje pidato politisi 

4. Penilaian 5. Pengelola Web dan Email. . Mereproduksi citra dan 
performance 6. Manajemen Events simbol-simbol 
politisi lawan 7. Pengelola Iklan . Mencari, menyajikan, 

5. Masukan dari 8. Tim Monitoring/Analis mengantisipasi dan 
konsultan mengelola bocoran 


eksternal informasi politik elit 
(leaks). 
Menuntup akses 
informasi negatif 


Membuat kesepakatan- 
kesepakan politik 
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Sumber: Eric P.Law. Western Political Developmet: An Evolving Symbiosis of Media 
and Politics, dalam Eric P.Law.The Media and Political Processess. London: Sage 
Publication. 2005. 


Manajemen pencitraan politik terus dikembangkan dengan 
menggunakan mesin politik citra yang dikendalikan oleh para Spin- 
Doctor. Manajemen pencitraan politik disini dilakukan tidak hanya 
sekedar penting untuk mengelola performance, skema performance 
citra individual dan dikonstruksikan layaknya selebritis, akan tetapi 
juga perlu memperhatikan kualitas materi yang akan disampaikan 
kepada pasar politiknya. Dalam hal ini terkait dengan ide-ide, prinsip, 
sentimen dan kepercayaan yang harus ditanapkan kepada para 
pengikutnya dan pasar politiknya. Bahkan mitologi politik seringkali 
dibutuhkan untuk membangun kharisma politik yang bisa 
mempengaruhi pola relasi aktor dan komunikator politik tersebut 
kepada para pemain politik yang lain. Mitologi politik juga 
dibutuhkan untuk menjaga, menanamkan dan memperluas pengaruh 
kepada pasar politik yang ada di beragam segmen dan kelas sosial. 

Dalam manajemen 'impresi ini, tim profesional terus 
dikembangkan dengan memperhatikan tiga hal utama (Eric.P.Law, 
2005: 29). Pertama, mereka tampak kian canggih dalam memahami dan 
mengidentifikasi serta mentransformasikan peran dan karakter kinerja 
wartawan sebagai peliput peristiwa politik. Kedua, mereka juga 
berusaha keras untuk senantiasa mentransformasikan para pemilih 
yang menjadi pemain politik aktif melalui opini publik dan isu-isu 
publik. Ketiga, mereka juga terus menerus berusaha mengelola 
dinamika struktural dan kultural dari industri media, dalam hal ini 
terkait dengan budaya organisasi media, dan juga konteks ekonomi- 
politik media terutama kepemilikan media. 

Mereka juga mengajarkan kepada para kliennya —parpol dan 
kandidat—bahwa para politisi yang sukses harus mau belajar 
menguasai permainan politik. Industri pencitraan mampu membantu 
politisi menghadirkan realitas politik dan citra politiknya secara 
positif, dengan memaksimalkan: 1) sumber daya tenaga PR politik 
profesional, 2) menggunakan kalangan selebriti profesional (dalam 
politik, hiburan dan olahraga) sebagai political endorser, 3) 
mempredeksi dan mengelola event-event politik strategis dengan 
bantuan para tim PR Politik profesional (konferensi pers, pidato dan 
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public hearing): 4) melahirkan alur pemberitaan baru melalui domain- 
domian yang lain yang bisa dikaitkan dengan peristiwa politik (seperti 
dari bidang kesehatan/ rumah saki, keamanan/polisi, pengadilan dan 
pertandingan olahraga). 

Ada beragam aktor yang kian menentukan praktek marketing 
politik di Indonesia. Pertama, partai politik dan kandidat. Mereka 
adalah aktor utama yang sejak Pemilu 1999 kian menyadari 
pentingnya mengadopsi dan mengembangkan praktek marketing 
politik yang telah berkembang di berbagai negara demokrasi maju 
yang ada di Amerika dan Eropa. Kedua, rezim politik pemerintahan. 
Sejak pasca reformasi, citra rezim politik selalu menjadi fokus 
pertarungan terpenting dalam panggung komunikasi politik. Karena 
itu, rezim politik pemerintahan yang berkuasa sejak Pemilu 1999, 
tampak secara pelan-pelan kian menyadari pentingnya mengadopsi 
dan mengembangkan strategi marketing politiknya untuk mengelola 
dan memelihara legitimasi kekuasaaannya. Ketiga, lembaga legislatif, 
baik secara personal maupun institusi sejak Pasca Reformasi 
memegang peranan penting dalam proses kontestasi politik. Beberapa 
hal yang sangat fundamental antara lain terkait dengan proses 
perumusan regulasi dan juga pengelolaan isu-isu politik nasional dan 
citra politik personal para anggotanya yang berdampak pada kualitas 
kinerja dan legitimasi politik lembaga ini. Keempat, lembaga 
masyarakat sipil Pasca Reformasi juga kian menempati posisi dan 
peran yang sangat strategis. Praktek marketing politik mereka 
kembangkan dalam rangka mengadvokasi isu-isu publik agar 
terakomodasi dalam kebijakan politik dan pemerintahan. Keelima, 
media massa juga merupakan aktor dan medium yang sangat penting 
dalam arena kontestasi marketing politik di Indonesia. Adanya 
kebebasan pers, kebebasan berekspresi dan berpendapat di satu sisi, 
dan adanya arus komersialisasi dan kompetisi lingkungan industri 
media kian menjadikan lembaga ini menjadi medium dan aktor 
strategis yang diperebutkan oleh kandidat, parpol, masyarakat sipil, 
lembaga legislatif dan Pemerintah dalam mengkonstruksi pencitraan 
positif, menjaga dan meningkatkan pengaruhnya ke khalayak dan 
juga menjaga dan memelihara legitimasi politiknya di tengah 
khalayak/ pasar politik yang sangat fluktuatif. 
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Intinya beragam inovasi, teknik, dan metode marketing politik 
kian marak dijalankan oleh para aktor politik dan institusi politik. Baik 
individu maupun institusi politik di sini tidak hanya sekedar 
menyampaikan pesan-pesan dan informasi politik, namun 
memperebutkan media atau institusi atau kekuasaan yang menjadikan 
mereka mampu mempengaruhi publik melalui pesan-pesan dan 
informasi politik yang disampaikannya. Untuk menjaga pengaruh dan 
atau dalam mendapatkan kekuasaan politik, maka marketing politik 
secara intens dilakukan oleh para aktor politik. 


Interdependensi dan Saling Memperkuat 


Dari pemaparan di bagian awal buku ini telah dijelaskan 
bagaimana bidang kajian dan praktek komunikasi politik dan political 
marketing sulit dikembangkan pada masa Orde Baru. Di masa Orde 
Baru, selain adanya kekuatan Rezim Otoritarian, laga demokrasi juga 
masih didominasi oleh bayang-bayang ketokohan atau kharisma 
politik para keluarga politisi tertentu. Tidak banyak politisi baru yang 
lahir dan mampu mendapatkan legitimasi politik kuat di luar para 
politisi dominan, baik yang ada dalam struktur kekuasaan maupun di 
luar struktur kekuasaan (oposisi). 

Perkembangan komunikasi politik Pasca Reformasi di 
Indonesia didukung oleh sejumlah faktor. Pertama, menguatnya 
kebebasan pers setelah runtuhnya rezim otoritarian. Kehidupan pers 
pada masa Orde Baru lekat dengan beragam pembatasan. Politik 
kooptasi Orde Baru terhadap pers dijalankan melalui pemberlakuan 
Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers(SIUP). Orde Baru juga menjalankan 
politik pembredelan terhadap pers yang dianggap membangkan atau 
melawan kebijakan politiknya. Sistem Pers Pancasila yang 
mengedepankan konsep pers bebas yang bertanggungjawab 
menyebabkan dinamika kehidupan pers dihantui dengan kontrol dan 
pengawasan oleh rezim politik. Sistem Pers Pancasila ini 
menyebabkan fungsi kontrol sosial-politik pers tidak bisa 
dilaksanakan secara maksimal. Budaya telepon dan ragam bentuk 
pengendalian kebebasan pers oleh Rezim politik menjadikan ruang 
gerak pers menjadi sangat terbatas. 

Kontestasi komunikasi politik dan political marketing masa 
Orde Baru tidak banyak berkembang. Sebaliknya, Pasca Orde Baru, 


Manajemen Komunikasi Politik dan Marketing Politik | 363 


arena kontestasi kedua bidang ini makin terbuka luas. Fenomena yang 
cukup menonjol dirasakan oleh publik Pasca Reformasi adalah 
peningkatan intensitas kebebasan opini publik dan berekspresi. 
Beragam informasi publik terus bertebaran dalam benak publik setiap 
saat. Melalui media cetak, media penyiaran dan internet, liputan atas 
berbagai peristiwa politik dengan mudah menjangkau dan dijangkau 
oleh publik. Bahkan perkembangan terbaru di media jejaring sosial 
kian mampu menjadi arena diskursus publik secara luas melibatkan 
isu-isu politik terkini yang berkembang dalam panggung politik lokal, 
nasional dan internasional. 

Kedua, arena komunikasi politik dan political marketing terus 
berkembang melalui peran media, civil society, partai politik, kandidat 
dan juga para professional konsultan politik dan marketer politik. 
Pertama, seiring dengan berkembangnya era mediated-democracy, 
media menjadi aktor sekaligus sebagai arena kontestasi komunikasi 
politik dan political marketing. Dalam pengamatan Jakob Oetama, CEO 
Kompas Gramedia Group, ketika berlaku sistem demokrasi dan 
kebebasan pers dan informasi jumlah penerbitan tumbuh berlipat. 
Dari 289 surat kabar harian menjadi 1.600 penerbitan. Jumlah 
penerbitan berlipat, jumlah oplah bukan saja tidak berlipat, tetapi 
amat lambat. Ketinggalan jauh dari jumlah penonton televisi serta 
pendengar radio?4, Selain itu, Lembaga PR, surat kabar, dan media 
massa lain ikut meluaskan hadirnya panggung publik yang terbuka. 
Informasi lalu lalang di atas panggung publik itu. Informasi 
merupakan syarat keberadaan dan tumbuh kembangnya knowledge 
society. Peran media bukan terbatas pada informasi. Media kian 
mampu berperan menyelenggarakan dialog dan debat publik. 
Informasi dalam panggung media merupakan informasi yang bekerja 
dalam panggung yang penuh persaingan dan perebutan atensi. 
Panggung media juga merupakan panggung tontonan. Informasi juga 
kian dikemas sebagai infotainment, edukasi sebagai edutainment, 
komersial sebagai infomercial. 

Ketiga, peran civil society juga kian mampu menjadi aktor 
penting dalam proses komunikasi politik dan political marketing. Posisi 
dan peran civil society tidak hanya mampu melakukan kritik dan 
delegitimasi terhadap kekuasaan Pemerintahan saja, akan tetapi juga 
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bisa memberikan tekanan dan deligitimasi citra bagi para kandidat 
dan parpol yang berkontestasi dalam arena Pemilu dan Pemilukada. 
Advokasi yang dilakukan oleh kelompok civil society ini pada 
umumnya mendapatkan dukungan media secara luas. Hubungan 
simbiotik mutualisme antara media dan civil society tampak 
berkembang dengan baik, dimana media juga memberikan space 
pemberitaan yang cukup besar bagi agenda-agenda demokratisasi 
yang dibawa oleh beragam kelompok civil society di Indonesia. 

Keempat, peran partai politik dan kandidat juga menjadi aktor 
penting dalam komunikasi politik dan political marketing di Indonesia. 
Masing-masing parpol dan kandidat terus mengembangkan beragam 
inovasi dan mengadopsi teknik-teknik terbaru dari yang berkembang 
di dunia dalam mengembangkan strategi komunikasi politik dan 
political marketing. Pengaruh gaya Amerika dalam bidang komunikasi 
politik dan political marketing pun kian dikenal dengan istilah 
Amerikanisasi. 

Kelima, Para professional yang bekerja di lembaga survei dan 
konsultan politik memiliki andil besar dalam proses. Pada mulanya 
hal ini dipelopori oleh para ilmuwan politik dari jebolan Amerika 
yang kemudian mendirikan sejumlah lembaga dan konsultan politik 
di Indonesia. Namun kemudian, diikuti juga dengan sejumlah 
profesional baru yang terus mempelajari dan mengembangkan 
kemampuan dirinya dalam bidang survei dan konsultan politik di 
masing-masing lembaga mereka bekerja. Lembaga-lembaga ini pun 
secara intens menyelenggarakan training manajemen dan 
penyelenggaraan survei dan training tim pemenangan untuk tim 
konsultan politiknya. Mereka juga terus mengembangkan beragam 
inovasi dalam bidang komunikasi politik dan marketing politik. 
Sejumlah riset mereka jalankan tidak hanya sebagai bagian dari 
bidang studi komunikasi politik, akan tetapi lebih cenderung sebagai 
referensi dalam menyusun dan mengembangkan marketing politik 
bagi para klien nya. 

Bidang komunikasi politik dan marketing politik terus 
mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kebutuhan akan kajian 
teoritis dan praktis terhadap bidang ilmu ini tidak hanya mengundang 
ketertarikan pada akademisi dan peneliti, akan tetapi juga pemimpin 
parpol, elit parpol, para pekerja industri media, dan juga masyarakat 
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luas. Ragam topik penelitian atas fenomena yang sedang terjadi di 
kedua bidang ini terus dikaji baik dengan skala lokal maupun 
nasional. 

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dalam domain studi 
komunikasi politik di Indonesia, baik secara akademik maupun 
praksis, telah berkembang beberapa sub-domain kajian yang saling 
terkait satu sama lain. Keempat domain ini adalah : 1) studi 
komunikasi politik: 2) studi politik komunikasi, 3) studi marketing 
politik: dan 4) studi manajemen pencitraan. 


Matriks 11.3. 


Fase Perkembangan Bidang Studi Komunikasi Politik, Politik 
Komunikasi, Marketing Politik dan Manajemen Pencitraan 


Rethorika Politik 
Propaganda Politik 


Persuasi Politik 


Komunikasi Politik -- pa kl Politik 


Politik Manajemen Pencitraan 
Komunikasi po — 


Sebelum bidang studi komunikasi politik lahir, fase klasik 
ditandai dengan dengan berkembangnya retorika politik oleh para 
politisi yang menjadi senator di era Yunani kuno dan masa kebesaran 
imperium Romawi. Teknik-teknik dan metode retorika politik ini terus 
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dikembangkan seiring dengan pertumbuhan konsep demokrasi 
modern. Seiring dengan runtuhnya sejumlah imperium, meluasnya 
arena kolonialisasi politik dan juga membiaknya negara-bangsa 
modern, propoganda politik pun kian marak dilakukan. Teknik-teknik 
dan metode propaganda politik ini satu sisi juga banyak dipengaruhi 
oleh teknik-teknik dan metode rethorika politik, namun sisi lain 
proganda politik juga mempengaruhi model baru retorika politik — 
terutama setelah menguatnya peran dan fungsi media dalam dunia 
politik. 

Pecahnya Perang Dunia I dan II, propaganda politik menjadi 
salah satu basis kekuatan sebuah negara-bangsa untuk 
memperebutkan pengaruh bersamaan dengan dinamika perang antar 
negara ataupun persekutuan negara. Bahkan politik hubungan 
internasional juga kian ditentukan oleh kesuksesan dan kegagalan 
propaganda politik yang dilakukan oleh masing-masing pemimpin 
negara ataupun persekutuan negara. Pada masa ini, studi komunikasi 
politik ditandai dengan trend kajian yang memberikan perhatian besar 
pada studi retorika politik dan propaganda politik. Kemudian Pasca 
Perang Dunia II dan berkembangnya era Perang Dingin yang ditandai 
dengan adanya blok Negara-negara Sosialis dan Komunis dan Negara- 
Negara penganut demokrasi yang berbasis kapitalisme dan 
liberalisme, propaganda politik pun terus dilakukan untuk 
memperebutkan wilayah pengaruh di negara-negara bekas koloni, 
baik yang ada di kawasan Asia Pasifik, Eropa, Afrika dan Timur 
Tengah. 

Pada situasi politik dunia yang seperti ini kemudian studi 
komunikasi politik dilahirkan oleh para founding fathers-nya. Studi 
komunikasi politik yang pertama kali berkembang sebagai sebuah 
bidang kajian baru karena kontribusi bidang ilmu komunikasi, ilmu 
politik, ilmu psikologi sosial dan juga ilmu sosiologi. Sebagai bidang 
studi, komunikasi politik ini lahir dan berkembang dengan konsep 
dasar yang disampaikan oleh Lasswell (1940:1958). Bidang studi baru 
ini kendatipun terus dikembangkan oleh para ahli, peneliti dan 
kalangan praktisi profesional, manun pada akhirnya melahirkan kritik 
yang pada mulanya merangsang munculnya perspektif baru, yaitu 
politik komunikasi sebagaimana yang diperkenalkan oleh Chaffe 
(2001). 
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Selanjutnya juga berkembang studi marketing politik yang 
dikembangkan oleh dua pihak sekaligus, yaitu : 1) kalangan akademisi 
ilmu komunikasi politik—baik yang berlatarbelakang ilmu 
komunikasi, ilmu sosiologi, ilmu politik dan ilmu psikologi sosial — 
yang bersentuhan dengan kebutuhan praktis dalam dunia politik 
dalam sistem demokrasi elektoral—-yang mana kemudian mereka 
mengadopsi, menggunakan dan mengembangkan teori, konsep, 
prinsip-prinsip, metode dan teknik-teknik marketing dalam dunia 
politik: 2) para akademisi dan peneliti serta praktisi bidang ilmu 
marketing yang kemudian mereka bersinggungan dengan kebutuhan 
praktis politik—baik sebagai thinkthank parpol dan kandidat, 
thinkthank Pemerintah dan juga profesional konsultan politik — yang 
menggunakan teori, konsep, prinsip-prinsip, metode dan teknik- 
teknik marketing dalam dunia politik. 

Fase berikutnya adalah berkembangkan studi persuasi dan 
manajemen pencitraan. Bidang kajian ini berkembang satu sisi 
dirangsang oleh pesatnya perkembangan studi politik komunikasi dan 
marketing politik. Di sisi yang lain bidang kajian ini juga dirangsang 
oleh perubahan lingkungan komunikasi politik, sistem politik dan 
budaya politik. Lingkungan komunikasi politik kian bergerak ke arah 
individualis, lekat dengan komersialisasi dan aestetisasi. Sistem politik 
juga makin dipengaruhi oleh adanya pengaruh dominasi kepentingan 
ekonomi-politik, maraknya logika transaksionis, dan sistem pemilu 
juga kian bergeser ke model pemilihan langsung, pada mulanya 
memilih partai politik, kemudian memilih kandidat yang diusung oleh 
masing-masing parpol yang berlaga dalam arena pemilu eksekutif dan 
legislatif. Selain itu, budaya politik — baik yang berkembang pada level 
elit, kelembagaan politik dan juga para pemilih, konstituen dan warga 
negara pada umumnya juga kian ditandai dengan menguatnya 
konsumerisme, budaya instans, memudarnya basis budaya tradisional 
dan menguatnya popular culture, serta globalisasi budaya —yang 
ditandai dengan kolonialisasi budaya-budaya Barat. 

Dalam konteks Indonesia Pasca Orde Baru, menarik apa yang 
disampaikan oleh Effendi Gazali (2010), tentang perkembangan 
keempat bidang studi di atas. Gazali melihat relasi dan proses 
perkembangan studi politik komunikasi, marketing politik dan politik 
pencitraan di Indonesia tampak berjalan secara sporadis dan terjadi 
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beragam lompatan. Situasi ini satu sisi menunjukkan fase 
perkembangan yang mengembirakan karena keempat bidang studi ini 
kian mendapatkan tempat dan apresiasi yang makin luas baik dalam 
dunia akademik maupun dunia praktis serta dunia profesional. Akan 
tetapi hal ini juga menimpulkan sejumlah permasalahan terkait 
dengan daya dukung basis struktural dan kultural elit politik dan 
masyarakat di Indonesia. 

Maraknya pengembangan marketing politik kian menjadikan 
arena komunikasi politik di Indonesia menjadi pasar politik yang 
adakalanya kian jauh dari etika komunikasi politik. Terjalnya 
kompetisi antar parpol dan kandidat untuk memenangkan laga 
kompetisi politik pada level lokal dan nasional seringkali 
mengabagaikan rambu-rambu etika komunikasi politik. Kendatipun 
satu persoalan sebelumnya juga belum terselesaikan, yaitu etika 
komunikasi politik pasca transisi dari Negara Otoritarian ke konsep 
Negara Demokratis belum melahirkan landasan norma dan nilai-nilai 
moral yang disepakati oleh para aktor politik maupun publik. 

Maraknya persaingan dalam marketing politik ini juga 
ditandai dengan meningkatnya pembiayaan politik parpol dan 
kandidat. Pendanaan politik pada akhirnya kian mendorong lahirnya 
beragam jenis korupsi dalam institusi Negara. Selain itu, maraknya 
persaingan dalam marketing politik ini di level pemilih seringkali 
diiringi dengan budaya jual beli suara (vote buying). Maka 
berkembanglah budaya money politik yang kian tak terbendung baik 
dalam arena Pemilu maupun Pemilukada. 

Fase yang tak kalah mengejutkan juga menurut Gazali (2010) 
adanya lompatan dalam praktik manajemen pencitraan politik. Citra 
politik kian menjadi segala-galanya bagi partai politik, kandidat 
maupun elit politik yang telah berkuasa dalam Pemerintahan. Untuk 
memperkuat ataupun memoles citra politik ini, baik parpol maupun 
elit politik pada umumnya kian terjebak dalam adu perang citra — 
yang seringkali dilakukan dengan biaya tinggi, dan dengan cara-cara 
yang adakalanya kurang etis. Citra politik ini pun juga cenderung ke 
arah personalisasi citra politik dibandingkan citra kepemimpinan 
politik ataupun kelembagaan politik. 

Hal yang terakhir sangat dikhawatirkan, maraknya kebutuhan 
akan intensitas manajemen pencitraan yang dilakukan oleh elit politik 
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dalam Pemerintahan kian mendorong lahirnya kebijakan publik yang 
kian jauh dari kepentingan publik. Baik di level Pemerintaha Pusat 
dan Pemerintahan Daerah, dikhawatirkan kian marak adanya trend 
para pejabat publik yang tidak sepenuhnya mau melahirkan kebijakan 
publik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Mereka 
bahkan — dikhawatirkan — mengejar citra politik selama 
kepemimpinannya, sebagai modal dasar untuk mendapatkan peluang 
yang lebih besar bagi akses kekuasaan ataupun jabatan publik lainnya 
yang lebih tinggi, bergengsi dan strategis. Pada akhirnya, komunikasi 
politik hanya dimaksudkan untuk mendapatkan citra politik 
semaksimal mungkin, dan citra politik ini digunakan sebagai modal 
politik untuk mendapatkan kekuasaan dan citra politik dalam ruang 
lingkup yang lebih luas. Jika demikian yang terjadi maka arena 
komunikasi politik dikhawatirkan hanya akan menjadi ajang 
kontestasi pencitraan politik menuju arena dan fase pencitra politik 
selanjutnya. 

Menguatnya kontestasi pencitraan politik ini berdampak pada 
politik pengelolaan sumber daya keuangan negara, sumber daya alam, 
sumber daya alam dan lingkungan yang dimiliki oleh Negara. 
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, citra politik dilakukan 
dengan positioning dan bekerja dalam politik ingatan yang bersifat 
jangka pendek. Karena itu, politik kebijakan publik yang dirancang 
dan dilakukan oleh rezim politik yang cenderung berbasis pencitraan 
politik ini dikhawatirkan tidak sepenuhnya mampu melahirkan 
agenda perubahan yang bersifat jangka panjang dan strategis bagi 
kehidupan publik. Agenda-agenda kebijakan publik yang 
disampaikan oleh rezim Pemerintahan seperti ini dikhawatirkan akan 
cenderung bersifat jangka pendek, diskuntinue dan mudah dilupakan. 
Lebih mengerikan lagi, para elit politik pun cenderung hanyut dalam 
riset manajemen pencitraan yang dikendalikan oleh rezim politik yang 
berkuasa dibandingkan berani mengambil langkah politik yang 
revolusioner. Ketakutan akan tersingkirkan dari akses kekuasaan 
menjadikan mayoritas elit cenderung menempuh jalan kompromi dan 
melebur dalam kepentingan rezim politik yang berbasis pencitraan ini. 

Situasi yang seperti ini sayangnya diiringi dengan kondisi 
struktural dan kultural pemilih, konstituen dan warga negar. Secara 
struktural mayoritas mereka masih berpendidikan menengah dan 
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dasar, tidak memiliki literasi politik memadai, memiliki keterbatasan 
pengetahuan politik dan cenderung sebagai publik yang pasif. Selain 
itu, mereka juga cenderung tidak memiliki daya kontrol dan mampu 
mengadvokasikan kepentingan mereka ke lembaga-lembaga politik. 
Secara kultural, seiring dengan menguatnya konsumerism dan budaya 
populer dalam kehidupan publik, mayoritas publik pun cenderung 
lebih mudah puas dan terpesona dengann panggung pencitraan 
politik yang dilakukan oleh para elit dan rezim politik yang 
memerintah, dibandingkan mengkritisi kebijakan-kebijakan publik 
mereka yang tidak substantif dan berjangka pendek. Selain itu, mereka 
juga cenderung tidak peduli dengan urusan politik — yang sebenarnya 
sangat strategis bagi kehidupan publik---dan lebih mudah terbuai 
dengan maraknya money politic dengan cara beli putus, dibandingkan 
memperkuat kesadaran dirinya sebagai pemengang mandat dalam 
sistem demokrasi. 

Sejumlah kekhawatiran atas dimensi-dimensi negatif dari 
manajemen pencitraan inilah yang kemudian menjadikan para 
ilmuwan komunikasi politik di Indonesia seperti agak stagnan untuk 
tidak melangkah lebih jauh dalam mengembangkan studi persuasi 
dan manajemen pencitraan di Indonesia. Ada kondisi struktural dan 
kultural yang dipandang belum sepenuhnya mendukung harapan 
agar manajemen pencitraan bisa menghasilkan dampak positif bagi 
publik, dibandingkan dampak negatifnya—baik baik publik, elit 
politik, parpol dan bahkan lebih luas dikhawatirkan akan semakin 
membawa efek buruk bagi sistem demokrasi di Indonesia. 
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